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K AT A P E N G A N T A R

Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2014 sebagai salah satu
kewajiban Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian
dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

LKPJ Akhir Tahun 2014 adalah laporan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2013-2018 yang pada
dasarnya adalah Progress Report penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun
2014 guna menumbuhkan hubungan checks and balances yang sehat, mewujudkan saling
pengertian, partisipasi dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan umum, sekaligus terpenuhinya asas umum
penyelenggaraan negara, yaitu: asas tertib penyelenggara negara, kepentingan umum,
akuntabilitas, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
selama Tahun 2014, telah berlangsung sangat dinamis. Dengan komitmen tinggi, yang
diiringi semangat kebersamaan dan tekad kuat dari penyelenggara pemerintah dan
stakeholder, alhamdulillah berbagai program kerja dan kegiatan pembangunan dalam
rangka mewujudkan Visi NTB yang Beriman, Berbudaya,Berdayasaing dan Sejahtera akan
dapat terwujud. Namun dalam perjalanan untuk mencapai visi tersebut,  kami pun
menyadari adanya kendala dan permasalahan serta berbagai keterbatasan, baik
sumberdaya, dana, mutu perencanaan dan pengelolaannya, sehingga belum semua
harapan dan tuntutan masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karenanya, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat kita jadikan sarana meningkatkan kerjasama
dan partisipasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan prestasi pembangunan NTB
dimasa yang akan datang. Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak,
dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Wallahulmuwafiqu Walhadi ila Sabilirrasyad
Wassalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Mataram,     Maret 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI
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A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Nusa Tenggara
Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 merupakan amanat ketentuan pasal 69 dan 71
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara rinci
dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan LKPJ Gubernur adalah sebagai
berikut:

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah pada Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, jo Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan
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atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

22. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014;

24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
Anggaran 2014.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Geografi dan Administrasi

Nusa Tenggara Barat secara geografis terletak pada posisi 08o 10’ – 09o 05’

Lintang Selatan dan 115o 46’ – 119o 05’ Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan
dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape
dan Provinsi NTT, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sedangkan sebelah
barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali.

Dua pulau besar yang menjadi bagian dari Provinsi NTB adalah pulau
Lombok dan pulau Sumbawa dengan luas wilayah masing-masing mencapai
4.738,80 Km2 (23,51%) dan 15.414,05 Km2 (76,49%) dari luas wilayah daratan.
Sementara Luas perairan laut mencapai 59,13 persen dari luas wilayah Nusa
Tenggara Barat atau sekitar 29.159,04 Km2 yang dikelillingi 278 pulau-pulau kecil
dengan panjang garis pantai sekitar 2.333 Km. Dari 278 pulau yang ada, hanya 32
pulau (11,42%) yang berpenghuni. Dari beberapa pulau kecil tersebut terdapat
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pulau yang merupakan daerah obyek wisata seperti: Gili Trawangan, Gili Meno, Gili
Air, Gili Gede, Gili Lontar, Pulau Bungin, Pulau Moyo dan beberapa gugusan pulau
lainnya.

Kondisi geografis dan potensi diatas menyebabkan NTB memiliki kedudukan
yang sangat strategis karena terletak pada lintas perhubungan Banda
Aceh–Kupang, Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara
merupakan jalur perhubungan laut strategis yang semakin ramai, dari arah Timur
Tengah merupakan lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa
mineral logam ke Asia Pasifik. Selain itu juga wilayah NTB adalah lintas
perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya - Makasar) dan terletak pada
daerah lintas wisata dunia yang terkenal, Bali-Komodo-Tanah Toraja sehingga dari
sisi ekonomi sangat menguntungkan.

Secara administratif, Provinsi NTB terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 116
wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa dengan
wilayah terluas yaitu 6.643,98 Km2 memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24
Kecamatan, sedangkan Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara merupakan
kabupaten dengan jumlah kecamatan terkecil (5 kecamatan). Jumlah
desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 254
desa/kelurahan, sementara Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terkecil
adalah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki 33 desa/kelurahan, sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi NTB Tahun 2014

NO KABUPATEN/KOTA
JUMLAH

KECAMATAN
JUMLAH

DESA/KELURAHAN

LUAS
WILAYAH

(KM2)

PERSENTASE
(%)

1 Lombok Barat 10 122 1.053,92 5,23
2 Lombok Tengah 12 139 1.208,40 6,00
3 Lombok Timur 20 254 1.605,55 7,97
4 Lombok Utara 5 33 809,53 4,02
5 Sumbawa 24 166 6,643,98 32,97
6 Dompu 8 81 2.324,60 11,53
7 Bima 18 198 4.389,40 21,78
8 Sumbawa Barat 8 65 1.849,02 9,17
9 Kota Mataram 6 50 61,30 0,30
10 Kota Bima 5 38 207,50 1,03

Jumlah 116 1.146 20.153,15 100
Sumber : NTB Dalam Angka,  2014.

2. Topografi

Topografi wilayah NTB sangat bervariasi, di Pulau Lombok bagian utara
terdiri atas pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.726 meter, di bagian tengah
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merupakan dataran rendah yang subur berupa daerah persawahan dengan
ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, serta di bagian selatan merupakan
bagian yang berbukit-bukit dan kering yang sebagian berupa sawah tadah hujan,
sedangkan Pulau Sumbawa pada umumnya merupakan daerah perbukitan dan
pegunungan kecuali sebagian kecil merupakan dataran yang memanjang sepanjang
pesisir selatan. Ketinggian di Pulau Sumbawa berkisar dari 0-2.755 m diatas
permukaan laut (dpl). Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling
tinggi, yaitu 166 m dpl sementara Taliwang terendah dengan ketinggian 11 m dpl.
Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 m dpl.

Berdasarkan ketinggian wilayah, fisiografi Provinsi NTB dapat diklasifikasikan
datar, landai, bergelombang dan bergunung–gunung. Di Provinsi NTB terdapat
enam belas gunung. Dari tujuh jajaran gunung yang terdapat di Pulau Lombok,
Rinjani merupakan gunung tertinggi di Pulau Lombok dan di Provinsi NTB, enam
gunung lainnya adalah Mareje, Timanuk, Nangi, Perigi, Plawangan dan Baru.
Sedangkan di Pulau Sumbawa terhampar deretan Gunung Batu Lanteh, Tukan,
Jaran Pusang, Soromandi/Donggo, Tambora, Dadu, Pajo dan Gunung Sambi dimana
Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian
2.851 m dpl. Secara keseluruhan rata-rata ketinggian wilayah Nusa Tenggara Barat
adalah 475,533 m dpl. Ketinggian ini dapat dibagi empat, antara Pulau Lombok dan
Pulau Sumbawa. Pulau Lombok dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut dari
0–100 meter seluas 188.412 Ha, sedangkan 100–500 m dpl seluas 180.200 Ha,
500–1000 m dpl seluas 57.701 Ha, dan ketinggian lebih dari 1000 m dpl keatas
seluas 47.552 Ha. Ketinggian wilayah di Pulau Sumbawa dengan kisaran 0–100
meter seluas 290.499 Ha, 100–500 m dpl seluas 573.412 Ha, 500–1000 m dpl
seluas 249.558 Ha dan lebih dari 1000 m dpl keatas seluas 427.981 Ha.

Sementara itu klasifikasi kemiringan tanah (lereng) yang ada di wilayah
Provinsi NTB tersebut menunjukkan bahwa wilayah daratan Provinsi NTB paling luas
termasuk klasifikasi kemiringan tanah 15-40 persen sebesar 704.619 Ha (34,96%),
sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0–2 persen sebesar
338.552 Ha (16,80%). Pulau Lombok memiliki klasifikasi kemiringan yang paling
luas berkisar antara 2–15 persen seluas 198.616 Ha atau sebesar 9,85 persen dari
luas wilayah daratan. Sedangkan paling sempit dengan klasifikasi kemiringan tanah
>40 persen seluas 20.175 Ha atau sebesar 1,01% dari luas wilayah Provinsi NTB.
Sedangkan Pulau Sumbawa mempunyai klasifikasi tanah yang paling luas antara
15–40 persen seluas 573.903 Ha atau sebesar 28,48 persen dari luas Provinsi NTB,
sedangkan paling sempit termasuk dalam klasifikasi kemiringan tanah 0–2 persen
seluas 214.194 Ha atau sebesar 10,63 persen.

3. Klimatologi

Kondisi iklim akhir-akhir ini sering mengalami perubahan. Perubahan secara
faktual sudah terjadi di tingkat lokal, regional maupun global tak terkecuali di
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Provinsi NTB. Secara umum perubahan iklim global akan membawa perubahan
kepada parameter-parameter cuaca secara spesifik yaitu temperatur, curah hujan,
tekanan, kelembaban udara, laju serta arah angin, kondisi awan, dan radiasi
matahari. Perubahan pada curah hujan dan suhu yang terus meningkat serta
peningkatan emisi dan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) mengakibatkan terjadinya
pemanasan global, diikuti dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat
pemuaian dan pencairan es di wilayah kutub sehingga mendorong terjadinya
perubahan iklim, antara lain El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino dan La Nina
sangat berpengaruh terhadap kondisi cuaca dan iklim utamanya di wilayah yang
secara geografis berbentuk kepulauan. Fenomena El Nino menyebabkan kekeringan
yang luar biasa, sementara fenomena La Nina kebalikan dari El Nino yang
menyebabkan curah hujan tinggi disertai dengan angin topan dan berdampak
pada terjadinya bencana banjir dan longsor besar akan berdampak pada sektor-
sektor yang terkait dengan air, yaitu sumber daya air, pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan, infrastruktur (termasuk pemukiman, transportasi, irigasi air
tanah dalam dan air permukaan dan penataan ruang), rawa, lahan kering, serta
pantai.

Berdasarkan data dari stasiun Badan Meteorologi di Lombok Barat, Praya,
Bima dan Sumbawa, temperatur terendah di wilayah Provinsi NTB sepanjang tahun
2014 tercatat mencapai 20,3˚C pada bulan Agustus dan temperatur tertinggi
35,8˚C pada bulan November. Sementara itu rata-rata curah hujan tertinggi di
wilayah Lombok Barat dengan kisaran 135 mm pada bulan Januari. Curah hujan
diluar bulan Januari relatif rendah. Kondisi cuaca rata-rata di provinsi NTB selama 3
tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2
Keadaan Cuaca Rata–Rata di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

TAHUN

TEMPERATUR
(°C) KELEMBABAN

UDARA
(%)

TEKANAN
UDARA
(mB)

KECEPATA
N ANGIN

RATA-
RATA

(KNOT)

CURAH
HUJAN
(mm)

PENYINARAN
MATAHARI

(%)Min Max

2013 21.8 33.1 81.5 1010.3 7 154 70

2014 20.3 35.8 80,0 1010.5 9,4 113 78
Sumber : BMKG NTB,  2014

Iklim di wilayah Provinsi NTB secara umum dipengaruhi oleh aktifitas
monsun baratan (musim angin baratan) dan monsun timuran (musim angin
timuran). Pada saat monsun timuran, di wilayah Provinsi NTB umumnya
berlangsung musim kemarau/kering yakni bulan April hingga Oktober. Puncak
musim kemarau/kering umumnya berlangsung antara bulan Juli hingga Agustus.
Sebaliknya pada saat monsun baratan, wilayah Provinsi NTB umumnya berlangsung
musim hujan yakni pada bulan November hingga Maret.
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Selain itu, pertumbuhan tekanan rendah dan pusat siklon sangat aktif di
Belahan Bumi Utara (BBU). Kondisi ini memicu bertiupnya angin timuran kuat yang
mengurangi potensi tumbuhnya awan-awan hujan di wilayah provinsi NTB. hal ini
berpengaruh terhadap rata-rata Kecepatan angin. Sepanjang tahun 2014, rata-rata
kecepatan angin meningkat jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 2,4
point. Berdasarkan data BMKG NTB kecepatan angin maksimum tertinggi mencapai
17 knots terjadi pada bulan Agustus, keadaan ini lebih rendah dari tahun 2013
mencapai 20 knots. Sedangkan lama penyinaran matahari berkisar antara
49–100 persen, penyinaran matahari terbesar terjadi pada bulan September dan
terendah terjadi pada bulan Desember dengan rata–rata penyinaran per tahun yaitu
78 persen. Tekanan udara berkisar 1000.7–1014.8 mB, tekanan udara rata-rata
pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya,yaitu 1010.5 mB.

4. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2014 berdasarkan proyeksi BPS yang
disesuaikan dengan sensus penduduk 2010 dan sudah di realise pada tahun 2014
sebanyak 4.773.721 jiwa, penghitungan jumlah penduduk ini telah menggunakan
asumsi demografi seperti angka kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan
perpindahan penduduk (migrasi). koreksi data proyeksi yang dirilis tahun 2014
berdasarkan asumsi demografi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2012-2014

TAHUN

PENDUDUK (JIWA) PERTUMBUHAN (%)
SEX

RATIO
LAKI-
LAKI

PEREM-
PUAN

JUMLAH LAKI-
LAKI

PEREM-
PUAN

JUMLAH

2012
2.252.274
48,47%

2.394.519
51,53%

4.646.793
100% 1,45 1,38 1,42 94,06

2013
2.284.049
48,49%

2.426.786
51,51%

4.710.835
100% 1,41 1,35 1,38 94,12

2014
2.315.234 2.458.561 4.773.795

1,37 1,31 1,34 94,1748,50% 51,50% 100%

Sumber : Data Proyeksi Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014

Jika dilihat dari tabel 1.3 diatas pertumbahan jumlah penduduk pada tahun
2014 sebesar 1,34 persen lebih rendah 0,04 poin jika dibandingkan tahun 2013
sebanyak 62.690 jiwa, bahkan trendnya terus menurun sejak tahun 2012 baik
penduduk laki-laki maupun perempuan. Hal ini berimplikasi positif terhadap
perkembangan aspek lain yang berkaitan langsung dengan kependudukan seperti
kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja maupun kepadatan penduduk.
Pertumbuhan penduduk dipengaruhi dua faktor yaitu faktor alami dan non alami.
Faktor alami terdiri dari kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas) sedangkan
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faktor non alami adalah perpindahan penduduk (migrasi). Sementara berdasarkan
komposisi penduduk, proporsi penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki
dengan ratio pada tahun 2014 mencapai 94,17, hal ini berarti dalam 100 orang
penduduk perempuan terdapat 94,17 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk di Provinsi NTB tergolong timpang karena dari
4.773.795 jiwa penduduk 70,32 persen tinggal di Pulau Lombok sementara sisanya
29,69 persen mendiami pulau Sumbawa, kondisi ini bertolak belakang dengan daya
tampung pulau Lombok karena luas pulau Lombok hanya sepertiga dari luas pulau
Sumbawa. Demikian pula persebaran penduduk perkabupaten kondisinya tidak jauh
berbeda dimana dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, kabupaten
Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar yaitu
1.153.773 jiwa dan disusul kemudian oleh kabupaten Lombok Tengah dimana
jumlah penduduk kedua kabupaten ini mencapai 43,09 persen dari seluruh
penduduk Provinsi NTB. Sementara kabupaten Sumbawa Barat merupakan
kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil di Provinsi NTB yaitu 129.724 jiwa.

Distribusi penduduk berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.4
Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota

Tahun 2012-2014

NO.
KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

2012 2013 2014

1. Lombok Barat 623.602 634.126 644.586

2. Lombok Utara 205.489 207.800 210.133

3. Lombok Tengah 883.823 893.823 903.432

4. Lombok Timur 1.132.213 1.143.273 1.153.773

5. Kota Mataram 422.673 431.876 441.064

Pulau Lombok 3.267.800 3.310.898 3.352.988

6. Sumbawa Barat 122.487 126.038 129.724

7. Sumbawa 427.119 431.924 436.599

8. Dompu 227.301 230.982 234.665

9. Bima 452.286 457.892 463.419

10. Kota Bima 149.800 153.101 156.400

Pulau Sumbawa 1.378.993 1.399.937 1.420.807

Provinsi NTB 4.646.793 4.710.835 4.773.795

Sumber : Data Proyeksi Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014

Distribusi penduduk yang tidak merata akan memberikan tekanan beban
yang berat bagi wilayah bersangkutan, termasuk masalah lingkungan
(environmental stress), seperti kerusakan hutan, kerusakan terumbu karang,
masalah air bersih (water management), sampah, pendangkalan sungai sampai
pada persoalan polusi udara yang parah. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar,
bila diikuti dengan kualitas yang baik, produktif, maju dan mandiri, akan dapat
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menjadi modal pembangunan. Jika melihat kondisi saat ini pulau Lombok memiliki
tingkat kepadatan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan pulau Sumbawa yaitu
707,58 jiwa/km2. Sementara itu pada tahun 2014 kabupaten/kota yang memiliki
tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kota Mataram yakni 7.195,17 jiwa/km2 atau
meningkat 2,13 persen. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten dengan
tingkat kepadatan terendah yaitu 65,71 persen jiwa/km2. Kepadatan penduduk
seluruh kabupaten/kota di NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.5

Kepadatan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2012-2014

NO. KABUPATEN/
KOTA

KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)

2012 2013 2014

1 Lombok Barat 591,70 601,68 611,61

2 Lombok Utara 253,84 256,69 259,57

3 Lombok Tengah 731,40 739,67 747,63

4 Lombok Timur 705,19 712,08 718,62

5 Kota Mataram 6.895,15 7.045,29 7.195,17

Pulau Lombok 689,60 698,69 707,58

6 Sumbawa Barat 66,24 68,16 70,16

7 Sumbawa 64,29 65,01 65,71

8 Dompu 97,78 99,36 100,95

9 Bima 103,04 104,32 105,58

10 Kota Bima 721,93 737,84 753,73

Pulau Sumbawa 89,46 90,82 92,17

Provinsi NTB 230,57 233,75 236,88

Sumber : Data Proyeksi Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014

Persoalan kependudukan di Provinsi NTB tidak jauh berbeda dengan
persoalan kependudukan secara nasional dimana selain jumlah penduduknya yang
relatif besar dan persebarannya yang tidak merata, juga struktur penduduknya
didominasi oleh kelompok umur usia muda (produktif) dan anak-anak.

Banyaknya penduduk pada kelompok umur anak-anak dan usia muda
membawa dampak terhadap ratio beban ketergantungan penduduk. Berdasarkan
data BPS 2014 rasio beban ketergantungan penduduk Provinsi NTB adalah 54,06
hal ini berarti setiap 100 orang penduduk produktif di Povinsi NTB menanggung
sebanyak 54 orang penduduk yang tidak produktif. Terjadi penurunan dependency
ratio dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,36 poin yang membawa dampak positif
berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang
menanggung penduduk pada umur tidak produktif. Dampak positif dari sisi ekonomi
mengindikasikan semakin banyaknya sumberdaya manusia yang dapat
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dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan
masyarakat dapat ditingkatkan.

Jika berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih banyak
pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) maupun pada kelompok usia 65+

yaitu masing–masing sebanyak 1.628.018 jiwa dan 123.255 jiwa. Namun pada
kelompok anak-anak jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan
dengan penduduk perempuan seperti, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2014

NO.
KELOMPOK
UMUR/TH

JUMLAH PENDUDUK 2013 JUMLAH PENDUDUK 2014

LAKI PEREMPUAN TOTAL LAKI PEREMPUAN TOTAL
1. 0-14 734.889 702.561 1.424.327 739.032 707.288 1.446.320

2. 15-64 1.446.364 1.604.250 3.050.614 1.470.701 1.628.018 3.098.719

3. 65+ 102.796 119.975 222.771 105.501 123.255 228.756

Dependency Ratio 57,92 51,27 54,42 57,42 51,02 54,06

Sumber : Data Proyeksi Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014

C. Kondisi Ekonomi

1. Komoditi Unggulan Daerah

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mempercepat penurunan angka kemiskinan yaitu dengan cara mengembangkan
komoditi unggulan daerah. Terkait dengan komoditi unggulan daerah sesuai dengan
kondisi geografis dan iklim yang ada, Provinsi NTB memiliki keanekaragaman hayati
yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi
yang tersedia tidak hanya dari sektor pariwisata tetapi juga sub sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan industri kerajinan. Produk ekonomi
unggulan lokal yang dikembangkan sebagai komoditas berdaya saing tinggi untuk
masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut: sub sektor pertanian komoditi
jagung, sub sektor perkebunan komoditi tembakau, jambu mete dan kopi, sub
sektor peternakan komoditi sapi, sub sektor perikanan komoditi rumput laut,
mutiara dan industri kerajinan. Adapun perkembangan sub sektor tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Sub Sektor Pertanian

Jagung merupakan salah satu komoditi potensial dan unggulan yang
dikembangkan oleh Propinsi NTB. Hal ini disebabkan karena produktivitasnya yang
semakin meningkat dari tahun-ketahun dan manfaatnya yang besar sebagai
penyedia bahan pangan maupun sebagai penganekaragaman (diversifikasi) menu
makanan bagi penduduk, maupun industri makanan serta sebagai bahan baku
industri makanan ternak. Sehingga sangatlah layak untuk mendapatkan perhatian
terutama dari pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha untuk
melakukan pengenalan dan pemahaman prospek pengembangan jagung skala
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komersial dalam upaya menerapkan teknologi produksi dan menjadi nilai tambah
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta Industri Kecil dan
Menengah (IKM). Adapun perkembangan luas panen, produktifitas, jumlah produksi
jagung dan serapan tenaga kerja, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Luas Panen, Produktifitas, Produksi Jagung dan Serapan Tenaga

Tahun 2013 – 2014

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2014

Dari gambar diatas terlihat luas panen pada tahun 2014 mencapai 126.577
hektar dengan produktivitas sebesar 62,09 Ku/Hektar dan produksi 785.8646 ton
serta serapan tenaga kerja sebanyak 440.640 orang, bila dibandingkan dengan
tahun 2013 terjadi peningkatan luas panen 16.304 ha (14,79%) sedangkan
untuk produksi 152.091 ton (24,%), produkktivitas 5 Ku/ha (8,04%) dan serapan
tenaga kerja 98.781 orang (28,90 %). Berdasarkan rata-rata pendapatan persatu
kali panen perhektar terjadi peningkatan sebesar 51,96 persen yaitu dari
Rp 17.241.000 pada tahun 2013 menjadi Rp 26.200.000 pada tahun 2014.

b. Sub Sektor Perkebunan

Pada sub sektor perkebunan komoditi unggulan daerah di Provinsi NTB
adalah kopi, jambu mete dan tembakau. Pada tahun 2014 berdasarkan angka
sementara produksi kopi mencapai 5.237,79 ton meningkat 21,75 persen
dibandingkan tahun 2013, untuk produksi tanaman jambu mete terjadi peningkatan
sebesar 6,99 persen yaitu dari 17.452 ton pada tahun 2013 menjadi menjadi
18.671,13 ton pada tahun 2014. Sedangkan produksi tanaman tembakau tahun
2014 sebanyak 34.144,32 ton mengalami penurunan sebesar 11,38 persen
dibandingkan tahun 2013, dimana produksi tahun 2013 sebesar 38.528,67 ton.
Penurunan produksi tembakau disebabkan karena menurunnya luas areal tanam
sehingga perlu diambil kebijakan agar produktivitas lahan dapat ditingkatkan
mengingat pasar untuk tembakau relatif cukup besar. Pada tahun 2014 tembakau di
provinsi NTB di kirim melalui pelabuhan Lembar ke daerah Solo, Surabaya, Jember,
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Ngawi dan Banyuwangi, untuk komoditi jambu mete ke daerah Surabaya dan
Purwokerto sedangkan untuk kopi baru memenuhi pasar lokal.

c. Sub Sektor Peternakan

Pada sub sektor peternakan, komoditi sapi mempunyai peluang
pengembangan dalam skala besar dan sangat potensial. Hal ini disebabkan karena
kondisi sosial masyarakat yang menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi
tradisional dapat dijadikan penopang hidup. Disamping itu, kondisi alam di daerah
ini yang memiliki padang penggembalaan yang cukup luas terutama di Pulau
Sumbawa, menjadikan Provinsi NTB sebagai sentra peternakan sapi nasional. Faktor
pendukung tersebut berimplikasi positif terhadap perkembangan populasi sapi dan
induk produktif, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.2
Populasi Sapi, Induk Produktif dan Kelahiran Pedet

Tahun 2013 – 2014

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2014

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa selama periode 2013-2014
terjadi peningkatan populasi sapi sebanyak 11.062 ekor (1,10%), dan peningkatan
induk produktif sebesar 4,978 ekor (1,10%). Bila dilihat dari kelahiran pedet terjadi
penurunan pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 4,84 persen kondisi ini menjadi
perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah. Sedangkan jumlah kelompok
tani ternak yang terlibat dalam peternakan ini meningkat 6,70 persen pada tahun
2014 yaitu dari 3015 kelompok pada 2013 menjadi 3217 kelompok dengan jumlah
peternak yang terlibat 75.3775 orang pada tahun 2013 menjadi 80.425 orang tahun
2014.

Berdasarkan pada kondisi pasar dalam negeri, Provinsi NTB dapat diandalkan
sebagai salah satu daerah pensuplay produksi daging sapi nasional. Hal ini
disebabkan Provinsi NTB sudah dapat memenuhi konsumsi lokalnya sehingga
terdapat surplus dalam produksi, tetapi juga karena konsumsi daging sapi nasional
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yang cenderung meningkat sehingga menyediakan peluang pasar bagi Provinsi NTB
untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun demikian distribusi masih menjadi
hambatan, karena sistem transportasi angkutan ternak yang masih belum memadai.
Dimana saat ini pengangkutan ternak masih menggunakan truk atau kapal barang
biasa, dan belum menyediakan angkutan khusus untuk ternak.

d. Sub Sektor Perikanan
Komoditas rumput laut, merupakan Komoditas yang memiliki potensi yang

cukup besar untuk dikembangkan, faktor utama yang menjadikan dasar
pertimbangan adalah karena dapat dibudidayakan sepanjang tahun dengan periode
budidaya yang singkat 30–60 hari. Disamping itu, rumput laut memiliki kandungan
karaginan yang tinggi, dimana karaginan merupakan senyawa hidrokoloid dari
rumput laut yang sangat penting dalam industri pangan dan dipasarkan berupa
tepung berwarna kekuning-kuningan, mudah larut dalam air serta membentuk
larutan kental atau gel. Karaginan ini digunakan pada beberapa industri makanan
yaitu kue, roti, macaroni, jelly, selai, sari buah, bir dan es krim. Selain itu, pada
industri farmasi berupa pasta gigi dan obat serta digunakan juga untuk bahan
kosmetik, tekstil dan cat. Lebih jauh lagi, transfer teknologinya mudah dilakukan,
melibatkan partisipasi aktif perempuan secara massal, mengakar di masyarakat
pesisir, memiliki alternatif metode budidaya yang beragam, serta tak kalah penting
adanya dukungan pemerintah pusat dengan ditetapkannya NTB sebagai pusat
pengembangan rumput laut nasional (National Seaweed Center).

Perkembangan produksi, serapan tenaga kerja dan pembudidaya rumput
laut di Provinsi NTB sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.3
Produksi, Serapan Tenaga Kerja Dan Pembudidaya Rumput Laut

Tahun 2012 – 2014

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB , 2014
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Pada gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah produksi
rumput laut sebesar 770.374 ton atau meningkat sebesar 1,85 persen dibandingkan
dengan tahun 2013, demikian juga bila dilihat dari jumlah pembudidaya dimana
terjadi peningkatan sebanyak 562 Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) (3,41%) hal
ini juga diikuti dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang mampu
diserap yaitu dari 66.000 orang pada tahun 2013 menjadi  68.248 orang pada tahun
2014 atau meningkat sebesar 3,41 persen.

Peluang pasar untuk komoditas rumput laut cukup besar karena permintaan
dalam negeri maupun luar negeri yang cukup besar. Pada tahun 2014 Provinsi NTB
mampu mengekspor untuk memenuhi permintaan dari pulau Bali dan Surabaya
bahkan memenuhi permintaan dari Malaysia

Selain komoditi rumput laut, mutiara merupakan komoditi bernilai ekonomi
penting dan dapat dikembangkan mengingat pasarnya yang cukup luas. Pada tahun
2013 ekspor mutiara Provinsi NTB berjumlah 0,373 ton dengan nilai US$ 469.064,86
dan tahun 2014 jumlah ekspor menurun menjadi 0,295 ton tetapi nilai ekspor
meningkat 125,34 persen menjadi US$ 1.056.968,634. Negara tujuan komoditas
mutiara adalah India, Hongkong, Jepang, Singapore, Korean, Perancis, Macau dan
China.

e. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat
berperan dalam pembangunan di Provinsi NTB, kondisi ini terlihat dari
kontribusinya terhadap PDRB. Pada tahun 2014 kontribusi sektor penyediaan
akomodasi dan makananan minuman 1,81 persen terhadap PDRB, hal ini meningkat
0,03 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Kontribusi yang meningkat ini tentu
saja dicapai tidak saja dari peran pemerintah tetapi juga peran dari pemangku
kepentingan pariwisata.

Bila dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, terjadi peningkatan baik
wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Pada tahun 2014,
peningkatannya sebesar 10,76 persen dan 32,93 persen dibandingkan dengan
tahun 2013. Disamping itu terjadi penambahan jumlah kelompok sadar wisata dari
100 kelompok pada tahun 2013 menjadi 207 kelompok pada tahun 2014.
Peningkatan jumlah kelompok sadar wisata sangat penting didalam mendukung
sektor pariwisata karena mempunyai multiplier effek yang cukup besar, hal ini
disebabkan karena kelompok sadar wisata merupakan kelompok swadaya dan
swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta bertujuan untuk
meningkatkan  pengembangan pariwisata daerah dan mensukseskan pembangunan
pariwisata nasional sehingga dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan rata-rata lama tamu menginap terlihat bahwa terjadi
penurunan lama menginap dari 2,67 hari untuk hotel bintang pada tahun 2013
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menjadi 2,4 hari pada tahun 2014, demikian juga pada hotel non bintang terjadi
penurunan rata-rata lama tamu menginap dari 1,89 hari menjadi 1,74 hari. Langkah
kebijakan yang perlu dilakukan antara lain: pembenahan destinasi pariwisata
terutama berupa penyediaan sarana dan fasilitas pendukung yang lebih
representatif, penambahan frekuensi penerbangan dan meningkatkan frekuensi
penyelenggaran kegiatan yang terkait dengan budaya daerah.

Perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTB baik
wisatawan nusantara (Wisnu) maupun mancanegara (Wisman) serta rata-rata lama
tamu menginap baik pada hotel bintang maupun non bintang tahun 2012–2014
sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.4
Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2014

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB Tahun 2014

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan
nusantara lebih banyak dibandingkan dengan wisatawan mancanegara, tetapi
rata-rata pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode
2013-2014 lebih tinggi daripada wisatawan nusantara, yaitu 27,48 persen untuk
wisman dan 19,18 persen untuk wisnu. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang
sektor pariwisata pada pasar internasional baik.

Gambar 1.5
Rata- Rata Lama Menginap Wisatawan Pada Hotel Bintang dan Non Bintang

di Provinsi NTB (Hari)

Sumber: BRS, BPS NTB  Pebruari  2014
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e. Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan menengah penghasil kerajinan dapat diandalkan sebagai
komoditi unggulan daerah. Hal ini disebabkan karena kontribusinya yang relatif
besar terhadap nilai ekspor Provinsi NTB dibandingkan dengan sektor pertanian,
perkebunan, dan kehutanan walaupun masih lebih kecil dibandingkan sektor
pertambangan dan perikanan pada tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.7
Perkembangan Nilai  Ekspor Per Sektor Serta Kontribusinya

Terhadap Total Ekspor Tahun 2013 –2014

SEKTOR

2013 2014
NILAI

EKSPOR KONTRIBUSI NILAI EKSPOR KONTRIBUSI

(US $) (%) (US $) (%)

Industri * 345,926.29 0.09 390,923.706 0,13

Perkebunan 0 0.00 272,986.420 0,09

Perikanan 484,924.56 0.12 1,269,064.634 0,41

Kehutanan 0 0.00 0 0,00

Pertanian 900.000 0.00 0 0,00

Pertambangan 401,724,591.81 99.79 305,668,706.400 99,37
Total Ekspor 402,556,360.59 100.00 307,601,681.160 100,00
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB 2014
Catatan : Sektor industri 2013 adalah industry yang  menghasilkan kerjainan , 2014 adalah

industry yang  menghasilkan kerajinan dan serabut kelapa

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi ekspor Provinsi NTB pada
tahun 2014 tercatat sebesar US$ 307,601,681.160 bila dibandingkan dengan
realisasi ekspor pada tahun 2013 terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 30,87
persen. Bila dilihat berdasarkan pada komoditi yang di ekspor, pada tahun 2014
terdapat 20 (dua puluh) jenis komoditi, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 14
(empat belas) jenis komoditi. Dari 20 (dua puluh) jenis komditi, 14 komoditi (70%)
dihasilkan oleh industri kerajinan dengan kontribusi sebesar 0,13 persen dari total
ekspor Provinsi NTB. Adapun komoditi-komoditi tersebut adalah kerajinan buah
kering, gerabah, rotan, kayu kelapa, perak, pensil, kayu, keramik, alang-alang,
kerang, perhiasan mas dan mutiara. Kerajinan buah kering merupakan industri
kerajinan yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap pembentukkan nilai ekspor
sektor industri yaitu sebesar 55,36 persen kemudian diikuti oleh kerajinan rotan,
perak, emas, mutiara, kerajinan kayu kelapa, kerajinan alang-alang, kerajinan
keramik, pensil, dan kerajinan kerang. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai dan
besarnya kontribusi dari masing- masing komoditi kerajinan, sebagaimana gambar
berikut.
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Gambar 1.6
Nilai Ekspor dan Besarnya Kontribusi Industri Kerajinan Tahun 2014

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB 2014 , (diolah), Lainnya :
Kerajinan keramik,kayu,alang-alang,kerang, pensil.

Negara tujuan ekspor dari hasil industri kerajinan di Provinsi NTB ke 12
(dua belas) negara, 5 (lima) negara tujuan ekspor dengan pangsa terbesar adalah
USA, China, Jerman, Belanda, dan India. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai ekspor
serta kontribusinya berdasarkan pada negara tujuan ekspor sebagaimana gambar
berikut.

Gambar 1.7
Nilai Ekspor dan Pangsa Industri Kerajinan
Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2014

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014
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2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Perekonomian Provinsi NTB tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 82,24
triliun, sedangkan tanpa sub sektor pertambangan bijih logam, sebesar Rp. 75,64
triliun. Berdasarkan pada harga konstan 2010 Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) mencapai Rp. 73,29 trilliun dan tanpa sub sektor pertambangan bijih logam,
sebesar Rp. 64,34 triliun (BPS NTB, 2015).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dengan kategori pertambangan bijih
logam sebesar 5,06 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi
perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9 persen. Pertumbuhan terjadi pada
seluruh lapangan usaha, lapangan usaha pada kategori listrik, gas dan produksi es
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,04 persen, diikuti oleh kategori
Informasi dan Komunikasi 8,37 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar
8,25 persen. Sedangkan tanpa sub kategori Pertambangan Bijih Logam,
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 persen dan mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,40 persen, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.8
PDRB NTB Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Dan

Laju Pertumbuhan Sektoral (Termasuk Sub Sektor Pertambangan dan Bijih Logam)
(Juta Rupiah)

NO SEKTOR
PDRB ADH
BERLAKU

LAJU
PERTUMBUHAN

(%)

PDRB ADH
KONSTAN

LAJU
PERTUMBUHAN

(%)

1.
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 19.363.384,58 10,46 17.693.465,97 4,46

2. Pertambangan dan Penggalian 9.692.268,14 -1,66 11.259.133,00 -0,13

3. Industri Pengolahan 3.883.180,71 7,54 3.724.792,58 4,95

4.
Pengadaan Listrik, Gas dan
Produksi Es 49.357,34 32,17 62.659,63 31,04

5.
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah dan daur Ulang 82.903,62 15,16 63.614,56 7,16

6. Konstruksi 7.680.495,98 13,36 7.201.577,10 7,65

7.
Perdagangan Besar dan Eceran dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11.402.409,19 14,01 9.603.420,65 6.44

8. Transportasi dan Pergudangan 6.939.058,30 19,52 5.317.726,80 7,10

9.
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 1.973.948,04 24,29 1.328.639,87 6,92

10. Informasi  dan Komunikasi 1.732.319,45 11,21 1.684.952,84 8,37

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 2.830.847,01 14,30 2.286.599,41 8,25

12. Real Estate 2.874.547,80 16,26 2.205.657,88 5,74

13. Jasa Perusahaan 156.527,33 17,92 131.542,30 7,26

14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 6.108.728,44 24,10 4.207.046,28 4,98

15. Jasa Pendidikan 4.065.182,51 9,56 3.351.651,07 6,72

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.641.414,07 12,04 1.510.643,76 6,92

17. Jasa lainnya 1.769.998,90 11,22 1.651.964,26 7,83

PDRB 82.246.571,41 11.74 73.285.087,96 5.06
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2015
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Memperhatikan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB, pada tahun
2014 sumber pertumbuhan terbesar berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 1,08 poin, diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,83 poin dan kategori Konstruksi
sebesar 0,73 poin. Sedangkan dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor
pertambangan bijih logam, tingginya pertumbuhan ekonomi berasal dari kategori
Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,25 poin, kemudian diikuti oleh
kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar
0,96 poin.

Struktur perekonomian Provinsi NTB menurut lapangan usaha tahun 2014
didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
(23,54 %); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(13,86 %) dan Pertambangan dan Penggalian (11,78%), kondisi ini tidak jauh
berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2012 maupun 2013. Untuk lebih jelasnya
mengenai struktur perekonomian NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.9
Kontribusi Sektor Terhadap PDRB NTB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2014

(Termasuk Sub Sektor Pertambangan dan Bijih Logam)

NO. SEKTOR KONTRIBUSI (%)

2012 2013 2014

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,23 23,82 23,54

2. Pertambangan dan Penggalian 14,75 13,39 11,78

3. Industri Pengolahan 5,00 4,91 4,72

4. Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es 0,06 0,05 0,06

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan daur Ulang 0,09 0,10 0,10

6. Konstruksi 9,29 9,20 9,34

7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil 13,28 13,59 13,86

dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan 7,28 7,89 8,44

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,88 2,16 2,40

10. Informasi  dan Komunikasi 2,11 2,12 2,11

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,14 3,36 3,44

12. Real Estate 3,14 3,36 3,50

13. Jasa Perusahaan 0,17 0,18 0,19

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 6,62 6,69 7,43

15. Jasa Pendidikan 4,89 5,04 4,94

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,95 1,99 2,00

17. Jasa Lainnya 2,11 2,16 2,15
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB,2015

Bila dikaji pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2014 terhadap triwulan IV-2013
(y on y) diketahui bahwa triwulan IV-2014 ekonomi Provinsi NTB tumbuh 10,88
persen bila dibandingkan triwulan IV-2013. Sumber utama pertumbuhan ekonomi
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Provinsi NTB Triwulan IV-2014 (y on y) adalah Pertambangan dan Penggalian
sebesar 6,21 poin, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,09 poin
dan Konstruksi sebesar 0,80 poin, Sedangkan tanpa pertambangan bijih logam,
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2014 (y-on-y) sebesar 5,76 persen, dan
sumber utama pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari sektor Pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 1,28 poin, kemudian diikuti oleh konstruksi
sebesar 0,94 poin, Pertumbuhan y to y PDRB dengan dan tanpa pertambangan bijih
logam, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.8

Pertumbuhan y to y PDRB Dengan dan Tanpa Pertambangan Bijih logam

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2015

Sedangkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2014 terhadap Triwulan III-
2014 (q to q) sebesar 6,79 persen, tingginya pertumbuhan ekonomi ini didorong
oleh kembali beroperasinya PT Newmont Nusa Tenggara yang sebelumnya sempat
tidak beroperasi pada bulan Juli-Agustus 2014 (triwulan III-2014). Adapun
pertumbuhan pada kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 160,34
persen dan sektor ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada
triwulan IV-2014 sebesar 14,50 poin, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar
0,44 poin. Namun, perekonomian Provinsi NTB tanpa sub sektor pertambangan bijih
logam mengalami kontraksi sebesar 8,06 persen. Hal ini disebabkan oleh
menurunnya aktivitas ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
akibat pengaruh musiman pada beberapa komoditas tanaman pangan dan
perkebunan seperti padi yang memasuki musim tanam serta produksi tembakau
yang telah melewati masa puncak panen raya pada triwulan yang lalu. Demikian
juga pada sektor Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi terutama industri
pengolahan tembakau karena sangat bergantung pada komoditas perkebunan
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tembakau yang juga mengalami penurunan produksi. Pertumbuhan q to q PDRB
dengan dan tanpa pertambangan bijih logam sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.9

Pertumbuhan q to q PDRB Dengan DanTanpa Pertambangan Bijih logam

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2015

Bila ditinjau dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non
Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen yang
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66 persen diikuti oleh Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah sebesar 9,23 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PKRT) sebesar 4,06 persen. Struktur Perekonomian NTB tahun 2014 yang
tercermin dari PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran
konsumsi rumah tangga sebesar 70,76 persen diikuti oleh Pembentukkan Modal
Tetap Bruto (PMTB) sebesar 31,32 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
15,15 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai komponen pembentuk PDRB dari sisi
pengeluaran dan kontribusi masing- masing komponen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.10
PDRB Provinsi NTB Dan Kontribusi Komponen Tahun 2014  Menurut

Pengeluaran Berdasarkan adhk Tahun Dasar 2010

KOMPONEN PDRB 2014 ** KONTRIBUSI (%)

Pengeluaran  Konsumsi Rumah Tangga 51,858,736.40 70.76

Pengeluaran  Konsumsi LNPRT 1,129,506.52 1.54

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,101,507.25 15.15

PMTB 22,950,228.60 31.32

Perubahan Inventory 259,510.77 0.35

Ekspor Barang dan Jasa 3,940,464.74 5.38

Impor Barang dan Jasa 2,392,005.99 -3.26

Nilai Ekspor Antar Daerah 15,562,861.32 -21.24

PDRB 73285086.97 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2015
**Angka Sangat Sementara
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Dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi, Komponen Rumah Tangga masih
menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,9 poin, diikuti komponen PMTB
sebesar 1,06 poin terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen,
sebagaimana gambar berikut

Gambar 1.10
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2015

3. Inflasi

Inflasi berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat oleh
karenanya pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus selalu
dapat mengambil kebijakan yang tepat, sehingga stabilitas harga terjaga. Inflasi di
NTB selama periode 2012-2014 fluktuatif. Pada gambar 1.13 terlihat bahwa pada
tahun 2013 inflasi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar
9,51 persen sedangkan tahun 2012 sebesar 3,99 persen. Penyebab tingginya inflasi
tahun 2013 karena terjadi kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM yang berdekatan
dengan tahun ajaran baru, bulan Ramadhan dan Lebaran memberikan tekanan
yang cukup besar pada stabilitas harga, disamping itu produktivitas pertanian yang
menurun disebabkan karena faktor cuaca dan juga karena pengaruh dari  adanya
eksternal faktor seperti pengaruh perekonomian global menambah tekanan
terhadap harga. Tekanan inflasi yang cukup besar ini terutama berasal dari komoditi
bahan makanan.

Bagi pemerintah daerah sangatlah sulit untuk meredam laju inflasi bila inflasi
disebabkan karena inflasi administered price atau harga komoditi yang ditentukan
oleh pemerintah, namun demikian pemerintah daerah selalu berusaha untuk dapat
mengendalikan laju inflasi tersebut yaitu melalui berbagai kebijakan seperti:
melakukan kebijakan pengamanan pasokan bahan makanan, melakukan koordinasi
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kebijakan antara  Tim Pengendali Inflasi Provinsi NTB yang terdiri dari pemerintah
daerah bersama instansi terkait untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap
harga barang, melakukan operasi pasar bahan–bahan kebutuhan pokok yang
mempunyai bobot cukup tinggi dalam inflasi ditingkatkan frekuensi dan cakupannya
serta memastikan adanya kelancaran distribusi barang dan jasa, penyampaian
informasi ketersediaan stok dan harga melalui media massa, dan himbauan kepada
masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi secara wajar. Kebijakan yang
diambil oleh pemerintah daerah terindikasi dapat menurunkan laju inflasi menjadi
7,23 persen, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.11
Inflasi Tahun 2012-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014

4. Kesempatan Kerja

Peningkatan kesempatan kerja merupakan salah satu strategi pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan dengan terjadinya
peningkatan kesempatan kerja maka diharapkan akan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, mengurangi jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada bulan Agustus 2014 jumlah
penduduk di Provinsi NTB yang tergolong dalam usia kerja (>15 tahun) dan telah
memiliki kesempatan kerja sebanyak 2.094.100 orang atau sebesar 94,25 persen
dari jumlah angkatan kerja sebesar 2.221.810, bila dibandingkan dengan Agustus
2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 61.818 orang
(3,04%), namun demikian proporsi penduduk yang memiliki kesempatan kerja lebih
rendah dibandingkan tahun 2013, dimana pada periode 2013 penduduk yang telah
memiliki kesempatan kerja sebesar 94,70 persen. Untuk mengatasi kondisi tersebut,
berbagai kebijakan yang berkesinambungan serta saling terkait antar sektor
pembangunan telah dilaksanakan, disamping itu keberadaan sektor informal
diharapkan mampu membuka kesempatan kerja bagi penduduk, sehingga
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keberadaan sektor ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan diharapkan
pada tahun-tahun mendatang jumlahnya dapat meningkat.

Berdasarkan pada jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha
diketahui bahwa sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi NTB
adalah sektor pertanian kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, jasa
kemasyarakatan sektor industri dan yang paling rendah menyerap tenaga kerja
adalah sektor keuangan yaitu sebesar 29.226 orang (1,40%) sebagaimana gambar
berikut.

Gambar 1.12
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Tahun 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Tahun 2014 (diolah)
Catatan: lainnya) Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang terus
mendapat prioritas pemerintah untuk diselesaikan, hal ini disebabkan karena
dengan tingginya tingkat pengangguran maka akan sulitlah bagi kita untuk
meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2014 diketahui bahwa
tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,75 persen lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 2013 yaitu sebesar 5,30 persen dan lebih besar dari target yang
ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini memacu pemerintah untuk lebih
meningkatkan kinerjanya melalui berbagai kebijakan yang bertujuan antara lain
untuk meningkatkan profesionalitas dunia usaha dan meningkatkan sinergitas
tenaga kerja dengan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat menggerakkan
lapangan usaha sehingga dapat meningkatkan penyerapan kerja serta menyediakan
kesempatan kerja bagi penduduk.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat
pengangguran adalah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dari tahun 2013
sampai 2014 selalu meningkat, kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk dalam
kelompok umur muda yang memasuki golongan angkatan kerja semakin meningkat.
Berdasarkan pada jenis kelaminnya, proporsi  angkatan kerja lak–laki lebih banyak
dari perempuan. Secara rata-rata dari tahun 2013–2014 proporsi laki-laki 57,77
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persen dan sisanya 42,23 persen perempuan. Secara absolut, jumlah pengangguran
pada Agustus 2014 bertambah sebesar 13.990 orang jika dibanding dengan tahun
2013 dan secara relatif peningkatannya sebesar 12,30 persen, kondisi ini
menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk dapat lebih baik lagi menyiapkan
program-program pembangunan yang melibatkan stakeholder sehingga mampu
menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya mengenai
jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi NTB tahun 2013- 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.11
Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2013 – 2014

NO. URAIAN
Tahun

2013 2014
1 Angkatan kerja

Laki-laki
(%)
Perempuan
(%)

2146002
1245582
(58.04)
900420
(41,96)

2.221.810
1.277.350
(57,49)
944.460
(42,51)

r  (%) 0,90 3,53
2 Pengangguran

Laki-laki
(%)
Perempuan
(%)

113720
73,408
(64,55)
40312
(35,45)

127.710
81.886
(64,12)
45.824
(36,88)

r (%) 2,31 12,30
3 TPT (%) 5,30 5,75

Target TPT(%) 5,00 4,83
Sumber : BPS NTB, 2013 – 2014 (diolah).

Berdasarkan pada jenis kelamin terlihat bahwa pengangguran pada kaum
laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan yang
menganggur selama periode 2013 – 2014, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.13
Keadaan Pengangguran Tahun 2013-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Tahun 2014 (diolah)
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Sedangkan berdasarkan pada sebarannya, penduduk yang menganggur
masih terkonsentrasi di pulau Lombok, sementara di Pulau Sumbawa dengan
jumlah penduduk yang lebih kecil daripada pulau Lombok menunjukkan terjadinya
peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun, namun dengan proporsi
yang semakin kecil dibandingkan dengan pulau Lombok, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.12
Jumlah Pengangguran Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Nusa

Tenggara Barat Tahun 2013 – 2014 (jiwa)

Sumber BPS NTB, 2014

4. Kesejahteraan

Tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi
NTB adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan bila terjadi perbaikan dalam
indikator moneter maupun non moneter. Perbaikan dalam indikator moneter
merupakan proxy dari peningkatan pendapatan perkapita sedangkan yang bersifat
non moneter dapat diindikasikan dengan adanya perbaikan kesehatan maupun
pendidikan di masyarakat.

Terkait dengan indikator moneter terlihat bahwa berdasarkan pada
pendapatan perkapita Provinsi NTB pada periode 2013-2014, tingkat kesejahteraan
masyarakat semakin meningkat yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.103.023
dan pada tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi menjadi Rp. 11.210.139.
Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada paritas daya beli terlihat bahwa terjadi

NO KABUPATEN/KOTA
JUMLAH  PENGANGGURAN (ORANG)

2013 2014
Pulau Lombok

1 Lombok Utara 3.274 4.953

2 Lombok Barat 11.384 12.202

3 Lombok Tengah 25.559 29.115

4 Lombok Timur 30.695 38.231

5 Kota Mataram 9.742 9.530
Jumlah 80.654 94.031
Proporsi (%) 70,92 73,63

Pulau Sumbawa

6 Sumbawa 8.835 9.361

7 Dompu 4.510 5.699

8 Bima 9.191 8.345

9 Sumbawa Barat 3.904 3.538

10 Kota Bima 6.626 6.736
Jumlah 33.066 33.679
Proporsi (%) 29,08 26,37
Total 113.720 127.710
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peningkatan, yaitu dari Rp. 648.660 pada tahun 2013 menjadi Rp. 651.634 pada
tahun 2014  berdasarkan hasil angka  proyeksi.

Walaupun tingkat kesejahteraan semakin meningkat tetapi Provinsi NTB
masih menghadapi tantangan besar dalam masalah kemiskinan, meskipun dengan
jumlah dan persentase penduduk miskin yang cenderung menurun dibandingkan
dengan tahun 2012 maupun tahun 2013. Pada September 2012, jumlah penduduk
miskin 840.108 orang (18,02%) dan menurun menjadi 816.621 orang (17,05 %)
pada bulan September 2014, dengan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan
lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah
perkotaan berjumlah 385,310 orang (19,17%) sedangkan di daerah perdesaan
berjumlah 431,311 orang (15,52%). Penurunan jumlah penduduk miskin ini
mengindikasikan keberhasilan dari program yang telah dimplementasikan tidak
saja oleh Pemerintah Provinsi NTB tetapi juga seluruh pemangku kepentingan,
namun penurunan angka kemiskinan ini belum mencapai target RPJMD 2014.
Tidak tercapainya target tersebut mengingat masalah kemiskinan bersifat
multidimensi, tidak saja terkait dengan pendapatan perkapita maupun purchasing
power tetapi juga variabel yang bersifat non ekonomi. Bila dilihat dari indikator
kesejahteraan yang bersifat moneter yaitu dengan melihat pendapatan perkapita
mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan kehidupan penduduk NTB pada
level yang lebih baik. Untuk lebih rincinya mengenai perkembangan penduduk
miskin sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.14
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012 – 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014
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Gambar 1.15
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012 – 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Tahun 2014

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator
pembangunan ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan
masyarakat yang bersifat non moneter. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa
nilai IPM NTB pada tahun 2013 sebesar 67,73 meningkat dibandingkan tahun
tahun 2012, peningkatannya sebesar 0,84 poin. Peningkatan nilai IPM ini
mengindikasikan bahwa tingkat pembangunan manusia di Provinsi NTB sudah
berada pada level menengah keatas, tetapi bila dilihat secara nasional posisi
Provinsi NTB masih tetap berada pada urutan 32 dari 33 provinsi. Posisi ini tidaklah
mencerminkan kegagalan pemerintah karena nilai IPM bersifat relatif, sehingga
untuk dapat mengetahui kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh
pemerintah Provinsi NTB adalah dengan cara memperhatikan kecepatan
pembanguan manusia  yang tercermin dari besaran angka reduksi shortfall, dan
Provinsi NTB termasuk provinsi yang tinggi kenaikkannya yaitu 2,52 poin di tahun
2013. Kondisi ini dicapai karena adanya komitmen yang kuat dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan
kualitas hidup, pendidikan dan pendapatan masyarakat. Upaya ini diwujudkan
melalui program unggulan peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi
kerakyatan serta pengembangan infrastruktur strategis. Untuk lebih jelasnya
mengenai perkembangan IPM dan komponen pembentuknya sebagaimana tabel
berikut.
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Tabel 1.13
Perkembangan Komponen IPM Tahun 2012 – 2013

NO. KOMPONEN IPM 2012 2013

1 Angka Harapan Hidup (Tahun) 62,73 63,21
2 Indeks Pendidikan:

a. Rata-rata Lama Sekolah
(Tahun) 7,19 7,20

b. Angka Melek Huruf (%) 83,68 85,15

3 Paritas Daya Beli (Rupiah) 645,72 648,66

Indeks Pembangunan Manusia 66,89 67,73

Sumber: BPS Provinsi NTB Tahun 2012

Sedangkan nilai IPM berdasarkan capaian kabupaten/kota menunjukkan
bahwa, Kota Mataram memiliki IPM tertinggi sebesar 73,70 melampaui rata-rata
nasional dan yang memiliki IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara sebesar
61,90. Rendahnya IPM Kabupaten Lombok Utara disebabkan karena selain
merupakan kabupaten baru yang masih memiliki sarana prasarana terbatas juga
termasuk daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi NTB.
Perkembangan IPM per kabupaten/kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.14
IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2013

NO. KABUPATEN/KOTA
IPM

2012 2013
1 Kabupaten Lombok Barat 63,19 63,8

2 Kabupaten Lombok Tengah 62,57 63,51
3 Kabupaten Lombok Timur 64,91 65,78
4 Kabupaten Sumbawa 67,23 68,06
5 Kabupaten Dompu 67,58 68,31
6 Kabupaten Bima 66,52 67,34
7 Kabupaten Sumbawa Barat 67,85 68,50
8 Kota Mataram 73,70 74,58
9 Kota Bima 69,83 70,73
10 Lombok Utara 61,37 61,90

Provinsi NTB 66,89 67,73

Nasional 73,29 73,81

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2014
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A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 adalah “MEWUJUDKAN
MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”. Visi
tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) misi, meliputi :

1. Mempercepat Perwujudan Masyarakat Yang Berkarakter

Melalui misi ini diharapkan Provinsi NTB memiliki sumber daya manusia yang
berkualitas, baik dari sisi kapasitas intelektual personal (Intellectual Quotient/IQ)
maupun kualitas moral/budipekerti (Spiritual Quotient/SQ). Hal tersebut dapat
diwujudkan melalui sosialisasi dan mobilisasi bagi kelompok masyarakat serta pemuka
agama; fasilitasi, edukasi, revitalisasi sarana dan prasarana keagamaan/rumah ibadah
serta media penyiaran. Upaya-upaya demikian dilakukan dalam rangka peningkatan
kualitas akhlak dan budipekerti sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan
masyarakat.

2. Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal

Provinsi NTB terdiri dari 3 etnis besar yakni: Sasak, Samawa dan Mbojo dan beragam
etnis lainnya. Aneka ragam suku bangsa yang hidup bersama-sama di wilayah
Nusa Tenggara Barat tentu membawa adat istiadat, budaya dan berbagai nilai-nilai
kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Aset budaya dan kearifan lokal ini harus dikelola
sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan daerah. Daerah harus maju, masyarakat
harus maju namun tidak harus melupakan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.
Kemajuan harus bercirikan budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya dan kearifan lokal
yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat bila diterus dipelihara,
diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberi warna masyarakat
yang khas/unik.

3. Melanjutkan Ikhtiar Reformasi Birokrasi Yang Bersih dan Melayani,
Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, dan Memantapkan Stabilitas
Keamanan

Pemerintah yang kuat ditopang oleh birokrasi yang sehat, hukum yang ditegakkan, dan
stabilitas keamanan bagi pembangunan. Birokrasi ditempatkan sebagai institusi yang
bersih dan melayani kepentingan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang lebih
baik, kualitas perencanaan yang makin partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah menjadi unsur birokrasi bersih dan melayani.

4. Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia Yang Berdayasaing

Sumberdaya manusia yang berdayasaing adalah harapan semua pihak. Sumberdaya
manusia yang berdayasaing harus sehat, cerdas, mampu memenuhi kebutuhan
jasmani-rohani serta mampu memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia tanpa abai
keadilan gender. Kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, kesempatan memperoleh
kehidupan yang layak menjadi fokus peningkatan mutu sumberdaya manusia daerah
Nusa Tenggara Barat.
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5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan
Kemiskinan, dan Mengembangkan Keunggulan Daerah

Pembangunan ekonomi berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong
tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan
lokal disamping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal.
Menumbuhkembangkan usaha dan industri kecil menengah yang telah ada. Era
industrialisasi berbasis pertanian dimulai setelah 5 tahun sebelumnya fokus pada
peningkatan produk bahan baku. Pembangunan industri olahan, peningkatan kualitas
kemasan dan perluasan pasar produk SDA dan industri olahan harus menjadi prioritas.
Peningkatan kapabilitas lembaga ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi industri,
peningkatan kualitas pelaku industri, peningkatan investasi daerah perlu dilakukan.
Seluruh upaya tersebut diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang
luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran.

6. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
Wilayah Berbasis Tata Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan pendukung pembangunan sosial dan
pembangunan ekonomi. Sentra aktivitas ekonomi maupun kepentingan pembangunan
sosial harus didukung oleh ketersediaan pelayanan infrastruktur. Upaya pembangunan
infrastruktur 5 tahun terakhir telah menyediakan berbagai infrastruktur yang lebih baik,
tinggal bagaimana memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada untuk
mengoptimalkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Fokus
pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dan
mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia.

7. Memantapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Sebagai provinsi kepulauan yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil sekaligus
daerah yang berada dalam ring of fire gunung berapi, perhatian terhadap ketersediaan,
keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam harus dilakukan. Rencana Tata Ruang
Wilayah yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dasar dalam mengalokasikan
kegiatan pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman
hayati, rehabilitasi dan konservasi daerah-daerah rawan bencana, upaya-upaya mitigasi
dan adaptasi bencana alam sekaligus menyiapsiagakan masyarakat bila terjadi bencana
adalah hal pokok dalam upaya pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2014

Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB
2013-2018. Sejumlah permasalahan pembangunan, yang menjadi isu strategis perlu
penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah dengan kebijakan pembangunan yang
di tuangkan dalam tiga puluh satu (31) indikator pembangunan RPJMD NTB 2013-2018.
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi NTB  dan arah kebijakan
pembangunan tahun 2014 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.



BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.3 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel. 2.1
Strategi  dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2014

No Permasalahan Isu Strategis Kebijakan Umum Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

1.  Masih terjadi konflik
horizontal antar
kampung dan inter
agama

 Ketidakpastian
hukum masih
dirasakan dalam
banyak kasus hukum

Lemahnya
penegakan hukum,
stabilitas keamanan
dan ketertiban
umum

Meminimalisir
terjadinya konflik
ditingkat Masyarakat

Meningkatkan
kerukunan dan
keharmonisan
masyarakat

Terwujudnya
masyarakat yang
toleran, rukun dan
damai

Jumlah kematian akibat
konflik dan tindak
kekerasan

2 Kasus

Menerapkan
kurikukum berbasis
muatan lokal di
sekolah dasar dan
menengah

Meningkatkan
kualitas akhlak
dan budi pekerti

Tersedianya
kurikulum pendidikan
yang berbasis akhlak
mulia dan budaya di
sekolah

Persentase penerapan
pendidikan karakter dan
nilai budaya lokal pada
sekolah dan madrasah

20 %

2. Belum terkelolanya
dengan baik
keanekaragaman
budaya daerah

Belum
termanfaatkannya
keanekaragaman
budaya daerah

Menerapkan awig-
awig sebagai kearifan
lokal dalam seluruh
aspek kehidupan
masyarakat

Meningkatkan
utilitas budaya
dan kearifan
lokal

Terwujudnya pranata-
pranata adat yang
berkualitas

Jumlah pranata adat
yang terbentuk

50 Lembaga

Mengimplementasika
n karya seni budaya
sesuai nilai kearifan
lokal

Meningkatkan
sinergitas
kelestarian dan
pemuliaan
budaya dan
kearifan lokal

Terlindunginya
kekayaan senibudaya
dan kearifan lokal

Jumlah pendaftaran
HaKI karya seni budaya
daerah

 15 Produk (Desain
Industri)

 20 Produk (Merek)
 15 Produk (Hak

Cipta)
Mengoptimalkan
pengelolaan obyek
wisata unggulan dan
membuka akses pasar
wisata dunia

Terwujudnya
pengembangan
destinasi pariwisata
dan promosi
pemasaran obyek
pariwisata

Jumlah kunjungan
wisatawan

1.469.596 Orang
 595.020 Orang

(Mancanegara)
 874.577 Orang

(Nusantara)
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No Permasalahan Isu Strategis Kebijakan Umum Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

3. Belum optimalnya
penyelenggaraan
pelayanan publik

Lemahnya
pelayanan publik
dan reformasi
birokrasi

Menerapkan SPM dan
SOP di seluruh SKPD
Provinsi dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik

Terwujudnya SPM
dan SOP yang
memadai

Persentase tingkat
penyelesaian aduan
pelayanan publik

100%

Penerapan e-
Goverment

Tersedianya data dan
layanan informasi
daerah berbasis
teknologi informasi
dan komunikasi

Jumlah masyarakat
yang mengakses
layanan NTB Online

10.000 Orang

Meningkatkan kualitas
perencanaan,
pelaksanan,
monitoring dan
evaluasi
pembangunan daerah

Meningkatkan
kualitas
perencanaan
dan monitoring
evaluasi
pembangunan
daerah

Terwujudnya rencana
dan hasil monitoring
evaluasi
pembangunan daerah
yang berkualitas

Jumlah dokumen
perencanaan dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
pembangunan yang
berprestasi ditingkat
nasional

3 Dokumen

Partisipasi politiik
masyarakat menurun

Kurangnya
kepedulian
masyarakat
terhadap hak politik
yang dimiliki

Meningkatkan
pendidikan dan
kesadaran politik
masyarakat

Meningkatkan
kualias
kesadaran dan
partisipasi
masyarakat
dalam berpolitik

Terwujudnya suasana
politik yang santun
dan bertanggung
jawab

Persentase tingkat
partisipasi masyarakat
dalam politik

71%

Gangguan kamtibmas
masih terjadi

Lemahnya
penegakan
Peraturan Daerah

Meningkatkan
Kamtibmas dan tertib
hukum

Meningkatkan
efektifitas
penyelesaian
masalah-
masalah hukum

Terwujudnya
masyarakat yang taat
hukum

Persentase penanganan
pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Gubernur

55%
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No Permasalahan Isu Strategis Kebijakan Umum Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

4. Masih adanya siswa
kurang mampu yang
belum menerima
bantuan beasiswa dari
pemerintah

 Rata-rata lama
sekolah masih
dibawah standar
nasional

 Masih rendahnya
minat baca
masyarakat

Meningkatkan standar
pelayanan sosial
dasar

Meningkatkan
aksesibilitas dan
kualitas
pelayanan sosial
dasar yang
berkeadilan
gender

Terwujudnya layanan
sosial dasar yang
bermutu, adil dan
terjangkau

 Rata-rata lama
sekolah

 Penurunan buta huruf
penduduk usia
dibawah 15 tahun

 7,26 Tahun

 13,86 %

 Masih rendahnya
kesaradan
masyarakat, dalam
memenuhi standar
gizi

 Derajat kesehatan
masyarakat masih
rendah yang
dipengaruhi oleh
tingginya angka
kematian ibu, angka
kematian bayi,
penyakit menular
dan penyakit
degenaratif serta
prevalensi gizi buruk

 Penempatan tanaga
kesehatan terutama
bidan dan dokter
belum merata
disarana pelayanan
kesehatan

 Masih tingginya
prevalensi kurang
gizi

 Masih tingginya
jumlah kematian
ibu melahirkan
dan kematian
bayi

Terwujudnya generasi
emas 2025

 Penurunan prevalensi
kurang gizi

 Bertambahnya usia
harapan hidup

 17%

 64,50 Tahun

 Masih rendahnya
kesadaran
masyarakat tentang
perkawinan usia dini

Masih tingginya
perkawainan usia
muda

Menerapkan
kurikulum kesehatan
repruduksi remaja
ditingkat sekolah

Terwujudnya
perempuan yang
profesinal

Rata-rata usia kawin
pertama perempuan
usia > 10 tahun

21,32 Tahun
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No Permasalahan Isu Strategis Kebijakan Umum Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

 Perlindungan bagi
perempuan terhadap
berbagai tindak
kekerasan belum
optimal

menengah

Rendahnya pola hidup
sehat masyarakata

Masih rendahnya
kualitas kesehatan
lingkungan
masyarakat

Menerapkan Pola
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)

Meningkatkan
kualitas
kesehatan
lingkungan

Tersedianya sarana
dan prasarana
layanan sosial dasar
yang memadai

Cakupan jamban
keluarga

73%

Jumlah penyandang
masalah kesejahteraan
sosial yang semakin
besar

Masih adanya
masyarakat terisolir
yang belum
mendapat
aksesibitas sosial
budaya dan
perekonomian
secara tepadu

Meningkatkan
ketersediaan sarana
prasarana
penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatkan
penanganan
masyarakat
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial

Tersedianya layanan
sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
dan masyarakat adat
terpencil

Cakupan penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial

1,58%

5.  Keterbatasan akses
permodalan bagi
industri kecil dan
menengah

 Pendampingan
terhadap IKM
melalui unit
pendampingan
langsung (UPL)
dalam upaya
meningkatkan
produk dan
peningkatan daya
saing

Permodalan
wirausaha baru
masih rendah

Meningkatkan
produksi sumberdaya
alam dan akses pasar

Meningkatkan
kapasitas,
produktivitas,
kualitas
masyarakat
petani, dan
nelayan

Terwujudnya produk
SDA yang berkualitas
ekonomi tinggi dan
memenuhi standar
pasar

Persentase peningkatan
pertumbuhan ekonomi

5,60%-5,75%
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No Permasalahan Isu Strategis Kebijakan Umum Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

Kualitas konsumsi
pangan penduduk NTB
yang masih rendah

Belum terwujudnya
penganekaragaman
pangan

Meningkatkan
efektifitas
pemanfaatan
sumber daya
alam

Termanfaatkannya
SDA yang sesuai
dengan daya dukung
lingkungan

Jumlah peningkatan
skor Pola Pangan
Harapan

79,40 Point

Kurangnya
kesempatan kerja

Terbatasnya
kesempatan kerja

Mengembangkan
ekonomi kreatif

Meningkatkan
produktifitas
tenaga kerja

Terwujudnya tenaga
kerja terampil

Persentase tingkat
pengangguran terbuka

4,83%

 Daya beli
masyarakat tidak
stabil

 Masih tingginya laju
inflasi

Angka kemiskinan
masih dibawah
rata-rata nasional

Mengembangkan
UMKM, IKM, BUMD
dan Swsta

Meningkatkan
kualitas
lembaga UMKM,
IKM, BUMD dan
Swsta

Berkembangnya
wirausaha dan
investasi daerah

 Penurunan angka
kemiskinan

 Paritas daya beli
masyarakat

 16,13%

 Rp.673.898

Lamanya proses
perizinan investasi

Belum optimalnya
sistem pelayanan
online

Mengoptimalkan
sistem pelayanan
Online

Meningkakan
efektivitas
pelayanan
investasi

Tersedianya layan
investasi yang
profesional melalui
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP)

Persentase peningkatan
laju investasi

8,3%

Terbatasnya jumlah
sarana pelayanan
online

Meningkatkan
sumber
pendanaan
daerah

Tersedianya system
pelayanan PAD

Persentase
pertumbuhan PAD

13,78%

6. Tingginya investasi
yang dibutuhkan untuk
pengembangan sarana
prasarana
infrastruktur,
konektifitas antar
wailayah dan
ketenagalistrikan

Infrastruktur dan
konektifitas wilayah
belum optimal

Meningkatkan sinergi
pembangunan
infrastruktur,
konektifitas antar
wailayah dan
ketenagalistrikan

Meningkatkan
aksesibilitas dan
konektivitas
infrastrukur
antar kawasan,
antar kota dan
antar wilayah

Terwujudnya rencana
pembangunan
infrastruktur dan
konektifitas antar
wilayah yang
seimbang atau
proporsional

Persentase jaringan
jalan provinsi dalam
kondisi mantap

71,54%
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No Permasalahan Isu Strategis Kebijakan Umum Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

Tersedianya sarana
prasarana wilayah
yang seimbang/
proporsional

Ratio Elektrifikasi 65,68%

Tersedianya system
jaringan transportasi
yang memadai

Meningkatnya jumlah
penumpang angkutan
udara dan laut

 2.451.000 Orang
(Angkutan Udara)

 138.373 Orang
(Angkutan Laut)

 Jumlah rumah tidak
layak huni masih
sangat banyak

 Akses masyarakat
terhadap air bersih
terbatas

 Masih banyaknya
lingkungan
kumuh dan
rumah tidak layak
huni

 Disrtribusi air
bersih belum
merata

 Meningkatkan
penanagnan rumah
tidak layak huni dan
kampung kumuh

 Meningkatkan
pelayanan dan
distribusi air bersih
kepada masyarakat

Meningkatkan
efekifitas
penataan ruang
wilayah

Terwujudnya
lingkungan
pemukiman yang
aman, nyaman dan
produktif

 Jumlah penanganan
rumah tidak layak
huni

 Cakupan air bersih
perkotaan dan
perdesaan

 1.000 Unit

 82,18%
(Perkotaan)

 75,12%
(Perdesaan)

7. Terjadinya degradasi
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup

Menurunnya
kualitas lingkungan
hidup

Meningkatkan
koservasi sumber
daya alam dan
keanekaragaman
hayati

Meningkatkan
efektifitas
pengelolaan
SDA dan LH

Terwujudnya sumber
daya alam yanag
lestari

 Persentase kualitas
lingkungan hidup

 Jumlah mata air
terlindungi

 66,98% (Air)
 99,54% (Udara)
 94,04% (Tutupan

Lahan)

 354 Titik

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2014
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan keuangan Daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat. Semua unsur tersebut harus berjlanan selaras dan serasi dengan peran
dan tanggung jawab yang harmonis dan dinamis dalam pengelolaanya sehingga
pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat diwujudkan. Dalam mencapai
pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut maka dirumuskan suatu kebijakan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD memuat target pencapaian
kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi
pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang
disertai dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud mempertimbangkan
perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan pemerintah. Pengelolaan keuangan yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan akan menghasilkan good dan clean goverment.

Untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait
dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah maka disusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang berguna sebagai mempunyai fungsi  alokasi, distribusi
dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu
instrument yang mengatur besaran peneriman dan pengluaran daerah dalam satu tahun.
Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain
prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas supaya APBD
dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman
pada asas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.

2. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan
secara bruto dalam APBD.

4. Dalam Penyusunan APBD, penganggaran dan pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

5. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum
yang melandasinya.

6. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap jenis belanja.

7. Pada perinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui
Kas Daerah.
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Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan
ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat
sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan
anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan
antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting)
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun
2014 didasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan kelima belas atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

Dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam penyusunan LKPJ Tahun
2014 ini, data yang digunakan adalah data APBD yang belum diaudit (anaudit) oleh
BPK –RI periode 31 Desember 2014, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru
akan diterima sekitar awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda
Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
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Pertumbuhan APBD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini
disebabkan oleh meningkatnya pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) maupun dari  dana Perimbangan. Perkembangan Pendapatan Daerah
dari tahun 2010 - 2014 sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2010 - 2014

TAHUN ANGGARAN REALISASI %

2010 1.398.819.115.841,37 1.272.218.058.843,65 90,95

2011 1.737.923.520.276,00 1.689.351.248.722,39 97,21

2012 2.370.407.070.900,00 2.242.817.184.524,64 94,62

2013 2.594.808.258.800,00 2.379.555.590.300,46 91,70

2014 2.923.616.362.119,00 2.789.427.241.814,45 95,41

Sumber: Biro keuangan Setda Provinsi NTB, 2014

Gambar 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2010 - 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014

Peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun sebagaimana grafik di atas juga dikuti
dengan peningkatan belanja daerah, ini berarti peningkatan belanja tersebut berbanding
lurus dengan pendapatan. Perkembangan belanja daerah Provinsi NTB dari tahun
2010- 2014, sebagaimana tabel dan gambar berikut.
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Tabel 3.2
Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2010 – 2014

TAHUN ANGGARAN REALISASI (Rp) %

2010 1.445.881.007.785,99 1.275.746.585.399,35 88,23

2011 1.750.336.724.066,00 1.650.601.274.586,27 94,30

2012 2.364.438.870.749,04 2.189.181.696.292,53 92,59

2013 2.586.039.126.500,00 2.374.904.157.964,81 91,84

2014 2.897.422.574.129,80 2.614.100.101.360,92 90,22

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014

Gambar 3.2
Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2010 – 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014

Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi
tergantung dari besaran SILPA dan jumlah pengembalian pokok dana yang diinvestasikan
oleh Pemerintah Provinsi NTB. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan, sebagaimana tabel
dan gambar berikut.

Tabel 3.3
Postur Penerimaan Pembiayaan  Daerah Tahun 2010 – 2014

TAHUN ANGGARAN REALISASI (%) %

2010 105.589.707.944,62 73.514.840.921,62 69,62

2011 51.413.203.790,00 17.281.825.712,92 33,61

2012 38.031.799.849,04 17.713.024.128,04 46,57

2013 27.998.612.700,00 28.134.779.675,15 100,49

2014 13.806.212.010,80 13.828.457.840,80 100,16
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014
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Gambar 3.3
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2010 - 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014

Sedangkan perkembangan dari pengeluaran pembiayaan sangat bergantung pada
jumlah surplus dalam APBD setiap tahunnya, sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.4
Postur Pengeluaran Pembiayaan  Daerah Tahun 2010 – 2014

TAHUN ANGGARAN REALISASI (%) %

2010 58.527.816.000,00 58.288.151.806,00 99,59

2011 39.000.000.000,00 39.000.000.000,00 100,00

2012 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 100,00

2013 36.767.745.000,00 19.630.000.000,00 53,39

2014 40.000.000.000,00 39.800.000.000,00 99,50

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014
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Gambar 3.4
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2010 – 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014

Apabila  dilihat dari struktur APBD Pemerintah Provinsi NTB antara target dan
realisasi tahun anggaran 2013 – 2014, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Struktur APBD Tahun Anggaran 2013 – 2014

U   R   A   I  A   N
2013 2014

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 2.594.808.258.800,00 2.379.555.590.300,46 91,70 2.923.616.362.119,00 2.789.427.241.814,45 95,41

PENDAPATAN ASLI DAERAH 904.540.290.700,00 858.154.094.987,46 94,87 1.194.261.581.800,00 1.115.060.397.173,45 93,37

DANA PERIMBANGAN 1.187.576.718.000,00 1.075.004.985.595,00 90,52 1.226.208.396.981,00 1.212.086.447.141,00 98,85
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 502.691.250.100,00 446.396.509.718,00 88,80 503.146.383.338,00 462.280.397.500,00 91,88

BELANJA 2.586.039.126.500,00 2.374.904.157.964,81 91,84 2.897.422.574.129,80 2.614.100.101.360,92 90,22

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.643.406.589.100,00 1.482.115.888.579,15 90,19 1.698.205.258.840,80 1.558.834.865.625,92 91,79

BELANJA LANGSUNG 942.632.537.400,00 892.788.269.385,66 94,71 1.199.217.315.289,00 1.055.265.235.735,00 88,00
SURPLUS / (DEFISIT)= (Belanja -
Pendapatan) 8.769.132.300,00 4.651.432.335,65 53,04 26.193.787.989,20 175.326.941.128,53 669,35
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH 27.998.612.700,00 28.134.779.675,15 100,49 13.806.212.010,80 13.828.457.840,80 100,16

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 36.767.745.000,00 19.630.000.000,00 53,39 40.000.000.000,00 39.800.000.000,00 99,50

PEMBIAYAAN NETO (8.769.132.300,00) 8.504.779.675,15 (96,99) (26.193.787.989,20) (25.971.542.159,20) 99,15

SILPA TAHUN BERKENAAN - 13.156.212.010,80 - 149.355.398.969,33
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data audit per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 unaudit BPK )
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Dari tabel 3.5, dapat dilihat perbandingan APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014.
Selain itu juga diketahui serapan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan target
yang telah ditetapkan untuk tahun 2013 dan 2014. Secara grafik dapat digambarkan target
dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut.

Gambar 3.5
Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data audit per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 unaudit BPK )

Dari Tabel 3.5, dapat dilihat prosentase serapan APBD Tahun 2014 yaitu
Pendapatan Daerah sebesar 91,70 persen, Belanja Daerah sebesar 91,84 persen,
Penerimaan Pembiayaan sebesar 100,49 persen dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar
53,39 persen. Besaran target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014, sebagaimana
gambar berikut.

Gambar 3.6
Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB , 2014
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Perbandingan prosentase realisasi APBD Tahun Anggaran 2013–2014, sebagaimana
gambar berikut.

Gambar 3.7
Perbandingan Prosentase Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB , 2014

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah
yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan dari sektor Pajak Daerah pada tahun 2014 masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pendapatan
asli daerah, yaitu sebesar Rp.904.782.698.514,00 atau 81,14 persen dari PAD
sebesar Rp.1.115.060.397.173,45 sedangkan kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah adalah sebesar 39,97 persen dari pendapatan daerah
sebesar Rp. 2.789.427.241.814,45

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan Daerah dilakukan melalui:
a. Peningkatan kwalitas pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat

dengan cara:
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a) Menambah sarana mobilitas Samsat Keliling

b) Menambah fasilitas Drive Thrue (Pelayanan Samsat Cepat)

c) Intensifikasi dan Efektifitas Operasi Gabungan (OPGAB)

d) Pemberian Insentif (Pembebasan biaya BBNKB 2 kendaraan dalam
daerah dan luar daerah).

e) Pembangunan Gedung SAMSAT Week End di Kantor Dispenda Provinsi
NTB, Pembukaan Gerai Sape dan Pembangunan Drive Thru Praya.

f) Pemasangan Sistem Jaringan Online UPTD/UPTB pada Dinas/Badan
penghasil Retribusi.

b. Menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan melakukan
hal-hal sebagai berikut:

a) Up Dating Data Base Pajak dan Retribusi Daerah

b) Peningkatan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah

c) Koordinasi dan evaluasi dengan SKPD pengelola Pendapatan daerah.

c. Mengoptimalkan mekanisme pemungutan Pajak dengan system Online
melalui:

a) Pemenuhan tenaga operator di masing-masing UPTD PPDRD/SAMSAT

b) Peningkatkan pengetahuan dan keterampilan

d. Meningkatkan jumlah Dana Perimbangan

e. Meningkatkan jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Peningkatan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah dilakukan dengan upaya mengintensifkan koordinasi
dan konsultasi dengan Pemerintah, sehingga realisasi pada tahun 2014
sebesar Rp.1.212.086.447.141,00. Terjadi peningkatan realisasi sebesar
Rp.137.081.461.546,00 atau 12,75 persen dibandingkan dengan realisasi
pendapatan pada tahun 2013 sebesar Rp.1.075.004.985.595,00.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp.2.923.616.362.119,00.
Target ini meningkat sebesar Rp.328.808.103.319,00 atau 12,67 persen dari
target tahun 2013 sebesar Rp. 2.594.808.258.800,00. Realisasi pendapatan
daerah pada tahun 2014 sebesar Rp.2.789.427.241.814,45 atau 95,41 persen dari
jumlah target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2013 bila
dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar
Rp.409.871.651.513,99 atau 17,23 persen dari realisasi pendapatan daerah tahun
2013 sebesar Rp.2.379.555.590.300,46.
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Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar
Rp.1.194.261.581.800,00 meningkat sebesar Rp.289.721.291.100,00 atau
32.03 persen dari target tahun 2013 sebesar Rp.904.540.290.700,00.
Sedangkan realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar
Rp.1.115.060.397.173,45 atau 93,37 persen dari target yang ditetapkan.
Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 256.906.302.185,99 atau
29,94 persen dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 858.154.094.987,46.

Realisasi setiap komponen Pendapat Asli Daerah, sebagaimana penjelasan
berikut:

a) Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah tahun 2013 Rp.697.834.322.423,00 sedangkan
realisasi tahun 2014 Rp.904.782.698.514,00 meningkat sebesar
Rp.206.948.376.091,00 atau 29,66 persen. Pendapatan Pajak Daerah
terdiri dari:
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasi tahun 2013

Rp.196.252.904.352,00 sedangkan pada tahun 2014 sebesar
Rp.217.999.713.843,00 meningkat sebesar Rp. 21.746.809.491,00
atau 11,08 persen;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasi tahun 2013
sebesar Rp.311.260.827.111,00 Sedangkan realisasi tahun 2014
Rp.339.627.427.424,00 meningkat sebesar Rp. 28.466.600.313,00
atau 9,11 persen;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari realisasi pada tahun
2013 sebesar Rp.190.055.092.858,00 sedangkan tahun 2014
sebesar Rp.209.841.374.309,00 terjadi peningkatan sebesar
Rp.19.786.281.145,00 atau 10,41 persen;

4) Pajak Air Permukaan realisasi pada tahun 2013 sebesar
Rp.265.498.102,00 dan tahun 2014 sebesar Rp. 271.376.899,00
meningkat sebesar Rp. 5.878.797,00 atau 2,21 persen.

b) Pajak Rokok tahun 2013 belum ada realisasi dan pada tahun 2014
terealisasi sebesar Rp.137.042.806.039,00.

c) Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah tahun 2013 sebesar Rp.12.929.180.980,14
sedangkan realisasi tahun 2014 debesar Rp.19.838.517.587,00
mengalami peningkatan sebesar Rp.6.909.336.606,86 atau 53,44
persen, yang terdiri dari:
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1) Retribusi Jasa Umum realisasi tahun 2013 Rp. 5.687.298.692,14,
sedangkan realisasi tahun 2014 Rp. 10.851.179.171,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp.5.163.880.478,86 atau 90,80 persen;

2) Retribusi Jasa Usaha realisasi tahun 2013 Rp.7.114.927.288,00
sedangkan realisasi tahun 2014 Rp.7.885.929.016,00 mengalami
penurunan sebesar Rp.771.001.728,00 atau 10,84 persen.

3) Retribusi Perijinan Tertentu realisasi pada tahun 2013
Rp.126.955.000,00 sedangkan realisasi tahun 2014
Rp.1.101.409.400,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp.974.454.400,00 atau 767,56 persen.

d) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2013
realisasi sebesar Rp.52.715.118.386,00 sedangkan untuk tahun 2014
sebesar Rp.55.670.166.607,00 mengalami penurunan sebesar
Rp. 2.955.048.221 atau 5,61 persen.

e) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) realisasi pada tahun
2013 sebesar Rp.94.675.473.198,32 dan pada tahun 2014
sebesar Rp.134.769.014.465,45 mengalami peningkatan sebesar
Rp.40.093.541.267,13 atau 42,35 persen.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diperoleh pada tahun 2013 sebesar
Rp. 1.075.004.985.595,00 mengalami peningkatan pada tahun 2014
sebesar Rp.137.081.461.546,00 atau 12,75 persen menjadi
Rp.1.212.086.447.141,00. Berikut dijelaskan gambaran realisasi setiap
komponen dana perimbangan, yakni:

a) Bagi Hasil Pajak tahun 2013 terealisir sebesar Rp.148.528.637.230,00
mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp.1.222.244.889,00 atau
0,82 persen menjadi Rp.149.750.882.119,00.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2013 realisasi sebesar
Rp.9.715.632.365,00 mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar
Rp. 17.566.162.657,00 atau 180,81 persen menjadi Rp.27.281.795.022,00.

c) Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2013 terealisir sebesar
Rp. 859.353.026.000,00,00 mengalami peningkatan pada tahun 2014
sebesar Rp.121.037.314.000,00 atau 14,09 persen menjadi
Rp.980.390.340.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2013 realisasi sebesar
Rp. 57.407.690.000,00 mengalami penurunan ditahun 2014 sebesar
Rp. 2.744.260.000,00 atau 4,78 persen menjadi Rp. 54.663.430.000,00.
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDS) pada tahun 2013
terealisasi sebesar Rp.446.396.509.718,00 sedangkan pada tahun 2014
terealisasi sebesar Rp.462.280.397.500,00 atau mengalami peningkatan
sebesar Rp.15.883.887.782,00 atau 3,56 persen, karena adanya penerimaan
Dana Penyesuaian dari pemerintah yang cukup besar berupa Biaya
Operasional Sekolah (BOS).

Target dan realisasi pendapatan tahun 2013-2014, sebagaimana tabel
berikut.
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Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB TA. 2013-2014

URAIAN
2013 2014

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % PERTUMBUHAN
REALISASI

1 2 3 4 6 7 8 9
PENDAPATAN 904.540.290.700,00 858.154.094.987,46 94,87 1.194.261.581.800,00 1.115.060.397.173,45 93,37 1,5

ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH 673.234.685.000,00 697.834.322.423,00 103,65 963.903.006.800,00 904.782.698.514,00 93,87 (9.78)

Pajak
181.092.785.000,00 196.252.904.352,00 108,37 214.350.000.000,00 217.999.713.843,00 101,70 (6.67)kendaraan

Bermotor

Bea Balik nama
298.770.300.000,00 311.260.827.111,00 104,18 336.835.526.800,00 339.627.427.424,00 100,83 (3.35)Kendaraan

Bermotor

Pajak Bahan
193.021.600.000,00 190.055.092.858,00 98,46 212.277.500.000,00 209.841.374.309,0 98,85 0,39Bakar Kendaraan

Bermotor

Pajak Air 350.000.000,00 265.498.102,00 75,86 350.000.000,00 271.376.899,00 77,54 1,68
Permukaan

Pajak Rokok - - 200.090.000.000,00 137.042.806.039,00 68,49 68.49

RETRIBUSI 16.724.721.400,00 12.929.180.980,14 77,31 13.856.478.050,00 19.838.517.587,00 143,17 11,20

DAERAH

Retribusi 4.055.347.000,00 5.687.298.692,14 140,24 4.468.929.450,00 10.851.179.171,00 242,81 29,12
Jasa Umum

Retribusi
12.531.374.400,00 7.114.927.288,00 55,78 8.649.548.600,00 7.885.929.106,00 91,17 0,95

Jasa Usaha
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URAIAN
2013 2014

TARGET REALISASI persen TARGET REALISASI persen PERTUMBUHAN
REALLISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Retribusi
138.000.000,00 126.955.000,00 92,00 738.000.000,00 1.101.409.400,00 149,24 57,24Perijinan

Tertentu

HASIL

95.892.605.000,00 52.715.118.386,00 54,97 93.287.340.000,00 55.670.166.607,00 59,68 4,71
PENGELOLAAN

KEKAYAAN

DAERAH YANG
DIPISAHKAN

LAIN-LAIN

118.688.279.300,00 94.675.473.198,32 79,76 123.214.756.950,00 134.769.014.465,45 109,38 29,62PENDAPATAN

ASLI DAERAH
YANG SAH

BAGIAN DANA 1.187.576.718.000,00 1.075.004.985.595,00 90,52 1.226.208.396.981,00 1.212.086.447.141,00 98,85 8,33
PERIMBANGAN

BAGI HASIL 210.658.204.000,00 148.528.637.230,00 70,51 152.533.936.421,00 149.750.882.119,00 98,18 27,67
PAJAK

BAGI HASIL 60.157.798.000,00 9.715.632.365,00 15,96 38.620.690.560,00 27.281.795.022,00 70,64 54,68
BUKAN PAJAK

DANA ALOKASI 859.353.026.000,00 859.353.026.000,00 100,00 980.390.340.000,00 980.390.340.000,00 100,00 0
UMUM

DANA ALOKASI 57.407.690.000,00 57.407.690.000,00 100,00 54.663.430.000,00 54.663.430.000,00 100,00 0
KHUSUS
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Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi NTB,  2014

URAIAN
2013 2014

TARGET REALISASI persen TARGET REALISASI persen PERTUMBUHAN
REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

LAIN-LAIN
502.691.250.100,00 446.134.509.718,00 88,75 503.146.383.338,00 462.280.397.500,00 91,88 3,13

PEND. DAERAH
YANG SAH

Pendapatan 37.968.850.100,00 3.950.810.714,00 10,41 39.623.983.338,00 2.000.000.000,00 5,05 (4.67)
Hibah

Dana 464.722.400.000,00 442.445.699.004,00 95,21 463.522.400.000,00 460.280.397.500,00 99,30 4,09
Penyesuaian

JUMLAH 2.594.808.258.800,00 2.379.555.590.300,46 91,70 2.923.616.362.119,00 2.789.427.241.814,45 95,41 3,67
PENDAPATAN
DAERAH
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3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah,
antara lain:

a) Masih belum efektifnya pengelolaan Retribusi Daerah;
b) Telah beralih fungsinya beberapa potensi penerimaan sehingga

menghilangkan peluang untuk mendapatkan hasil;
c) Sarana dan Prasarana sumber penerimaan daerah belum dimanfaatkan

secara optimal;
d) Data potensi sumber-sumber penerimaan Daerah masih belum akurat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai upaya oleh
Pemerintah Daerah, antara lain:

a) Melakukan penyempurnaan data base obyek pajak daerah;
b) Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan daerah setiap

triwulan dengan SKPD terkait;
c) Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk

dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah;
d) Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib

pajak/masyarakat melalui media elektronik dan media lainnya;
e) Penambahan unit layanan sistem Drive Thru, mobil Samsat Keliling, Gerai dan

Samsat Weekend untuk mempercepat proses pelayanan pembayaran PKB.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung dan mengimplemntasikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) 2014-
2018 yang memuat visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu,
MEWUJUDAKN MAYARAKAT NTB YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING
DAN SEJAHTERA. Distribusi belanja pada masing-masing SKPD dalam rangka
mendukungng indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD dimaksud.
Pengelolaan belanja daerah yang baik dan benar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui penyelenggaraan secara
professional, transparan dan bertanggungjawab. Ketiga unsur tersebut harus
berjalan selaras, serasi dengan peran dan tanggung jawab yang harmonis dan
dinamis dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat dan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Dalam mengelola belanja daerah secara substansi diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah diklasifikasi menurut fungsi yang
didalamnya mengatur tentang urusan yang bersifat wajib dan urusan yang
bersifat pilihan, Klasifikasi menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok
belanja, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja. Belanja daerah
digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib adalah urusan yang sangat
mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistim social yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam percapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan
prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.

Penyusunan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi NTB diprioritaskan
untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah
yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan
kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang
telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) pada tahun 2014,
belanja daerah diprioritaskan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah Provinsi baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan diharapkan
memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah
berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan
hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendukung pembangunan
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2014 yang merupakan tahun awal dari
RPJMD 2014-2018, belanja daerah diarahkan untuk :

a. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk
pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan
kenaikan gaji sebesar 10 persen dan kebutuhan pengangkatan CPNSD
sesuai formasi pegawai tahun 2013, serta biaya kegiatan aparatur dibidang
pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien.
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b. Mengalokasikan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada komponen Belanja
Tidak Langsung sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan provinsi dalam menutupi kesenjangan fiskal
anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan.

c. Berupaya mengalokasikan belanja modal sesuai amanat Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

d. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
bersumber dari APBD.

e. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang
kesehatan sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

f. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait
dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan
kemiskinan.

g. Melanjutkan program  percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan
program unggulan lainnya.

h. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Pemberdayaan
menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan
ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi
produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis.

2. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2014 berkecenderungan
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seiring dengan adanya
peningkatan pendapatan daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai
baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan
seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat. Belanja Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi NTB Tahun
Anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp2.897.422.574.129,80 dan sampai dengan
berakhirnya Tahun Anggaran 2014 telah direalisasikan sebesar
Rp2.614.100.101.360,92 atau 90,22 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun
anggaran 2013 serapan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2014 mengalami
penurunan sebesar 1,64 persen, sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 3.8
Persentasi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 - 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB , 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah dibagi menjadi
dua kelompok yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun
rincian target dan realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2014 adalah
sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL), merupakan belanja yang penganggarannya
tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.
Belanja Tidak langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2014 ditargetkan
sebesar Rp.1.698.205.258.840,80 dan telah direalisasikan sebesar
Rp.1.558.834.865.625,92 atau 91,79 persen, mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 yang realisasinya sebesar 90,19
persen. Belanja Tidak Langsung tahun 2014 dibagi menurut jenis belanja
yaitu terdiri dari :

1). Belanja Pegawai, dengan target sebesar Rp.539.254.707.246,00 dan
direalisasikan sebesar Rp.502.984.121.458,00 atau 93,27 persen.
Belanja ini merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil termasuk juga gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
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2). Belanja Subsidi, dengan target sebesar Rp.250.000.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp.248.496.000,00 atau 99,40 persen, yang
digunakan untuk membiayai subsidi angkutan darat yang dikelola oleh
Dinas Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

3). Belanja Hibah, dengan target sebesar Rp.568.846.496.700,80 dan
direalisasikan sebesar Rp.536.698.598.848,00 atau 94,35 persen.
Belanja hibah pada kelompok belanja tidak langsung diberikan dalam
bentuk uang sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Berlanja
Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Hibah diberikan antara lain kepada :
 Hibah kepada Badan / Lembaga/ Organisasi  ditargetkan

sebesar Rp.63.937.500.000,80 dan direalisasikan sebesar
Rp.44.773.585.495,00 atau 70,03 persen.

 Hibah Kepada Kelompok Masyarakat ditargetkan
sebesar Rp.45.835.596.700,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp.37.315.596.700,00 atau 81,41 persen yang diarahkan untuk
mendukung pembangunan fasilitas sosial seperti tempat peribadatan,
pengembangan kelompok usaha masyarakat dll.

 Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) Kepada Satuan Pendidikan
Dasar ditargetkan sebesar Rp.459.073.400.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp.454.609.416.653,00 atau  99,34 persen.

4). Belanja Bantuan Sosial, dengan target sebesar Rp.48.085.253.000,00
dan direalisasikan sebesar Rp.25.477.063.000,00 atau 52,98 persen,
yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada :
 Kelompok Masyarakat ditargetkan sebesar Rp.30.120.253.000,00

dengan realisasi sebesar Rp.17.425.363.000,00 atau 57,85 persen
yang disalurkan kepada usaha kecil, yayasan yatim piatu/jompo,
bantuan kepada siswa miskin dan bantuan pada sekolah swasta serta
guru tidak tetap.

 Anggota Masyarakat ataupun perorangan ditargetkan sebesar
Rp.15.910.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.771.200.000,00
atau 48,84 persen yang disalurkan untuk usaha perorangan,
bantuan pendidikan, satunan duka wafat, santunan petugas
kebersihan, penyandang cacat dan marbot masjid.

 Kelompok atau perorangan yang tidak direncanakan dengan target
sebesar Rp.2.055.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.280.500.000,00 atau 13,65 persen.

5). Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota ditargetkan sebesar
Rp.459.334.801.894,00 dengan realisasi sebesar Rp.454.803.322.649,59
atau 99,01 persen, yang dipergunakan untuk belanja bagi hasil pajak
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kepada 10 Kabupaten/kota yang menjadi haknya sebagaimana yang
telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan;

6). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa yang ditargetkan sebesar Rp.73.434.000.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp.38.517.985.669,93 atau 52,45 persen, yang
besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Provinsi NTB
untuk diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung
program strategis daerah seperti Jalan Lingkungan, Pembebasan Tanah
Jalan By Pass BIL-II, Bendungan Pandan Dure, Pembebasan Tanah DAM
Raba Baka komplek dan termasuk Bantuan Keuangan Partai Politik.
Selain bantuan keuangan untuk kabupaten/kota belanja bantuan
keuangan juga diberikan pada partai politik yang besarannya disesuaikan
dengan jumlah kursi pada legislatif sebagaimana amanat peraturan
perundang-undangan;

7). Belanja Tidak Terduga, dengan target sebesar Rp.9.000.000.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp.105.278.000,00 atau 1,17 persen yang
digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung (BL), merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, dengan
anggaran sebesar Rp.1.199.217.315.289,00 dan direalisasikan sebesar
Rp.1.055.265.235.735,00 atau 88,00 persen, terdiri atas :
1). Belanja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp.96.094.327.905,00 dan

direalisasikan sebesar Rp.89.028.411.092,00 atau 92,65 persen, yang
digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah sebagai konvensasi bagi
pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

2). Belanja Barang dan Jasa, dengan target sebesar Rp.592.128.926.055,00
dan direalisasikan sebesar Rp.543.439.394.503,00 atau 91,78 persen,
yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian
jasa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksananaan program dan
kegiatan pemerintah daerah;

3). Belanja Modal, dengan target sebesar Rp.510.994.061.329,00 dan
direalisasikan sebesar Rp.422.797.430.140,00 atau 82,74 persen, yang
digunakan untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
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Dari uraian belanja tahun anggaran 2014, dapat dijelaskan bahwa proporsi
belanja secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan dengan
belanja pada tahun anggaran 2013, akan tetapi secara prosentasi realisasi
belanja tahun anggaran 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
prosentasi realisasi belanja tahun anggaran 2013. Postur belanja Tahun
Anggaran 2013 dan belanja Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 - 2014

U   R   A   I  A   N
2013 2014

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 2.586.039.126.500,00 2.374.904.157.964,81 91,84 2.897.422.574.129,80 2.614.100.101.360,92 90,22

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.643.406.589.100,00 1.482.115.888.579,15 90,19 1.698.205.258.840,80 1.558.834.865.625,92 91,79

Belanja Pegawai 508.454.628.642,00 472.161.629.250,50 92,86 539.254.707.246,00 502.984.121.458,00 93,27

Belanja Subsidi 250.000.000,00 197.768.000,00 79,11 250.000.000,00 248.496.000,00 99,40

Belanja Hibah 725.059.340.000,00 669.155.373.771,00 92,29 568.846.496.700,80 536.698.598.848,40 94,35

Belanja Bantuan Sosial 68.372.485.458,00 55.886.880.000,00 81,74 48.085.253.000,00 25.477.063.000,00 52,98

Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa

263.400.135.000,00 215.435.739.516,67 81,79 459.334.801.894,00 454.803.322.649,59 99,01

Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa

70.170.000.000,00 67.066.842.558,98 95,58 73.434.000.000,00 38.517.985.669,93 52,45

Belanja Tidak Terduga 7.700.000.000,00 2.211.655.482,00 28,72 9.000.000.000,00 105.278.000,00 1,17

BELANJA LANGSUNG 942.632.537.400,00 892.788.269.385,66 94,71 1.199.217.315.289,00 1.055.265.235.735,00 88,00

Belanja Pegawai 83.916.072.250,00 76.961.313.331,00 91,71 96.094.327.905,00 89.028.411.092,00 92,65

Belanja Barang dan Jasa 391.296.205.699,00 365.547.765.818,50 93,42 592.128.926.055,00 543.439.394.503,00 91,78

Belanja Modal 467.420.259.451,00 450.279.190.236,16 96,33 510.994.061.329,00 422.797.430.140,00 82,74

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara audit per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 unaudit
BPK )

Dari tabel 3.7, dapat diketahui kontribusi belanja aparatur dan belanja publik
terhadap total belanja Pemerintah Provinsi NTB Tahun anggaran 2013 dan Tahun Anggaran
2014, sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 3.9
Realisasi Belanja Aparatur dan Belanja Publik Tahun Anggaran 2013 - 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara audit per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 unaudit
BPK )

Selain komposisi belanja aparatur dan belanja publik juga dapat digambarkan
prosentase antar kelompok belanja tidak langsung dan belanja  langsung, sebagaimana
gambar berikut.

Gambar 3.10
Prosentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD

Tahun 2013 - 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara audit per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 unaudit
BPK )

Selain itu dari tabel 3.6, tergambar juga kontribusi masing-masing komponen
Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 3.11
Kontribusi Masing-Masing Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap

Total Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara audit per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 unaudit
BPK )

Kontribusi masing-masing komponen dari belanja langsung sebagaimana gambar
berikut.

Gambar 3.12
Kontribusi Masing-Masing Komponen Belanja Langsung Terhadap

Total Realisasi Belanja  Langsung  Tahun Anggaran 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara audit per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 unaudit
BPK )
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3. Permasalahan dan Solusi

Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 baik tingkat SKPD
maupun SKPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melihat kelengkapan
dokumen sebagai syarat pencairan pada Bagian Kas Daerah. Hal ini berakibat pada
kurang maksimalnya penyerapan anggaran sebagaimana realisasi belanja daerah
Tahun Anggaran 2014 hanya mencapai sebesar Rp.2.614.100.101.360,92 atau
90,22 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan sebesar
Rp.2.789.427.241.814,45 atau 95,41 persen. Permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dalam pengelolaan Belanja Daerah antara lain:

a. APBD pada awal tahun belum dapat dilaksanakan dengan optimal disebabkan
proses administrasi masih dalam tahap penyelesaian;

b. Sering terlambatnya pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer yang
mengakibatkan pengelolaan anggaran kas terganggu termasuk kecepatan
penyampaian laporan SKPD penerima DAK;

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia pada SKPD yang memiliki kompetensi di
bidang perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

d. Kurang disiplinnya SKPD dalam melaksanakan Kas Budget per triwulan yang
belum bersinergi dengan kebutuhan program/kegiatan SKPD;

e. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang diterbitkan pada tahun
anggaran berjalan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program
kegiatan;

f. Adanya efisiensi/penghematan beberapa belanja pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

g. Rencana belanja belum seluruhnya dapat diserap oleh SKPD terutama terkait
dengan belanja barang/jasa dan belanja modal serta cenderung terjadi
penumpukan di akhir triwulan IV;

h. Masih rendahnya pemahaman pengelola keuangan SKPD terhadap fungsinya
seperti dokumen yang disampaikan ke BUD dalam keadaan kurang lengkap dan
LKPD SKPD; dan

i. Adanya penyesuaian target output program/kegiatan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas, ditempuh langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Dalam Penetapan Target Pendapatan agar disesuaikan dengan potensi riil
sehingga pada saat dialokasikan ke belanja daerah dapat direalisasikan secara
optimal.

b. Percepatan proses penyelesaian administrasi pelaksanaan APBD  antara lain
penetapan DPA, penetapan pengelola keuangan, Uang Persediaan (UP) dan Surat
Penyediaan Dana (SPD);
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c. Mengupayakan percepatan realisasi dana-dana transfer dari pusat melalui surat
kepala daerah kepada Kementerian Keuangan agar realisasinya tepat waktu
sesuai dengan rencana penggunaannya, dan konsultasi secara intensif dengan
Kementerian Keuangan. Disamping itu meminta kepada SKPD penerima DAK agar
menyampaikan laporan realisasi DAK tepat waktu;

d. Percepatan penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget) harus bersinergi dengan
jadwal (Time Schedule) pelaksanaan program/kegiatan SKPD agar tidak terjadi
revisi anggaran kas yang berulangkali;

e. Pada penyusunan Perubahan APBD, SKPD tidak diperkenankan mengalokasikan
anggaran untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik karena waktu
pelaksanaannya diperkirakan melebihi tahun anggaran;

f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kursus, bintek, workshop
dan desiminasi dibidang perencanaan anggaran, penatausahaan dan penyusunan
laporan keuangan;

g. Pendampingan kepada SKPD terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan
dan percepatan realisasi anggaran;

h. Rekonsiliasi secara periodik dengan SKPD, utamanya terkait dengan relisasi dan
pembebanan kode rekening;

i. Meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan
melalui koordinasi berjenjang serta memberikan peringatan kepada SKPD yang
target kinerjanya tidak tercapai;

j. SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi secara lebih intensif kepada PPKD
dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan SKPD terutama
fungsi-fungsi teknis; dan

k. Penyesuaian pedoman teknis pengelolaan keuangan sebagai akibat adanya
perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan
daerah.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2014, selain komponen pendapatan
dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber
penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan
pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar/kecil dari
penerimaan sehingga menimbulkan defisit/surplus.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi NTB tahun anggaran 2014
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman dari pengembalian pokok dana bergulir. Sedangkan kebijakan
pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal/investasi
pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT.Bank NTB,
PT. Gerbang NTB-Emas, PT. BPR NTB, PT. Bangun Askrida dan PT. Jamkrida NTB
Bersaing.
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Kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2014
adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan
penyertaan modal/investasi pemerintah daerah guna mendanai kegiatan
investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal
kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka
pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal
kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan
pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha ekonomi mikro dan menengah;

b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut, termasuk diantaranya dengan memanfaatkan sisa
lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2013 dan pengembalian dari
pokok pinjaman.

c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, maka diupayakan
agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan
yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup
terjadinya defisit anggaran, sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan
likuiditas keuangan daerah.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
APBD (SiLPA) tahun 2013 audit-BPK sebesar Rp.13.156.212.010,80 dan
semuanya telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar 100,00
persen. Selain itu diperoleh juga dari Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman berupa pengembalian Pokok pinjaman dana bergulir yang
ditargetkan sebesar Rp.650.000.000,00 akan tetapi dapat direalisasikan
sebesar Rp.672.245.830,00 atau 103,42 persen. Sehingga total realisasi
penerimaan daerah pada pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.13.828.457.840,80 atau 100,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar
Rp.13.806.212.010,80.

b. Pengeluaran Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah hanya dipergunakan untuk
penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada BUMD yang ditargetkan
sebesar Rp.40.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.39.800.000.000,00
atau 99,50 persen. Adapun rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB
Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank NTB yang ditargetkan Rp.25.000.000.000,00 dengan realisasi
100 persen.
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2. PT. Gerbang NTB Emas yang ditargetkan Rp.2.800.000.000,00 dengan
realisasi 100 persen.

3. PT. BPR NTB yang ditargetkan Rp.10.000.000.000,00 dengan realiasi 100
persen.

4. PT. Bangun Askrida yang ditargetkan Rp.200.000.000,00 namun tidak
ada realisasi.

5. PT. JAMKRIDA NTB BERSAING yang ditargetkan sebesar
Rp.2.000.000.000,00 dengan realiasi 100 persen.

Dari uraian Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2014 diatas dapat dijelaskan
bahwa proporsi penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun
2013 sedangkan untuk pengeluaran pembiyaan mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2013
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 - 2014

U   R   A   I  A   N
TAHUN 2013 TAHUN 2014

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.998.612.700,00 28.134.779.675,15 100,49 13.806.212.010,80 13.828.457.840,80 100,16

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya 27.348.512.360,15 27.348.512.360,15 100,00 13.156.212.010,80 13.156.212.010,80 100,00

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 650.100.339,85 786.267.315,00 120,95 650.000.000,00 672.245.830,00 103,42

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 36.767.745.000,00 19.630.000.000,00 53,39 40.000.000.000,00 39.800.000.000,00 99,50

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 36.767.745.000,00 19.630.000.000,00 53,39 40.000.000.000,00 39.800.000.000,00 99,50

Pembayaran Pokok Utang - -

PEMBIAYAAN NETO (8.769.132.300,00) 8.504.779.675,15 (96,99) (26.193.787.989,20) (25.971.542.159,20) 99,15

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara anaudit per 31 Desember 2014)

Dari tabel 3.7, dapat dilihat berapa target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2013, sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 3.13
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara anaudit per 31 Desember 2014)

Selain itu dari tabel 3.7, dapat juga dilihat target dan realisasi Pengeluaran
Pembiayaan pada tahun anggaran 2014, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.14
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara anaudit per 31 Desember 2014)

Dari tabel 3.7, juga dapat dilihat perkembangan prosentase realisasi dari
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dari tahun anggaran 2013 ke 2014,
sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.15
Perkembangan Prosentase Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2014

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (data sementara anaudit per 31 Desember 2014)
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A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Dalam penyelenggaraan urusan wajib tahun 2014 belanja pembangunan
dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.623.333.165.429,80 dengan realisasi sebesar
90,31 persen atau Rp.2.369.178.468.114,92 atau terdapat peningkatan sebesar
Rp.251.776.250.412,80 dari alokasi anggaran urusan wajib pada tahun 2013
(Rp. 2.371.556.915.017,00). Jumlah anggaran, realisasi keuangan dan realisasi fisik
dari setiap urusan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Wajib Tahun 2014

NO. URUSAN SKPD PAGU DANA

REALISASI KEUANGAN REALISASI
FISIK
(%)Rp %

WAJIB 2.623.333.165.429,80 2.369.178.468.114,92 90.31 94.92

1. PENDIDIKAN

Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olah Raga

39.403.545.755 35.588.597.871 90.32 99.46

2. KESEHATAN

404.527.896.525 320.145.152.418 79.14 96.49

Dinas
Kesehatan dan
UPTD

75.922.855.000 68.625.317.552 90.39 96.14

Rumah Sakit
Umum Provinsi 293.224.013.525 218.081.989.163 74.38 96.40

Rumah Sakit
Jiwa Provinsi 35.381.028.000 33.437.845.703 94.51 98.00

3. LINGKUNGAN
HIDUP

8.666.989.500 7.919601.871 91.38 96.84

Badan
Lingkungan
Hidup dan
Penelitian

8.451.225.500 7.705.675.571 91.18 96.76

Setda Provinsi
NTB (Biro
Kerjasama dan
SDA)

215.764.000 213.926.300 99.15 100.00

4. PEKERJAAN
UMUM

Dinas
Pekerjaan
Umum

363.544.721.300 351.217.396.376 96.61 96.91

5. PENATAAN
RUANG

Dinas
Pekerjaan
Umum

681.050.000 643.956.850 94.55 94.55

6.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

22.945.459.600 21.268.583.513 92.69 100,00

7. PERUMAHAN Dinas
Pekerjaan
Umum

41.126.032.500 39.428.218.300 95.87 95.87
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NO. URUSAN SKPD PAGU DANA

REALISASI KEUANGAN REALISASI
FISIK
(%)Rp %

8.
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olah Raga

3.568.078.445 2.985.523.793 83.67 100,00

9. PENANAMAN
MODAL

Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu

7.490.082.300 6.841.713.195 91.34 91.34

10.
KOPERASI DAN
USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Dinas Koperasi
Usaha Mikro
Kecil Dan
Menengah

19.945.197.500 18.693.747.314 93.73 99.85

11.
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL

Dinas Sosial
Kependudukan
Dan Catatan
Sipil

776.363.000 761.338.600 98.06 100,00

12. KETENAGAKERJAAN

Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi

27.935.100.626 25.777.202.052 92.28 92.28

13. KETAHANAN
PANGAN

Badan
Ketahanan
Pangan 10.985.691.400 9.961.494.127 90.68 99.85

14.

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

Badan
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana

5.670.249.100 5.276.049.745 93.05 97.35

15.

KELUARGA
BERENCANA DAN
KELUARGA
SEJAHTERA

Badan
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana

702.761.000 679.576.885 96.70 100.00

16. PERHUBUNGAN

Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan Informasi

21.042.493.000 19.539.479.952 92.86 100.00

17. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

6.203.071.700 5.756.794.926 92.81 92.97

Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan Informasi

3.339.047.400 3.046.221.342 91.23 91.23

Komisi
Penyiaran
Indonesian
Daerah (KPID)

2.864.024.300 2.710.573.584 94.64 100.00

18. PERTANAHAN 0 0 0 0
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NO. URUSAN SKPD PAGU DANA

REALISASI KEUANGAN REALISASI
FISIK
(%)Rp %

19.
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK

28.199.510.400 26.921.727.839 95.47 98.44

Badan Kesatuan
Bangsa Politik
Dalam Negeri 9.270.581.900 8.830.212.679 95.25 95.25

Satuan Polisi
Pamong Praja 13.700.395.000 13.230.006.103 96.57 100,00

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah 5.228.533.500 4.861.509.057 92.98 100

20. OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN

1.511.958.295.104,80 1.377.796.245.160,92 91.13 91.58

Kepala Daerah
dan Wakil KDH
dan Setda
Prov. NTB 1.740.912.000 1.684.476.520 96.76 96.76

Setda Provinsi
NTB 139.145.021.600 125.501.026.257 90.19 90.19

Sekretariat
Dewan 55.136.663.380 50.944.206.168 92.40 92,40

Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah 19.153.772.620 18.445.362.269 96.30 100.00

Biro Keuangan
(SKPKD) 1.178.310.790.194, 80 1.073.857.199.859,92 91.14 91.14

Inspektorat 15.847.283.600 14.870.994.705 93.84 93.84

Kantor
Penghubung 10.570.204.000 7.988.325.994 75.57 75.57

Dinas
Pendapatan 64.622.232.200 61.132.653.518 94.60 100.00

Badan
Kepegawaian
dan Diklat

24.236.623.800 20.431.774.626 84.30 98.34

Sekretariat
Kopri 3.194.791.710 2.940.225.244 92.03 100

21.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa

10.259.424.500 9.465.385.097 92.26 100.00
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NO. URUSAN SKPD PAGU DANA

REALISASI KEUANGAN REALISASI
FISIK
(%)Rp %

22. SOSIAL

Dinas Sosial
Kependudukan
dan Catatan
Sipil

36.765.334.975 34.554.068.007 93.99 93.99

23. KEBUDAYAAN

Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata 28.131.745.900 26.299.217.472 93.49 93.49

24. STATISTIK 0 0 0,00 0,00

25. KEARSIPAN

Badan
Perpustakaan
dan Arsip 705.798.450 661.896.550 93.78 93.78

26. PERPUSTAKAAN

Badan
Perpustakaan
dan Arsip 22.098.272.850 20.995.680.201 95.01 95.81

Sumber: Bappeda Prov. NTB , Biro Keuangan, dan Biro AP & Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah  Setda
Prov. NTB, 2014(diolah)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total dana yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan urusan wajib, alokasi anggaran terbesar Rp.1.511.958.295.104,80
diperuntukkan bagi urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan realisasi
keuangan sebesar 91,13 persen atau Rp.1.377.796.245.160,92. Sedangkan alokasi
anggaran terkecil adalah urusan Penataan Ruang sebesar Rp.681.050.000,00 dengan
realisasi keuangan sebesar 94.55 persen atau Rp.643.956.850,00. Dari sisi realisasi
keuangan menunjukan bahwa realisasi terbesar adalah urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil dengan realisasi mencapai 98,06% atau Rp.761.338.600,00 dari alokasi
anggaran sebesar Rp.776.363.000,00 dan realisasi keuangan terkecil adalah urusan
Kesehatan sebesar 79,14 persen atau Rp.320.145.152.418,00 dari alokasi anggaran
sebesar Rp.404.527.896.525,00.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2014
yang dilaksanakan oleh setiap urusan pemerintahan sebagaimana alokasi anggaran
yang telah didistribusikan tersebut, dapat dilihat sebagaimana uraian berikut.

1. Pendidikan

Urusan Pendidikan Tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga beserta UPTD Balai Teknologi Komunikasi Dan Pendidikan (BTKP).

1.1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Pada Dinas Pemuda Dan

Olahraga

Urusan Pendidikan yang diselenggarakan pada Dinas Pendidikan,Pemuda,

melalui 8 Program pokok dan 58 kegiatan utama, sebagaimana tabel

berikut.
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Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Pendidikan

Non Formal
Meningkatkan
kualitas
pendidikan
formal dan
non formal

Pendidikan
dan Pelatihan
bagi PTK PNF
(BPKBM)

Peserta diklat Tutor
PAUDNI

35 orang/
2 kali

35 orang/
2 kali

Peserta diklat
keaksaraan usaha
mandiri (KUM)

35 orang 35 orang

Peserta diklat
pengelola PAUD

35 orang 35 orang

Peserta diklat
pengelola kursus

35 orang 35 orang

Peserta diklat
ketrampilan tata boga

35 orang 35 orang

Pengembangan
data dan
informasi
pendidikan
non formal
(BPKBM)

Peserta yang
mengikuti pemutahiran
data PAUDNI

Buku data program
PAUDNI yang dicetak

100 org
10 kab/kota

200
eksemplar

100 org
10 Kab/Kota

200
eksemplar

Buku profil BPKBM
yang dicetak

200
eksemplar

200
eksemplar

Pengembangan
kurikulum,
bahan ajar &
model
pembelajaran
pendidikan
non formal
(BPKBM)

Peserta seminar hasil
pengembangan
program PAUDNI

35 orang 35 orang

Peserta uji coba
pengembangan
PAUDNI

20 orang 20 orang

Buku hasil
pengembangan program
PAUDNI yang dicetak

1 dokumen 1 dokumen

Pembentukan
dan
pembinaan
kelompok
belajar PNF
(BPKBM)

Kelompok  paket C
yang dibina

20 orang/
kelompok

20 orang/
kelompok
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
2. Wajib

Belajar
Pendidikan
Dasar 9
Tahun

Meningkatkan
angka
partisipasi
dan mutu
pendidikan
pada jenjang
pendidikan
dasar

Pembangunan
Gedung
Sekolah

Pembangunan gedung
LKP Al-Fajer Praya
Loteng

1 Unit 0 unit

Penambahan
ruang kelas
sekolah

Penambahan ruang
kelas baru ((MTs Al
Muwahidin; MI
Gelumpang Mamben
Daya; Yayasan Ponpes
Yusuf Abdusattar;
Yayasan Sa’Adadda
Rain Kel Leneng Praya
; Yayasan Al Amin
Gersik Desa Gelogor
Kediri; MI NW Jantuk
Mantang batukliang
Loteng; MTs mamban
Daya; MTs Jantuk
mantang Batukliang
Loteng; MTs
Maraqitta’limat Suela
Lotim; MI Bahrul Ulum
Ds Kuta Kec Pujut
Loteng; MTs Ridlol
Walidain NWJenggik
Kec Terara Lotim;
yayasan Pendidikan Al
Azimiyah Ds Lembar
Selatan Kec Lembar)

12 sekolah,
ruang kelas

12 paket/
sekolah

Pembangunan
Perpustakaan
Sekolah

Perpustakaan sekolah
yang dibangun MTs
Nurul Ilmi
Ranggagata)

1 unit 1 unit

Pengadaan
alat praktik
dan peraga
siswa

Sekolah yang
mendapatkan bantuan
peralatan media
peraga elektronik dan
arsip digital untuk 1 SD
dan 5 MI

5 MI dan 1
SD

6 unit

5 MI dan 1
SD

6 unit

Sekolah yang
mendapatkan bantuan
peralatan perangkat
ajar anatosi dan arsip
digital multimedia
untuk SMP/MTs

5 MTs dan 4
SMP

9 unit

5 MTs dan 4
SMP

9 unit
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Pengadaan
meubeler
sekolah

Sekolah yang
mendapatkan bantuan
meja kursi (1 set =
1meja, 2 kursi)

1 yayasan, 2
MI dan 1

MTs, 4 paket
180 set

1 yayasan, 2
MI dan 1

MTs, 4 paket
180 unit

Pengadaan
perlengkapan
sekolah

Sekolah yang
mendapatkan bantuan
perlengkapan sekolah
(komputer, laptop dan
printer), 3 Mts

3 MTs= 3
paket

3 MTs= 2
paket

Rehabilitasi
sedang/berat
ruang kelas
sekolah

Ruang kelas yang
direhab SD/MI,SMP/
MTs

2 MI, 1 MTs,
1 SD

4 ruang kelas

2 MI, 1 MTs,
1 SD

4 ruang kelas

Penyediaan
BOS jenjang
SD/MI/SDLB
dan SMP/MTs
serta
pesantren
Salafiyah dan
Satuan
Pendidikan
Non-Islam
Setara SD
dan SMP

Pemantauan transfer
dana BOS

55 orang
105trip/sekola

h

55 orang
105

trip/sekolah

Pembinaan
minat, bakat,
dan
kreativitas
siswa

Peserta lomba OSN,
O2SN, FLS2N dan
Lomojari SD dan SMP

SD OSN=50
org
O2SN=500
org
FLSN=150 org

SMP OSN=120
org
O2SN=400
org
FLSN=175 org
Lomojari:
55org

SD OSN=50
org
O2SN=500
org
FLSN=150 org

SMP OSN=120
org
O2SN=400
org
FLSN=175 org
Lomojari:
55org

Trophy /hadiah yang
diadakan

186 buah 186 buah

Bahan pembinaan
minat, bakat,
kreativitas siswa untuk
O2SN, FLS2N Sd dan
SMP

31 bidang 31 bidang

Pakaian batik
tradisional untuk
lomba kreativitas SD
dan SMP tingkat
nasional

93 stel 93 stel

Pakaian kontingen,
adat dan olahraga
lomba kreativitas SD
dan SMP

120 stel O2SN
SD;

80 stel O2SN
SMP

120 stel O2SN
SD;

80 stel O2SN
SMP
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan

Monev dan verifikasi
kegiatan bansos, BOS,
rehab/RKB, TPK, PSB,
Kalender pendidikan,
TK dikdas

20 OT ,
10 Kab/Kota

20 OT ,
10 Kab/Kota

Workshop
penyusunan
soal ujian
SD/SDLB

Peserta workshop 47 orang 47 orang

Pemilihan
guru, kepala
sekolah,
pengawas
sekolah
berprestasi
tingkat
pendidikan
dasar

Tim pemilihan guru,
kepala sekolah,
pengawas sekolah
berprestasi penerima
honorarium

86 orang 86 orang

Peserta
seleksi/pemilihan

33 orang 33 orang

Format/bahan
penilaian

50.000
lembar

50.000
lembar

Pakaian adat daerah
dalam rangka kegiatan
pemilihan guru
berprestasi juara I tk
Provinsi

16 stel 16 stel

Penerima uang hasil
pemilihan guru
berprestasi tingkat SD
dan SMP

18 orang
3 mata lomba

18 orang
3 mata lomba

3. Pendidikan
menengah
dan
pendidikan
tinggi

Terwujudnya
Pendidikan
Menengah
yang bermutu

Penambahan
ruang kelas
sekolah

Ruang kelas yang
dibangun MA NW
Penendem Keruak; MA
Darul Ikhlas NW
Jantuk Mantang

5 ruang kelas 4 ruang kelas

Pengadaan
alat praktek
dan peraga
siswa

Sekolah setingkat SMA
yang mendapat
bantuan alat metode
sistem pro aktif dan
intraktif terpadu,

7 SMA, 7 SMA,

Sekolah setingkat SMA
yang mendapat
bantuan peralatan
tutor multimedia dan
sistem ajar visualiditas
untuk SMK

2 SMK 2 SMK

Pengadaan
perlengkapan
sekolah

PC, laptop dan LCD
yang diadakan bagi MA
NW Penendem Keruak

1 paket 1 paket

Rehabilitasi
sedang/berat
ruang kelas
sekolah

Ruang kelas yang
direhabilitasi ( SMK
Islam Plus Al-Madani
Mamben Lauk Lotim

3 ruang 3 ruang

Penyediaan
beasiswa bagi
keluarga tidak
mampu

Siswa dari keluarga
tidak mampu yang
menerima bantuan
beasiswa

1 angkatan
10 siswa

0
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan

Laporan monev 1 laporan 1 laporan

Pembinaan
minat, bakat,
dan
kreativitas
siswa

Tim panitia penerima
honorarium lomba
kreativitas siswa SMA
dan SMK

80 orang 80 orang

Jenis mata lomba 26 mata
lomba

26 mata
lomba

Siswa yang mengikuti
lomba kreatifitas siswa
SMA – (O2SN)

83 orang 83 orang

Siswa yang mengikuti
lomba kreatifitas siswa
SMA – (OSN)

270 orang 270 orang

Siswa yang mengikuti
lomba kreatifitas siswa
SMA – (FLS2N)

65 orang 65 orang

Siswa SMA yang
mengikuti lomba debat
Bahasa Inggris dan
Indonesia

44 orang 44 orang

Siswa yang mengikuti
lomba kreatifitas siswa
SMA – (OSN)

270 orang 270 orang

Siswa SMK Lomba
debat bahasa
indonesia, inggris dan
Jepang

61 orang 61 orang

Trophy/hadiah yang
diadakan

31 jenis
93 buah

30 jenis
90 buah

Jenis bahan
ajar/ketrampian yang
diadakan

7 jenis bahan 6 jenis bahan

Juri/Pengawas lomba
kreativitas siswa SMA
dan SMK

98 orang 94 orang

Pakaian lomba
kreativitas siswa
tingkat nasional

209 stel 199 stel

Pemilihan
guru, kepala
sekolah,
pengawas
sekolah
berprestasi
tingkat
pendidikan
menengah

Tim pemilihan guru,
kepala sekolah,
pengawas sekolah
berprestasi penerima
honorarium

78 orang 78 orang

Peserta seleksi/
pemilihan

31 orang 21 orang

Pakaian adat daerah
dalam rangka kegiatan
pemilihan guru
berprestasi juara I tk
Provinsi

7 orang/stel 7 orang/stel
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Penerima uang hasil
pemilihan guru
berprestasi tingkat SD
dan SMP

18 orang
3 jenis lomba

18 orang
3 jenis lomba

Penyediaan
beasiswa
tingkat
SMA/SMALB,
SMK, S1, S2,
S3

Mahasiswa kedokteran
yang mendapatkan
beasiswa (tunggakan
2010-2014)

19 mahasiswa 19 mahasiswa

4. Pendidikan
Anak Usia
Dini

Peningkatan
angka
partisipasi dan
mutu
pendidikan
pada PAUD

Pembangunan
gedung
sekolah

Pembangunan sekolah
baru (USB)
(TK pembina NW Prov
NTB; PAUD Bina
Bersama Kota Praya;
TK PGRI Tanak Awu
Loteng)

3 unit sekolah
baru

3 unit sekolah
baru.

Penambahan
ruang kelas
sekolah

Penambahan ruang
kelas baru (RKB)
(TK Islam dan PAUD Al
Barokah Kalijaga
Tengah Kec Aikmel
Lotim; TK Al Yaqut NW
Majeluk Jl.
Transmigrasi; PAUD
Salsabila Setumba
Desa Jelantik Kec
Jonggat Lotim)

3 unit ruang
kelas baru

3 unit ruang
kelas baru

Pengadaan
alat praktek
dan peraga
siswa

Lembaga PAUD yang
menerima alat
permainan edukasi
(APE):

-luar ruangan

-dalam ruangan

7 PAUD/RA/TK

7 PAUD

7 PAUD/RA/TK

7 PAUD

Pengadaan
mebeleur
sekolah

Mebeleur sekolah bagi
RA Al Ihksan NW Kec
Montong Gading Lotim

1 paket 1 paket

Rehabilitasi
sedang/berat
bangunan
sekolah

Sekolah yang
direhabilitasi
sekolah PAUD Al-
Banna BTN Tanah
Nirwana Karang Pule
Sekarbela

Ruang kelas yang
direhabilitasi
ruang kelas (PAUD
Darunnajah)

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Pengemb.
kurikulum,
bahan ajar
dan model
pembelajaran
Pendidikan
Anak Usia Dini

Peserta lokakarya
peningkatan kapasitas
Institusi
Penyelenggara PAUD

70 orang 70 orang

Penyelenggar
aan
koordinasi
dan kerjsama
pendidikan
anak usia dini

Peserta workshop
koordinasi tingkat
Provinsi Dari Kab/kota

20 orang 20 orang

Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan

Laporan hasil monev 1 laporan 1 laporan

Apresiasi PTK
PAUDNI
Berprestasi

Peserta apresiasi PTK
PAUDNI berprestasi tk
provinsi

160 orang 160 orang

Peserta TC Apresiasi
PTK PAUDNI
berprestasi

15 orang 15 orang

Trophy/hadiah 6  buah 6 buah

Peserta pembukaan
dan penutupan pada
pentas kesenian

50 orang 50 orang

Pakaian khas peserta 16 stel 16 stel

Pakaian olahraga
peserta

16 stel 16 stel

Pakaian kontingen 16 stel 16 stel

Asesoris sajojo 16 stel 16 stel

Sepatu olahraga 16 buah 16 buah

Pakaian paduan suara 16 stel 16 stel

Pemilihan
guru, kepala
sekolah,
pengawas
sekolah
berprestasi

Peserta pemilihan
guru, kepala sekolah
dan pengawas sekolah

30 orang 10 orang

Pakaian adat daerah
yang diserahkan
kepada masyarakat

6 stel 6 stel

Pemenang lomba yang
menerima hadiah uang

6 orang 6 orang
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
5. Manajemen

pelayanan
pendidikan

Meningkatkan
kualitas/mutu
dan
profesionalis
me Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Sosialisasi dan
advokasi
berbagai
peraturan
pemerintah di
bidang
pendidikan

perda pendidikan dan
pergub BOS yang
disosialisasi

peserta sosialisasi

2 dokumen

36 orang

2 dokumen

36 orang

Pelaksanaan
kerjasama
secara
kelembagaan
di bidang
pendidikan

Tim pendataan
provinsi

70 orang 70 orang

Dokumen hasil
Pendataan (Pilot study
tingkat pendidikan
2014)

1 dokumen 1 dokumen

Peserta breefing Pilot
study tingkat
pendidikan 2014.

50 orang 50 orang

Pengadaan
rapor, ijazah,
STTB, STL,
SKHUN
SD/MI, SLTP
dan SLTA

Blanko ijazah
SD/SDLB/Paket A yang
dicetak

87.800
lembar

87.800
lembar

Blanko SKHU
SD/MI/SDLB/Paket A
yang dicetak

99.752
lembar

99.752
lembar

Blanko Pengisian SKHU
SD/MI/SDLB/Paket A
yang dicetak

99.752
lembar

99.752
lembar

Pelaksanaan
OSN SD/MI;
SLTP dan
SLTA tingkat
nasional

Panitia olympiade sains
tingkat nasional tahun
2014

67 orang 67 orang

Pentas kesenian pada
pembukaan dan
penutupan OSN tahun
2014

1 kegiatan 1 kegiatan

Pakaian seragam
panitia olympiade

320 buah 320 buah

Souvenir 3.000 buah 3.000 buah
Cinderamata/mascot
besar

1 buah 1 buah

Tas peserta olympiade
Yang diadakan

3.000 buah 3.000 buah

Buku olympiade sain
SD, SMP, SMA dan
SMK yang diadakan

3.000 buku 3.000 buku
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Penggandaan
naskah;
pendistribusia
n; pencetakan
LJK UNAS,
SD/MI; SLB;
SMP/MTs;
SMA/MA/SMK
dan
pemantauan
UAS/UN SLB;
SD/MI;
SMP/MTs;
SMA/MA/SMK

Naskah soal ujian
SD/MI/SDLB/Paket A
yang dicetak

5.138.643
lembar

5.138.643
lembar

Pemilihan
guru, kepala
sekolah,
pengawas
sekolah
berprestasi

Peserta pemilihan guru
berprestasi

21 orang 21 orang

Peserta pemilihan
kepsek yang
berorestasi

7 orang 7 orang

Peserta pemilihan
pengawas sekolah
berorestasi

4 orang 4 orang

Peserta pemilihan yg
terseleksi ke tingkat
Nasional.

20 orang 20 orang

Olympiade
sain guru
dikdas dan
dikmen

Peserta olympiade sain
guru

150 orang 150 orang

Peserta olympiade sain
guru yang terseleksi

59 orang 59 orang

Workshop
pengembangan
kurikulum
tingkat TK,
SD/SMP/SMA
dan SMK

Peserta penyusun draft
pedoman kurikulum
2013 dan kurikulum
muatan lokal

22 orang 22 orang

Draft pedoman
kurikulum 2013 dan
kurikulum muatan
lokal

1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan
analisis hasil
ujian akhir
SD/MI,
SMP/MTs,
SMA/MA/SMK,
SLB provinsi
NTB

Peserta kegiatan
validasi hasil
pemindaian dan
scoring

60 orang 60 orang

Peserta rapat
koordinasi

40 orang 40 orang

Hasil rapat koordinasi 1 laporan 1 laporan
Penggandaan hasil
analisis (hard copy)

1 paket 1 paket

Peserta diklat
komputerisasi

35 orang 35 orang

Pengadaan aplikasi
analisis hasil ujian

1 paket 1 paket
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Pemberian
penghargaan
bagi siswa,
atlet dan PTK
berprestasi di
bidang
pendidikan
dan olahraga

Jumlah siswa atlet dan
PTK berprestasi yang
menerima
penghargaan

4 orang 4 orang

Pengadaan
buku-buku
pendidikan,
perpustakaan,
dan alat tulis
siswa tingkat
PAUDNI,
DIKDAS dan
DIKMEN

Buku-buku pendidikan
karakter, budaya lokal,
dan buku lainnya
untuk tingkat PAUDNI,
DIKDAS dan DIKMEN
yang diadakan

SMA,SMK,
MA: 55 buku

SMA,SMK,
MA: 55 buku

Sosialisasi
sistem
pembelajaran

Peserta sosialisasi
pembelajaran film puisi

250 orang
5 kab/kota

250 orang
5 kab/kota

Kumpulan cerpen dan
puisi yang tersedia

3.041 buku 3.041 buku

6. Sinkronisasi
& koordinasi
pembangun
an
pendidikan
Nasional

Meningkatkan
koordinasi
pendidikan
Nasional

Pengumpulan
dan
pengolahan
data
pendidikan

Peserta workshop
verifikasi data

30 orang 30 orang

Hasil Pengumpulan dan
pengolahan data
pendidikan

6 laporan 6 laporan

Hasil Penjaringan data
pendidikan di kab/kota

10 laporan
10 kab/kota

10 laporan
10 kab/kota

Buku, Leaflet hasil
pembangunan
pendidikan yang dicetak

500
eksemplar

40.000
lembar

500
eksemplar

40.000
lembar

Dokumen pendataan
pendidikan yang
digandakan

6 Buah 6 Buah

Penjilidan buku statistik
tingkat TK, SD, SMP,
SMA dan SMK

@ 50 buku =
250 buku

@ 50 buku =
250 buku

Penjilidan buku saku
pendidikan

100
eksemplar

100
eksemplar

Penjilidan buku profil
pendidikan tingkat
provinsi

50 eksempar 50 eksempar

Pembinaan
sinkronisasi,
koordinasi
program

Peserta rakor
sinkronisasi pemantapan
penyusunan program
pendidikan

30 orang
10 kab/kota

30 orang
10. kab/kota

Hasil sinkronisasi
pemantapan
penyusunan program
pendidikan

1 laporan 1 laporan

Peserta rakor evaluasi
rencana program

30 orang 30 orang

Hasil evaluasi rencana
program

1 laporan 1 laporan
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Evaluasi dan
pelaporan

Best practice hasil
pembangunan
pendidikan yang
dipublikasikan

500 buah
1 kali

500 buah
1 kali

7. Peningkatan
iman dan
taqwa
(Imtaq)

Meningkatnya
imtaq
aparatur

Peningkatan
iman dan
taqwa
aparatur

Kegiatan imtaq aparatur
yang dilaksanakan

4 kali 4 kali

8. Pendidikan
khusus,
pendidikan
layanan
khusus &
rintisan
sekolah
bertaraf
Internasional
/ sekolah
bertaraf
Internasional

Meningkatnya
mutu guru
SLB. Sekolah
internasional/
bertaraf
internasional

Penilaian
angka kredit
jabatan guru
SLB

Dupak guru yang dinilai 200 buah 200 buah

PAK guru yang
diterbitkan

200 buah 200 buah

Pemilihan
guru, kepala
sekolah,
pengawas
sekolah SLB
berprestasi

Peserta pemilihan guru,
kepala sekolah
berprestasi tk
SDLB/SMPLB/SMALB

24 orang 24 orang

Pakaian adat dalam
rangka pemilihan guru,
kepala sekolah
berprestasi
SDLB/SMPLB/SMALB
juara I tk provinsi

6 stel 6 stel

Guru dan kepala sekolah
berorestasi pada tk
SDLB/SMPLB/SMALB
yang mendapat hadiah
uang

18 orang 18 orang

Pelatihan
kompetensi
tenaga
pendidik SLB

Peserta pelatihan
kompetensi tenaga
pendidik SLB

30 orang 30 orang

Pembinaan
minat, bakat
dan
kreativitas
siswa PK-PLK

Trophy yang diadakan 45 buah 45 buah

Bahan pembinaan
bakat minat kreativitas
siswa tk dikdas dan
dikmen yang diadakan

8 jenis 8 jenis

Pakaian untuk lomba
kreativitas yang
diadakan

3 jenis
(kontingen,
adat, dan
olahraga)
290 orang

3 jenis
(kontingen,
adat, dan
olahraga)
290 orang

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2014
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1.1.1. UPTD BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN

(BTKP)

Urusan Pendidikan yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Teknologi Komunikasi dan Pendidikan melalui 1 program pokok
dan 1 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan pada

UPTD Balai Teknologi Komunikasi Dan Pendidikan (BTKP) Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Balai
Teknologi &
komunikasi
pendidikan

Meningkatnya
angka
partisipasi
dan mutu
pendidikan
pada jenjang
pendidikan
dasar.

Penyediaan
sarana dan
prasarana
teknologi
komunikasi
pendidikan

Pengadaan digital
talking book untuk SLB

4 SLB
10 unit

4 SLB
10 unit

Peningkatan
SDM
pengelolaan
balai
teknologi
komunikasi
pendidikan

Peserta diklat
pemanfaatan TIK
untuk pendidikan

90 orang 90 orang

Sertifikat pelatihan
pemanfaatan TIK
untuk pendidikan yang
dicetak

90 lembar 90 lembar

Sertifikat
pendampingan
pemanfaatan jaringan
internet dan rumah
belajar yang dicetak

545 lembar 545 lembar

Penyelenggar
aan
pemantauan
& pembinaan
kegiatan balai
teknologi
komunikasi
pendidikan

Hasil pemantauan &
pembinaan

1 dokumen 1 dokumen

Penyediaan
sarana media
program
pembelajaran
interaktif
teknologi
komunikasi
pendidikan

Hasil analisis dan
pengkajian
pengembangan media
pembelajaran berbasis
TIK

1 laporan 1 laporan

Peserta seminar hasil
pengembangan media
pembelajaran berbasis
TIK

40 orang 40 orang

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2014
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Sejak program unggulan ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan
ADONO (Angka Drop Out menuju Nol) dilaksanakan, kinerja sektor pendidikan NTB
mengalami peningkatan. Tiga isu penting menyangkut besarnya penyandang buta
aksara, tingginya persentase anak putus sekolah dan rendahnya rata-rata lama
sekolah, tertangani dengan baik. Keberhasilan pelayanan pendidikan ditentukan
oleh rata-rata lama sekolah dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka
putus sekolah, angka melanjutkan dan angka melek huruf.

Kurun waktu 2 tahun terakhir sejak 2012/2013 sampai dengan 2013/2014
perkembangan APK dan APM disemua jenjang pendidikan menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun. pada tahun 2012/2013 APK pada jenjang
pendidikan TK/RA sebesar 51,24 persen mengalami sedikit penurunan menjadi
50,06 persen pada tahun 2013/2014 yang disebabkan jumlah peserta didik lebih
sedikit dari tahun sebelumnya, Namun pada jenjang SD/MI/paket APK mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya yakni masing-masing 113,62 persen pada
tahun 2012/2013 menjadi 113,95 persen pada tahun 2013/2014. Pada jenjang
pendidikan SMP/MTs/paket B dimana tahun 2012/2013 APK sebesar 104,85 persen
meningkat menjadi 106,76 persen tahun 2013/2014 dan APK jenjang
SMA/MA/SMK/paket C tahun 2012/2013 sebesar 82,96 persen meningkat pada
tahun 2013/2014 sebesar 84,40 persen.

Demikian halnya dengan APM jenjang SD/MI/paket A, pada tahun 2012/2013
sebesar 99,95 persen meningkat pada tahun 2013/2014 menjadi 99,96 persen,
jenjang SMP/MTs/paket B tahun 2012/2013 sebesar 95,00 persen menjadi 96,81
persen pada 2013/2014 dan jenjang SMA/SMK/MA/paket C tahun 2012/2013
sebesar 72,57 persen menjadi 74,73 persen pada tahun 2013/2014.

Perhatian pemerintah yang cukup besar dalam memberikan bantuan
operasional sekolah ditingkat dasar dan menengah dalam bentuk dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin (BSM) baik dari APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara sharing telah memberikan dampak
terhadap peningkatan APK dan APM pada semua jenjang pendidikan disamping
adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, Khususnya pada
pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan sertifikasi guru memberikan dampak yang
besar terhadap siswa, dimana guru menjemput anak-anak yang tidak hadir di
sekolah maupun yang tidak ikut ujian.

Kontribusi Bidang Sosial yang mendukung program pendidikan anak,melalui
program Program Keluarga Harapan (PKH) mewajibkan orangtua yang memiliki
anak sekolah wajib untuk bersekolah. Apabila anak tidak sekolah maka dana PKH
akan dikurangi. Perkembangan APK, APM dan APS Provinsi NTB Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013 s.d 2013/2014, sebagaimana tabel
berikut.
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Tabel 4.4
Perkembangan APK, APM dan APS Provinsi NTB Berdasarkan

Jenjang Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013 s.d 2013/2014

NO.
JENJANG

PENDIDIKAN TAHUN JUMLAH
PUS

APK APM

N % N %

1. TK/RA
2012/2013 181.258 92.883 51,24 Na Na
2013/2014 182.336 91.269 50,06 Na Na

2. SD/MI/Paket A
2012/2013 554.255 629.746 113,62 553.954 99,95
2013/2014 557.174 633.567 113,95 556.961 99,96

3. SMP/MTs/Paket B
2012/2013 271.780 284.955 104,85 258.199 95,00
2013/2014 275.667 287.996 106,76 266.883 96,61

4. SMA/SMK/MA/Paket C
2012/2013 259.702 214.753 82,69 188.458 72,57
2013/2014 264,659 223.366 84,40 197.790 74,73

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2014

Indikator penting lainnya adalah tingkat kelulusan, mengulang kelas dan drop
out. Pada tahun ajaran 2013/2014 memperlihatkan nilai positif bagi upaya
peningkatan kualitas pendidikan maupun penurunan jumlah siswa drop out (DO) di
Provinsi NTB. Tingkat kelulusan SD/MI tahun pelajaran 2013/2014 sebesar 100
persen. Jenjang pendidikan SMP/MTs tingkat kelulusan 99,90 persen,
SMA/MA/SMK sebesar 99,17 persen, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5
Data Kelulusan, Melanjutkan, Mengulang dan DO pada Jenjang SD/MI,

SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2012/2013 s.d 2013/2014

NO JENJANG
PENDIDIKAN

TAHUN
PELAJARAN

JUMLAH
MURID

KELAS
AKHIR

LULUSAN MENGULANG DO

N % N % N %

1. SD/MI
2012/2013 630.506 95.137 94.530 100 22.943 4,20 1.116 0,20
2013/2014 633.567 94.530 94.520 100 18.861 3,49 1.047 0,19

2. SMP/MTs
2012/2013 278.655 79.979 77.736 99,79 154 0,09 843 0,48
2013/2014 287.996 82.719 82.640 99,90 188 0,11 822 0,47

3. SMA/MA/SMK
2012/2013 208.627 59.437 58.428 99,84 323 0,23 2.174 1,50
2013/2014 211.848 60.673 60.171 99,17 568 0,48 1.985 1,15

Sumber: Buku saku dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2014

Demikian pula dengan angka drop out dari semua jenjang pendidikan
dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, dimana untuk jenjang SD
persentase siswa DO tahun 2013/2014 sebesar 0,19 persen dibanding tahun
2012/2013 sebesar 0,20 persen SMP sebesar 0,48 persen menurun menjadi
0,47 pada tahun 2013/2014, SMA sebesar 1,50 persen menurun menjadi 1,15
persen pada tahun 2013/2014.

Program Adono merupakan salah satu program strategis yang
dilaksanakan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat tidak mampu.
Realisasi pemberian beasiswa miskin berdasarkan tingkat pendidikan
diseluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Jumlah siswa yang mendapat
beasiswa sebanyak 15.640 siswa pada tahun 2014 dengan total dana Rp
4.992.720.000.- yang diberikan kepada siswa SD, MI, SMP,MTs, SMA, SMK dan
MA, sebagaimana tabel berikut.



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.19 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel  4.6
Bantuan Sosial  BSM APBD SD/MI, SMP/MTs Tahun 2014

NO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH SISWA JUMLAH
SISWA

SD/MI/SMP/
MTs

JUMLAH
DANA
(.000)SD MI SMP MTs

1 Kota Mataram - - - - -

2 Lombok Barat - - - - -

3 Lombok Tengah - - - 1.018 1.018 305.400

4 Lombok Timur 455 2.534 394 2.813 6.196 1.500.120

5 Lombok Utara 44 1.114 - - 1.158 208.440

6 Sumbawa - - - - - -

7 Sumbawa Barat - - - - - -

8 Dompu - - - 225 225 67.500

9 Bima - 60 270 - 330 91.800

10 Kota Mataram - - - - - -

JUMLAH 499 3.708 664 4.056 8.927 2.173.260
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2014

Tabel 4.7
Bantuan Sosial BSM APBD SMA,SMK dan MA Tahun 2014

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2014

Secara lebih rinci bantuan beasiswa kurang mampu sumber dana APBD
Provinsi NTB dan APBN, BOS, BOP dan Keaksaraan Fungsional tahun 2014,
sebagaimana tabel berikut.

NO KABUPATEN/
KOTA

JUMLAH SISWA JUMLAH
SISWA

SMA/SMK/MA

JUMLAH DANA
BSM

SMA/SMK/MA
(.000)SMA SMK MA

1 Kota Mataram 168 102 117 387 162.540

2 Lombok Barat 98 171 85 354 148.680

3 Lombok Tengah 280 145 1.120 1.545 648.900

4 Lombok Timur 376 403 1.586 2.365 993.300

5 Lombok Utara 40 30 192 262 110.040

6 Sumbawa 75 51 435 561 235.620

7 Sumbawa Barat 42 24 28 94 39.480

8 Dompu 81 59 154 294 123.480

9 Bima 268 65 259 592 248.640

10 Kota Mataram 108 41 110 259 108.780

JUMLAH 1.536 1.091 4.086 6.713 2.819.460



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.20 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel 4.8
Pemberian Bantuan Beasisiwa kurang mampu, BOS, BOP

Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Seluruh Kabupaten Kota Se - Provinsi NTB Tahun 2014

NO. PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TARGET
REALISASI

FISIK
(%)

A. Pemberian Beasiswa Kurang
Mampu/Beasiswa Miskin Siswa

a. Beasiswa kurang mampu dana APBD Siswa
Sekolah Dasar Siswa 499 100
Madrasah Iftidaiyah Siswa 3.708 100
Sekolah Menengah Pertama Siswa 664 100
Madrasah Syanawiyah Siswa 4.056 100
Sekolah Menengah Atas Siswa 1.536 100
Sekolah Menengah Kejuruan Siswa 1.091 100
Madrasah Alliyah Siswa 4.086 100

b. Pemberian beasiswa miskin kepada
siswa dana APBN Siswa

Sekolah Dasar Siswa 24.065 100
Sekolah Menengah Pertama Siswa 33.709 100
Sekolah Menengah Atas Siswa - -
Sekolah Menengah Kejuruan Siswa - -

c. BOP SMP Terbuka Siswa - -
d. Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )

SMA
Siswa 102.814 100

e. Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
SMK

Siswa 36.528 100

B. Pemberian Bantuan BOP PAUD Lembaga 1.705 100

C. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Fungsional (KF) dan Keaksaraan Usaha
Mandiri (KUM)

Warga
Belajar

a. Pembelajaran Keaksaraan Fungsional
Dasar (Dana APBN)

Warga
Belajar

4.500 100

b. Pemegang SUKMA Mengikuti
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) (Dana
APBN)

Warga
Belajar

7.000 100

D. Kursus dan Pelatihan Berbasis Pedidikan
Kecakapan Hidup

Orang
.

750
.

100

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 2014

Upaya keberhasilan wajib belajar 9 yang yang dilakukan pemerintah telah
menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada indikator kelulusan dan melanjutkan
kejenjang yang lebih tinggi telah terjadi peningkatan persentase siswa SD/MI yang
lulus tahun pelajaran 2012/2013 dan 2013/2014 yang melanjutkan ke jenjang
yang lebih tinggi ke SMP/MTs, meningkat dari 100,52 persen menjadi 102,48
persen. Sementara siswa SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ke
SMA/MA/SMK meningkat dari 97,16 pada tahun pelajaran 2012/2013 dan
2013/2014 menjadi 98,97 persen. Hal ini menunjukan keberhasilan wajib belajar 9
tahun yang terus diupayakan pemerintah.
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Tabel 4.9

Perkembangan Lulusan dan Melanjutkan Ke Jenjang yang Lebih Tinggi
Tahun Pelajaran 2011/2012 - 2013/2014

JENJANG TAHUN AJARAN LULUSAN MELANJUTKAN (CR)

SD/MI 7-12  Th

Ke SMP/MTs

2011/2012 95.644 100,52 %

2012/2013 94.520 100,75 %

2013/2014 102,48 %

SMP/MTs 13-15 Th

Ke SMA/MA/SMK

2011/2012 80.955 95,93 %

2012/2013 76.662 97,16 %

2013/2014 98,97 %

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB , 2014

Untuk penanganan buta aksara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga
Provinsi NTB mengadakan kerja sama/MOU dengan barbagai komponen/elemen
masyarakat yang kompeten menangani Pemberantasan Buta Aksara (PBA) melalui:
a) Kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; b) Kerjasama dengan
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); c) Kerjasama dengan perguruan tinggi; d)
Kerjasama dengan Pondok Pesantren; e) Guru/Kepala sekolah sekitar dan
f) Satuan Pendidikan Non Formal sejenis.

Sampai akhir tahun 2014 indikator kinerja Buta Huruf Penduduk Usia > 15
tahun belum bisa disajikan karena menunggu data realease dari Badan Pusat
Statistik (BPS). Melalui program Angka Buta Aksara Menuju Nol (ABSANO) yang
telah dilaksanakan sejak tahun 2009 Jumlah warga dibelajarkan sampai akhir
tahun 2014 jumlah warga dibelajarkan sebanyak 417.277 warga atau 100 persen
dari 417.277 warga buta aksara usia lebih dari 15 tahun. Metode yang digunakan
dalam rangka mengurangi jumlah penyandang buta huruf adalah partisipasi
masyarakat dan peserta didik dengan pola 32 hari.

Dengan demikian penduduk usia 15 tahun ke atas telah tuntas
dibelajarkan, namun masih diperlukan kembali Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
untuk antisipasi agar warga tidak buta aksara kembali.

Jumlah warga belajar yang sudah dibelajarkan melalui Keaksaraan
Fungsional (KF) Dasar dan dibelajarkan kembali pada Keaksaraan Usaha Mandiri
(KUM), sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.10
Data Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Provinsi NTB s.d Tahun 2014

NO.
KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH
PBA

TAHUN
2009

DIBELAJARKAN SISA s.d
TAHUN
20142010 2011 2012 2013 2014

1 Mataram 19.249 1.000 - - - - 18.249
2 Lombok Barat 57.429 - 2.000 1.850 1.700 1.000 50.879
3 Lombok Tengah 98.298 - 2.500 1.650 1.000 1.300 91.848
4 Lombok Timur 124.244 - 1.000 1.650 1.500 1.700 118.394
5 Sumbawa 27.480 - - 1.050 1.000 1.000 24.430
6 Sumbawa Barat 1.265 - 1.000 240 - - 25
7 Dompu 20.977 - 1.174 1.250 1.600 440 16.513
8 Bima 39.504 - - 1.000 1.700 700 36.104
9 Kota Bima 6.712 - 1.500 1.000 1.000 360 2.852
10 Lombok Utara 22.119 - - 1.310 800 500 19.509

Jumlah 417.277 1.000 9.174 11.000 10.300 7.000 378.803
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2014

Indikator penting yang terkait dengan capaian indikator RPJMD tahun 2014
antara lain: rata-rata lama sekolah, buta huruf penduduk usia >15 tahun dan
penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah.
Berkaitan dengan angka rata-rata lama sekolah, tahun 2013/2014 belum dapat
disajikan karena menunggu release dari Badan Pusat Statistik, namun bila dilihat
dari trend peningkatan Angka APM SD/MI tahun 2010/2011 sebesar 99,19 persen
menjadi 99,96 persen pada tahun 2013/2014, SMP/MTs tahun 2010/2011 sebesar
92,87 persen menajdi 96,61 persen tahun 2013/2014, SMA/SMK/MA tahun
2010/2011 62,87 persen meninjadi 74,73 persen tahun 2013/2014. Sementara
angka putus sekolah SD/MI pada tahun 210/2011 sebesar 0,90 persen menjadi
0,19 persen tahun 2013/2014, SMP/MTs sebesar 0,92 persen menjadi 0.47 persen
tahun 2013/2014 dan SMA/SMK/MA dari 1,88 persen menjadi 1,15 persen tahun
2013/2014.

Meningkatnya angka partisipasi murni, angka melanjutkan dan menurunnya
angka outus sekolah untuk setiap jenjang pendidikan telah memberikan dampak
pada meningkatnya angka rata rata lama sekolah di NTB. Angka rata rata lama
sekolah di NTB terus meningkat dari tahun 2010/2011 sebesar 6,77 tahun, tahun
2011/2012 sebesar 6,97 tahun dan 2012/2013 sebesar 7,19 tahun, sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.11
Capaian Indikator RPJMD urusan Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

1. Rata-rata lama sekolah Tahun 7,19 7,26 Na

2. Buta huruf penduduk usia > 15 tahun % 15,04* 13,86 Na

3.
Penerapan pendidikan berkarakter dan
nilai budaya lokal pada sekolah dan
madrasah

% 10 20 20

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 2014
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Banyaknya prestasi yang diraih oleh putra-putri NTB pada tahun 2014
merupakan hal yang menggembirakan, selain memperoleh medali emas/juara I
pada Lomba Tata kelola BOS Tingkat Nasional di Jakarta dan Juara III (medali
perunggu) pada Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dengan karya “Sepatu
Modifikasi Anti Becek", juga pada event lainnya seperti Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) di Semarang dimana pada tingkat SD dalam Cabang lomba seni
Pidato Bahasa Indonesia berhasil meraih medali Perunggu (Juara ke III), dan pada
Tingkat SMP mendapat Juara Harapan I pada cabang seni membaca Al’quran.
Pada Olympiade Sains Nasional (OSN) diikuti oleh Seluruh Provinsi Se-Indonesia
yang pelaksanaannya terpusat di Mataram dimana Nusa Tenggara Barat sebagai
Tuan rumah, banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi NTB, prestasi yang
diraih dari masing-masing bidang yang dilombakan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.12
Daftar Penghargaan yang diterima pada Tingkat Nasional Tahun 2014

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 2014

NO NAMA PENGHARGAAN BIDANG TANGGAL/BULAN
PENGHARGAAN

1 Medali Perak (Juara II)
Olympiade Sains Nasional
(OSN) Tingkat SMP

Lomba Mata Pelajaran
FISIKA tingkat Nasional

20 Mei 2014  di Padang Sumatera
Barat

2 Medali Emas (Juara I)
Olympiade Sains Nasional
(OSN) Tingkat SMA

Lomba bidang
MATEMATIKA tingkat
Nasional

5 September 2014, di Mataram –
NTB

3 Medali Emas (Juara I)
Olympiade Sains Nasional
(OSN) Tingkat SMA

Lomba Bidang
EKONOMI tingkat
Nasional

5 September 2014, di Mataram –
NTB

4 Medali Emas (Juara I)
Olympiade Sains Nasional
(OSN) Tingkat SMA

Lomba Bidang BIOLOGI
tingkat Nasional

5 September 2014, di Mataram –
NTB

5 Medali Perunggu (Juara III)
Festival dan Lomba Seni
siswa Nasional (FLS2N)
Tingkat SD

Cabang Seni Pidato
Bahasa Indonesia

7 Juni 2014,  di Semarang –
Jateng

6 Juara Harapan I Festival dan
Lomba Seni siswa Nasional
(FLS2N) Tingkat SMP

Cabang Seni Baca
Al-Quran

7 Juni 2014, di Semarang – Jateng

7 Juara III (perunggu)
Penelitian Karya Ilmiah
Remaja (LPIR) siswa SMP
Tingkat Nasional

LPIR Bidang
Tekhno;ogi dengan
Karya "Sepatu
Modifikasi Anti
Becek"

14 Oktober  2014,   di Tangerang
Selatan – Banten

8 Juara I (Emas) Lomba Tata
Kelola Bantuan Operasional
Skolah (BOS) Tk. Nasional

Lomba Tata Kelola BOS
Tingkat Nasional

Desember 2014,   di DKI Jakarta

9 Medali emas Lari 80 M Putra SDLB 17 Juni 2014

10 Medali Perunggu Balap Kursi Roda
SMPLB

17 Juni 2014
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Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan
sebagaimana yang telah diuraikan, namun dalam pelaksanaan urusan pendidikan
masih dihadapi beberapa  kendala. Adapun kendala yang dihadapi dan solusinya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih adanya siswa kurang mampu yang belum
menerima bantuan beasiswa dari pemerintah.

Sharing dana antara Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/kota.

APK  PAUD masih dikatakan rendah (50,06%) Mempermudah perizinan pendirian Lembaga
PAUD.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik
PAUD masih rendah.

Pelatihan bagi tenaga pendidik Paud.

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 2014

2. Kesehatan

Urusan Kesehatan Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
termasuk 6 UPTD nya, Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP), dan Rumah Sakit Jiwa
Provinsi (RSJP).

2.1.   Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada Dinas Kesehatan melalui 11
program pokok dan 22 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.14
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

Provinsi NTB Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Obat Dan
Perbekalan
Kesehatan

Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas obat
dan
perbekalan
kesehatan
bagi
masyarakat

Pengadaan
Obat Dan
Perbekalan
Kesehatan
Kesehatan

Jenis bahan
obat-obatan
dan
perbekalan
kesehatan
lainnya yang
diadakan

34 item 24 Jenis

2. Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya
kualitas
layanan
kesehatan
dasar
masyarakat

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat

Peserta
pertemuan
koordinasi Tim
Pembina
Kesehatan
Jiwa
Masyarakat
(TPJKM)

30 orang
(4 kali)

30 orang
(4 kali)

Laporan hasil
koordinasi
TPJKM

4 Laporan 4 Laporan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Peserta
pertemuan
koordinasi
sarkes CTKI

20 orang
(4 kali)

20 orang
(4 kali)

Laporan hasil
pertemuan
koordinasi
sarkes CTKI

4 laporan 4 laporan

Mobil
ambulance
yang
diserahkan
kepada
masyarakat

17 unit 17 unit

Notebook
untuk
pengolah data
CTKI yang
diadakan

1 unit 1 unit

Pembinaan
dan fasilitasi
kesehatan
remaja

Peserta
pertemuan
evaluasi
pelaksanaan
Surat
Keputusan
Bersama
(SKB) Program
Kesehatan
Remaja

20 orang
(6 kab.)

20 orang
(6 kab.)

Laporan
evaluasi
pelaksanaan
SKB Program
Kesehatan
Remaja

6 Laporan 6 Laporan

Buku
pedoman
kelas remaja
yang dicetak

20 buku 20 buku

Format catpor
kesehatan
remaja yang
dicetak

154 buku 154 buku

Format catpor
pelayanan KIA
yang dicetak

154 buku 154 buku

PKPR KIT
yang
diserahkan
kepada
puskesmas

20 paket 20 paket

Laptop untuk
reward
puskesmas
PKPR

3 unit 3 unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

3. Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatnya
kapasitas
masyarakat
dalam
membangun
kesehatan
mandiri

Pengembang
an Media
Promosi Dan
Informasi
Sadar Hidup
Sehat

Pameran NTB
Expo yang
diikuti

1 kali 1 kali

Laporan hasil
mengikuti
pameran NTB
Expo

1 laporan 1 laporan

Bahan
pameran dan
bahan kimia
yang diadakan

1 paket 1 paket

Printer
promkes yang
diadakan

1 unit 1 unit

Notebook
promkes yang
diadakan

1 unit 1 unit

Monitoring;
Evaluasi Dan
Pelaporan

Petugas
supervisi ke
kab/kota

10 orang 10 orang

Kab/kota yang
dibina dan
disupervisi

10
kab/kota

10 kab/kota

Laporan hasil
pembinaan ke
Kab/Kota

10 laporan 10 laporan

Pengemb.
Upaya
Kesehatan
Bersumber
Masyarakat
(Seperti
Posyandu,
Polindes,
Dan Uks)
Dan
Generasi
Muda

Kader
posyandu
didaerah
terpencil pada
8 kabupaten
yang dibiayai

12.944
orang

12.935
orang

Peningkatan
dan
pengemb.
PHBS

Kab/Kota yang
dilakukan
Pembinaan
dan Evaluasi
Kinerja Desa
PHBS dan
sekolah PHBS

10
kab/kota

10 kab/kota

Hasil
pembinaan
dan evaluasi
kinerja desa
PHBS

10 laporan 10 laporan

Penguatan
Kapasitas
Desa Siaga

Hasil
Pembinaan
dan Fasilitasi
PHBS anak
sekolah

10 laporan 10 laporan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Dai Lapangan
yang direkrut
2014dan
dilatih/
diberikan
pembekalan

25 orang
25 Desa

23 orang
23 Desa

Laporan
pembekalan
dai lapangan

1 laporan 1 laporan

Baju seragam
dai kesehatan
lapangan yang
diadakan

25 orang 23 orang

Dai lapangan
yang sudah
mendapatkan
pembekalan
yang direkrut
2012-2014
dalam rangka
pemberdayaan
masyarakat
bid kesehatan
di desa siaga

125 orang
125 Desa

123 orang
123. Desa

4. Perbaikan Gizi
Masyarakat

Meningkatnya
Kualitas Gizi
Masyarakat

Pemberian
Tambahan
Makanan
Dan Vitamin

Buffer stock
MP-ASI
/Biskuit instan

23.500 kg
Biskuit

23.500 kg
Biskuit

Penanggulan
gan Kurang
Energi
Protein
(KEP);
Anemia Gizi
Besi;
Gangguan
Akibat
Kurang
Yodium
(GAKY);
Kurang
Vitamin A;
dan
Kekurangan
Zat Gizi
Mikro
Lainnya

Buffer Stock
Kapsul Vit.A
Merah, Biru
dan Iodina
test yang
diadakan

1 paket 1 paket

Pemberdaya
an
masyarakat
untuk
pencapaian
keluarga
sadar gizi

Buku
pedoman
KADARZi yang
diadakan

1000 buku 1000 buku

Peserta
Sosialisasi
program GEN
di kabupaten

100 orang
4 Kab

100 orang
4 Kab

Laporan
Sosialisasi
program GEN
di kabupaten

1 laporan 1 laporan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Printer untuk
sekretariat
GEN

2 unit 2 unit

Lemari untuk
sekretriat GEN

2 unit 2 unit

Laptop untuk
sekretariat
GEN

2 unit 2 unit

LCD projector
untuk
sekretariat
GEN

1 unit 1 unit

Ruang laktasi
mobile yang
diadakan

1 unit 1 unit

5. Pengembangan
Lingkungan
Sehat

Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan

Pengkajian
Pengemb.
Lingkungan
Sehat

Anggota Tim
monitoring
kecamatan

117 orang
14Kec,
10
kab/kota

117 orang
14 Kec
10 kab/kab

Laporan
monitoring
kecamatan

1 laporan 1 laporan

Anggota Tim
Pemicuan
desa

1075 orang,
58 desa

1075 orang
58 desa

Laporan hasil
pemicuan
desa

1 laporan 1 laporan

Kendaraan
roda 3 untuk
pengelola
sampah yang
diserahkan
kepada
masyarakat

1 unit 1 unit

Alat penyuluh
penyakit
akibat rokok
yang diadakan

1 paket 1 paket

Sound sistem
untuk
penyuluhan
akibat rokok

1 paket 1 paket

6. Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
Menular

Menurunnya
Jumlah
Penyakit
Menular

Pelayanan
Vaksinasi
Bagi Balita
Dan Anak
Sekolah

Kab/Kota yang
dilakukan
bimtek/
supervisi DQS

10
kab/kota

10 kab/kota

Kab/Kota yang
dilakukan
bimtek/
supervisi
imunisasi
lanjutan pada
balita

10
kab/kota

10 kab/kota

Laporan
pelaksanaan
bimtek
/supervise

1 laporan 1laporan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

DQS dan
bimtek
imunisasi
lanjutan pada
balita
ADS/Alat
suntik yang
diadakan

626 box 626 box

Pencegahan
Penularan
Penyakit
Endemik/
Epidemik

Peserta
sosialisasi
peraturan
daerah
kawasan
tanpa rokok di
Provinsi NTB

50 orang 45 orang

Peserta
sosialisasi
peraturan
daerah
kawasan
tanpa rokok
tingkat
kab/kota

25 orang
10 kab

25 orang
10 kab

Laporan
sosialisasi
peraturan
daerah
kawasan
tanpa rokok
tingkat
provinsi dan
tingkat
kab/kota

2 laporan 2 laporan

Tim pemantau
dan pembina
perda
kawasan
tanpa rokok
dan
konsolidasi
pembentukan
pergub  KTR

50 orang 50 orang

Kab/kota yang
di monev oleh
tim pemantau
dan pembina
perda KTR

10.
kab/kota

10
kaab/kota

Laporan hasil
monev tim
pemantau dan
pembina
perda KTR

1 laporan 1 laporan

Belanja bahan
dan alat untuk
survei

8 jenis 8 jenis

Frekuensi
publikasi
melalui
Lombok Post
Radio
TV

4 kali
4 paket
4 paket

4 kali
4 paket
4 paket
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Bahan
publikasi yang
dicetak
Pamflet
Spanduk
Stiker

2.000 bh
pamflet

100
spanduk
1.000
stiker

2.000 bh
pamflet

100 spanduk
1.000 stiker

Sampel yang
diuji
laboratorium

2.000
sampel

2.000
sampel

LCD projector
yang diadakan

2 set 2 set

Peningkatan
surveilance
Epidemiologi
dan
Penanggulan
gan wabah

Laporan hasil
analisis faktor
resiko
peningkatan
penyakit
menular/surve
ilance
epidemiologi

1 laporan 1 laporan

RS Kab/Kota
yang di
asistensi
SKD/EWARS

2 RS
kab/kota

2 RS
kab/kota

Monitoring
kewaspadaan
corona
virus/Merv.
Cov

1 kali
10

kab/kota
1 laporan

1 kali
10 kab/kota
1 laporan

Peningkatan
Dan
Penanggulan
gan KLB
Bencana

Hasil
penanggulang
an Kejadian
Luar Biasa
(KLB) Bencana

10 laporan 10 laporan

7. Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat

Penyusunan
Standar
Analisis
Belanja
Pelayanan
Kesehatan

Peserta
pertemuan
DHA

40 orang
10

kab/kota

40 orang
10 kab/kota

District Health
Account (DHA)
yang disusun

10
dokumen

10
dokumen

Peserta
pertemuan
PHA

29 orang 29 orang

Provincial
Health
Account (PHA)
yang disusun

1
dokumen

1
dokumen

8. Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
layanan
kesehatan
penduduk
miskin

Penyelengga
raan
Pelayanan
Pasien
Miskin Dan
Gelandangan
Psikotik

Peserta
sosialisasi JKN
tingkat
provinsi

56 orang 56 orang

Dokumen
laporan
sosialisasi JKN
tingkat
provinsi

1 laporan 1 laporan

Buku
Pedoman
Pelaksanaan
yang dicetak

500 buku 500 buku
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

9. Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
lansia

Meningkatnya
efektivitas
pelayanan
kesehatan
lansia

Pelayanan
pemeliharaan
kesehatan

Peserta
pertemuan
dalam rangka
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia

50 orang 50 orang

Laporan hasil
pertemuan

1 laporan 1 laporan

Frekuensi
pembinaan
Kelompok
lansia

12 kali 12 kali

Catpor lansia
yang dicetak

154 pkm 154 pkm

KMS yang
dicetak

5.751 lbr 5.751 lbr

Puskesmas
PKPR yang
diberikan
reward

3 pusk 3 pusk

Monev
puskesmas
PKPR

10
kab/kota

10 kab/kota

Laporan
monev

1 laporan 1 laporan

10. Peningkatan
Keselamatan
Ibu
Melahirkan
Dan Anak

Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Dan
Keselamatan
Ibu Dan Anak

Fasilitasi
Pelayanan
Kesehatan
Ibu Dan
Anak

Bidan Peserta
Pelatihan
PPGDON

60 orang 60 orang

Laporan hasil
pelatihan
PPGDON

1 laporan 1 laporan

Kab/Kota yang
dilakukan
Bimtek
pelayanan KIA

10
kab/kota

10 kab/kota

Pengadaan
PIN

10 buah 10 buah

Film AKINO
yang dibuat

1 paket 1 paket

Kohort ibu
yang dicetak

400 buku 400 buku

Buku agenda
bidan desa

200 buah 200 buah

Buku
pendewasaan
usia nikah
untuk
penghulu

2.000
paket

2.000 paket

Laptop untuk
pengelolaan
data kematian
ibu dan anak

2 unit 2 unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

10. Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan

Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat

Pengemb.
sistem perenc.
dan
penganggaran
pelaksanaan
dan
pengendalian,
pengawasan
dan
penyempurna-
an
administrasi
keuangan,
serta hukum
kesehatan

Peserta
sosialisasi
renstra dan
RPJMD

62 orang 56 orang

Peserta
rakerkesda

65 orang
10

kab/kota

65 orang
10 kab/kota

Pengembang
an sistem
informasi
kesehatan
daerah

Profil
Kesehatan
yang disusun

1
dokumen

1
dokumen

Peserta
pertemuan
evaluasi
Sistem
Informasi
Kesehatan
Daerah
(SIKDA)

30 orang 30 orang

11. Sumber Daya
Kesehatan

Meningkatnya
Kualitas SDM
Kesehatan

Pemenuhan
Kebutuhan
Tenaga
Kesehatan
Terutama
Untuk
Pelayanan
Kesehatan Di
Puskesmas
Dan
Jaringannya
Serta Rumah
Sakit
Kab/Kota
Terutama
Didaerah
Terpencil
Dan Bencana
Termasuk
Desa Siaga

Dokumen
analisis
jabatan dan
analisis beban
kerja

1
dokumen

1 dokumen

Dokter/dokter
gigi PTT yang
ditempatkan

54 orang 56 orang

Dokter/dokter
gigi PTT yang
dipulangkan

15 orang 0 orang

Pembinaan
Tenaga
Kesehatan
Termasuk
Pengembang
an Karir
Tenaga
Kesehatan

Nakes,
Dokter/dokter
gigi,
nutrisionis,
bidan perawat
dan kesmas
teladan yang
mendapat
reward

12 orang 12 orang

Peserta
pertemuan
Tim KF-PTK

30 orang 30 orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

(Koordinasi
dan Fasilitasi -
Penyebaran
Tenaga
Kesehatan)
Provinsi

Trophy yang
diadakan

12 buah 12 buah

Peserta rapat
koordinasi
KIDI provinsi

20 orang 20 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2014 Urusan Kesehatan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.15
Capaian Indikator Kinerja Dalam RPJMD Tahun 2014

N0 INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

1 Usia Harapan Hidup/UHH Tahun 62,73* 64,50 Na
2 Prevalensi Kurang Gizi

(WHO) % 18,27 17,00 20,60

3 Cakupan Jamban Keluarga % 72,35 73 74,02
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014.

Data Usia Harapan Hidup tahun 2014 belum ada, menunggu release BPS,
namun bila dilihat data tahun 2012 sebesar 62,41 tahun dan tahun 2013 sebesar
62,73 tahun. Usia Harapan Hidup NTB tahun 2013 mengalami peningkatan
sebesar 0,32 tahun. Secara nasional peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 hanya
sebesar 0,2 tahun. Peningkatan Usia Harapan Hidup NTB lebih tinggi dibanding
dengan Provinsi ranking terdekat, yaitu Provinsi Banten sebesar 0,3 tahun dan
rata-rata Nasional. Dengan melihat kasus kematian ibu dan bayi tahun 2014
menurun dibanding tahun 2013, maka diperkirakan Angka Usia Harapan Hidup
NTB akan meningkat di tahun 2014.

Prevalensi Kurang Gizi tahun 2014 terjadi peningkatan dari 18,27 persen
menjadi 20,60 persen. Penyebab kenaikan prevalensi kurang gizi antara lain
adanya peningkatan angka kesakitan pada balita, belum optimalnya pola asuhan
gizi, banyaknya anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua karena orang tua
memasuki dunia kerja. Upaya yang telah dilakukan antara lain: Pemberian Makan
Bayi Dan Anak (PMBA) yaitu memberikan ketrampilan kepada keluarga tentang
pengolahan makanan dan terampil dalam perilaku hidup bersih dan sehat,
peningkatan kualitas lingkungan melalui program terpadu gizi dan sanitasi dalam
bentuk pelatihan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat serta pemberian
makanan tambahan berupa MP-ASI dan biskuit.
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Cakupan Jamban Keluarga pada tahun 2014 mencapai 74,02 persen
(72,32% jamban sehat, 1,70% jamban kurang sehat/tidak memenuhi syarat) lebih
tinggi dibanding pada tahun 2013 (69,27% jamban sehat dan 3,08% jamban
kurang sehat). Meningkatnya cakupan jamban disebabkan adanya kegiatan
pemicuan setiap tahun dan pada 2014 pemicuan dilaksanakan di 58 Desa 14
Kecamatan di 10 Kab/Kota. Sedangkan untuk program BASNO, jumlah desa yang
telah bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2014 berjumlah 297
desa/kelurahan, meningkat jika dibanding tahun 2013 yang berjumlah 238
desa/kelurahan Kemudian kecamatan yang telah mencapai BASNO meningkat
menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Wawo dan Wera di Kabupaten Bima;
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Kecamatan Batulayar Kab. Lombok Barat
dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

Indikator lain sebagai pendukung capaian indikator RPJMD juga dapat
dilihat pada jumlah kematian ibu. Jumlah kematian ibu mengalami penurunan,
pada tahun 2013 sebanyak 117 kasus, sedangkan tahun 2014 turun menjadi 111
kasus dengan proporsi sebesar 107 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian
ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2013 dan 2014,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.16
Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup

Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan 2014

NO KABUPATEN/ KOTA
2013 2014

KASUS
KEMATIAN IBU

JUMLAH
KELAHIRAN

HIDUP

KASUS
KEMATIAN

IBU

JUMLAH
KELAHIRAN

HIDUP
1 Mataram 14 8.773 9 8.381

2 Lombok Barat 10 13.329 7 14.247

3 Lombok Utara 2 4.539 6 4.652

4 Lombok Tengah 20 19.364 18 19.277

5 Lombok Timur 35 25.547 37 25.921

6 Sumbawa Barat 5 3.005 4 2.995

7 Sumbawa 15 9.823 15 9.925

8 Dompu 2 5.315 2 5.496

9 Bima 11 10.574 8 9.765

10 Kota Bima 3 3.130 5 3.296

NTB 117 103.396 111 103.955

Proporsi
(per 100.000 KH) 114 107

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Jumlah kematian bayi mengalami penurunan, pada tahun 2013 sebanyak
1.299 kasus, menurun di tahun 2014 turun menjadi 1.069 kasus dengan proporsi
10,3 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi dibandingkan dengan
jumlah kelahiran hidup pada tahun 2013 dan 2014, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.17
Kematian  Bayi Tahun 2013-2014

A.

NO. KABUPATEN/ KOTA

2013 2014
Kasus

Kematian Bayi
Jumlah

Kelahiran Hidup
Kasus

Kematian
Bayi

Jumlah
Kelahiran

Hidup
1 Mataram 44 8.773 39 8.381
2 Lombok Barat 90 13.329 60 14.247
3 Lombok Utara 52 4.539 40 4.652
4 Lombok Tengah 255 19.364 199 19.277
5 Lombok Timur 593 25.547 482 25.921
6 Sumbawa Barat 27 3.005 21 2.995
7 Sumbawa 83 9.823 73 9.925
8 Dompu 29 5.315 33 5.496
9 Bima 97 10.574 100 9.765
10 Kota Bima 29 3.130 22 3.296

NTB 1.299 103.396 1.069 103.955
Proporsi (per 1.000 KH) 12,6 10,3

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penurunan kematian ibu
dan bayi antara lain Kelas Ibu Hamil. Jumlah kelas Ibu Hamil di tahun 2013
sebanyak 72 meningkat menjadi 116 di tahun 2014, selain itu jumlah Bidan di
Desa juga mengalami peningkatan, tahun 2013 sebanyak 1.746 Bidan Desa
meningkat menjadi 1.859 di tahun 2014. Bidan tersebut telah ditingkatkan
kapasistasnya melalui pelatihan teknis antara lain Pelatihan Penanganan Gawat
Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON), Penanganan Asfiksia dan Bayi Berat
Lahir Rendah (BBLR). Setiap kasus kematian baik ibu maupun bayi selalu dilakukan
Audit Maternal dan Perinatal (AMP) untuk mengetahui penyebab kematian
sehingga dapat dilakukan feed back untuk perbaikan pelayanan. Untuk
meningkatkan motivasi Bidan di desa, setiap tahun diberikan reward bagi Bidan
yang mencapai AKINO berupa Pin Emas dan Piagam Penghargaan. Desa yang
telah mencapai AKINO pada tahun 2013 mencapai 89,9 persen atau 1.020 desa
dari 1.135 desa yang ada sedangkan tahun 2014 mencapai 91,21 persen atau
1.038 desa dari 1.1138 desa yang ada.

Kegiatan lain yang mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi
adalah program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan adalah desa siaga.
Jumlah desa siaga pada tahun 2013 sebanyak 993 desa, tahun 2013 meningkat
menjadi 1.085 desa/kelurahan dari total 1.138 desa/kelurahan yang ada. Demikian
pula dengan jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), yang beroperasi pada tahun
2013 sebanyak 755 buah dan pada tahun 2014 sebanyak 825. Jumlah pos
pelayanan terpadu (Posyandu) sebanyak 6.743 pos pada tahun 2013, meningkat
menjadi 6.922 pos di tahun 2014. Untuk meingkatkan motivasi kader posyandu,
pada tahun 2014 diberikan insentif kepada kader posyandu di daerah terpencil
sebanyak 12.944 orang kader, yakni di 8 kabupaten selain Kota Mataram dan Kota
Bima. Insentif diberikan berupa dana sebesar Rp.386.000,00 per orang selama
satu tahun.

Adapun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NTB pada
tahun 2014 mempunyai kuota peserta sejumlah 41.376 jiwa dari keluarga miskin
yang tidak terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Permeritah
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Pusat dengan dana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar
Rp.9.545.443.200. Dari jumlah kuota tersebut diatas telah dibayarkan iuran
kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan sejumlah 33.689 jiwa dengan total iuran
sebesar Rp.7.772.052.300,00.

Selain itu JKN NTB juga memiliki program untuk mendukung penurunan
Angka Kematian Ibu yakni dengan menjamin pembiayaan bagi seluruh Ibu Hamil
dan bayi resiko tinggi yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan kuota 90.632
jiwa. Dana yang disiapkan berasal dari sharing antara Provinsi dan kabupaten/kota
sebesar Rp.20.908.802.400,00. Dari kuota ibu hamil tersebut, telah dibayarkan
iuran kepesertaanya kepada BPJS Kesehatan sejumlah 48.201 jiwa dengan total
iuran sebesar Rp.5.087.838.575,00.

Adapun realisasi dana sharing JKN NTB untuk Ibu hamil dan bayi resiko
tinggi  di Provinsi NTB tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.18
Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2014

NO. KABUPATEN /
KOTA DANA SHARING

DANA SHARING YG
SUDAH DITRANSFER

KE BKSPJK
%

1 PROVINSI 19.999.844.400 19.999.844.400 100

2 KOTA MATARAM 959.596.650 959.596.650
100

3 LOMBOK BARAT 1.249.586.550 1.249.586.550
100

4 LOMBOK TENGAH 2.017.932.900 2.017.932.900
100

5 LOMBOK TIMUR 2.254.746.450 2.254.746.450
100

6 LOMBOK UTARA 439.483.500 439.476.000 99

7 SUMBAWA BARAT 355.162.650 355.162.650
100

8 SUMBAWA 1.220.172.300 1.220.172.300
100

9 DOMPU 518,267.550 518.200.000
100

10 BIMA 1.066.756.800 533.378.400 50

11 KOTA BIMA 372.695.850 372.600.000 99

JUMLAH 30.454.245.600 29.920.699.650 98

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Program Pengendalian Malaria telah berhasil mendapatkan sertifikasi
eliminasi Malaria untuk 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Mataram, Kabupaten
Lombok Tengah dan Kota Bima. Sertifikasi eliminasi Malaria diperoleh setelah
berhasil menekan Annnual Paracite Incidence (API) dibawah 1 per mil dan tidak
ada kasus indigeneous selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan selain itu selama
tahun 2014, tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit.

2.1.1. UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada UPTD Balai Kesehatan
Mata Masyarakat melalui 4 program pokok dan 9 kegiatan, sebagaimana
tabel berikut.
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Tabel 4.19
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat

Pengadaan
peralatan
dan
perbekalan
kesehatan
termasuk
obat generik
esensial

Obat dan
BHP mata
dan THT l
yang
diadakan

62 item 62 item

Bahan kimia
dan bahan
habis pakai
untuk
operasi
dalam
gedung yang
diadakan

51 item 51 item

Penyediaan
biaya ope -
rasional dan
pemeliharaan

Dokter
Spesialis
Mata dan
THT yang
dibiayai

1  orang 1  orang

Residen
dokter
spesialis
mata yang
biayai

1   orang 1   orang

Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan

Hasil monev
pelayanan,
pemeriksaan
kesehatan
Mata dan
THT ke
kab/kota se
NTB

1 laporan
10 kab/kota

1 1aporan
10 kab/kota

2. Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
untuk Penduduk
Miskin

Pelayanan
Operasi
Katarak

Bahan kimia
dan bahan
habis pakai
untuk
pelaksanaan
operasi
katarak yang
diadakan

64 Jenis
150 orang

64 Jenis
150 orang

Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan

Hasil
evaluasi
pasien yang
dioperasi

1 laporan 1 laporan

3. Pengadaan;
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Rumah

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan

Pengadaan
Alat-Alat
Kesehatan
Rumah Sakit

Almari pasien
yang
diadakan

15 unit 15 unit

Pengadaan Bahan obat- 89 Jenis 89  Jenis
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah
Sakit Mata

Bahan-Bahan
Logistik
Rumah Sakit

obatan dan
bahan habis
pakai Mata
dan THT
untuk
pelaksanaan
operasi yang
diadakan

310 orang 310 orang

4. Pemeliharaan
Sarana Dan
Prasarana
Rumah
Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/ Rumah
Sakit Mata

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Ruang
Operasi

Ruangan
operasi yang
dikultur
(disterilisasi)

1 ruangan
5 kali

1 ruangan
5 kali

Ruang
tunggu yang
diperbaiki

1 unit 1 unit

Ruang rekam
medic yang
dibangun

1 unit 1 unit

Plang nama
yg dibuat

1 buah 1 buah

alat-alat
kedokteran
mata dan
THT yang
dipelihara

12 kali 12 kali

Sumber :  Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Pada tahun 2014, Balai Kesehatan Mata Masyarakat telah melayani pasien
sebanyak 22.605 orang dari 15.000 yang ditargetkan. Bila dibandingkan
dengan pelayanan tahun 2013 sebanyak 23.085 orang, terjadi penurunan
sebesar 2,07 persen. Khusus operasi katarak yang dilaksanakan baik di
dalam dan di luar gedung sebanyak 1.052 orang dibanding tahun 2013
sebanyak 861 orang. Secara lengkap capaian indikator kinerja,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.20
Capaian kinerja indikator program BKMM Tahun 2013-2014

Sumber : Balai Kesehatan mata Masyarakat Provinsi NTB, 2014

NO. INDIKATOR
PROGRAM SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI

1.
Sterilisasi kultur
peralatan medis dan
ruangan

Kali 6 4 4

2.
Cakupan skreening
penyakit mata

Orang 1.554 2.000 1.650

3.
Cakupan operasi katarak Orang 861 1.000 1.052

4.
Cakupan kunjungan Orang 23.085 20.000 22.605

5.
Cakupan Operasi
pterygium dan operasi
lainya

Orang 337 500 357
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Pada tahun 2014, BKMM melakukan kerja sama dalam pelayanan dengan
berbagai pihak antara lain dengan melaksanakan screening penderita
katarak dibeberapa puskesmas, antara lain: Puskesmas pemenang, Lombok
Utara; Puskesmas Labuapi-Lombok Barat; Puskesmas Praya-Lombok
Tengah; Puskesmas Aikmel-Lombok Timur; RSUD Sumbawa dan
Puskesmas Seketeng-Sumbawa Besar. Jumlah pasien yang di screening
sebanyak 598 orang.

Disamping itu BKMM melaksanakan Operasi Katarak dalam kegiatan Bakti
Sosial Bersama dengan BKMM Cikampek yang dilakukan di Kabupaten
Lombok Utara sebanyak 130 Orang dan Fred Holow Foundation (FHF)
Jakarta dilaksanakan di Lombok Timur sebanyak 60 Orang.

2.1.2. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Pulau Lombok melalui 3 program pokok dan 4 kegiatan,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.21
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Pada Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
pada
Masyarakat

Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Item bahan obat-
obatan /
reagensia dan alat
laboraturium
habis pakai untuk
pemeriksaan hasil
laboratorium yang
diadakan

260 item 260 item

2. Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
Dasar
Masyarakat

Pengadaan
Peralatan Dan
Perbekalan
Kesehatan
Termasuk
Obat Generik
Esensial

Mercury Analyzer
yang diadakan

1 unit 1 unit

Bio Air yang
diadakan

1 unit 1 unit

Urine Analyzer
yang diadakan

1 unit 1 unit

Vacum pump dan
saringan  yang
diadakan

1 unit 1 unit

Autoclave yang
diadakan

1 unit 1 unit

Inspirator yang
diadakan

1 unit 1 unit

Roller Mixer
Socking System
yang diadakan

1 unit 1 unit

Timer Digital yang
diadakan

2 unit 2 unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

3. Standarisasi
pelayanan
kesehatan

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat

Penyusunan
Standar
Pelayanan
Kesehatan

Peserta
pertemuan
penyusunan
standar pelayanan
kesehatan

50 orang 50 orang

Peserta
Pertemuan dalam
rangka komite
akreditasi
laboratorium
kesehatan

20 orang 20 orang

Evaluasi dan
pengembangan
standar
pelayanan
kesehatan

Sertifikasi dalam
rangka Re-
Akreditasi ISO
17025;2005

1 sertifikat
ISO

1 sertifikat
ISO

Uji profesiensi & uji
banding sampel
pemeriksaan
laboratorium

14 kali 14 kali

Publikasi dan
promosi BKLM
Pulau Lombok

3 kali 3 kali

Hasil bimbingan
teknis ke
kabupaten/kota se
NTB

5 laporan 5 laporan

Pengambilan
sampel ke
kabupaten/kota se
NTB

20 sampel 20 sampel

Sumber :  Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Pada tahun 2014 UPTD Balabkesmas Pulau Lombok telah memberikan
pelayanan pemeriksaan kesehatan pada 6 bidang pemeriksaan, yaitu
pemeriksaan Hematologi 3.560 sampel, Kimia Klinik 15.361 sampel,
Mikrobiologi 5.980 sampel dan Imunoserologi 3.617 sampel toksikologi
2.174 sampel, kimia kesehatan 12.722 sampel. Pemeriksaan yang
dilaksanakan karena adanya kerjasama Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Pulau Lombok dengan instansi pemerintah maupun swasta
bidang kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, sementara bidang Kimia
Kesehatan karena adanya peningkatan permintaan pemeriksaan sampel air
dan udara. Jumlah pelayanan laboratorium berdasarkan jumlah parameter
yang diperiksa masing-masing bidang pemeriksaan, sebagaimana tabel
berikut.
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Tabel 4.22
Jumlah Pelayanan Laboratorium berdasarkan Jumlah Parameter Yang Diperiksa

Masing-masing Bidang Pemeriksaan
pada Balabkesmas Pulau Lombok Tahun 2013-2014

B.

NO. BIDANG PEMERIKSAAN 2013 2014

TARGET REALISASI
1. Hematologi 18.266 19.178 3.560
2. Kimia Klinik 44.044 46.246 15.361
3. Mikrobiologi 8.487 11.959 5.980
4. Imunoserologi 1.201 1.260 3.617
5. Toksikologi 3.066 3.128 2.174
6. Kimia Kesehatan 9.511 9.992 12.722

7. Pemeriksaan Laboratorium
Pengabdian Masyarakat 379 397 575

8. Pemeriksaan Mobil Keliling 70 - -
JUMLAH 85.024 91.026 43.328

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Jumlah kunjungan pasien ke BLKM tahun 2014 sebanyak 4.680 orang lebih
rendah dibanding pada 2013 sebanyak 8.413 orang. Rendahnya jumlah
kunjungan disebabkan pada tahun 2013 pemeriksaan kimia klinis pasien
Askes dapat langsung diperiksa di BLKM sementara tahun 2014 dengan
mekasnisme baru  harus melalui rujukan dari Puskesmas dan klaimnya di
dilakukan oleh Puskesmas.

Capaian indikator kinerja program pada Balabkesmas Pulau Lombok Tahun
2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.23
Capaian Kinerja Indikator Program Balabkesmas

Pulau Lombok Tahun 2013-2014

NO. INDIKATOR PROGRAM 2013
2014

TARGET REALISASI

1.
Kunjungan pasien

8.413 8.834 4.680

2.
Parameter pelayanan laboratorium

85.641 92.899 44.890

3.
Pelayanan medis terbatas

565 594 733

4.
Pelayanan radiologi

52 55 168

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Pada tahun 2014, BLKM Provinsi NTB juga melaksanakan pendidikan dan
pelatihan secara internal dan eksternal yang meliputi proses fasilitasi
institusi pendidikan dalam mendidik siswa atau mahasiswa maupun tenaga
laboratorium pemerintah ataupun swasta dalam bentuk:
- Praktik kerja lapangan (PKL) kerjasama dengan Poltekes, Unizar, Stikes

Yarsi, UNW, AMM, SMK Yarsi, STTL Mataram, Unra, Unmuh dan Medica
Farma Husada.
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- On job training (OJT). Bimbingan pada semua tenaga laboratorium
puskesmas se Kabupaten Lombok Barat, jumlah peserta  20 orang
sekama 3 hari dan pada UPTD Laboratorium  Kabupaten Lombok Barat
dan Lombok Timur serta 16 (enam belas) puskesmas se Pulau Lombok.

Sementara untuk Pendidikan dan Pelatihan Eksternal BLKM P.Lombok telah
melaksanakan peningkatan mutu tenaga Teknik dan Administrasi sebanyak
15 orang melalui magang di Balai Laboratorium Kesehatan diluar provinsi
maupun di Provinsi NTB seperti di BBLK Surabaya pelatihan Safety Working
Practice and TB Culture Training dan DST Kutur TB, BPFK Surabaya -
pelatihan Uji Profisiensi, BBLK Jawa Barat - pelatihan Pengemasan Kultur
TB MDR, Tanggerang- pelatihan K3, BBLK Jawa Barat- magang Tenaga
Teknis Lab Serologi.

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan, BLKM juga melakukan survey
Survey Kepuasan Pelanggan, diperoleh hasil survey indeks kepuasan
masyarakat sebesar 71,54 masuk dalam kategori ” baik ” sehingga masih
diperlukan peningkatan pelayanan untuk lebih meningkatkan kepuasan
pelanggan, seperti tindak lanjut masukan pelanggan yang bersifat
membangun.

2.1.3. UPTD Balai Laborartorium Kesehatan Masyarakat (Balabkesmas)
Pulau Sumbawa

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada UPTD Balai Laborartorium
Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa melalui 1 program pokok dan 1
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.24
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Pada Balai Laborartorium Kesehatan

Masyarakat Pulau Sumbawa Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Obat dan

Perbekalan
Kesehatan

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan yang
Merata, Murah
dan Bermutu

Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Jenis bahan
obat-obatan
media reagensia
dan bahan
laboraturium
habis pakai
yang diadakan

99 jenis 99jenis

Sumber:  Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

UPTD Balabkesmas Pulau Sumbawa pada tahun 2014 telah memberikan
pelayanan pemeriksaan kesehatan pada 4 bidang pemeriksaan yaitu
pemeriksaan Hematologi 331 orang, Kimia Klinik 1.025 sampel, Mikrobiologi
119 sampel dan Imunoserologi 171 sampel. Jumlah kunjungan selama
tahun 2014 adalah sebanyak 1.646 orang, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.25
Jumlah Pelayanan Laboratorium berdasarkan Jumlah Parameter Yang

Diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan
pada Balabkesmas Pulau Sumbawa Tahun 2013-2014

NO. BIDANG PEMERIKSAAN

JUMLAH PARAMATER YANG DIPERIKSA

2013 2014

1. Hematologi 1.308 20.071

2. Kimia Klinik 2.567 4.891

3. Mikrobiologi 43 119

4. Imunoserologi 79 182

Total
3.997 7.263

Sumber : Balabkesmas Pulau Sumbawa, 2014

Dari tabel di 4.25, parameter pemeriksaan Hematolog meningkat 1500
persen dibanding tahun 2013, karena adanya pemintaan perorangan dan
kegiatan bakti sosial yang diadakan pada Hari-hari besar tertentu seperti:
Hari Uang Tahun Kabupaten Sumbawa, Hari Kesehatan Nasional, Hari
AIDS.
Jumlah kunjungan pasien pada tahun 2014 sebanyak 1.646 orang
meningkat sebesar 1.016 orang dibanding tahun 2013 sebesar 630 orang,
jumlah parameter yang diperiksa juga meningkat dari 3.397 parameter
menjadi 7.263 parameter di tahun 2014. Sejak bulan September 2014,
Balabkesmas Pulau Sumbawa melaksanakan pelayanan Pap Smear
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima yang difasiitasi BPJS
Kesehatan Unit Cabang Sumbawa. Jumlah pasien Pap Smear sebanyak 389
orang.
Untuk pelayanan Bakhti Sosial dilaksanakan terbatas pada pemerksaan
Gula Darah Sewaktu (GDS) dan pemeriksaan golongan darah. Kegiatan
Bakhti Sosial lebih bersifat insidentil terkait denga adanya kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumbawa, BKBPP, Dikpora dan lainnya seperti pada Hari Aids, Hari Pangan
Sedunia, Hari Ibu.

2.1.4.  Akademi Perawat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada Akademi Perawat Kesehatan
Provinsi NTB melalui 1 program pokok dan 1 kegiatan Utama, sebagaimana
tabel berikut.
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Tabel 4.26
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Pada Akademi Perawat Kesehatan Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Pendidikan
Tenaga
Kesehatan

Meningkatnya
pelaksanaan
program
pendidikan
tenaga
kesehatan

Pelaksanaan
Proses
Belajar
Mengajar
(BLUD)

Siswa yang
belajar:
Tk. I
Tk. II
TK. III

134 org
151 org
115 org

131 orang
151 orang
113 orang

Proses belajar
mengajar
Pendidikan
Tenaga Kesehatan
yang dilaksanakan

12 buan 12 bulan

Sumber :  Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2014

Pada tahun ajaran 2014/2015, Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB
setingkat Diploma III merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan
yang memiliki siswa sebanyak 404 orang (regular dan non regular)
semester Gasal pada Tingkat I sebanyak 122 orang, Tingkat II sebanyak
131 orang dan Tingkat III sebanyak 151 orang.

Jumlah mahasiswa non regular berjumlah 35 orang berasal dari Dinas
Kesehatan Lombok Timur 25 orang, Dinas Kesehatan Lombok Tengah 6
orang dan Rumah Sakit Risa Lombok Timur 1 orang. Perkembangan jumlah
siswa regular dan non regular sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.27
Jumlah siswa Reguler dan Non Regular Akademi Perawat Provinsi NTB

Tahun Ajaran 2013/2014 – 2014/2015

NO. TAHUN
AKADEMIK SEMESTER TINGKAT JENIS KELAMIN JUMLAHLAKI PEREMPUAN

1 2013/2014 Gasal I 50 85 135

II 58 92 150

III 60 58 118

2 2013/2014 Genap I 50 85 135

II 58 92 150

III 60 58 118

3 2014/2015 Gasal I 40 82 122

II 48 83 131

III 57 94 151

Jumlah siswa tahun akademik 2014/2015 145 259 404

Sumber : Akademi Perawat Provinsi NTB, 2014
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Tabel 4.28
Tingkat Kelulusan Mahasiswa AKPER Provinsi NTB

Tahun 2012 – 2014

NO. TAHUN
TINGKAT KELULUSAN

KETERANGAN
TARGET JUMLAH %

1. 2012 149 143 96 6 orang tidak memenuhi SKS

2. 2013 150 148 99 2 orang tidak memenuhi syarat ujian akhir
karena SKS tidak mencukupi

3. 2014 113 113 100 -
Sumber : Akademi Perawat Provinsi NTB, 2014

Dalam rangka penjaringan mahasiswa baru, Akademi Perawat Provinsi NTB
melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Lombok Timur, Dinas
Kesehatan Lombok Tengah dan Dinas Kesehatan Lombok Barat. Selain itu
Akper Provinsi NTB juga melakukan kerjasama dalam rangka praktik
mahasiswa dengan:
1. Rumah Sakit dr R Soedjono Selong
2. Rumah Sakit Umum Patut Patuh Pacu Lombok Barat
3. Rumah Sakit Umum Daerah Praya
4. Dinas Kesehatan Lombok Timur (praktik di Puskesmas)
5. Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang
6. Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
7. STKIP Hamzawardi Selong ( Praktik Lab Biologi dan Fisika).

Akademi Perawat Provinsi NTB tahun 2014 melaksanakan kegiatan
pengabdian masyarakat melalui praktik kerja lapangan di Desa Leming
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan kegiatan donor darah di
PMI Selong.

2.1.5.  UPTD Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan (BPTK) Mataram

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada UPTD Balai Pengembangan
Tenaga Kesehatan Mataram melalui 1 program pokok dan 1 kegiatan,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.29
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Pada Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur

Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
kesehatan

Pendidikan
dan
pelatihan
formal

Peserta
pertemuan
Tim
pengendali
mutu
instirusi
Diklat
BPTK
Mataram

45 orang,
4 kali

45 orang,
4 kali
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Peserta
dan panitia
Pertemuan
Nasional
Asosiasi
Bapelkes
Indonesia
(ABI) 2014

60  orang 60 orang

Sumber: Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Provinsi NTB, 2014

Penyelenggaran pelatihan dan pertemuan yang dilaksanakan di Balai
Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram selama tiga tahun terakhir,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.30
Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan

di Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Tahun 2013-2014
C.

NO. KEGIATAN

PELAKSANA

PEMERINTAH NON PEMERINTAH

2013 2014 2013 2014

1. Pelatihan 57 40 45 11

2. Pertemuan (Non Pelatihan) 68 53 38 45

JUMLAH 125 91 83 56

Sumber : Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Provinsi NTB, 2014

Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPTK  bekerjasama dengan Badan Pusat
Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPSDMK), Dinas Kesehatan Provinsi NTB,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTB dengan menyiapkan Fasilitator,
Narasumber dan Master of Trainer, sedangkan SKPD/lembaga donor/LSM
yang menggunakan tempat /ruang pertemuan BPTK antara lain BKP,
Pertanian dan swasta. Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Non Pelatihan di BPTK
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.31
Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Non Pelatihan di BPTK Tahun 2014

NO KEGIATAN

KERJASAMA

JUMLAH
BPTK

DIKES

PROV

NTB

DIKES

KAB/KOTA

NON

DIKES
SWASTA

1. Pelatihan 4 21 15 11 0 51

2. Non Pelatihan 1 8 44 30 15 98

Jumlah 5 29 59 41 15 149

Sumber: Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Provinsi NTB, 2014
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Sementara BPTK Mataram bekerja sama dengan pihak eksternal dalam
menyiapkan fasilitator/Nara Sumber yang pelaksanaanya dilakukan di luar
BPTK seperti: Pelatihan BCLS dan BTLS yang dilaksanakan oleh Persatuan
Perawat Nasional Indonesia Provinsi NTB (PPNI); Pelatihan Tutor Layanan
Jarak Jauh (LJJ) di Jakarta oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) Jakarta.

2.1.6. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) di Sumbawa

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada UPTD RSUD Provinsi di
Sumbawa adalah sebanyak 3 program pokok dan 7 kegiatan , sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.32
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Pada RSUD Provinsi

Di Sumbawa, Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Obat dan
perbekalan
kesehatan

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
Kepada
Masyarakat

Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Item obat-
obatan generik
dan non generik
yang diadakan

276 item 276 item

Item alat
kesehatan habis
pakai yang
diadakan

203 item 203 item

Item
film/rongen
yang diadakan

6 item 6 item

Item reagen/
alat
laboratorium
yang diadakan

76 item 76 item

2 Pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana
rumah
sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
paru/ Rimah
Sakit Mata

Meningkatnya
kualitas
layanan
kesehatan

Pengadaan
alat-alat
kesehatan
Rumah Sakit

Alat-alat
kedokteran
yang diadakan

1.911 item 1.911 item

Pengadaan
Mebelair
Rumah Sakit

Tempat tidur
pediatric, bed
side cabinet,
infusion stand
yang diadakan

16 unit 16 unit

Pengadaan
perlengkapan
rumah tangga
Rumah Sakit

Perlengkapan
rumah tangga
Rumah Sakit
yang diadakan

39 item 39 item

Pengadaan
bahan-bahan
logistik
Rumah Sakit

Bahan makanan
dan minuman
pasien yang
diadakan

12 bulan 12 bulan

Pengembang
an tipe
Rumah Sakit

Kegiatan
akreditasi RS

1 laporan 1 laporan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

3. Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Rumah Sakit/
Rumah Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
paru/ Rimah
Sakit Mata

Meningkatnya
kualitas
layanan
kesehatan

Pemeliharaan
rutin / berkala
Rumah Sakit

Frekuensi
Pemeliharaan
alat kesehatan
dan operasional
IPAL

12 kali 12 kali

Pemeriharaan
mobil ambulan
dan mobil
jenazah

12 kali 12 kali

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB di Sumbawa, 2014

Sepanjang tahun 2014 telah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik
masyarakat umum, intern (pegawai RSUD), maupun masyarakat miskin yang
dibiayai dari pusat dan daerah. Adapun cakupan layanan baik rawat jalan dan
UGD berdasarkan cara bayar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.33
Cakupan Rawat Jalan dan UGD Berdasarkan Cara Bayar

Tahun 2013-2014

NO. CARA
PEMBAYARAN

2013 2014

Rawat
Jalan

Unit Gawat
Darurat

Jumlah Rawat
Jalan

Unit Gawat
Darurat

Jumlah

1. Umum 3.998 1.602 5.600 1.758 1.109 2.867

2. ASKES - - - - - -

3. JAMKESMAS 291 93 384 1.115 1.198 2.313

4. Lainnya 206 28 234 259 228 487

Jumlah 4.495 1.723 6.473 3.132 2.535 5.667

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB di Sumbawa, 2014

Dalam pelaksanaan pelayanan, RS juga melakukan kerjasama dengan
lembaga pemerintah dan swasata dalam pelayanan kesehatan dan telah
berlangsung, sebagaimana tabel berkut.
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Tabel 4.34
Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan oleh RSUD Provinsi di Sumbawa

Berdasarkan Kerjasama Tahun 2014

NO NAMA
INSTANSI JENIS KERJASAMA JENIS PELAYANAN

JUMLAH
PASIEN
YANG

DILAYANI
(ORANG)

1. Amanwana
Resorts

Pelayanan Kesehatan untuk
Karyawan Amanwana
Resorts dan Keluarga

Rawat Inap di kelas 1
(satu) dan VIP/VVIP

16

2. PT. Bank Rakyat
Indonesia (BRI)
Cabang
Sumbawa

Pelayanan Medis bagi
Pegawai  PT. Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang
Sumbawa

Rawat Inap dan rawat
Jalan

2

3. Detasemen
Kesehatan
Wilayah
(Denkesyah)
Mataram

Pelayanan Radiologi, EKG
dan Laboratorium bagi
prajurit TNI AD dan PNS
Kodim 1607/Sumbawa dan
Kompi B Yonif 742/SWY

Pelayanan khsusu
penunjang medis

118

4. PT. Lippo
Insurance

Pelayanan Kesehatan bagi
Peserta Asuransi dari PT.
Lippo Insurance

Rawat inap dan rawat
jalan

0

5. Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Tingkat
Lanjutan bagi Peserta BPJS
Kesehatan

Rawat inap dan rawat
jalan

2.177

6. Departemen
Kesehatan
Republik
Indonesia

Pemenuhan kebutuhan SDM
Dokter Spesialis/Residen

Dokter Spesialis/Residen 3 dokter residen

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB di Sumbawa, 2014

2.2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Provinsi (RSUP)

Urusan Kesehatan yang diselenggarakan pada Rumah Sakit Umum Provinsi
(RSUP) melalui 5 program pokok dan 6 kegiatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.35
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Pada RSUP Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

Meningkatnya
kapasitas SDM
RS

Pendidikan
dan Pelatihan
Formal

Dokter,
tenaga medis
dan non
medis yang
mengikuti:
- pendidikan
- pelatihan

formal

6 orang 5 orang
(2 org ke sub
spesialis, 3

org ke
spesialis)

166 org
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

2. Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
yang bermutu
kepada
masyarakat

Peningkatan
Pelayanan
dan
Penanggula-
ngan
masalah
Kesehatan

Pengadaan
alat dan
gedung

1 unit alat
bronchoscopy

19 unit alat
ICU TB

2 gedung
MDR-TB
(positif dan
positif
tahap II
dan
negatif)

1 unit alat
bronchoscopy

19 unit alat
ICU TB

2 gedung
MDR-TB
(positif dan
positif tahap
II dan
negatif)

Pasien tidak
mampu 740
orang

3. Pengadaan,
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Rumah Sakit

Meningkatnya
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Rumah Sakit

Pembangunan
Rumah Sakit

Gedung yang
dibangun:

Gedung I
(IBS, ICU,
PICU dan

CSD)

Gedung J
(IRNA
utama)

GedungK
(IRNA I dan

IRJ
tambahan)

MI (Rumah
genset)

M2 ( gas
medic)

N (Instalasi
Gizi)

T (Mortuary
Forensik)

Y1 (Koneksi
Biridge)

Jalan
Boulevard

Jembatan

Gapura

Drainase
Jalan

Gedung I
putus kontrak
(8.284 m²)

Gedung J
(5.392m²)

Gedung K
Putus kontrak
( 5.184 m²)

72 m2

Gedung M2
(210 m²)

Gedung N
(1.850 m²)

Gedung T
(565m²)

Gedung Y1
(2.741)

1924,6 m

Luas aspal:
177,08 m2
Beton struktur:
113,87m3

Pos jaga 9 m2
Beton
struktur
pondasi:
25,15 m3

516,6 m
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Jalan
Lingkungan

Penyiapan
badan jalan:
2.632 m2

Pengadaan
Alat-Alat
Kesehatan
Rumah Sakit

Infusion
Pump ,
Syiringe
Pump, Jacsen
Rees Anak,
Jacsen Rees
Dewasa,
Jacsen Rees
Bayi,
Nabulizer
Neonatus,
Infant
Warmer,
Photo
Therapi, Fetal
Monitor
(CTG), Fetal
Dopler ,
Ventilator
Transport ,
Suction
Mobile ,
Defibrilator,
Emergency
Kit.

26 unit 22 unit
(efisiensi dari
nilai kontrak
sebesar Rp.
25.236.650,-)

4. Pemelihara-
an Sapras
RS

Terpeliharanya
Sapras RS

Pemeliharaan
rutin berkala
RS

Gedung yang
dipelihara

1 Tahun
5 Gedung
RS Dasan
Cermen

1 Tahun
5 Gedung RS
Dasan
Cermen

5. Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
(BLUD)

Meningkatnya
mutu
pelayanan

Pelayanan
dan
Pendukung
Pelayanan
(BLUD)

Pelayanan
dan
pendukung
pelayanan
yang
dilaksanakan

1 tahun 1 tahun

Sumber : RSU Provinsi NTB, 2014

Selama tahun 2014 Rumah Sakit Umum Provinsi NTB telah memberikan
pelayanan kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan cara
pembayaran, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.36
Cakupan Rawat Jalan dan Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran

di RSU Provinsi NTB Tahun 2013-2014

Sumber : RSU Provinsi NTB, 2014

Selama kurun waktu tahun 2014, jumlah kunjungan pasien baik rawat jalan,
rawat inap dan IRD sebanyak 133.978 orang, lebih rendah dibanding dengan
tahun 2013 sebanyak 143.547 orang. Upaya percepatan penyelesaian
pembangunan RSUD Provinsi NTB di Dasan Cermen terus diikhtiarkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah juga melengkapi
peralatan dan ruang khusus yang diperlukan seperti pengadaan alat
bronchoscopy, alat kelengkapan untuk ICU TB dan pembangunan 2 gedung
MDR-TB (positif dan negatif). Disamping itu pendidikan dan pelatihan formal
telah dilaksanakan setiap tahun, pada tahun 2014 sebanyak 5 orang mengikuti
pendidikan pelatihan formal untuk jenis Spesialis dan Sub Spesialis.

Rumah Sakit Umum Provinsi NTB telah memberikan pelayanan kepada
masyarakat, dan memperbaharui Kerjasama dengan dokter paruh waktu
Universitas Mataram sebanyak 20 orang sebagai berikut: dokter spesialis bedah
1 orang, spesialis penyakit dalam 3 orang,  spesialis bedah syaraf 1 orang,
spesialis jantung 3 orang, spesialis mata 4 orang, spesialis THT 1 orang,
spesialis kulit dan kelamin 2 orang, spesialis urologi 2 orang, spesialis paru 1
orang Spesialis Patologi Anatomi 1 orang dan Spesialis Syaraf 1 orang.

Dari sisi pelayanan yang membutuhkan peralatan yang canggih, Rumah sakit
Umum provinsi NTB juga melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga seperti
pelayanan: pemeriksaan darah, Hemodialisa, Slide hasil operasi dan
pemeriksaan CT-Scan.

Pengembangan pelayanan RSU Provinsi NTB yang merupakan salah satu
program inovatif tahun ini telah berhasil melaksanakan operasi pemasangan
pacemaker (alat pemacu detak jantung). Selama ini pemasangan pacemaker
dilakukan di Rumah Sakit Tipe A sedangkan pertimbangan RSUD Provinsi untuk
merujuk pasien dalam kasus ini tentunya sangatlah memberatkan masyarakat
dinilai dari berbagai aspek. Selain meringankan beban masyarakat NTB untuk
berobat keluar daerah kegiatan ini juga merupakan transfer knowledge bagi
Tim RSUD Provinsi NTB dengan mendatangkan Ahli Jantung dari rumah sakit
dr. Soetomo – Surabaya.

NO. CARA
PEMBAYARAN

2013 2014
Rawat
Jalan

Rawat
Inap

IRD Jumlah Rawat
Jalan

Rawat
Inap

IRD Jumlah

1. Askes
(Non PBI) 33.721 1.699 8.049 39.168 37.158 4.428 10.350 51.936

2. Umum 34.540 1.891 13.412 49.843 26.860 1.267 12.795 40.922

3. Jamkesmas
(PBI) 26.698 10.895 14.962 52.555 24.829 6.713 8.798 40.340

4. Lainnya 990 97 894 1.981 351 24 405 780

Jumlah 95.949 14.582 37.317 143.547 89.198 12.432 32.348 133.978
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Pelaksanaan  kegiatan kepaniteraan klinik pada co-ass melalui kerjasama
dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sampai dengan Desember
tahun 2014 sebanyak 152 orang. Pelayanan kegiatan praktik siswa/mahasiswa
non kedokteran sebanyak 2.101 orang dari berbagai  institusi pendidikan
kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Ners) di wilayah Provinsi NTB.

Selama tahun 2014 kegiatan pelatihan baik yang menggunakan dana
kediklatan RSU Provinsi NTB maupun oleh dukungan kemitraan dengan
berbagai pihak sebagai sponsorship kegiatan pelatihan internal yang diikuti
oleh  615 orang dan pelatihan eksternal yang telah dilakukan sebanyak 72
kegiatan (seminar, pelatihan, workshop, fasilitator) yang diikuti oleh 166 orang
Sumber Daya Manusia RSU Provinsi NTB baik medis maupun non medis.

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit,  pada
2014 telah dilakukan survei dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 73,9
persen artinya mutu pelayanan dalam katagori baik.

2.3 Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi
(RSJP)

Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSPJP) NTB menyelenggarakan urusan kesehatan
dengan 4 program pokok dan 5 kegiatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.37
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan pada RSJ Provinsi Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Sarana Dan
Prasarana
Aparatur

Beroperasi-
nya Sarana
& Prasarana
Aparatur

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung
Kantor

Luas gedung
kelas III DAK
(R-Insentif
Putri) yang
dibangun

Luas gedung
yang
direnovasi

365 m2

3758,13 m2

365 m2

3758,13 m2

2. Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat

Peserta Self
Help Group
(SHG)

40 orang 40 orang

Peserta
Jambore
Kesehatan
Jiwa

20 orang 19 orang

Peningkatan
Pelayanan
Dan
Penanggulan
gan Masalah
Kesehatan
Jiwa

Peserta
Familly
Support
Group

40 orang 40 orang

Peserta
TPKJM

60 orang 60 orang

3 Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

Meningkat-
nya Kualitas
Pelayanan

Penyusunan
Standar
Pelayanan

Dokumen
akreditasi
yang

1 dok,
4 pokja
100 %

1 dok,
4 pokja
62  %
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Kesehatan Kesehatan disiapkan

4 Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
(BLUD)

Meningkatnya
mutu
pelayanan

Pelayanan
dan
Pendukung
Pelayanan
(BLUD)

Pelayanan
dan
pendukung
pelayanan
yang
dilaksanakan

1 tahun 1 tahun

Sumber : RSJ Provinsi NTB, 2014

Cakupan pelayanan baik pada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 cakupan sebesar 23.179 orang,
meningkat 21,68 persen dibanding tahun 2013 sebesar 19.230 orang. Cakupan
pelayanan pasien berdasarkan cara bayar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.38
Cakupan Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ berdasarkan Cara Bayar

Tahun 2013-2014

NO. CARA
PEMBAYARAN

2013 2014
Rawat
Jalan

Rawat
Inap

Jumlah Rawat
Jalan

Rawat
Inap

Jumlah

1 Askes 2.007 78 2.085 - - -

2 Umum 3.390 217 3.607 3.748 303 4051

4 Jamkesda/BPJS 4.539 263 13.538 18.161 967 19.128

Jumlah 18.005 1.225 19.230 21.909 1.270 23.179

Sumber : RSJ Provinsi NTB, 2014

Untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2014 rumah
sakit Jiwa Provinsi NTB membuka Poli khusus untuk dalam yang dilaksanakan
setiap hari kamis, dengan jumlah kunjungan 17 orang, poli anak setiap hari
rabu dengan jumlah kunjungan 886 orang dan poli syaraf setiap hari jumat
dengan jumlah kunjungan 391 orang.

Selain melayani pasien gangguan jiwa, RSJP juga menangani pasien
penyalahgunaan Napza. RSJP adalah rumah sakit yang memiliki unit khusus
terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Napza di NTB yang dinamakan One
Stop Centre (OSC) Wisma Anggrek dan satu-satunya institusi pelayanan yang
ditunjuk sebagai Instalasi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi Orang Dengan
Penyalahgunaan Napza (ODPGN).

Jumlah kasus penyalahgunaan Napza yang ditangani di RSJ sebanyak 183
kasus menurun 51,96 persen dibanding tahun 2013 sebanyak 381 kasus.
Penurunan signifikan disebabkan oleh menurunnya ODPGN yang menjalani
rawat jalan semua kasus yang datang ke RSJ mendapat penanganan (100%
tertangani). Cakupan pelayanan pasien Napza tahun 2013-2014, sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.39
Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2013-2014
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TAHUN TARGET
(%)

REALISASI
(%)

JUMLAH YANG
DIRAWAT DI RSJ

2013 100 100 381

2014 100 100 183

Sumber : RSJ Provinsi NTB, 2014

Penemuan dan penanganan pasung yang dicanangkan secara Nasional
“Indonesia bebas Pasung 2018” juga dijalankan di Provinsi NTB menjadi “NTB
Bebas Pasung 2018”. Kegiatan ini difokuskan pada penjangkauan pasien
pasung untuk mendapat penanganan di Puskesmas ataupun perawatan
lanjutan di RSJ.

Hasil Riskesdes 2013, estimasi pasien pasung sebanyak 1.409 orang dan NTB
menargetkan tuntas pada 2018. Hasil penyisiran atau penjangkauan yang
dilaksanakan mulai 2011 tercatat 12 Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)
sampai dengan 2013 total pasung yang ditangani sebanyak 332 pasien pasung.
Pada 2014, RSJ berhasil menemukan dan menjangkau 70 pasien pasung,
sehingga total pasien pasung berhasil ditemukan 402 orang.

Selain berperan dalam penanganan pasien pasung, RSJ Provinsi juga aktif
mengupayakan pemberdayaan pasien pasung setelah menjalani perawatan di
RSJ Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan bekejasama dengan lintas sektor seperti
tokoh masyarakat, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi,
perangkat desa, kader  dengan tujuan agar pasien setelah kembali ke keluarga
mampu kembali bekerja secara mandiri dan tidak menjadi beban keluarga atau
masyarakat.

Tabel 4.40
Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan

Berdasarkan Kabupaten Kota s/d Tahun 2014

NO. WILAYAH PUSKESMAS JUMLAH (ORANG)

1. Mataram 22

2. Lombok Barat 32

3. Lombok Tengah 58

4. Lombok Utara 29

5. Lombok Timur 74

6. Sumbawa 36

7. Sumbawa barat 8

8. Dompu 28

9. Bima 98

10. Kota Bima 17

JUMLAH 402

Sumber : RSJ Provinsi NTB, 2014
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Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan
tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel  4.41
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

PERMASALAHAN SOLUSI

Akreditasi RSJ Provinsi belum dapat dilaksanakan
oleh Tim KARS karena renovasi gedung belum
selesai

Setiap tahun mengalokasikan dana untuk
renovasi gedung

Jumlah dokter spesialis kejiwaan terbatas,
dibutuhkan 6, baru ada 3 orang

Menyekolahkan dokter umum, kerjasama
dengan Universitas/Fak kedokteran.

Sumber : RSJ Provinsi NTB, 2014

3. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 diselenggarakan oleh Badan Lingkungan
Hidup dan Penelitian dan Biro Adminitrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam.

3.1. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pada Badan
Lingkungan Hidup dan Penelitian

Urusan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan
Hidup dan Penelitian melalui 5 Program pokok dan 19 kegiatan,
sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan

Hidup dan Penelitian Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
kinerja
pengelolaan
persampahan

Meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup

Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan

Peserta
sosialisasi
pengelolaan
persampahan

20 orang 20 orang

2. Pengendalian
Pencemaran
dan perusakan
Lingkungan
Hidup

Mengurangi
tingkat
pencemaran
lingkungan
hidup

Pemanatauan
Kualitas
lingkungan

Obyek sampel
yang di deteksi
kualitas
lingkungannya :
1. Air sungai (4
sungai)
2. Air limbah
tambang rakyat

48 sampel

40 sampel

26 sampel

0 sampel

Peserta
sosialisasi
kualita sungai

60 Orang 60 Orang

Tower
pemantauan
kualitas udara
yg dibangun

1 Unit 1 Unit

Pengawasan
pelaksanaan

Hasil Monev
pelaksanaan

1
Laporan /

1
Laporan /
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

kebijakan
bidang
lingkungan
hidup

AMDAL, UKL-
UPL yang
tersusun

10
Kab/kota

10 Kab/kota

Pengelolaan B3
dan limbah LB3

Peserta Bimtek
pengelolaan LB3

100 orang 100 orang

Pengkajian
dampak
lingkungan

Peserta
pertemuan :
- Amdal
- UKL-UPL

80 Orang
20 orang

80 Orang
20 orang

3. Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Alam

Meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup

Pengendalian
dampak
perubahan iklim

Peserta Rakor
Perubahan Iklim
dan
perlindungan
lapisan ozon

50 orang /
10

Kab.Kota

50 orang
/10

Kab.Kota

Pengendalian
dan
pengawasan
pemanfaatan
SDA

Spanduk NTB
Hijau dalam
rangka Green
School yg
dicetak

10 bh 10 bh

Penilaian/pembi
naan green
school yg
dilaksanakan

10
kba/kota

10 kba/kota

Koordinasi
peningkatan
pengelolaan
kawasan
konsevasi

Peserta rakor
publikasi
rencana aksi
Kehati

100 orang 100 orang

Perlindungan
mata air
dengan
vegetasi/civil
teknis

Peserta
lokakarya PLS
Permata

81 orang 81 orang

Pemenang
Lomba desa
perlindungan
mata air

3 kelompok 3 kelompok

Pemantauan
Tutupan
vegetasi lahan
(menuju
Indonesia
hijau)

Peserta rapat
penyusunan
profil tutupan
vegetasi

30 orang 30 orang

Profil tutupan
vegetasi yg
disusun

1 Dok 1 Dok

4. Peningkatan
Kualitas dan
Akses
Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

Meningkat-
nya kualitas
dan akses
informasi
SDA dan LH

Penguatan
jejaring
informasi
lingkungan
pusat dan
daerah

Verifikasi dan
identifikasi
kasus

5 kasus 56 kasus

Penyusunan
status
lingkungan
hidup daerah

Buku SLHD yg
dicetak

50 buku 50 buku
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Peringatan
Hari-Hari
Lingkungan
Hidup

Batuan
penanaman
bibit

6.000 btng 6.000 btng

Pakaian
kontengen hari
LH yg diadakan

200 bh 200 bh

5. Penelitian dan
Pengkajian
Teknologi
Terapan

Meningkat-
nya kualitas
dan
kuantitas
teknologi
terapan

Penelitian
Kebijakan
Strategis
Pembangunan
Daerah

Peserta Rakor
perencanaan
penelitian

50 orang 50 orang

Peserta Rakor
kebijakan
strategis daerah

50 orang 50 orang

Kajian rencana
strategis dan
kebijakan
pembangunan
daerah yg
disusun

2 Dok 2 Dok

Penelitian
tekonologi
terapan

Buku pedoman
TTG yang
dicetak
Leaflet yang
dicetak

100 Buku

500 lembar

100 Buku

500 lembar

Peserta rapat
persiapan gelar
anugrah TTG

120 orang 120 orang

Penerima
Anugrah lomba
gelar IPTEK

6 orang 6 orang

Peningkatan
peran
kelembagaan
Dewan Riset
Daerah

Anggota
kelembagaan
Dewan Riset
Daerah

55 orang 55 orang

Peserta Rakor
Dewan Riset
daerah

50 Orang 50 orang

Buku Sida yang
disusun

50 Buku 50 Buku

Sistim Informasi
Daerah yang
disusun

1 Dok 1 Dok

Hasil Kajian
DRD yg disusun

5 Dok 5 Dok

Pengkajian dan
penerapan
teknologi tepat
guna

Peserta
sosialisasi hasil
Kajian dan
penelitian

60 orang 60 orang

Desiminasi hasil
penelitian

Ijin penelitian
yg diterbitkan

100 ijin 100 ijin

Peningkatan
manajemen
mutu
laboratorium
lingkungan

Peserta rapat
tentang kualitas
air sungai dan
udara

40 orang 40 orang

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Peneltian Provinsi NTB, 2014.
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Dalam rangka melestarikan Sumber Daya Alam dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan 2 (dua) indikator
pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Capaian pada indikator
kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan) dan mata air terlindungi
telah mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.43
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup

Tahun 2013 – 2014

NO . INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI
1 Kualitas Lingkungan Hidup

Air 60,00 66,98 72,50

Udara 99,52 99,54 Na

Tutupan Lahan % 93,37 94,04 66,42

2 Mata Air Terlindungi Titik 334 354 354

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Peneltian Provinsi NTB, 2014. (data diolah)

Untuk meningkatkan tutupan lahan kegiatan yang dilaksanakan adalah
rehabilitasi lahan melalui APBD seluas 1.961 ha, Dana Alokasi Khusus (DAK)
kabupaten/kota seluas 3.982 ha, dan UPT Kementerian Kehutanan seluas 1.180
ha, kontribusi dari pihak swasta/masyarakat seluas 875 ha sehingga totalnya
menjadi 7.998 ha.Upaya lainnya yang dilakukan adalah operasi pengamanan hutan
untuk mencegah illegal logging, dan pencegahan perambahan hutan pada wilayah
lintas kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan yang diimplementasikan oleh BLHP
Provinsi NTB adalah berupa bantuan bibit sebanyak 6.000 batang yang ditanam
dibantaran sungai Jangkok dan areal BIL.

Untuk menjaga kualitas udara yang bersih, upaya yang dilakukan adalah
melakukan uji emisi dengan target 1.000 kendaraan dengan realisasi sebanyak
1.485 kendaraan dengan lokasi di jalan Majapahit, Langko, dan Selaparang. Uji
Kualitas Udara Jalan Raya (Roadside Monitoring) dilakukan di 3 lokasi, yaitu jalan
Majapahit, Udayana, dan Selaparang. dari 15 parameter yang di uji, parameter
hidrokarbon (HC) dilokasi jalan Selaparang dan Majapahit berada diatas Nilai
Ambang Batas (NAB) sesuai dengan PP. No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara. Kegiatan lain untuk menjaga kualitas udara yang bersih
dilakukan penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
pada 7 PLTD dengan hasil 1 PLTD memenuhi baku mutu sesuai Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. Data capaian
kualitas Udara menunggu release dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya oleh SKPD terkait (Dinas
kehutanan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah) melalui kegiatan antara lain pemeriksaan
air, pemantauan emisi gas rumah kaca, rehabilitasi hutan dan lahan, penyediaan
sarana dan prasarana air limbah.
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Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap
sumber-sumber mata air, BLHP Provinsi NTB tahun 2014 melakukan lomba Desa
Permata. Lomba Desa Permata diikuti oleh Kabupaten/kota dan sebagai juara I
mata air Aik Lomak di Desa Toya Kecamatan Aikmel Utara Kabupaten Lombok
Timur, Juara II mata air Aik Lembar Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten
Sumbawa, juara III mata air Lokok Berora Kecamatan Pendua Kabupaten Lombok
Utara. Jumlah sumber Mata Air yang dapat diselamatkan/dilindungi pada tahun
2014 sebanyak 19 titik dari target 20 titik mata air, sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 4.44
Perlindungan Mata Air Tahun 2014

NO. KABUPATEN/KOTA MATA AIR DESA KECAMATAN

1. Lombok Utara 1 Lokok Berora Pendua Kayangan

2 Erat Sana Pendua Kayangan

3 Kastela Pemenang Barat Pemenang

2. Lombok Barat 4 Montong Dusun Merca, Desa
Selat Narmada

5 Pancor Batu Belah Ds. Aik Nyet Ds.Buwun
Sejati Narmada

6 Eat Semaye Pusuk Lestari Batu Layar

3. Lombok Tengah 7 Merobot Lantan Batu Kliang Utara

8 Eat Terep Lantan Batu Kliang Utara

9 Meredet Karang Sidemen Batu Kliang Utara

10 Calok Dure Desa Stiling Batu Kliang Utara

4. Lombok Timur 11 Aik Lomak Toya Aikmel Utara

12 SB.Mencrit Pengadangan Barat Pringgasela

13 Kaki Dola Rempung Pringgasela Pringgasela

5. Sumbawa Barat 14 Ai Katel Mura Brang Ene

6. Sumbawa 15 Uma Kuyung Padasuka Lunyuk

16 Badas Karang Dima Labuhan Badas

17 Ai Lembar Wonogiri Utan

7. Bima 18 Mada Saba,e Pai Wera

8. Kota Bima 19 Pangguli Kumbe RasanaE Timur

20 Oi Lombe

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Peneltian Provinsi NTB, 2014.
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3.2. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pada Biro Administrasi
Kerjasama dan Sumber Daya Alam

Urusan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama
dan SDA melalui 1 program pokok dan 3 kegiatan, sebagaimana pada tabel
berikut.

Tabel. 4.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Biro Administrasi

Kerjasama dan Sumber Daya Alam Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kualitas dan
Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

Meningkatkan
kualitas dan
akses
informasi
sumber daya
alam dan LH

Peningkatan
Pemanfaatan
Informasi
Sumber Daya
Lahan

Booklet potensi
sumber daya
Lahan yang
dicetak 100 Booklet 100 Booklet

Peserta rapat
penyusunan
Booklet potensi
sumber daya
Lahan

120 Orang 120 Orang

Peningkatan
Pemanfaatan
Informasi
Sumber Daya
Kehutanan,
Pertambangan
& Lingkungan
Hidup

Booklet potensi
Sumber Daya
Kehutanan,
Pertambangan
& Lingkungan
Hidup yang
dicetak

200 Booklet 200 Booklet

Peserta rapat
penyusunan
Booklet potensi
Sumber Daya
Kehutanan,
Pertambangan
& Lingkungan
Hidup

120 Orang 120 Orang

Peningkatan
Pemanfaatan
Informasi
Sumber Daya
Perikanan
/Kelautan dan
Peternakan

Booklet potensi
Sumber Daya
Perikanan
/Kelautan dan
Peternakan
yang dicetak

100 Booklet 100 Booklet

Peserta rapat
penyusunan
Booklet potensi
Sumber Daya
Perikanan
/Kelautan dan
Peternakan

160 Orang 160 Orang

Sumber: Biro Kerjasama dan SDA Setda Provinsi NTB, 2014
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Demikian capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, namun
masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.46
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan

Urusan Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN SOLUSI

Rendahnya Kualitas lingkungan hidup Koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil Penelitian belum dimanfaatkan secara
optimal

Memperbanyak frekuensi sosialisasi dan
publikasi hasil penelitian

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Peneltian Provinsi NTB, 2014

4. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dengan sembilan (9) UPTD nya.

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan
Umum

Urusan Pekerjaaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi NTB melalui 8 program pokok dan 23 kegiatan dengan
pencapaian sebagaimana tabel  berikut.

Tabel 4.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum

Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pembangunan
Jalan dan
Jembatan

Meningkatkan
aksesibiltas
transportasi

Perencanaan
Pembangunan
Jalan

Perencanaa DED Jalan
NTB yang disusun.

7 Dokumen
/40,70 Km
/15 ruas

7 Dokumen
/42,10 Km
/15 ruas

Hasil study identifikasi
(Lunyuk- Ropang-
Sekokat) yg disusun.

3 Dokumen
/92,90 Km

3 Dokumen
/92,90 Km

Perencanaa DED Jalan
kawasan Pantai Pink
yang disusun.

7 Dokumen
/14,55 Km

/4 ruas

7 Dokumen
/14,55 Km

/4 ruas

Pembangunan
Jalan

Konstruksi jalan yg
dibangun :

- DED Drainase Akses –
By Pass BIL

5 Dokumen
/4,0 Km

5 Dokumen
/4,0 Km



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.63 LKPJ GUBERNUR 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengawasan
Peningkatan jalan yg
dibangun :
- Pengawasan Teknik

Peningkatan Jalan P.
Lombok I(Pancor-
Rempung)

3 Dokumen /
1,10 Km

3 Dokumen
/ 1,10 Km

Pengawasan Teknik
Peningkatan Jalan P.
Lombok II (Ade Irma,
Imam Bonjol,
Diponegoro, Akses
Pantai Pink)

5 Dokumen /
12,84 Km

5 Dokumen
/ 12,84 Km

- Pengawasan Teknik
Peningkatan Jalan P.
Lombok
III(Pringgabaya –
Sembalun Bumbung

3 Dokumen /
2,0 Km

3 Dokumen /
2,0 Km

Pengawasan Teknik
Peningkatan Jalan P.
Lombok IV(Penujak-
MT.Ajan Kuta)

6 Dokumen /
3,40 Km

6 Dokumen /
3,40 Km

- Pengawasan Teknik
Peningkatan Jalan P.
Sumbawa I(Sp.Tano-
Sp.Seteluk)

2 Dokumen
/1.20 Km

2 Dokumen
/1.20 Km

Pengawasan Teknik
Peningkatan Jalan P.
Sumbawa II(Pal IV-
Lenangguar)

6 Dokumen
/7.0 Km 6 Dokumen

/7.0 Km

Pengawasan Teknik
Peningkatan Jalan P.
Sumbawa
III(Simpasai-Parado,
Bajo-Sampingu)

5 Dokumen /
2.0 Km

5 Dokumen
/ 2.0 Km

Pengawasan Teknik
Peningkatan Jalan P.
Sumbawa IV(Bima-
Tawali)

3 Dokumen /
1,80 Km

3 Dokumen
/ 1,80 Km

Perencanaan
Pembangunan
Jembatan.

DED Jembatan NTB
yang disusun (Sori
Mango, Kokok Pancor,
Sori Wuwu)

6 Dokumen 6 Dokumen

Pembangunan
Jembatan

Pengawasan
Jermbatan Sori Wuwu
Bima.

5 Dokumen /
12,0 Km

5 Dokumen /
12,0 Km

Monitoring;
evaluasi dan
pelaporan

Hasil Monitoring
Evaluasi yang di
susun.

120 Buku 120 Buku

Pembinaan
teknis jalan
dan jembatan

Hasil konsultasi
perencanaan leger
jalan yg disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

2. Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan

Mempertahankan
umur teknis jalan
dan jembatan

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jembatan.

Pengawasan
teknis/Supervisi
Jalan :

- Rembiga-Pemenang-
Tanjung-bayan Ds.
Biluk-Sambelia-Lb.
Lombok (thn Jamak)

18 Dokumen
/ 135,55 Km

18 Dokumen
/ 135,55 Km
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Sumbawa Besar-
Semongkat-Batu
Dulang. Sumbawa-
Sebewe-Lua Air. (thn
Jamak)

18 Dokumen
/ 41,5 Km

18 Dokumen
/ 41,5 Km

- Praya-Kruak-Sp.
Pengantap-Mt.Ajan-
Kuta, Mt.Ajan-Penujak

10 okumen /
70,30 Km

10 okumen
/ 70,30 Km

- Sp.Kempo-Sp.Kore,
Tawali-Sape,
Karumbu.

14 Dokumen
/ 100,88 Km

14 Dokumen
/ 100,88 Km

- Lembar-Sekotong-
Pelangan, Pelangan-
Sp.Pengantap
Kuta-Kruak, Kruak-
Pancor. Pringgabaya-
Sembalun Bumbung,
Sembalun Bumbung-
Dasan Biluk

7 Dokumen /
188,74 Km

7 Dokumen /
188,74 Km

- Pal IV- Lenangguar,
Lenangguar-Lunyuk

7 Dokumen /
63,30 Km

7 Dokumen
/ 63,30 Km

- Simpang Banggo-
Kempo, Kempo-Kesi-
Hodo, Hodo-Doropeti,
Doropeti-Lb.Kenanga-
Kawinda To’i

9 Dokumen /
134,7 Km

9 Dokumen
/ 134,7 Km

- Kawinda To’i-Piong.
Piong-Sp.Kore,
Sp.Kore-Kiwu, Kiwu-
Sampungu,
Sampungu-Bajo, Sila-
Bajo

11 Dokumen
/ 135,5 Km

11 Dokumen
/ 135,5 Km

- Talabiu-Simpasal,
Simpasal-Parado, Hu’u
–Parado, Wilamaci-
Karumbu, Wilamaci-
Parado.

9 Dokumen /
48,07 Km

9 Dokumen
/ 48,0 Km

Pemeliharaan Jalan
secara  berkala di
P.Lombok (Tjg.Gres-
Pohgading-
Pringgabaya- jln
Madalika

4 Dokumen /
3,57 Km

4 Dokumen
/ 3,57 Km

3. Pembangunan
Sistem
Informasi
/Data base
Jalan dan
Jembatan

Meningkatkan
informasi
/database jalan
dan jembatan

Penyusunan
Sistem
Informasi/Data
base Jalan

Hasil survey
Pulau Lombok

1 Dokumen /
263,78 Km

1 Dokumen
/ 263,78 Km

Hasil Survey Pulau
Sumbawa

1 Dokumen /
297,17 Km

1 Dokumen
/ 297,17 Km
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Hasil Survey kondisi
Jalan Provinsi NTB

2 Dokumen /
1.008,66 Km

2 Dokumen /
1.008,66 Km

4. Pengembang
an dan
Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya

Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahankan
jaringan irigasi

Perencanaan
Pembangunan
Jaringan Irigasi

Detail Desain irigasi
Partisipatif D1 yang
disusun

18 Dokumen 18 Dokumen

Database pemutahiran
luas areal irigasi yang
disusun

3 Dokumen 3 Dokumen

Hasil studi tingkat
sidementasi daerah
irigasi yang disusun

4 Dokumen 4 Dokumen

Identifikasi kerusakan
Pantai P. Lombok & P.
Sumbawa

1 Dokumen 1 Dokumen

Perencanaan Embung
yang disusun 3 Dokumen 3 Dokumen

Pembangunan
Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi JILK
yang dibangun

8 Lokasi 8 Lokasi

Jaringan irigasi yang di
bangun

2 Lokasi 2 Lokasi

Hasil Pengawasan
pembangunan jaringan
irigasi

4 Laporan 4 Laporan

Pembangunan
Embung dan
bangunan
penampung air
lainnya.

Embung yang
dibangun

8 Lokasi 8 Lokasi

Hasil Pengawasan
pembangunan Embung 4 Dok. /

4 Lokasi
4 Dok./

4 Lokasi
Perencanaan
Pembangunan
Embung dan
bangunan
penampung air
lainnya.

Perencanaan DD
Embung Kab. Lobar
yang disusun

3 Lokasi 3 Lokasi

Peningkatan
Pengelolaan
Sumber daya
Air Berbasis
wilayah Sungai

Peserta pelatihan
Desain Irigasi
Partisipatif

150 Orang 80 Orang

Peserta pelatihan
Konstruksi Irigasi
Partisipatif

140 Orang 70 Orang

Pelatihan Tim jaminan
Mutu (QA) 65 orang 65 Orang

Peserta TOT Desain,
Konstruksi dan OP
Partisipatif

100 Orang 100 Orang
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

5 Pengembang
an Kinerja
Pengelolaan
Air Minum
dan iar
Limbah

Meningkatkan
efektivitas air
minum dan air
limbah

Penyediaan
prasarana dan
sarana air
minum bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah

Lokasi prasarana dan
sarana air minum
yang dibangun 34 Paket

/29 desa
34 Paket
/ 29 desa

Pengawasan konstruksi
air minum

7 Paket
/ 29 Desa

7 Paket
/ 29. Desa

Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Air
Limbah

Saluran Drainase yang
dibangun 27 Paket

/3.452,87 Km
27 Paket

/3.452,87 Km

Pengawasan Konstruksi
Drainase 2 Paket

/3.454,87Km
2 Paket

/3.454,87Km

Perencanaan
Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Air
Minum Bagi
Masyarakat
berpenghasilan
Rendah

DED Air minum P.
Lombok & P. Sumbawa
yang disusun 4 Paket /

4 Dokumen
4 Paket /

4 Dokumen

DED Interior Ruang
Gedung Serbaguna
Masjid Islamic Center
yang disusun

1 Paket /
1 Dokumen

1 Paket /
1 Dokumen

Perencanaan
Prasarana dan
Sarana Air
Limbah

DED Drainase Desa
Sukadane,  P.Lombok
dan P.Sumbawa yang
disusun

3 Dokumen 3 Dokumen

6. Pengendalian
Banjir

Mengurangi
Luas Daerah
Genangan
Banjir

Pengendalian
Banjir pada
daerah
Tangkapan Air
dan Badan-
badan Sungai

Lokasi konstruksi
pengendalian Banjir
Sungai Dodokan dan
Gerung Lombok Barat
yang dibangun

1 Paket /
2 Lokasi

1 Paket /
2 Lokasi

Perencanaan
Konstruksi
pengendalian banjir
yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Pengawasan Konstruksi
pengendalian banjir
yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

7. Pengembangan
Wilayah
Stategis Dan
Cepat Tumbuh

Meningkatkan
Aksesibilitas
Jalan Pada
Wilayah
Strategis Dan
Cepat Tumbuh

Perencanaan
Pengembangan
Infrastruktur DED Kawasan Cepat

Tumbuh yang disusun

12 Paket
/4 Dok.

12 Paket
/4 Dok.

Pembangunan
/Peningkatan
Infrastruktur

Sarana dan Prasarana
Pedesaan yang
dibangun

16 Paket
/40.468 km

16 Paket
/40.468 km
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Jembatan Jalan Usaha
yang dibangun

5 Unit 2 Unit

Peningkatan jalan
Lingkungan yang
dibangun

190 Paket
/40.468 Km

190 Paket
/40.468 Km

Penataan Lingkungan
Pedesaan yang di
bangun

22 Paket
/ 10 Lokasi

22 Paket
/ 10 Lokasi

Penaludan jalan yang
dibangun

3 Paket
/40.468 Km

3 Paket
/40.468 Km

Dokumen pengawasan
konstruksi yang
disusun

8 Dokumen
/ 11 Paket

8 Dokumen
/ 11 Paket

Penataan
Lingkungan
Permukiman
Penduduk

Perencanaan Penataan
lingkungan pemukiman
yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen

8.
Pembangunan
Saran Dan
Prasarana
Umum

Meningkatnya
Kualitas Fasilitas
Umum

Pembangunan
Fasilitas Umum
Dan Fasilitas
Sosial

Fasilitas umum dan
fasilitas sosial yang
dibangun

1 Unit 1 Unit

IPAL Islamic Center
yang dibangun.

1 Unit 1 Unit

Ruang Bumi
Perkemahan Jaka
Mandala yang direhab

1 Unit 1 Unit

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Prasarana Jalan

Pembangunan Jalan di Provinsi NTB dilaksanakan untuk menyeimbangkan
aksesibiliitas antar wilayah dan antar sektor sehingga mewujudkan pemerataan
tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor. Tahun
2014, pembangunan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 147,15 Km
dengan 18 ruas jalan mulai dari Jalan Imam Bonjol, Diponegaro, terusan jln. Ade
Irma, akses jalan Pantai Pink Lombok Timur, Pringgabaya-Sembalun, jln.Sp.
Pengantap-Mt,Ajan-Kuta, Sp. Tano- Sp.Seteluk, Pal IV-Nenangguar, Jln. Simpasai-
Parado, Bajo-Sampungu, Hasanuddin Kabupaten Bima, Bima-Tawali, Ld.Lekong
(terminal Mandalika), Pancor-Rempung, Tanjung Gres-Pohgading. Selain untuk
meningkatkan aksesibilitas transoprtasi, juga mendukung pariwisata di kawasan
Pantai Pink, dari ruas jalan Sepapan-Jor, Tutuk- Sp. Pemongkong sampai di
Aroinak.
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Panjang Jalan di Provinsi NTB 7.986,62 Km yang dibedakan berdasarkan
status jalan Nasional 632,17 Km, jalan Provinsi 1.772,27 Km dan Jalan
Kabupaten/Kota 5,582.18 Km, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.48.
Kondisi Jalan di Provinsi NTB Tahun 2014

STATUS
JALAN

PANJANG
JALAN (KM) SATUAN

2013 2014

TDK
MANTAP MANTAP TARGET REALISASI

Jalan Nasional 632,17
Km 1,97 630,20 632,17 632,17

% 0,31 99,69 100,00 100,00

Jalan Provinsi 1.772,27
Km 574,92 1.197,35 1.267,89 1.222,69

% 32,44 67,56 71,54 68,99

Jalan Kab. /
Kota 5.621,81

Km 2.313,03 3.269,15 3.373,09 3.298,69*

% 41,44 58,56 60.00 58.68*

JUMLAH 8.026, 25

Km 2.889,92 5.096,70 5.273,15 5.153,55

% 36,18 63,82 65.70 64.21

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB 2014.
*Data sementara

Perkembangan keberhasilan jalan mantap tahun 2014 sebagaimana tabel
4.48. Untuk jalan nasional, prosentase kemantapan Jalan Nasional mencapai 100
persen dari rencana 100 persen, sedangkan Jalan Provinsi sudah mencapai 68,99
persen dari rencana 71,54 persen target RPJMD pada tahun 2014. Tidak
tercaoainya target kemantapan jalan provinsi antara lain disebabkan terjadinya
penurunan kualitas akibat bencana alam dibeberapa ruas jalan yang rawan
terjadinya longsor dan genangan air pada daerah-daerah yang kritis. Namun
demikian upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara
bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Dengan semakin meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan
Nasional dan jalan Provinsi maka terpenuhilah Waktu Tempuh Rata - rata (WTR)
sesuai Standar Pelayanan Minimum Jalan.

Dalam rangka mempertahankan kondisi kemantapan jalan provinsi
sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya melalui program
percepatan penanganan jalan dengan pola tahun jamak melalui dana APBD
Provinsi NTB, maka pada tahun 2013-2015 dilaksanakan program sejenis melalui
Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) yang bersumber
dari hibah pemerintah Australia sebesar 40 persen dan APBD Provinsi NTB 60
persen digunakan untuk menangani ruas-ruas jalan strategis provinsi yang
termasuk dalam program percepatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Adapun ruas-ruas yang ditangani melalui PRIM, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.49
Program Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan Provinsi NTB

Tahun 2013 – 2015

NO. PAKET LINK NAMA RUAS PANJANG
(KM)

PENANGANAN PRESERVASI JALAN (KM)

PEMEL.
RUTIN

BACKLOG
DAN PEK.
MINOR

PEMEL.
BERKALA

REHABIL
ITASI

1

P1

42.048.1 Rembiga (Bts. Kota)
– Pemenang

18,64 18,64 18,64 0,00 0,00

2 42.048.2 Pemenang –
Tanjung

9,50 4,00 4,00 5,50 0,00

3 42.049 Tanjung – Bayan 49,12 38,42 38,42 10,70 0,00

4 42.05 Bayan – Ds. Biluk 9,76 9,76 9,76 0,00 0,00

5 42.051 Sambalia – Ds. Biluk 23,52 23,52 23,52 0,00 0,00

6 42.052 Lb. Lombok –
Sambalia

29,73 27,73 27,73 0,00 2,00

TOTAL 140,27 122,07 122,07 16,20 2,00

7

P2

42.106 Sbw Bsr –
Semongkat – Bt.
Dulang

24,90 21,80 21,80 3,10 0,00

8 42.107 Sumbawa Besar –
Sebewe – Lua Air

20,50 17,10 17,10 0,00 3,40

TOTAL 45,40 38,90 38,90 3,10 3,40

9

P3

42.083 Praya – Keruak 20,75 14,24 14,25 6,50 0,00

10 42.089 Sp. Pengantap –
Mt. Ajan – Kuta

36,44 33,04 33,04 0,00 3,40

11 42.097 Mt. Ajan – Penujak 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00

TOTAL 80,19 70,28 70,29 6,50 3,40

12

P4

42.117 Sp. Kempo – Sp.
Kore

18,19 4,99 4,99 0,00 13,20

13 42.121 Tawali – Sape 46,71 40,86 40,86 0,00 5,85

14 42.124 Karumbu – Sape 37,00 37,00 37,00 0,00 0,00

TOTAL 101,90 82,85 82,85 0,00 19,05

15
P5

42.048.1 Rembiga (Bts. Kota)
– Pemenang

3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

TOTAL 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

TOTAL PAKET (P1 – P5) 370,76 314,10 314,11 25,80 30,85

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Tabel 4.50
Program Backlog dan Pekerjaan Minor Jalan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2015

NO. PAKET LINK NAMA RUAS PANJAN
G (KM) KET.

1
P6

42.087 Lembar – Sekotong – Pelangan 41,00
2 42.088 Pelangan – Sp. Pengantap 36,38

Jumlah 77,38
3

P7
42.090 Kuta – Keruak 37,95

4 42.091 Keruak – Pancor 22,46
Jumlah 60,41

5
P8

42.099 Pringgabaya – Sembalun Bumbung 26,90
6 42.100 Sembalun Bumbung – Dasan Biluk 24,20

Jumlah 51,10
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NO. PAKET LINK NAMA RUAS PANJAN
G (KM) KET.

7
P9

42.109.1 Pal. IV – Lenangguar 35,37
8 42.109.2 Lenangguar – Lunyuk 56,20

Jumlah 91,57
9

P10

42.113 Sp. Banggo – Kempo 15,23
10 42.114.1 Kempo – Kesi – Hodo 26,20
11 42.114.2 Hodo – Doropeti 32,22
12 42.311.4 Doropeti – Lb. Kenanga (Bts. Dompu) 35,47
13 42.115.1 Lb. Kenanga (Bts. Dompu) – Kawinda To’i 41,26

Jumlah 150,38
14

P11

42.115.2 Kawinda To’i – Piong 35,57
15 42.116 Piong – Sp. Kore 14,75
16 42.118.1 Sp. Kore – Kiwu 29,05
17 42.118.2 Kiwu – Sampungu 16,22
18 42.118.3 Sampungu – Bajo 41,60
19 42.119 Sila – Bajo 10,00

Jumlah 147,19
20

P12

42.122.1 Talabiu – Simpasai 16,50
21 42.122.2 Simpasai – Parado 17,60
22 42.123 Hu’u – Parado 36,14
23 42.124.1 Wilamaci – Karumbu 24,50
24 42.124.4 Wilamaci – Parado 16,30

Jumlah 111,04

JUMLAH TOTAL PAKET (P6 – P12) 689,07

Sumber  :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Tabel 4.51
Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi NTB

Tahun 2013 – 2015

NO.
NOMOR

NAMA RUAS
PANJANG

FUNGSIONAL
(Km)

KET.
RUAS SUB

RUAS

1 2 3 4 5 6

1 53 11.K Jln. Yos Sudarso 0,85
2 53 11.K Jln. Langko 2,30
3 54 11.K Jln. Pejanggik 3,15
4 55 11.K Jln. Selaparang 2,25
5 56 11.K Jln. Udayana/Junction – Selaparang 1,95
6 57 11.K Jln. Erlangga 1,58
7 58 11.K Jln. Gajah Mada 3,55
8 59 12.K Jln. WR. Supratman 0,65
9 59 11.K Jln. A. Rahman Hakim 1,14
10 60 11.K Jln. RA. Kartini 1,05
11 61 11.K Jln. Ade Irma Suryani 1,33
12 62 11.K Jln. Bung Hatta 1,31
13 63 11.K Jln. Bung Karno 4,35
14 64 11.K Jln. AA. Gede Ngurah 0,85
15 65 11.K Jln. Prabu Rangka Sari 2,00
16 66 11.K Jln. Sultan Hasanudin 0,65
17 67 11.K Jln. Imam Bonjol 1,00
18 68 11.K Jln. Diponegoro (Bts. Kota) 0,72
19 69 11.K Jln. Majapahit 3,05
20 70 11.K Jln. Sriwijaya 3,13
21 71 11.K Jln. Brawijaya 1,93
22 72 11.K Jln. R. Suprapto 0,75
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NO.
NOMOR

NAMA RUAS
PANJANG

FUNGSIONAL
(Km)

KET.
RUAS SUB

RUAS

1 2 3 4 5 6

23 72 12.K Jln. Panji Tilar Negara 1,91
24 73 11.K Jln. Pendidikan 1,57
25 74 11.K Jln. Catur Warga 1,90
26 75 11.K Jln. Panca Usaha 1,35
27 76 11.K Jln. Tumpang Sari 1,20
28 77 11.K Jln. Sultan Hasanudin 1,10
29 77 12.K Jln. Sultan Kaharudin 1,85
30 78 11.K Jln. TGH. Bangkol 1,72
31 79 11.K Jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa 1,70
32 82 11.K Jln. Gajah Mada (Lombok tengah) 2,95
33 83 11.K Jln. Pejanggik 0,75
34 95 11.K Wakul – Ketejer 3,53
35 95 12.K Ketejer – Jontlak 2,93
36 96 11.K Jln. Basuki Rahmat 1,00
37 92 11.K Jln. Sudirman 1,49
38 92 12.K Jln. Pahlawan (Pancor – Selong) 1,96
39 92 13.K Jln. Cokroaminoto 1,92
40 106 11.K Jln. Sultan Kaharudin 1,75
41 107 11.K Jln. Sudirman 1,00
42 44 Jln. Kesehatan 0,80
43 44 Jln. Lintas Lakey 2,80
44 80 Bengkel – Kediri 2,56
45 81 Kediri – Rumak 3,00
46 82 Kediri – Praya 14,46
47 87 Lembar – Sekotong – Pelangan 41,00
48 88 Pelangan – Sp. Pengantap 36,38
49 90 Kuta – Keruak 37,95
50 94 Mantang – Praya 11,27
51 84 Keruak – Lb. Haji 15,05
52 85 Tanjung Geres – Pohgading – Pringgabaya 15,23
53 91 Keruak – Pancor 22,46
54 98 1 Pancor – Rempung 4,72
55 92 2 Masbagik – Pancor 6,30
56 93 Selong – Lb. Haji 5,45
57 98 Aikmel – Sweta 8,40
58 99 Pringgabaya – Sembalun Bumbung 26,90
59 100 Sembalun Bumbung – Dasan Biluk 24,20
60 105 Sp. Tano – Sp. Seteluk 3,85
61 108 Sp. Negara – Moyo – Lua Air 25,86
62 109 1 Pal. IV – Lenangguar 35,37
63 109 2 Lenangguar – Lunyuk 56,20
64 112 Plampang – Sekokat 25,00
65 113 Sp. Banggo – Kempo 15,23
66 114 1 Kempo – Kesi – Hodo 26,20
67 114 2 Hodo –Doropeti 32,22
68 114 3 Doropeti – Lb. Kenanga (Bts. Dompu) 35,47
69 118 1 Sp. Kore – Kiwu 29,05
70 123 Hu’u – Parado 36,14
71 115 1 Lb. Kenanga (Bts. Dompu) – Kawinda To’i 41,26
72 115 2 Kawinda To’i – Piong 35,57
73 116 Piong – Sp. Kore 14,75
74 118 2 Kiwu – Sampungu 16,22
75 118 3 Sampungu – Bajo 41,60
76 119 Sila – Bajo 10,00
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NO.
NOMOR

NAMA RUAS
PANJANG

FUNGSIONAL
(Km)

KET.
RUAS SUB

RUAS

1 2 3 4 5 6

77 120 Bima – Tawali 42,32
78 122 1 Talabiu – Simpasai 16,50
79 122 2 Simpasai – Parado 17,60
80 124 1 Simpasai – Wilamaci 4,70
81 124 2 Wilamaci – Karumbu 24,50
82 124 4 Wilamaci - Parado 16,30

JUMLAH 953,96

Sumber:  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Selain penanganan jalan provinsi dilaksanakan pula ruas-ruas jalan strategis
nasional khususnya pada ruas jalan bypass BIL II (Mataram-Patung Sapi Gerung)
yang pendanaannya berasal dari APBN untuk konstruksi dan pengadaan tanah
dari APBD Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Prasarana Sumber Daya Air

Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Provinsi NTB Pada tahun 2014
mampu mendukung upaya produksi padi sebanyak 2,1 juta ton/tahun. Untuk
mendukung peningkatan produksi pangan di Provinsi NTB telah dibangun dan
diresmikan Bendungan Pandan Dure yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur
pada bulan Oktober 2014 oleh Menteri Pekerjaan Umum. Bendungan ini
diharapkan mampu mengairi areal seluas kurang lebih  5.168 Ha.  Selain
pembangunan Waduk Pandan Dure dilaksanakan pula dimulainya pembangunan
Waduk Raba Baka di Kabupaten Dompu dan Waduk Bintang Bano di Kabupaten
Sumbawa Barat yang sumber pendanaannya dari APBN dan pengadaan lahan dari
APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten.

Kondisi infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi NTB pada tahun 2014
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.52
Jumlah Infrastruktur SDA Di Provinsi NTB Tahun 2014

INFRASTRUKTUR SATUAN PULAU
LOMBOK

PULAU
SUMBAWA NTB

Bendung Skala Besar
Bendung Skala Sedang
Bendung Skala Kecil

Bh
Bh
Bh

5
34

173

24
103
513

29
137
686

Bendungan Bh 3 7 10
Embung Skala Besar
Embung Skala Sedang
Embung Skala Kecil

Bh
Bh
Bh

44
53
44

40
19
35

84
72
79

Embung rakyat & desa Bh 2.158 - 2.158

Luas sawah irigasi potensial [P]
dan fungsional [F] Ha 128.332 [P]

111.186 [F]
81.991 [P]
67.285 [F]

210.323 [P]
178.471 [F]
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INFRASTRUKTUR SATUAN PULAU
LOMBOK

PULAU
SUMBAWA NTB

- Irigasi PU < 1000 Ha

- Irigasi PU 1000 - 3000 Ha

- Irigasi PU > 3000 Ha
Ha

62.660 [P]
52.742 [F]
37.571 [P]
32.404 [F]
28.101 [P]
24.040 [F]

34.979 [P]
27.166 [F]
31.934 [P]
26.750 [F]
15.078 [P]
13.369 [F]

97.639 [P]
79.908 [F]
69.505 [P]
59.154 [F]
43.179 [P]
39.409 [F]

Luas sawah irigasi non PU Ha 29.457 15.934 45.391

Jaringan irigasi lahan kering Ha 4.096 2.948 7.044

Pompa air tanah (JIAT) bh (ha) 329 (5.500) 418 (4.269) 747 (9.769)

Pos ARR (curah hujan) Bh 17 9 26

Pos AWRL (debit air sungai) Bh 19 7 26

Pos CR ( klimatologi) Bh 5 5 10
Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Prasarana Keciptakaryaan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan keciptakaryaan meliputi Peningkatan
kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan
dilaksanakan melalui upaya peningkatan cakupan air bersih pada permukiman
perkotaan dan perdesaan, pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan serta
penanganan fasilitas sosial berupa pembangunan komplek Islamic Center.

Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB sudah mencapai 76,19 persen yang
terdiri atas: perkotaan mencapai 82,09 persen dari target 82,18 persen
sedangkan cakupan pelayanan air bersih pedesaan mencapai 74,80 persen dari
target 75,12 persen. Proporsi rumah tangga di NTB dengan akses berkelanjutan
terhadap sanitasi dasar di wilayah perkotaan dan pedesaan pada tahun 2014
sebesar 53,27 persen (Perkotaan: 65,12% dan Pedesaan: 47,25%). Lebih
lengkapnya kondisi cakupan layanan air bersih dan sanitasi di Provinsi NTB pada
tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 4.53
Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2013 – 2014

INDIKATOR SATUAN 2013 2014
TARGET REALISASI

Cakupan air bersih

Kota (%) 80,23 82,18 82,09

Desa (%) 72,15 75,12 74,80

Sanitasi dan Penyehatan
Lingkungan

Kota (%) 62,92 65,24 65,12

Desa (%) 44,83 47,36 47,25

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014
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Program strategis lainnya yang dilaksanakan dalam urusan pekerjaan umum
adalah pembangunan Islamic Center Provinsi NTB. Pelaksanaan konstruksi
pembangunan komplek Islamic Center (IC) dimulai sejak tahun 2010 setelah pada
tahun sebelumnya dilakukan kajian dan penyusunan DED. Pada tahun 2014 yang
merupakan tahap ke empat dari enam tahapan pembangunan tersebut telah selesai
dikerjakan bangunan utama masjid dan pekerjaan arsitektur/ornament bangunan
utama masjid. Untuk pekerjaan yang belum selesai dikerjakan berupa landscaping dan
bangunan blok pendidikan dilanjutkan pada tahun 2015. Direncanakan IC dapat
berfungsi pada tahun 2016 berbarengan dengan pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional.

4.1.1 UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok melalui 2 program pokok
dan 2 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi

Wilayah Pulau Lombok Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Rehabilitasi/
pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan

Mempertahankan
umur teknis jalan
dan jembatan

Pemeliharaan
Rutin

Pemeliharaan
Rutin Jalan Kota
Mataran

25 Ruas /
6,04 Km

25 Ruas /
6,04 Km

Pemeliharaan Rutin
Jalan kabupaten
Lombok Barat

11 Ruas /
93,96 Km

11 Ruas /
93,96 Km

Pemeliharaan Rutin
Jalan kabupaten
Lombok Tengah

13 Ruas /
73,40 Km

13 Ruas /
73,40 Km

Pemeliharaan Rutin
Jalan kabupaten
Lombok Timur

14 Ruas /
144,53 Km

14 Ruas /
144,53 Km

2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan

Meningkatkan
Efektifitas Sarana
dan prasarana
Kebinamargaan

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
alat-alat berat

Alat-alat berat
yang dipelihara :

- Vibro
- Dump Truck

ISUZU
- Alpomain Road

Maintenance
GRACE

- Truck Tangki
TOYONA DYNA

1 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014
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4.1.2 UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa melalui 2 program
pokok dan 2 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi

Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Rehabilitasi/
pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan

Mempertahankan
umur teknis jalan
dan jembatan

Pemeliharaan
Rutin

Pemeliharaan
Rutin Jalan
Kabupaten
Sumbawa

Pemeliharaan Rutin
Jalan Kabupaten
Sumbawa Barat

7 Ruas / 119
Km

2 Ruas /
28 Km

7 Ruas /
119 Km

2 Ruas /
28 Km

2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamagraan

Meningkatkan
Efektifitas Sarana
dan prasarana
Kebinamagraan

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
alat-alat berat

Alat-alat berat
yang dipelihara :

- Dump Truck
- Asphalt Drum

Compactor Bomag
- Beckoe Loader
- Vibrator Roller

1 Unit

1 Unit

1 Unit
1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit
1 Unit

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

4.1.3 UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Dompu Bima

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Dompu Bima melalui 2 program pokok
dan 2 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi

Wilayah Dompu dan BimaTahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Rehabilitasi/
pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan

Mempertahankan
umur teknis jalan
dan jembatan

Pemeliharaan
Rutin

Pemeliharaan
Rutin Jalan
Kabupaten Dompu

10 Ruas /
174,32 Km

10 Ruas /
174,32 Km

Pemeliharaan Rutin
Jalan Kabupaten
Bima

7 Ruas /
121,86 Km

7 Ruas /
121,86 Km
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pemeliharaan Rutin
Jalan Kota Bima

4 Ruas /
20,18 Km

4 Ruas /
20,18 Km

2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamagraan

Meningkatkan
Efektifitas Sarana
dan prasarana
Kebinamagraan

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
alat-alat berat

Pemeliharaan Alat-
alat berat :

- Grader
- Exavator
- Vibrator Roller
- Dump Truck
- Pick Up

2 Unit
1 Unit
4 Unit
2 Unit
2 Unit

2 Unit
1 Unit
4 Unit
2 Unit
2 Unit

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

4.1.4 UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau
Lombok

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok melalui 3
program pokok dan 4 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Pulau Lombok Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1.
Pengembangan
& Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa &
Jaringan
Pengairan
Lainnya

Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahankan
jaringan irigasi

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi

Pemeliharaan
Rutin Swakelola
Jaringan Irigasi
Pulau Lombok

36.968 Ha /
2 Lokasi

36.968 Ha /
2 Lokasi

Jaringan irigasi
yang direhabilitasi 21 DI

/36.968 Ha
21 DI /
36.968 Ha

Pengawasan
rehabilitasi
jaringan irigasi DI
yang dilaporkan

6 Dokumen 6 Dokumen

Jaringan irigasi P.
Lombok yang
direhabilitasi

12 Paket 12 Paket

2.
Pengembangan
Pengelolaan
dan Konservasi
Sungai, Danau
dan Sumber
Daya Air
Lainnya

Meningkatkan dan
mempertahankan
kualitas dan
kapasitas air
baku.

Pemeliharaan
dan
rehabilitasi
embung dan
bangunan
penampung
air lainnya

Embung yang di
normalisasi/
Rehabilitasi

11 Unit 11 Unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

3.
Pengendalian
Banjir

Mengurangi Luas
Daerah
Genangan Banjir

Rehabilitasi
Dan
Pemeliharaan
Bantaran Dan
Tanggul
Sungai

Tebing Sungai
yang diperkuat

18 Sungai 18 Sungai

Operasi dan
Pemeliharaan
Sungai

Bahan Baku
Bangunan yang
diadakan (karung
dan Kawat
Bronjong Pabrikan)

148 M3 148 M3

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

4.1.5 UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau
Sumbawa

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa melalui 3
program pokok dan 4 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1.
Pengembangan
& Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa & Jaringan
Pengairan
Lainnya

Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahankan
jaringan irigasi

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi

Pemeliharaan
Rutin Swakelola
Jaringan Irigasi
Pulau Sumbawa

18.941 Ha

/ 11 DI

18.941 Ha

/ 11 DI

Pemeliharaan
berkala Jaringan
Irigasi  Pulau
Sumbawa

4 DI 4 DI

Jaringan irigasi
Partisipatif yang
direhabilitasi

2 DI 2 DI

Pengawasan
Jaringan irigasi
Partisipatif yang
direhabilitasi

1 dokumen 1 dokumen

2.
Pengembangan
Pengelolaan dan
Konservasi
Sungai, Danau
dan Sumber
Daya Air Lainnya

Meningkatkan
dan
mempertahankan
kualitas dan
kapasitas air
baku.

Pemeliharaan
& rehabilitasi
embung dan
bangunan
penampung
air lainnya

Operasional
pemeliharaan
Embung P.
Sumbawa

3 Unit 3  Unit

Jaringan irigasi
yang
direhabilitasi

4 Embung 4 Embung
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

3.
Pengendalian
Banjir

Mengurangi Luas
Daerah
Genangan Banjir

Rehabilitasi
Dan
Pemeliharaan
Bantaran Dan
Tanggul
Sungai

Tebing Sungai
yang diperkuat

7 Sungai
/ 5.000 M

7 Sungai
/ 5.000 M

Operasi dan
Pemeliharaan
Sungai

Bahan Baku
Bangunan yang
diadakan (karung
dan Kawat
Bronjong
Pabrikan)

5.000 M 5.000 M

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

4.1.6 UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dompu
Bima

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dompu Bima melalui 3 Program
pokok dan 4 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Bima Dompu Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1.
Pengembangan &
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa & Jaringan
Pengairan
Lainnya

Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahankan
jaringan irigasi

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi

Pemeliharaan
Rutin Swakelola
Jaringan Irigasi
Bima Dompu

12.993 Ha

/ 9 DI

12.993  Ha

/ 91 DI

Pemeliharaan
berkala Jaringan
Irigasi  Pulau
Bima Dompu

1 DI /

1.050 Ha

1 DI /

1.050 Ha

Dam Primitif yang
direhabilitasi 2 Dam 2 Dam

Jaringan irigasi
yang direhabilitasi 4 Lokasi 4 Lokasi

Konstruksi
Jaringan Irigasi
yang diadakan

8 Lokasi /
12.507 Ha

8 Lokasi /
12.507 Ha

Pengawasan
Rehabilitasi
Jaringan irigasi
yang disusun

3 Dokumen 3 Dokumen

2.
Pengembangan
Pengelolaan dan
Konservasi
Sungai, Danau
dan Sumber Daya
Air Lainnya

Meningkatkan dan
mempertahankan
kualitas dan
kapasitas air
baku.

Pemeliharaan
& rehabilitasi
embung dan
bangunan
penampung
air lainnya

Operasional
pemeliharaan
Embung Bima
Dompu

78 Unit 78  Unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Jaringan irigasi
yang direhabilitasi

7 Embung 7 Embung

3.
Pengendalian
Banjir

Mengurangi Luas
Daerah
Genangan Banjir

Rehabilitasi
Dan
Pemeliharaan
Bantaran Dan
Tanggul
Sungai

Sungai yang
dinormalisasi /
rehabilitasi

5 Sungai
/ 1.235 M

5 Sungai
/ 1.235 M

Tebing Sungai
yang diperkuat

8 Sungai
/ 1.235 M

7 Sungai
/ 1.235 M

Operasi dan
Pemeliharaan
Sungai

Bantaran sungai
yang dipelihara 1 Dokumen 1 Dokumen

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

4.1.7 UPTD Balai Informasi Sumber Daya Air (BISDA)

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Informasi Sumber Daya Air (BISDA) melalui 1 program pokok dan 2 kegiatan,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Informasi Sumber Daya Air

(BISDA) Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1.
Pengembangan
Pengelolaan
dan Konservasi
Sungai, Danau
dan Sumber
Daya Air
Lainnya

Meningkatkan dan
mempertahankan
kualitas dan
kapasitas air baku.

Pengembangan
pelayanan
hidrologi
mendukung
konservasi
sumber daya air

Neraca Air WS
Sumbawa dan
WS Bima
Dompu
(WISMP) yang
disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Bankful
capactity sungai
yang di ukur.

6 Sungai 6 Sungai

Gis, Tim
Informasi dan
Web yang
dikembangkan

1 WS 1 WS

Pengukuran
Parameter
Hidrolik Sungai

1 WS 1 WS

Pengelolaan
pelayanan
hidrologi
mendukung
pendayagunaan
sumber daya air

Kertas grafik/
bahan
operasional Pos
Hidrologi yang
diadakan

57 Pak, 8
Roll

57 Pak, 8
Roll

Kalibrasi Rating
Curve Sungai
pada Pos AWLR
yang dipelihara

2 WS 2 WS
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Perencanaan
Detail Desain
Pembanguna
Pos AWLR yang
disusun

2 Pos 2 Pos

Pemasangan
Peralatan Pos
Hidrologi yang
diadakan

8 Pos 8 Pos

Suku cadang
peralatan pos
hidrologi yang
di adakan

49 Pos 49 Pos

Pos AWLR
Kokok Putih
yang dibangun

1 Unit 1 Unit

Pos AWLR
yang di
rehabilitasi

2 Pos 2 Pos

Pos ARR yang
di relokasi

1 Pos 1 Pos

Pemasangan
papan nama
Pos hidrologi
yang di adakan

24 Pos 24 Pos

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

4.1.8 UPTD Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi melalui 2 program pokok dan
3 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.61
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pemberdayaan dan Pengawasan

Jasa Konstruksi Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengaturan
Jasa Konstruksi

Meningkatnya
Kualitas
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana

Sosialisasi Dan
Desiminasi
Peraturan
Perundang –
Undangan Jasa
Konstruksi Dan
Peraturan Terkait
Lainnya

Peserta
sosialisasi dan
Desiminasi

45 orang 45 orang

2.
Pengawasan
Jasa Konstruksi

Meningkatnya
Efektivitas
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana

Fasilitasi Jasa
Konstruksi
Daerah (FJKD)

Forum Jasa
Konstruksi yang
di Fasilitasi

50 Orang 50 Orang

Pelatihan uji
Kopetensi dan
keberhasilan
Kontruksi

Peserta
pelatihan uji
Kopetensi

300 Orang 300 Orang

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014
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4.1.9 UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi

Urusan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai
Pengujian Material Konstruksi melalui 1 program pokok dan 2 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi

Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1.
Pengembangan
pelayanan Jasa
pengujian

Meningkatnya
Kualitas
material
konstruksi

Pengujian bahan
bangunan

Bahan uji
laboratorium berupa
Assesmen akreditasi
paket A

1 kali 1 kali

Uji banding antar
laboratorium yang
dilaksanakan

1 kali 1 kali

Alat laboratorium
yang di kalibrasi,
perbaikan, dan
Sparepart pengujian
diperlihara

1 kali 1 kali

Pengujian
kualitas air Bahan kimia yang

diadakan
15 Jenis 15 Jenis

Jasa uji banding yang
dilaksanakan 1 kali 1 kali

Peralatan laboratorium
yang diadakan :
- Spektrophotometer -

UV-Vis utk kulaitas
air

- Incubator
- Oven Kapasitas 30 ltr
- Jumbo display
- Termometer Digital

1 unit

1 unit
1 unit
4 unit
3 unit

1 unit

1 unit
1 unit
4 unit
3 unit

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan
Umum Pembangunan jalan, jembatan pengairan tersebut masih menghadapi
beberapa permasalahan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.63
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

PERMASALAHAN SOLUSI

Penanganan pemeliharaan rutin jalan dan
irigasi sering terlambat ditangani akibat
sistem penganggaran harus mengacu pada
kegiatan yang tercantum pada DPA

Mengusulkan kepada TAPD perlunya alokasi
dana cadangan untuk penanganan pekerjaan
yang bersifat mendesak/darurat.

Masih terjadi pelaksanaan konstruksi yang
belum memiliki dokumen perencanaan
(DED) sehingga seringkali mengakibatkan
keterlambatan dalam pelaksanaan fisik.

Mengupayakan secara bertahap untuk
menyelesaikan perencanaan teknis (DED)
setahun sebelum pelaksanaan konstruksi.

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014
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5. Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang yang diselenggarakan pada Dinas Pekerjaan Umum
melalui 3 program pokok dan 4 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Perencanaan
Tata Ruang

Meningkatkan
Efektifitas Dan
Efisiensi
Pembangunan Di
Bidang Tata
Ruang

Penyusunan
Rencana
Detail Tata
Ruang
Kawasan

Perencanaan RTR
KSP Senggigi-Tiga
Gili yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

2. Pemanfaatan
Ruang

Meningkatkan
Efektifitas
Penataan
Kawasan

Fasilitasi
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
Pemanfaatan
Ruang.

Peserta rapat
koordinasi

Hasil rapat
koordinasi
pemanfaatan
ruang

30 Orang

1 laporan

30 Orang

1 laporan

Pengawasan
Pemanfaatan
Ruang

Hasil pengawasan

Peserta rapat
pengawasan

1 laporan

30 orang

1 laporan

30 orang

3. Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang

Mengendalikan
pemanfaatan
ruang melalui
peningkatan
kinerja PPNS di
dlm Penataan
Ruang

Fasilitasi
Pemberdayaan
PPNS Penataan
Ruang

Peserta rapat
koordinasi PPNS.

30 Orang 30 Orang

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Untuk mewujudkan kualitas penataan ruang pada kawasan strategis
provinsi diperlukan tertib penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkaitan
dengan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan pembinaan kepada
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dalam rangka
menjaga konsistensi antara rencana tata ruang dan implementasi.

Dalam kurun waktu 2014 berdasarkan hasil pengamatan PPNS tata ruang
setidaknya telah terjadi 19 indikasi pelanggaran tata ruang. Terhadap terjadinya
pelanggaran tersebut BKPRD telah melakukan upaya koordinasi dan sosialisasi
secara intensif kepada kabupaten/kota guna mencegah kemungkinan terjadi
penyimpangan yang lebih banyak.

Dari 16 kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB, sampai tahun 2014 telah dapat
disusun rencana detailnya sebanyak tiga KSP, yaitu Mataram Metro, Alas-Utan,
dan Senggigi-Tiga Gili. Selain itu dilakukan pula fasilitasi penyusunan rencana
detail tataruang kawasan perkotaan pada seluruh kabupaten/kota se NTB.
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Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Penataan
Ruang tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.65
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih terjadi pelanggaran pemanfaatan  ruang
yang berakibat pada menurunnya produktifitas
kawasan, keberlanjutan fungsi kawasan dengan
potensi terjadinya bencana akibat alih fungsi
lahan

Sosialisasi, pembinaan dan publikasi terkait
dengan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan
peraturan daerah.

Lemahnya penegakan hukum bidang tata ruang. Mengupayakan penegakan hukum secara
konsisten melalui peningkatan kapasitas dan
jumlah PPNS tata ruang serta pelibatan
masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

6. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan urusan
perencanaan pembangunan dengan melaksanakan 6 program pokok dan 20
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengembang

an Data /
Informasi

Meningkatnya
Kualitas Dan
Kuantitas
Data/Informasi

Menyusun
Profil Daerah

Peta sosial
berbasis WEB di
Prov. NTB yang
tersedia

10 Desa 10 Desa

2. Kerjasama
Pembangunan

Meningkatkan
efektivitas
Kerjasama
pembangunan

Fasilitasi
kerjasama
dengan dunia
usaha /
lembaga

Buku Nusa
Tenggara Barat
Dalam Angka
Tahun 2013 yang
dicetak

200 buku 200 buku

Buku Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB)
Provinsi NTB
Tahun 2013 yang
dicetak

200 buku 200 buku

Indek
Pembangunan
Regional Prov.
NTB  Tahun 2013
yg disusun

1 Dokumen 1 Dokumen



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.84 LKPJ GUBERNUR 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Tabel Input-
Output Provinsi
NTB Tahun 2014
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Analisis Tingkat
Kemiskinan dan
Karakteristik
Penduduk Miskin
Provinsi NTB
Tahun 2013 yang
disusun

1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan
Indikator
Kesejahteraan
Rakyat Provinsi
NTB tahun 2013
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Indeks
Pembangunan
Gender Provinsi
NTB Tahun 2013
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Kajian Nilai Tukar
Petani di Provinsi
NTB Tahun 2013
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

3. Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Meningkatkan
Kualitas
Rencana
Pembangunan
Daerah

Pengembangan
partisipasi
masyarakat
dalam
perumusan
program dan
kebijakan
layanan publik

Laporan hasil
Rapat Kerja
Bappeda Kab/kota
se NTB yang
dicetak

15 buku 15 buku

Laporan hasil
Forum SKPD
Provinsi NTB yang
dicetak

15 buku 15 buku

Laporan
pelaksanaan Pra
Musrenbang
Provinsi NTB yang
dicetak

15 buku 15 buku

Peserta Bimtek
proses
penyusunan
LAKIP SKPD

75 orang 75 orang

Peserta Workshop
Pengembangan
Kerjasama
Pemerintah
dengan Swasta

90 orang 90 orang

Penyusunan
rancangan
RKPD

Buku RKPD
Provinsi NTB
Tahun 2013 yang
dicetak

75 buku 75 buku

Penyelenggara
raan
musrenbang
RKPD

Rencana
Pembangunan
Daerah yg disusun

1 dokumen 1 dokumen
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Musrenbang RKPD
Provinsi NTB
Tahun 2015 yang
dicetak

15 Buku 15 Buku

Bahan
Musrenbangnas
yang disusun

25 Buku 25 Buku

Peserta
Musrenbang RKPD
Provinsi NTB
Tahun 2015

650 Orang 650 Orang

Koordinasi
penyusunan
laporan kinerja
Pemerintah
Daerah

Buku Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP) Bappeda
Provinsi NTB
Tahun 2013 yang
dicetak

20 buku 20 buku

Koordinasi
penyusunan
laporan
keterangan
pertanggungja
waban (LKPJ)

Buku Laporan
Keterangan
Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Tahun 2013 yang
dicetak

200 Buku 200 Buku

Monitoring,
evaluasi,
pengendalian
dan pelaporan
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah

Dokumen Evaluasi
UKP-PPP Tahun
2014 (4 triwulan)
yang dicetak

60 buku 60 buku

Dokumen Evaluasi
Capaian Program
Prioritas RPJMD
2013 - 2018
Semester I dan II
yang dicetak

60 buku 60 buku

Dokumen
Progress Report
Kinerja Program
Unggulan NTB
Semester II
Tahun 2013,
Kinerja RPJMD
NTB 2014 - 2018
(Triwulan I,II,III
Tahun 2014) yang
dicetak

60 buku 60 buku

Penyusunan
rancangan
KUA dan PPAS

Dokumen KUA
Perubahan TA
2014 yang dicetak
(draft awal, akhir
& final @75 buku)

225 Buku 225 Buku
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Dokumen PPAS
Perubahan TA
2014 yang dicetak
(draft awal, akhir
dan final @75
buku)

225 Buku 225 Buku

Dokumen KUA TA
2015 yang dicetak
(draft awal, akhir
dan final @75
buku)

225 Buku 225 Buku

Dokumen KUA TA
2015 yang dicetak
(draft awal, akhir
dan final @75
buku)

225 Buku 225 Buku

Dokumen PPAS
TA 2015 yang
dicetak (draft
awal, akhir dan
final @75 buku)

225 Buku 225 Buku

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Buku  Laporan
Tahunan Bappeda
Provinsi NTB
Tahun 2013 yang
dicetak

20 Buku 20 Buku

Dokumen
Rencana Kerja
Bappeda Provinsi
NTB Tahun 2015
yang dicetak

20 Buku 20 Buku

DPPA Bappeda
Provinsi NTB TA
2014 yg dicetak

20 Buku 20 Buku

DPA Bappeda
Provinsi NTB TA
2015 yg diceta

20 Buku 20 Buku

Dokumen
Penyelarasan
RPJMD 2014 -
2018 dengan
Rencana Strategis
(Resntra)
Bappeda Provinsi
NTB Tahun 2014 -
2018 yang
diselaraskan

20 Buku 20 Buku
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Sosialisasi /
publikasi
perencanaan
pembangunan
daerah

Sosialisasi/publika
si melalui media
cetak (Lombok
Post)

1 kali 1 kali

Sarana dan
prasarana
sosialisasi/publika
si yang diadakan :

- Spanduk
- Baliho
- Umbul-umbul
- Bendera merah

putih uk.200 x 130
cm.

- Bendera merah
putih uk.100 x 60
cm.

- Gapura kegiatan
17 Agustus

46 buah
15 Buah
25 Buah
4 Buah

50 Buah

1 Kegiatan

46 buah
15 Buah
25 Buah
4 Buah

50 Buah

1 Kegiatan

Pengembanga
n sistem
informasi
perencanaan
pembangunan
daerah

Peserta
kabupaten/kota
sosialisasi Perda
No 2 Tahun 2014
tentang RPJMD
2013 - 2018

20 Orang 20 Orang

Peserta provinsi
sosialisasi Perda
No 2 Tahun 2014
tentang RPJMD
2013 - 2018

60 Orang 60 Orang

Sistem Aplikasi
RKPD Online yang
tersedia

1
software/apli

kasi

1
software/apli

kasi

Sinkronisasi
dokumen
RPJMD
Provinsi NTB

Renstra SKPD
yang telah
diselaraskan
dengan RPJMD
Provinsi NTB

44 dokumen 44 dokumen

RPJMD Kab/Kota
yang telah
diselaraskan
dengan RPJMD
Provinsi NTB

3 kab/kota 3 kab/kota

Laporan
pelaksanaan
sinkronisasi
RPJMD Provinsi
NTB dengan
RPJMD Kab/Kota
yang dicetak

10 buku 10 buku

Laporan pelaks.
sinkronisasi
RPJMD Provinsi
NTB dgn Resntra
SKPD Prov. NTB
yang dicetak

10 buku 10 buku
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
4. Perencanaan

Pembangunan
Ekonomi

Meningkatkan
Kualitas
Rencana
Pembangunan
Ekonomi

Penyusunan
Perencanaan
Pengembangan
Ekonomi
Masyarakat

Buku saku
database bidang
Ekonomi yang
dicetak

600 Buku 600 Buku

Booklet
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan yang
dicetak

300
eksemplar

300
eksemplar

Laporan
Pelaksanan
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
yang dicetak

10 Buku 10 Buku

Laporan tahunan
DBHCHT Provinsi
NTB yang dicetak

10 Buku 10 Buku

Peserta rakor
penanggulangan
kemiskinan

120 orang 120 orang

Peserta rapat
DBHCHT

90 orang 90 orang

Peserta rapat
subdit Pertanian &
Kelautan

200 Orang 200 Orang

Peserta rapat
penyusunan buku
saku database
bidang ekonomi

40 orang 40 orang

Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Ekonomi

Database indikator
capaian target
MDGS di Provinsi
NTB yang dicetak

25 buku 25 buku

Laporan tahunan
pencapaian MDGs
di Provinsi NTB
yang dicetak

25 buku 25 buku

Dokumen
Rencana
Pengembangan
Ekonomi NTB
2014 - 2018 yang
disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Peserta Forum
Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES)
Provinsi NTB

30 orang 30 orang

Peserta Rakor
PNPM PISEW

50 orang 50 orang

Peserta Rakor
Penyusunan
Rencana SKPD
tentang MDGs

60 orang 60 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Peserta rapat
tahunan
pencapaian MDGs

30 orang 30 orang

Peserta rapat
PNPM PISEW

60 orang 60 orang

Peserta rakor
kegiatan industri
dan keuangan

40 orang 40 orang

Peserta rapat
kegiatan evaluasi
capaian indikator
MGDs

60 orang 60 orang

Peserta rapat
Pengembangan
Ekonomi Lokal
(PEL)

60 orang 60 orang

Peserta Rapat
Forum Bumdes

60 orang 60 orang

5. Perencanaan
sosial
budaya

Meningkatnya
Kualitas
Rencana sosial
dan budaya

Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan

Peserta rapat
bidang
Pemerintahan

200 Orang 200 Orang

Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Sosial Bidang
Kesra

Dokumen evaluasi
Kinerja Gerakan
3A yang dicetak

10 Buku 10 Buku

Map bidang
Perencanaan
Pembangunan
Sosial yang
dicetak

250 buah 250 buah

Peserta Workshop
Program Aksi
Seribu Hari
Pertama
Kehidupan
(ASHAR)

100 orang 100 orang

Peserta Workshop
Program Bersih
Lingkungan dan
Sanitasi
(BERLIAN)

60 orang 60 Orang

6. Perencanaan
Prasarana
Wilayah dan
Sumber
Daya Alam

Meningkatnya
kualitas
rencana
pembangunan
prasarana
wilayah dan
SDA

Koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang
Prasarana
Wilayah

Peserta rakor
perencanaan
bidang prasarana

300 Orang 300 Orang

Peserta rakor
perencanaan
bidang perumahan
dan sanitasi

300 Orang 300 Orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Koordinasi
Perencanaan
Tata Ruang
dan SDA

Leaflet Geopark
Rinjani yang
dicetak

500 Lembar 500 Lembar

Buku saku
Geopark Rinjani
yang dicetak

500 Buku 500 Buku

Peserta seminar
Geopark Rinjani
sebagai Geopark
Dunia

75 Orang 75 Orang

Peserta seminar
Penyusunan
Finalisasi
Ranperda KSP
Agropolitan Alas
Utan

60 orang 60 Orang

Peserta sosialisasi
Geopark Rinjani
sebagai Geopark
Dunia

150 Orang 150  Orang

Peserta workshop
Tambora sebagai
Taman Nasional

100 Orang 100  Orang

Peserta Bimtek
SOP Mekanisme
Pelaksanaan/Peny
elenggaraan
Penataan Ruang

60 orang 60 Orang

Dokumen kajian
evaluasi Perda
RTRW Provinsi
NTB

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen KLHS
KSP Agropolitan
Alas Utan

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Album
Peta KSP
Agropolitan Alas
Utan

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen
identifikasi bahan
- bahan
penyusunan
Dossier Geopark
Nasional Tambora

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen finalisasi
Dossier Geopark
Rinjani menuju
Geopark Dunia

1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi
Pembinaan
dan
Pengendalian
WISMP II
(Water
Irrigation

Peserta Rapat
Koordinasi dan
Sinkronisasi
WISMP II

40 orang 40 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
System
Management
Project II)

Peserta Rakor
PPMU dan PPIU

50 orang 50 orang

Peserta Rapat
Penyusunan Profil
KPI dan Succes
Story WISMP II

50  orang 50 orang

Peserta kegiatan
PSETK

35 orang 35 orang

Peserta Pelatihan
TPM Program
WISMP II

50 orang 50 orang

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2014

Pada tahun 2014 dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional dan menjadi
indikator dalam RPJMD 2013-2018 target 3 dokumen, pencapaian indikator
tersebut antara lain dokumen perencanaan MDGs, dokumen RKPD dan 3
dokumen lainnya berada di Biro Keuangan tentang (Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah), Biro Pemerintahan (Laporan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah) dan Biro Organisasi (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Kerjasama dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah
upaya yang dilakukan untuk mendorong pihak – pihak yang memiliki potensi dan
sumber daya untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Pemerintah Provinsi NTB. Bappeda Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan
berbagai pihak baik dalam bentuk pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana
serta penyusunan dokumen. Menjaga komitmen dalam penyelenggaraan
kerjasama tersebut tidak lepas dari dukungan regulasi dan kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, sehingga mengikat para pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan kerjasama tersebut. Kerjasama yang
diselenggarakan antara lain dalam bentuk :

1. Naskah kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi NTB dan Deutsche Gesellschaft fuer Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH/Regional Economic Development Program (RED)
Nomor: 193/5381/03-Bappeda dan Nomor: 25/RED/PA/11.12. Dengan kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain: Pelatihan pengembangan
desain bagi para desainer, Pendampingan penyiapan partisipasi pada pameran
dagang dengan konsep inovasi kerajinan, Pendampingan pembentukan dan
pengelolaan kelompok usaha/koperasi usaha, Studi Banding utk membantu
stakeholders dalam memahami, Pembenahan pelayanan Kantor Pelayanan
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Perijinan Terpadu (OSS), Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal bagi SKPD
terkait (Provinsi, Kota Mataram dan Lombok Barat), Pelatihan “capacity work”
bagi counterpart GIZ RED, Pelatihan website produk gerabah bagi pengrajin
dan pengurus Koperasi Pasar Seni di Banyumulek, Penguatan kepariwisataan
berkelanjutan, dan Penguatan kaitan antar sector pariwisata dengan pertanian.

2. Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi NTB, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Badan Lingkungan
Hidup dan Penelitian Provinsi NTB dan Badan Geologi Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dengan nomor MoU atau Perjanjian
Kerjasama yaitu: 74/PKS/Bappeda/2013; 546 /917/ Distamben/ 2013;415.4/
289.a/Budpar-IV/2013; 814/379/III/BLHP/2013; 2938/05/BGL/2013. Kebijakan
yang dikeluarkan dalam perjanjian kerjasama ini adalah penelitian, penyidikan
dan pengembangan kawasan budidaya dan lindung geologi. Kegiatan yang
dihasilkan dari perjanjian kerjasama ini pada tahun 2014 adalah : sosialisasi
Geopark Rinjani-Lombok melalui Workshop dan Seminar, terkirimnya Dossier
Rinjani sebagai Geopark Dunia ke UNESCO dan tersebarnya informasi Geopark
Rinjani-Lombok melalui signboard pada geosite.

3. Nota Kesepahaman antara Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account
– Indonesia, Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kab. Lombok Utara,
Pemerintah Kab. Lombok Tengah dan Pemerintah Kab. Lombok Timur. Dengan
nomor perjanjian kerjasama MCA Nomor: 03/MWA.1/P.2/III/2014,
04/MWA.1/P.2/III/2014, 05/MWA.1/P.2/III/2014 dan Pemerintah Provinsi NTB
Nomor: 050.C/129/KESDA, 050.B/129/KESDA, 050.A/129/KESDA. Kebijakan
dari nota kesepahaman ini adalah persiapan dan pelaksanaan Program
Compact Proyek Kemakmuran Hijau dengan kegiatan yang dilakukan pada
tahun 2014 antara lain fasilitasi rapat koordinasi ditingkat Provinsi dan fasilitasi
penyusunan Peraturan Gubernur Pembebasan Pajak Daerah. Sedangkan hasil
yang diperoleh tahun 2014 adalah terbentuknya Tim Koordinasi Daerah.

4. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat dengan nomor: PHD-108/PK/2012. Dari perjanjian ini
pemerintah daerah Provinsi NTB menyediakan dana sharing untuk membiayai
peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan pengelolaan
irigasi partisipatif yang merupakan kewenngan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Hasil kegiatan yang diperoleh pada tahun 2014 adalah Rapat
koordinasi dan sinkronisasi WISMP II, Rapat koordinasi PPMU dan PPIU,
Kegiatan PSETK, dan Pelatihan TPM Program WISMP II.

5. Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi NTB dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia,
Nomor : 050/2130/02-Bappeda tanggal 1 September 2014. Perjanjian
kerjasama ini ditujukan untuk pengelolaan Pusat Data Daerah “Bale Ite”
Provinsi NTB dengan ruang lingkup kerjasama : Operasional pelayanan untuk
umum di Pusat Data Daerah “Bale Ite” Provinsi NTB, Pembiayaan terhadap
operasional dan kegiatan di Pusat Data Daerah “Bale Ite” Provinsi NTB,
Pelaporan pelaksanaan operasional Pusat Data Daerah “Bale Ite” Provinsi NTB.



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.93 LKPJ GUBERNUR 2014

Pemerintah Provinsi NTB terus bersinergi dengan lembaga NGO termasuk
United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam
implemntasi  program, fokus pada perlindungan anak, air dan sanitasi/
penyehatan lingkungan. Dukungan program UNICEF tahun 2014 untuk daerah
NTB antara lain :
1. Penyusunan draft Raperda Pemerataan Akses Air Bersih di NTB, diharapkan

mampu mengatasi permasalahan air bersih/air minum di daerah NTB.
2. Workshop sistem monitoring dan evaluasi program air minum dan penyehatan

lingkungan (AMPL).
Program prioritas lainnya yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2014

adalah Generasi Emas, dimana program ini dimulai sejak tahun 2013 dan akan
berakhir tahun 2025 dengan tujuan lahirnya generasi unggul. Implementasi
program ini melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Penguatan Tim Koordinasi GEN (SK Gubernur, Februari 2014) dan

pembentukan Sekretariat GEN.
2. Workshop untuk menyusun konsep GEN, Pemantapan PUP dan PAUD.
3. Sosialisasi GEN di Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok.
4. Rapat-rapat teknis untuk menyusun kurikulum PARANA, PAUD, Data dan

Koperasi.
5. Pengadaan peralatan, bahan untuk Sekretariat GEN.
6. Monev kegiatan di 2 Kabupaten contoh (Lombok Tengah dan Lombok Timur).

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 yang
ditetapkan pada bulan Februari tahun 2014, Bappeda memiliki 2 (dua) Indikator
Kinerja yaitu Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB
Satu Data) dan dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan
pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional. Jumlah masyarakat yang
mengakses RKPD Online dan NTB Satu Data sepanjang tahun 2014 tercatat 25.096
orang, jauh melampaui target 2014 sebanyak 10.000 orang.

Untuk dokumen perencanaan, pada tahun 2014 Bappeda Provinsi NTB
berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara terbaik III yang merupakan
Penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berprestasi
di bidang dokumen perencanaan pembangunan dengan penilaian meliputi :
1. Konsistensi perencanaan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan

daerah.
2. Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Inovasi proses perencanaan serta kebijakan/program pembangunan.

Ditahun yang sama Provinsi NTB memperoleh penghargaan MDGs yang secara
langsung diserahkan kepada Gubernur NTB oleh Presiden RI, yakni pada kategori:
1. Terbaik I pada kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2011-2013

(Diberikan kepada 3 provinsi terbaik yang menunjukkan laju pencapaian MDGs
yang tinggi pada tahun 2011-2013)
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2. Peraih Penghargaan MDGs Untuk Provinsi Terbaik Dengan Pencapaian
Indikator MDGs Terbanyak 2011-2013. Penghargaan tersebut diberikan atas
dasar pencapaian 12 indikator yang meliputi: Persentase penduduk yang hidup
di bawah garis kemiskinan nasional, Indeks kedalaman kemiskinan, Proporsi
penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (<1400
kkal/kapita/hari), Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah (SMP/MTs),
Rasio APM perempuan/laki di sekolah menengah, Kontribusi perempuan dalam
pekerjaan upahan di sektor non pertanian, Persentase anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak, Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan
terlatih, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49,
cara modern, Case Detection Rate Tuberculosis, Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap air minum layak, dan Sanitasi Layak.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, terkait urusan perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.67
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan Solusi
Masih terjadinya ketidak terpaduan antara
rencana sektoral dan rencana wilayah

Mengembangkan diskusi pembangunan dan
Forum Musyawarah Pembangunan dengan
berbasis Isu Strategis

Keterlambatan penyampaian usulan program
pembangunan daerah

Mengembangkan RKPD Online

Masih lemahnya sinkronisasi data-data
pembangunan untuk keperluan perencanaan

Pembangunan Bale Ite

Masih terbatasnya SDM Perencana Diklat Perencana Fungsional dan Teknis bagi
aparat Bappeda

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2014

7. Perumahan

Urusan Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui 1
program pokok dan 3 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1 Pengembangan
Perumahan

Meningkatkan
kuantitas
perumahan
layak huni

Fasilitasi dan
stimulasi
pembangunan
perumahan
masyarakat
kurang
mampu

Sarana dan
Prasarana yg
dibangun :

- Pengaspalan
jalan lingkungan

- Rabat jalan
lingkungan

17,600 m

17.600 m

17,600 m

17.600 m

- Saluran
Lingkungan

20.000 m 20.000 m
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

- MCK Komunal 4 unit 4 unit

Perumahan
Layak Huni yang
dibangun

1000 Unit 1000 Unit

Hasil
Pengawasan
jalan lingkungan

4 Dokumen 4 Dokumen

Hasil
Pengawasan
saluran
lingkungan

4 Dokumen 4 Dokumen

Finalisasi Data
base Perumahan
tdk layak huni 1 Dokumen 1 Dokumen

Fasilitasi &
verifikasi
perbaikan
rummah tidak
layak huni

1 Dokumen 1 Dokumen

Pembangunan
sarana dan
prasarana
rumah
sederhana
sehat

Peningkatan
Jalan Lingkungan
yang dibangun

59 Paket 59 Paket

Lingkungan
Permukiman
yang ditata

38 Paket /38
Lokasi

38 Paket /38
Lokasi

Talud desa yang
dibangun

2 Unit 2 Unit

Rencana saluran
perumahan yang
disusun

10 Dokumen 10 Dokumen

Hasil
Pengawasan
jalan lingkungan

9 Dokumen 9 Dokumen

Monitoring
dan evaluasi
pelaporan

Hasil monitoring
dan Evaluasi
yang disusun

40 Buku 40 Buku

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang menjadi indikator utama dalam
RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sebagaimana tabel berikut.

Tabel  4.69
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Perumahan

Tahun 2013 – 2014

INDIKATOR KINERJA
DAERAH

SATUAN 2013 2014

TARGET REALISASI
Penanganan Rumah Tidak

Huni
Unit 21.471 1.000 1.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014
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Dari 286.287 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di kabupaten kota se
NTB pada tahun sebelumnya telah ditangani dengan pola stimulan. Sedangkan
pada tahun 2014 melalui Dinas Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan pola
pembangunan baru yang di prioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni
bagi masyarakat yang sangat miskin dengan criteria dan persyaratan yang sudah
ditentukan. Capaian penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 1.000 unit
rumah pada tahun 2014 per Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel berikut.

Tabel  4.70
Data Penanganan Perumahan Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

NO. KABUPATEN/KOTA SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI

1. Kota Mataram Unit 7.096 25 25
2. Lombok Barat Unit 43.683 153 153
3. Lombok Tengah Unit 72.194 252 252
4. Lombok Utara Unit 13.867 48 48
5. Lombok Timur Unit 77.194 270 270
6. Sumbawa Barat Unit 4.270 15 15
7. Sumbawa Unit 27.584 96 96
8. Dompu Unit 15.900 55 55
9. Bima Unit 22.436 79 79
10. Kota Bima Unit 2.063 7 7

Jumlah 286.287 1.000 1.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014

Dari berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan
Perumahan, masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.71
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Perumahan

PERMASALAHAN SOLUSI

Beberapa Kabupaten / Kota membuat
usulan penerima bantuan pada lokasi
tersebar dan tidak dalam satu kawasan
sehingga memerlukan waktu yang cukup
lama untuk menjangkau lokasi tersebut

Dengan kondisi rumah yang ada di
Provinsi NTB memiliki bentuk dan karakter
yang bervariasi sehingga dalam
pelaksanaan kesulitan mengadopsi dalam
bentuk dan desain yang sejenis khususnya
tipe bangunan.

Belum terkoordinasi dan terintegrasinya
dengan baik pengembangan perumahan
antara Kabupaten/Provinsi dengan pusat

Perlunya penuntasan penanganan dalam satu
kawasan terhadap pembangunan RTLH agar
penyelesaian kegiatan lebih tampak hasilnya.

Konsep perencanaan desain rumah adalah
“Rumah Tumbuh“ sehingga memudahkan
penerima bantuan untuk mengembangkan
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
setempat.

Meningkatkan Koordinasi dan integrasi antara
Kab/Provinsi dengan pusat

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2014
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8. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui 4 program pokok dan 8 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda

Meningkatkan
Peran Serta
Pemuda Dalam
Pembangunan

Pengembangan
Kelompok Pemuda
Dan Keterampilan

Peserta Seleksi,
Paskibraka .

34 orang 34 orang

Peserta
Pemantapan
Paskibraka
tingkat Provinsi
dan Nasional

28 orang 28
orang

Pengembangan
kelompok Pemuda
Pelopor

Peserta Seleksi
Pemilihan
Pemuda
Pelopor

4 orang 4 orang

Pengadaan
pakaian batik
peserta
pemilihan
pemuda
pelopor

4 stel
4 orang

4 stel
4 orang

Kelompok
pemuda
wirausaha yang
mendapatkan
penghargaan
dalam bentuk
uang

5
kelompok

5 kelompok

2. Pembinaan dan
Peran Serta
kepemudaan

Meningkatkan
Kualitas
Pemuda Dalam
Pembangunan

Pembinaan
organisasi
kepemudaan

Jumlah Pemuda
yang mengilkuti
pelatihan
kepemimpinan
pemuda
khususnya
siswa
SLTA/OSIS

40 orang 40 orang

Pertukaran
pemuda antar
Negara (PPAN)
dan antar provinsi
(PPAP)

Peserta Seleksi
PPAN yang
mengikuti
seleksi

50 orang.
10

kab/kota

50 orang, 10
kab/kota

Pembinaan
kepramukaan

Peserta team
andalan daerah

29 orang 29 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Jumlah peserta
yang mengikuti
puslitbangda

50 orang 50 orang

Jumlah peserta
yang mengikuti
rakerda

60 orang 60 orang

Laporan hasil
rakerda

1 laporan 1 laporan

Jumlah peserta
yang mengikuti
Musda Gerakan
Pramuka 2014

60 orang 70 orang

Laporan Musda 1 laporan 1 laporan

Buku panduan
musda gerakan
pramuka
kwarda NTB
2014 yang
dicetak

70 buku 70 buku

Renstra kwarda
2014-2019
yang dicetak

70 buku 70 buku

Buku tatib
musda gerakan
pramuka 2014
yang dicetak

70 buku 70  buku

Undangan
rakerda kwarda
yang dicetak

200
lembar

200 lembar

Baju kaos dan
topi kegiatan
yang diadakan

160 buah 160 buah

3. Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olah Raga

Meningkatkan
Intensitas
Masyarakat
Dalam Ber-
Olahraga

Penyelenggaraan
kompetisi olahraga

Atlet
berprestasi
yang
berkompetisi di
tingkat provinsi

430 orang
Kompetisi
Tk. Prov,
840 orang
POPDA, 95
orang TC
POPWIL ,
total
11 cabor
(tenis
meja,
tenis
lapangan,
sepak
bola,
basket,
bulutangki
s, atletik,
volly
pantai,
karate,

430 orang
Kompetisi
Tk. Prov,
840 orang
POPDA, 95
orang TC
POPWIL ,
total
11 cabor
(tenis meja,
tenis
lapangan,
sepak bola,
basket,
bulutangkis,
atletik, volly
pantai,
karate,
taekwondo,
takraw dan
tinju)
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

taekwond
o, takraw
dan tinju)

Trophy/hadiah
bagi POPDA,
POPWIL, dan
POPWIL TC
yang diadakan

104 buah 104 buah

Perlengkapan
kontingen
kompetisi
olahraga
nasional yang
diadakan

150 orang
5 jenis

150 orang
5 jenis

Perlengkapan
kontingen
POWIL dan
POPDA yang
diadakan

5 jenis
dan
2 jenis

5 jenis dan
2 jenis

Peralatan
kegiatan
kompetisi OR
tingkat provinsi
yang diadakan

1 paket 1 paket

Peralatan
POPDA yang
diadakan

20 jenis 20 jenis

Trophy/hadiah
bagi POPDA,
POPWIL, dan
POPWIL TC
yang diadakan

104 buah 104 buah

Pembinaan Olah
Raga yang
berkembang
dimasyarakat

Club sepakbola
yang diberikan
bantuan
pengadaan
kostum

2 club 2 club

4. Peningkatan
Sarana &
Prasarana Olah
Raga

Meningkatnya
Kualitas
Fasilitas Sarana
Dan Prasarana
Olah Raga

Peningkatan
Sarana &
Prasarana Olah
Raga

Pavin block
halaman yang
terpasang di
Halaman depan
gelanggang
pemuda

513 m2 513 m2

Mushalla PPLP
Mataram yang
di rehab

77,81m2
1 unit

77,81 m2
1 unit

Jalan
lingkungan
yang dilakukan
Pengaspalan
(Gelanggang
pemuda)

368,m 2
1 pkt

368.m2
1 pkt

Jaring futsal
yang disiapkan

1 set 1 set
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pembangunan
gudang
perlengkapan
yang tersedia

24 M² 24 M²

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. NTB, 2014

Dalam rangka pengembangan kelompok pemuda dan ketrampilan telah
dilakukan Seleksi  pengiriman dan pemantapan Paskibraka tingkat Provinsi dan
Nasional  dengan jumlah peserta 34 orang serta pemuda Pelopor sebanyak 4
orang.

Pemuda pelopor yang telah diseleksi di Bidang Pendidikan, Bidang Pangan,
Bidang Sosial Budaya/Pariwisata dan Sumber daya Alam mengikuti lomba pemuda
Pelopor di Tingkat Nasional dan berhasil meraih juara I pada Bidang Sosial
Budaya Pariwisata a.n M.Taufik Firdaos.S.Pd dari Lombok Tengah dan Juara
Harapan I Bidang Pendidikan an. Aang Kusnadi Yamin.S.Pd dari Lombok Timur.
Tujuan pemilihan Pemuda pelopor dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan
pemuda untuk berkreasi baik di tingkat Provinsi maupun di daerah asalnya.
Pemuda yang terpilih merupakan motivator bagi pemuda di bidang yang
dipeloporinya

Untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme, kesatuan dan persatuan dikalangan
generasi muda, melalui program Pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam
rangka meningkatkan kualitas pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan
potensi pemuda terhadap wawasan kebangsaan, pertukaran informasi terhadap
daerah pertukaran, memperluas jaringan kemitraan di bidang kepemudaan dan
keterampian di daerah maka tetap diupayakan melalui kegiatan pertukaran
pemuda antar Negara (PPAN) dan antar Provinsi (PPAP) yang diikuti oleh 50 orang
peserta. Sementara untuk kegiatan pertukaran pemuda antar Negara yang
dilaksanakan di tahun 2014 telah distribusikan ke 4 negara masing-masing 1 orang
ke Canada, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang. Pertukaran pemuda antar Negara
bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, pertukaran informasi
budaya, menjalin hubungan bilateral antar Negara..

Upaya meningkatkan prestasi atlet dalam kompetisi baik tingkat nasional
maupun partisipasi dityingkat internasional terus digalakkan, melalui program
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan sasaran guna meningkatkan
intensitas masyarakat dalam olahraga prestasi maka dilaksanakan melalui
penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) merupakan kegiatan pelajar dua
tahunan dalam membina prestasi olaharaga pelajar di kabupaten/kota. POPDA
juga sebagai ajang pencarian atlet berbakat untuk dibina pada sentra pembinaan
olahraga di NTB sehingga menjadi atlet andalan daerah pada event nasional dan
internasional. Kegiatan POPDA tahun 2014 diselenggarakan di Kota Mataram pada
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tanggal 20-25 Mei 2014. Adapun jumlah atlet yang mengikuti ajang ini sebanyak
621 orang (diluar official) dari 10 kabupaten dan kota se Provinsi NTB yang
meliputi tujuh cabang olahraga. Adapun hasil akhir dari kegiatan POPDA 2014
adalah Kota Mataram keluar sebagai juara umum dengan meraih 10 emas, 4 perak
dan 9 perunggu.

Sebagai tindak lanjut dari POPDA 2014, Pemerintah Provinsi NTB
menyelenggarakan pula kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) IV
tahun 2014 yang diselenggarakan di Kupang-NTT tanggal 11 sampai dengan 17
Oktober 2014 dimaksudkan sebagai media kompetisi yang dapat mengukur,
mengevaluasi dan meyeleksi hasil pembinaan olahraga pelajar di daerah guna
kompetisi lanjutan pada tingkat nasional. Jumlah cabang olahraga yang diikuti
dalam POPWIL IV sebanyak 8 cabang olahraga dengan 92 orang atlet. Provinsi
NTB berada pada peringkat ketiga pada POPWIL IV 2014 dengan memperoleh 2
medali emas, 4 medali perak dan 7 medali perunggu. Dari hasil POPWIL IV 2014
ini, Provinsi NTB mampu lebih banyak meloloskan cabang olahraga yang akan
diikuti dalam POPNAS XIII 2014 di Bandung yaitu cabang olahraga bola voli, bola
basket, pencak silat, tenis lapangan dan tenis meja. Perolehan medali dan prestasi
Atlet NTB tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.73
Data Prestasi Atlet Provinsi NTB 2014

NO TAHUN EVENT CABANG
OLAHRAGA EMAS PERAK PERUNGGU JUMLAH

MEDALI KETERANGAN

1. 2014 Nasional

Ateltik 11 5 6 22

Kejuaraan Nasional
antar PPLP di
Manado dan Kejurnas
PPLM di Jakarta serta
Kejuaraan PON
remaja di Jawa Timur

Bola Voly
Indoor
Putri

1 1 2

Kejuaraan Nasional
antar PPLP di
Mataram dan Pekan
Olahraga Wilayah IV
di Kupang NTT

Bola Voly
Indoor
Putri

2 2

Kejuaraan Nasional
antar PPLP di
Mataram dan Pekan
pelajar Olahraga
Wilayah IV di Kupang
NTT

Pencak
silat 3 3 4 10

Kejuaraan Nasional
antar PPLP di
semarang, Pekan
Olahraga Pelajar
Wilayah IV di kupang
NTT dan PON remaja
di Surabaya Jatim
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NO TAHUN EVENT CABANG
OLAHRAGA EMAS PERAK PERUNGGU JUMLAH

MEDALI KETERANGAN

Taekwondo 1 1 2 Kejuaraan Nasional
antar PPLP di kendari

Menembak 1 1 2
Kejuaraan PON
remaja di Surabaya
Jatim

Tenis
lapangan

Putri
1 1

Kejuaraan ‘Pekan
Olahraga Pelajar
Wilayah IV di kupang
NTT

Bola Basket
Putra 1 1

Kejuaraan ‘Pekan
Olahraga Pelajar
Wilayah IV di kupang
NTT

Jumlah 15 11 16 41

2. 2014 Internasio
nal

Voly Inddor
Putri 1 1

Ikut Partisipasi pada
ASEAN SCHOOL
GAME memperkuat
team Indonesia
dengan mengirimkan
1 orang atlet PPLP

Jumlah 1 1
Sumber : Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Prov. NTB, 2014.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan
dan Olahraga tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel  4.74
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan

Kepemudaan dan Olah Raga

PERMASALAHAN SOLUSI

Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan (16-30
tahun) terbatas.

Koordinasi dengan kabupaten/Kota, pusat dan
Lembaga Kepemudaan yang ada di daerah.

Tingkat kompetensi pelatih cabor masih juga
rendah dan terbatas ( bersertifikat Nasional).

Melatih dan mengirim pelatih untuk mengikuti
kualifikasi sertifikasi kepelatihan.

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. NTB, 2014

9. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang diselenggarakan pada Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu melalui 3 program pokok dan 13
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi

Terlaksananya
promosi dan
kerjasama
investasi yang
maksimal

Peningkatan
Fasilitasi
Kerjasama
Strategis
Antara
Usaha Besar,
Usaha Kecil
dan
Menengah

Matchmaking
UMKM daerah
dengan
pengusaha
luar negeri
dan dalam
negeri

10 UMKM/
10 MoU

10 UMKM/
10 MoU

Pengembang
an Potensi
Unggulan
Daerah

Informasi
Potensi
Unggulan
Daerah yang
diadakan

Bahan
promosi
proyek
investasi
Bandar dunia
“kayangan”
dan Kajian
mega
minapolitan
SAMOTA yang
disusun

1 master
DVD

1 master
DVD

Media
promosi
online Talk
Fusion yang
dibuat

1 software 1 software

Tas promosi
yang dicetak

750 buah 750 buah

Brosur/Leaflet
peluang
investasi yang
dicetak

1.000 lembar 1.000 lembar

Buku profil
investasi yang
dicetak

450
eksemplar

450
eksemplar

Koordinasi
antar lembaga
dalam
pengendalian
pelaksanaan
investasi
PMDN/PMA

Peserta rakor
pengendalian
pelaksanaan
investasi
tingkat
kab/kota se
Pulau
Lombok

75 orang 75 orang

Koordinasi
Perenc. dan
Pengemb
.Penanaman
Modal

Peserta Rakor
Bidang
Penanaman
Modal

50 orang 50 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Rancangan
Perda
Penanaman
modal yang
disusun

1 Ranperda 1 Ranperda

Peserta uji
publik
Raperda
Penanaman
Modal

60 orang 50 orang

Peningkatan
Koordinasi
dan
Kerjasama di
Bidang
Penanaman
Modal
dengan
Instansi
Pemerintah
dan  Dunia
Usaha

Peserta
investor
gathering
yang hadir

35 orang 35 orang

Peserta
koordinasi
kerjasama
pemerintah,
instansi
pemerintah
dan dunia
usaha

70 orang 70 orang

Laporan
inventarisasi
kerjasama
pemerintah
dengan
investor

1 laporan 1 laporan

Peningkatan
Kegiatan
Pemantauan
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

Laporan
perusahaan
yang  dibina
dan dalam
pengawasan

1 laporan/
375

perusahaan

1 laporan/
375

perusahaan

Peningkatan
Kualitas SDM
Guna
Peningkatan
Pelayanan
Investasi

Peserta diklat
perencanaan
dan kebijakan
pengelolaan
potensi
daerah

3 orang 3 orang

Penyelengga
raan
Pameran
Investasi

Pelaku usaha
peserta temu
bisnis

50 orang 50 orang

Pameran di
dalam negeri
bagi
pengusaha
yang diikuti

6 event
(Pameran

dlm negeri,
pameran ke

Jakarta,
GPID,

Roadshow/Te
mu Bisnis,

Promosi/kerja
sama

investasi luar
negeri)

6 event
(GPID 2 Kali,
Roadshow 2
kali, Expo
Potensi

Investasi,
Event NTB
Bersaing)
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

2. Peningkatan
Iklim
Investasi
dan Realisasi
Investasi

Terselenggara
nya pelayanan
perizinan
sesuai SOP
melalui PTSP

Memfasilitasi
dan
Koordinasi
Kerjasama
Dibidang
Ivestasi

Jumlah
perusahaan
bermasalah
dibidang
investasi yang
diselesaikan

15
perusahaan

15
perusahaan

Penyusunan
Sistem
Informasi
Penanaman
Modal di
Daerah

Database
informasi
Penanaman
Modal Dalam
Negeri/Penan
aman Modal
Asing yang
disusun

1 dokumen/
375

perusahaan

1 dokumen/
375

perusahaan

Penyederhan
aan
Prosedur
Perizinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Penanaman
Modal

Blanko/
formulir
aplikasi
perizinan
yang dicetak

15.000
lembar

15.000
lembar

Petugas PTSP
yang
difasilitasi

16 orang 16 orang

Peserta Diklat
PTSP/
SPIPISE

4 orang 4 orang

Jumlah
Pelayanan
perizinan /
Forum PTSP
di
Kabupaten/Ko
ta yang dibina

10 Kab/Kota 10 Kab/Kota

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan

Laporan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) yang
disusun

1 laporan 1 laporan

Laporan
Evaluasi
Pelaksanaan
PTSP yang
disususn

1 laporan 1 laporan

3. Program
Penyiapan
Potensi
Sumberday
a, Sarana
dan
Prasarana
Daerah

Tersedianya
informasi
potensi
sumberdaya,
sarana dan
prasarana
daerah

Kajian
Potensi
Sumberdaya
yang Terkait
dengan
Investasi

Hasil kajian
profil potensi
unggulan
daerah

1 kajian 1 kajian

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Provinsi NTB, 2014



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.106 LKPJ GUBERNUR 2014

Keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal diukur dengan
pertumbuhan investasi dan minat investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di dalam daerah. Jumlah izin
penanaman modal yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BKPM-PT) Provinsi NTB tahun 2014 untuk PMDN sebanyak
5 (lima) perusahaan dengan nilai rencana investasi yang tertera dalam izin sebesar
Rp.1.632.980.539.720,- lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebanyak
9 (sembilan) perusahaan dengan nilai rencana investasi Rp.2.230.646.078.251,-,
sedangkan untuk PMA sebanyak 110 Perusahaan dengan nilai rencana investasi
Rp.3.718.110.090.000,- atau setara US$.371.811.009,- (kurs 1 US$ = Rp.10.000,-)
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebanyak 39 perusahaan
dengan nilai rencana investasi sebesar Rp.114.436.500.000.000,- setara
US$.11.443.650.000,- (Kurs 1 US$ = Rp.10.000,). Jumlah perusahaan dan nilai
rencana investasi di Provinsi NTB tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.76
Jumlah Perusahaan dan Nilai Rencana Investasi PMDN dan PMA

Berdasarkan Sektor Tahun 2013-2014

NO URAIAN

INVESTASI

2013 2014

PMDN PMA PMDN PMA

1 Sektor Primer

 Perusahaan 3 - 4 4

 Nilai Investasi Rp.1.885.000.000.000,- - Rp.1.510.500.539.720,- US$.1.200.000

2
Sektor

Sekunder

 Perusahaan 1 1 1 2

 Nilai Investasi Rp.74.000.000.000,- US$. 15.000.000,- Rp.122.480.000.000,- US$. 11.450.000

3 Sektor Tersier

 Perusahaan 5 38 - 104

 Nilai Investasi Rp.271.646.078.251,- US$. 11.428.650.000,- - US$.359.161.009,-

JUMLAH

 Perusahaan 9 39 5 110

 Nilai Investasi Rp.2.230.646.078.251,- US$.11.443.650.000,- Rp.1.632.980.539.720,- US$.371.811.009,-

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Provinsi NTB, 2014

Laju investasi di Provinsi NTB tahun 2014 sebesar 26,81 persen melampaui
target 8,3 persen. Perkembangan Laju Investasi Provinsi NTB Tahun 2013-2014,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.77
Laju Investasi di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

INDIKATOR 2013
2014

TARGET REALISASI

Laju Investasi (%) 8,28 8,30 26,81

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Provinsi NTB, 2014
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Perkembangan investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2013-2014,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.78
Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB

Tahun 2012-2014

URAIAN

NILAI INVESTASI
PERKEM-
BANGAN

(%)2013
2014

PMDN (Rp)

1 Triwulan I 13.080.753.200,00 60.096.189.177,00 359,42

2 Triwulan II 18.257.151.448,00 418.555.330.832,00 2.192,57

3 Triwulan III 52.794.546.921,00 703.584.652.333,00 1.232,68

4 Triwulan IV 72.304.747. 141,00 168.350.375.359,00 (88,41)

Jumlah 1.537.177.711.428,00 1.350.588.547.701,00 (12,41)

PMA (US$)

1 Triwulan I 2.416.000,00 128.400.000,00 5.214,57

2 Triwulan II 69.795.383,00 239.900.000,00 243,72

3 Triwulan III 89.197.953,00 103.159.490,00 15,65

4 Triwulan IV 176.075.107,00 16.378.662,00 (90,70)

Jumlah 337.484.443,00 487.838.152,00 44,55

*) Dalam (Rp) 3.374.844.430.000,00 4.878.381.520.000,00 44,55

Total PMDN+PMA
(Rp) 4.912.022.141.428,00 6.228.970.067.701,00 26,81

*) Kurs 1 US$ = Rp.
9.000,00 (2012)
Kurs 1 US$ = Rp.
10.000,00 (2013)
Kurs 1 US$ = Rp.
10.000,00 (2014)

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Provinsi NTB, 2014

Realisasi investasi di Provinsi NTB tahun 2014 dibandingkan dengan tahun
2013, sebagai berikut :

a. PMDN tahun 2014 realisasi investasi Rp.1.350.588.547.701,- dibandingkan
dengan tahun 2013 Rp. 1.537.177.711.428,- tumbuh negatif sebesar
12,41 persen.

b. PMA tahun 2014 realisasi investasi US$.487.838.152,- dibandingkan dengan
tahun 2013 sebesar US$.337.484.443,- tumbuh positif sebesar 44,55 persen.

c. Secara keseluruhan pertumbuhan investasi PMDN dan PMA tahun 2014 sebesar
26,81 persen melampaui target RPJMD sebesar 8,30 persen.
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d. Realisasi investasi tersebut diatas dihitung dari tambahan investasi yang terjadi
dalam periode Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan
setiap triwulan.

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh BKPM dan PT Provinsi
NTB pada tahun 2014 telah mampu memberikan kepastian waktu proses
penyelesaian untuk setiap jenis perizinan dan dilakukan sesuai dengan standar
perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.79
Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan

Tahun 2014

NO JENIS PERIZINAN
WAKTU
(HARI)

1 Izin Prinsip Penanaman Modal 3

2 Izin Usaha Penanaman Modal 7

3 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3

4 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7

5 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 3

6 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 7

7 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 10

8 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 7

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Provinsi NTB, 2014

Upaya untuk meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan
dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui :

a. Perijinan yang tidak dipungut biaya.

b. Mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi.

c. Sinkronisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang

sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi dimasing-masing

kabupaten/kota melalui Forum PTSP.

d. Memfasilitasi perusahaan yang bermasalah di lokasi kegiatan melalui

Help Desk.

Sebagai urusan wajib, urusan penanaman modal memiliki Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dengan tujuh pelayanan dasar yang terdiri dari tujuh indikator yang

harus dipenuhi sampai akhir tahun 2014. Capaian pelaksanaan SPM urusan

penanaman modal, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.80
Pelaksanaan Standar Palayanan Minimal (SPM) Urusan Penanaman Modal

Tahun 2013-2014

NO. JENIS PELAYANAN
DASAR INDIKATOR 2013

2014

TARGET CAPAIAN

1. Kebijakan Penanaman
Modal

Tersedianya Informasi
Peluang Usaha Sektor/
Bidang Usaha Unggulan

8 sektor 1 sektor 1 sektor

2. Kerjasama Penanaman
Modal

Terselenggaranya fasilitas
pemerintah daerah dalam
rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil, antara Usaha
Mikro, Kecil, Menengah
dan Koperasi (UMKMK)
tingkat provinsi dengan
pengusaha nasional /asing

1 kali 1 kali 3 kali

3. Promosi Penanaman
Modal

Terselenggaranya promosi
peluang usaha penanaman
modal provinsi

1 kali 1 kali 5 KALI

4. Pelayanan Penanaman
Modal

Prosentase
terselenggaranya
pelayanan perizinan dan
non perizinan bidang
penanaman modal melalui
PTSP

50% 100% 50%

5. Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Terselenggaranya
bimbingan  pelaksanaan
kegiatan penanaman
modal kepada masyarakat
dunia  usaha 1 (satu) kali
dalam setahun

1 kali 1 kali 1 kali

6. Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi
Penanaman Modal

Terimplementasinya
Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan
Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

33,33% 100% 33,33%

7. Penyebarluasan,
Pendidikan dan
Pelatihan Penanaman
Modal

Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan
penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

1 kali 1 kali -

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Provinsi NTB, 2014

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Provinsi NTB masih dihadapkan
pada beberapa permasalahan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.81
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

PERMASALAHAN SOLUSI

Belum adanya regulasi tentang rencana umum
penanaman modal

Menyusun Peraturan Gubernur tentang
Rencana Umum Penanaman Modal

Kemampuan SDM petugas pelayanan perizinan
investasi masih kurang

Mengadakan Training Customer Service
Excellent bagi Petugas Front Office PTSP

Masih banyaknya permasalahan yang dialami
perusahaan di lokasi kegiatan

Membentuk Tim Satgas Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Provinsi NTB, 2014
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10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diselenggarakan pada Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui 4 program pokok dan 11
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.82
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Penciptaan
Iklim Usaha
Kecil
Menengah
yang Kondusif

Meningkatkan
program dan
evaluasi
pengembangan
KUKM

Perencanaan
Koordinasi dan
Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah

Peserta Rakor
penyusunan
program/
kegiatan
pemberdayaan
KUMKM di
wilayah
penghasil
tembakau

100 orang 100 orang

2. Pengembangan
Kewirausahaan
dan Keunguulan
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah

Berkembangnya
wirausaha dan
keunggulan
kompetitif
usaha kecil
menengah

Fasilitasi
Pengembangan
Inkubator
Teknologi dan
Bisnis

Peserta
Bimtek tenun

30 orang 30 orang

Peserta
Bimtek
Pembuatan
Bakso

60 orang 60 orang

Peserta
Bimtek
pembuatan
emping
jagung

60 orang 60 orang

Peserta
Bimtek
pembuatan
dodol rumput
laut

60 orang 60 orang

Peserta
Bimtek
pembuatan
abon ikan

60 orang 60 orang

Peserta
Bimtek
Handycraft
dari Modifikasi
kain tenun
NTB

50 orang 50 orang

Buku Data
Base
Wirausaha
baru tahun
2013 yang
dicetak

50 buku 50 buku

Buku
Pedoman
Akuntansi
bagi UKM
yang dicetak

500 buku 500 buku

Peralatan bagi
wirausaha
diadakan :
Peralatan
otomotif

60 unit 60 unit
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Peralatan
konveksi

60 unit 60 unit

Peralatan tata
boga

60 unit 60 unit

Peralatan tata
rias

30 buah 30 buah

Peralatan
tenun

30 unit 30 unit

Peralatan
pembuatan
bakso

15 unit 15 unit

Peralatan
pembuatan
emping
jagung

12 unit 12 unit

Peralatan
pembuatan
dodol rumput
laut

60 Unit 60 Unit

Peralatan
pembuatan
abon ikan

60 unit 60 unit

Gerobak
usaha

300 unit 300 unit

Sembako
yang
diserahkan
pada ivent
Pasar rakyat

550
bungkus

550 bungkus

Pelatihan
Manajemen
Pengelolaan
Koperasi /UKM

Peserta Diklat :
Akuntansi 60 orang 60 orang
Kelembagaan
koperasi

60 orang 60 orang

Pengawasan
dan
akuntabilitas

30 orang 30 orang

Kewirausahaan
dibidang aneka
produk
makanan
berbasis
rumput laut

30 orang 30 orang

Kewirausahaan
dibidang
keamanan
pangan

30 orang 30 orang

Kewirausahaan
dibidang
pembuatan
makanan
berbahan dasar
ikan

30 orang 30 orang

Kewirausahaan
dibidang
tataboga

30 orang 30 orang

Kewirausahaan
dibidang
otomotif

30 orang 30 orang

Kewirausahaan
dibidang
konveksi

30 orang 30 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Kewirausahaan
dibidang
tat arias

30 orang 30 orang

Penyusunan
study
kelayakan
dengan
program
Decision
Support
System (DSS)

30 orang 30 orang

Peserta rapat
perkuatan
kelembagaan
bagi koperasi
oleh Dekopin

55 orang 55 orang

3. Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Usaha Mikro
Kecil Menengah/
UMKM

Berkembangya
UMKM Sentra

Pengembangan
Klaster Bisnis

UKM peserta
temu
konsultasi
pengembanga
n sentra
tenun bambu
di Lotim

50 UKM 50 UKM

Pengembangan
Sarana
Pemasaran
produk Usaha
Mikro Kecil
Menengah

Paket
sembako yg
diserahkan ke
masyarakat

2.200
paket

2.200 paket

Penyelengaraan
pembinaan
Industri Rumah
Tangga,
Industri Kecil
dan Industri
Menengah

Pelaku KUKM
peserta
Bimtek
Pengembanga
n Industri
Rumah
Tangga (P-
IRT)

200 orang 200 orang

Penyelengaraan
promosi Produk
Usaha Mikro
Kecil menengah

Pameran yang
diikuti

5 event
(Banjarma
sin Expo,
NTB Expo,
HUT NTB,
Harkopnas

,
Coperative

Fair, Ifa
FEST)

5 event
(Banjarmasin
Expo, NTB
Expo, HUT
NTB,
Harkopnas,
Coperative
Fair, Ifa
FEST)

4. Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi

Meningkatnya
kualitas
kelembagaan
koperasi

Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
Koperasi

Peserta
Bimtek
pengembanga
n usaha
koperasi
disektor rill

25 orang 25 orang

Peserta rapat
pengembanan
koperasi yang
mendukung
pariwisata

40 orang 40 orang

Peserta rapat
revitalisasi
koperasi

110 orang 110 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pembinaan
Pengawasan
dan
Penghargaan
Koperasi
Berprestasi

Peserta rakor
pembenahan
koperasi tidak
aktif

35 orang 35 orang

Peserta rapat
pembinaan
kelembagaan
dalam rangka
percepatan
RAT

40 orang 40 orang

Peserta temu
konsultasi
Petugas
Penyuluh
Konsultasi
Lapangan
(PPKL)

35 orang 35 orang

Peserta
Bimtek
penyusunan
laporan
keuangan
dengan
metode ETAP

50 orang 50 orang

Jumlah
koperasi
berprestasi

4 koperasi 4 koperasi

Jumlah
koperasi
sekolah
berprestasi

4 koperasi
sekolah

4 koperasi
sekolah

Kualifikasi
kualitas
koperasi yang
ditingkatkan

150
koperasi

150 koperasi

Koperasi yang
diaudit

30
koperasi

30 koperasi

Fasilitasi
pembentukan
dan
penyesuaian
/perubahan
Anggaran
dasar
KSP/USP
koperasi
menjadi KSP
pembiayaan

40
koperasi

40 koperasi

Penyebaran
Model-Model
Pola
Pengembangan
Koperasi

Peserta
Bimtek
Perkoperasian

116 orang 116 orang

Peserta rapat
temu
konsultasi
pengembanga
n produk
unggulan
daerah

50 orang 50 orang

Peserta
sosialisasi jasa
keuangan

40 orang 40 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

syariah
Profil survey
dan kajian
UMKM yang
dicetak

400 buku 400 buku

Peserta
cerdas cermat

10 sekolah 10 sekolah

Leaflet/brosur
KUMKM yang
dicetak

3.000
lembar

3.000 lembar

Kalender yang
dicetak

500 expl 500 expl

Rintisan
Penerapan
Teknologi
Sederhana/
Manajemen
Modern pada
Jenis Usaha
Koperasi

Bimtek
pengelolaan
jasa keuangan
syariah bagi
pengurus
KSP/KJKS

60 orang 60 orang

Peserta
Bimtek
standar
operational
manajemen
simpan
pinjam

60 orang 60 orang

Peserta
sosialisasi
KUR kepada
UMKM

30 orang 30 orang

Peserta rapat
optimalisasi
penyaluran
dana
Lembaga
Penyalur Dana
Bergulir
(LPDB).

100 orang 100 orang

Software/aplik
asi akuntasi
kompter bagi
koperasi
simpan
pinjam

60
koperasi

60 koperasi

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2014

Jumlah koperasi berkualitas di Provinsi NTB tahun 2014 sebanyak 2.196 unit
bertambah 184 unit dari tahun 2013 sebanyak 2.012 unit. Koperasi berkualitas
dicapai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi,
pola manajemen yang tersistematis, akses permodalan yang mudah dan
terjangkau, kelembagaan yang terorganisir serta pembinaan dan pengawasan
bagi seluruh koperasi yang berjalan dengan baik. Perkembangan koperasi
berkualitas Provinsi NTB tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.83
Perkembangan Koperasi Berkualitas Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO. PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

CAPAIAN
s/d 2013

JUMLAH KOPERASI BERKUALITAS (Unit)

TARGET
2014

2014

CAPAIAN
TAHUN
2014

CAPAIAN
s/d 2014

PERSENTASE
TERHADAP

TARGET
TAHUN 2014

(%)
1 Mataram 266 17 20 286 117,65

2 Lombok Barat 194 24 17 211 70,83

3 Lombok Utara 65 7 8 73 114,29

4 Lombok Tengah 315 31 46 361 148,39

5 Lombok Timur 273 31 21 294 67,74

6 Sumbawa Barat 172 21 19 191 90,48

7 Sumbawa 141 17 7 148 41,18

8 Dompu 191 17 14 205 82,35

9 Bima 202 14 14 216 100,00

10 Kota Bima 92 10 6 98 60,00

11 Provinsi NTB 101 11 12 113 109,09

Jumlah 2.012 200 184 2.196 92,00
Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2014

Penduduk Provinsi NTB yang mayoritas memeluk agama islam, serta terus
berkembangnya lembaga/jasa keuangan berbasis syari’ah telah menginspirasi
untuk mengembangkan koperasi simpan pinjam pola syari’ah. Jumlah Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) sampai akhir tahun 2014 sebanyak 2.599 KSP dan pada
tahun 2014 telah dibentuk 74 KSP Syari’ah. Capaian pengembangan koperasi
simpan pinjam pola syari’ah tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.84
Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari’ah Provinsi NTB Tahun 2014

NO.
PROVINSI/

KABUPATEN/
KOTA

ALOKASI
PENGEMBANGAN

KJKS
2013-2018

JUMLAH KSP/USP
KSP POLA SYARI'AH

2014

TARGET
CAPAIAN

KSP USP JUMLAH JUMLAH (%)

1 Mataram 40 71 554 625 7 7 100,00

2 Lombok Barat 85 21 341 362 10 10 100,00

3 Lombok Utara 35 7 112 119 7 10 142,86

4 Lombok Tengah 85 7 171 178 10 26 260

5 Lombok Timur 100 14 446 460 15 4 26,67

6 Sumbawa Barat 20 3 107 110 3 9 300,00

7 Sumbawa 30 5 153 158 5 0 0,00

8 Dompu 30 3 91 94 5 0 0,00

9 Bima 35 5 179 184 5 3 60,00

10 Kota Bima 25 7 136 143 3 0 0,00

11 Provinsi NTB 15 14 152 166 2 5 250,00

Jumlah 500 157 2.442 2.599 72 74 102,78
Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2014
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Selain koperasi syari’ah, juga dikembangkan koperasi wanita untuk
meningkatkan akses terhadap permodalan guna pengembangan usaha dalam
rangka peningkatan kesejahteraan. Jumlah koperasi wanita yang telah
dikembangkan sampai tahun 2014 sebanyak 227 koperasi dengan jumlah di
masing-masing kabupaten/kota sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.1
Pengembangan Koperasi Wanita

Provinsi NTB Tahun 2014

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2014

Penumbuhan wirausaha baru dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan
kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, mengatasi semakin
meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin melalui pemberdayaan
masyarakat menjadi wirausaha dengan pengembangan usaha mikro, usaha kecil,
dan usaha menengah.

Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2014 sebanyak 907
unit/orang (90,70%) dari target yang ditetapkan sebesar 1.000 unit unit/orang.
Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah keseluruhan wirausaha baru yang
dikembangkan di Provinsi NTB sebanyak 100.101 unit/orang meningkat 907
unit/orang dibandingkan tahun 2013 sebanyak 99.194 unit/orang.

Penumbuhan wirausahabaru dilakukan melalui proses pembinaan, pelatihan
dan pemberian bantuan sosial berupa peralatan dan modal usaha dalam
pengembangan wirausaha sesuai dengan program yang dijalankan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM. Realisasi penumbuhan wirausaha baru di Provinsi NTB
sampai tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.85
Realisasi Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2013-2014

NO PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

TARGET
2014

(Unit/Orang)

JUMLAH WIRAUSAHA BARU (Unit/Orang)

s/d 2013

2014

CAPAIAN
TAHUN
2014

CAPAIAN
s/d 2014

PERSENTASE
TERHADAP

TARGET
TAHUN 2014

(%)

1. Mataram 113 10.602 498 11.100 440,71

2. Lombok Barat 120 11.085 151 11.236 125,83

3. Lombok Utara 72 5.992 21 6.013 29,17

4. Lombok Tengah 121 12.652 67 12.719 55,37

5. Lombok Timur 165 17.396 105 17.501 63,64

6. Sumbawa Barat 84 5.192 12 5.204 14,29

7. Sumbawa 85 8.325 18 8.343 21,18

8. Dompu 63 4.402 19 4.421 30,16

9. Bima 104 12.108 16 12.124 15,38

10. Kota Bima 73 5.918 0 5.918 0,00

11. Provinsi NTB 0 5.522 0 5.522 -

Jumlah 1.000 99.194 907 100.101 90,70

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2014

Berdasarkan sektor usaha, 100.101 wirausaha baru yang telah dikembangkan
di Provinsi NTB terdiri dari sektor industri 12.012 orang (12,0%), sektor
perdagangan 80.081 orang (80,0%) dan sektor jasa 8.008 orang (8,0%) dan
berdasarkan klasifikasi usaha, wirausaha baru dikelompokkan kedalam usaha
mikro. Jumlah UMKM yang sudah difasilitasi bimbingan teknis Pembinaan Industri
Rumah Tangga (P-IRT) untuk mendapatkan sertifikat P-IRT tahun 2014 sebanyak
200 UKM dan 100 UMKM untuk difasilitasi pengurusan sertifikat label halal.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, telah membentuk Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT) untuk memfasilitasi KUMKM dalam hal manajemen,
pembiayaan dan permodalan, kelembagaan, promosi, pemasaran dan jaringan
usaha serta perpustakaan yang dibantu oleh 7 orang Konsultan Pendamping
untuk difasilitasi kepada pihak terkait lainnya. Jumlah KUMKM yang sudah
difasilitasi sejak Maret sampai Desember 2014 sebanyak 1.350 KUMKM,
sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT sebanyak
374 orang.

Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM
tersebut masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.118 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel 4.86
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM

PERMASALAHAN SOLUSI

Kualitas Sumberdaya Manusia KUMKM yang
masih rendah

 Menyelenggarakan pelatihan/diklat SDM
KUMKM

 Mengikuti study banding, pemasaran dan
temu kemitraan

 Meningkatkan penyuluhan bagi koperasi
 Peningkatan pola manajemen yang sistematis
 Pembinaan dan pengawasan bagi seluruh

KUMKM
Akses informasi yang terbatas  Peningkatan akses teknologi dan informasi

 Peningkatan akses pasar
Rendahnya akses terhadap permodalan Peningkatan akses permodalan yang mudah dan

terjangkau
Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2014

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Sosial,
Kependudukan  dan Catatan Sipil melalui 1 program pokok dan 2 kegiatan
utama. Selama tahun 2014, capaian indikator kinerja urusan kependudukan
dan catatan sipil, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.87
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Penataan
Administrasi
Kependudukan

Meningkatnya
Tertib
Pengelolaan
Administrasi
Kependudukan

Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Kependudukan

Peserta
sosialisasi
tentang
kependudukan
dan catatan sipil
kepada
masyarakat

100 orang 100 orang

Peserta bimtek
administrasi
database SIAK

30 orang 30 orang

Peserta
penyusunan
profil
perkembangan
kependudukan

40 orang
1 dok

100 buku

40 orang
1 dok

100 buku

Peserta bimtek
pendataan
penduduk
rentan
administrasi
kependudukan

30 orang 30 orang

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan

Kabupaten/kota
yang dipantau
dalam
pelaksanaan E-
KTP

10
Kab/kota

10 kab/kota

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan  & Catatan Sipil Prov. NTB, 2014
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Hasil pemantauan di Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan E-KTP, jumlah
penduduk yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 2.335.740 orang
(75,84%) dari target 3.692.150 orang. Sementara jumlah penduduk wajib KTP
Nasional yang sudah direkam sejumlah 3.079.696 orang (84%).

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut masih menghadapi beberapa
permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.88
Permasalahan dan Solusi Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

PERMASALAHAN SOLUSI

Terjadinya keterlambatan pengiriman KTP
elektronik dari pusat dan seringnya terjadi
kesalahan komponen dalam KTP.

Terjadinya gangguan jaringan komunikasi data
dari tempat perekaman di pusat sehingga data
wajib KTP yang sudah melakukan perekaman tidak
terkirim dengan sempurna.

Masih berlakunya KTP non elektronik yang dimiliki
masyarakat termasuk Lansia dan TKI/TKW
menyebabkan terhambatnya perekaman

Pusat menyerahkan ke daerah
untuk pencetakan KTP elektronik
yang disertai dengan ketersediaan
blanko KTP.

Koordinasi dengan kabupaten/kota
untuk melakukan sosialisasi

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan & Catatan Sipil Prov. NTB, 2014

12. Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dan 3 (tiga) UPTD.

12.1. Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

Urusan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan pada Dinas Tenaga
kerja dan Transmigrasi melalui 4 program pokok dan 29 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.89
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Meningkatnya
Kualitas Dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Optimalisasi
UPTD BLK,
Balatrans,
BP2TKD,
Hyperkes
dan LTSP

Laporan hasil
koordinasi
UPTD

4 laporan 4 laporan
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Optimalisasi
Akreditasi
Lembaga
Pelatihan
Kerja

Lembaga
Pelatihan
Kerja
terakreditasi

10 Lembaga 10 Lembaga

Mediasi
Pelatihan
Penempatan
Tenaga
Kerja

Koordinasi/fas
ilitasi
penyelenggar
aan pelatihan,
sertifiksi dan
penempatan
ketenagakerja
an

210 Orang 210 orang

Bantuan
peralatan
kepada
masyarakat:
Hand Tractor 5 buah 5 buah
Peralatan
bengkel las

1 unit 1 unit

Press Bataco
Semi Otomatis

1 Unit 1 Unit

Alat
pertukangan

2 unit 2 unit

Mesin air 1 unit 1 unit
Sosialisasi
Pemagangan
Dalam Dan
Luar Negeri

Terselenggara
nya
rekrutimen
pemagangan
dalam dan
luar negeri

200 Orang 200 orang

Rekruitmen
Dan Seleksi
Pemagangan
Luar Negeri
(Jepang)

TKI yang
direkrut dan
Terseleksi
magang ke
Jepang

200 orang 200 orang

Sinkronisasi
Kebutuhan
Pelatihan
Dan
Produktivitas
Tenaga
Kerja

Peserta yang
hadir dalam
rapat
sinkronisasi
kebutuhan
pelatihan

50 orang 50 orang

Pembinaan,
Koordinasi
Porgram
Peningkatan
Kompetensi
Tenaga
Kerja Dan
Produktivitas

Peserta
koordinasi
program
Peningkatan
Kompetensi
Tenaga Kerja
Dan
Produktivitas

70 orang 70 orang

Monitoring
dan Evaluasi
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga
Kerja

Hasil
Monitoring
dan Evaluasi

1 Dok/20 Buku 1 Dok/20 Buku

Bimtek
Akreditasi
Lembaga
Pelatihan

Peserta
Bimtek

50 orang,
50 lembaga

50 orang,
50 lembaga
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Kerja
Berbasis
Kompetensi

2. Perluasan dan
Pengembangan
Kesempatan
Kerja

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
ketenagakerja
an

Penyusunan
Rencana
Tenaga
Kerja Daerah

Dokumen
Perencanaan
Peningkatan
Daya Saing
Tenaga Kerja

1 dok, 100 buku 1dok,100 buku

Penanganan
TKI
Bermasalah

TKI
bermasalah
yang
Tertangani

3.000 orang 2.879 orang

Mitra Praja
Utama
(MPU)  Bid.
Ketenagakerj
aan dan
Ketransmigr
asian

Peserta
pertemuan
MPU

25 orang 25 orang

Layanan
Terpadu
Satu Pintu
(LTSP)

TKI yang
dilayani di
LTSP

71.700 Orang 46.187 orang

Aula yang
dibangun

114 m2 114 m2

Halaman yang
dipelihara

480 m2 480 m2

Mushola yang
dibangun

130,8 m2 130,8 m2

Kantor yang
direhab

49,7 m2 49,7.m2

Pagar yang
dibangun
tahap II

74,95 m2 74,95 m2

Asrama yang
direhab

478,5 m2 478,5 m2

Pagar yang
dibangun

104,417 m2 104,417 m2

Penyusunan
Profil
Ketenagaker
jaan

Buku Profil
Ketenagakerja
an yang
tersusun

1 Dokumen,
20 buku

1 Dokumen, 20
buku

Rapat
Koordinasi
Daerah
Ketenagaker
jaan dan
Ketransmigr
asian

Peserta Rakor 100 orang 100 orang

Monitoring
dan Evaluasi
Program
Perluasan
Pengembang
an
Kesempatan
Kerja

Hasil Monev 4 kali,
4 Laporan

4 kali,
4 Laporan

Koordinasi
Penyelengga
raan
Ketenagaker
jaan

Pertemuan
Koordinasi
Penyelenggar
aan
Ketenagakerja
an

100 Orang 100 Orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Sosialisasi
CTKI

Peserta
sosialisasi

3 kab, 150
orang

3 kab, 150
orang

Penyusunan
Data Base
Ketenagakerj
aan

Data Base
Ketenagakerja
an

1 Dok 25 Buku 1 Dok, 25 Buku

Pemberdaya
an TK
Mandiri TKI
Purna

TKI yang
diberdayakan

50 orang 50 orang

Padat Karya
Produktif

Lokasi
Pelaksanaan
dan peserta
Padat Karya

3 lokasi; 100
orang

3 lokasi; 100
orang

Job Fair Pameran
Bursa Kerja di
Mataram Mall

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Leaflet/brosur
yang dicetak

5.000 lembar 5.000 lembar

Jumlah
perusahaan
yang terlibat
dalam Job Fair

27
perusahaan

27 perusahaan

Jumlah
Kesempatan
Kerja yang
ditawarkan

1000
perusahaan

1403
perusahaan

Jumlah
Kesempatan
kerja yang
terisi

1000 orang Dalam proses
seleksi

3. Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenaga
kerjaan

Meningkatnya
Kualitas
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenaga
kerjaan

Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Ketenagakerj
aan

Peserta
sosialisasi

250 orang 250 orang

Pengemb.
Kelembagaan
Peningkatan
Efektifitas
Lembaga
Kerja Sama
(LKS) Tripartit

Optimalisasi
fungsi LKS
Tripartit

1 Tahun 1 Tahun

Survey
Kebutuhan
Hidup Layak
(KHL)

Survey pasar
tradisional

10 lokasi 10 lokasi

Draft UMP
NTB 2015

1 Laporan 1 Laporan

Monitoring
dan evaluasi
dana bagi
hasil, hasil
cukai
tembakau

Laporan hasil
monev

1 Dokumen,
20 buku

1dokumen, 20
buku

Pembinaan
Pelaksanann
Norma
Ketenagakerj
aaan di
Tempat
Kerja

Perusahaan
yang dibina

20
Perusahaan

20 Perusahaan
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Pembinaan
Pelaksanaan
Norma
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja

Perusahaan
yang dibina
dalam
menerapkan
K3

20
Perusahaan

20 Perusahaan

4. Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Meningkatnya
Kualitas Dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Pelatihan
Kerja
Berbasis
Kompetensi
bagi Pencari
Kerja

Jumlah
pencaker
yang dilatih
(las dan
menjahit)

32 orang 32 orang

Pelatihan
management
kewirausaha
an
produktivitas

Peserta
pelatihan
managemen
kewirausahaa
n
produktivitas

20 orang 20 orang

Penilaian
Sidhakarya
UKM se-NTB

UKM yang
menerima
penghargaan
Sidhakarya

20
Perusahaan

4 Perusahaan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, 2014

12.1.1. UPTD Balai  BP2TKD

Urusan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan pada UPTD Balai
BP2TKD melalui 1 Program Pokok dan 3 kegiatan utama, sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.90
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan pada UPTD Balai BP2TKD

Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Meningkatnya
Kualitas Dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Pelatihan
Bimbingan
Konsultasi
Produktivitas
Tenaga
Kerja

Wakil
perusahaan
yang
memeproleh
bimbingan
produktivitas
perusahaan

120 orang
(3 kabupaten)

120 orang
(3 kabupaten)

Pelatihan
management
kewirausaha
an
produktivitas

Peserta
pelatihan
managemen
kewirausahaan
produktivitas

20 orang 20 orang

Penilaian
Sidhakarya
UKM se-NTB

UKM yang
menerima
penghargaan
Sidhakarya

20
Perusahaan

4 Perusahaan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, 2014
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12.1.2. UPTD Balai HYPERKES

Urusan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan pada UPTD Balai
HYPERKES melalui 1 Program Pokok dan 2 kegiatan utama, sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.91
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan pada UPTD Balai HYPERKES

Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Perlindungan

dan Pengemb.
Lembaga
Ketenagakerja
an

Meningkatnya
produktivitas
tenaga kerja
di perusahaan

Peningkatan
SDM dan
Kualitas
Tenaga
Kerja

Jumlah
paramedis
yang dilatih

30 orang 30 orang

Pembinaan
lingkungan
sosial dan
pengujian
kesehatan
kerja

Jumlah
tenaga kerja
yang diuji
kesehatan

50 Orang dan
200 Sasaran
pengujian
kesehatan

50 orang  dan
200 Sasaran
pengujian
kesehatan
(Perusahaan
PT.
Indocement,
PT. Brantas
Abipraya, Hotel
lombok
Garden, Hotel
Santika, Hotel
Amwana, PLTD
Ni’u, Lombok
Golf Kosaido
CC, Hotel
Sheraton
Senggigi, Hotel
Tugu Respati,
PT. Lombok
Putra Gas,
Hotel Grand
Royal, Toko
Kue Sinar
Bahagia, Hotel
Lombok Raya,
PT. Export
Leaf
Indopnesia,
PT. Astra
Internasional
Tbk, PT.
Pelindo
Pelabuhan
Badas, Hotel
Jayakarta,
Rumah Sakit
Jiwa, PT.
Newmont Nusa
Tenggara

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, 2014
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12.1.3. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram

Urusan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Latihan Kerja (BLK) melalui 1 Program Pokok dan 2 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.92
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan pada UPTD Balai Latihan

Kerja (BLK) Mataram Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Kapasitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Meningkatnya
Kualitas Calon
Tenaga Kerja

Pelatihan
Kerja
Berbasis
Kompetensi
bagi Pencari
Kerja

Calon Pencari
Kerja yang
dilatih dalam
1 tahun

32 Orang 32 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, 2014

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB tahun 2014 sebanyak 127.710

orang (5,75%). Kontribusi tertinggi sebesar 13.88 persen dari pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan, disusul oleh Sekolah Menengah Atas sebesar

12,10 persen, pendidikan diploma 8,01 persen, pendidikan tingi 2,11 persen dan

sisanya terendah dari pendidikan SD kebawah sebesar 54,60 persen. Tingkat

pengangguran Provinsi NTB Tahun 2014 jauh dari target sebesar 4,83 persen,

karena kenaikan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah

kesempatan kerja yang ada. Selain itu, jumlah Angkatan Kerja dan jumlah
penduduk yang bekerja meningkat, namun serapan tenaga kerja tidak

mengalami peningkatan.

Tabel 4.93
Capaian Indikator terkait dengan RPJMD

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2014

Tingginya tingkat pegangguran disebabkan rendahnya kualitas tenaga

kerja, sehingga diperlukan upaya oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah,

swasta dan elemen masyarakat. Peran serta lintas sektor dalam penciptaan
kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Perbaikan kualitas tenaga

kerja masih perlu mendapatkan perhatian, karena tenaga kerja NTB yang

terserap separuh lebih berpendidikan sekolah dasar, sebagaimana tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN

KONDISI
KINERJA

AWAL
2013

2014

TARGET CAPAIAN

Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT)

% 5,38 4,83 5,75
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Tabel 4.94
Capaian indikator SPM Tenaga kerja, Tahun 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN INDIKATOR

2013
2014

TARGET REALISASI

1. Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi

Orang 3450 5000 608

2. Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat

Orang 3.208 3000 1.120

3. Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan

Orang 200 800 160

4 Besaran pencari kerja
yang terdaftar yang
ditempatkan Orang 70.771 71.700 52.403

5 Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB)

Kasus 16 43 45

6 Besaran Pekerja/Buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek

Tenaga
Kerja 17.547 23.749 20.104

7 Besaran pemeriksaan
perusahaan Perusahaan 321 1377 628

8 Besaran pengujian
peralatan di
perusahaan Unit 187 444 93

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2014

Pada tahun 2014, berdasarkan jumlah dan jenis kelamin, tenaga kerja
laki-laki paling banyak bekerja ke Malaysia Barat dengan jumlah 36.073 orang
(78,13%) dari total tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 46.167 orang.
Sedangkan untuk tenaga kerja wanita paling banyak bekerja ke Oman dengan
jumlah tenaga kerja 4.668 orang pada tahun 2014. Perkembangan penempatan
Tenaga Kerja Indonesia menurut Negara tujuan dan jenis kelamin dari tahun
2013-2014, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.95
Rekapitulasi Perkembangan Jumlah TKI Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO. NEGARA  TUJUAN
2013

JUMLAH
2014

JUMLAH
L P L P

1. Malaysia Barat 36.512 667 37.179 36.073 1.325 37.398

2. Malaysia Timur 0 0 0
3. Uni Emirat Arab 1 4.067 4.068 - 155 155
4. Taiwan 19 344 363 39 633
5. Hongkong 0 480 480 - 634 634
6. Singapura 0 320 320 - 654 654
7. Bahrain 0 441 441 - 1160 1160
8. Oman 0 1.049 1.049 - 4668 4668
9. Qatar 1 1.026 1.027 - 143 143

10. Brunei Darussalam 92 450 542 105 438 543
11. Saudi Arabia 16 148 164 2 158 160
12. Syria - - - - - -
13. Swiss - - - - - -
14. Maladewa 0 3 3 - - -
15. Timor Leste - - - - - -
16. Austria - - - - - -
17. Solomon Island 1 - 1 - - -
18. Kanada 1 - 1 - - -
19 Eropa 26 0 26 - - -
20 Laos 2 0 2 - - -
21 Amerika serikat 25 1 26 - - -
22. Panama 1 0 1 - - -
23. Serilangka 0 1 1 - - -
24. Kirgiztan 2 0 2 - - -
25. Sirpus 1 0 1 - - -
26. Turki 1 0 1 - - -
27. Italy 1 0 1 - - -

JUMLAH 36.702 8.997 45.699 36.219 9.968 46.187
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, 2014

Penerimaan Remintance tahun 2014 yang diterima Provinsi Nusa Tenggara

Barat berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Kantor Pos sebesar Rp.

1.405.855.774.681,85.- lebih rendah dibanding dengan total penerimaan

remittance pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.429.385.175.811,00.-. Perbandingan

Total remittance tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.96
Rekapitulasi Data Remittance TKI Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

NO. SUMBER
DATA

NEGARA
TUJUAN

REMITTANCE

2013 2014

BANK
INDONESIA

398.447.401.357,00 332.267.041.470,85

1. Saudi Arabia 212.653.334.600.94 193.096.429.518,77

2. Uni Emirat Arab 7.240.740.971.53 11.510.216.020,55

3. Kuwait 2.748.412.346.62 5.911.278.361,37

4. Qatar 1.746.143.267.24 3.091.819.429,39

5. Jordan 2.257.500,00
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NO. SUMBER
DATA

NEGARA
TUJUAN

REMITTANCE

2013 2014

BANK
INDONESIA

398.447.401.357,00 332.267.041.470,85

6. Korea 1.260.688.367.75 581.283.426,16

7. Malaysia 11.006.075.668.47 14.649.538.096,27

8. Brunei
Darussalam

741.128.347.17 472.859.362,85

9. Philipina
0

15.958.700,00
-

10. Hongkong 216.562.863.99 347.178.660,00

11. Jepang/Tokyo 2.144.267.607.05 2.742.422.212,69

12. Singapura 793.670.195.70 74.902.649,50

13. Negara Lain
157.698.726.955.14 99.770.897.533,30

KANTOR POS
MATARAM Negara lain

1.030.907.774.454 1.073.558.733.211

J U M L A H 1.429.385.175.811.00 1.405.855.774.681.85*

Sumber : BPS Provinsi NTB, Data yg bersumber dari Kantor Pos Mataram adalah data total transaksi remitansi
bayar sdh termasuk transaksi dari TKI, pelaku bisnis e-commerce, wirausaha dan lain-lain

Potensi remitance yang dapat dikirimkan TKI NTB dari luar negeri sangat
besar, namun belum tercermin dari pengiriman uang melalui lembaga resmi
yang ada. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan para TKI terkait
penggunaan layanan jasa keuangan. Serta sistem pengiriman uang yang
digunakan TKI masih banyak yang melalui jaringan informal seperti menitip
uang melalui TKI lain, jasa pengiriman uang non-resmi, toko atau jasa
perorangan. Kemudian TKI umumnya berasal dari daerah pelosok yang tidak
terjangkau oleh perbankan. Tingkat kepercayaan TKI terhadap lembaga
keuangan resmi masih rendah. Transaksi keuangan melalui jalur Perbankan
masih dianggap sulit dan rumit bagi TKI.

Dengan telah terbentuknya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) sebagai
alat atau unit yang bertanggung jawab dalam pemberangkatan dan
pemulangan TKI, tahun 2014 LTSP telah menangani TKI bermasalah sebanyak
3.130 orang, lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebanyak 2.447 orang,
sebagaimana tabel berikut
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Tabel 4.97
Perkembangan Penanganan TKI Bermasalah di Provinsi NTB

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014

NO
KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH TKI BERMASALAH

2013 2014

Laki Perempuan Jumlah Laki Perempuan Jumlah

1. Kota Mataram 11 5 16 10 9 19

2. Lombok Barat 180 32 212 240 70 310

3. LombokTengah 667 76 743 766 123 889

4. Lombok Timur 893 78 971 1116 208 1324

5. Lombok Utara 68 6 74 45 15 60

6. Sumbawa 121 14 135 117 37 154

7. Sumbawa Barat 72 10 82 83 8 91

8. Dompu 67 5 72 73 17 90

9. Bima 112 21 133 148 29 177

10. Kota Bima 9 0 9 14 2 16

Jumlah 2.200 247 2.447 2612 518 3130

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2014

Meningkatnya jumlah TKI bermasalah disebabkan :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia TKI asal NTB yang dikirim ke negara
penempatan  NTB masih rendah, baik dari segi pendidikan.

b. Pemahaman Calon TKI masih rendah terhadap peraturan perundang-
undangan prosedur pemberangkatan secara resmi

c. Pengiriman TKI asal NTB masih di dominasi pada tenaga kerja unskiill
d. Proses pengurusan dokumen TKI masih ada yang tidak melalui Layanan

Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar
Negeri.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani
TKI bermasalah antara lain:

a. Melakukan Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan penempatan
tenaga kerja di luar negeri di kabupaten/kota se NTB.

b. Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di desa Lenek
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, untuk mempersiapkan Tenaga
Kerja Indonesia yang memiliki Skill dan kompetensi di sektor Pariwisata.
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c. Memperkuat pelayanan di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dengan
penambahan Infrastruktur penunjang pelayanan TKI.

Untuk menertibkan penyaluran tenaga kerja telah dilakukan pendataan
ulang perusahaan tenaga kerja sekaligus mengidentifikasi PJTKI yang illegal
maupun PJTKI yang sudah tidak aktif lagi. Data PJTKI atau PPTKIS (Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dari tahun 2013-2014 yang ada di
kabupaten/kota, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.98
Perkembangan Jumlah PPTKIS di Provinsi NTB

NO. KAB/KOTA
PUSAT CABANG

2013 2014 2013 2014
1. Kota Mataram 10 10 43 46
2. Lombok Barat 1 1 14 7
3. Lombok Utara 0 0 3 0

4. Lombok Tengah 0 0 22 28

5. Lombok Timur 0 0 15 14

6. Sumbawa 0 0 42 48

7. Sumbawa Barat 0 0 9 9

8. Dompu 0 0 4 8

9. Bima 0 0 13 15

10. Kota Bima 0 0 8 7

JUMLAH 11 11 173 158
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan
Ketenagakerjaan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.99
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

PERMASALAHAN SOLUSI

Para lulusan pelatihan belum bersertifikasi Perlu segera di bentuk Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP)

Masih banyaknya Calon TKI Non Prosedural
dan TKI Bermasalah

- Sosialisasi Undang-Undang tentang Penempatan
dan Perlindungan TKI hingga ke desa-desa
kantong TKI.

- Membentuk Posko keberangkatan dan kepulangan
TKI ke luar negeri sebagai upaya pencegahan TKI
dari tindakan pemerasan oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab.

Penempatan TKI ke Luar Negeri sebagian
besar didominasi oleh TKI non skill

- Memberdayakan BLK Internasional yang ada di
Aimel Lombok Timur sebagai tempat pengadaan
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi/
ketrampilan TKI.

- Perlu adanya uji kompetensi bagi TKI

Peserta yang telah dilatih oleh BLK belum
memenuhi pasar kerja

Diversifikasi latihan kerja disesuaikan dengan
kebutuhan pasar kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2014
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13. Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2014 diselenggarakan oleh Badan
Ketahanan Pangan dan 1 UPTD.

13.1. Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan Pada Badan
Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Badan
Ketahanan Pangan melalui 1 program pokok dan 14 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.100
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan pada

Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)

Meningkatkan
keanekaraga-
man konsumsi
pangan
masyarakat

Penanganan
Daerah
Rawan
Pangan

Laporan
pemantauan
kekeringan
dalam rangka
penanganan
kerawanan
pangan

1 laporan 1 laporan

Balita yang
diberikan
makanan
tambahan
pendamping
ASI di
Kabupaten
Lombok
Tengah

100 orang 100 orang

Pemanfaatan
Pekarangan
untuk
Pengemb.
Pangan

Kelompok
penerima
bantuan
bahan/bibit
tanaman
pekarangan

20 kelompok 20 kelompok

Kelompok
Peserta lomba
Pemanfaatan
pekarangan
untuk
pengemb.
pangan

10 kelompok 9 kelompok

Pengemb.
Cadangan
Pangan
Daerah

Aparat
kabupaten/
kota peserta
Workshop
Enumerator
dan
Cadangan
Pangan

20 orang 20 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Data dan
Informasi
stok/cadangan
pangan
pemerintah
provinsi,
kabupaten dan
masyarakat

1.411,61 ton
GKG/

916,63 ton
setara beras

1.604,81 ton
GKG/

1.042,08 ton
setara beras

Pengemb.
Desa Mandiri
Pangan

Pendamping
Desa Mandiri
Pangan yang
difasilitasi

50 orang 50 orang

Pendamping
peserta
workshop
Desa Mandiri
Pangan

60 orang 60 orang

Anggota
kelompok
afinitas yang
mendapat
penguatan
kapasitas

600 orang 600 orang

Penyusunan
Peta
Ketahanan
dan
Kerentanan
Pangan
(FSVA)

Peta
ketahanan
dan
kerentanan
pangan
Provinsi NTB
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Dewan
Ketahanan
Pangan

Rapat
Koordinasi
Dewan
Ketahanan
Pangan yang
difasilitasi

2 kali 2 kali

Jambore
Pendamping
Ketahanan
Pangan

Pendamping
Program
Ketahanan
Pangan
Peserta
Jambore

254 orang 254 orang

Sosialisasi
dan
Workshop
Penyusunan
Laporan
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)

Aparat
Provinsi dan
Kabupaten/Ko
ta peserta
Workshop
Penyusunan
Laporan SPM

46 orang 46 orang

Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)

Juklak dan
Standar
Operational
Prosedur SPIP
yang disusun

2 dokumen 2 dokumen

Pertemuan
Evaluasi
Ketahanan
Pangan

Aparat
Provinsi dan
Kabupaten/Ko
ta peserta

46 orang 46 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pertemuan
Evaluasi
Ketahanan
Pangan

Pemantauan
Arus
Distribusi
Komoditas
Pangan

Lokasi
Pemantauan
arus distribusi
pangan

4 Pelabuhan
(Pel Sape,
Lembar,

Badas, Bima)

4 Pelabuhan
(Pel Sape, Pel
Lembar, Pel
Badas, Pel

Bima)
Hasil
pemantauan
arus distribusi
pangan

12 laporan 12 laporan

Pengembanga
n Percepatan
Penganekarag
aman
Konsumsi
Pangan
(P2KP)

Model
Kawasan
Rumah
Pangan
Lestari (KRPL)
yang
dikembangka
n

1 lokasi 1 lokasi

Tim
Penggerak
Pembinaan
Kesejahteraan
Keluarga (TP
PKK) peserta
rakor P2KP

20 orang 20 orang

Siswa
SMA/MA
sederajat
peserta lomba
penyuluhan
ketahanan
pangan

20 orang 19 orang

Pengembangan
Lembaga
Distribusi
Pangan
Masyarakat
(LDPM)

Pengurus
Gapoktan
peserta temu
bisnis LDPM

15 orang 15 orang

Pendamping
Gapoktan
LDPM yang
difasilitasi

33 orang 33 Orang

Pemantauan
Harga Pangan
dan
Pengembangan
Sistem
Informasi
Pasar

Petugas
pengumpul
harga pasar
yang
difasilitasi

10 orang 10 orang

Leaflet harga
pasar yang
dicetak

600 lembar 600 lembar

Harga
Komoditas
pangan yang
dipantau

14 komoditas 14 komoditas

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014
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Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan
ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai
dengan  perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk
dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Penyediaan pangan dalam daerah selain berasal dari produksi sendiri juga
dipenuhi dengan mendatangkan dari daerah lain dengan tingkat ketersediaan
dapat diketahui dari hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM). Hasil Widyakarya
Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan
pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.150 kal/kapita/hari
dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang
diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi
Provinsi NTB tahun 2014 sebesar 4.380 kal/kapita/hari (203,72%) melampaui
ketersediaan minimal yang dipersyaratkan, begitupula untuk protein mencapai
115,84 gr/kapita/hari (203,23%) melampaui ketersediaan minimal yang
dipersyaratkan. Perkembangan ketersediaan energi dan protein di Provinsi NTB
tahun 2013-2014 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.101
Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein

di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO URAIAN
KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN

2013 2014

1. Energi (kalori/kapita/hari) 4.745,00 4.380,00

2. Protein (gr/kapita/hari) 126,46 115,84

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Pelaksanaan ketahanan pangan sebagai urusan wajib, mengamanatkan
daerah untuk memiliki cadangan pangan pemerintah sebesar 120 Ton setara
beras di akhir tahun 2015, sebagai salah satu pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Cadangan pangan digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan
pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama
pada saat terjadi bencana, paceklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan
pangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2014 mencapai 156,55 Ton setara beras
(130,45%) melampaui target akhir tahun 2015 sebesar 120 Ton setara beras.
Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat
tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.102
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB

dan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2013-2014

NO URAIAN
CADANGAN PANGAN
(Ton Setara Beras)

2013 2014

1. Cadangan Pangan Pemerintah 254,58 243,67

- Provinsi 167,04 156,55

- Kabupaten/Kota 87,54 87,12

2. Cadangan Pangan Masyarakat 637,00 798,40

JUMLAH 891,58 1042,07

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Cadangan pangan pemerintah provinsi telah digunakan pada tanggal
29 Maret 2012 sebanyak 2,25 ton dalam rangka membantu korban banjir di
Kecamatan Sambelia dan Sembalun Kabupaten Lombok Timur serta pada tanggal
24 dan 25 Juli 2014 sebanyak 10,50 ton dalam operasi pasar menjelang Idul Fitri
1435 H. Fasilitasi pemerintah dalam rangka penguatan cadangan pangan
masyarakat, dilakukan melalui pengembangan kelompok Lumbung Pangan,
Lembaga Distribusi Masyarakat (LDPM), Lembaga Usaha Ekonomi Produktif
(LUEP) dan CSR lembaga swasta yang bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat untuk sadar dan secara mandiri dapat menyediakan cadangan
pangannya.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Provinsi NTB setiap tahunnya terus
mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari peningkatan Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) yang menggambarkan keragaman konsumsi pangan masyarakat.
Capaian Skor PPH sebagai indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi NTB tahun
2014 sebesar 79,9 (100,63%) melampaui target sebesar 79,4. Pencapaian Skor
PPH Provinsi NTB tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.103
Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

INDIKATOR 2013
2014

TARGET REALISASI

Pola Pangan Harapan (PPH) 78,70 79,40 79,90

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Konsumsi beras masyarakat NTB tahun 2014 mencapai 117,5
kg/kapita/tahun, melampaui konsumsi beras ideal sebesar 100,3 kg/kapita/tahun,
hal ini merupakan salah satu penyebab lambannya peningkatan Skor PPH.
Perkembangan konsumsi beras penduduk NTB tahun 2010-2014, sebagaimana
gambar berikut.
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Gambar 4.2
Perkembangan Penurunan Konsumsi Beras

Tahun 2010-2014

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Dari gambar tersebut, terlihat konsumsi beras penduduk NTB tahun 2010-
2014 terus menurun rata-rata 0,46 kg/kapita/tahun, namun masih berada
dibawah target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 kg/kapita/tahun. Kualitas
konsumsi aktual penduduk NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.104
Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Nusa Tenggara Barat

Tahun 2014

NO KELOMPOK
PANGAN

KONSUMSI IDEAL KONSUMSI AKTUAL
SKOR
PPH

(gr/kap/hari) (kg/kap/thn) (kg/kap/thn) (kg/kap/thn)

1. Padi-padian 275 100,3 354,7 129,5 25

Beras 117,5

2. Umbi-umbian 100 36,5 24,1 8,8 0,7

3. Pangan Hewani 150 54,8 108,4 39,6 14,9

4. Minyak dan Lemak 20 7,3 18,5 6,7 4,1

5. Buah/Biji
Berminyak 10 3,7 3,9 1,4 0,5

6. Kacang-kacangan 35 12,8 22,2 8,1 7,8

7. Gula 30 11 14,6 5,3 1,3

8. Sayur dan Buah 250 91,3 275,4 100,5 25,4

9. Lain-lain - - 100,3 36,6 -

JUMLAH 79,9
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Harga pangan yang sangat penting untuk menjaga tingkat daya beli
masyarakat. Upaya yang telah dilakukan berupa pemantauan harga pangan
ditingkat pengumpul, untuk dapat melakukan upaya antisipasi jika terjadi gejolak
harga melalui operasi pasar pada saat harga pangan sudah melebihi batas
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toleransi yang ditentukan. Perkembangan harga pangan ditingkat pengumpul
tahun 2010-2014 di Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.105
Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul

di Provinsi NTB Tahun 2010-2014

TAHUN

HARGA (Rp)

Beras
Super
(C4)

Beras
Medium I
(IR 64)

Beras
Medium II

(IR 36)

Jagung
Pipilan

Kedelai
Lokal

Minyak
Goreng
Curah

Daging
Sapi

Cabe
Rawit

2010 6.765 6.321 5.886 3.469 6.667 9.625 65.792 23.846

2011 7.365 6.885 6.489 4.833 7.516 10.359 65.413 36.726

2012 8.374 7.881 7.483 4.000 8.061 11.425 75.701 17.745

2013 8.076 7.523 7.000 4.666 8.077 10.619 69.080 22.064

2014 9.000 8.508 8.109 3.992 9.433 12.025 99.308 30.142

Rata-rata 7.916 7.424 6.993 4.192 7.951 10.811 75.059 26.105
Pening-
katan

Pertahun
7,61 7,99 8,74 6,07 9,24 6,03 12,54 15,82

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Data dan informasi distribusi produksi komoditas pangan sangat penting
untuk diketahui secara aktual, guna mengetahui ketersediaan pangan dan
mengambil kebijakan terkait penyediaan pangan di dalam daerah. Pencatatan
arus keluar masuk komoditas pangan strategis dilaksanakan di pelabuhan Lembar,
Pelabuhan Sape, Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima. Hasil pencatatan
komoditas pangan yang keluar dan masuk ke Provinsi NTB sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.106
Jumlah Komoditas Pangan Keluar dan Masuk ke Provinsi NTB

Tahun 2014

NO KOMODITAS
PANGAN

KOMODITAS PANGAN YANG KELUAR KOMODITAS PANGAN YANG MASUK

JUMLAH
(Ton/Ekor) PELABUHAN KELUAR DAERAH TUJUAN JUMLAH

(Ton/Ekor)
PELABUHAN

MASUK
DAERAH

ASAL

1 a. Gabah 856 Pel Laut (Lembar) Surabaya,
Banyuwangi, Bali - - -

b. Beras 9424 Pel Laut  (Lembar, Badas,
Bima, Sape), BIL

Jakarta, Wakelo,
Lab. Bajo, Bajawa,
Atapupu, Sumba
Barat, Banyuwangi,
Bali, Surabaya

- - -

2 Jagung 2290.53 Pel Laut (Lembar, Sape),
Bandara Salahudin

Sumbawa Barat,
Surabaya,
Denpasar, Jember,
Banyuwangi, Ngawi

- - -

3 Kedelai 486 Pel Laut (lembar, Tano,
Bima, Sape)

Surabaya, Makasar,
Banjarmasin,
Sumba Barat,
Lab.Bajo, Bali

- - -

4 Bawang
Merah

1425.5 Pel Laut (Lembar, Tano,
Bima, Sape) dan Bandara
Salahudin

Denpasar, Maluku,
Makasar, Luwuk,
Kotabaru,
Banjarmasin,
Sumba, Lab. Bajo,
Kendari, Surabaya,
Jember

2,5 Pel. Laut
Lembar

Malang
Jateng
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NO KOMODITAS
PANGAN

KOMODITAS PANGAN YANG KELUAR KOMODITAS PANGAN YANG MASUK

JUMLAH
(Ton/Ekor) PELABUHAN KELUAR DAERAH TUJUAN JUMLAH

(Ton/Ekor)
PELABUHAN

MASUK
DAERAH

ASAL

5 Bawang Putih 49 Pel Laut (Lembar) Surabaya, Bali,
Malang

32 Pel Laut
Lembar

Surabaya,
Bali,
Malang

6 Cabe 207,93 Pel Laut (Lembar, Sape)
dan BIL

Batam, Jakarta,
Balikpapan,
Manado, Surabaya,
Banjarmasin,
Timika, Tarakan,
Yogyakara, Bali dan
Solo

- - -

7 Kacang Tanah 232 Pel Laut (lembar, Bima,
Tano)

Makasar,
Banjarmasin, Bali,
Surabaya

- - -

8 Kacang Hijau 50 Pel Laut Lembar Jakarta,surabaya - - -
9 Telur Ayam 15 Pel Laut (lembar) Surabaya - - -
10 Tembakau 12184 Pel laut (Lembar, Lombok) Solo, Surabaya,

Jember, Ngawi,
Banyuwangi

- - -

11 Jambu Mente 124 Pel Laut Lembar Surbaya dan
Purwokerto - - -

12 Rumput Laut 52 Pel Laut Lembar Bali dan Surabaya - - -

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal. Capaian indikator SPM bidang
ketahanan pangan Provinsi NTB tahun 2013-2014 dibandingkan dengan
target akhir yang harus dicapai tahun 2015, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.107
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Tahun 2013-2014

NO. JENIS PELAYANAN
DASAR INDIKATOR SPM

CAPAIAN TARGET
20152013 2014

1. Ketersediaan dan
Cadangan Pangan

1 Penguatan Cadangan
Pangan (%)

83,52 78,27 60,00

2. Distribusi dan Akses
Pangan

2 Ketersediaan
Informasi Pasokan,
Harga dan Akses
Pangan di Daerah (%)

97,31 100,00 100,00

3. Penganekaragaman dan
Keamanan Pangan

3 Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan
Pangan (%)

100,00 122,22 80,00

4. Penanganan Kerawanan
Pangan

4 Penanganan Daerah
Rawan Pangan (%)

100,00 100,00 60,00

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2014

13.1.1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan

Urusan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan (BPSMP) melalui 1 program
pokok dan 5 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.108
Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)

Meningkat-
kan
keanekaraga
man
konsumsi
pangan
masyarakat

Penanganan
Keamanan
Pangan Segar

Petugas dan
pelaku usaha
peserta
pertemuan
penanganan
keamanan
pangan segar

30 orang 30 orang

Produk
pangan segar
yang diuji
residu
pestisida dan
formalin

11 sampel 39 sampel

Pelatihan
Auditor
Keamanan
Pangan Segar

Aparat
peserta
pelatihan
Auditor
Keamanan
Pangan Segar

30 orang 30 orang

Sosialisasi
Keamanan
Pangan Segar

Anggota
kelompok tani
peserta
sosialisasi
keamanan
pangan segar

300 orang 350 orang

Siswa sekolah
dasar peserta
sosialisasi
keamanan
pangan segar

500 orang 500 orang

Sertifikasi
Produk
Pangan Buah
dan Sayur
Segar

Produk Buah
dan Sayur
Segar yang
mendapat
sertifikat
PRIMA 3

7 komoditas 4  komoditas
(Pak Coy,

Kailan, Pepaya
Calina dan
Semangka
Kuning)

Pembinaan
dan
Pemantauan
Keamanan
Pangan

Informasi
hasil
pembinaan
dan
pemantauan
keamanan
pangan

1 Laporan 1 Laporan

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Tujuan pengaturan pembinaan dan pengawasan pangan adalah
tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan
gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, sedangkan sertifikasi mutu
pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan
yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan merupakan
jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga
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Sertifikasi, Lembaga Personal, atau Lembaga Inspeksi Mutu Pertanian
yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri yang menyatakan
bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar
mutu pangan yang bersangkutan.

UPTD BPSMP Provinsi NTB melakukan uji residu dan uji formalin pada
tahun 2014, hasil uji menunjukkan sampel aman untuk dikonsumsi
karena kandungan residu masih dibawah ambang batas dan untuk uji
formalin masih memenuhi syarat. Hasil uji komditas pangan terhadap
kandungan residu, pestisida dan formalin sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.109
Uji Kandungan Residu, Pestisida dan Formalin

Pada Bahan Pangan Tahun 2014

NO. KOMODITI ASAL KOMODITI PARAMETER UJI

1. Kangkung Kota Mataram Matador, Buldok

2. Sawi Lombok Barat Dursban, Diazinen

3. Cabe Rawit Lombok Tengah Curcron, sidametrin

4. Bawang Pre Lombok Timur Prevaton, antrakol

5. Terong Panjang Lombok Utara Prevaton, Decis

6. Kol/Kubis Sumbawa Barat Dursban, Amistarto

7. Sawi Sumbawa Dursban, Diazinon

8. Kecipir Dompu Kanon, Curacron

9. Tomat Bima Spontan, curacron

10. Kacang Panjang Kota Bima Prevaton, sidametrin

11. Kacang Panjang Lombok Barat Prevaton, decis

12. Terong Ungu Lombok Barat Antracol, Matador

13. Wortel Pasar Mandalika Dursban, Canon

14. Buncis Lombok Timur Amirstartop

15. Cabe Besar Lombok Timur Antracol, Matador

16. Kol/Kubis Lombok Timur Curacron, Matador

17. Tomat Lombok Timur Spontan, Diazinon

18. Bawang Bombai Jawa Matador, Antracol

19. Kapri Jawa Antracol, Decis

20. Paprika Hijau Jawa Prevaton, Antracol

21. Daging Ayam Broiler Pasar Kota Mataram Formalin

22. Daging Sapi Pasar Kota Mataram Formalin

23. Kiwi Pasar Kota Mataram Formalin

24. Apel Hijau Pasar Kota Mataram Formalin

25. Apel Merah Pasar Kota Mataram Formalin

26. Timun Pasar Kota Mataram Formalin

27. Daging Ayam Broiler Pasar Kota Mataram Formalin

28. Daging Sapi Pasar Kota Mataram Formalin
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NO. KOMODITI ASAL KOMODITI PARAMETER UJI

29. Ikan Laut Segar Pasar Kota Mataram Formalin

30. Udang Segar Pasar Kota Mataram Formalin

31. Cumi-cumi segar Pasar Kota Mataram Formalin

32. Daging Ayam Broiler Pasar Kota Mataram Formalin

33. Daging Sapi Pasar Kota Mataram Formalin

34. Ikan Laut Segar Pasar Kota Mataram Formalin

35. Udang Segar Pasar Kota Mataram Formalin

36. Pakcoy Kota Mataram Pestisida, Mercury, Cadmium,
Lead, E Coli

37. Kaylan Kota Mataram Pestisida, Mercury, Cadmium,
Lead, E Coli

38. Pepaya Calina Lombok Tengah Pestisida, Mercury, Cadmium,
Lead, E Coli

39. Semangka Kuning Pestisida, Mercury, Cadmium,
Lead, E Coli

40. Mangga Dompu Pestisida

41. Sawi Sumbawa Pestisida

42. Terong Ungu Sumbawa Pestisida
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Berbagai keberhasilan kinerja urusan ketahanan pangan tersebut, masih
menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.110
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan

PERMASALAHAN SOLUSI

Tingginya konsumsi beras penduduk NTB
sebesar 117,5 kg/kapita/tahun melebih
standar ideal 100,3 kg/kapita/tahun.

 Melakukan advokasi, promosi dan sosialisasi
terkait pentingnya pola pangan beragam,
bergizi seimbang dan aman;

 Memberdayakan kelompok wanita sebagai
basis upaya peningkatan kualitas konsumsi
pangan keluarga melalui pengembangan
pekarangan dan bisnis pangan skala rumah
tangga;

 Mengembangkan teknologi pengolahan
pangan lokal.

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
melalui 4 (empat) program pokok dan 9 kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut.
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Tabel 4.111
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan

Anak Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Anak
dan
Perempuan

Meningkatnya
Kualitas
Hidup Anak
Dan
Perempuan

Pembinaan
dan Penilaian
RSI (Rumah
Sakit Sayang
IBU) dan KSI
(Kecamatan
Sayang Ibu)

KSI (Kecamatan
Sayang Ibu)
yang dibina dan
dinilai

RSI (Rumah
Sakit Sayang
IBU) yang dibina
dan dinilai.

Peserta Rapat
penilaian RSI

Jumlah paket
yang diserahkan
kepada juara KSI
dan RSI

10 kec.

9 RSUD

30 org

1 paket (6
juara)

10 kec.

9 RSUD

30 org

1 Paket (6
juara)

Pertemuan
berkala Tim
PUG

Peserta
pertemuan
koordinasi dan
bimbingan teknis
PUG

Peserta
pertemuan
fasilitasi dan
monev PUG

45 org/ 2
kali

200 org/
kab/kota

45 org / 2
kali

200 org/
kab/kota

2. Penguatan
Kelembagaan
Pengarusuta-
maan Gender
dan Anak

Meningkatnya
Kualitas
Lembaga
Pengarusuta
maan Gender
Dan Anak

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusuta
maan Gender
Dan Anak

Peserta
Sosialisasi Kota
Layak Anak (KLA)

30 orang 30 orang

Pengembangan
Sistem
Informasi
Gender dan
Anak

Sistem informasi
tentang data
gender dan anak
yang disusun.

100 buku 100 buku

Pengolah tabulasi
data Tk.  Prov

Pengolah tabulasi
data Kab/Kota

10 orang,
2 keg

100 Orang,
2 keg

10 orang,
2 keg

100 orang,
2 keg
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Fasilitasi
Kegiatan
Temu
Anak/Forum
Anak

Peserta
pertemuan
berkala dewan
anak

30 orang 30 orang

Peserta
pertemuan forum
anak

Pertemuan
dengan mitra
kerja/NGO

50 orang

1 Paket

50 orang

1 Paket

Rapat
koordinasi
PP,PA dan KB
Tingkat
Provinsi

Peserta rapat
koordinasi bidang
PP,PA dan KB

50 orang 50 orang

Peningkatan
kapasitas dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan
dan anak

Peserta
sosialisasi
pencegahan
kanker rahim

Peserta
sosialisasi
wawasan bela
negara

Peserta
sosialisasi HIV
dan narkoba

Peserta
sosialisasi PHBS

Peserta pelatihan
ekonomi
produktif

Masyarakat tidak
mampu yang
mengikuti
sunatan masal

Peserta HUT
DWP yang hadir

Peserta
pengajian akbar
bersama DWP

100 orang

100 orang

100 orang

150 orang

100 orang

30 orang

400 orang

300 orang

100 orang

100 orang

100 orang

150 orang

100 orang

30 orang

400 orang

300 orang

3. Peningkatan
Kualitas Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan

Meningkatnya
kualitas hidup
perempuan

Fasilitasi
Upaya
Perlindungan
Perempuan
Terhadap
Tindak
Kekerasan

Peserta
pertemuan gugus
tugas, pelayanan
korban
kekerasan

75 orang 75 orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

4. Peningkatan
Peran Serta
Dan
Kesetaraan
Jender Dalam
Pembangunan

Meningkatnya
Peran Serta
Perempuan
Dalam
Pembangunan

Bimbingan
Manajemen
Usaha Bagi
Perempuan
Dalam
Mengelola
Usaha

Peserta
bimbingan
manajemen
usaha bagi
perempuan
dalam mengelola
usaha

Bantuan
perlengkapan
industry rumah
tangga

30 orang

30 paket

30 orang

30 paket

Sumber: BP3AKB Provinsi NTB, 2014

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/KTA) di tahun
2014 sebanyak 1.129 kasus dibanding tahun 2013 sebanyak 1.187 kasus, dimana
kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 418 (37,02%) sisanya adalah kasus
kekerasan terhadap orang dewasa. Bila dilihat dari bentuk kekerasan maka
kekerasan fisik sebanyak 753 (66,70%), seksual sebanyak 154 kasus (13,64%)
sedangkan bila dilihat dari tempat kejadian maka rumah tangga sebesar 567
kasus (50,22%).

Dalam rangka membangun komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam
upaya memenuhi hak-hak anak, pada tahun 2014 telah terbentuk kabupaten/kota
layak anak di Dompu dan Mataram. Ditargetkan pada tahun 2018 seluruh daerah
di Provinsi NTB menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 4.112
Pencapaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Tahun 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN

TARGET CAPAIAN INDIKATOR

2013 2014

Target Realisasi

1. Kekerasan Terhadap
Perempuan/anak (
KTP/KTA)

Kasus 1.187 1.100 1.129

2. Perencanaan
Penganggaran Responsiv
Gender (PPRG)

SKPD 12 19 19

3. Kota Layak Anak Kab/Kota 1 2 2

Sumber: BP3AKB Provinsi NTB, 2014

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Anak, penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan
terus mengalami peningkatan dari 54,68 persen pada 2013 menjadi 87,69
persen pada 2014, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.113
Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Tahun 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN

TARGET CAPAIAN INDIKATOR

2013 2014

REALISASI TARGET REALISASI

1. Penanganan
pengaduan
perempuan dan
anak korban
kekerasan

% 54,68 64,20 87,69

Sumber: BP3AKB Provinsi NTB, 2014

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan kasus KTP/KTA, antara
lain:

a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak
kekerasan

b. Fasilitasi kegiatan temu anak dan forum anak
c. Fasilitasi dan sosialisasi Kabupaten/kota Menuju Layak Anak (KLA)

Beberapa terobosan atau inovasi yang dilakukan dalam mendukung urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:
a. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Provinsi NTB

b. Launching Kota Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Dompu

c. Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Aparat
Penegak Hukum serta Panti Sosial Paramita Mataram dalam upaya
penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) sebagai bentuk
percepatan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan
Pidana Anak (SPPA)

d. Seminar nasional tentang Peranan Perguruan Tinggi dalam Penanganan
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

e. Workshop Penguatan Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A).

f. Tersusunnya Peraturan Gubernur NTB Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Panduan Teknis Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Provinsi NTB sebagai
payung hukum pelaksanaan Perencanaan dan Penganggran yang Responsif
Gender (PPRG) dalam mekanisme perencanaan program/kegiatan SKPD.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut masih menghadapi
beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.114
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

PERMASALAHAN SOLUSI

Partisipasi perempuan di bidang ekonomi masih
rendah.

Melakukan pelatihan dan bimbingan
manajemen usaha bagi perempuan dalam
menngelola usaha

Pengasuhan dan perlindungan anak yang masih
belum optimal

Sosialisasi dan fasilitasi kabupaten/kota
layak anak

Terbatasnya SDM yang paham PPRG Fasilitasi dan pelatihan PPRG bagi setiap
SKPD lingkup provinsi

Terbatasnya kualitas SDM  yang tersedia dalam
penanganan korban serta  mekanisme koordinasi
belum berjalan secara maksimal

Meningkatkan koordinasi dengan  SKPD
terkait dan jejaring dalam penanganan
perempuan korban kekerasan

Sumber: BP3AKB Provinsi NTB, 2014

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan
pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana melalui 4 program pokok dan 6 kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.115
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Promosi
Kesehatan ibu,
bayi dan anak
melalui
kegiatan
masyarakat

Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
tentang
kesehatan ibu,
bayi dan anak

Penyuluhan
kesehatan
ibu, bayi dan
anak melalui
kegiatan
masyarakat

Masyarakat
yang mengikuti
penyuluhan

35 org/
4 kali

35 org/
4 kali

Fasilitasi dan
koordinasi
hari ibu, hari
kartini, HUT
Dharma
Wanita, HKG
PKK

Peserta hari
ibu

Masyarakat
yang
menerima
Perlengkapan
pakaian

300 orang

80 orang

300 orang

80 orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

2. Kesehatan
Reproduksi
Remaja

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
terhadap
kesehatan
reproduksi

Advokasi
dan KIE
tentang
kesehatan
reproduksi
remaja

Peserta TOT
pranikah

Peserta
advokasi
Kespro

60 orang

90 orang

60 orang

90 orang

Memperkuat
dukungan
dan
partisipasi
masyarakat

Peserta bakti
Ikatan
penyuluh KB
(Ipe-KB)

Peserta Temu
kerja PLKB

200 orang

100 orang

200 orang

100 orang

3. Peningkatan
penanggulangan
narkoba, PMS
termasuk
HIV/AIDS

Meningkatnya
pengetahuan
siswa tentang
bahaya
narkoba,
HIV/AIDS

Penyuluhan
penanggula-
nagn
narkoba,
PMS di
sekolah

Siswa yang
mengikuti
penyuluhan

Brosur, liflet
yang dicetak

Benner yang
dibuat

35 org

1500 lbr

5 bh

35 org

1500 lbr

5 bh

4. Pengembangan
model
operasional
BKB-Posyandu-
PAUD

Meningkatnya
upaya dalam
bidang
kesehatan ibu,
bayi, anak
balita dan KB

Pengkajian
pengembang
an model
operasional
BKB-
Posyandu-
PAUD

Peserta rapat
penilaian BKB

Peserta
penerima
hadiah
seragam pada
peringatan hari
ibu tingkat
nasional

Kelompok BKB
dan
pengelelola
BKB yang
menerima
Hadiah juara I
– III

50 org

25 org

6 kelompok

50 org

25 org

6 kelompok

Sumber: BP3AKB Provinsi NTB, 2014

Indikator Kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam RPJMD NTB 2013-2018 adalah Rata-
rata Usia Kawin Pertama Perempuan. Target rata-rata usia kawin pertama
perempuan Tahun 2014 sebesar 21,32 tahun, namun realisasi menunggu press
release dari BPS. Sementara tahun 2013 rata-rata usia kawin pertama perempuan
sebesar 20,52 tahun.
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Pencapaian indikator kinerja dari Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.116
Pencapaian Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

Tahun 2013 - 2014

INDIKATOR SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI

Usia Kawin 1 Perempuan Tahun 20,52* 21,32 Na

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2014

Perkawinan usia dini akan sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik
fisik maupun psikologis. Ibu yang menikah di usia muda organ reproduksinya
belum berfungsi secara optimal. Selain itu psikologis ibu yang menikah pada usia
muda pada umumnya belum siap menjadi ibu dalam arti kemampuan mengasuh
anak serta dalam pengendalian emosi dan tindakannya. Hal ini tentunya akan
berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mental anaknya, sehingga dalam
perkawinan usia dini akan sulit memperoleh keturunan yang berkualitas.

Upaya-upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk mendewasakan usia kawin,
dilakukan melalui:

a. Seminar pendewasaan usia perkawinan yang melibatkan berbagai unsur
pemerintah maupun pihak swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama
dan organisasi terkait se Provinsi NTB.

b. Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 180/1153/Kum tentang Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se NTB, Kepala
SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

c. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) pada anak sekolah melalui
Program Informasi Komunikasi Reproduksi (PIK-R) di sekolah.

d. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak balita, penyuluhan KB pada
pasangan usia subur.

e. Bersama Tim Generasi Emas NTB melakukan TOT Pranikah dan menyusun
kurikulum pasangan ramah anak.

f. Pembentukan kelompok dialog warga dimasyarakat tentang kesehatan
reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan menuju generasi emas 2025 di
Desa Ubung Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) yang dipadukan dengan pelayanan
posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkontribusi terhadap
peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan KB. Jumlah Kelompok BKB yang
telah terbentuk di Provinsi NTB sebanyak 880 kelompok, sedangkan yang aktif
sebanyak 818 kelompok.
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Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dimulai dari Usia Dini,
bahkan dimulai dari janin dalam kandungan. Karena itu proses pertumbuhan dan
perkembangan sudah berlangsung, sehingga pada masa balita sering disebut
sebagai Masa Emas. Apabila pada masa tersebut tidak mendapatkan
pengasuhan yang benar, maka anak balita akan mengalami gangguan
pertumbuhan dan perkembangan dan akan mempengaruhi tahap perkembangan
selanjutnya. Agar anak mendapatkan pengasuhan yang benar, berbagai upaya
telah dilakukan, antara lain melalui program Bina Keluarga Balita (BKB). Bina
keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan keterampilan dan
kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang
balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial, emosional serta
moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga
lainnya dengan balitanya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah khusus
mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang
benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan
berada ditingkat dusun/lingkungan/RW.

Dalam rangka pelaksanaan lomba kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat
nasional tahun 2014, Provinsi NTB memperoleh Juara 1 yang diwakili oleh
Kelompok BKB Lestari dari Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera tersebut masih menghadapi beberapa
permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.117
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

PERMASALAHAN SOLUSI

Usia kawin pertama bagi perempuan yang
masih dibawah 21 tahun

- Advokasi terkait pendewasaan usia kawin
pertama bagi perempuan menjadi 21 tahun,

- Revitalisasi pusat informasi dan konseling
remaja (PIK-R) di sekolah.

Rendahnya tingkat partisipasi KB Pria 3,31% Sosialisasi tentang partisipasi KB untuk pria

Tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang
tidak ikut KB sebanyak 28.595 PUS (25,93%)
dari 1.085.847 PUS

Meningkatkan pemberian pelayanan melalui
fasilitasi dan promosi Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)

Sumber: BP3AKB Provinsi NTB, 2014

16. Perhubungan

Urusan Perhubungan yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika melalui 7 program pokok dan 25 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.118
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan

Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
dan
Pembangunan
Prasarana
Dan Fasilitas
Perhubungan

Penyusunan
kebijakan,
norma, standar
dan prosedur
bidang
perhubungan

Hasil sinkronisasi
& konsultasi
program
Hubkominfo NTB.

1 Laporan 1 Laporan

Renstra
Dishubkominfo yg
dicetak

100 Buku 100 Buku

Koordinasi Dalam
Pembangunan
Prasarana Dan
Fasilitas
Perhubungan

Peserta Rakor
teknis Kab/Kota
se-Provinsi NTB

170 orang 170 orang

Hasil Rapat
Koordinasi
prog./kegiatan yg
dicetak

10 Buku 10 Buku

Sosialisasi
kebijakan di
bidang
perhubungan

Peserta sosialisasi
/uji publik
Raperda Kominfo

100 Orang 100 Orang

Ranperda Kominfo
yang dicetak

100 Buku 100 Buku

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
jembatan
Timbang

Perkerasan jalan
masuk di
Jembatan
Timbang Pototano
yang dibangun

848,5 m² 848,5 m²

Perkerasan jalan
masuk di
Jembatan
Timbang Pototano
yang diawasi

848,5 m² /
1 Dokumen

848,5 m²/
Dokumen

Perencanaan
Perkerasan jalan
masuk di
Jembatan
Timbang Pototano

1 Dokumen 1 Dokumen

Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan

Laporan Hasil
Monitoring
Evaluasi

10 Buku 10 Buku

2. Rehabilitasi &
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Meningkatnya
kualitas
prasarana dan
fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Jembatan
Timbang.

Sarana/alat
penimbangan
komputerisasi di
Jembatan
Timbang Bertais
yg direhabilitasi

1 Unit 1 Unit

Peralatan
jembatan
Timbang Pototano
yang diganti

1 Jenis 1 Jenis
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Rehabilitasi/
pemeliharaan
fasilitasi
keselamatan
LLAJ

Pemeliharaan
Fasilitas
Keselamatan LLAJ
(Trafic Light) di
Kediri Kab.Lombok
Barat.

1 Unit 1 Unit

3. Peningkatan
Pelayanan
Angkutan

Meningkat-
nya Kualitas
Pelayanan
Angkutan
Umum Bagi
Masyarakat

Uji kelayakan
sarana
transportasi
guna
keselamatan
penumpang

Laporan uji
kelayakan
transportasi guna
keselamatan
penumpang

10 Laporan 10 Laporan

Sosialisasi /
penyuluhan
ketertiban
lalulintas dan
angkutan

Peserta
Sosialisasi/penyul
uhan ketertiban
lalulintas dan
angkutan

70 orang 70 orang

Pendukung
Sosialisasi(Helm)
yang diadakan 70 buah 70 buah

Pemilihan dan
pemberian
penghargaan
sopir/juru mudi/
awak kendaraan
angkutan umum
teladan

Peserta pemilihan
penghargaan
sopir/juru mudi/
awak kendaraan
angkutan umum
teladan

100 orang 100 orang

Koordinasi
dalam
peningkatan
pelayanan
angkutan

Peserta Koordinasi
dalam
peningkatan
pelayanan
angkutan

40 orang 40 orang

Pengamanan &
pengendalian
arus lalu lintas

Pengamanan &
pengendalian arus
lalu lintas yg
diselenggarakan

4 kali
(lebaran,H
aji, natal,
Thn Baru)

4 kali
(lebaran,H
aji, natal,
Thn Baru)

Pemilihan Kota
tertib lalu lintas
(wahana tata
nugraha)

Peserta rapat
wahana tat
nugraha

200 Orang
/ 10

Kab/kota

200 Orang
/ 10

Kab/kota

Hasil Pemilihan
Kota tertib lalu
lintas (wahana
tata nugraha)

1 Laporan 1 Laporan

Pemilihan
Pelajar Pelopor
Keselamatan

Peserta Pemilihan
Pelajar Pelopor
Keselamatan

60 orang 60 orang

Penataan
Jaringan Trayek
AKDP

Perencanaan
Penataan Jaringan
Trayek AKDP

1 Dokumen 1 Dokumen

4. Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan

Meningkat-
nya Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan

Pemb. Prasarana
Perhubungan
Udara

Gedung terminal
Haji/TKI (Musolla
dan Gudang) yang
dibangun lanjutan

180 m²
180 m²

180 m²
180 m²
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengawasan
Pembangunan
Fasilitas
Pendukung
Terminal Haji/TKI
(jalan akses,
lapangan parkir
dan Lanskeeping)
yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Perencanaan
PembangunanGed
ung Terminal
Haji/TKI BIL yang
disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

5. Pengendalian
dan
pengamanan
lalu lintas

Meningkatnya
kelancaran
arus lalu
lintas

Pengadaan
rambu-rambu
lalu lintas

Rambu -rambu
lalu lintas di Pulau
Lombok yang
diadakan dan di
pasang

100 buah 100 buah

Rambu -rambu
lalu lintas di Pulau
Sumbawa yang
diadakan dan di
pasang

100 buah 100 buah

Rambu -rambu
lalu lintas di Kab.
Lombok Utara
yang diadakan
dan di pasang

40 buah 40 buah

Rambu -rambu
lalu lintas di Kab.
Dompu yang
diadakan dan di
pasang

35 buah 35 buah

Rambu Pendahulu
Petunjuk Jurusan
(RPPJ) di Kota
Mataram,
Kab.Lobar, Kab.
Loteng yang
diadakan dan di
pasang

30 buah 30 buah

Rambu Pendahulu
Petunjuk Jurusan
(RPPJ) di Kab.
Dompu yang
diadakan dan di
pasang

30 buah 30 buah

Pengadaan
marka  jalan

Marka jalan di
Kota Mataram
yang diadakan

220 M2 220 M2

Pengadaan
pagar
pengaman jalan

Pagar pengaman
jalan Kab. Lombok
Utara yang
diadakan dan
yang dipasang

110 M’ 110  M’

Pagar pengaman
jalan Kab. Dompu
(Lakey)yang
diadakan dan
yang dipasang

110 M’ 110  M’
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengadaan
Warning Light

Warning Light di
Kota Mataram
yang diadakan
dan yang
terpasang

5 unit 5 unit

6. Pengembangan
Transportasi
Udara

Meningkatnya
pengemb.
keselamatan
penerbangan,
kebandar
udaraan dan
angkutan
udara se NTB

Peningkatan/
Pengembangan
Keselamatan
Penerbangan

Hasil Pendataan
dan
Pemeriksanaan
yang dicetak

3 laporan /
3 Bandara

3 laporan /
3 Bandara

Peningkatan/
Pengembangan
Kebandar
udaraan Se-
NTB

Hasil Pendataan
fasilitas dan
Pemeriksanaan
yang dicetak

1 Dokumen
/ 3

Bandara

1 Dokumen
/ 3

Bandara

Peningkatan/Pen
gembangan
Angkutan Udara
Se NTB

Peserta sosialisai
tentang angkutan
udara di NTB

90 orang /
3 Bandara

90 orang /
3 Bandara

Peningkatan/Pen
gembangan
Keselamatan
Pelayaran

Pemeliharaan
Konstruksi Menara
rambu suar

4 Unit 4 Unit

Konstruksi Lampu
Navigasi (menara
suar) yg diadakan

1 Titik 1 Titik

7. Pengembangan
Transportasi
Laut

Meningkatnya
pengemb.
keselamatan
pelayaran dan
angkutan laut
se NTB

Peningkatan/
Pengembangan
Angkutan Laut
di NTB

Peserta
Sosialisasi/pembin
aan pengusahaan
angkutan laut di
NTB

140 orang
/ 4 Lokasi

140 orang
/

4 Lokasi

Peserta sosialisai
tentang angkutan
laut di 4 lokasi
pelabuhan laut
(Lotim, KSB,
Sumbawa, Bima)

140 orang 140 orang

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, 2014

Peningkatan pelayanan angkutan jasa penyeberangan laut dan udara di
pelabuhan dan Bandar udara diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengguna
jasa moda transportasi tersebut. Jumlah penumpang angkutan udara dan laut
tahun 2014 yang menjadi indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel  4.119
Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut

Tahun 2013 – 2014

INDIKATOR SATUAN 2013 2014

TARGET REALISASI
Jumlah Penumpang Angkutan
Udara dan Laut:

- Angkutan Udara Orang 2.145.290 2.451.000 2.495.695

- Angkutan Laut Orang 125.794 138.373 162.828

Jumlah 2.271.084 2.589.373 2.658.523

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, 2014
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Jumlah penumpang yang turun dan naik di tiga pelabuhan laut antara lain
Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima tahun 2014 sebanyak
162.828 orang meningkat 22.74 persen dibanding tahun 2013 sebanyak 125.794
orang. Selain jasa angkutan penumpang, ketiga pelabuhan tersebut juga melayani
bongkar muat barang, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.120
Data Bongkar Muat Barang di Provinsi NTB, Tahun 2013-2014

NO. PELABUHAN
2013 2014

BONGKAR
(TON)

MUAT
(TON)

BONGKAR
(TON)

MUAT
(TON)

1. Lembar 873.836 37.934 217.487 20.591

2. Badas 195.465 62.739 140.137 14.320

3. Bima 156.582 48.982 139.733 27.309

JUMLAH 1.225.883 149.655 497.357 62.220

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, 2014

Jumlah penumpang udara yang turun dan naik di tiga Bandar Udara yaitu
Bandar Udara International Lombok, Bandar udara Sultan Kaharrudin Sumbawa
dan Bandar Udara Salahuddin Bima Tahun 2014 sebanyak 2.495.695 orang
meningkat sebesar 14.04 persen dibanding tahun 2013 sebanyak 2.145.290
orang.

Penerbangan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) tahun 2014 sebanyak
50 flight per hari yang dilayani oleh 8 (delapan) maskapai, yaitu: Garuda, Merpati,
Lion, Wings, Travira Air, Citilink, Silk Air dan Air Asia. Jumlah Penumpang melalui
BIL tahun 2014 sebanyak 2.495.695 orang atau meningkat 16,33 persen dari
tahun 2013 sebanyak 2.145.290 orang. Untuk meningkatkan kenyamanan dan
keamanan penumpang juga telah di bangun infrastruktur pendukung, antara lain
Pembangunan Musholla dan Gudang Terminal haji serta pembangunan pagar
keliling dan pengaspalan lapangan parkir (jalan akses, lapangan parkir dan
landskeeping).

Selain peningkatan sarana prasarana perhubungan udara dan laut, juga telah
dilakukan pada bidang Perhubungan Darat. Adapun sarana dan prasrana
perhubungan darat yang dibangun meliputi: Lanjutan Rehabilitasi Jembatan
Timbang Pototano dan Jembatan Timbang Bertais, Pembangunan Jembatan
Timbang, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, rambu RPPJ Tipe F, marka jalan,
pagar pengaman jalan, dan Warning light serta Rehabilitasi/pemeliharaan Traffic
Light. Kondisi saat ini, jumlah terminal di Provinsi NTB sebanyak 28 terminal yang
terdiri dari 2 terminal type A, 6 Terminal Type B, 14 Terminal Type C, 6 terminal
pembantu. Terminal tersebut digunakan untuk melayani angkutan AKDP (Antar
Kota Dalam Provinsi) dengan jumlah armada dan penumpang tahun 2014,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.121
Jumlah Armada dan Penumpang Antar Kabupaten/Kota

Tahun 2014

KONDISI NORMAL MASA LEBARAN

KOTA TUJUANBUS
OPERASI
(UNIT)

PENUMPANG
(ORANG)

BUS
OPERASI
(UNIT)

PENUMPANG
(ORANG)

371 8610 408 9471 Lembar, Praya, Selong,
Sumbawa, Dompu, Bima

46 1.400 51 1.540 Mataram, Selong, Kayangan

63 1.008 69 1.108 Mataram, Plampang

96 3.072 105 3.379 Mataram

113 1.695 124 1.864 Mataram, Dompu, Bima

64 1.536 70 1.690 Mataram, Sumbawa, Bima

87 2.610 96 2.871 Mataram, Sumbawa, Dompu

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, 2014

Sedangkan terminal yang digunakan untuk Angkutan Antar Kota Antar
Provinsi (AKAP) dengan jumlah armada tahun 2014, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.122
Jumlah armada Antar Kota Antar Provinsi Tahun 2014

NO. DARI TUJUAN ARMADA
(Unit)

SEAT
TERSEDIA

BUS
CADANGAN

1. Sape Jakarta 3 90 1

2. Bima Mataram-
Surabaya-
Jakarta

12 360 2

3. Sumbawa Mataram-
Surabaya-
Jakarta

5 150 1

Mataram-
Malang

5 150 1

Mataram-
Yogya-
Semarang

2 60 1

4. Mataram Surabaya 8 240 2
Malang 3 90 1
Yogyakarta 4 120 1
Semarang-JKT 4 120 1
Jakarta 8 240 2
Surabaya-
Jakarta

4 120 1

JUMLAH 58 1740 14

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, 2014
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Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan
tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.123
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Perhubungan

PERMASALAHAN SOLUSI
Waktu tunggu bongkar dan muat barang
relatif lama.

Peningkatan kapasitas dermaga dengan
pembangunan/pengembangan dermaga
baru untuk menampung kapal-kapal yang
akan melakukan bongkar muat.

Fasilitas bongkar muat masih kurang
memadai dan masih menggunakan tenaga
bongkar muat tradisional.

Pengadaan alat bongkar muat barang
antara lain mobile crane dsb.

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, 2014

17. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah.

17.1. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Pada
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan pada
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui 3 program
pokok dan 12 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.124
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan dan Kominfo Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Pos dan
Telekomunikasi

Meningkatnya
Keterpaduan
Sistem Pos dan
Telekomunikasi

Pembinaan dan
Penertiban Jasa
Titipan

Peserta Rapat
jasa titipan yang
terbina

120 orang 120 orang

Pembinaan
Perusahaan jasa
titipan yg
dicetak

120 Buku 120 Buku

Pengawasan
Layanan Jasa
Telekomunikasi
pada
Penyelenggara/
Pengguna Jasa
Komunikasi Se-
NTB

Hasil
pengawasan
layanan jasa
telekomunikasi

10 Buku 10 Buku
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pameran
Perangko dan
Filateli

Peserta
Pameran
Prangko dan
Filateli

10 orang 10 orang

Publikasi
pameran
prangko dan
filateli, melalui:
- Publikasi

media massa
- Media

elektronik dan
Radio

- Spanduk
- Baliho
- Reproduksi

prangko dan
pembingkaian

- Brosur/leaflet

2 kali

3 kali

3 kali
5 Buah

25 Buah

15 lembar

2 kali

3 kali

3 kali
5 Buah

25 Buah

15 lembar

Pengawasan
Standarisasi dan
Sertifikasi alat
dan Perangkat
Postel se-NTB

Buku Pengawasan
Standarisasi dan
Sertifikasi alat
dan Perangkat
Postel yg dicetak

10 Buku 10 Buku

Pengawasan
Pelayanan Tata
kelola PLIK

Buku pengawasan
Informasi
penyelenggaraan
Postel NTB yg
dicetak

100 Buku 100 Buku

2. Pengembangan
Komunikasi,
Informasi Dan
Media Massa

Meningkatnya
Jumlah
Masyarakat
Yang Sadar
Tentang
Pentingnya
Informasi

Pembinaan Dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi Dan
Informasi

Perangkat
Internet yang di
adakan :

- Web Hosting
- Maintain Web
- Koneksi Internet
- Pemutahiran Web
- Pemasangan Line

Internet

12  Kali
12  Kali
10 Bulan
1 Kali

4 Unit

12  Kali
12  Kali
10 Bulan
1 Kali

4 Unit

Diklat Teknologi
Informasi dan
komputer yg
diikuti

4 orang 4 orang

Pemeliharaan :
- Gerbang Data
- Operasional     M-

CAP

12 kali
12 kali

12 kali
12 kali

Pesrta kursus/
pelatihan yang
diikuti

4 Orang 4 Orang

Pembinaan dan
pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi

Pertunjukan
media tradional
(Group
pertunjukan
rakyat)

1 kali 1 kali
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Perencanaan
dan
pengembangan
kebijakan
komunikasi dan
informatika

Peringatan Hari
kebangkitan
Nasional

1 kali 1 kali

Peserta
Peringatan Hari
kebangkitan
Nasional

1000 orang 1000 orang

Operasional KIP Operasional
Komisi Informasi
Provinsi NTB

12 kali 12 kali

Peralatan
Komputer/Printe
r yg dipelihara

2 Unit 2 Unit

UPS/stabilizer
yang diadakan

1 Unit 1 Unit

Penguatan
Komunitas
Kampung Media

Peserta temu
kreatif kampung
media

300 orang 300 orang

Peserta Jambore
Kampung Media

70 orang 70 orang

Pelatihan
Manajemen IT &
Pengembangan
Website

80 orang 80 orang

Tropy/Hadiah/Pe
nghargaan
Jambore
Kampung Media
yang diadakan

1 Keg /
25 buah

1 Keg /
25 buah

Multimedia
Jambore
kampung media
yang diadakan

1 kali 1 kali

Layanan internet
Program
kampung media

12 kali 12 kali

Server kampung
media yg disewa

1 thn 1 thn

Domain houting
yang disewa

1 thn 1 thn

Durasi Video
dokumenter
kampung media
yang dibuat

15 menit 15 menit

Lay out berita
berbasis E-
papper yg
diadakan

1 kali 1 kali
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Jambore
kampung media
yang dicetak :

- Undangan
- Piagam
- Buku kampung

media

250 buah
25 lembar
1.000 Expl

250 buah
25 lembar
1.000 Expl

Penguatan
kelembagaan
pejabat
pengelola
informasi dan
dokumentasi
(PPID)

Pelatihan SDM
bidang Kominfo

180 orang 180 orang

Pengelolaan
Website PPID
Provinsi :

- Pemutahiran Web
PPID Provinsi

- Koneksi internet
PPID Provinsi

1 kali

1 Thn

1 kali

1 Thn

Kegiatan PPID
Provinsi yang di
publikasikan
melalui :

- Dialog interaktif
TV

- Dialog interaktif
Radio

- Advetorial cetak

4 kali

5 kali

2 kali

4 kali

5 kali

2 kali

- Peraturan
Perundang-
undangan yang
dicetak

1.000 Expl 1.000 Expl

Peralatan
elektronik yang
diadakan :

- TV
- AC 1 PK
- Printer
- UPS
- Lemari Arsip
- Komputer PC
- Notebook

1 buah
1 buah
1 unit
3 buah
2 buah
1 buah
2 unit

1 buah
1 buah
1 unit
3 buah
2 buah
1 buah
2 unit

Interior ruang
PPID Provinsi yg
diadakan

2 jenis 2 jenis
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

3. Kerjasama
Informasi
Dengan Mass
Media

Meningkatnya
Kerjasama
Dengan Media
Massa Dalam
Rangka
Penyebarluasan
Informasi
Tentang
Pembangunan
Daerah

Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah.

Penyebaran
informasi
pembangunan
daerah dan
program
unggulan melalui
publikasi :

- Penerbitan
Majalah

- Cetak &
pemasangan
baliho/

- spanduk

4 Kali

42 kali
5 kali

4 Kali

42 kali
5 kali

Informasi
pembangunan
daerah yang
disebarluaskan
melalui :

- Media cetak dan
elektronik

- Media Nasional

49 kali

1 kali

49 kali

1 kali

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, 2014

Kampung Media yang menjadi terobosan Dishubkominfo Provinsi NTB sejak
Tanggal 30 April 2014 berubah status dari situs www.kampungmedia meningkat
menjadi portal terbuka. Kondisi sampai dengan bulan Desember 2014, Komunitas
Kampung Media sudah mencapai 150 komunitas yang tersebar di 10
kabupaten/kota se NTB dengan jumlah 1.235 anggota. Untuk menunjang aktifitas
daya saing kampung media mandiri pada tahun 2014 dilaksanakan beberapa
kegiatan, antara lain:

a. Pelatihan manajemen IT dan pengembangan website/portal Kampung Media.
b. Temu kreatif antar komunitas Kampung Media di 10 Kabupaten/Kota se NTB.
c. Jambore Kampung Media.
d. Pembuatan audio visual (video documenter) dan pencetakan buku Kampung

Media.
e. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kampung media.

Kampung Media berhasil menyisihkan 515 Inovasi dari seluruh Indonesia yang
diikuti seluruh daerah dan kementerian/lembaga berhasil masuk dalam nominasi 9
TOP Inovasi Nasional bidang Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010
tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah menyediakan akses informasi
public bagi pemohon informasi. Untuk maksud tersebut Pusat Pelayanan Informasi
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Daerah (PPID) Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTB selaku Ketua PPID Provinsi NTB telah membangun Sistim
Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) baik
yang bersifat online maupun offline.

Pelayanan informasi publik oleh PPID Provinsi NTB dilaksanakan secara online
melalui Sistem Informasi Publik (SIP) yang dapat secara langsung diakses oleh
masyarakat luas melalui jaringan internet. Layanan SIP-PPID di tahun 2014
menggunakan software generasi kedua yang telah disempurnakan dan dapat
diakses langsung melalui website resmi PPID Provinsi NTB. Pelayanan Informasi
Publik secara online ini dapat terwujud atas kerjasama pihak Provinsi NTB dan
Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Pada tahun 2014,
jumlah pemohon data dan dokumen sebanyak 251 orang.

17.2. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika oleh
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah melalui 1 program pokok dan 3 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.125
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa

Terwujudnya
Lembaga
Penyiaran
Publik (Radio
& TV)
menginforma
sikan
pembagunan
Daerah dan
masyarakat
yang mampu
memilih
program yang
baik bagi diri
dan
keluarganya.

Fasilitas
Penyempurnaan
Peraturan
Perundang-
Undangan
penyiaran Dan
KMIP

Peserta
sarasehan
dan TV
berjaringan

50 orang 50 orang

Peserta rapat
EDP

20 orang 20 orang

Pembinaan
Dan
Pengembanga
sumber daya
Komunikasi
Dan Informasi

Peserta
sarasehan
lembaga
penyiaran(Pilp
res & Pemilu)

100 Orang 100 Orang

Peserta
Workshop
Peran Media
menunjang
pembangunan
Daerah

50 orang 50 orang

Pengkajian dan
pengembangan
sistem informasi

Peserta
Literasi Media
SMU/SMK/MA

50 orang 50 orang

Peserta
Literasi Media
Toga, Toma &
Masyarakat

50 orang 50 orang

Sumber: KPID Prov. NTB, 2014
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Dalam kurun waktu tahun 2014, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
NTB, telah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sejumlah 42 [empat puluh dua] kasus yang
diajukan oleh Pemohon. Penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diajukan
tersebut melalui: Putusan Mediasi 1 kasus, Putusan Ajudikasi 9 kasus, Keputusan
Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 32 kasus.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB tahun 2014, telah melakukan
Pengawasan dan Rekomendasi perijinan kelayakan bagi lembaga penyiaran radio
dan TV yaitu :

A. Rekomendasi Perijinan Kelayakan bagi Lembaga Penyiaran di Wilayah NTB,
yaitu :

1. PT. Kreasi Televisi Indonesia Mataram (KTI)
2. PT. Rinjani Menjulang Televisi (RM TV)
3. PT. Astiti Bakhti Gita (Radio 9 FM)
4. PT. Cahaya Indah Nusantara (Cinta TV)
5. PT. Keangan Indo Media (Radio ARKI FM)
6. PT. Bahana Kreasi Lombok Media (Radio BKL FM)
7. PT. Nadira Citra Televisi (Sasambo TV)
8. PT. Mitra Televisi Mataram (Net TV Mataram)
9. PT. Semesta Esa Televisi (Sindo TV Mataram)
10. PT. Sinar Lombok Post TV (Lombok Post TV Mataram)
11. PT. Viva Televisi Olah Raga Indonesia Delapan (Sport One Delapan)
12. PT. Lembaga Radio Komunikasi SGSN (Radio SGSN)
13. PT. Nusa Televisi Senegor (NTB TV)

B. Dalam melakukan Pengawasan Penyiaran bekerjasama dengan Lembaga:

1. Rukun Keluarga Bima (RKB) pulau Lombok
2. Pusat Bimbingan dan Konsuling Abata Centre Mataram
3. Badan Koordinasi Wanita (BKOW) Mataram
4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tim Penggerak Prov. NTB
5. Majelis Adat Sasak (MAS) NTB

C. Teguran bagi Lembaga Penyiaran (Radio & TV karena program
siaran/Tayangannya bersifat subyektif, meresahkan dan tidak mendidik
masyarakat yaitu :

1. Metro TV NTB tayangan pada saat Bau Nyale
2. TV 9 Mataram, lagu dan Vidio Klip yang tidak mendidik (pornografi)
3. Sindo TV Mataram tayangan pada acara Mampir Yuk
4. Lombok TV Mataram tayangan Wayang, acara sasak tulen
5. Larangan Menyiarkan Lagu Berjudul ‘TU AQ’ ke Lembaga Penyiaran di NTB
6. Lombok Post TV tayangan Video Klip dan lagu Barat (pornografi)
7. Larangan Menyiarkan Video Klip berjudul Amat Obo, Lombok I Love You,

Aku Ada, Dayu, Cici Roweng, Sambel Colet dan Ban Serep
8. Larangan Menyiarkan Lagu berjudul ‘JUAL COBEK’
9. Larangan menayangkan Wayang Kulit Lalu Nasip di Lombok TV Mataram
10. Larangan menayangkan Advetorial ‘Letje Home Shoping’ Lombok TV
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11. Larangan menayangkan Video Klip Lagu Sasak ‘Ngesul Oplosan dan
Bembek’

12. Program siaran Radio On TV di TV 9.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi
dan Informatika tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.126
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan

Komunikasi & Informatika

PERMASALAHAN SOLUSI

Belum semua SKPD memiliki website yang sesuai
standar untuk mengumumkan informasi ke
masyarakat.

Mengusulkan agar semua SKPD membuat
website yang didalamnya terdapat informasi
publik yang dikuasai PPID SKPD.

Belum maksimalnya pengumpulan dokumen di
SIP-PPID .

Perlunya evaluasi kinerja PPID SKPD, agar dapat
mengunduh dokumen yang dikuasai secara rutin
ke SIP-PPID

Belum adanya server data pribadi yang dikelola
sendiri oleh PPID Provinsi NTB.

Mengusulkan pengadaan server data yang dapat
dikelola mandiri oleh PPID Provinsi NTB

Terbatasnya tenaga arsiparis Mengusulkan pelatihan mengenai asiparis
dokumen agar penataan dokumen fisik bisa lebih
baik atau adanya fungsional arsiparis.

Kurangnya SDM yang mendukung di bidang
Komunikasi dan Informatika.

Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk
mengikuti Diklat/PPNS bidang Komunikasi dan
Informatika.

Belum tersedianya sumber daya aparatur yang
menguasai teknologi informatika untuk membantu
kelancaran proses administrasi dan aparatur yang
mendukung proses penyelesaian sengketa
informasi publik.

Koordinasi dengan Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika untuk dukungan
tenaga administratif yang menguasai teknologi
informatika dan tenaga yang menangani
kepaniteraan.

Kondisi bangunan Kantor Kesekretariatan Komisi
Informasi yang rusak berat dan sudah tidak layak
dipergunakan sehingga mempengaruhi kelancaran
tugas Komisi Informasi Provinsi NTB

Mengusulkan rehabilitasi gedung kesekretariatan
Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terbatasnya sarana pendukung alat Pemantau Isi
siaran TV dan Radio yang ada di KPID NTB

Mengusahakan pengadaan Alat Pemantau Isi
siaran Radio dan TV.

Kurangnya SDM yang mendukung di bidang
Komunikasi dan Informatika.

Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk
mengikuti Diklat/PPNS bidang Komunikasi dan
Informatika.

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan KPID Prov. NTB, 2014
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18. Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki
Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan meliputi: izin
lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah
garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; penetapan tanah ulayat;
pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah;
perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Kesembilan sub bidang urusan pertanahan yang secara de jure menjadi
kewenangan pemerintah daerah, secara de facto penanganannya dilaksanakan
oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB. Namun
demikian, penyelenggaraan kesembilan sub bidang urusan pertanahan
dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kantor Wilayah
BPN Provinsi NTB.

Status kepemilikan tanah terindikasi terlantar, status kepemilikan tanah Hak
Guna Usaha terindikasi terlantar, Hak Guna Bangunan terindikasi terlantar, Hak
pakai, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.127
Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar

Berdasarkan Status Kepemilikan Tanah s.d Tahun 2014

NO KABUPATEN/
KOTA

STATUS TANAH
TOTAL

HGU HGB H. PAKAI IJIN LOKASI

Badan
Hukum Luas (Ha) Badan

Hukum Luas (Ha) Badan
Hukum

Luas
(Ha)

Badan
Hukum

Luas
(Ha)

Badan
Hukum

Luas
(Ha)

1. Mataram - - 1 - - - - - - -

2. Lombok Barat - - 13 537,1596 - - - - 13 537,1596

3. Lombok Tengah 1 355,1000 10 424,9603 2 155,1310 - - 13 935,1913

4. Lombok Timur 3 183,1050 9 138,2826 - - - - 12 321,3876

5. Lombok Utara - - 16 324,068 - - - - 16 324,0680

6. Sumbawa Barat 2 491,9285 9 100,8533 - - - - 11 592,7818

7. Sumbawa 6 2.845,8018 - - - - 1 1.000,000 7 3.845,8018

8. Dompu 5 7.471,7700 5 81,1325 - - 5 1.752,4210 15 9.305,3235

9. Bima 3 4.174,0000 1 0,9207 - - 1 350,0000 5 4.524,9207

10. Kota Bima - - - - - - - - - -

JUMLAH 20 15.521,7053 63 1.607,3770 2 155,1310 7 3.102,4210 92 20.386,6343

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB , 2014
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Penetapan tanah terindikasi terlantar berdasarkan badan hukum dan status
kepemilikan tanah Hak Guna Usaha (HGU), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.128
Penetapan Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Badan Hukum,

Lokasi Kegiatan dan Upaya Penertiban yang telah dilakukan
serta  Status Kepemilikan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

Kab. Lombok Tengah
1. PT. Trisno

Kenangan
Desa Lantan
dan Desa Kr.
Sidemen, Kec.
Batukliang

a. Konversi Hak
Erfacth
No.333/1966

b. 14-12-1966
c. HGU

a. –
b. –
c. 14-12-1986

355,1000 Perkebunan Bangunan,
Kolam renang,
Kebun Kopi,
Tanaman
berkayu keras

355,1000 Penertiban Th.
2013

Kab. Lombok Timur
2. PT. Kosambi

Victory Lac
Desa Sajang,
Kec. Sembalun

a. 31/HGU/BPN/1990
b. 20-12-1990
c. HGU

a. 2
b. 25-2-1991
c. 31-12-2020

99,4160 Perkebunan
Kosambi, dan
Penularan Kutu
Lac

Hutan, Rumput,
Campur,
Tambak Udang

99,4160 Penertiban Th.
2010,
diusulkan
sebagai Tanah
Terloantar

3. PT. Tanjung
Kenanga
Desa Belanting,
Kec. Sambelia

a. 80/HGU/DA/1988
b. 01-01-1988
c.

a. 4
b. 01-012-1989
c. 31-12-2013

38,5000 Perkebunan Kebun,
Permukiman,
Tambak

38,5000 Penertiban Th.
2013,
Pemberian
Peringatan II

4. PT. Bumi Padak
Goar
Desa Labu
Pandan, Kec.
Sambelia

a. 540.3/01/1/HGU/
62/2005

b. 13-07-2005
c. HGB

a. 47
b. 30-07-2005
c. 30-07-2035

85,1890 Tambak Tambang
Udang, Ladang

45,1890 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

Kab. Sumbawa Barat
5. PT. Hutan

Mente
Indonesia
Desa Senayan,
Kec. Seteluk

a. --
b. --
c. Pemecahan HGU 1

Senayan

a. 2
b. 22-2-1994
c. 10-12-2012

1,9845 Perkebunan
Jambu Mente

Ditanami
Palawija oleh
masyarakat
sekitar

1,9845 --

a. –
b. –
c. HGU

a. 4
b. 22-2-1994
c. 10-12-2012

93,4110 Perkebunan
Jambu Mente

Ditanami
Palawija oleh
masyarakat
sekitar

93,4110 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan Ia. 72/HGU/BPN/1994

b. 27-10-1994
c. HGU

a. 5
b. 10-11-1994
c. 19-11-2019

156,0600 Perkebunan
Jambu Mente

Ditanami
Palawija oleh
masyarakat
sekitar

156,0600

6. PT. Sekar
Abadi Jaya
Desa Senayan,
Kec. Seteluk

a. 540.3/01/1/01/
HGU/62/2000

b. 16-10-2000
c. HGU

a. 8
b. 23-10-2000
c. 22-10-2025

170,3320 Tambak Semak belukar 170,3320 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan Ia. 540.3/01/1/01/

HGU/62/2000
b. 05-07-2001
c. HGU

a. 9
b. 19-07-2001
c. 18-07-2026

70,1410 Tambak Semak belukar 70,1410

Kab. Sumbawa
7. PT. Alam Hijau

Desa Boal, Kec.
Empang

a. 13/HGU/1987
b. 15-10-1987
c. HGU

a. 1
b. 17-03-1988
c. 31-12-2012

650,0000 Tambak Udang Bekas Tambak,
Tegalan,
Sawah, Padak,
Usaha
perikanan/
tambak udang

650,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

8. PT. Multimina
Mertasari
Desa Rhee,
Kec. Rhee

a. 07/HGU/02-
BKPMD/1989

b. 24-10-1989
c. HGU

a. 1
b. 25-11-1989
c. 05-11-2014

79,0739 Tambak Udang Bekas Tambak,
Semak belukar

79,0739 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

9. PT. Peterta
Desa Lab.
Kuris, Kec.
Lape-Lopok

a. 30.a/HGU/DA/80
b. 28-02-1980
c. HGU

a. 1
b. 28-08-1980
c. 31-12-2006

1.885,0000 Peternakan Semak belukar,
Padang rumput

1.885,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

10. PT. Mina Aqua
Cultura
Desa Gontar,

a. 01/HGU/02-
BKPDM/87

b. 10-08-1987

a. 1
b. 16-11-1987
c. 31-12-2012

98,0000 Tambak Bekas Tambak 98,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

Kec. Alas c. HGU Diberi
Peringatan I

11. PT. Dinaco
Widjaja
Kusuma
DesaPenyaring,
Kec. Moyo Hilir

a. C1/HGU/02-
BKPMB/90

b. 20-06-1990
c. HGU

a. 13
b. 26-07-1990
c. 26-07-2010

32,8178 Tambak 32,8178

12. PT. Dani Tama
Land
DesaPenyaring,
Kec. Moyo Hilir

a. 25/HGU/BPN/2004
b. 04-07-2004
c. HGU

a. 14
b. 24-05-2004
c. 14-05-2029

276,9101 Perkebunan
Jeruk dan
Agrowisata

Perkebunan
Jeruk

100,9101 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

Kab. Dompu
13. PT. Bali

Anacardia
Desa Doropeti,
Kec. Pekat

a. 52/HGU/BPN/1997
b. 27-06-1997
c. HGU

a. 1
b. 18-05-1998
c. 17-05-2023

1.650,9000 Perkebunan
Jambu Mente

Perkebunan
Jambu Mente,
Perkampungan,
Masjid, SD, dan
Semak/rumput

1.650,9000 Penertiban Th.
2010, dengan
Kpts dialihkan
haknya kpd
PT. Sukses
Mantap
Sejahtera
sesuai surat
Kepala BPN RI
No.4684/14.3/
XII/2012, tgl.
27-12-2012

a. 52/HGU/BPN/1997
b. 27-06-1997
c. HGU

a. 2
b. 16-05-1998
c. 17-05-2023

3.889,5900 Perkebunan
Jambu Mente

Perkebunan
Jambu Mente,
Perkampungan,
Basecamp

3.889,5900

14. PT. Tugu
Vanila Jaya
Desa Doropeti,
Kec. Pekat

a. 19/HGU/BPN/1999
b. 01-03-1999
c. HGU

a. 3
b. 03-04-1999
c. 12-04-2024

1.043,2400 Peternakan Base camp,
Pemagaran
kandang,
Pemagaran
hijau, Makanan
ternak, Semak
rumput dan
sapi 150 ekor

388,5000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

15. PT. Lawata
Permai
Desa Doropeti,
Kec. Pekat

a. 06/HGU/BPN/1987
b. 19-05-1987
c. HGU

a. 1
b. 26-10-1987
c. 26-10-2012

200,0000 Peternakan Semak rumput 200,0000 Penertiban Th.
2010

16. PT. Asia
Tunggal Inti
Desa Pekat,
Kec. Pekat

a. 05/HGU/1993
b. 05-03-1993
c. HGU

a. 3
b. 31-05-1993
c. 31-12-2018

999,6000 Penggembalaan
ternak Sapi

Kandang &
Barak, Bak air
minum hewan
dekat mata air,
Sapi 100 ekor
dan Semak/
rumput

999,6000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan IPT. Asia

Tunggal Inti
Desa Tolokalo,
Kec. Pekat

a. 540.3/03/1/03/52/
62/1994

b. 29-12-1994
c. HGU

a. 1
b. 26-10-1987
c. 16-01-2025

143,1800 Penggembalaan
ternak Sapi

143,1800

17. PT. Putra Purna
Yudha
Desa Doropeti,
Kec. Pekat

a. 11/HGU/BPN/1989
b. 17-10-1989
c. HGU

a. 2
b. 03-11-1989
c. 03-11-2024

200,0000 Peternakan Semak rumput 200,0000 Penertiban Th.
2010

Kab. Bima
18. PT. Sondi Bima

Sakti
Desa Tawah,
Kec. Wera

a. 540.3/02/1/62/1994
b. 07-07-1994
c. HGU

d. 1
e. 26-09-1994
f. 26-09-2004

112,0000 Peternakan
Sapi Potong

Semak dan
Padang rumput

112,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

19. PT. Sanggar
Agro Karya
Persada I
Desa Piong,
Kec. Sanggar

a. 60/HGU/BPN/1996
b. 14-12-1996
c. HGU

a. 1
b. 26-09-1997
c. 25-09-2022

598,8000 Peternakan
Sapi

Peternakan,
Rumah jaga
dan Satu
kandang paksa

Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

PT. Sanggar
Agro Karya
Persada II
Desa Piong,
Kec. Sanggar

a. 22/HGU/BPN/1999
b. 11-03-1999
c. HGU

a. 2
b. 15-04-1994
c. 03-07-2034

3.962,0000 Perkebunan Sudah tidak
digunakan oleh
pemegang hak,
seluas 477 ha
tlh dimanfaat-
kan oleh masy
159 KK, sbg
lahan
perkebunan
mente, tegalan,
serta
pemukiman,
fasilitas umum,
dll

3.962,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

20. PT. Ternak
Lestari
Desa Nunggi,
Kec. Wera

a. 540.3/01/1/01/
62/1994

b. 19-04-1994
c. HGU

a. 1
b. 26-05-1994
c. 26-05-2024

100,0000 Peternakan Semak dan
rumput

100,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, 2014

Penetapan target tanah terindikasi terlantar berdasarkan badan hukum,
dan status kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan (HGB), sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.129
Penetapan Target Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Badan Hukum,

Lokasi Kegiatan dan Upaya Penertiban yang telah dilakukan
serta  Status Kepemilikan Tanah Hak Guna Bangunan (HGB)

NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

Kota Mataram

1. PT. Sari Madu
Kel Monjok,
Kec. Mataram

a. 213/BA/HGB/1972
b. 22-07-1972
c. HGB

a. 3
b. 16-05-1980
c. 15-05-2000

0,2000 Kantor Kantor Sudah
dilakukan
pembangunan

Kab. Lombok Barat

2. PT.Pantai
Indah
Kerandangann
Desa Senggigi,
Kec. Batulayar

a. 07/HGB/02/BKPM/
1991

b. 08-01-1991
c. HGB

a. 7
b. 18-09-1991
c. --

70,5860 Hotel Kebun Kelapa 70,5860 Sudah keluar
dari Database
dengan syarat
melanjutkan
pembangunan
berdasarkan
Surat Deputi
Bidang
Pengendalian
Pertanahan
dan
Pemberdayaan
Masy No.
2269/22.1-500
/V/2013, tgl.
31-05-2013

a. 07/HGB/02/BKPM/
1991

b. 08-12-1991
c. HGB

a. 8
b. 18-09-1991
c. --

89,3110 Hotel Kebun Kelapa 89,3110

3. PT. Bumi Gora
Batulayar
Desa Batulayar,
Kec. Batulayar

a. 550.2/13/BPN-IL/
LB/1994

b. Tahun 1994
c. HGB

a. 257
b. 03-10-1994
c.

5,9804 Hotel Kebun Kelapa 5,9804 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

4. PT. Viva Karya
Wisata Alam
Desa Senggigi,
Kec. Batulayar

a. 02/HGB/02-BKPMD/
1992

b. 24-06-1992
c. HGB

a. 9
b. 16-07-1992
c.

0,1111 Hotel Kebun Kelapa 0,1111

5. PT. Bangun
Lombok Inter
Nusa
Ds. Meninting,
Kec. Batulayar

a. 550.2/08/5/04/62/
1999

b. 29-06-1999
c. HGB

a. 324, 325, 326,
327 & 328

b. 10-09-1999
c.

10,9834 KPR BTN Kebun Kelapa 10,9834 Penertiban
tahun 2014
sampai
dengan usulan
penetapan
tanah
terlantar.

6. PT. Pesona
Graha Wisata
Alam
Ds. Sekotong
Tengah, Kec.
Sekotong
Tengah

a. 550.2/32/1/18/52/
1997

b. 05-02-1997
c. HGB

a. 6
b. 29-03-1997
c. 28-03-2027

12,5173 Hotel Kebun campur,
Kebun Kelapa

12,5173 Penertiban Th.
2013, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan IIa. 550.2/15/5/16/62/

1997
b. 12-07-1997
c. HGB

a. 7
b. 05-08-1997
c. 04-08-2027

5,8547 Hotel Kebun campur 5,8547
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

a. 550.2/15/5/16/62/
1997

b. 12-07-1997
c. HGB

a. 8
b. 05-08-1997
c. 04-08-2027

2,6978 Hotel Kebun campur/
Tegalan

2,6978

a. 550.2/15/5/16/62/
1997

b. 12-07-1997
c. HGB

a. 9
b. 05-08-1997
c. 04-08-2027

3,4558 Hotel Kebun campur/
Tegalan

3,4558

a. 550.2/15/5/16/62/
1997

b. 12-07-1997
c. HGB

a. 10
b. 05-08-1997
c. 04-08-2027

3,1983 Hotel Kebun campur/
Tegalan

3,1983

7. PT. Lingga
Permata Utama
Ds. Sekotong
Tengah, Kec.
Sekotong
Tengah

a. 103/HGB/BPN/1992
b. --
c. HGB

a. 1 & 2
b. Tahun 1992
c.

96,5195 Hotel Pemukiman dan
Kebun Kelapa

96,5195 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

8. PT. Teluk
Mekaki Indah
Desa Pelangan,
Kec. Sekotong
Tengah

a. 550.2/46/1/46/62/
1997

b. 10-12-1997
c. HGB

a. 1
b. 19-01-1998
c.

158,7000 Hotel Pemukiman,
Kebun Kelapa
dan Padang
rumput

158,7000 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

9. PT. Gili Rengit
Island Resort
Desa Sekotong
Tengah, Kec.
Sekotong Barat

a. 550.2/25/BPN-LB/
1995

b. 27-10-1995
c. HGB

a. 14
b. 15-12-1995
c.

4,5300 Hotel Pemukiman,
Kebun Kelapa
dan Padang
rumput

4,0300 Penertiban
tahun 2014
sampai
dengan usulan
penetapan
tanah
terlantar.

a. 550.2/25/BPN-LB/
1995

b. 26-11-1995
c. HGB

a. 18
b. 02-05-1996
c.

2,0250 Hotel Pemukiman,
Kebun Kelapa
dan Padang
rumput

2,0250

10. PT. Tanjung
Nipah Permai
Desa Sekotong
Tengah, Kec.
Sekotong Barat

a. 550.1/14/23/12/
1996

b. 26-11-1996
c. HGB

a. 19
b. 27-11-1996
c.

7,5115 Hotel Kebun Kelapa 7,5115

11. PT.Pesona Gili
Asahan
Desa Pelangan,
Kec. Sekotong
Tengah

a. 550.2/01/BPN-LB/
1998

b. 20-01-1998
c. HGB

a. 2
b. 02-07-1998
c.

9,9990 Hotel Tegalan 9,9990 Penertiban
tahun 2014
sampai
dengan usulan
penetapan
tanah
terlantar.

a. 550.2/30/BPN-LB/
1998

b. 11-05-1998
c. HGB

a. 7
b. 16-11-1998
c.

12. PT. Rezka
Nayatama
Desa Medang,
Kec. Sekotong
Barat

a. 550.2/19/1/1993
b. 29-06-1999
c. HGB

a. 1
b. Tahun 1994
c.

Hotel Penertiban Th.
2013, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

a. Bekas HGB 6
b. 12-10-1994
c. HGB

a. 8
b. 15-10-1994
c. 12-10-2024

1,9244 Hotel Tegalan dan
Kebun campur

1,9244

a. Bekas HGB 8
b. 12-10-1994
c. HGB

a. 10
b. 15-10-1994
c. 12-10-2024

31,5966 Hotel Pemukiman,
SD, Tegalan
dab Kebun
campur

31,5966

13. PT. Interland
Bangun
Perkasa
Desa Sekotong,
Kec. Sekotong
Barat

a. 550.2/40/1/40/62/
1996

b. 15-03-1996
c. HGB

a. 17
b. 13-03-1996
c.

13,9305 Hotel Kebun Kelapa 13,9305 Penertiban
tahun 2014
sampai
dengan usulan
penetapan
tanah
terlantar.

14. PT. Bumi Reza
Jaya Lestari
Desa Sekotong
Tengah, Kec.
Sekotong Barat

a. 102/HGB/BPN/1992
b. 18-02-1992
c. HGB

a. 2
b. 09-05-1998
c.

6,2273 Hotel Kebun Kelapa 6,2273 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan II

Kab. Lombok Utara
15. PT. Gili

Trawangan
Indah
Desa Gili
Indah, Kec.
Pemenang

a. 550.2/39/1/38/62/
1996

b. 27-02-1996
c. HGB

a. 34
b. 01-03-1996
c. 02-03-2026

65,0000 Hotel Perumahan,
Jasa, Kebun
dan Tegalan

65,0000
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

16. PT. Wana
Wisata Alam
Hayati
Desa Gili
Indah, Kec.
Pemenang

a. 550.2/05/1/43/62/
1996

b. 14-06-1996
c. HGB

a. 35
b. 21-06-1996
c. 20-06-2026

13,9035 Hotel Hotel Kantor,
PLN dan
Tegalan

13,9035 Sudah keluar
dari Database
dengan syarat
melanjutkan
pembangunan

berdasarkan
surat Deputi
Bidang
Penngendalian
Pertanahan &
Pemberdayaan
Masy. No.
2279/22.1-500
/V/2013, tgl.
31-05-2013

17. PT. Grahawita
Santika
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a. 550.2/45/3/79/62/
1993

b. 06-10-1993
c. HGB

a. 17
b. 24-11-1993
c. 24-11-2013

8,6770 Hotel
Berbintang

Kebun dan
Tegalan

8,6770

a. 550.2/45/3/79/62/
1993

b. 06-10-1993
c. HGB

a. 18
b. 24-11-1993
c. 24-11-2013

1,3085 Hotel Kebun dan
Tegalan

1,3085

a. 550.2/45/3/74/62/
1993

b. 06-10-1993
c. HGB

a. 19
b. 24-11-1993
c. 24-11-2013

0,2630 Hotel Kebun dan
Tegalan

0,2630

18. PT. Asano
Internasional
Desa Rempek,
Kec. Gangga

a. 550.2/09/1/4/62/
1997

b. 28-04-1997
c. HGB

a. 1
b.
c.

128,6400 Lapangan Golf
dan Hotel

Tegalan dan
Kebun
campuran

128,6400 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

19. PT. Cahaya
Mahkota Indah
Sejahtera
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a. 55.2/10/6/14/62/
1993

b. 24-05-1993
c. HGB

a. 16
b. 29-11-1993
c. 29-11-2013

4,0776 Hotel
Berbintang

Kebun Kelapa 4,0776

20. PT. Patra Jasa
Desa
Pemenang
Barat, Kec.
Pemenang

a. 420/HGB/BPN/1992
b. 12-06-1992
c. HGB

a. 1
b. 09-07-1992
c. 08-07-2012

9,6691 Hotel
Berbintang

Kebun Kelapa 9,6691 Milik BUMN
keluar dari
data Base
tanah
terindikasi
terantar.

21. PT. Sarana
Horeka Kita
Mulia
Desa
Pemenang
Barat, Kec.
Pemenang

a. 550.2/29/BPN-
Lobar/1995

b. 26-12-1995
c. HGB

a. 29
b. 28-12-1995
c. 24-09-2025

4,1308 Hotel
Berbintang

Kebun Kelapa 4,1308

a. 550.2/29/BPN-
Lobar/1995

b. 26-12-1995
c. HGB

a. 30
b. 28-12-1995
c. 24-09-2025

0,5430 Hotel
Berbintang

Kebun Kelapa 0,5430

a. 550.2/28/BPN-
Lobar/1995

b. 26-12-1995
c. HGB

a. 31
b. 28-12-1995
c. 24-09-2025

3,1840 Hotel
Berbintang

Kebun Kelapa 3,1840

a. 550.2/28/BPN-
Lobar/1995

b. 26-12-1995
c. HGB

a. 32
b. 28-12-1995
c. 24-09-2025

0,5238 Hotel
Berbintang

Kebun Kelapa 0,5238

22. PT. Duta Kriya
Perdana
Desa
Pemenang
Barat, Kec.
Pemenang

a. 550.2/22/1/26/62/
1997

b. 19-07-1997
c. HGB

a. 44
b. 04-08-1997
c. 03-08-2027

0,2560 Hotel
Berbintang

Kebun 0,2560

a. 550.2/20/1/25/62/
1997

b. 19-07-1997
c. HGB

a. 44
b. 04-08-1997
c. 03-08-2027

3,0557 Hotel
Berbintang

Kebun 3,0557

a. 550.2/21/1/24/62/
1997

b. 19-07-1997
c. HGB

a. 46
b. 04-08-1997
c. 03-08-2027

1,9820 Hotel
Berbintang

Kebun 1,9820

a. 550.2/24.1/27/62/
1997

b. 19-07-1997
c. HGB

a. 47
b. 04-08-1997
c. 03-08-2027

3,3215 Hotel
Berbintang

Kebun 3,3215
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

23. PT. Tanjung
Indah Permai
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a. 550.2/65/1/103/62/
1994

b. 12-01-1994
c. HGB

a. 21
b. 12-01-1994
c. 12-01-2024

10,7888 Hotel
Berbintang

Kebun 10,7888

24. PT. Pandanan
Wisata Cottage
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a. 550.2/30/1/39/62/
1994

b. 17-10-1994
c. HGB

a. 24
b. 28-01-1994
c. 12-01-2024

9,6709 Hotel
Berbintang

Kebun 9,6709

25. PT. Klui Beach
Hotel
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a. 899/HGB/BPN/1992
b. 25-09-1992
c. HGB

a. 2
b. 16-11-1992
c. 16-11-2012

4,4432 Hotel
Berbintang

Kebun 4,4432

a. 550.2/28/BPN-
Lobar/1998

b. 31-10-1998
c. HGB

a. 60
b. 10-11-1998
c. 16-11-2028

0,2660 Hotel
Berbintang

Kebun 0,2660

26. PT. Bali Budi
Darma
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a. 550.2/44/1/123/62/
1997

b. 08-12-1997
c. HGB

a. 53
b. 27-02-1998
c. 27-02-2028

5,3728 Hotel
Berbintang

Kebun 5,3728

27. PT. Dewata
Sathio
Bersaudara
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a. 1417/HGB/BPN/
1993

b. 03-12-1993
c. HGB

a. 22
b. 09-02-1994
c. 09-02-2024

3,2712 Hotel
Berbintang

Kebun 3,2712

28. PT. Tanang
Swasira Kara
Desa Malaka,
Kec. Pemenang
Barat

a.
b.
c. HGB

a. 67
b. 09-05-1994
c. 09-05-2024

0,8511 Hotel
Berbintang

Kebun 0,8511

29. PT. Mekaraya
Inter Nusa
Desa
Pemenang
Timur, Kec.
Tanjung

a. 550.2/03/1/01/62/
1994

b. 25-04-1994
c. HGB

a. 1
b. 09-05-1994
c. 09-05-2024

40,6314 Hotel
Berbintang

Kebun 40,6314 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

30. PT. Kembang
Surya Asri
Permai
Desa
Genggelang,
Kec. Gangga

a. 61/BK/1998
b. 19-02-1998
c. HGB

a. 1
b. 25-02-1998
c. 25-02-2028

0,2371 Hotel
Berbintang

Kebun 0,2371

Kab. Lombok Tengah
31. PT. Esa

Swardhana
Thani
Desa Selong
Belanak, Kec.
Praya Barat

a. 550.2/19/2/23/62/
1999

b. 30-03-1999
c. HGB

a. 1
b. 05-04-1999
c. 24-09-2028

0,2250 Pembangunan
Jasa Akomodasi
dan Rekreasi

Sawah 0,2250 Penertiban
tahun 2014
sampai
dengan usulan
penetapan
tanah

a. 550.2/19/2/23/62/
1999

b. 30-03-1999
c. HGB

a. 2
b. 05-04-1999
c. 24-09-2028

103,5000 Pembangunan
Jasa Akomodasi
dan Rekreasi

Pemukiman,
Sawah,
Tegalan/
kadang, Kebun
Kelapa, Semak,
Rumput

103,5000

a. 550.2/18/1/06/
HGB/62/2003

b. 23-12-2003
c. HGB

a. 8
b. 09-01-2004
c. 08-01-2024

4,2930 Perluasan Hotel Tegalan 4,2930

32. PT. Pantai Aan
Desa Selong
Belanak, Kec.
Praya Barat

a. 550.2/01/1/60/62/
1993

b. 21-04-1993
c. HGB

a. 2
b. 23-04-1993
c. 23-04-2023

0,6872 Pariwisata Pemukiman,
kosong

0,6872

a. 550.2/1/1/60/62/
1993

b. 21-04-1993
c. HGB

a. 3
b. 23-04-1993
c. 23-04-2023

3,5000 Pariwisata Ladang 3,5000

a. 550.2/1/1/60/62/
1993

b. 21-04-1993
c. HGB

a. 4
b. 23-04-1993
c. 23-04-2023

4,8637 Pariwisata Kebun Kelapa,
Semak, Rumput

4,8637
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

33. PT. Irco Citra
Graha Nusa
Desa Selong
Belanak, Kec.
Praya Barat

a. 550.2/06/1995
b. 28-08-1995
c. HGB

a. 5
b. 03-11-1995
c. 03-11-2025

5,3303 Hotel dan
fasilitasnya

Kebun Kelapa,
Semak

5,3303

a. 550.2/06/1997
b. 16-12-1997
c. HGB

a. 8
b. 27-12-1997
c. 24-09-2027

1,9179 Hotel Semak 1,9179

34. PT. Selong
Nusa Indah
Hotel
Desa Selong
Belanak, Kec.
Praya Barat

a. 550.2/13/1/12/62
1995

b. 24-10-1995
c. HGB

a. 6
b. 22-11-1995
c. 22-09-2025

2,3628 Hotel
Berbintang dan
fasilitasnya

Kebun Kelapa,
Semak

2,3628

a. 550.2/14/1/12/62/
1995

b. 24-10-1995
c. HGB

a. 7
b. 22-11-1995
c. 22-09-2025

1,7110 Hotel
Berbintang dan
fasilitasnya

Kebun Kelapa 1,7110

35. PT. Sinar
Rowok Indah
Desa
Mangkung,
Kec. Praya
Barat

a. 835/HGB/BPN/1991
b. 15-10-1994
c. HGB

a. 1
b. 14-12-1991
c. 14-12-2011

38,3798 Hotel
Berbintang dan
fasilitasnya

Pemukiman,
Sawah,
Tegalan,
Semak, Alang-
alang

38,3798 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

a. 835/HGB/BPN/1991
b. 15-10-1994
c. HGB

a. 2
b. 14-12-1991
c. 14-12-2011

57,6212 Hotel
Berbintang dan
fasilitasnya

Sawah,
Tegalan,
Semak, Alang-
alang

57,6212

36. PT. Anugrah
Tirta Pusaka
Desa Tumpak,
Kec. Pujut

a. 550.2/1/45/62/1993
b. 23-08-1993
c. HGB

a. 1
b. 25-08-1993
c. 25-08-2013

60,0915 Hotel dan
fasilitasnya

Pemukiman,
Sawah, Semak,
Tegalan

60,0900 Penertiban
2013,
diberikan
Peringatan II

a. 550.2/1/45/62/1993
b. 16-01-1993
c. HGB

a. 2
b. 19-01-1994
c. 19-01-2023

55,0537 Pariwisata Pemukiman,
Sawah, Semak,
Tegalan

55,0537 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

a. 550.2/01/9/03/62/
1998

b. 07-08-1998
c. HGB

a. 7
b. 12-08-1998
c. 24-09-2027

1,5375 Hotel
Berbintang

Tegalan, Semak 1,5375

a. 550.2/01/9/03/62/
1999

b. 15-06-1999
c. HGB

a. 10
b. 19-01-1999
c. 15-06-2029

1,1424 Hotel
Berbintang

Tegalan, Semak 1,1424

a. 550.2/01/9/03/62/
1998

b. 07-08-1998
c. HGB

a. 2
b. 13-08-1998
c. 24-09-2027

2,1100 Hotel
Berbintang

Tegalan, Semak 2,1100

a. 550.2/07/1/03/62/
1999

b. 15-06-1999
c. HGB

a. 6
b. 19-01-1999
c. 15-06-2029

1,9650 Hotel
Berbintang

Tegalan, Semak 1,9650

a. 550.2/01/9/03/62/
1998

b. 07-08-1998
c. HGB

a. 9
b. 13-08-1998
c. 24-09-2027

1,8440 Hotel
Berbintang

Tegalan, Semak 1,8440

37. PT. Nusa
Lestari Cipta
Gili Land
Desa Prabu,
Kec. Pujut

a. 550.2/66/1/60/62/
1994

b. 13-01-1994
c. HGB

a. 3
b. 19-01-1994
c. 19-01-2024

5,9000 Pariwisata Kebun Kelapa 5,9000

38. PT. Bumbang
Citra Nusa
Desa Mertak/
Teruwai, Kec.
Pujut

a. 550.2/02/1/02/62/
1995

b. 22-05-1995
c. HGB

a. 2
b. 24-05-1995
c. 24-05-2025

60,0000 Hotel
berbintang &
usaha
pariwisata
lainnya

Kebun Kelapa,
Semak

60,0000 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

39. PT. Provisindo
Matra Nusa
Desa Teruwai,
Kec. Pujut

a. 552/20/1/1/HGB/
62/1995

b. 29-11-2001
c. HGB

a. 3
b. 13-03-2001
c. 24-09-2026

4,9468 Perikanan
(Budidaya
Mutiara)

Bangunan,
Tanah kosong,
Tegalan, Semak

4,9468

40. PT. Balindo
Puri Nata
Megah
Desa Mertak,
Kec. Pujut

a. 556.2/03/1997
b. 17-01-1997
c. HGB

a. 1
b. 06-12-1997
c. 24-09-2031

5,9790 Pariwisata Tegalan 5,9790 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

Kab. Lombok Timur
41. PT. Rinjani

Bina Pratama
Ds. Pemokong,
Kec. Jerowaru

a. 550.2/04/1/102/62/
1994

b. 08-02-1994
c. HGB

a. 3
b. 09-02-1994
c. 09-02-2019

5,0000 Hotel Pertanian/
ladang

5,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

42. PT. Dharma
Mandala
Wisata
Ds. Pemokong,
Kec. Jerowaru

a. 550.2/02/1/102/62/
1994

b. 10-03-1994
c. HGB

a. 4
b. 22-03-1994
c. 22-03-2019

5,0000 Hotel Pertanian/
ladang

5,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

43. PT. Pecatu
Indah Brick
Ds. Batu
Nampar, Kec.
Keruak

a. 550.2/11/1/10/62/
1995

b. 17-04-1995
c. HGB

a. 1
b. 01-08-1995
c. 01-06-2020

2,5000 Pabrik Bata,
Bahan galian

Semak 2,5000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan Ia. 550.2/02/1/02/62/

1995
b.
c. HGB

a. 2
b. 18-10-1995
c. 16-10-2020

25,0000 Hotel Rumput, Semak 25,0000

44. PT. Permai
Magnum
Building
Ds. Pemokong,
Kec. Jerowaru

a. 550.2/3/1999
b. 11-01-1999
c. HGB

a. 7
b. 18-01-1999
c. 24-09-2028

3,5037 Hotel Rumput, Semak 3,5037

45. PT. Lamarina
Ds. Batu
Nampar, Kec.
Keruak

a. 550.2/12/1/10/
HGB/62/2000

b. 07-11-2000
c. HGB

a. 59
b. 21-12-2000
c. 21-21-2029

10,0000 Hotel Pertanian/
ladang

10,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan Ia. 81/HGB/BPN/2000

b. 21-12-2001
c. HGB

a. 60
b. 22-01-2001
c. 22-01-2030

24,1200 Hotel Tegalan,
Rumput

24,1200

46. PT. Naga
Permai
Ds. Pemokong,
Kec. Jerowaru

a. 550.2/10/12/HGB/
2001

b. 21-05-2001
c. HGB

a. 62
b. 21-05-2001
c. 26-05-2021

10,0000 Hotel Rumput, Alang-
alang

10,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

47. PT. Kaliantan
Laut Selatan
Ds. Pemokong,
Kec. Jerowaru

a. 1419/HGB/BPN/
1993

b. 23-12-1993
c. HGB

a. 2
b. 29-01-1994
c. 29-01-2024

23,5175 Hotel Tegalan,
Rumput, Semak

23,5175

48. PT. Ben Bhur
Ds. Pemokong,
Kec. Jerowaru

a. Akta PPAT No. 342
s/d 348

b. 11-08-2006
c. HGB

a. 83 & 93
b.
c. 04-09-2036

14,9128 Restoran Ladang 14,9128

49. PT. Temada
Pumas Abadi
Ds. Pemokong,
Kec. Jerowaru

a. Akta PPAT Fanniyah,
SH No. 097/2008

b. 17-03-2006
c. HGB

a. 108 & 119
b.
c. 14-06-2037

14,7286 Hotel Ladang 14,7286

Kab. Sumbawa Barat

50. PT. Maluk Griya
Amphibian
Desa
Sekongkang
Bawah, Kec.
Sekongkang

a. 550.2/01/06/1/0762/
1998

b. 09-05-1998
c. HGB

a. 3
b. 16-05-1998
c. 15-05-2028

6,7887 Kawasan
Pariwisata

Usaha Wisata,
Semak belukar

6,7887 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan Ia. 550.2/14/1/20/62/

1998
b. 18-01-1998
c. HGB

a. 4
b. 26-01-1999
c. 25-01-2029

6,5444 Usaha Wisata 6,5444

51. PT.
Sekongkang
Pantai Kencana
Desa
Sekongkang
Atas, Kec.
Sekongkang

a. 550.2/09/1/05/62/
1999

b. 21-07-1999
c. HGB

a. 12
b. 14-08-1999
c. 25-01-2029

4,4235 Pengembangan
Kawasan
Wisata

Usaha Wisata,
Semak belukar

4,4235

52. PT. Pelangi
Agung Mahligai
Sekongkang
Bawah, Kec.
Sekongkang

a. 550.2/03/1/22/62/
1999

b. 13-04-1999
c. HGB

a. 8
b. 28-07-1999
c. 24-09-2026

14,9260 Pengembangan
Kawasan
Wisata

Usaha Wisata,
Semak belukar

14,9260 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

53. PT. Perintis
Agung Mahligai
Desa
Sekongkang
Bawah, Kec.
Sekongkang

a. 550.2/04/1/01/62/
1999

b. 29-04-1999
c. HGB

a. 7
b. 08-06-1999
c. 24-09-2025

9,6748 Pengembangan
obyek wisata

Usaha Wisata,
Semak belukar

9,6748 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

54. PT. Maluk Griya
Amphibian
Desa
Sekongkang
Atas, Kec.
Sekongkang

a. 550.2/01/1/62/62/
1998

b. 02-04-1998
c. HGB

a. 2
b. 16-04-1998
c. 15-04-2028

9,9975 Pengembangan
obyek wisata

Usaha Wisata,
Semak belukar

9,9975 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

55. PT. Mayang
Sari Pratama
Desa Goa, Kec.
Jereweh

a. 550.2/06/1/06/HGB/
62/2001

b. 04-05-2001
c. HGB

a. 15
b. 02-06-2001
c. 01-06-2031

2,7150 Pengembangan
obyek wisata

Usaha Wisata,
Semak belukar

2,7150

a. 550.2/07/1/07/HGB/
62/2001

b. 05-04-2001
c. HGB

a. 14
b. 02-06-2001
c. 01-06-2026

5,4340 Pengembangan
obyek wisata

Usaha Wisata,
Semak belukar

5,4340 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

56. PT. Budidaya
Mutiaratama
Indonesia
Desa Senayan,
Kec. Seteluk

a. 550.2/52/BPN-Sbw/
1998

b. 15-10-1998
c. HGB

a. 7
b. 21-10-2000
c. 20-10-2018

1,7760 Budidaya
mutiara

Semak 1,7760

57. PT.Sekar Abadi
Jaya
Desa Senayan,
Kec. Seteluk

a. 550.2/08/1/13/HGB/
62/2000

b. 16-10-2000
c. HGB

a. 8
b. 23-10-2000
c. 22-10-2030

7,6330 Kantor dan
Gudang

Kebun dan
Tegalan

7,6330 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan Ia. 550.2/08/01/12/

HGB/62/2000
b. 16-10-2000
c. HGB

a. 9
b. 23-10-2000
c. 22-10-2030

15,0000 Kantor dan
Gudang

Kebun dan
Tegalan

15,0000

57. PT. Petrosea
Tbk
Desa Belo, Kec.
Jereweh

a. 550.2/06/1/06/HGB/
62/2000

b. 31-08-2000
c. HGB

a. 2
b. 19-09-2000
c. 18-09-2030

9,6165 Kantor dan
Gudang

Semak belukar 9,6165

58. PT. Sumbawa
Raya Cipta
Desa Belo, Kec.
Jereweh

a. 16 Tahun 1997
b. 09-12-1997
c. HGB

a. 18
b. 30-07-1997
c. 29-07-2035

1,5754 Hotel dan
Bungalow

Pertanian 1,5754

59. PT. Teluk Koral
Desa
Sekongkang
Bawah, Kec.
Sekongkang

a. 550.2/84/BPN-Sbw/
1998

b. 28-10-1998
c. HGB

a. 5
b. 26-01-1999
c. 25-01-2029

4,7485 Hotel Semak 4,7485

Kab. Dompu

60. PT. Bagas Alir
Desa Hu’U,
Kec. Hu’U

a. 550.2/67/1/104/62/
1994

b. 17-01-1994
c. HGB

a. 1
b. 22-01-1994
c. 22-01-2024

10,0000 Hotel Bungalow 7
unit, Basecamp
1 unit,
Perkantoran 1
unit dengan
kondisi rusak
dan semak/
rumput

10,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

61. PT. Atlantik
Graha Buana
Desa Hu’U,
Kec. Hu’U

a. 550.2/68/1/105/62/
1994

b. 17-01-1994
c. HGB

a. 2
b. 22-01-1994
c. 22-01-2024

10,0000 Hotel Semak/rumput 10,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

62. PT. Arai Alir
Desa Hu’U,
Kec. Hu’U

a. 550.2/29/1/32/62/
1994

b. 03-10-1994
c. HGB

a. 3
b. 06-10-1994
c. 06-10-2024

50,6648 Pariwisata dan
Lapangan Golf

Bangunan
rumah/gedung
2 unit kondisi
rusak dan
semak/rumput

50,6648 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

63. PT. Swadharma
Graha Persada
Desa Woja,
Kec. Simpasai

a. 550.2/09/1/08/HGB/
62/2001

b.
c. HGB

a. 40
b. 15-09-2001
c. 15-09-2031

6,7115 Pembangunan
perumahan

Dibangun
perumahan
1.500 m2,
semak

6,7115

64. PT. Inti Cahaya
Purna Mandiri
Desa Pekat,
Kec. Pekat

a. 550.1/03/HGU/DP/
1998

b. 08-07-1998
c. HGB

a. 46
b. 18-11-1998
c. 18-11-2028

3,7562 Penggunaan
Sapi Potong

Jambu Mente 3,7562
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NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

65. PT. Primadona
Lakey Cottages
Desa Hu’U,
Kec. Hu’U

a. 550.1/36/HGB/DP/
1995

b. 21-07-1995
c. HGB

a. 4
b. 21-07-1995
c. 24-09-2025

3,6484 Pariwisata Hotel --

66. PT. Monalisa
Megah
Tristarindo
Desa Hu’U,
Kec. Hu’U

a. 550.1/42/HGB/DP/
1995

b. 19-11-1998
c. HGB

a. 7
b. 08-12-1998
c. 24-09-2028

5,0000 Pariwisata Semak belukar --

67. PT. Lekay Peak
Puma Permai
Desa Hu’U,
Kec. Hu’U

a. 550.1/31/HGB/DP/
1998

b. 19-11-1998
c. HGB

a. 7
b. 08-12-1998
c. 24-09-2028

2,9350 Pariwisata Semak belukar --

68. Eti Jauhari
Sudirman
Desa Hu’U,
Kec. Hu’U

a. 550.1/42/HGB/DP/
1995

b. 21-07-1995
c. HGB

a. 21
b. 27-05-2003
c. 04-04-2026

1,0210 Pariwisata Hotel --

Kab. Bima

69. PT. Sumber
Lautan Mas
Abadi
Desa Rasabou,
Kec. Sape

a. 550.3/02/BPN/BI/
1995

b. 15-12-1995
c. HGB

a. 4
b. 07-04-1995
c. 08-10-2029

2,6680 Pabrik Tepung
Ikan, Pabrik Es
Balok, Cold
Storage,
Gudang, Kantor

Pabrik Tepung
Ikan

--

70. Utama Rusli
Desa Kowo,
Kec. Bima

a.
b. 06-12-1997
c. HGB

a. 1
b. 06-12-1997
c. 08-01-2029

0,6650 Pengasapan
Ikan

Pengasapan
Ikan

--

71. PT. Budidaya
Mutiaratama
Indonesia
Desa Rupe,
Kec. Langgudu

a. 550.3/01/07/BPN/
81/1998

b. 27-07-1998
c. HGB

a. 2
b. 09-01-1999
c. 08-01-2029

0,9207 Budidaya
Mutiara

Kebun, Tegalan,
Kantor

0,9207

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, 2014

Untuk  Status kepemilikan tanah hak pakai berdasarkan badan hukum
memiliki ijin lokasi terindikasi terlantar berdasarkan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.130
Penetapan Target Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan badan hukum,

Lokasi Kegiatan dan Upaya Penertiban yang telah dilakukan
serta  Status Kepemilikan Tanah Hak Pakai

NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

Kab. Lombok Tengah

1. PT. Anugerah
Tirta Pusaka
Desa Tumpak,
Kec. Pujut

a. 530/2/01/1/01/62/
1998

b. 07-07-1998
c. Hak Pakai

a. 1
b. 14-08-1998
c. 14-08-2023

62,0330 Penyangga
Kawasan
Pariwisata

Tegalan 62,0330 Penertiban Th.
2012, dengan
Keputusan
Diberi
Kesempatan

a. 530/2/02/1/01/62/
1998

b. 07-07-1998
c. Hak Pakai

a. 2
b. 14-08-1998
c. 14-08-2023

36,3490 Penyangga
Kawasan
Pariwisata

Tegalan 36,3490

2. PT. Esa
Swawardana
Thani
Desa Selong
Belanak, Kec.
Praya Barat

a. 550.2/01/1/98/62/
1999

b. 30-03-1999
c. Hak Pakai

a. 1
b. 05-04-1999
c. 24-09-2024

56,7490 Penyangga
Kawasan
Pariwisata

Tegalan 56,7490

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, 2014
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Untuk penetapan target tanah terindikasi terlantar berdasarkan badan hukum,
lokasi kegiatan dan upaya penertiban yang telah dilakukan serta ijin lokasi,
sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.131
Penetapan Target Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Badan Hukum,

Lokasi Kegiatan dan Upaya Penertiban yang telah dilakukan
serta  Ijin Lokasi

NO
NAMA

PERUSAHAAN
DAN LOKASI

SK HAK
a. Nomor
b. Tanggal
c. Jenis Hak

SERTIFIKAT
a. Nomor
b. Tanggal
c. Berakhirnya

Hak

LUAS
TANAH
(Ha)

PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
TANAH SAAT

INI

LUAS TANAH
TERINDIKASI
TERLANTAR

(Ha)

UPAYA
PENERTIBAN

Kab. Sumbawa

1. PT. Plampang
Marine
Desa Teluk
Santong, Kec.
Plampang

a.
b.
c. Ijin lokasi

a.
b.
c.

1.000,0000 Tambak Bekas Tambak 1.000,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

Kab. Dompu

2. PT. Andi Bali
Desa Pekat
Kadindi dan
Tambora
Belanak, Kec.
Pekat

a. 006/IL/BPN/DP/1999
b. 03-05-1999
c. Ijin Lokasi

a.
b.
c.

300,0000 Perkebunan
Cokelat

Tanaman
Jambu Mente,
Kelapa, Pisang,
Kopi dan
Tumpangsari

300,0000

3. PT. Mutiara
Prima
Desa Doropeti,
Kec. Pekat

a. 001/IL/BPN/DP/1998
b. 27-01-1998
c. Ijin Lokasi

a.
b.
c.

100,0000 Peternakan Rumput 100,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

4. PT. Nuansa
Agro Tambora
Desa Doropeti,
Kec. Pekat

a. 006/IL/BPN/DP/1995
b. 10-04-1995
c. Ijin Lokasi

a.
b.
c.

200,0000 Peternakan Semak belukar 200,0000

5. PT. Senada
Indah Raya
Desa Mbawi,
Kec. Woja

a. 002/IL/BPN/DP/1999
b. 14-01-1999
c. Ijin Lokasi

a.
b.
c.

152,4210 Tambak Udang 152,4210

6. PT. Kabe Jaya
Agro Industri
Desa Kiwu,
Kec. Kilo

a. 10/IL/BPN/DP/1998
b. 01-10-1998
c. Ijin Lokasi

a.
b.
c.

1.000,0000 Penggembalaan
Sapi Potong

Semak 1.000,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

Kab. Bima

7. PT. Pola
Nugraha Nusa
Timur
Desa Woja,
Kec. Sape

a. 13/IL/BPN/B1/1995
b. 17-07-1995
c. Ijin Lokasi

a.
b.
c.

350,0000 Peternakan Semak 350,0000 Penertiban Th.
2011, dengan
Keputusan
Diberi
Peringatan I

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB , 2014

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan urusan
pertanahan di Provinsi NTB pada tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.132
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

PERMASALAHAN SOLUSI
Adanya perbedaan batas kawasan hutan dan
kawasan tanah masyarakat/tanah adat

Pemda Povinsi NTB dan Kab/Kota membentuk Tim
Inventarisasi penggunaan pemelikan dan
pemanfaatan tanah (IP4T)

Adanya klaim dari masyarakat serta adanya
kesalahan pembayaran ganti rugi tanah kepada
pihak yang tidak berhak di kawasan PT. BTDC
seluas 135.339 Ha

Telah dilakukakan upaya fasilitasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kanwil BPN
Provinsi NTB dan kasus tersebut menjadi obyek
perkara di Pengadilan

Adanya tumpang tindih kepemilikan sertifikat di
kawasan PT. Pantai A’an seluas 96,5640 m2.

Kanwil BPN Provinsi NTB beserta jajarannya agar
segera melakukan fasilitasi terhadap kedua belah
pihak untuk mendapatkan titik temu/kesepakatan
terhadap permasalahan tersebut.

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB , 2014
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19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014
diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

19.1 Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang
diselenggarakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
melalui 3 Program Pokok dan 7 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.133
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesbangpoldagri
pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1.
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan

Meningkatnya
Keamanan Dan
Kenyamanan
Lingkungan

Pengendalian
Keamanan
Lingkungan

Peserta Forum
Kewaspadaan
Dini Masyarakat
(FKDM)

70 orang 70 orang

Jumlah Buku
Khotbah
pencegahan
konflik yang
disusun

5.000 buku 3.000 Buku

disebabkan
kekurangan
anggaran dan
akan diusulkan
pada anggaran
perubahan th
2015

Jumlah papan
peta konflik 2014

2 buah 2 buah

Jumlah jejaring
FKDM 10
kab/kota

500 orang

10 Kab/Kota

500 orang

10 kab/Kota

Laporan
pemantauan
situasi masalah
strategis

12 bulan 12 bulan

Rapat Tim
Koordinasi,
Pembinaan
penanggulangan
gangguan
Kamtibmas yang
berdampak
luas/sistemik dan
Strategis di NTB

24 orang 24 orang/bulan

2. Pendidikan
Politik
Masyarakat

Meningkatkan
Pendidikan Politik
Masyarakat Dalam
Upaya
Mewujudkan
Kedewasaan Sikap
Dan Perilaku Politik
Masyarakat

Penyuluhan
Kepada
Masyarakat

Jumlah ormas
LSM yang
mengikuti
penyuluhan

50 orang 50 orang

Jumlah peserta
yang mengikuti
sosialisasi pemilu
legislatif dan
presiden

50 orang 50 orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Jumlah peserta
yang mengikuti
penyuluhan
peran
perempuan
dalam politik

50 orang 50 orang

Fasilitasi
Penyelesaian
Perselisihan
Partai Politik

Jumlah berkas
parpol yang
diverifikasi

15 berkas 9 berkas

Penyusunan
data base
partai politik

Dokumen data
base yang
disusun

1 dok, 150
database

1 dok, 150
database

3.
Pengembang
an Wawasan
Kebangsaan

Meningkatkan Dan
Mengembangkan
Wawasan
Kebangsaan Dalam
Rangka Menjaga
Keutuhan NKRI

Peningkatan
Toleransi Dan
Kerukunan
Dalam
Kehidupan
Beragama

Hasil
pengawasan
aliran
kepercayaan
masyarakat
(PAKEM) di
Provinsi NTB

1 Laporan 1 Laporan

Peserta rapat
Forum
Kerukunan Umat
Beragama
(FKUB)

40 orang 40 orang

Peningkatan
rasa
solidaritas dan
ikatan sosial
di kalangan
masyarakat

Peserta orientasi
bela negara,
pendidikan
karakter bangsa
dan wawasan
kebangsaan bagi
siswa/siswi

60 orang 60 orang

Peserta rakor
Forum
Pembauran
Kebangsaan

35 orang 35 orang

Peningkatan
rasa
kesadaran
masyarakat
akan nilai-nilai
luhur budaya
bangsa

Peserta TOT 4
(empat)
konsensus
kehidupan
berbangsa dan
bernegara dasar
bagi tenaga
pendidik

100 orang

2 angkatan

100 orang
(2 angkatan)

Jumlah peserta
pokja pendidikan
wawasan
kebangsaan

60 orang 60 orang

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2014

Indikator keberhasilan atau kinerja utama urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri adalah kasus kematian akibat konflik dan tindak
kekerasan. Pada 2014 jumlah kasus kematian akibat konflik dan tindak
kekerasan 2 kasus dari target RPJMD sebesar 2 kasus. Bila dibandingkan
dengan tahun 2013 sebanyak 3 kasus, maka jumlah kasus tahun 2014 lebih
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kecil dari tahun 2013. Kasus yang menimbulkan kematian akibat perkelahian
antar kampung, yaitu warga Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung
Kota Bima, perkelahian antar kampong antara desa Kandai Dua dengan
desa Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Upaya yang telah dilakukan antara lain koordinasi dengan aparat
terkait, konsolidasi, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas pada
daerah rawan konflik, pemetaan daerah rawan konflik dan rehabilitasi lokasi
rawan konflik.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik tahun 2014 sebesar 78,50
persen. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Presiden sebesar
77,01 persen dan Pemilihan legislatif sebesar 80,00 persen. Pemerintah
Provinsi NTB terus mendorong kehidupan politik yang sehat dan kondusif.
Sebagai provinsi dengan tingkat keberagaman yang tinggi, dinamika politik
di NTB terhitung tinggi. Fakta ini bukan sesuatu yang perlu dicemaskan,
justru pemerintah daerah melihatnya sebagai bentuk partisipasi positif
warga masyarakat untuk terlibat dalam wacana publik.  Pemerintah daerah
aktif melakukan sosialisasi penyadaran tentang hak-hak politik masyarakat,
baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah daerah maupun yang
dilakukan secara bersama-sama dengan institusi pemerintah pusat dan
kelompok strategis masyarakat.

Pencapaian indikator RPJMD penyelenggaraan Kesatuan bangsa dan
Politik Dalam Negeri tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.134
Pencapaian Indikator RPJMD dalam Penyelenggaraan
Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri, 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN

TAHUN

2013 2014

Target Realisasi

1. Kematian akibat Konflik
dan tindak kekerasan

Kasus 3 2 2

2. Parstisipasi masyarakat
dalam Politik

% 70,47 71 78,50

Sumber: Bakesbangpoldagri Prov. NTB, 2014

Beberapa hal yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam politik
saat pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tanggal 9 Juli 2014 antara lain:

a. Terlibat langsung secara aktif menjadi pengurus salah satu parpol.
b. Terlibat langsung dalam pencalonan dirinya sebagai kontestan calon

Anggota legislatif baik DPRD Kab/Kota maupun DPRD Provinsi.
c. Terlibat secara langsung dalam pesta demokrasi sebagai sukarelawan

dalam berkempanye.
d. Terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan

dan desa.
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Sementara dalam pelaksanaan Pemillu Presiden tanggal 9 September 2014,
masyarakat terlibat secara langsung :
a. Menjadi relawan dengan mendirikan posko pemenangan dari salah satu

CAPRES / CAWAPRES.
b. Menjadi relawan dalam kampanye;
c. Terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pilpres;
d. Berperan aktif ikut dalam pencoblosan.

Indikator lainnya berkaitan dengan urusan Kesbangpoldagri adalah
kejadian konflik yang terjadi di NTB menurun. Tahun 2013 telah terjadi 56
kasus, sedangkan tahun 2014 terdapat 45 kasus. Dari 45 kejadian tersebut,
11 kasus disebabkan oleh konflik vertikal dan 34 kasus disebabkan oleh
konflik horizontal. Menurunnya kasus konflik karena intervensi kebijakan
pemerintah daerah yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi
sedini mungkin potensi konflik dan meningkatnya peranserta pemangku
kepentingan untuk aktif menyelesaikan potensi gangguan yang ada di
tengah masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah aktif memfasilitasi dialog terbuka,
menggelar rapat koordinasi, hingga melakukan mediasi penanganan konflik.
Tak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan
jejaringnya juga dioptimalkan. Dan yang juga strategis dilakukan adalah
memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang
merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas
keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM). Terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah di NTB
yang sempat mencuat menjadi isu publik, ditangani secara cepat dan
cermat. Pemerintah daerah tetap melakukan pembinaan dan mendorong
Jamaah Ahmadiyah agar tidak eksklusif menjalankan ibadah dan kehidupan
sosial keagamaan.

Tabel 4. 135
Pencapaian Indikator lainnya dalam Penyelenggaraan
Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri, 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN

TAHUN

2013 2014

TARGET REALISASI

1. Konflik
Vertikal

Kasus 12
10 11

2. Konflik
Horizontal

Kasus 45
30 34

3. Kriminalitas Kasus 4.389 2633 3856

Sumber: Bakesbangpoldagri Prov. NTB, 2014
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Sehubungan dengan maraknya pemberitaan media serta asumsi
pihak tertentu yang seringkali mendiskreditkan masyarakat NTB berkaitan
dengan terorisme, pemerintah bekerjasama dengan segenap elemen
masyarakat untuk menepis isu tersebut, dan berupaya keras meningkatkan
keamanan dan kenyamanan wilayah NTB.

Pemerintah mendukung terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT) di NTB yang diharapkan menjadi forum yang mampu
mendorong terwujudnya Indonesia bebas dari gerakan radikal terorisme
melalui pendekatan kearifan lokal di daerah. Kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh FKPT antara lain:

a) Penelitian tentang adanya Terorisme di NTB bekerjasama dengan
Universitas Islam Jogjakarta pada tahun 2013;

b) Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penduduk NTB tidak ada yang
menjadi anggota/kelompok terorisme. Teror yang terjadi di NTB selama
ini dilakukan oleh keturunan warga NTB yang lahir dan besar diluar NTB
(DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi), mereka melarikan diri ke
NTB karena dikejar aparat keamanan, karena memiliki teman, keluarga
dan merasa aman sebagai tempat persembunyian;

c) Tahun 2014 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
mendeteksi lebih kurang 30 orang memiliki faham radikal terorisme
yang tersebar pada beberapa tempat di wilayah NTB;

d) Berdasarkan hasil penelitian dimaksud, BNPT bersama FKPT NTB telah
melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

 Rapat dan seminar secara nasional pada beberapa tempat di
Indonesia;

 Telah dilakukan TOT (Treaning of Treaner) oleh BNPT kepada
pengurus FKPT, Toga, Toma dan Akademisi untuk menjadi
narasumber pada berbagai acara atau kegiatan formal maupun
kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah.

e) FKPT telah melakukan dialog di NTB sebanyak 12 kali yaitu 6 kali di
Kota Bima dan 6 kali di Kota Mataram.

19.2. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang
diselenggarakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan 7 program
pokok dan 22 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.136
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Terwujudny
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Pelatihan
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Pol PP yang
dilatih

60 orang 60 orang

Fasilitasi
Penyiapan
Tenaga
Pengendali
Keamanan
Lingkungan

Masyarakat
yang dibina

225 orang 225 orang

Rakor Linmas Peserta
Rakor

30 orang 30 orang

Pengendalian
Keamanan
Lingkungan

Masyarakat
yang
mengikuti
gelar
pasukan

2.600
orang

2.600
orang

2. Pemeliharaan
Kantrantibmas
Dan Pencegahan
Tindak Kriminal

Meningkatnya
Efektifitas Dan
Intensitas
Pemeliharaan
Kantrantibmas
Dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal

Pencegahan,
penanggulangan
& penanganan
potensi konflik
dan gangguan
keamanan dan
ketentraman di
masyarakat

Kegiatan
terpadu
Satlinmas

4 kali 4 kali

Profil
penyelengga
raan
trantibum
yang disusun

1 Laporan;
20 buku

1 Laporan;
20 buku

Peningkatan
kegiatan
pengaturan,
penjagaan,
pengawalan dan
patroli
(TURJAWALI)

Kegiatan
Turjawali

12 bulan 12 bulan

Koordinasi
Pengawsan dan
Penegakan
Perda Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
se-NTB

Peserta
rakor

60 orang 60 orang

Koordinasi
Pengawasan,
Pengamanan
dan
Penanganan
Asset Vital
Pemda di Luar
dan Dalam
Daerah

Hasil
koordinasi

4 dok 4 dok
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

Bimtek
Kepolisipamong
prajaan,
komunikasi,
negosiasi dan
media masa

Personil
Satpol PP
yang
dibimtek

40 orang 40 orang

Bimtek
Pengamanan,
penjagaan
obyek vital dan
kemampuan
dasar intelijen

Personil
Satpol PP
yang
dibimtek

40 orang 40 orang

Operasi Yustisi
Penegakan
Produk Hukum
Daerah

Frekuensi
operasi
yustisi

4 kali 4 kali

Sosialisasi dan
penyuluhan
perda/pergub
dan kebijakan
terkait
pelaksanaan
program
unggulan dan
strategis daerah
lainnya

Frekuensi
sosialisasi

Peserta
sosialisasi

4 kali

200 orang

4 kali

200 orang

Koordinasi dan
Kerjasama
Pengamanan/Pe
ngawalan
Pejabat
(Gubernur/Wakil
Gubernur),
Tamu VIP/Tamu
Pemda ke
Kab/Kota se
NTB

Lokasi
Pengamanan

10
kab/kota;
1 tahun

10
kab/kota;
1 tahun

3. Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Meningkatkan
dan Mengemb.
Wawasan
Kebangsaan
Dalam Rangka
Menjaga
Keutuhan NKRI

Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat
Terhadap Nilai-
Nilai Luhur
Budaya bangsa

Masyarakat
yang
berpartisipasi

600 orang 600 orang

Peningkatan
Pembinaan
Personil Aparat
Praja Wibawa

Personil
Satpol PP
yang
mengikuti
gelar
pasukan

600 orang 600 orang

Pembinaan
Kesamaptaan,
PBB dan
Pengembangan
karakter Personil
Pol PP

Personil
Satpol PP
yang dibina

88 kali,
100 orang

88 kali,
100 orang

4. Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat
(Pekat)

Meningkatnya
pemberantasan
penyakit
masyarakat
(pekat)

Peningkatan
kerjasama
dengan aparat
keamanan dan
instansi

Frekuensi
rakor

1 kali 1 kali
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PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

terkait/mitra
terkait dalam
teknik
pencegahan
kejahatan

Peserta
rakor Tibum
dan tranmas

40 orang 40 orang

Operasi Wibawa
untuk
Pemberantasan
PEKAT
(prostitusi,
gepeng, anjal,
miras,
perjudian,
premanisme
dan narkoba)

Frekuensi
operasi

12 kali 12 kali

5. Reformasi
Birokrasi

Meningkatnya
Kualitas
Birokrasi

Pembinaan
pengawasan
dan penyuluhan
terhadap
aparatur lingkup
pemerintah
provinsi NTB

Pembinaan
dan
pengawasan
yang
dilaksanakan

12 kali 12 kali

6. Pencegahan Dini
dan
Penanggulangan
Korban Bencana
Alam

Memperlancar
perbantuan
penanganan
korban
bencana

Perbantuan
Pengurangan
Resiko Korban
Bencana Alam

Satlinmas
yang dilatih

150 orang 150 orang

7. Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

Rakor PPNS Peserta Rakor 40 orang 40 orang
Peningkatan
peran
sekretariat
PPNS

Aparatur yang
dilatih diklat
PPNS

4 orang 4 orang

Peserta
sosialisasi uji
publik
rancangan
perubahan
perda

55 orang 55 orang

Sumber: Satpol PP Provinsi NTB , 2014

Bekaitan dengan indikator RPJMD penanganan pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur, pada tahun 2014 telah mencapai 100
persen dari target 55 persen, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.137
Capaian Indikator RPJMD urusan Kesbangpoldagri

Provinsi NTB tahun 2014

INDIKATOR
SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI

Penanganan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur

% 45 55 100

Sumber: Satpol PP Provinsi NTB, 2014
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Dalam rangka penciptaan masyarakat taat dan sadar hukum, Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB melaksanakan tugas
operasional pelayanan antara lain: a) penegakan peraturan daerah, b)
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, c) pelaksanaan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, d) pelaksanaan pengawalan
pejabat/orang-orang penting, e) pelaksanaan penjagaan tempat-tempat
penting dan f) pelaksanaan operasional patroli.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan tersebut upaya yang telah
dilakukan secara pre-entif dan preventif dengan membangun komitmen
bersama komponen masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Disamping itu,
dilakukan pemetaan potensi-potensi gangguan dalam masyarakat, karena
sekecil apapun tindakan kriminal akan mengganggu ketentraman
masyarakat dan kondusifitas daerah.

Sampai akhir tahun 2014, seluruh pelanggaran Peraturan Daerah
(Perda) berjumlah 11 (sebelas) Perda dengan jumlah kasus sebanyak 38
(tiga puluh delapan) kasus dan Surat Edaran Gubernur berjumlah 1 (satu)
buah dengan jumlah kasus sebanyak 2 (dua) kasus. Selain itu juga
melakukan penertiban lainnya berdasarkan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Prov. NTB sebanyak 1 (satu) SK KPU dengan jumlah
kasus sebanyak 2 (dua) kasus serta penertiban terhadap pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dengan jumlah kasus sebanyak 8
(delapan) kasus. Secara keseluruhan telah dapat ditangani mencapai 100
persen dari target 55 persen. Penanganan pelanggaran Perda Provinsi NTB
dan kebijakan daerah lainnya tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.138
Penanganan Pelanggaran Perda Provinsi NTB dan kebijakan daerah lainnya

Tahun 2014

NO DASAR HUKUM JUMLAH
KASUS JENIS PELANGGARAN TINDAK LANJUT/

PENANGANAN

1. Perda Nomor  5
Tahun 2012
tentang
Pemanfaatan
Jalan

3 kasus

1. Penggunaan trotoar
sebagai lokasi gelaran
barang dagangan PKL

35 buah Lapak dibongkar

2. Menggelar dagangan
di depan kantor SKPD

15 orang pedagang asongan
ditertibkan

3. Pemasangan spanduk,
stiker, baliho di trotoar
dan pohon pelindung

103 buah spanduk, stiker jasa
usaha dicabut dan diturunkan

4. Pemasangan iklan
hiburan berbau
pornografi dan iklan
Miras

2. Perda Nomor  8
Tahun 2007
tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

1 kasus 1. Membawa,
mempergunakan
barang milik daerah
tanpa ijin Kantor
Pemilik Barang

1 unit kendaraan roda dua
dan 1 (satu) buah laptop
dikembalikan ke pemilik (DPRD
Prov. NTB)

1 kasus

2. Penguasaan asset
tanah milik Pemda
oleh pihak
III/masyarakat

Pendataan, penertiban,
pemasangan dan
pembongkaran plank -plank,
serta piket pengamanan asset
yang diklaim 1 orang oknum
warga
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3. Perda Nomor 5
Tahun 2007
Tentang
perlindungan
hutan , Flora dan
Fauna

4 kasus

1. Merusak/ merambah
hutan

1 orang perambah hutan
ditahan dan di BAP

2. Memiliki,
mengumpulkan dan
memperjual belikan
hasil hutan (kayu)
tanpa ijin (illegal)

1 orang pengumpul kayu
ditahan di POLDA NTB

3. Memilki,
mempergunakan alat
pemotongan kayu
(sauomil) tanpa ijin

3 unit saomil disita dan 3
orang pemiliknya diproses.

4. Pendirian bangunan
berupa Gubuk dihutan
sebagai lokasi
penumpukan hasil
hutan.

3 buah gubuk perambah
dibongkar dan
dibawa/diamankan di Dishut
Prov. NTB

4. Perda Nomor 4
tahun 1997
Tentang
Larangan,
Pengawasan,
Pengendalian,
Penertiban
Peredaran dan
Penjualan
Minuman
Beralkohol

3 kasus 1. Mengedarkan dan
memperjual belikan
minuman beralkohol
tanpa ijin

1) 7.972 botol minuman jenis
type A, Bir, Tuak dan Berem
terdiri dari :

a) 643 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
provinsi;

b) 227 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
Kab. Lombok Barat;

c) 2.940 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
Kab. Lombok Utara;

d) 460 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
Kab. Loteng;

e) 2.246 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
Kab. Lotim;

f) 200 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
Kab. Sumbawa Barat;

g) 110 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
Kab. Sumbawa;

h) 1.096 botol diamankan
dan ditertibkan oleh tim
Kab.  Dompu

i) 2 buah café ditutup
karena tidak memiliki
ijin/ijin tidak
diperpanjang.

2) 7.432 botol dimusnahkan
dan 540 botol masih dalam
proses pemusnahan.

2. Memiliki minuman
beralkohol dalam
partai besar tanpa ijin
resmi

3. Minuman kadaluarsa

5. Perda Nomor 2
Tahun 2009
Tentang
Penyelenggara an
Pencegahan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak Korban
Tindak kekerasan

3 kasus

1. Pekerja dilokasi
hiburan tanpa
identitas resmi

35 orang pekerja café di
sengiggi tanpa identitas didata,
BAP, 4 pekerja café diserahkan
untuk dibina di PSKW “Budi
Rini” Mataram

2. Pekerja café masih
dibawah umur

28 orang Pekerja café di Batu
Guring diserahkan untuk dibina
PSKW “Budi Rini” Mataram,
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NO DASAR HUKUM JUMLAH
KASUS JENIS PELANGGARAN TINDAK LANJUT/

PENANGANAN

3. Melakukan pekerjaan
sebagai pekerja Seks
Komersial terselubung

3 orang diantaranya masih
dibawah umur

6. Perda Nomor 11
Tahun 2008
Tentang
Pencegahan dan
Penanggula ngan
HIV/AIDS

14 kasus

1. Melakukan kegiatan
prostitusi dilokasi
umum

39 orang terjaring,          yaitu
:
 1 orang terjaring An.

Nurhayati alamat Gunung
Sari diserahkan untuk dibina
di PSKW “Budi Rini”
Mataram.

 7 orang positif menggunakan
Narkoba jenis Sabu, dengan
rincian 3 orang wanita dan 4
orang laki-laki, didata dan
proses BAP.

 15 pasangan (16 orang
wanita dan 15 orang laki-
laki) didata dan proses BAP.

 44 orang pelanggar dites
urine dan darah serta di
lakukan pendataan dan
pemeriksaan.

2. Menyalahfungsi kan
tempat penginapan/
losmen dan sejenisnya
sebagai tempat
prostitusi terselubung.

3. Lokasi berada di
tengah perkampungan
penduduk

4. Pelaku bukan
merupakan pasangan
suami-istri

5. Terindikasi
mengunakan narkotika
tanpa resep/ijin pihak
yang berwenang

6. Pemakai mengganggu
aktivitas orang lain

7. Terindikasi
pelanggaran Norma
Agama dan Sosial

8. Meresahkan
masyarakat

7. Perda Nomor 1
Tahun 2011
tentang Pajak
Daerah

2 kasus

1. Tidak melakukan
perpanjangan ijin
penggunaan alat-alat
berat

Terdata 50 kepemilikan alat-
alat berat belum membayar
pajak.

Dikoordinasikan/
dikomunikasikan dengan Dinas
Pendapatan Prov. NTB

2. Tidak melakukan
pembayaran pajak
atas kepemilikan alat-
alat berat.

8. Perda Nomor 2
Tahun 2013
tentang Retribusi
Tera/Tera Ulang 2 kasus

1. Penggunaan alat ukur,
takar dan timbangan
yang tidak sesuai

3.546 orang pelanggar
diberikan sanksi berupa denda,
dan timbangan yang belum
ditera diamankan dan
ditertibkan.

2. Alat ukur, takar,
timbangan yang
belum ditera untuk
tahun 2013

9. Perda Nomor 4
Tahun 2006
Tentang Usaha
Budidaya
Kemitraan
Perkebunan
Tembakau
Virginia di NTB

2 kasus

Pemanfaatan bahan bakar
untuk oven tembakau
tidak sesuai ketentuan

1).   Pengawasan Penggunaan
bahan bakar oven

2).   Sosialisasi terhadap
pelanggar dan perusahaan

10. Perda Nomor 10
Tahun 2008
tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan
Perdagangan
Orang

2 kasus

1. Para pekerja hiburan
malam tidak
dilengkapi identitas

43 orang (15 org di Senggigi
dan 28 org di Batuguring) di
BAP dan diserahkan ke Dinas
Sosial (Panti Budi Rini) untuk
pembinaan

2. PS ( partner song)
berasal dari luar
daerah tidak
dilengkapi identitas
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11. Perda Nomor 2
Tahun 1999
tentang Rumah
Dinas

1 kasus

Penghunian rumah dinas
sudah tidak sesuai
peruntukan

17 unit, dilakukan pendataan
dan pemberitahuan untuk
pengosongan rumah dinas

12. Surat Edaran
Gubernur NTB
Nomor :
800/92/Pol.PP/20
14 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan
Aparatur

1 kasus

1. Tidak masuk kerja
tanpa keterangan 429
orang

4.758 orang terdata
indisipliner, dengan kategori :
 429 orang tanpa keterangan

(TK)
 4.329 orang tidak apel pagi

(TAP)
Penanganan :
1. Peringatan pimpinan

kepada seluruh kepala
SKPD melalui surat no.
800/92/Pol.PP/ 2014

2. Teguran pimpinan melalui
apel pembinaan sebanyak
434 orang yang
berkategori TK sebanyak 1
(satu) kali dan TAP
sebanyak 4 (empat) kali
keatas.

3. Penyerahan data Pegawai
yang indisipliner kepada
BKD untuk ditindaklanjuti
sesuai ketentuan.

2. Tidak apel pagi 4.329
orang

3. Tidak berada ditempat
pada jam kerja

1 kasus

Berada di luar kantor
pada jam kerja tanpa izin

95 orang pelanggar disiplin,
diberikan teguran kepada yang
bersangkutan dan unit
kerjanya, dengan rincian
sebagai berikut :
 24 orang pegawai provinsi

NTB
 42 orang pegawai Kota

Mataram
 23 orang pegawai Kab.

Lombok Barat
 1 orang pegawai Kab.

Lombok Utaram
 2 orang pegawai pusat

1
3
.

1. PP 6 Tahun 2010
tentang Polisi
Pamong Praja

2. Surat Keputusan
KPU Nomor 53
Tahun 2013

2 kasus

1. Menempel,
memasang, dan
mendirikan
spanduk/umbul-umbul
kampanye Legislatif,
PILPRES ditempat
yang dilarang

378 buah (stiker, Spanduk,
umbul-umbul,  Gambar Caleg)
dicabut dan disita

2. Menempel,
memasang dan
mendirikan
spanduk/umbul-umbul
kampannye Legislatif,
PILPRES sebelum
waktunya dan
melebihi jadwal

275 buah (stiker, Spanduk,
umbul-umbul Gambar Capres /
Cawapres) dicabut dan disita

1
.

Pelanggaran (K3)
Ketertiban,
Ketenteraman
dan Keindahan
(Razia/operasi
Penyakit
Masyarakat :

2 kasus

1. Mengganggu
Tibumtranmas

12 orang anak jalanan dan
pengemis ditertibkan dan
diserahkan ke Dinas Sosial
Kota Mataram

2. Meresahkan pengguna
jalan

3. Permintaan
sumbangan tidak

13 orang pengamen/anak
punk  ditertibkan dan
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Anak Jalanan,
Gepeng dan
Anak Punk )

resmi (pengemis
meminta alasan
sumbangan)

diserahkan ke Dinas Sosial
Kota Mataram

2
.

Pelanggaran (K3)
Ketertiban,
Ketenteraman
dan Keindahan
(Razia/Operasi
Pondokan/
Kost)

3 kasus

1. Mendirikan rumah kost
tanpa ijin IMB

6 orang penghuni kost tanpa
identitas didata dan di BAP
2 pasangan berlainan jenis
berada dalam satu kamar
didata dan di BAP

2. Berada dalam satu
kamar belum suami
istri

3. Penghuni kost tanpa
identitas resmi

3
.

Pelanggaran (K3)
Ketertiban,
Ketenteraman
dan Keindahan
(Razia/Operasi
Petasan Bulan
Ramadhan
1435 H )

3 kasus

1. Mengedarkan
memperjualbelikan
petasan, kembang
Api, di atas trotoar

7 orang penjual petasan
didata dan di BAP
104 pak jenis petasan tanpa
ijin disita
69 bungkus petasan jenis
peluncur roket disita

2. Mengedarkan, menjual
Petasan, kembang Api
tanpa ijin pihak
berwenang

3. Meledakan
/membunyikan
petasan, kembang api
pada saat
berlangsungnya
ibadah

4
.

Pengamanan dan
penertiban rutin

- - 1) 98 kali pengamanan unjuk rasa
(demonstrasi) yang tersebar di
provinsi dan 10 kab/kota se
NTB dengan 4 jenis isu
yaitu :

 11 kali isu politik;
 3 kali isu keamanan;
 3 kali isu sosial/budaya;
 81 kali isu ekonomi.

2) Pengamanan langsung 44 kali
3) Koordinasi pengamanan 54 kali

5
.

Keputusan
Gubernur NTB
No. 541-668
Tahun 2013
tentang Harga
Eceran Tertinggi
Liquefied
Petroleum Gas
Tabung 3
Kilogram di
Provinsi NTB

- Kegiatan Pengawasan dan
pemantauan gas LPG 3 Kg
yang mengalami
kelangkaan, karena
permasalahan yaitu :
1. Terjadi kemahalan

harga di pasar
seharusnya  dijual
dengan harga  Rp.
14.750 pada radius 60
KM, dan 15.500 pada
radius diatas 60 KM
tetapi dijual dengan
kisaran harga  Rp.
18.000 s.d Rp. 20.000;

2. Rantai distribusi  terlalu
panjang ditingkat
pangkalan ke pengecer

3. Terjadi kesalahan
distribusi LPG 3 KG ke
luar daerah konvensi
(Pulau Sumbawa)

4. Banyak pangkalan
tidak memasang papan

 Melakukan koordinasi dengan
DISPERINDAG NTB,
DISTAMBEN NTB, POLDA
NTB, PERTAMINA NTB,
Hiswana Migas, untuk
melaksanakan langkah-
langkah mengatasi
pemasalahan yang muncul
dimasyarakat.

 Melakukan evaulasi dan
pengkajian  Keputusan
Gubernur No. 541-668
Tahun 2013 tentang Harga
Eceran Tertinggi Liquefied
Petroleum Gas Tabung 3
Kilogram di Provinsi NTB
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pangkalan yang
berisikan HET LPG 3 KG

5. Masyarakat umumnya
belum mengetahui
harga LPG 3 KG diatur
berdasarkan Keputusan
Gubernur

6. Terdapat tabung LPG 3
KG yang tidak diketahui
asal agennya karena
tidak menggunakan
palstik wrap.

6
.

Pengamanan dan
penertiban pelajar
yang berada
diluar sekolah

- Pelajar berada diluar
sekolah pada jam belajar

42 orang pelajar ditertibkan
dan dikembalikan ke sekolah
masing-masing

Sumber : Satpol PP Provinsi NTB, tahun 2014

19.3. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri Pada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui 3 program
pokok dan 6 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.139
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesbangpoldagri

pada BPBD Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pencegahan
Dini Dan
Penanggulang-
an Korban
Bencana Alam

Meningkatnya
Pencegahan Dini
Dan
Penanggulangan
Korban Bencana
Alam

Kegiatan
Tahunan
Dalam Rangka
Bulan
Pengurangan
Resiko
Bencana Se
Dunia

Peserta
kegiatan
tahunan
bulan
pengurang-
an resiko
bencana
sedunia

15 Sekolah 15 Sekolah

Peningkatan
Kapasitas
Penanggulangan
Bencana Bagi
BPBD

Peserta
Peningkatan
Kapasitas
Penanggulang
an Bencana
Bagi BPBD

330 Orang 330 Orang

Peserta
PRBBK

360 Orang 360 Orang

2. Penanganan
Tanggap
Darurat Dan
Evakuasi/
Penyelamatan
Korban
Bencana

Meningkatnya
Penanganan
Tanggap
Darurat Dan
Evakuasi/
Penyelamatan
Korban Bencana

Pelatihan
Tanggap
Darurat dan
Evakuasi
Pemuda Pelajar

Peserta
pelatihan
tanggap
darurat
Evakuasi
Pemuda
Pelajar

600 Orang 600 Orang

Pemantauan &
penyebarluasan
informasi
potensi bencana

Peserta
rapat
koordinasi

80 Orang 80 Orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Peralatan
pemantauan
&
Penyebaran
informasi yg
diadakan :

-TV
-Jam Digital

1 Unit
1 Unit

1 Unit
1 Unit

Siaga Darurat
Bencana
Kekeringan

Peserta
rapat
koordinasi

198 Orang 198 Orang

Hasil survey
dan
investigasi
kekeringan
yg dicetak

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Rehabilitasi
Dan
Rekonstruksi
Penanganan
Penanggulang
an Bencana

Meningkatnya
Penanganan
Penanggulangan
Pasca Bencana

Verifikasi
Tingkat
Kerusakan
Pasca
Bencana

Data
verifikasi
tingkat
kerusakan
bencana

1 Dokumen 1 Dokumen

Sumber: BPBD Provinsi NTB , 2014

Secara detail pembahasan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi NTB disajikan pada Bab.VI. Sub. Bab Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tersebut masih menghadapi beberapa
permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.140
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

PERMASALAHAN SOLUSI

Ketersediaan dana, peralatan dan logistik
penanganan penanggulangan bencana relatif
terbatas baik di Kabupaten/Kota maupun
Provinsi

Menfasilitasi koordinasi untuk mendapatkan
bantuan dari pemerintah  melalui BNPB dan
Ditjen PUM Kemendagri.

Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap
wawasan kebangsaan, kamtrantibmas

- Sosialiasi tentang wawasan kebangsaan
- Pemetaan Etnis,Warga Negara Asing, Aliran

Kepercayaan dan Kelompok  Aliran Keras
- Pemetaan daerah rawan konflik
- Sosialisasi, penyuluhan dan fasilitasi

perselisihan partai politik

Sumber: Bakesbangpoldagri dan BPBD Provinsi NTB , 2014
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20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh,
Sekretariat Daerah meliputi Biro Umum, Biro Administrasi Perekonomian, Biro
Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pemerintahan, Biro
Hukum, Biro Keuangan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi
Kerjasama dan Sumber Daya Alam,, Sekretariat DPRD dan DPRD, Inspektorat,
Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi NTB di
Jakarta, Sekretariat KORPRI, dan Badan Kepegawaian Daerah.

20.1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Umum Setda Provinsi NTB.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Biro Umum dijabarkan dalam 7 program pokok dan
24 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.141
Capaian Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian pada Biro Umum Setda Provinsi NTB Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatkan
kapasitas dan
efektifitas
layanan

Pengadaan
Tanah

Luas lahan
parkir asrama
haji yang
diadakan

10.752 M2 10.752 M2

Luas lahan
untuk sarana
umum asrama
mahasiswa di
Makasar yang
diadakan

752 M2 0 M2

Pengadaan
Mobil Jabatan

Jumlah mobil
jabatan yang
diadakan

2 unit 2 unit

Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal

Jumlah
kendaraan
dinas/operasio
nal yang
diadakan

16 unit 16 unit
(10 unit roda
4 dan 6 unit

roda 2)

2. Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala
Daerah

Meningkatkan
kualitas dan
efektifitas
Pelayanan
Kedinasan
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah

Dialog/Audiensi
Dengan  Tokoh-
Tokoh
Masyarakat;
Pimpinan/Anggot
a Organisasi
Sosial
Kemasyarakat-an

Forum diskusi
penyelaras
kebijakan
pemerintah
daerah yang
difasilitasi

12 kali 12 kali
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Peserta forum
diskusi
penyelaras
kebijakan
pemerintah
daerah

360 orang 360 orang

Warta
Unggulan NTB
Bersaing yang
dicetak

6 edisi/
1.500

exsemplar

6 edisi/
1.500

exsemplar

Penerimaan
Kunjungan
Kerja Pejabat
Negara/
Departemen/
Lembaga
Pemerintah
non
Departemen/
Luar Negeri

Jumlah
penerimaan
kunjungan
kerja Pejabat

50 kali 92 kali

Rapat
Koordinasi
Pejabat
Pemerintah
Daerah

Jumlah rapat
koordinasi
pejabat
pemerintah
daerah yang
dilaksanakan

28 OT 0 OT

Kunjungan
Kerja/ Inspeksi
Kepala Daerah
/Wakil Kepala
Daerah

Kunjungan
kerja kepala
daerah/wakil
kepala daerah
(inspeksi)
yang
dilaksanakan

24 kali 18 kali

Koordinasi
Dengan
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah
Lainnya

Peserta rapat
koordiinasi
Staf Ahli
Gubuernur/Bu
pati/Walikota

2 kali/
113 orang

2 kali/
113 orang

Pelayanan
Rumah
Tangga Kepala
Daerah
Gubernur dan
Wakil
Gubernur

Pelayanan
kesehatan .
- Kepala

Daerah
12 bulan 15 kali

- Wakil
Kepala
Daerah

12 bulan 9 kali

Makan Minum
rumah tangga
KDH dan
WKDH

12 bulan 12 bulan

Pelayanan
Kedinasan
Kepada
Gubernur dan
Wakil
Gubernur

Kunjungan
kerja ke luar
daerah yg di
fasilitasi

60 OT 72 OT

Pemantapan
Pelayanan
Protokoler

Pentas
kesenian yang
diadakan

9 kali 9 kali

Penyiapan tata
tempat

2 kali 2 kali
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Paper Bag
Souvenir yg
dicetak

750 buah 750 buah

Cendera
mata/souverni
r/kado/hadiah
ciri khas NTB,
VIP/VVIP dan
plakat lamban
NTB yang
diadakan

10 event 10 event

3. Peningkatan
dan
Pengembang
an
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
efektivitas
dan efisiensi
pengelolaan
keuangan
daerah

Penyusunan
Standar
Satuan Harga

Hasil survei
harga pasar
untuk
penyusunan
Standar Harga
barang

1 dokumen 1 dokumen

Peningkatan
Manajemen
Aset/Barang
Daerah

Buku Induk
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah(DKBM
D)/ Dokumen
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD) yg
dicetak

100 buku
110 buku

Dokumen
Kontrak
Perjanjian
Kerjasama
Pemanfaatan
Aset yang
dicetak

5 buku 5 buku

Buku Laporan
Hasil
Inventarisasi
dan Sensus
BMD

30 buku 30 buku

Pakaian kerja
petugas
pemeliharaan
dan
pengamanan
aset/BMD dan
operator lift
Islamic Center
(IC)

24 stel 24 stel

Papan nama
aset milik
Pemprov NTB
yang dibuat

25 buah 25 buah

Alat GPS yang
diadakan

2 unit 2 unit
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Revaluasi/
Appraisal
Aset/Barang
Daerah

Hasil penilaian
aset/barang yg
disusun

3 laporan 3 laporan
(Dokumen
tanah di
Pulau

Lombok;
Dokumen
tanah di
Pulau

Sumbawa;
Tanah yang
Dikerjasama

kan)
Optimalisasi
Pemanfaatan
Barang Milik
Daerah

Laporan
publikasi
Kerjasama
Pemanfaatan
/penertiban
asset yg
diadakan

1 dokumen 1 dokumen

(Perjanjian
sewa tanah
28 buah;
Perjanjian

sewa tanah
dan

bangunan 20
buah;

Perjanjian
pinjam pakai

11 buah;
Bangun guna

serah 3
buah;

Pengalihan
HGB diatas
HPL 5 buah)

Sertifikasi
Tanah

Tanah milik
Pemda yang
disertifikasi

9 persil 7 persil
(di Puyung

Lombok
Tengah 3
Persil, Gili
Air KLU 3

Persil; Kota
Mataram 1

Persil)

4. Optimalissi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi

Meningkatkan
intensitas
pemanfaatan
teknologi
informasi

Penyusunan
Sistem
Informasi
Terhadap
Layanan Publik

Jasa posting
Website NTB
go.id

12 bulan 12 bulan

Rencana Induk
e-Goverment
Provinsi NTB
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Implementasi
Sistem
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Dengan e-
Procurement

Jasa
Bandwidth
internet (LPSE)

12 MBPS/
12 bulan

15 MBPS/
12 bulan

Peserta
Pelatihan LPSE

9 kali/
180 orang

3 kali/
50 orang

Peserta
Sosialisasi
LPSE

2 kali/
200 orang

1 kali/
75 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

5. Peningkatan
Peranserta
Kepemudaan

Meningkatnya
peran serta
kepemudaan

Pembinaan
dan Pelatihan
Marcing Band

Marcing Band
Gema Bhakti
Praja yang
dibina

1 group 1 group

6. Pengembang
an
Komunikasi
Informasi
dan Mass
Media

Meningkatkan
efisiensi dan
efektivitas
jaringan
komunikasi
informasi

Pembinaan
dan
Pengembangn
Jaringan
Komunikasi
dan Informasi

Komputer
Mainframe/Ser
ver yang
diadakan

1 paket 1 paket

Softwere
Utility yang
diadakan :
- APlikasi/

portal web
NTBprov.go.
id

1 aplikasi 1 aplikasi

- Aplikasi/
absensi
sidik jari
online

2 aplikasi 2 aplikasi

Pembinaan
dan
Pengembangn
Sumber Daya
Komunikasi
dan Informasi

Peserta
Workshop NTB
in My Hand

125 orang 125 orang

Jasa
langganan
Virtual Private
Network (VPN)

9 bulan 6 bulan

Pengadaan
Alat Studio
dan
Komunikasi

Camera DSLR
yang diadakan

2 buah 2 buah

LCD Proyektor,
screen LCD
yang diadakan

9 set 9 set

Sound Sistem
yg diadakan

2 paket 2 paket

Radio Handy
Talky (HF/FM)
yang diadakan

22 unit 22 unit

Pemantapan
Komunikasi
dan Informasi

Video yang
dibuat :
Profil NTB
2014

1 video 1 video

Profil Program
Unggulan
daerah 2014
NTB

1 video 1 video

7. Kerjasama
Informasi
Dengan
Mass Media

Meningkatnya
intensitas
penyebaran
informasi
pembangunan
daerah

Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah

Jasa publikasi:
- Media cetak

nasional
2 kali 2 kali

- Media cetak
daerah

176 kali 176 kali

- Media radio
pemerintah
dan swasta

28 kali 28 kali

- Media cetak
elektronik

54 kali 54 kali

- Konprensi
pers

25 kali 25 kali



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.196 LKPJ GUBERNUR 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

- Media Luar
Ruang

33 baliho,
3 x Baner,
950 paper

bag

33 baliho, 3
x Baner, 950
paper bag

Bulletin NTB
bersaing yang
disusun

12 edisi/
12.000

eksemplar

12 edisi/
12.000

eksemplar
Gema
pembangunan
NTB yang
dicetak

300
eksemplar

300
eksemplar

Buku kompilasi
pidato dan
sambutan
gubernur yang
dicetak

50
eksemplar

50
eksemplar

Amanat
gubernur HUT
RI dan HUT
NTB yang
dicetak

2 buku/
400

eksemplar

2 buku
400

eksemplar

Sumber: Biro Umum Setda  NTB,  2014

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi NTB selain
yang tergambar dalam tabel capaian indikator kinerja tersebut diatas juga
telah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan terkait Pengelolaan Aset
Tahun 2014. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Kegiatan Appraisal Aset/Barang Daerah terkait
penilaian dan pengelolaan asset daerah dihasilkan pendataan berupa:

a. Laporan Hasil Pemeriksanaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI

Pencatatan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang bernilai Rp.1,00 di 9
SKPD/UPTD berupa peralatan dan mesin dan Bangunan rumah
Dinas/Sekat. Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
tahun 2013, pada tahun 2014 telah dilakukan penilaian terhadap aset
bernilai Rp.1,00 tersebut bekerjasama dengan Perwakilan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Mataram
sehingga diperoleh nilai aset sebesar Rp.616.330.000,.

b. Barang Berlebih Hasil Sensus
Dalam rangka tertib barang milik daerah lingkup Pemerintah Provinsi
NTB, telah dilakukan sensus barang milik daerah tahun 2014, terdapat
asset berlebih pada masing-masing SKPD/UPTD/UPB berupa :
- Tanah senilai Rp.77.096.295.760,-
- Peralatan dan mesin senilai Rp.1.930.433.200,-
- Bangunan/Gedung senilai Rp.4.297.612.457,-
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Pelaksanaan penertiban Barang Milik Daerah dilatarbelakangi oleh :

a. Pengamanan BMD dari Segi Administrasi, Fisik dan Hukum.

Penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
di Provinsi NTB telah dilakukan lebih baik dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya, dimana penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen
kepemilikan dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai
kesesuaian dan telah dianggap lengkap serta dapat dipercaya oleh BPK
sehingga Provinsi NTB mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).

b. Menindaklanjuti temuan BPK-RI, atas laporan keuangan Pemerintah
Provinsi NTB tahun 2013, terkait pengelolaan aset yaitu
pengadministrasian aset tetap belum dilaksanakan dengan tertib,
antara lain berupa :

- Aset tetap tanah dan kendaraan belum memiliki bukti kepemilikan.

- Aset tanah berstatus sengketa, tanah eks Kanwil Pertambangan di
Provinsi Bali telah dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Tim
DPOD Kementerian Dalam Negeri dan penyelesaiannya akan
dilakukan pembicaraan dengan masing-masing Kepala Daerah.

- Aset tetap tanah, peralatan dan mesin dan bangunan yang masih
bernilai Rp. 1,00 telah dilakukan penilaian.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti temuan
BPK guna pengamanan, pemeliharaan dan pengelolaan aset
antara lain :

- Pemasangan papan nama kepemilikan aset milik Pemerintah
Provinsi terutama tanah serta pembuatan barcode untuk
semua BMD.

- Melakukan sertifikasi aset yang akan di HPL-kan yaitu tanah yang
ada di kawasan bisnis Islamic Center (IC) dan kawasan NTB
Convention Center (NCC).

- Melakukan pembahasan kesepakatan bersama (MoU) dengan
Kanwil BPN Provinsi NTB, Biro Pemerintahan dan Biro Hukum,
dalam rangka percepatan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah dan
penanganan masalah pertanahan.

- Menyelesaikan proses kerjasama pemanfaatan aset termasuk sewa
menyewa, pinjam pakai, hibah maupun peralihan Hak Guna
Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Provinsi NTB terhadap aset-
aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

- Penilaian aset dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Provinsi NTB
yang terdiri dari Tim KPKNL Mataram dan Staf Pemerintah
Provinsi NTB.
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- Untuk keakuratan data barang persediaan, dibuat aplikasi
persediaan dan secara rutin melaksanakan pembinaan kepada
semua SKPD serta melakukan rekonsiliasi internal setiap triwulan,
antara Biro Umum selaku pengguna Barang Milik Daerah dengan
SKPD, serta rekonsiliasi segitiga antara 107 SKPD/UPTD selaku
pengguna BMD dan Biro Umum selaku Pengelola BMD bersama Biro
Keuangan sebagai entitas pelaporan neraca keuangan Pemerintah
Daerah.

- SKPD/UPTD diharuskan melakukan rekonsiliasi barang persediaan
dengan melibatkan Penyimpan Barang dan Bendahara Pengeluaran
masing-masing.

- Guna mengoptimalkan pengelolaan aset tetap milik Pemerintah
Provinsi NTB, Biro Umum selaku pengelola BMD telah melakukan
beberapa langkah :

 Penyesuaian nilai sewa yang masih di bawah ketentuan Perda
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 Melakukan monitoring dan evaluasi nilai sewa serta Penyewa
aset Pemerintah Provinsi yang masa sewanya telah jatuh tempo
dan sedang dalam proses perpanjangan perjanjian sewa
menyewa.

 Terhadap aset tanah yang dipinjam pakai oleh Instansi
Pemerintah telah dilakukan proses untuk dilakukan
perjanjiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006.

 Evaluasi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, guna
menyusun addendum kontrak perjanjian kerjasama yang telah
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dengan melibatkan Biro
Kerjasama SDA dan Biro Hukum.

 Terhadap aset tanah yang bermasalah, langkah yang diambil
Biro Umum selaku Pembantu Pengelola antara lain :

 Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang seperti
Biro Hukum, Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian.

 Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Lombok Tengah terkait sertifikasi tanah milik
Pemerintah Provinsi NTB yang berada di areal Bandara
Internasional Lombok (BIL) yang akan diruislagh dengan PT.
Angkasa Pura I (Persero),

 Penerbitan sertifikat kepemilikan hak pakai atas nama
Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 14 (empat belas) persil.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna
mendukung reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi NTB secara  bertahap
telah menerapkan sistem elektronik dalam pemerintahannya, yakni
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memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna
meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan data dan
pengelolaan informasi sehingga mendukung sistem manajemen
pengambilan keputusan. Sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi,
pemanfaatan TIK sangat mendukung layanan publik yang baik dan
meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan transparansi dalam proses
birokrasi, yang telah terbukti pada kinerja pengembangan eleketronik
Government (e-gov) Provinsi NTB tahun 2014 sebagai berikut :

a. Telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan TIK yang
terkoneksi antara pusat data Pemerintah Provinsi NTB pada Biro Umum
dengan seluruh SKPD menggunakan metode VPN-IP, dimana ditiap-tiap
SKPD dibangun satu terminal (gateway) sebagai jalur komunikasi data
dan informasi baik untuk kebutuhan internal maupun untuk kelancaran
pelayanan informasi publik. Sampai akhir tahun 2014 telah berhasil
diselesaikan pembangunan 15 gateway dari jumlah yang dibutuhkan
sebanyak 34 buah sehingga masih terdapat 19 gateway yang akan
dituntaskan pada tahun 2015.

b. Website resmi Pemerintah Provinsi NTB melalui domain ntbprov.go.id
telah berhasil dikelola dan dikembangkan  sebagai pusat layananan
data dan informasi guna mewujudkan keterbukaan informasi publik
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai wujud besarnya
komitmen Pemerintah Daerah terhadap keterbukaan informasi publik
tersebut, pada tahun 2014 Gubernur NTB telah mewajibkan seluruh
SKPD untuk membangun website SKPD sebagai salah satu sarana
mempublikasikan kegitan dan program kerja SKPD, sekaligus  media
untuk menampung dan merespon berbagai pengaduan dan keluhan
dari masyarakat.  Selama tahun 2014, masyarakat yang mengakses
website NTB tercatat sebanyak 114.658 orang dan jumlah pengaduan
masyarakat melalui NTB SMS Centre sebanyak 13.484 SMS. Kemajuan
ini menghasilkan prestasi nasional yakni keberhasilan PPID Provinsi NTB
meraih Juara I Nasional dalam Lomba Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi Publik  Tahun 2014.

c. Dibidang Layanan  Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE),
selama tahun 2014 telah melakukan pelelangan dengan lelang e-
procurement sebanyak 344 paket, terdiri dari 70 paket kegitan
bersumber dari APBN dan 274 paket kegiatan dari APBD Provinsi NTB,
dengan total pagu anggaran Rp.852.231.014.000,- dan total Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.846.016.640.000,-, dibandingkan total harga
penawaran sebesar Rp.781.736.060.000,- sehingga menghasilkan
efisiensi terhadap HPS sebesar Rp.64.280.580.000,-atau rata-rata
efisiensi 7,06 persen paket lelang APBN dan 7,71 persen untuk paket
lelang APBD Provinsi NTB. Berfungsinya LPSE dan ULP NTB dalam
melaksanakan proses lelang secara transparan dan akuntabel, telah



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.200 LKPJ GUBERNUR 2014

menghasilkan prestasi nasional dengan keberhasilan Provinsi NTB
meraih penghargaaan dari Presiden RI berupa National e-Procurement
Award tahun 2014.

d. Dalam rangka menjamin dan mengantisipasi ganguan keamanan
informasi dan komunikasi daerah sehingga terwujud keakuratan,
keaslian dan keamanan informasi dari berbagai kemungkinan sabotasi,
penyadapan dan cyber crime, Pemerintah Provinsi NTB telah menjalin
kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara dibidang pemenuhan
material sandi dan pemberian jaminan keamanan sistem informasi NTB
Online. Perjanjian kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti dalam bentuk
dukungan peralatan keamanan informasi dan komunikasi dari Lembaga
Sandi Negara kepada Pemerintah Provinsi NTB berupa : 1 (satu) set
Counter Survelence yaitu peralatan untuk mendekteksi adanya upaya
penyadapan dari pihak-pihak tertentu terhadap komunikasi pemerintah
daerah, serta 2 (dua) unit Jamer (alat pengacak sinyal), 30 unit handy
talky (HT) dan 12 buah Handphone yang telah dilengkapi secure
system, sehingga dengan mengaktifkan secure system tersebut,
komunikasi pemerintah daerah akan terjamin keamanannya terutama
dari kemungkinan upaya penyadapan. Selain itu, Lembaga Sandi
Negara juga akan memberikan dukungan pengamanan jaringan dan
penguatan sumberdaya manusia TIK.

Sebagai guidline penerapan sistem elektronik di lingkungan
Pemerintah Provinsi NTB, pada tahun 2014 telah disusun dokumen
Rencana Induk Pengembangan e-government yang ditetapkan melalui
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2014 tentang
Rencana Induk Pengembangan Elektronik Government Pemerintah Provinsi
NTB Tahun 2015-2019. Rencana Induk Pengembangan e-government
Pemerintah Provinsi NTB tersebut merupakan upaya untuk :

a. Membangun kepedulian (awarenes), komunikasi dan komitmen
ditingkat pimpinan untuk mengembangkan e-government sebagai
bagian dari reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.

b. Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan e-government di
lingkup pemerintah Provinsi NTB yang lebih terarah, terukur,
berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah
Provinsi NTB.

c. Membangun sistem dan jaringan informasi Pemerintah Provinsi NTB
yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas
layanan publik dan mendukung terbentuknya sistem manajemen dan
proses kerja penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.

d. Memastikan pelaksanaan berbagai investasi di bidang sistem dan
teknologi informasi secara lebih efektif dan efisien serta meminimalisir
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resiko kegagalan pembangunan atau pengembangan sistem dan
teknologi informasi.

Capaian indikator kinerja Biro Umum Setda Provinsi NTB yang termuat
dalam Dokumen RPJMD Provinsi NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.142
Capaian Indikator Kinerja Biro Umum Setda Provinsi NTB

Tahun 2014

INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

Masyarakat yang Mengakses

Layanan NTB Online (RKPD online,

NTB satu Data, SIP-PPID)

Orang 4.653 10.000 25.347

Sumber: Biro Umum Setda  NTB,  2014

Masyarakat yang mengakses layanan NTB Online tahun 2014
sebanyak 25.347 orang (253,47%) dari target 10.000 orang, meningkat
20.694 orang dibandingkan tahun 2013 sebanyak 4.653 orang.
Berdasarkan jenis layanan, masyarakat yang mengakses layanan RKPD
Online dan NTB Satu Data sebanyak 25.096 orang dan SIP-PPID 251
Orang.

20.2. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Administrasi Perekonomian Setda
Provinsi NTB.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dijabarkan dalam 3
program pokok dan 7 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.143
Capaian Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada Biro Administrasi Perekonomian Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

dan
Pengemb.
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Efektifitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Pembinaan
Badan Usaha
Milik Daerah
(BUMD)

Perusda dan
BUMD yang
di bina

12 perusahaan 12
perusahaan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Pembinaan
Kegiatan
Usaha
Perekonomi-
an Daerah
(UPD) dan
Kelembagaan
Perekonomi-
an Daerah
(KPD)

Lokasi
pembinaan
usaha
kelembagaan
dan usaha
perekonomi-
an

10 Kab/Kota se
NTB

10 Kab/Kota
se NTB

2. Peningkatan
Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah

Tersedianya
data statistik
tentang
informasi
perekonomian
daerah
sebagai
bahan
evaluasi

Pendataan
dan Statistik

Dokumen
statistik
ekonomi yang
dicetak

2 jenis
(Pertumbuhan

Ekonomi;
Inflasi)

2 jenis
(Pertumbuh
an Ekonomi;

Inflasi)

Aparat
peserta Rakor
pertumbuhan
ekonomi/infla
si

50 orang 50 orang

Koordinasi
Investasi Dan
Pembinaan
Lembaga
Keuangan
non
Perbankan

Peserta rapat
bidang
Investasi
Pengembang
an Lembaga
Keuangan
(IPLK)

38 orang 38 orang

Koordinasi
Dalam
Rangka
Pelayanan
Publik

Laporan
pencatatan
arus keluar
komoditas
pangan
strategis

12 laporan 12 laporan

Laporan hasil
pemantauan
ketersediaan
bahan galian
dan energi

12 laporan 12 laporan

Rapat
koordinasi
Forum
Pengembang
an Ekonomi
Lokal (PEL)

Peserta
Rakor PEL

50 orang 50 orang

3. Program
Unggulan
Dan
Strategis
Lain Dana
Bantuan
Hasil Cukai
Hasil
Tembakau
(DBHCHT)

Meningkatnya
Kualitas
pengamanan
BBM
omprongan
tembakau

Pengamanan
BBM
Omprongan
Tembakau
Se NTB

Petani
tembakau
peserta
sosialisasi
rokok cukai
illegal di
Provinsi NTB

25 orang 25 orang

Peserta Rakor
tentang cukai
rokok dan
rokok illegal

50 orang 50 orang

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, 2014



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.203 LKPJ GUBERNUR 2014

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa memasukkan subsektor
pertambangan biji logam pada tahun 2014 sebesar 6,15 persen melampaui
target yang ditetapkan pada kisaran 5,60 -5,75 persen, dan meningkat 0,54
persen dibandingkan kondisi tahun 2013 sebesar 5,61 persen. Andil
terbesar yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi NTB atas
dasar harga konstan tahun 2010 adalah sektor pertanian diikuti sektor
perdagangan, hotel dan restauran. Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun
2013-2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.144
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2013-2014

INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

Pertumbuhan Ekonomi non

Tambang

(%) 5,61 5,60-5,75 6,15

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, 2014

Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi
NTB sebanyak 12 perusahaan terdiri dari delapan Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat dan empat BUMD. Dari delapan Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ada, dilihat dari indikator CAMEL
(capital, aset, management, equity, liquiditas) terdapat 7 (tujuh)
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dikategorikan sehat
dan 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang
dikategorikan kurang sehat yang disebabkan adanya kasus fround yaitu
adanya kredit fiktif yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Sumbawa Barat.

Berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
disetorkan kepada Pemerintah Provinsi NTB, terdapat dua BUMD
dikategorikan sehat yakni PT. Bank NTB dan PT. Gerbang NTB Emas
(GNE) dan dua BUMD dikategorikan tidak sehat karena mengalami
kerugian dan target setoran deviden sebagai PAD bagi Pemerintah
Provinsi NTB yakni PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT. Jamkrida
tidak tercapai. Pengelolaan modal dan penyaluran kredit Perusahaan
Daerah dan BUMD Provinsi NTB tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.145
Pengelolaan Modal BUMD dan Penyaluran Kredit
Perusahaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2014

NO PERUSAHAAN DAERAH/
BUMD

PENGELOLAAN
MODAL (Rp)

PENYALURAN
KREDIT (Rp)

1. PT. Bank NTB 194.236.835.000 -

2. PT. Gerbang NTB Emas 19.294.797.000 -
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NO PERUSAHAAN DAERAH/
BUMD

PENGELOLAAN
MODAL (Rp)

PENYALURAN
KREDIT (Rp)

3. PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) 200.000.000 -

4. PT. Jamkrida 27.000.000.000 -

5. PD. BPR NTB Kota Mataram 3.180.047.950 14.267.895.000

6. PD. BPR NTB Lombok Barat 10.200.000.000 72.898.879.000

7. PD. BPR NTB Lombok Tengah 11.457.545.450 89.504.654.000

8. PD. BPR NTB Lombok Timur 10.143.385.297 69.624.032.616

9. PD. BPR NTB Sumbawa Barat 4.080.010.000 9.576.317.140

10. PD. BPR NTB Sumbawa 12.554.928.447 99.750.393.000

11. PD. BPR NTB Dompu 6.394.245.358 36.878.251.983

12. PD. BPR NTB Bima 9.625.047.532 48.315.873.859

JUMLAH 308.366.842.034 440.816.296.598
Sumber: Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, 2014

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Perusahaan
Daerah dan BUMD yang sehat adalah :

1. Membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan kalangan
eksternal dan internal BPR.

2. Menciptakan kepemimpinan yang baik, berkomunikasi efektif, visioner,
mengungguli pesaing, dapat menerapkan strategi bisnis yang telah
disusun dengan baik dan menegakkan kode etik Bankir.

3. Menyusun struktur organisasi yang sehat, memisahkan fungsi-fungsi
penguasaan/otorisasi, penyimpanan dan pencatatan.

4. Memilih pegawai yang cakap, jujur dan memiliki pandangan searah
dengan tujuan perusahaan.

5. Melakukan penyeliaan yang efektif agar para pegawai melaksanakan
tugas dengan melakukan praktek-praktek yang sehat.

20.3 Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi NTB

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah dengan 3 program pokok dan 14 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.146
Capaian Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Biro
Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
dan
pengembang-
an
pengelolaan
keuangan
daerah

Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi
pengelolaan
keuangan
Daerah

Penyusunan
Standar
Satuan Kerja

Standar harga
yg disusun

3
Dokumen
/300 Buku

3
Dokumen
/300 Buku

2 Peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH

Meningkatnya
efektivitas
Sistem
Pengawasan
Internal  dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
Provinsi NTB

Laporan TEPPA
yang disusun :

-Bulanan
-Triwulan
-Tahunan

20 Buku
30 Buku
30 Buku

20 Buku
30 Buku
30 Buku

Peserta Rapat
TEPPA

28 Orang 28 Orang

Pengkajian
tehnis
pengadaan
barang/jasa

Kajian Teknis
pengadaan
barang dan jasa
yang disusun

10 dok
kajian

/100 buku

3 dok
kajian/30

buku

Monitoring
dan Evaluasi
Pembangunan
Fisik Sarana
dan Prasarana
Permukiman

Hasil Monitoring
Pembangunan
fisik Sarana dan
Prasarana
Pemukiman

1 Dok
/10 buku

1 Dok
/10 buku

Monitoring
dan Evaluasi
Pembangunan
Fisik Sumber
Daya Air

Hasil Monitoring
Pembangunan
Fisik Sumber
Daya Air

1 Dok /10
buku

1 Dok
/10 buku

Monitoring
dan Evaluasi
Pembangunan
Fisik Sarana
dan Prasarana
Perhubungan

Hasil Monitoring
pembangunan
Fisik Sarana Dan
Prasarana
Perhubungan

1 Dok
/10 Buku

1 Dok
/10 Buku

Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Ekonomi

- Hasil
pengendalian
adm pemb
ekonomi

- Laporan PAP
Ekonomi

- Laporan monev
Pelaksanaan
MP3EI di Provinsi
NTB

2 Dok.

10 buku

10 Buku

2 Dok.

10 buku

10 Buku

Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Sosial Budaya

Hasil
pengendalian
administrasi
pembangunan
Sosial Budaya

1 Dok
/10 Buku

1 Dok
/10 Buku
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Lingkungan
Hidup

Hasil
pengendalian
administrasi
Pembangunan
Lingkungan
Hidup

1 Dok
/10 buku

1 Dok./10
buku

Implementasi
Pelaksanaan
Perpres Nomor
54 Tahun
2010

SKPD yg
mengimplement
asikan
Pengadaan
barang/jasa
pem. sesuai
Perpres Nomor
54 Tahun 2010

44 SKPD 34 SKPD

Dokumen
pengadaan yang
dicetak

1.321 buku 1.321
buku

Pemantauan
Pelaksanaan
DAK Prov. NTB

Pemantauan
teknis dan
evaluasi keg
DAK Prov. NTB
yg disusun

5 Laporan 5 Laporan

3. Kerjasama
Pembangunan

Meningkatnya
kualitas dan
efektifitas
pelaks pemb
Kab/Kota

Pembinaan
Pembangunan
Fisik Kab./Kota

Hasil Pembinaan
pembangunan
Fisik kab/kota

1 Dok
/10 Buku

1 Dok
/10 Buku

Pembinaan
Pembangunan
Ekonomi
Kab./Kota

Hasil pembinaan
pembangunan
ekonomi
kabn/kota

1 Dok
/10 Buku

1 Dok
/10 Buku

Pembinaan
Pembangunan
Sosial Budaya
dan
Lingkungan
Hidup
Kab/Kota

Hasil pembinaan
pembangunan
sosial budaya
dan lingkungan
hidup kab/kota

2 Dok
/10 Buku

2 Dok
/10 Buku

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan LPBJP Setda NTB, 2014

Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Administrasi Pembangunan dan
LPBJP Setda Provinsi NTB tahun 2014, telah melaksanakan pelelangan
pengadaan barang jasa pemerintah lingkup Provinsi NTB yang bersumber dari
APBD dan APBN sebanyak 357 paket dari target 310 paket, sebagaimana tabel
berikut.



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.207 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel 4.147
Realisasi Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2014

Sumber APBD Provinsi NTB

NO. KEGIATAN
JUMLH
PAKET

KEGIATAN

BESAR ANGGARAN
(Rp)

1. Jumlah Anggaran 2014 4.786.090.000
Belanja Tidak Langsung 1.116.090.000
Belanja langsung 3.670.000.000

2. Jumlah Paket yang  dilelang Tahun 2014 290 578.935.979.753
Terdiri dari :
a. Jasa Konsultansi 95 15.408.000.000
b. Jasa Konstruksi 125 264.487.000.000
c. Pengadaan Barang 62 68.192.000.000
d. Jasa Lainnya 8 1.896.000.000

3. Jumlah Kontrak dari 186 paket lelang adalah sebesar 526.241.187.050

4. Efisiensi dari 290 paket kegiatan yang di lelang 52.694.792.703
5. Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang 9,09 %

6. Persentase Anggaran  yg dilelang Tahun 2014 terhadap
Belanja Langsung sesuai Inpres No. 17 tahun 2011

39,48 %

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan & LPBJP Setda NTB, 2014

Tabel 4.148
Realisasi Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2014

Sumber APBN Provinsi NTB

NO. KEGIATAN
JUMLH
PAKET

KEGIATAN

BESAR ANGGARAN
(Rp)

1. Jumlah Paket yang  dilelang Tahun 2014 67 57.581.097.000
Terdiri dari :
a. Jasa Konsultansi 11 4.196.700.000
b. Jasa Konstruksi 11 14.410.640.000
c. Pengadaan Barang 38 35.853.060.000
d. Jasa Lainnya 7 3.120.697.000

3. Jumlah Kontrak dari 67 paket lelang adalah sebesar 39.031.591.580

4. Efisiensi dari 67 paket kegiatan yang di lelang 12.556.396.520
5. Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang 21,8 %

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan & LPBJP Setda NTB, 2014

Pada tahun 2014 tenaga pelaksana lelang di ULP di dukung dengan 22
orang anggota Pokja yang bersertifikat dan 9 Orang sekretariat.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTB merupakan satu dari 29
ULP percontohan di Indonesia yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Pada Tahun 2014 ULP Provinsi
NTB mendapatkan penghargaan dari Pemerintah berupa National
Procurement Award 2014. Hal ini dibuktikan juga dengan hanya 1 kasus
sanggah banding dan 2 pengaduan dari target 10 kasus tahun 2014
sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 17.359.000,- (83,30 %). Dengan adanya
penghargaan tersebut sangat menarik minat dari ULP provinsi lain untuk
mempelajari sistematika dari ULP Provinsi NTB. Adapun ULP Provinsi lain
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yang berkunjung ke ULP Provinsi NTB adalah sebanyak 9 Kab./Prov.
Seperti: Kab. Serang, Kutai Kertanegara, Seluma Prov. Bengkulu,
Kepulauan Anambas, Provinsi Bangka Belitung, Riau, Jawa Barat dan
Sumatera Barat serta dari Office Inspector General Pemerintah AS.

Pada tahun 2014, telah keluar SK Jabatan fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa untuk anggota Pokja sebanyak 10 orang. Untuk
selanjutnya Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP akan menambah
anggota Pokja ULP secara bertahap di tahun 2015.

20.4. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Biro Organisasi diuraikan dalam 4 program pokok dan
5 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.149
Capaian Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Penataan

Daerah
Otonomi
Baru

Meningkatnya
kualitas
kelembagaan
perangkat
daerah

Penataan
Kelembagaan
Daerah

Raperda/Perda
Penataan
kelembagaan daerah
yang dicetak

130 Buku 130 Buku

Rapergub/Pergub
lembaga teknis
daerah yang dicetak

130 Buku 130 Buku

Buku saku
nomenklatur SKPD
yang dicetak

100 Buku 100 Buku

Raperda/Perda
Pembentukan BPKAD
yang dicetak

170 Buku 170 Buku

Peserta rapat :
- Penataan perangkat

daerah
- TimPerancangan

Pergub Rintug SKPD
- Tim Kajian OPD

100 orang

70 Orang

100 Orang

100 orang

70 Orang

100 Orang

Peserta sosialisasi
Revisi PP 41 Tahun
2007

70 Orang 70 Orang

Peserta Rapat
pembentukan Badan
Pengelolaan
Keuangan dan aset
Daerah

125 Orang 125 Orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
2. Pengembang

an sistem
analisis
Jabatan dan
Pendayaguna
an Aparatur

Meningkatnya
Pemanfaatan
Hasil Analisis
Jabatan Dan
Evaluasi
Jabatan

Penyusunan
Analisis
Jabatan Dan
Formasi
Jabatan

- Evaluasi dan
Penyempurnaan Hasil
Anjab Komprehensif
SKPD yang dicetak

44 Buku 44 Buku

- Analisis jabatan dan
Analisis Beban Kerja
(ABK) yang dicetak

10 Buku 10 Buku

- Buku monitoring dan
evaluasi PAN dan RB
ke Kab/Kota yg
dicetak

20 Buku 20 Buku

- Penyusunan dan
penyempurnaan
evaluasi jabatan yg
dicetak

44 Buku 44 Buku

- Hasil monitoring dan
Evaluasi jabatan ke
Kab/Kota yg dicetak

8 Buku 8 Buku

- Buku Pembinaan
evaluasi jabatan yg
dicetak

8 Buku 8 Buku

- Kamus Jabatan yg di
jilid

10 Buku/10
SKPD

10 Buku/10
SKPD

Penyusunan
Roadmap
Reformasi
Birokrasi

- Laporan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Provinsi NTB yang
dicetak

1 Laporan 1 Laporan

- Roadmap Reformasi
Birokrasi yang
disusun

1 dok 1 dok

3. Pembinaan &
Pengembang
an Aparatur

Meningkatnya
Pengembang
an Aparatur

Penataan
sistem
administrasi
kenaikan
pangkat
otomatis
PNS

- Administrasi Kenaikan
Pangkat PNS yg
dicetak

1 dok 1 dok

- Regulasi
Kepegawaian tentang
Tatib penggunaan
pakaian Dinas yg
dicetak

1 Keputusan 1 Keputusan

4. Peningkatan
Kapasitas
dan
Akuntabilitas
Kinerja
Birokrasi

Meningkatnya
sistem
Pelayanan
Publik yang
Transparan,
Berkepastian
Hukum,Tepat
Waktu,Tata-
laksana
Penyelengg.
Pemerintah
Yang Baik

Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)

LAKIP Provinsi NTB
yang dicetak

20 Buku 20 Buku

LAKIP Biro yg dicetak 15 Buku 15 Buku

Buku Rencana Kerja
Tahunan (RKT) yang
dicetak

20 Buku 20 Buku

Buku Penetapan
Kinerja (PK) yang
dicetak

60 Buku 60 Buku

Buku Indikator
Kinerja Utama (IKU)
Provinsi NTB yang
dicetak

60 Buku 60 Buku
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Peserta Rapat
penyusunan LAKIP
Provinsi/Biro

90 Orang 90 Orang

Peserta Rapat
fasilitasi/ asistensi
penyusunan LAKIP /
RKT/IKU SKPD

240 Orang 240 Orang

Peserta Rapat final
penyusunan LAKIP
Provinsi

125 Orang 125 Orang

Peserta Rapat
fasilitasi evaluasi
LAKIP

90 Orang 90 Orang

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. NTB, 2014

Penanganan penyelesaian aduan pelayanan publik yang menjadi
indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.150
Perkembangan Data Capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

INDIKATOR
2013 2014

SATUAN REALISASI TARGET REALISASI

Tingkat Penyelesaian Aduan
Pelayanan Publik % 100 100 100

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. NTB, 2014

Jumlah aduan pelayanan publik yang diterima oleh pemerintah provinsi
NTB pada tahun 2014 dalam bentuk sms, surat tertulis, post dan laporan
yang ditujukan kepada SPKD sebanyak 122 aduan dan telah ditindaklanjuti
seluruhnya melalui kantor/instansi terkait. Pelayanan public yang diadukan
masyarakat, umumnya terjadi di RSU/Puskesmas, PDAM, PLN, KPID, BLHP,
Dinas Perindag, Dinas PU, Satpol PP dan Polda.

20.5 Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Administrasi Pemerintahan Setda
Provinsi NTB

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pemerintahan dijabarkan dalam 5
program pokok dan 14 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.151
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah,
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Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Tahun Pada Biro Administrasi Pemerintahan

Setda Provinsi NTB, 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah

Meningkatnya
penyeleng-
garaan
pemerintahan
yang bersih
dan
berwibawa

Fasilitasi/pe
mbentukan
kerjasama
antar daerah
dalam
penyediaan
pelayanan
publik

Iuran APPSI
Tahun 2013
yang dibayarkan

1 Tahun 1 Tahun

2. Penataan
Daerah
Otonomi
Baru (DOB)

Memfasilitasi
pembentukan
daerah
otonomi baru

Konsultasi
dan
Koordinasi
Pembentukan
Daerah
Otonomi Baru
di NTB

Fasilitasi
pembentukan
daerah otonomi
baru

3 DOB 3 DOB

3. Peningkatan
Tertib
Administrasi

Meningkatnya
tertib
administrasi
pertanahan,
kpendudukan,
pergantian
antar waktu
(PAW),
Dekonsentrasi
dan Tugas
Pembantuan,
kantibmas,
batas daerah,
batas/wilayah
dan bencana,
tanah
terlantar

Monitoring
Dan Evaluasi
Administrasi
Pertanahan

Hasil Monitoring
dan Evaluasi

1 Tahun 1 Tahun

Fasilitasi
penyelesaian
tanah
bermasalah

Peserta Rakor
Penyelesaian
Tanah
Bermasalah

72 orang 72 orang

Koordinasi
dan
monitoring
pelaksanaan
administrasi
kependuduk
an

Hasil Monitoring
dan Evaluasi

1 Tahun 1 Tahun

Fasilitasi
Penyelesaian
Administrasi
Peresmian
Pengangkata
n Pergantian
Antar Waktu
(PAW)DPRD
Provinsi dan
Kab/Kota se-
NTB

SK Peresmian
Pengangkatan
Pergantian
Antar Waktu
DPRD Provinsi
dan Kab/Kota

30 orang 3 orang

Koordinasi
Kebijakan
Bidang
Kependuduk
an

Study banding
yang
dilaksanakan

1 Kegiatan 1 Kegiatan
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Koordinasi
dan Monev
Kegiatan
Dekonsentra
si dan Tugas
Pembantuan

Koordinasi dan
monev kegiatan
Dekon TP

10
Kab/Kota,
SKPD Prov

NTB
pelaksana
Dekon TP

10 Kab/Kota,
SKPD Prov

NTB
pelaksana
Dekon TP

Koordinasi
dan Monev
Kegiatan
Ketentraman
Ketertiban
dan Linmas

Peserta Rakor
Kamtrantibmas

15 orang 15 orang

Koordinasi
dan Monev
Kegiatan
Pelaksanaan
Penegasan
Batas
Daerah,
Data
Wilayah dan
Penanggulan
gan Bencana

- Hasil
Kesepakatan
kegiatan
penegasan
Batas Daerah
secara pasti di
lapangan

- Berita Acara
kesepakatan
penegasan
batas daerah
secara pasti di
lapangan

- Peta
kesepakatan
penentuan titik
koordinat
batas daerah
di lapangan

- Usulan
penetapan
batas daerah
secara pasti ke
Kemendagri

- Terbitnya
Permendagri
Penegasan
Batas Daerah

- Laporan
penanganan
kebencanaan

- Dokumen kode
wilayah

- Dokumen
pembakuan
nama rupa
bumi

10 segmen

10 BA

10 draft

8 usulan

10
Permendagri

10 laporan
Kab/Kota

10
dokumen

10
dokumen
kab/kota

8 Segmen

8 BA

8 draft
8 D

r
a

9

8 usulan

3
Permendagri

10 laporan
kab/kota

10 dokumen

10 dokumen
kab/kota

Peningkatan
pemanfaatan
tanah
terlantar

Laporan
pemanfaatan
tanah terlantar
sesuaiperaturan
perundang-
undangan

1 Laporan 1 laporan
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

4. Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan

Meningkatnya
tertib
Pelaporan
Pertanggung
Jawaban
Pemerintahan
Daerah

Penyusunan
LPPD
Gubernur

Dokumen LPPD
yg disusun

Buku LPPD  yg
dicetak

1 dokumen

50 Buku

1  dokumen

50 Buku

Informasi
Laporan
Penyelengg
araan
Pemerintah
Daerah

Publikasi ILPPD
melalui:
Media Cetak
Media Elektronik

1 paket
1 paket

1 paket
1 paket

5. Perbaikan
Sistem dan
Kearsipan

Tertibnya
administrasi
perkantoran

Pengumpulan
data

Arsip yang
ditata

2.000 surat 1.200 surat

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, 2014

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Adminsitrasi Kecamatan yang mengisyaratkan bahwa tahun
2014 seluruh Kecamatan di Indonesia melaksanakan Pelayanan
Adminsitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sampai dengan 2014, dari 116
Kecamatan di Provinsi NTB yang baru menerapkan PATEN sebanyak 54
Kecamatan (46,55%). Adapun kabupaten yang telah menetapkan antara
lain kabupaten Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Barat. Upaya yang
terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah pembinaan agar
kabupaten/kota lain segera menerapkan PATEN.

Berkaitan dengan Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Gubernur NTB
Nomor 125.5-5 Tahun 2014 tentang Tim fasilitasi pembentukan DOB di
Provinsi NTB. Seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan
sesuai dengan PP 78 tahun 2007 untuk 3 usulan DOB yaitu Provinsi Pulau
Sumbawa, Kota Samawa Rea, Kabupaten Lombok Selatan telah dipenuhi.
Gubernur NTB telah mengusulkan 3 DOB dimaksud kepada Presiden RI cq
Menteri Dalam negri pada tanggal 8 Januari 2013. Tim observasi Depdagri
telah melakukan peninjauan ke lokasi usulan DOB. Usulan dimaksud telah
sampai ke tahap rancangan Undang-Undang Pemekaran Daerah Otonomi
baru untuk dibahas oleh DPR RI priode 2014-2019.

Dalam rangka tertib administrasi wilayah, penyelesaian penegasan
batas daerah Wilayah antar Kabupaten/Kota terus dilakukan. Pada 2014
dari 10 segmen penyelesaian batas wilayah, 3 diantaranya sudah
ditetapkan dengan Permendagri antara lain:
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1. Segmen Batas antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram.
2. Segmen Batas antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten

Lombok Utara.
3. Segmen Batas antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten

Utara.
4. Segmen batas daerah dalam proses penyusunan draf Permendagri dan

dua segmen dalam proses negosiasi penentuan titik koodinat dan
penarikan garis batas antara lain:

5. Segmen Batas antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten
Lombok Utara.

6. Segmen Batas antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten
Lombok Tengah

7. Segmen Batas antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten
Lombok Timur.

8. Segmen Batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten
Sumbawa Barat.

9. Segmen Batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu
10. Segmen Batas antara Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima.
11. Segmen Batas antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima.

Selama Tahun 2014, Penyelesaian Administrasi Peresmian
Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-NTB adalah 3 orang. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
yang di PAW tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Muh. Nur Jafar.SH. Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) digantikan oleh Saudara Yunus Yasin dari Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)

2. Ir. Ahmad. Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Pelopor di
gantikan oleh Musmuliaddin dari Partai Pelopor.

3. H. Muhammad Hidayatullah Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah
dari Partai Bulan Bintang (PBB) di gantikan oleh Zulpan Azhari.S.Ag.

Dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi NTB, pada
tahun 2014 masuk 40 laporan baik secara perorangan (15 kasus), korporasi
(10 kasus) dan dari Dinas instansi pemerintah (15 kasus).

Biro Pemerintahan telah melakukan fasilitasi penyelesaian masalah
pertanahan dari:

1. PT Indonesia Tourism Develpment Cooperation (ITDC) dengan
terbentuknya Tim Penyelesaian masalah tanah ITDC yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 120-745 Tahun 2014.

Tim menyarankan kepada  Gubernur antara lain:
a. ITDC segera melakukan aktivitas pembangunan penunjang pariwisata

dengan melibatkan seluruh masyarakat di kawasan Mandalika Resort.
b. Mengusulkan kepada pemerintah pusat (Menteri BUMN) untuk meninjau
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struktur kepengurusan PT ITDC dan mengusulkan agar dalam struktur
yang baru mengakomodir keterwakilan putra daerah NTB.

2. PT. Gili Terawangan Indah (GTI) di klaim oleh masyarakat/diduduki
oleh masyarakat, penyelesaiannya PT. GTI telah memberikan
kompensasi berupa tanah dan bangunan rumah untuk 70 kk
(total 10 Ha).

3. Laporan Paul Predrick Robson (Australia) yang bersengketa dengan
Marsel Drijk (Belanda) yang bertempat di jalan Raya Senggigi
Kerandangan Lombok Barat masih dalam proses penyelesaian.

4. Uak Ibrahim yang mengklaim tanah pemerintah provinsi NTB menjadi
milik pribadi, masih dalam proses penyelesaian hukum melalui
pengadilan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2014
merupakan informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang
disampaikan Gubernur kepada Presiden Republik Indonesia cq Kementerian
Dalam Negeri. Begitu pula dengan Informasi Laporan Penyelengaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD) yang di muat di media cetak daerah.

Penilaian dokumen LPPD oleh Kemendagri dilakukan 2 tahun sekali,
artinya dokumen LPPD tahun 2013 akan disampaikan hasilnya pada April
2015 dan LPPD Tahun 2014 hasilnya akan disampaikan pada tahun 2016.

20.6 Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Biro Hukum, dijabarkan dalam 1 program pokok dan
5 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 152
Capaian Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
Biro Hukum Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan

Meningkatkan
Efektivitas
Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan

Koordinasi
Kerjasama
Permasalahan
Per-Undang-
Undangan

Perkara yang
ditangani

11 perkara 10 perkara

Naskah hukum
perjanjian
kerjasama
dengan pihak
ketiga yg
disusun

10 naskah 38 naskah

Penyusunan
Rencana
Kerja

Perda yg
disusun

14 Perda 14 Perda
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Rancangan
Per-UU-an

Pergub yg
disusun

Surat
Keputusan
Gubernur yg
disusun

37 Pergub

650 SK

43 Pergub

867 SK

Fasilitasi
sosialisasi
peraturan
Per-UU-an

Peserta Rakor
HAM

Peserta
sosialisasi HKI

Peserta
penyuluhan
hokum tatap
muka

Peserta Rakor
penyuluhan
hukum

Peserta rakor
JDIH

55 orang

40 orang

150 orang

55 orang

45 orang

55 orang

40 orang

150 orang

55 orang

45 orang

Kajian
Peraturan
Per-UU-an
Daerah
terhadap
Peraturan
Per-UU-An
yang baru,
lebih tinggi
dan
keserasian
antar
peraturan
Perundang-
Undangan
Daerah

Produk hukum
Kab/Kota se
NTB yang
terevaluasi
/terklarifikasi

90
Perda/Perbub/

Perwal

143
Perda/Perbup/

Perwal

Sumber : Biro Hukum Setda NTB, 2013

Perkembangan produk hukum dari Tahun 2013 -2014, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.153
Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2013-2014

NO. PRODUK HUKUM SATUAN 2013 2014
TARGET REALISASI

1. Peraturan Daerah Buah 11 14 14

2. Peraturan Gubernur Buah 38 37 43

3. Keputusan Gubernur Buah 783 650 867

Jumlah 832 701 924
Sumber : Biro Hukum Setda NTB, 2014
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Tabel 4.154
Jumlah  Perda/ Perbup/Perwal  Yang dikaji Pada Tahun 2014

NO KABUPATEN/KOTA RAPERDA PERDA PERBUP PERWAL
1 Kota Mataram 2 8 - 9
2 Lobar 4 2 3 -
3 Loteng 3 8 3 -
4 Lotim 3 8 6 -
5 Lombok Utara 5 11 3 -
6 Sumbawa Barat 3 - 3 -
7 Sumbawa 4 3 4 -
8 Dompu 3 10 8 -
9 Kota Bima 6 12 3
10 Bima 2 - 4

Jumlah 35 62 34 12
Sumber : Biro Hukum Setda NTB, 2014

Tabel 4. 155
Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2014

NO NO. GUGATAN PENGGUGAT TERGUGAT KASUS
PUTUSAN PENGADILAN

KETPN/PTUN
No. Putusan

PT No.
Putusan

MA No
Putusan

1. 47/G/2013/PTUN.
MTR

Ir. Ahmad Gubernur NTB PAW

2. 3/PDT.G/2014/PN.
MTR

Wak Ibrahim Gubernur NTB
II

Sengketa
Hak Milik
Gili Air

Dalam
Proses

3. 08/G/2014/PTUN/
MTR

Bambang
Sumarno,Dkk

Gubernur
NTB/Pemprov
NTB tergugat II
Interpensi

Gugatan
thdp
Keabsahan
SHP No 54
tgl 30
Nopember
1999

08/GUB/2014/
PTUN/MTR

Gugatan
di cabut

4. 45/G/PDT/G/2014/
PTUN.MTR

Kurnia
Ramdhan,SE

Gubernur
NTB/Pemprov
NTB

PAW Gugaran
tdk dpt
diterima

5. 10/PDT.G/2014/PN.
PRA

Muhsin Bin
Amaq
Mahsun,Dkk (43
Penggugat)

Gubernur
NTB/Pemprov
NTB tergugat II

Kepemilik
an tanah
seluas
245000
M2

Dalam
proses  di
PN
Maataram

6. 20/PDT.G/2014/PN.
RBI

Ahmad
Mursalim,dkk

Pemerintah RI PMH
(Perbuatan
Melawan
Hukum)

Gugatan
dicabut

7. 13/G/2014/PTUN.M
TR

Bambang
Sumarmo,dkk

Gubernur
NTB/Pemprov
NTB

Sertifikat
Hak Pakai
No 54
Tahun
1999

13/G/2014/PTU
N.MTR

Gugatan
tdk dpt
diterima

8. 69/pdt.G/2012/PN.
PRA

Lalu Tohri,dkk Pemprov
NTB/Dinas
Perkebunan

PMH
(Perbuatan
Melawan

154/PDT/20
13/PT.MTR

Penyusun
an Kontra
Memori

9. 465/Pdt/2013/PA.P
RA

Atre Binti Damah Pemprov NTB Sengketa
Waris

Gugatan
tdk dpt
diterima

10. 181/PDT.G/2014/P
N.MTR

H. Sapri
(Penggugat)
H.Hanifah (para
penggugat)

Pemprov
NTB/tergugat 4

MPH
(Perbuatan
melawan
hukum

Mediasi

11. Penyusunan SUB
Perkara Pajak

PT.NNT/Pemoho
n Banding

Gubernur NTB
termohon
Banding

PKB-
BBNKB
dan PBB-
KB

458SUB
- Kalah
205
- Mena ng
253

Sumber : Biro Hukum Setda Prov NTB, 2014
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20.7 Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTB

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Biro Keuangan, diuraikan dalam 3 program pokok dan
23 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.156
Capaian Indikator Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
Biro Keuangan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Terwujudnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Yang
Efektif, Efisien
dan Akuntabel

Penyusunan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Gubernur
Tentang APBD

Perda APBD
2015 yang
ditetapkan

1 Perda/
125 buku

1 Perda/
100 buku

Perda APBD
Perubahan
2015 yang
ditetapkan

1 Perda/
125 buku

1 Perda/
100 buku

Revisi
Pergub
Penjabaran
APBD 2014
yang
ditetapkan

1 Pergub/
125 buku

1 Pergub/
100 buku

Penyusunan
Perda dan
Pergub Tentang
Perubahan
APBD

Perda APBD
Perubahan
2014 yang
ditetapkan

1 Perda/
125 buku

1 Perda/
100buku

Pergub APBD
Perubahan
2014 yang
ditetapkan

1 Pergub
Perubahan/
125 buku

1 Pergub
Perubahan/
100 buku

Dokumen
lampiran III
dan IV
penjabaran
Pergub
Hibah dan
Bansos
Tahun 2015
yang disusun

1 dokumen/
15 buku

1 dokumen/
11 buku

Penyusunan
Raperda
tentang
Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
APBD

Raperda
Pertanggung
jawaban
pelaksanaan
APBD yang
disusun

1 Raperda/
125 buku

1 Raperda/
100 buku

Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
(LKPD) yang
disusun

1 dokumen/
125 buku

1 dokumen/
100 buku
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Informasi
pengelolaan
keuangan
daerah yang
disusun

1 dokumen 1 dokumen

Sosialisasi
Paket Regulasi
Tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Peserta
sosialisasi
penerapan
kebijakan
akuntansi
berbasis
Akrual

250 orang 200 orang

Penatausahaan
Administrasi
Keuangan
Daerah

Naskah
perjanjian
hibah yang
disusun

1 dokumen 1 dokumen

Peningkatan
pelayanan Kas
daerah/Kuasa
BUD

Blanko SP2D
yang dicetak

22.000 set 22.000 set

SP2D yang
diselesaikan

20.218 SP2D 20.218 SP2D

Evaluasi dan
Monitoring
Pelaksanaan
Hibah dan
Bantuan Sosial

Laporan
pelaksanaan
hibah dan
bansos

1 laporan 1 laporan

Implementasi
Aplikasi Sistem
Informasi
Manajemen
Keuangan
Daerah

Peserta
Bintek
Aplikasi
Sisten
Informasi
Manajemen
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

50 orang 50 orang

Assistensi dan
Pembahasan
RKA/RKAP/DPA
/DPPA-SKPD

SKPD dan
UPT yang
diasistensi

44 SKPD 44 SKPD

Evaluasi Dan
Pengendalian
Bantuan
Keuangan
Provinsi

Laporan
Pelaksanaan
dan
Pertanggung
jawaban
Bantuan
keuangan
Provinsi yang
disusun

1 dokumen 1 dokumen

Pelatihan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Peserta
kursus/
pelatihan
keuangan
daerah

10 orang 5 orang

Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan Kab/
Kota

Laporan
Kinerja
keuangan
Kab/Kota
yang disusun

1 laporan/
100

eksemplar

1 laporan/
100

eksemplar
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Penyusunan
Regulasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Perda/Pergu
b yang
disusun :
Pergub hibah
bansos

1 Pergub 1 Pergub

Pergub
perjalanan
dinas

1 Pergub 1 Pergub

Pergub
kebijakan
akuntansi
investasi

1 Pergub 1 Pergub

Pegub
perubahan
sisdus

1 Pergub 1 Pergub

Pergub APBD
berbasis
akrual

1 Pergub 1 Pergub

Pergub Kas
non Kas

1 Pergub 1 Pergub

Sistem dan
prosedur
akuntasi
akrual

1 Pergub 1 Pergub

Penyusunan
Dokumen
Informasi
Keuangan
Daerah

Dokumen
yang
disusun :
Dokumen
arus Kas

1 dokumen/
2 eksemplar

1 dokumen/
2 eksemplar

Informasi
pengelolaan
keuangan
daerah
SKPKD

1 dokumen/
3 eksemplar

1 dokumen/
3 eksemplar

Laporan
realisasi
pajak

1 dokumen/
240 expl

1 dokumen/
240 expl

Penataan dan
pengembangan
informasi arsip
keuangan

Arsip yang
diakuisisi

10.000
berkas arsip

10.749
berkas arsip

Pembinaan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan
daerah

Laporan hasil
pembinaan
dan fasilitasi
penyusunan
APBD,
pertanggung
jawaban
APBD ,
pengawasan
dan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
yang
diususun

1 dokumen 1 dokumen

Pengelolaan
Administrasi
Keuangan PPKD

Laporan
realisasi
hibah,
bansos, bagi
hasil pajak

1 dokumen 1 dokumen
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

dan bantuan
keuangan
yang disusun

Publikasi
Informasi
Keuangan
Daerah

Website
yang dikelola

1 website 1 website

Penyusunan
Laporan
keuangan
Pemerintah
Daerah

Informasi
pengelolaan
keuangan
daerah
SKPKD yang
disusun

1 dokumen/
100 Expl

1 dokumen/
80 Expl

2. Pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan
keuangan
Kab/Kota

Meningkatkan
efektifitas
pengelolaan
keuangan
Kab/Kota

Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Daerah Tentang
APBD Kab/Kota

Laporan hasil
evaluasi
rancangan
peraturan
daerah
tentang
APBD
Kab/Kota

10 Raperda 10 Raperda

Evaluasi
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD Kab/Kota

Laporan hasil
evaluasi
rancangan
peraturan
daerah
pertanggung
jawaban
pelaksanaan
APBD
Kab/Kota

10 Raperda 10 Raperda

Asistensi
pengelolaan
keuangan
daerah
Kab/Kota

Laporan
hasill
asistensi
pengelolaan
keuangan
Kab/Kota.

4 laporan 4 laporan

3. Peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
kebijakan
Kepala Daerah

Terwujudnya
pengendalian
dan pengawasan
atas kerugian
daerah

Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan
Ganti Rugi
(TP-TGR)

Tim majelis
pertimbanga
n kerugian
negara/daer
ah yang
difasilitasi

7 orang 7 orang

Pergub
TP/TGR yang
disusun

1 Pergub 1 Pergub

Sumber : Biro Keuangan Setda NTB, 2014

Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dan
2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel  4.157
Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD TA. 2013 - 2014

URAIAN 2013 2014 PENINGKATAN
(%)

Belanja Langsung 942.632.537.400,00 1.199.217.315.289,00 27,22
Belanja Tidak Langsung 1.643.406.589.100,00 1.698.205.258.840,80 3,33

Jumlah 2.586.039.126.500,00 2.897.422.574.129,80 12,04
Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi  NTB, 2014
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Pada tabel 4.157, menunjukkan peningkatan alokasi anggaran tahun
2013 ke tahun 2014 mencapai 27,22 persen untuk mendukung kegiatan
bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang terakomodir
dalam belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Sedangkan total belanja pada APDB Provinsi NTB meningkat 12,04
persen pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

20.8 Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dijabarkan
dalam 13 program pokok dan 17 kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 4.158
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Pelayanan
Keagamaan

Terwujudnya
Tri Kerukunan
Hidup Umat
Beragama

Peringatan
hari-hari besar
Islam

Hari-hari besar
yang dilaksanakan

7 kali 7 kali

Koordinasi Dan
Konsultasi
Pemberangkat-
An Calon
Jamaah Haji
Dan
Pemulangan
Jamaah Haji

Data Pelaksanaan
Pemberangkatan
Calon Jamah haji
dan Pemulangan
Jamaah haji NTB

2 kali 2 kali

Pelaksanaan
MTQ Nasional
Dan STQ
Provinsi

MTQ Nasional/ STQ
Provinsi yang
dilaksanakan

1 kali/
42 orang

2 kali/
42 orang

Prestasi Kontingen
MTQ Nasional

5 besar 10 besar

Diklat
Pengelolaan
Manajemen
Masjid

Pengurus masjid
yang dapat
pelatihan

25 orang
pengurus
masjid

25 orang
pengurus
masjid
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Rapat
Koordinasi
Forum
Kerukunan
Umat
Beragama

Peserta Rapat
FKUB

Peserta dialog
pemuda lintas
agama

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

2. Pencegahan Dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular

Terlaksananya
Koordinasi
Pemberantasan
Penyakit
Menular Dan
Mewabah

Koordinasi
Pencegahan
Dan
Pemberantasan
Penyakit
Menular Dan
Mewabah

Peserta Rakor
Zoonosis

Penyusunan Renja,
RAD Zoonosis

80 orang

2 dokumen

80 orang

2 dokumen

3. Peningkatan
Mutu
Pendidikan Dan
Tenaga
Kependidikan

Sekolah Sehat Penilaian
Lomba Sekolah
Sehat (LSS)

Sekolah yang
mengikuti i lomba
sekolah sehat

10
Kab/Kota

110 sekolah

10
Kab/Kota

110 sekolah

4. Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Anak
dan Perempuan

Perempuan/
PRT, Anak
Terlantar

Koordinasi
Upaya
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
terhadap
Tindak
Kekerasan

Pemutahiran data
tindak kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

1 dokumen 1 dokumen

5. Keluarga
Berencana

Meningkatkan
komitmen
antara
pemerintah
dan toga, toma

Pembinaan
keluarga
berencana

Peserta rapat
Kesehatan
reproduksi

20 orang 20 orang

6. Peningkatan
Peran serta
kepemudaan

Terbinanya
pemuda
pelopor

Pemilihan
pemuda
pelopor

Pemuda yang
mengikuti
pemilihan.
Pemuda yang
terpilih.

60 orang, 10
Kab/Kota

15 orang

60 orang,
10 kab/Kota

15 0rang

7. Pendidikan
Politik
Masyarakat

Ormas, Parpol
dan LSM

Koordinasi
forum-forum
diskusi politik

Pemutahiran data
Ormas, Parpol,
Toma

1 dokumen 1 dokumen

8. Pengembangan
wawasan
kebangsaan

Meningkatnya
kepedulian
terhadap adat
budaya daerah

Koordinasi
pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah

Koordinasi/fasilitasi
masyarakat NTB di
perantauan

20 orang 20 orang

9. Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

Meningkatnya
perlindungan
tenaga kerja

Koordinasi
peningkatan
pembinaan,
pengawasan
dan
perlindungan
tenaga kerja

Pembinaan,
pengawasan,
perlindungan
tenaga kerja

Pemantauan
pemulangan TK yg
bermasalah

10 kab/Kota

-

10 kab/Kota

3.278 orang
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

10. Peningkatan
Iman dan
Taqwa
(IMTAQ)

Terwujudnya
Masyarakat
yang Religius

Peningkatan
Iman dan
Taqwa
aparatur

Tausiah lingkup
Setda Provinsi NTB
yg dilaksanakan

Senam yang
dilaksanakan

50 Kali

12 kali

38 Kali

12 kali

11. Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
penyelenggara
an koordinasi

Koordinasi dan
konsultasi
program
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan

Koordinasi dgn
Instansi terkait di
Kab/Kota se NTB

1 Laporan 1 Laporan

12 Pelayanan
Rehabilitasi
kesejahteraan
sosial

Meningkatnya
layanan dan
rehabilitasi
PMKS

Koordinasi
kebijakan
layanan dan
rehabilitasi
bagi PMKS

Koordinasi ke
Kab/Kota

8 kali,  10
Kab/Kota

8 kali, 10
Kab/Kota

13 Peningkatan
penanggulan-
gan narkoba
penyalit
menular
seksual
(HIV/AIDS)

Meningkatnya
kepedulian
masyarakat
tentang
narkoba dan
penyakit
menular

Pencegehan,
pemberanta-
san,
penanggula-
ngan peredaran
gelap narkona

Peserta sosialisasi
Rencana AKsi P4GN

60 orang 60 orang

Sumber: Biro Adm.Kesra Setda Provinsi NTB, 2014

Jumlah jamaah haji dari Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 1436
H/ 2014 M sebanyak 3678 orang dan jamaah yang wafat di Arab Saudi
sebanyak 5 orang serta 2 orang di daerah sebelum berangkat.

Terkait dengan pelaksanaan STQ dan MTQ yang merupakan kebutuhan
umat Islam di Indonesia dalam membina dan membentuk kecerdasan
emosional dan spiritual generasi yang berperadaban mulia dan beriman
kepada Allah SWT. Pelaksanaan STQ ke XXIII tahun 2014 Provinsi NTB
yang dipusatkan di Kabupaten Sumbawa tanggal 15 - 21 September 2014.
Dewan Hakim STQ XXIII tahun 2014 telah menetapkan peserta terbaik I, II
dan III dari masing-masing cabang: Tilawatil Qur’an (putra, putri dan
dewasa), Hifzhil Qur,an golongan 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz (putra
putri) dan cabang Tafzir AL Qur’an golongan bahasa arab (putra-putri).

Sementara pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur,an (MTQ) Nasional
XXV tahun 2014 di Batam-Kepulauan Riau pada tanggal 4-14 Juni 2014,
peserta NTB mendapat juara:

Juara I : Cabang Tilawatil Al Qur,an golongan cacat Netra;
Juara Harapan II : Cabang Hifhzil Al Qur,an golongan 20 juz Hafizhah;
Juara Harapan III : Cabang Hifhzil Al Qur,an golongan 20 juz Hafiz;
Juara Harapan III : Cabang Tafsir Al Qur,an bahasa Arab Mufaasir;
Juara Harapan III : Cabang Tafsir Al Qur,an bahasa Arab Mufaasirah;
Juara Harapan III : Cabang Fahmil Al Qur,an cerdas cermat beregu.
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Dalam rangka menggugah semangat sekolah dan swasta dalam ikut
serta melaksanakan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat,
pemerintah setiap tahun melaksanakan lomba sekolah sehat. Pada tahun
2014 telah dilakukan lomba dan diikuti oleh 110 sekolah negeri dan swasta
dari jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SLA/MA. Berdasarkan Keputusan
Gubernur Nomor 420-705 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014
menetapkan juara I-III lomba sekolah sehat tingkat Provinsi NTB.

Pemuda adalah tunas bangsa, peran serta pemuda dalam
pembangunan sangat diperlukan. Pada tahun 2014 pemerintah melalui
program Peran serta Kepemudaan telah melakukan pemilihan Pemuda
Pelopor. Kriteria pemilihan pemuda pelopor antara lain berintegritas,
memiliki kemampuan dalam menggerakkan pembangunan yang ada di
desa dan memiliki kegiatan yang dikerjakan untuk dapat dikembangkan
kepada pemuda lainnya, tidak mementingkan keuntungan dari segi
ekonomi, bersifat sukarelawan. Pemilihan pemuda pelopor dikoordinir oleh
Biro Kesra bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi NTB. Berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 420-578 Tahun
2014 telah ditetapkan nama-nama Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi NTB
pada Bidang Pendidikan (Pendidikan luar sekolah), Bidang Pangan
(pengolahan hasil / home industry) Bidang Sosial Budaya/Pariwisata
(Guide) dan Bidang Sumber Daya Alam/SDA. Pemuda pelopor yang telah
ditetapkan merupakan motivator dalam pembangunan di daerahnya
masing-masing.

Untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga
kerja, telah dilakukan pemantauan pemulangan TKI yang bermasalah. Pada
2014 pemantauan kepulangan dilakukan melalui Bandara Internasional
Lombok sebanyak 660 orang yang berasal dari Asia Tenggara dan Jazirah
Arab. Sementara pemantauan kepulangan TKI melalui pelabuhan Laut
Tanjung Perak Surabaya yang dilanjutkan dengan Bus ke Terminal
Mandalika Bertais NTB sebanyak 2.618 orang.

20.9. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber
Daya Alam.

Biro Kerjasama dan SDA menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian melalui 4 program pokok dan 10 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.159
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Biro

Kerjasama dan SDA Setda Provinsi NTB Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kualitas dan
Akses
Informasi
Sumber Daya
Alam dan LH

Meningkatkan
kualitas dan
akses
informasi
sumber daya
alam dan LH

Peningkatan
Pemanfaatan
Informasi
Sumber Daya
Lahan

Booklet potensi
sumber daya
Lahan yang
dicetak 100 Booklet 100 Booklet

Peserta rapat
penyusunan
Booklet potensi
sumber daya
Lahan

120 Orang 120 Orang

Peningkatan
Pemanfaatan
Informasi
Sumber Daya
Kehutanan,
Pertambangan
& Lingkungan
Hidup

Booklet potensi
Sumber Daya
Kehutanan,
Pertambangan
& Lingkungan
Hidup yang
dicetak

200 Booklet 200 Booklet

Peserta rapat
penyusunan
Booklet potensi
Sumber Daya
Kehutanan,
Pertambangan
& Lingkungan
Hidup

120 Orang 120 Orang

Peningkatan
Pemanfaatan
Informasi
Sumber Daya
Perikanan
/Kelautan dan
Peternakan

Booklet potensi
Sumber Daya
Perikanan
/Kelautan dan
Peternakan
yang dicetak

100 Booklet 100 Booklet

Peserta rapat
penyusunan
Booklet potensi
Sumber Daya
Perikanan
/Kelautan dan
Peternakan

160 Orang 160 Orang

2. Peningkatan
Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah

Meningkatkan
efektivitas tata
penyelenggara
an pemerintah
daerah

Fasilitasi/pem
bentukan
kerjasama
dengan
Pemerintah
Provinsi,
Kab/Kota

Naskah
Perjanjian
Kerjasama/MoU
yang disusun

20 naskah 19 naskah
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NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

3. Pengendalian
Kerjasama
dan Sumber
Daya Alam

Meningkatkan
efektivitas
Kerjasama di
bidang Sumber
Daya Alam

Monitoring
dan Evaluasi
Pengendalian
Kerjasama

Laporan Evaluasi
dan Tahunan
pengendalian
kerjasama yang
dicetak

17 Buku 17 Buku

Laporan Hasil
evaluasi
pelaksanaan
kerjasama
daerah Kab/
Kota se-NTB

10 Buku 10 Buku

Monitoring
dan Evaluasi
Pengendalian
Sumber Daya
Alam

Laporan Hasil
Evaluasi
Pelaksanaan
Pengelolaan
SDA Kab/ Kota
se-NTB

10 Buku 10 Buku

Peserta Rapat
Evaluasi
Pelaksanaan
Pengelolaan
SDA

20 orang 20 orang

Rapat teknis/
koordinasi,
evaluasi
kerjasama
dan SDA

Peserta Rapat
Koordinasi
teknis/koordinasi
evaluasi
kerjasama dan
SDA

52 orang 52 orang

Hasil Rapat
Koordinasi
teknis/koordinasi
evaluasi
kerjasama dan
SDA

10 Buku 10 Buku

Koordinasi
pelaksanaan
Regional
Management
(RM)

Hasil Koordinasi
Pelaksanaan RM
di Pulau
Lombok dan
Pulau Sumbawa

2 Dokumen 2 Dokumen

4. Kerjasama
pembangunan

Meningkatkan
Kualitas
Kerjasama
Pembangunan

Fasilitasi /
pembentukan
kerjasama
dengan
lembaga
dalam negeri
non
pemerintah

Naskah
Perjanjian
Kerjasama /MOU
dalam negeri
non pemerintah
di hasilkan

15 Naskah 22 Naskah

Fasilitasi /
pembentukan
kerjasama
dengan
lembaga
Internasional

Naskah
Perjanjian
Kerjasama /MOU
dengan lembaga
internasional di
hasilkan

4 Naskah 1 Naskah

Sumber : Biro Adm.Kerjasama dan SDA, 2014
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Secara detail pembahasan tentang kerjasama pembangunan dibahas
pada Bab.VI Sub.Bab Kerjasama Antar Daerah, sedangkan terkait
sumberdaya alam peran daripada Biro Kerjasama dan SDA lebih kepada
penyiapan kebijakan antar pemerintah, non pemerintah dan luar negeri.

20.10. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD dijabarkan dalam 1 program pokok
dan 9 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.160
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah

Meningkatnya
kelancaran
persidangan
dan
terciptanya
produk
hukum
Terwujudnya
aspirasi
masyarakat
melalui
penyelenggar
aan kegiatan
DPRD

Pembahasan
Rancanagan
Peraturan
Daerah

Rancangan Perda
yang
diagendakan
untuk dibahas
dan disetujui
menjadi PERDA

12 Raperda 14 Raperda

Rapat-rapat
alat
kelengkapan
dewan

Rapat-rapat alat
kelengkapan
dewan yang
difasilitasi
sekretariat yang
dilaksanakan

900 kali 671 kali

Rapat-rapat
paripurna

Rapat paripurna
yang
dilaksanakan

29 kali 29 kali

Kegiatan
Reses

Reses yang
dilaksanakan

3 kali 3 kali

Kunjungan
kerja
pimpinan dan
anggota
DPRD ke
dalam daerah

Hasil Kunjungan
Kerja

59 kali 59 kali

Pelayanan
terhadap
pimpinan dan
anggota
DPRD

Fasilitasi yang
dilaksanakan

3 kali 3 kali

Peningkatan
kapasitas
pimpinan dan
anggota
DPRD

Peserta yang ikut
Bintek/workshop

3 kali /55
orang

3 kali /55
orang

Hearing/
dialog dan

Hearing yang
dilaksanakan

25 kali 25 kali
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
koordinasi
dengan
pejabat
pemerintah
daerah dan
tokoh
masyarakat/
tokoh agama
Sosialisasi
dan publikasi
kegiatan-
kegiatan
DPRD

Pengadaan
wibeside DPRD

Publikasi melalui:
TV
RRI
Radio
Media cetak

Buku kenang-
kenangan yang
dicetak

Buku kegiatan
anggota DPRD yg
dicetak

1 paket

21 kali
8 kali
11 kali
140 kali

75 buku

500 buku

1 paket

21 kali
8 kali
11 kali
140 kali

(Harga tdk
terjangkau)

500 buku
Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2014

20.11. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Inspektorat Provinsi NTB.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Inspektorat diuraikan dalam 2 program pokok dan 4
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.161
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada
Inspektorat Provinsi NTB, 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Sistem
Pengawasan
Internal Dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Kepala
Daerah

Meningkatkan
Efektivitas dan
Efisiensi dalam
Pengelolaan
Program
Pembangunan

Pelaksanaan
Pengawasan
Internal
Secara Berkala

Obrik yang
diperiksa secara
reguler Provinsi
dan Kab/Kota
dan
pemeriksaan
khusus

Obrik yang
diperiksa secara
khusus

324 Obrik 387 Obrik

20 Obrik
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
APIP prov NTB
pada SKPD dan
Kab/Kota

Hasil
pemeriksaan
khusus
pengaduan
masyarakat

Hasil
pemeriksaan
BPK

Hasil
pemeriksaan
Itjen

15.815
rekomendasi

1.165
rekomendasi.

300
rekomendasi

10.530 selesai.
1.445 dlm proses

3.840 blm TL

22 Kasus

888 selesai.
139 dlm proses

138 blm TL

244 selesai.
48 dlm proses

8 blm TL

Evaluasi
Berkala
Temuan
Pengawasan

Aparat Peserta
Rakor Wasda

50orang 80 orang

Aparat Peserta
Rapat Gelar
pengawasan
Daerah

150 orang 150 orang

2. Peningkatan
Profesionalis-
me Tenaga
Pemeriksa
Dan Aparatur
Pengawasan

Meningkatnya
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa Dan
Aparatur
Pengawasan

Peserta
sosialisasi
simdalwas dan
simsuperjab
2014

Peserta Bintek
peningkatan
mutu APIP

30 Orang

80 orang

30 Orang

80 orang

Sumber: Inspektorat Provinsi NTB, 2014

Pada 2014, dari pemeriksaan regular Provinsi, Kabupaten/Kota dan
pemeriksaan khusus sebanyak 387 obyek pemeriksaan (obrik) dari target
sebanyak 324 obrik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah terbit
sebanyak 241 LHP, dalam proses Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) 0, yang
belum terbit 44 LHP.

Jumlah nilai kerugian daerah pada tahun 2014 dan pending tahun
sebelumnya sebesar Rp. 935.169.231,35 dan telah ditindaklanjuti berupa
setor ke Kas daerah sebesar Rp 218.962.232,56.- Sisa kerugian sebesar
Rp.717.733.998,79.- akan dilakukan penarikan melalui kegiatan operasi
tindaklanjut dan apabila tidak dapat ditindaklanjuti maka akan dilimpahkan
ke Majelis Tim Penyelesaian Ganti Rugi (TPGR) Provinsi NTB.

Tabel 4.162
Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2013-2014

TEMUAN PELANGGARAN
APARATUR SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI
Jumlah Obrik  Reguler dan Kasus Obrik 246 324 387

Sumber: Inspektorat Provinsi NTB , 2014
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20.12.Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dijabarkan dalam 2
program pokok dan 12 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.163
Capaian Indikator Kinerja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pada Dinas Pendapatan Provinsi NTB Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan &
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas Dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah tentang
pajak daerah
dan retribusi

Buku Perda Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah
yang digandakan

20 eksemplar
 Perda

Retribusi
Jasa
Umum

 Perda Jasa
Usaha)

20 eksemplar
 Perda Retribusi

Jasa Umum
 Perda Jasa

Usaha)

Intensifikasi
penerimaan
pajak daerah

Pelayanan
Samsat Week
End

2 lokasi
 Kantor

induk
 Car free

day Udaya

2 lokasi
 Kantor induk
 Car free day

Udaya

Pelayanan
Samsat Drive
Thru

10 Drive Thru 10 Drive Thru

Buku Nilai Jual
Kendaraan
Bermotor (NJKB)
yang digandakan

150 buku 180 buku

Pergub Nilai Jual
yang dicetak

25 buku 25 buku

Peserta Rakor
penggunaan
kendaraan luar
daerah

30 orang 32 orang
(UPTD-PPDRD,
Dealer, Kantor
Induk)

Laporan
pembinaan teknis
penerapan Perda
PKB, BBNKB, dan
NJKB

2 laporan 2 laporan

Laporan
koordinasi dan
verifikasi data
PBBKB Depot
Pertamina Badas

2 laporan 2 laporan

Lap. koordinasi
dan verifikasi
data PBBKB
Depot Pertamina
Bima

2 laporan 2 laporan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Laporan hasil
evaluasi dan
pengawasan
penerimaan
pajak air
permukaan PDAM
dan Non PDAM
se NTB

2 laporan 2 laporan

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Kantor Samsat
yang di bina

9 samsat 9 samsat

Drive Thru yang
di bina

4 Drive Thru
(Mataram,Na
rmada,Kopan

g dan Aik
Mel)

4 Drive Thru
(Mataram,
Narmada,

Kopang dan Aik
Mel)

Konsultasi;
Koordinasi dan
Monitoring
Penerimaan
Dana
Perimbangan

Laporan hasil
koordinasi dan
cros cek data
wajib pajak PPh
Pasal 21,25/29
Kab/Kota

1 laporan/
33 kali

1 laporan/
33 kali

Laporan hasil
pemantauan PBB
P2 Kab/Kota

24  laporan 24 laporan

Laporan
koordinasi/konsult
asi  :
PPh Pasal
21,25/29

9 laporan 9 laporan

PBB migas 9 laporan 9 laporan
Royalty dan
landrent

9 laporan 9 laporan

DAU dan DAK 9 laporan 9 laporan
Rapat
Koordinasi
Dinas
Pendapatan
Provinsi NTB
dengan
Instansi
Terkait

Peserta Rakor
perubahan target
pendapatan
tahun 2014 dan
rencana target
tahun 2015

65 orang

 27 SKPD/
UPTD

 9 UPTD-
PPDRD

65 orang

 27 SKPD/ UPTD
 9 UPTD-PPDRD

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Data
Penerimaan
Retribusi dan
Pendapatan
Lain-Lain (PLL)

Laporan hasil
koordinasi dan
sinkronisasi data
penerimaan
retribusi dan PLL

9 laporan 9 laporan

Verifikasi
Administrasi
Pemungutan
Retribusi dan
PLL

Laporan hasil
verifikasi
administrasi
pemungutan
retribusi dan PPL

4 laporan 4 laporan

Intensifikasi
Obyek
Retribusi dan
Pendapatan
Lainnya

Bendahara
penerima SKPD
peserta Bimtek
penyusunan
laporan
penerimaan
retribusi

30 orang 30 orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Peserta Rakor
validasi triwulan
obyek retribusi
dan PPL dengan
UPTD /SKPD
Pemprov NTB

30 orang 40 orang

Pengawasan
Tunggakan
Penerimaan
Retribusi dan
PLL

Laporan hasil
Pengawasan

3  dokumen
 Pengawasan
 Penerimaan

Retribusi
 Pendapatan

Lain-Lain

3  dokumen
 Pengawasan
 Penerimaan

Retribusi
 Pendapatan

Lain-Lain

Sosialisasi
Pajak Daerah

Penyebaran
Informasi pajak
daerah melalui :
- Surat kabar
- RRI
- Cetak Kalender

6 kali
270 spot
5.000 buah

6 kali
270 spot
5.000 buah

2. Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatnya
pendapatan
daerah

Aplikasi
Retribusi PLL

Aplikasi program
on line
penerimaan
retribusi dan PLL
yang diseting

29 SKPD dan
UPT

29 SKPD dan
UPT

Pembinaan
dan
Pengawasan
Pengelolaan
Pendapatan
Asli Daerah

Tim Pembina dan
Pengawas
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah yang
difasilitasi

11 orang 11 orang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB tahun 2014
mencapai Rp.1.115.060.397.173,45,- (107,10%) dari target sebesar
Rp.1.194.261.581.800,- dan jika dibandingkan dengan PAD tahun 2013
sebesar Rp.858.154.094.987,46,-, mengalami pertumbuhan sebesar
29,94 persen. Pertumbuhan PAD Provinsi NTB tahun 2013-2014,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.164
Jumlah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

INDIKATOR 2013
2014

TARGET REALISASI

Pertumbuhan Pendapatan

Asli Daerah (%)
15,14 13,78 29,94

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Kontribusi PAD tahun 2014 mencapai 39,97 persen dari total
pendapatan daerah sebesar Rp.2.789.427.241.814,45. Sedangkan
penerimaan dari sektor pajak daerah tahun 2014 sebesar
Rp.904.782.698.514,- memberikan kontribusi terbesar pada PAD
mencapai 81,14 persen. Realisasi setiap komponen Pendapat Asli Daerah
tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.165
Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO URAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PENINGKATAN

(%)2013 2014

1. Pendapatan Pajak
Daerah 697.834.322.423,00 904.782.698.514,00 29,66

2. Hasil Retribusi
Daerah 12.929.180.980,14 19.838.517.587,00 53,44

3.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

52.715.118.386,00 55.670.166.607,00 5,61

4.
Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah

94.675.473.198,32 134.769.014.465,45 42,35

JUMLAH 858.154.094.987,46 1.115.060.397.173,45 29,94
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan

pendapatan dari sektor pajak daerah adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan
kesadaran wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

2. Melaksanakan pemutahiran data.

3. Membentuk tim advokasi untuk menangani sengketa pajak dengan
PT. NNT di Pengadilan Pajak.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan.

5. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia.

Kontribusi penerimaan daerah dari setiap komponen pendapatan
daerah paling tinggi disumbang oleh pajak daerah dan terendah dari
retribusi daerah. Kontribusi Komponen Pendapatan terhadap seluruh nilai
Perolehan Pendapat Asli Daerah tahun 2014 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.3
Kontribusi Komponen Pendapatan dalam Perolehan Pendapat Asli Daerah

Tahun 2014

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014
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20.12.1. UPTD PPDRD Mataram

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Mataram melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.166
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada UPTD PPDRD Mataram Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi
samsat keliling
yang
dilaksanakan

12 bulan 12 bulan

Pajak alat berat
yang didata dan
ditagih

8
perusahaan

8
perusahaan

 31 Unit
alat berat

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
wajib pajak

 Surat
teguran
3.250

 Surat
pemberit
ahuan
3.750

 Surat
teguran
3.422

 Surat
pemberita
huan
3.944

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Aparat peserta
pemantapan
program/peningk
atan wawasan

5 Orang 5 Orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Frekwensi
operasi
penertiban yang
dilaksanakan

72 Kali 72 Kali

Sosialisasi
Pajak Daerah

Publikasi melalui:
 Spanduk
 Baliho
 Brosur

1
1

1.000

1
1

1.000
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Mataram tahun 2014 sebesar
Rp.186.246.943.000,- dapat direalisasikan Rp. 174.410.341.057,- atau 93,64
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun
2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.167
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Mataram Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA

BBNKB SP3

Target 80.525.076.000 101.198.753.000 4.467.305.400 55.808.600 - 186.246.943.000

Realisasi 70.349.377.148 98.806.370.994 4.388.099.813 73.493.102 793.000.000 174.410.341.057

Capaian (%) 87,36 97,64 98,23 131,69 93,64
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014
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20.12.2. UPTD PPDRD Gerung

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Gerung melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.168
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian pada UPTD PPDRD Gerung Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
intensifikasi
dan
eksentifikasi
sumber-
sumber
pendapatan
daerah serta
efektifitas dan
efisiensi
pengelolaan
keuangan
daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi
samsat keliling
yang
dilaksanakan

12 bulan 10 bulan

Pejak alat berat
yang didata dan
ditagih

12 unit alat
berat

7 unit alat
berat

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
Wajib Pajak

3.000 surat
teguran/
50 surat

pemberitah
uan

3.095 surat
teguran/

41 unit surat
pemeritahua

n
Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Aparat peserta
pemantapan
program/peningk
atan wawasan

15 orang 8 orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Frekwensi
operasi
penertiban yang
dilaksanakan

96 kali 96 kali

Sosialisasi
Pajak Daerah

Media sosialisasi
pajak yang
dilakukan :
 Spanduk
 Baliho

10 buah
10 buah

10 buah
10 buah

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Gerung tahun 2014 sebesar
Rp.77.079.299.500,- dapat direalisasikan Rp.93.288.102.644,- atau 121,03
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.169
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Gerung

Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA

BBNKB SP3

Target 19.526.560.000 56.201.970.000 1.272.325.300 78.433.200 - 77.079.288.500
Realisasi 26.005.037.399 65.015.870.594 1.562.502.000 44.832.611 659.860.040 93.288.102.644

Capaian(%) 133,18 115,68 122,81 57,16 - 121,03

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014
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20.12.3. UPTD PPDRD Praya

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Praya melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.170
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian pada UPTD PPDRD Praya Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi
samsat keliling
yang
dilaksanakan

12 bulan 12 bulan

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
wajib pajak

3.500 surat
teguran

3.620 surat
teguran

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Aparat peserta
pemantapan
program/
peningkatan
wawasan

10 orang 10 orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Frekwensi
operasi
penertiban yang
dilaksanakan

48 kali 57 kali

Sosialisasi
Pajak Daerah

Media sosialisasi
pajak yang
dilakukan :
 Spanduk
 Baliho

16 buah
2 buah

6 buah
-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Praya tahun 2014 sebesar Rp.
77.887.370.600,- dapat direalisasikan Rp. 86.259.140.724,- atau 110,75
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.171
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Praya

Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA BBNKB SP3

Target 26.284.110.000 49.750.677.000 1.817.654.300 34.929.300 - 77.887.370.600

Realisasi 29.645.324.273 53.906.813.474 2.093.616.299 41.122.638 574.264.040 86.259.140.724

Capaian
(%) 112,79 108,35 115,18 117,73 110,75

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014
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20.12.4. UPTD PPDRD Tanjung

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Tanjung melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.172
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada UPTD PPDRD Tanjung Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
wajib pajak

2.250 surat
teguran

2.501 surat
teguran

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Laporan rapat
harian Samsat
Kepala UPTD dan
Satlantas

2 laporan 2 laporan

Aparat peserta
pemantapan
program/
peningkatan
wawasan

6 orang 6 orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Penertiban
kendaraan
bermotor yang
dilaksanakan

44 kali 44 kali

Sosialisasi
Pajak Daerah

Media sosialisasi
pajak yang
dilakukan :
 Spanduk
 Baliho

12 buah
2 buah

12 buah
2 buah

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Tanjung tahun 2014 sebesar
Rp.6.443.897.900,- dapat direalisasikan Rp. 7.073.387.662,- atau 109,77
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.173
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Tanjung

Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB DENDA PKB

Target 6.009.505.000 434.392.900 6.443.897.900

Realisasi 6.582.694.491 490.693.171 7.073.387.662

Capaian (%) 109,54 112,96 109,77
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014
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20.12.5. UPTD PPDRD Selong

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Selong melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.174
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada UPTD PPDRD Selong Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi
Samsat keliling
yang
dilaksanakan

12 bulan 12 bulan

Pajak alat berat
yang didata dan
ditagih

23
Perusahaan
/unit alat

berat

23
Perusahaan/

unit alat
berat

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Aparat peserta
pemantapan
program/peningk
atan wawasan

10 orang 9 orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Frekwensi
operasi yang
dilaksanakan

72 kali 66 kali

Sosialisasi
Pajak Daerah

Media sosialisasi
pajak yang
dilakukan :
 Spanduk
 Baliho

18 buah
3 buah

18 buah
3 buah

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Selong tahun 2014 sebesar
Rp.84.843.855.000,- dapat direalisasikan Rp. 94.710.256.195,- atau 111,63
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.175
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Selong

Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA

BBNKB SP3

Target 30.892.105.000 51.701.750.000 2.250.000.000 - 84.843.855.000

Realisasi 32.692.673.587 58.867.597.890 2.421.364.986 47.444.732 681.175.000 94.710.256.195

Capaian
(%) 105,83 113,86 107,62 - 111,63

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014
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20.12.6. UPTD PPDRD Sumbawa Barat

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Sumbawa Barat melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.176
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada UPTD PPDRD Sumbawa Barat Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi
samsat keliling
yang
dilaksanakan

11 bulan 11 bulan

Pajak alat berat
yang didata dan
ditagih

4
perusahaan

4
perusahaan/
470 unit alat

berat

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
wajib pajak

2.000 surat
teguran

1.000 surat
teguran

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Aparat peserta
pemantapan
program/
peningkatan
wawasan

3 orang 3 orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Frekwensi
operasi
penertiban yang
dilaksanakan

54 kali 54 kali

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Sumbawa Barat tahun 2014 sebesar
Rp.29.605.649.000,- dapat direalisasikan Rp. 19.694.088.447,- atau 66,52
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun
2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.177
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Sumbawa Barat

Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA

BBNKB SP3

Target 11.466.900.000 17.471.034.000 667.715.000 - - 29.605.649.000

Realisasi 11.863.918.434 6.894.210.750 778.964.353 17.238.118 139.756.792 19.694.088.447
Capaian
(%) 103,46 39,46 116,66 - - 66,52

Sumber: Dinas Pendapatan Daeran Provinsi  NTB, 2014
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20.12.7. UPTD PPDRD Sumbawa Besar

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Sumbawa Besar melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.178
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada UPTD PPDRD Sumbawa Besar Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi
samsat keliling
yang
dilaksanakan

12 bulan 11 bulan

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
wajib pajak

1.233 surat 1233 surat

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Aparat peserta
pemantapan
program/
peningkatan
wawasan

8 orang 8 orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Penertiban
kendaraan
bermotor yang
dilaksanakan

50 kali 50 kali

Sosialisasi
Pajak Daerah

Media sosialisasi
pajak yang
dilakukan :
 Spanduk
 Baliho
 Brosur
 Radio
 Koran

8 buah
3 buah

1.400 lbr
1 kali
3 kali

8 buah
3 buah

1.400 lbr
1 kali
3 kali

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Sumbawa Besar tahun 2014 sebesar
Rp.49.222.059.800,- dapat direalisasikan Rp. 44.315.807.508,- atau 90,03
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.179
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Sumbawa Besar

Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA BBNKB SP3

Target 18.049.750.000 29.857.702.000 1.280.245.500 34.362.300 - 49.222.059.800

Realisasi 16.318.621.671 26.444.418.670 1.209.272.655 32.408.512 311.086.000 44.315.807.508
Capaian
(%) 90,41 88,57 94,46 94,31 90,03

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014
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20.12.8. UPTD PPDRD Dompu

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Dompu melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.180
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada UPTD PPDRD Dompu Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan &
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi samsat
keliling yang
dilaksanakan

240 Kali 149 kali

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
wajib pajak

13.500
surat

13.760
surat

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Laporan rapat
harian Samsat
Kepala UPTD dan
Satlantas

12 laporan 12 laporan

Aparat peserta
pemantapan
program/peningkat
an wawasan

8 orang 8 orang

Sosialisasi
Pajak Daerah

Media sosialisasi
pajak yang
dilakukan :
 Spanduk
 Brosur

10 buah
6.700 lbr

10 buah
6.700 lbr

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Dompu tahun 2014 sebesar
Rp.17.069.591.000,- dapat direalisasikan Rp. 15.351.257.843,- atau 89,93
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.181
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Dompu Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA

BBNKB SP3

Target 6.434.205.000 10.114.152.000 501.857.400 19.376.600 17.069.591.000

Realisasi 6.120.852.088 8.585.429.096 542.266.479 11.485.180 91.225.000 15.351.257.843
Capaian
(%) 95,13 84,89 108,05 59,27 89,93

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2014

20.12.9. UPTD PPDRD Bima

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada
UPTD PPDRD Bima melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.182
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada UPTD PPDRD Bima Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
dan
Pengembanga
n Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Meningkatkan
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah Serta
Efektivitas dan
Efisiensi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Intensfikasi
Penerimaan
Pajak Daerah

Frekwensi
samsat keliling
yang
dilaksanakan

12 bulan 12 bulan

Pajak alat berat
yang didata dan
ditagih

6
perusahaan

6
perusahaan/
45 unit alat

berat

Surat teguran/
peringatan yang
disampaikan ke
wajib pajak

4.537 surat
teguran

200 surat
teguran

Orientasi dan
Peningkatan
Teknis
Kesamsatan

Aparat peserta
pemantapan
program/peningk
atan wawasan

4 orang 4 orang

Operasi
Penertiban
Kendaraan
Bermotor

Frekwensi
operasi
penertiban yang
dilaksanakan

62 kali 56 kali

Sosialisasi
Pajak Daerah

publikasinya
melalui spanduk

20 buah 20 buah

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2014

Target penerimaan UPTD PPDRD Bima tahun 2014 sebesar
Rp.37.098.507.400,- dapat direalisasikan Rp. 38.003.360.564,- atau 102,44
persen. Target dan realisasi masing-masing sumber penerimaan tahun
2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.183
Target dan Realisasi Penerimaan UPTD PPDRD Bima

Tahun 2014

URAIAN
SUMBER PENERIMAAN

JUMLAH
PKB BBNKB DENDA PKB DENDA

BBNKB SP3

Target 15.161.790.000 20.539.468.800 1.276.405.700 120.842.900 - 37.098.507.400

Realisasi 15.370.823.676 21.106.715.956 1.269.369.258 35.251.674 221.200.000 38.003.360.564
Capaian
(%) 101,38 102,76 99,45 29,17 - 102,44

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2014
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20.13. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Kantor Penghubung Provinsi NTB.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi NTB di Jakarta
dijabarkan dalam 2 program pokok dan 3 kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.184
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Adm.

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada
Kantor Penghubung Provinsi NTB, 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/
Wakil Kepala
Daerah

Meningkatkan
Optimalisasi
Layanan
Kedinasan
Kepala
Daerah /
Wakil Kepala
Daerah Dan
Pejabat
Daerah Ntb
Lainnya.

Dialog /
Audiensi
Dengan  Tokoh-
Tokoh
Masyarakat;
Pimpinan/
Anggota
Organisasi
Sosial Dan
Kemasyarakatan

Dialog/audensi
yg dilaksanakan

1 kali 0 kali

Undangan
Seminar/Dialog
dengan
Masyarakat
rantau yg
dicetak

125 buah 0 buah

Perlengkapan
dan peralatan
Seminar/Dialog
dengan
Masyarakat yang
disewa

1 kali 0 kali

Peserta
Seminar/Dialog
dengan
Masyarakat

125 orang 0 orang

Buku Agenda
Kantor
Penghubung
yang dicetak

100 Buku 100 Buku

Koordinasi
Dengan
Pemerintah
Pusat Dan
Pemerintah
Daerah Lainnya

Karangan
bunga/vas
bunga yang
diadakan

22 Vas 22 Vas

Pakaian VIP
yang diloundry

15 kali 15 kali

Jasa Tanda
masuk/Pass
masuk Tol

421.700
kali

421.700 kali

Jasa parkir
selama 1 tahun

10.000 kali 10.000 kali

Makan minum
tamu VIP/VVIP
yang diadakan

60 kali 60 kali
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

2. Koordinasi
Pemasaran
Pariwisata

Meningkatkan
Efektivitas
Pemasaran
Pariwisata
Dan Budaya
Ntb Secara
Nasional

Pelaksanaan
Promosi
Pariwisata
Nusantara

Undangan
kegiatan Paket
Acara khusus
yang dicetak

350 buah 350 buah

Promosi Budaya
dan Potensi
Daerah didalam
dan diluar TMII
yang
diselenggarakan

12 kali 12 kali

Penginapan dlm
rangka promosi
Potensi daerah
di P.Jawa dan
luar P.Jawa yang
disewa

156 Orang 156 Orang

Tenda dalam
rangka kegiatan
acara khusus
yang disewa

4 buah /
902 M

4 buah /
902 M

Makan minum
dalam rangka
kegiatan acara
khusus yang
diadakan

234 orang 234 orang

Makanan khas
Nusantara dalam
rangka kegiatan
acara khusus
yang diadakan

500 orang 500 orang

Gedung kantor
Anjungan NTB
yang dipelihara

1 Unit 0

Bangunan
Lumbung yang
di renovasi

1 Unit 0

Sumber: Kantor Penghubung Provinsi NTB, 2014

Pada tahun 2014, Kantor Penghubung melaksanakan program yang
mendukung kelancaran dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah, serta memfasilitasi Koordinasi Pemasaran
Pariwisata. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Koordinasi
dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya,  Promosi Budaya
dan Potensi Daerah didalam dan diluar Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
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20.14. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pada Sekretariat Korpri Provinsi NTB.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Sekretariat KORPRI diuraikan dalam 2 program pokok
dan 3 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.185
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada
Sekretariat KORPRI Provinsi NTB, 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur

Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
(Pemahaman
Aparatur
Terhadap
Hukum)

Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Peserta
rapat
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan

100
orang

100 orang

Pembinaan
Mental Fisik
Aparatur

Undangan
yang dicetak
dalam
rangka HUT
Korpri

1000
eksemplar

1000
eksemplar

2. Peningkatan
Pelayanan
Keagamaan

Meningkatnya
Keimanan
Aparatur

Pelaksanaan
MTQ
Nasional Dan
STQ Provinsi

PNS Peserta
kegiatan
STQ Provinsi

1 mata
lomba/
50 orang

1 mata
lomba/ 40
orang

Mata lomba
yg diadakan
pada MTQ
Prov ( Cab.
Tilawatil ,
Hifdzil,
Daiyah )

3 mata
lomba/37
orang

3 mata
lomba/24
orang

Peserta
Lomba MTQ
tingkat
Nasional
(cab. Hifdzil,
Tartil,
Daiyah dan
Tilawah)

4 mata
lomba / 7
orang

4 mata
lomba/ 7
orang

Sumber: Sekretariat Korpri Provinsi NTB, 2014

Hasil lomba MTQ Tingkat Nasional di Provinsi Nangro Aceh Darusalam
pada  tahun 2014, Qori dari Provinsi NTB untuk cabang Fifdzil Qur’an 5 Juz
atas nama Suryadi dari Lombok Tengah mendapat juara III sedangkan
qoriah atas nama Hj.Hani Malkan, S.PdI dari Lombok Barat untuk cabang
Hifhdzil Qur’an 5 Juz mendapat juara Harapan I .
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20.15. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Provinsi NTB

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dijabarkan
dalam 5 program pokok dan 17 kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.186
Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Peningkatan

Kualitas
Kelembagaan

Tersedianya
data wajib
LHKPN

Kelompok
Kerja
LHKPN

Jumlah Wajib
LHKPN  yang
melapor

1.552
Orang

807 Orang

2. Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur

Penempatan
aparatur sesuai
dengan
kompetensinya

Penyusuna
n rencana
pembinaan
karir PNS

Jumlah
keputusan
penempatan
dan
Pembebasan
dalam jabatan
struktural

250 SK
Jabatan
Struktural

273 SK

Jumlah
keputusan
pengangkatan
penyesuaian
dan
pembebasan/
pemberhenti-
an dalam
jabatan
fungsional

250 SK
Jabatan
Fungsional

298 SK

Jumlah
DUPAK/PAK
jabatan
fungsional

40
DUPAK/PAK

44
DUPAK/PAK

Seleksi
Penerimaan
CPNSD

Jumlah
usulan
formasi yang
terwujud

250 formasi 141 formasi

Jumlah CPNS
terseleksi

250 formasi 134 formasi

Penempatan
PNS

Jumlah
keputusan
perpindahan
PNS

1.100 SK

296 SK

Jumlah
keputusan
pemberhenti
an PNS dan
PTT

108 SK
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Penataan
sistem
administrasi
kenaikan
pangkat
otomatis PNS

Jumlah
keputusan
kenaikan
pangkat /
gaji berkala

3500 SK

3230 SK

Jumlah
keputusan
pengangkat-
an CPNS dan
PNS

165 SK

Pembangun
an /
pengemban
gan sistem
informasi
kepegawai-
an daerah

Jumlah up
date data
pegawai
negeri sipil

7.173
Pegawai

7044
Pegawai

Jumlah up
date data
pegawai dlm
SIMPEG yang
terwujud

7.173
Pegawai

7044
Pegawai

Pemetaan
Kompetensi
Calon/Peja-
bat Eselon
II, III dan
IV
PemProv.
NTB

Jumlah tata
naskah yang
tersedia

1 Dok 1 dok

Jumlah
dokumen
rencana
program dan
laporan
keuangan
yang tersedia

2 Dok 2 dok

Jumlah
dokumen
bahan
pelayanan
promosi uji
kompetensi
yang tersedia

2 Dok 2 dok

Jumlah
dokumen
kerjasama
yang
terwujud

5 Dok
Kerjasama

2 dok

Jumlah
pegawai yang
konseling

20 orang 7 orang

Jumlah calon
pejabat yang
mengikuti uji
kompetensi

400 orang 348 orang

Jumlah
dokumen
hasil uji
kompetensi
calon
pejabat

3 dok 3 dok

Pemberian
Pengharga-
an Bagi
PNS yang
Berprestasi

Jumlah
dokumen
pemberian
penghargaan

2 dok 2 dok
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Proses
Penangan-
an Kasus-
kasus
Pelanggar-
an Disiplin

Jumlah
keputusan
pembinaan
disiplin
aparatur

35
Keputusan

136
Keputusan

Jumlah
dokumen
pengambil-
an sumpah
/ jabatan

3 Dokumen 3 Dokumen

Pemberian
tugas
belajar dan
ikatan dinas

Jumlah PNS
yang
memenuhi
syarat untuk
alih
golongan

50 orang 302 orang

Jumlah
Siswa
Ikatan Dinas
terseleksi

11 orang 11 orang

Jumlah PNS
yang
mengikuti
pendidikan
formal

25 orang 162 orang

Pemberian
bantuan
penyeleng-
garan
penerimaan
Praja IPDN

Jumlah hasil
seleksi
peserta
calon praja
IPDN

75 orang 33 orang

Bimbingan
Teknis
Angka
Kredit
Jabatan
Fungsional

Jumlah
sumber
daya
aparatur yg
kompeten
dalam bid.
fungsional

40 Orang 40 orang

3. Pendidikan
Kedinasan

Meningkatnya
kapasitas dan
profesionalisme
Widyaiswara

Peningkat-
an
Keterampil-
an dan
Profesionali
sme

Jumlah
Widyaiswara
yang
profesional

11 orang 11 orang

4. Peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

Meningkatnya
kapasitas dan
kemampuan
PNS

Pendidikan
dan
pelatihan
prajabatan
bagi calon
PNS Daerah

Jumlah
CPNS yang
terlatih

200 orang 163 orang

Jumlah
dokumen
hasil
evaluasi
pelaksanaan
diklat
prajabatan

1 dokumen 3 dokumen

Pendidikan
dan
pelatihan
struktural
bagi PNS
Daerah

Jumlah
pejabat
struktural
yang terlatih

250 orang 243 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Jumlah
dok.hasil
evaluasi
pelaksanaan
diklat
kepemimpin
an

1 dokumen 1 dokumen

Pendidikan
dan
pelatihan
teknis
tugas dan
fungsi bagi
PNS daerah

Jumlah
Sumber
daya
aparatur
yang
kompeten

300 orang 335 orang

Jumlah
peserta
diklat teknis
yang
terkirim

15 orang 19 orang

Jumlah
dokumen
hasil
evaluasi
diklat TF
yang
tersusun

1 dok 1 dok

5. Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur

Monitoring
Evaluasi
dan
Pelaporan

Kabupaten /
Kota yang
termonitoring
dan evaluasi

10 kab/kota 10 kab/kota

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Prov insi NTB, 2014

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) diperlukan pegawai negeri sipil yang profesional. Hal ini
dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
pegawai negeri sipil. Satu hal yang terpenting dan harus diperhatikan
dalam mewujudkan maksud tersebut diawali dari rekrutmen yang obyektif,
transparan dan akuntabel.

Selama ini proses rekrutmen CPNS dipandang belum mampu
mendapatkan kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi. Proses dan
prosedur banyak dinilai publik cenderung diwarnai oleh praktik-praktik KKN
sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas PNS. Untuk menjawab
tuntutan tersebut, maka dalam rekrutmen PNS dilaksanakan dengan
berbasis Computer Assisted Test (CAT) artinya sistem seleksi CPNS
menggunakan komputer secara langsung dan hasil penilaian melalui
passing grade-nya dapat dilihat pada saat itu juga sehingga dapat
meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek-praktek KKN.

Pada tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan
Pelatihan Provinsi NTB melaksanakan rekrutmen CPNS dengan
menggunakan sistem CAT yang tertuang dalam Kegiatan Seleksi
Penerimaan CPNSD. Formasi CPNS untuk Pemerintah Provinsi NTB
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sejumlah 141 Formasi bagi pelamar umum. Pada saat kegiatan Seleksi
Penerimaan CPNS Tahun 2014 dilaksanakan, peserta yang mendaftar
sebanyak 11.573 orang namun peserta yang dinyatakan memenuhi syarat
administrasi untuk mengikuti seleksi sebanyak 9.513 orang. Dari hasil
pelaksanaan tes pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 17 November
2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.187.
Formasi Jabatan Rekrutmen CPNS dengan Menggunakan Sistem CAT Tahun 2014

NO. NAMA JABATAN USULAN
ALOKASI LULUS SISA

FORMASI

JUMLAH SELURUHNYA 141 134 7

TENAGA KESEHATAN 99 94 5

1 Dokter 14 14 -

2 Dokter Gigi Pertama 3 3 -

3 Bidan Pelaksana 10 10 -

4 Perawat Pertama 15 15 -

5 Perawat  Pelaksana 25 25 -

6 Apoteker Pertama 4 4 -

7 Asisten Apoteker Pelaksana 5 5 -

8 Radiografer Pelaksana 4 4 -

9 Nutrisionis Pertama 1 1 -

10 Nutrisionis Pelaksana 3 3 -

11 Refraksionis Optisen Pelaksana 2 2 -

12 Okupasi Terapis Pelaksana 2 2 -

13 Terapis Wicara Pelaksana 2 1 1

14 Perekam Medis pelaksana 2 2 -

15 Fisioterapis Pertama 2 2 -

16 Teknisi Transfusi Darah Pelaksana 2 0 2

17 Psikologi Klinis Pertama 3 1 2
TENAGA TEKNIS 42 40 2

1 Pranata Hubungan Masy. Pertama 4 4 -

2 Pranata Komputer Pertama 5 5 -

3 Analis design Grafis 2 1 1

4 Pamong Budaya Pertama 1 1 -

5 Penerjemah Pertama 4 4 -

6 Analis Kepegawaian Pertama 3 3 -

7 Analis Pendapatan Daerah 3 3 -

8 Pemeriksa Keselamatan Pelayaran 1 0 1

9 Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana 3 3 -

10 Pengendali Ekosistem Hutan Pertama 1 1 -

11 Penera Pertama 3 3 -

12 Pengendali Dampak Lingkungan Pertama 3 3 -

13 Analis Perlindungan & Pelestarian Ikan 2 2 -

14 Auditor Pertama 5 5 -

15 Perencana Pertama 2 2 -
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Prov insi NTB, 2014
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Dilihat pada tabel 4.187, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 141
formasi yang dibutuhkan setelah dilaksanakan tes melalui sistem CAT
jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 134 formasi. Hal ini
disebabkan karena pada formasi jabatan tertentu, jumlah peserta yang
memenuhi nilai passing grade sangat minim dan di sisi lain ada formasi
jabatan tertentu yang tidak ada pesertanya.

Diundangkannya UU ASN yang sudah didahului dengan berlakunya PP
46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS menuntut PNS untuk segera berbenah. Regulasi ini
tidak saja menjadi ancaman bagi PNS dalam konteks berkompetisi untuk
meraih jabatan struktural tetapi juga bagi PNS yang ingin survive sebagai
PNS karena sejatinya seluruh PNS akan dievaluasi keberadaannya dengan
menggunakan parameter normatif yang kesemuanya dapat berakibat
tereliminasinya PNS baik dalam kapasitasnya sebagai fungsional umum dan
fungsional tertentu maupun dalam kapasitasnya sebagai pejabat struktural.
Muatan filosofis dari konklusi jabatan inilah yang kemudian ditegaskan
dalam UU ASN. UU ini tegas mengatur dalam Pasal 19 bahwa penempatan
dalam jabatan harus dilakukan secara selektif dan transparan. Melalui uji
kompetensi, PNS akan dinilai tidak saja dari aspek psikologinya tetapi yang
lebih penting adalah aspek kompetensi dan kapabilitasnya untuk
memangku suatu jabatan.

Pada tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan
Pelatihan Provinsi NTB melaksanakan uji kompetensi kepada seluruh calon
pejabat Eselon II, III, dan IV sebanyak 348 orang. Tujuan dari pelaksanaan
uji kompetensi ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait
kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing calon pejabat
sehingga dapat diketahui peta kompetensi dan bakat agar penempatan
yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Selain menyelenggarakan urusan yang menjadi tugas pokoknya, Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi NTB pada tahun
2014 juga melaksanakan beberapa perjanjian kerjasama baik dengan pihak
pemerintah maupun non-pemerintah diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.188
Kerjasama BKD Dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Pelaksanaan Tes

Penerimaan Siswa Tahun 2014

NO
URAIAN

KERJASAMA
MoU KELUARAN / HASIL KET

1. Seleksi Penerimaan
Calon Taruna
Sekolah Tinggi
Transportasi Darat
(STTD) Tahun 2014

Kesepakatan bersama
antara Sekolah Tinggi
Transportasi Darat
dengan Pemerintah
Provinsi NTB tentang
Pemenuhan Kebutuhan
SDM di bidang
Perhubungan Darat
Nomor :

 Keluaran :
terselenggaranya tes
seleksi penerimaan calon
taruna STTD Pola
Pembibitan Tahun 2014

 Hasil : terseleksinya 11
orang Taruna STTD asal
NTB untuk mengikuti
pendidikan kedinasan di

Kerjasama
dengan STTD
Kementerian
Perhubungan
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NO
URAIAN

KERJASAMA
MoU KELUARAN / HASIL KET

383/VI/HK201/STTD-2014
dan Nomor : 420/155/
Dishubkominfo.

STTD Bekasi

2. Penyelenggaraan
Diklat Perencanaan
Transportasi dan
Diklat Keselamatan
Transportasi di
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan dan
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Provinsi
NTB tahun 2014

Pelaksanaan Diklat
Perencanaan Transportasi
Angkatan III dan Diklat
Keselamatan Transportasi
Angkatan III Tahun 2014
Nomor : 890/2034/BKD-
DIKLAT/2014

 Keluaran :
terselenggaranya Diklat
Perencanaan
Transportasi Angkatan
III dan Diklat
Keselamatan
Transportasi Angkatan
III Tahun 2014

 Hasil : Terlatihnya PNS
di Bidang Perencanaan
Transportasi sebanyak
35 orang dan PNS di
Bidang Keselamatan
Transportasi sebanyak
35 orang

Kerjasama
dengan Pusat
Pengembangan
SDM Aparatur
Perhubungan
Kementerian
Perhubungan

3. Pelaksanaan
Training of Trainers
(TOT) Pendidikan
dan Pelatihan
Keuangan Daerah
Tahun 2014

Pelaksanaan Training of
Trainers (TOT) Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan
Daerah Tahun 2014
antara BKD dan DIKLAT
Provinsi NTB dengan
Australia Indonesia
Partnership for
Decentralisation (AIPD)
Nomor :
800/71/BKD&DIKLAT /
2014

 Keluaran :
Terselenggaranya
Training of Trainers
(TOT) Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan
Daerah Tahun 2014

 Hasil : Terlatihnya 30
orang PNS di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten / Kota se-NTB

Kerjasama
dengan AIPD

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB, 2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja Penyelenggaraan urusan otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawian dan Persandian Setda Provinsi NTB tersebut masih menghadapi
beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.189
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan urusan otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian

PERMASALAHAN SOLUSI

Tingginya laju inflasi menjelang hari-hari besar
keagamaan (hapus)

Melaksanakan rapat rutin Tim Pengendali Inflasi
Daerah guna mengantisipasi dan membuat
kebijakan pengendalian harga.

Rokok illegal yang masih banyak beredar di
Kabupaten/Kota

Melaksanakan pengawasan dan sosialisasi cukai
illegal di Kabupaten/Kota.

Belum terealisasinya program konversi minyak tanah
ke LPG 3 Kg di Pulau Sumbawa, menyebabkan
terjadinya kelangkaan stok di Pulau Lombok

Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar
segera melakukan konversi minyak tanah ke LPG
3 Kg di Pulau Sumbawa.
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PERMASALAHAN SOLUSI

Terbatasnya  personil di Biro Hukum yang memiliki
kemampuan beracara termasuk teknis penanganan
perkara di Lembaga Peradilan terhadap gugatan
yang berkaitan dengan tata Usaha Negara dan
perdata.

- Membentuk tim pengkaji permasalahan hukum
yang dihadapi oleh Pemda

- Diklat Fungsional Pengacara

Prosedur dan Tatacara MoU yang dilaksanakan
antara pemrintah dengan pihak lembaga
internasional aturannya berbeda antara Kementerian
Dalam Negeri dengan Kementerian Luar Negeri

Fasilitasi dan koordinasi antara Kementerian
Dalam Negeri dan Luar Negeri

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008, sedangkan
petunjuk pelaksanaannya belum ada sehingga
terjadinya perubahan persyaratan DOB.

Mengusulkan agar proses penetapan DOB
dilanjutkan.

Masih adanya kabupaten yang belum menerbitkan
Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian
kewenangan kepada camat tentang PATEN.

Mengawal pemerintah kabupaten sehingga dapat
menetapkan Perbup dan Keputusan Bupati
mengenai PATEN

Lemahnya Data Perijinan dan Data Pertanahan Meningkatkan koordinasi, supervisi dan
pengawasan dengan kabupaten/kota dan instansi
vertikal (BPN)

Belum efektifnya pengelolaan retribusi daerah Melakukan koordinasi dan evaluasi penerimaan
daerah setiap triwulan dengan UPTD/SKPD
terkait.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat
waktu masih kurang

Sosialisasi pemungutan pajak daerah kepada
wajib pajak/masyarakat melalui media elektronik ,
media cetak  dan lain-lain.

Masih kurangnya sarana dan prasarana unit layanan
penerimaan PKB dan BBNKB

Penambahan unit layanan drive thru samsat
keliling dan layanan lainnya untuk mempercepat
proses pembayaran PKB dan BBNKB.

Beralih fungsinya beberapa potensi penerimaan
sehingga menghilangkan peluang untuk
mendapatkan PAD

Melakukan Inventarisasi aset aset daerah yang
potensial untuk dijadikan sumber PAD.

Data potensi sumber-sumber penerimaan daerah
masih belum akurat

Melakukan penyempurnaan data base obyek
pajak dan retribusi daerah

Masih banyaknya Wajib LHKPN yang belum
melaporkan harta kekayaan disebabkan kurangnya
koordinasi internal SKPD

Membentuk koodinator LHKPN pada tiap-tiap
SKPD serta reward and punishment sebagai
tindak lanjut dari LHKPN

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Dinas Pendapatan , Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2014

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diselenggarakan pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui 5 program
pokok dan 14 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.190
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

Meningkatnya
Pemahaman
Dan
Pengetahuan
Berbagai
Komponen
Masyarakat
Terhadap
Teknologi
Tepat Guna

Koordinasi
Pengembangan
dan
Pemanfaatan
TTG

Peserta rapat
koordinasi TTG

Tropy,sertifikat
yang disiapkan

22 orang

6 buah

22 orang

6 buah.

Gelar TTG
Nasional IX

Alat TTG yang
di pamerkan
pada Gelar
TTG Tingkat
Nasional

Pakaian
seragam
peserta gelar
TTG Nasional

Hadiah berupa
uang kepada
juara TTG Tk
nasional

10 alat
TTG

30 stel

6 orang

10 alat TTG

30  stel

6 orang

Pembinaan
dan Pengemb.
Rehabilitasi
dan
Konservatif
Sumber Daya
Alam dalam
Pemanfaatan
TTG

Peserta
sosialisasi
konservasi dan
rehabilitasi
SDA

80 orang
2 lokasi

80 orang
2 lokasi

2. Pengembang
an Lembaga
Ekonomi
Perdesaan

Meningkatnya
kualitas
lembaga
ekonomi
pedesaan

Penunjang
PNPM Mandiri
Perdesaan

Peserta rakor
camat dan
PJOK

Peserta
pelatihan
BKAD -PNPM

128 orang

64 orang

128 orang

64 orang

Penguatan
Pengelola
Lembaga
Ekonomi Desa

Peserta rakor
pengelolaan
BUMDES

Pameran
produk
unggulan local:
- jmlh produk

unggulan yg
dipamerkan

40 orang

40 orang

22 buah

40 orang

40 orang

22 buah
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- brosur yg
dicetak

- liflet yg
dicetak

- backdrop yg
dicetak

- spanduk yg
disiapkan

200 exp

.250 exp

1 buah

1 buah

200 exp

250 exp

1 buah

1 buah

3. Peningkatan
Kapasitas
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa

Meningkatnya
kapasitas
masyarakat
dalam
membangun
Desa  dan
kelurahan

Perlombaan
Desa dan
Kelurahan

Peserta
sosialisasi
bantuan
keuangan Desa

Desa dan
Kelurahan
peserta lomba
Desa
Tingkat
Provinsi

Piagam
penhargaan
yang dicetak

Piala yg
disiapkan

Buku panduan
lomba desa
yang dicetak

Buku indicator
lomba desa
yang dicetak

57 orang

15 desa/
kelurahan

15 lembar

6 buah

20 buku

20 buku

68 orang

15
desa/kelurahan

15 lembar

6 buah

20 buku

20 buku

Bulan Bhakti
Gotong
Royong
Masyarakat

Lokasi
Pencanangan
Bulan Bhakti
Gotong
Royong

Undangan
BBGRM yang
dicetak

Publikasi siaran
langsung di
media
elektronik

10
Kab/Kota

500
lembar

2 kali

10 Kab/Kota

500 lembar

2 kali

Monitoring
dan Evaluasi
Lumbung
Bersaing

Lokasi
Kegiatan
Lumbung
Bersaing yang
dimonitoring

3 Kab
(Lombok
Timur,
Lombok

Barat,Sum
bawa
Barat)

3 Kab
(Lombok
Timur,
Lombok

Barat,Sumba
wa Barat)
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

4. Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa

Meningkatnya
Kualitas
Aparatur Desa

Pelatihan
Aparatur
Pemerintahan
Desa Dalam
Bidang
Pengelolaan
Keuangan
Desa

Peserta yang
terlatih

Buku nama-
nama
desa/kelurahan
provinsi NTB
yang dicetak

48 orang

190 buku

48 orang

190 buku

Pelatihan
Aparatur
Pemerintahan
Desa Dalam
Bidang
Manajemen
Pemerintahan
Desa

Peserta
pelatihan
manajemen
pemerintahan
Desa

Peserta
pelatihan
adminstrasi
pemerintahan
Desa

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

Pemantauan
Dan
Penyebaran
Informasi

Spanduk yg
disiapkan

Baliho yg
disiapkan

Umbul yg
disiapkan

Pemantauan
dan
penyebaran
informasi yg
dilaksanakan

20 bh

5 buah

50 buah

90 OT

20 bh

5 buah

50 buah

90 OT

Peningkatan
Koordinasi
Perencanaan
Dan
Pengendalian

Peserta Rakor
pengendalian

Cetak panduan
rakor

Peserta Rakor
Camat lokasi
PNPM

55 orang,
3 kali

110 bh

64 orang

55 orang, 3
kali

110 bh

64 orang

5. Peningkatan
Peran
Perempuan Di
Perdesaan

Meningkatnya
Partisipatif
Perempuan
Perdesaan

Revitalisasi
Posyandu

Peserta Rakor
Pokjanal
Posyandu

Taman
Posyandu yang
mengikuti
lomba
Posyandu

80 orang

10
posyandu

80 orang

15
posyandu

Penilaian/
Evaluasi
Terpadu
Peningkatan
Peran Wanita
Menuju
Keluarga
Sehat
Sejahtera
(P2WKSS)

Peserta Lomba
P2WKSS

Jumlah
Desa/Kel yang
menerima
Hadiah sbg
juara

15
desa/kelurah

an

3 Desa/Kel

15
desa/kelurah

an

3 Desa/Kel

Sumber: BPMPD Provinsi NTB, 2014
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Indikator yang berkaitan dengan RPJMD yang merupakan tanggung jawab
Badan Pemberdyaan Masyarakat Desa adalah Angka Kemiskinan. Angka
kemiskinan pada tahun 2014 mencapai 17,05 atau 816.612 jiwa artinya belum
mencapai target sebesar 16,25 persen.  Program penanggulangan kemiskinan
merupakan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan
secara terintegrasi dengan dunia usaha dan masyarakat.

Karena Kemiskinan bersifat multidimensi maka upaya yang dilakukan
pemerintah dalam mengurangi penduduk miskin melalui berbagai program
penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan yang bersifat
keberpihakan (affirmative) kepada masyarakat miskin. Secara garis besar
program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan
dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster, yaitu: 1) Program Bantuan dan
Jaminan Sosial, untuk mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam
pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Program Pemberdayaan Masyarakat, untuk
meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keterlibatan penduduk miskin dalam
pembangunan; 3) Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
untuk meningkatkan kapasitas dan perluasan usaha, serta membuka akses
UMKM terhadap sumber-sumber dan pasar ekonomi yang lebih luas; dan 4)
Program Pro-Rakyat, untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang
telah dijalankan melalui tiga klaster lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan
berjalan dengan baik berkat terbangunnya komitmen antar pemerintah provinsi
kabupaten/kota serta kemitraan strategis dengan pemangku amanah lainnya.

Tabel 4.191
Capaian Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2013-2014

INDIKATOR SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI

Angka Kemiskinan % 17,25% 16,25 % 17,05 %

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2014

Berkaitan dengan Teknologi Tepat Guna (TTG), NTB merupakan salah
satu provinsi perintis yang mendukung penemuan dan pemanfaatan TTG. Pada
tahun 2014 Jumlah penemu Teknologi Tepat Guna sebanyak 14 temuan dan 7
temuan masih dalam bentuk prototype dibanding jumlah temuan pada tahun
2013 sebanyak 20 penemuan. Penemuan pada tahun 2014 terbanyak pada
bidang pertanian dan industri rumah tangga. Bila dilihat secara komulatif dari
tahun 2009-2014 jumlah penemuan sebanyak 277 dan telah di manfaatkan
masyarakat sebanyak 80,10 persen penemuan.

TTG di NTB didorong pemanfaatannya untuk mendukung bidang
agribisnis, pendidikan dan energi. Penemuan teknologi Inbatron merupakan
penemuan yang di angkat di Tingkat nasional dan mendapat juara pada Gelar
TTG Tingkat Nasional di Samarinda - Kalimantan Timur pada 2014. Pemanfaatan
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TTG memberikan dampak bagi pembukaan lapangan kerja, penciptaan nilai
tambah bagi ekonomi kerakyatan, serta merangsang kreatifitas dan inovasi untuk
memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia.

Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong kreativitas dan inovasi
masyarakat dalam penemuan TTG, melalui kegiatan anugerah dan gelar TTG
yang dilaksanakan setiap tahun dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
Juga dilakukan fasilitasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan
menerapkan TTG, dengan mendirikan demplot dan mendukung pengembangan
ekonomi kerakyatan.

Tabel 4.192
Temuan dan Pemanfaatan TTG tahun 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI

1. Pemanfaatan TTG Buah 186 196 200

2. Temuan TTG Buah 213 223 227

Sumber: BPMPD Provinsi NTB, 2014

Dalam rangka Penguatan lembaga ekonomi desa untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan, pemerintah bekerjasama dengan Yayasan
Gerakan Armada Muda Ekonomi Masyarakat (GARUDA EMAS) Mataram dan
melalui program Pemberdayaan Masyarakat Lumbung Bersaing. Program ini
dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Aikmel), Kabupaten
Lombok Barat (Kecamatan Kediri), Kabupaten Sumbawa Barat (Kecamatan
Taliwang). Perkembangan pelaksanaan Lumbung Bersaing, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.193
Perkembangan Pelaksanaan Lumbung Bersaing

Tahun 2014

NO. URAIAN JUMLAH

1. Anggota 3.645 orang

2. Kelompok 823 kelompok

3. Majelis 254 majelis

4. Dana  Pembinaan Pasca Latihan ( PPL )

a. Nilai pinjaman yang diberikan Rp 19.020.250.000.-

b. Pengembalian pinjaman Rp 16.135.256.000.-

c. Piutang Anggota Rp 2.884.993.400.-
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NO. URAIAN JUMLAH

5. Dana Simpanan / Tabungan Warga

a. Sukarela Rp     480.715.925.-

b. Tabungan Wajib Rp   1.124.512.750.-

c. Simpanan Pokok Rp       28.272.000.-

d. Kelompok Rp      261.856.000.-

e. Infaq Rp      184.030.710

f. Takafful Rp        35.073.280.-

g. Iuran Anggota Rp      921.850.000 .-

Sumber : BPMPD Provinsi NTB, 2014

Untuk mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan dalam percepatan
pembangunan di Perdesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif pada tahun
anggaran 2014 dialokasikan bantuan keuangan  kepada  Desa/Kelurahan
dengan  jumlah sebesar Rp6.850.000.000.-. Besaran bantuan keuangan kepada
Desa/Kelurahan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari
Desa/Kelurahan dengan kisaran Rp100.000.000.-. Dana bantuan keuangan
tersebut digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes), pelayanan kesehatan dasar masyarakat (sanitasi,
posyandu, dll) dan pengembangan sistem pendataan desa berbasis komputer
(Profil Desa / Kelurahan). Penetapan desa penerima bantuan keuangan desa
melalui keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat atas usulan Bupati. Desa-desa
penerima bantuan keuangan tahun 2014 adalah desa-desa yang meraih Juara I,
II dan III pada perlombaan Desa Tingkat Kabupaten tahun 2012, 2013 dan
2014.

Berbagai Prestasi Yang Diraih

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan BPMPD Provinsi NTB
pada Tahun 2014 telah diraih berbagai prestasi antara lain :

1. Perlombaan Desa / Kelurahan
BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada TA.2014 telah melaksanakan
kegiatan perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi NTB yang diikuti oleh
10 Kabupaten/Kota se–Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya setiap
Desa/Kelurahan yang meraih Juara I Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat
berkesempatan mengikuti perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional.
Berdasarkan hasil penilaian Tim Juri Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat
Nasional Desa Maria– Kecamatan Wawo – Kabupaten Bima dan Kelurahan
Pekat – Kecamatan sumbawa – Kabupaten Sumbawa diikutsertakan dalam
perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional.
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Berdasarkan hasil penilaian dokumen administrasi yang dilakukan oleh Tim
Penilai Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Nasional, Desa Maria – Kecamatan
Wawo – Kabupaten Bima masuk kedalam nominasi 10 besar nasional dan
selanjutnya diikutsertakan dalam verifikasi lapangan oleh Tim Lomba Tingkat
Nasional.
Selanjutnya Tim Juri Nasional melaksanakan verifikasi lapangan terhadap
Desa / Kelurahan yang masuk dalam nominasi 10 besar nasional. Berdasarkan
hasil verifikasi tersebut Desa Maria – Kecamatan Wawo – Kabupaten Bima
berhasil masuk dalam nominasi 6 (enam) besar dan mengikuti penilaian /
pemaparan dihadapan tim juri nasional yang diselenggarakan di Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat – Kementerian Dalam Negeri – Jakarta.
Tim Lomba Desa/Kelurahan tingkat Nasional menetapkan Desa Maria-
Kecamatan Wawo-Kabupaten Bima sebagai Peringkat Harapan III Lomba
Desa / Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2014.

2. Teknologi Tepat Guna
Dalam bidang Teknologi Tepat Guna, BPMPD Provinsi NTB pada TA. 2014
telah digelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional IX di Samarinda-
Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penilaian Tim Juri Lomba Gelar TTG
tersebut, I Ketut Teron berhasil menemukan teknologi untuk membantu
pertumbuhan awal tanaman yang disebut dengan Teknologi INBATRON.
Pemerintah Provinsi NTB pada acara gelar tersebut meraih Juara II Nasional
dengan kategori TTG Unggulan.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desamasih menghadapi beberapa permasalahan
dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.194
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PERMASALAHAN SOLUSI

Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang belum disertai dengan
berbagai pedoman pelaksanaan dan kurangnya
sosialisasi dari Pemerintah menyebabkan
kurangnya penerapan UU tersebut dalam
pelaksanaan di Kabupaten/ Kota

Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 6
Tahun 2014 dengan kemampuan anggaran
yang tersedia dan menghadirkan
narasumber dari pusat serta melakukan
konsultasi secara intensif kepada
Pemerintah Pusat

Sumber : BPMPD Provinsi NTB, 2014

22. Sosial

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan
Sipil dan 8 UPTD nya melalui 7 program pokok dan 14 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 4.195
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pemberdayaan
Fakir Miskin,
KAT Dan
PMKS Lainnya

Meningkatnya
Kemampuan
Dan
Kemandirian
Keluarga Fakir
Miskin, KAT
Dan PMKS
Lainnya

Peningkatan
Kemampuan
(Capacity
Building)
Petugas Dan
Pendamping
Sosial
Pemberdayaa
Fakir Miskin,
KAT Dan
PMKS Lainnya

Peserta bimtek
service provider
bagi petugas
PKH

240 orang 240 orang

Bantuan sosial
yang diserahkan
kepada
masyarakat

124 paket;
11 jenis

123 paket;
11 jenis

Honor Petugas
pendamping
KUBE fakir
miskin
pedesaan

25 orang, 4
bulan

25 orang, 4
bulan

Honorarium
petugas
pemenuhan
kebutuhan
dasar anak
dalam panti

70 orang; 1
tahun

70 orang; 1
tahun

Pemberdayaan
Fakir Miskin

Bantuan bagi
orang dengan
kecacatan
(ODK)

6 paket, 2
jenis

6 paket, 2
jenis

Hasil study
kelayakan lokasi
untuk
penjajagan awal

2 lokasi 2 lokasi

2. Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

Meningkatnya
Pelayanan dan
reahbilitasi
kesejahteraan
sosial

Pelayanan
dan
perlindungan
sosial, hukum
bagi korban
eksploitasi,
perdagangan
perempuan
dan anak

Jumlah kelayan
yang
diidentifikasi
dan di
assessment
hasil razia

50 orang 91 orang
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Jumlah kelayan
KTK-PM dan OT
ke daerah asal

92 orang 92 orang

Pelaksanaan
KIE Konseling
dan
kampanye
sosial bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Jumlah anak
yang hadir
dalam Hari Anak
Nasional

1 Kegiatan

200 orang

1 Kegiatan

200 orang

Jumlah peserta
yang hadir
dalam Hari
Pehlawan

1 Kegiatan

600 orang

1 Kegiatan

600 orang

Koordinasi
perumusan
kebijakan dan
sinkronisasi
pelaksanaan
upaya-upaya
penanggulang
an kemiskian
dan
penurunan
kesenjangan

Peserta
sosialisasi SPM
bidang sosial

30 orang 30 orang

Penanganan
masalah-
masalah
strategis yang
menyangkut
tanggap
cepat darurat
dan kejadian
luar biasa

Peserta sistim
pendistribusian
pada masa
tanggap darurat

30 orang 30 orang

Jumlah peserta
kaji cepat dan
pelatihan
operasi logistik
bencana

30 orang 30 orang

Dropping air
bersih se Pulau
Lombok

5 Kab/kota

8.100.000

liter air

4 Kab/kota

8.100.000

liter air

Tandon air
bersih yang
diadakan

32 buah 32 buah
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

3. Pembinaan
Anak
Terlantar

Meningkatnya
pelayanan bagi
penyandang
cacat dan
trauma

Pendayaguna
an para
penyandang
cacat dan eks
trauma

Jumlah klien
RPTC yang
meninggal dan
ditangani

7 orang 7 orang

Sewa
gedung/kantor
RPTC

1 tahun 1 tahun

4. Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial

Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas
kelembagaan
kesejahteraan
sosial

Peningkatan
Peran Aktif
Masyarakat
Dan Dunia
Usaha

NTB Expo 1 event 1 event

KSN Expo 1 event 1 event

Peningkatan
jejaring
kerjasama
pelaku-pelaku
usaha
kesejahteraan
sosial
masyarakat

Peserta
sosialisasi
Peraturan
Menteri Sosial
Nomor 184
Tahun 2011
tentang
lembaga
kesejahteraan
sosial

40 orang 40 orang

Pemberdayaa
an Karang
Taruna

Peserta
Muhibah Karang
Taruna se-NTB
di Lombok
Timur

100 orang 100 orang

UPT DINAS SOSIAL

5. Pembinaan
anak
terlantar
dalam panti

Meningkatnya
pelayanan dan
perlindungan
bagi anak
terlantar

Pelayanan
dan
perlindungan
bagi anak
terlantar

Anak yang
dilayani dan
dilindungi di
PSAA Harapan
Mataram

80 orang 75 orang

Anak yang
dilayani dan
dilindungi di
RPPSA Putra
Utama Selat
Narmada

540 orang 540 orang
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Anak yang
dilayani dan
dilindungi di
PSBR Karya
Putra Mataram

75 orang 70 orang

6. Pembinaan
Panti
Asuhan/
Panti Jompo

Meningkatnya
pembinaan
dan rehabilitasi
bagi lanjut usia

Pendidikan
dan pelatihan
bagi penghuni
panti asuhan/
jompo

Lansia yang
dilayani di
PSTW Puspa
Karma Mataram

75 orang 75 orang

Lansia yang
dilayani di
PSTW Meci Angi
Bima

50 orang 50 orang

7 Pembinaan
eks
penyandang
penyakit
sosial (eks
napi, PSK,
Eks Psikotik,
dan Penyakit
Sosial
lainnya).

Meningkatnya
pembinaan
dan rehabilitasi
bagi
gelandangan/
pengemis,
WTS dan eks
Psikotik

Pemberdayaan
eks
penyandang
penyakit sosial
(WTS)

Wanita tuna
susila yang
mendapat
rehabilitasi di
PSKW Budi Rini
Mataram

40 orang 40 orang

Eks psikotik
yang mendapat
rehabilitasi di
PSBl Suka
Waras Selebung
Loteng

100 orang 100 orang

Gelandangan
pengemis  yang
mendapat
pembinaan di
PSBK Aikmel
Lotim

100 orang 150 orang

Sumber: Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, 2014

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai
dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/
keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang
mendukung, seperti terjadinya bencana.
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Pemerintah terus berupaya dalam penanganan masalah-masalah  sosial
antara lain  keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil,  keluarga berumah
tidak layak huni, anak terlantar, dan anak jalanan.  Berikut gambaran Kondisi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2013-2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.196
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tahun 2013-2014

NO. INDIKATOR SATUAN 2013 2014

1. Anak Terlantar Jiwa 120.596 120.596

2. Anak Jalanan Jiwa 3.806 3.806

3. Penyandang cacat Jiwa 16.976 16.976

4. Tuna Susila Jiwa 438 438

5. Pengemis jiwa 342 342

6 Gelandangan Jiwa 432 432

7 Korban Napza Jiwa 766 766

8 Keluarga Fakir Miskin KK 356.568 356.568

9 Keluarga Berumah Tidak Layak
Huni

KK 172.825 172.825

10 Komunitas Adat Terpencil (KAT) KK 3.442 3.442

11 * Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Jiwa 306 306

Sumber: Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, 2014
*Data dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil diterima dari KPA NTB

Indikator RPJMD yang berkaitan dengan urusan sosial adalah Cakupan
penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pada tahun 2014
telah mencapai 2.20 persen dibanding tahun 2013 sebesar 1,58 persen.

Tabel 4.197
Perkembangan Data Capaian Kinerja berdasarkan RPJMD 2013-2018

INDIKATOR SATUAN 2013 2014

TARGET REALISASI

Cakupan penanganan
Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial
(PMKS)

% 1,58% 1,58% 2,20 %

Sumber: Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, 2014

Dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara
keseluruhan sebanyak 725.970 orang. Jumlah PMKS yang ditangani pada 2014
sebanyak 16.015 orang (2.20%) yang bersumber dari dana APBD sebanyak 1.788
orang dan APBN sebanyak 13.327 orang, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.198
Data PMKS Yang Sudah Tertangani Tahun 2014

NO. NAMA PMKS JUMLAH PMKS

YANG
SUDAH

DIBERIKAN
PELAYANAN

% SISA %

1 Anak Balita Terlantar 2.563 Jiwa 190 7,41 2.373 Jiwa 92,59
2 Anak Terlantar 120.596 Jiwa 6.708 5,56 113.888 Jiwa 94,44
3 Anak Nakal/Anak

Berhadapan dgn
Hukum (ABH)

1.405 Jiwa 237 16,86 1.168 Jiwa 83,14

4 Anak Jalanan 3.806 Jiwa 370 9,72 3.436 Jiwa 90,28
5 Anak dengan

Kedisabilitasan (ADK)
5.274 Jiwa - - 5.274 Jiwa 100

6 Anak yang menjadi
Korban Tindak
Kekerasan

826 Jiwa - - 826 Jiwa 100

7 Anak yang
memerlukan
perlindungan khusus
(AMPK)

146 Jiwa 60 41.0 86 Jiwa 58.90

8 Lanjut Usia Terlantar 56.299 Jiwa 1.392 2.47 54.907 Jiwa 97,53
9 Penyandang Disabilitas 16.976 Jiwa 600 3,53 16.376 Jiwa 96,47
10 Tuna Susiila 438 Jiwa 40 9,13 398 Jiwa 90,87
11 Gelandangan 432 Jiwa 75 17,36 357 Jiwa 82,64
12 Pengemis 342 Jiwa 75 21,92 267 Jiwa 78,08
13 Pemulung 310 Jiwa - - 310 Jiwa 100
14 Kelompok Minoritas 55 Jiwa - - 55 Jiwa -
15 Bekas Warga Binaan

Lembaga
Pemasyarakatan
(BWBLP)

6.744 Jiwa 20 0,29 6.724 Jiwa 99,71

16 Orang dengan HIV /
AIDS (ODHA)

306 Jiwa 23 7.51 283 Jiwa 92,49

17 Korban Penyalah
Gunaan Napza

766 Jiwa - - 766 Jiwa 100

18 Korban Traficking 30 Jiwa - - 30 Jiwa 100

19 Korban Tindak
Kekerasan

5.422 Jiwa 159 2,93 5.263 Jiwa 97,07

20 Pekerja Migran
Bermasalah Sosial
(PMBS)

8.094 Jiwa 40 0,49 8.054 Jiwa 99,51

21 Korban Bencana Alam 21.975 KK 3.253 14,80 18.722 KK 85,20

22 Korban Bencana Sosial
atau Pengungsi

6,947 KK 345 4,96 6.602 KK 95,04

23 Wanita Rawan Sosial
Ekonomi

105.293 Jiwa 150 0,14 105.143 Jiwa 99,45

24 Keluarga Fakir Miskin 356.568 KK 1.700 0,47 354.869 KK 99,53

25 Keluarga Bermasalah
Sosial Psikologis

804 KK 11 1,37 793 KK 98,63

26
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

3.442 KK 567 16,47 2.875 KK 83,53

Jumlah 725.970 16.015 2,20 709.845 97,80

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil, 2014
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Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi NTB
dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan dalam panti, dan
Pendekatan di luar panti. Pelayanan dalam panti milik Pemerintah Daerah (UPT)
Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB sebanyak 8 Panti
Sosial antara lain:

a. Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan Mataram,yang menangani 75 anak
per tahun melalui kegiatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi anak
Yatim, Piatu, yatim Piatu yang masih sekolah ditingkat SLP, SLA

b. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang menangani anak remaja putus sekolah
sebanyak 70 orang per tahun melalui kegiatan pembinaan keterampilan
berbagai jurusan seperti perbengkelan, tata boga, menjahit, komputer, salon

c. Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (RPPSA) Putra Utama Selat
Narmada menangani anak yang mengalami permasalahan belajar sebanyak
540 orang per tahun melalui kegiatan pelayanan, perlindungan dan petirahan

d. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Mataram yang menangani wanaita
tuna susila sebanyak 40 orang per tahun melalui kegiatan pembinaan,
pelayanan, dan bimbingan.

e. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Puspa Karma Mataram, dilakukan
perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan jumlah
penerima manfaat sebanyak 72 orang per tahun.

f. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)  Meci Angi Bima yang menangani 50
orang per tahun lanjut usia melalui kegiatan perlindungan, pelayanan dan
bimbingan

g. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Suka Waras Selebung, dilakukan pelayanan,
rehabilitasi bagi korban psikotik dengan jumlah penerima manfaat sebanyak
100 orang per tahun.

h. Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Aikmel dilakukan pelayanan, pembinaan
keterampilan bagi gelandangan dan pengemis sebanyak 150 orang per tahun.

Sampai dengan tahun 2014 tercatat jumlah Panti sosial milik masyarakat
yang bernaung di bawah Yayasan/Organisasi Sosial sebanyak 305 organisasi
sosial yang aktif terdiri dari panti sosial (Lansia) termasuk asuhan keluarga
sebanyak  18 panti dengan 400 klien, panti sosial (anak) 254 Panti dengan 5.016
klien dan  panti sosial (orang dengan kecacatan) 33 Panti dengan 600 klien.
Sasaran penanganan dalam Panti Sosial milik masyarakat antara lain Yatim, Piatu,
Lansia, Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Orang Dengan Kecacatan. Selain itu
juga pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
dilakukan oleh Lembaga/Yayasan Asuhan Keluarga yang timbul dan berkembang
ditengah-tengah masyarakat yang kegiatannya memberikan santunan kepada
yatim piatu, lanjut usia dan anak terlantar yang tinggal di rumah-rumah
penduduk.

Terkait dengan trafficking, penanganan pertama yang dilakukan oleh Dinas
Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB melalui Rumah Perlindungan
Trauma Center (RPTC), sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.199
Data Penanganan Korban Traffiking Melalui Rumah Perlindungan Trauma Center

(RPTC) Tahun 2013-2014

NO. TAHUN SASARAN

KASUS (ORANG)

JUMLAH
ASAL

DAERAH
RUJUKANKDRT TRAFFI

CKING
KTK PERKO-

SAAN

1. 2013 Anak 4 1 11 1 17 NTB,
Jakarta
Bekasi,
Jabar,
Jateng,
Jatim,
Sulawesi,
Riau,
Kalimantan.

Polda, LSM,
Instansi
Terkait,
Keluarga,
dan Mas

Perempuan
Dewasa

1 7 7 2 17 Sda Sda

Lanjut Usia - - 1 - 1 Sda Sda

Laki-laki
Dewasa

- 1 - - 1 Sda Sda

JUMLAH 5 9 19 3 36 JUMLAH 5

2. 2014 Anak 8 7 14 2 31 Mataram,
Loteng,
Lotim,
Dompu,
Bima,
Jakarta,
Jawa Barat,
Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
NTT, Kaltim,
Makasar dan
Lampung

RPTC Pusat,
Kepolisian,
Dinsos
Kab/Kota,
PSKW Budi
Rini, LSM,
Masyarakat
dll.

Perempuan
Dewasa

4 37 9 11 61

Lanjut Usia - - - - -

Laki-laki
Dewasa

- - - - -

JUMLAH 12 44 23 13 92
Sumber: Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, 2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial tersebut
masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.200
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Sosial

PERMASALAHAN SOLUSI

Kurang tersedianya data yang akurat di
Kabupaten/Kota utamanya data by name dan
address sehingga Sistem informasi Kesejahteraan
Sosial dalam hal pendataan penanganan masalah
kesejahteraan sosial kurang akurat.

Mengusulkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
agar dapat mengalokasikan anggaran untuk
pendataan, sehingga data by name by address
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dapat tersedia dengan valid.

Sumber: Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, 2014
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23. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata dan 2 UPTD.

23.1. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

Urusan Kebudayaan yang diselenggarakan pada Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata melalui 3 program pokok dan 16 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.201
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Nilai Budaya

Meningkatkan
Kuantitas
Masyarakat
Pecinta
Budaya

Pelestarian dan
Aktualisasi
Adat Budaya
Daerah

- CD musik daerah
NTB yang
diadakan

- Festival yg
dilaksanakan

- Pentas seni yg
diadakan dlm
daerah

- Pentas seni yg
diadakan luar
daerah

- Pentas seni yg
diadakan di BIL

1000 keping

13 Even

48 kali

1 kali

28 kali

1000 keping

13 Even

48 kali

1 kali

28 kali

- Peserta Pacuan
- Kuda Sumbawa

2 kali 2 kali

- Peserta Pacuan
- Kuda Bima

1 kali 1kali

- Peserta Pawai Seni
dan Budaya Kreatif
2014

10 Kab/Kota 10 Kab/Kota

- Peserta Dialog
Budaya

10 Majelis
Adat

10 Majelis
Adat

Festival Keraton
Nusantara :
- Peserta kirab

Prajurit/Pawai
Budaya

10 Provinsi 10 Provinsi

- Peserta Pameran
Benda Bersejarah/
Benda Keraton

10 Provinsi 10 Provinsi

- Peserta Dialog
Budaya antar
Keraton

10 Provinsi 10 Provinsi

- Peserta Pentas Seni
Budaya

3 Etnis
(Sasambo)

3 Etnis
(Sasambo)

- Buku Adat Sumbawa
yang dicetak

1000 buku 1000 buku

Pemilihan dan
pengiriman
Duta wisata
NTB

- Peserta pemilihan
Putri wisata dan
Putri Mutiara

20 Orang 20 Orang

- Pakaian Adat/
Tradisional yang
disewa

24 kali 24 kali
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Fasilitasi
partisipasi
masyarakat
Dalam
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Film Dokumenter
yang dibuat

2 film
(Geopark

Rinjani dan
Tambora)

2 film
(Geopark

Rinjani dan
Tambora)

Even budaya yg
dilaksanakan

5 Even 8 Even

Peserta rapat
persiapan
pendataan pranata
adat (Prov.&Kabkot)

600 orang 600 orang

Data base benda
cagar budaya Geo
park Rinjani yg
disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Data base benda
cagar budaya
gunung Tambora yg
disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Alat kesenian yg
diadakan

20 Set/ 20
sanggar

20 Set/ 20
sanggar

Sosialisasi
pengelolaan
kekayaan
budaya lokal
daerah

Peserta sosialisasi
benda cagar budaya
(BCB)

300 orang /
6 lokasi

300 orang / 6
lokasi

Lawatan sejarah
NTB yang disusun

50 orang 50 orang

2. Pengelolaan
Keragaman
Budaya

Meningkatkan
Efektivitas
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Fasilitasi
penyelenggara
an festival
budaya daerah

- Pentas kesenian
Peresean yg
dilaksanakan

12  kali 12  kali

- Peserta Festival
Qasidah Tk.
Provinsi 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota

- Peserta Festival
Qasidah Tk.
Nasional

1 Tim /
15 orang

1 Tim /
15 orang

- Bulan Citra
Budaya ( BCB) yg
di selenggarakan

1 kali 1 kali

- Peserta Audisi Gita
Bahana Tk.
Provinsi

10 Kab/Kota 10 Kab/Kota

- Peserta Audisi Gita
Bahana Tk.
Nasional

1 Tim /
5 orang

1 Tim /
5 orang

- Festival Maulid Tk.
Nasional yg
diselenggarakan

1 kali 1 kali
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Pesta Rakyat
Ponan yg di
selenggarakan

1 kali 1 kali

- Alat Musik Moder
Sanggar seni yang
di adakan

4 Kelompok 4  Kelompok

- Alat Kesenian &
Pakaian Adat yg
diadakan

4 Kelompok 4  Kelompok

- Alat Kesenian
Tradisional  yang
diadakan

4 Kelompok 4  Kelompok

- Pakaian Pengantin
3 Etnis yang di
adakan

3 Jenis 3 Jenis

Pembinaan
teknis sanggar
seni

Sanggar seni yang
dibina

10 sanggar 10 sanggar

3. Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Meningkatkan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Pengembanga
n statistik
kebudayaan
dan pariwisata

Buku statistik
kebudayaan dan
pariwisata 2013
yang dicetak

300 buku 300 buku

Peserta rapat
persiapan
penyusunan buku

100 orang 100 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

Indikator Kinerja pada urusan Kebudayaan dilihat dari jumlah
Pranata Adat yang terbentuk. Pranata adat merupakan norma/aturan
mengenai suatu aktivitas masyarakat yang tertulis maupun tidak
tertulis, bersifat mengikat, relatif lama serta memiiliki ciri-ciri tertentu
yaitu simbol, nilai aturan main, tujuan, kelengkapan dan umur, lembaga
pranata adat dibutuhkan masyarakat sebagai wadah untuk menampung
aspirasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bentuk
pranata adat yang dikembangkan/berkembang di Provinsi NTB antara
lain Majelis Adat Sasak, Lembaga Adat Samawa dan Lembaga Adat
Mbojo. Capaian indikator lembaga Pranata Adat tahun 2014 sebanyak
54 lembaga pranata adat dari yang ditargetkan sebanyak 50 lembaga
pranata adat, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.202
Pranata Adat Yang Terbentuk dari Tahun 2013 -2014

INDIKATOR SATUAN 2013

2014

TARGET REALISASI

Pranata Adat Yang
Terbentuk

Lembaga 10 50 54

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.273 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel 4.203
Lembaga Pranata Adat di Provinsi NTB

Tahun 2013- 2014

NO. KABUPATEN / KOTA SATUAN 2013 2014

1. Mataram

Lembaga

1 7
2. Lombok Tengah 1 9
3. Lombok Timur 1 9
4. Lombok Barat 1 9
5. Lombok Utara 1 10
6. Sumbawa 1 4
7. Sumbawa Barat 1 1
8. Dompu 1 1
9. Bima 1 3
10. Kota Bima 1 1

Jumlah 10 54
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

23.1.1. UPTD Taman Budaya

Urusan Kebudayaan yang diselenggarakan dilaksanakan oleh
UPTD Taman Budaya melalui 1 program pokok dan 6 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.204
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Pada Taman Budaya

Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Nilai Budaya

Meningkatkan
Kuantitas
Masyarakat
Pecinta Budaya

Pergelaran
Tetap

- Pentas
Pergelaran

4 kali 12 kalin

- Fetsival Musik
Country

1 kali 1 kali

- Peserta Festival
Musik Country
dan Pentas
Pergelaran

500 Orang 500 Orang

- Pemenang
Festival Seni
Pertunjukan

3
Pemenang

3 Pemenang

Pameran
Tetap

Sarana Pameran
Tetap yang
dicetak :
- Katalog

500
Katalog

500 Katalog

- Spanduk 4 Buah 4 Buah
- Undangan 200

Undangan
200

Undangan
- Baliho 2 Buah 2 Buah

Olah Seni Sarana Pameran
Tetap yang
dicetak :
- Buku Panduan

Olah Seni
200 Buku 200 Buku

- Spanduk 2 Buah 2 Buah
- Undangan 200

Undangan
200

Undangan
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Baliho 1 Buah 1 Buah
- Peserta Olah

Seni
100 Orang 100 Orang

Eksperimentasi
Seni Tradisi

Sarana
Eksperimentasi
Seni Tradisi Tetap
yang dicetak :
- CD

Eksperimentasi
Seni Tradisi

400 CD 400 CD

- Spanduk 2 Buah 2 Buah
- Undangan 100

undangan
100

undangan
- Baliho 1 Buah 1 Buah
- Artis Seni Tradisi 25 Orang 25 Orang

Pencetakan
Media
Publikasi

- Kalender
Kegiatan Taman
Budaya yang
dicetak

600 Buku 600 Buku

Temu Budaya
se- Indonesia

- Peserta Temu
Budaya

15 orang 15 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

Pada tahun 2014 UPT Taman Budaya Provinsi NTB
menyelenggarakan beberapa event bagi wisatawan mancanegara
maupun domestic. Nilai-nilai seni budaya diperkenalkan kepada
masyarakat melalui pergelaran dan pameran tetap, Eksperimentasi Seni
Tradisi, menyelenggarakan kegiatan temu budaya se-Indonesia, yang
diselenggarakan di Taman Budaya NTB. Selain itu mendapat
penghargaan tampil ditingkat internasional pada kegiatan ICONDE
(International Conference on Dance Education) Malaysia. Kalender
kegiatan taman budaya tahun 2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.205
Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2014

NO. KEGIATAN TEMPAT WAKTU

1 Pagelar  Seni Pelajar se-
Kota Mataram

Taman Budaya-Mataram 21-22 Februari 2014

2 Festival Musik Tradisi
Anaka-anak

Taman Budaya-Mataram 24-26 Maret  2014

3 Wayang Kulit Sasak Taman Budaya-Mataram 29 Maret 2014
4 Tari dan Musik Tradisi Taman Budaya-Mataram 19 April 2014
5 Eksperimen Seni Tradisi

(Tari dan Musik)
Taman Budaya-Mataram 3-4 Mei 2014

6 Pameran Lukisan
“ RETROSPEKSI ”

Taman Budaya-Mataram 1-7  Juli 2014

7 Lombok Sumbawa Art
Performance 2014

Taman Budaya-Mataram 21 juni 2014

8 Workshop Kriya Taman Budaya-Mataram 24-26 Juni 2014
9 Gelar Seni “Lintas generasi” Taman Budaya-Mataram 6-8 Agustus  2014
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NO. KEGIATAN TEMPAT WAKTU

10 Pameran Seni Rupa  “Rupa
Mantra Rupa”

Taman Budaya-Mataram 23-26 Agustus  2014

11 Pergelaran Wayang Kulit Taman Budaya, Mataram 20  November 2014

12 Festival Musik Country Taman Budaya, Mataram 21-22 Nopember 2014

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

23.1.2. UPTD Museum Negeri Provinsi NTB

Urusan Kebudayaan yang diselenggarakan UPTD Museum Negeri
Provinsi NTB melalui 2 program pokok dan 9 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.206
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Pada Museum Negeri

Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Nilai Budaya

Meningkatkan
Kuantitas
Masyarakat
Pecinta Budaya

Pelestarian dan
Aktualisasi Adat
Budaya Daerah

- Pentas kesenian yang
di Publikasikan

5 kali 6 kali

- Publikasi Media Cetak 50 kali 65 kali
- Publikasi Media

Electronik
20 kali 24 kali

- Festival film Pendek 1 kali 1 kali

- Malam Museum
bersyukur

1 kali 1 kali

- Lomba Museum
Bercerita yang di
selenggarakan di
Museum

1 kali 1 kali

- X-Classico Tribute To
Museum

1 Pkt 1 Pkt

- Festival Ramadhan
Museum Ampenan
Tempo Doeloe

1 kali 1 kali

- Pameran foto yang
diselenggarakan

1 kali 1 kali

- Museum dan
Tradisional Game
yang dilombakan

1 kali 1 kali

- Festival Pepaosan dan
Tradisi Tulis

1 kali 2 keli

- Parade dan Kaligrafi
Ramadhan

1 kali 2 keli

- Mewarnai Koleksi
Museum yg
dilombakan

1 kali 1 keli

- Busana Adat
Tradisional NTB yg
dilombakan

1 kali 2 keli

- Festival Kuliner yg
diselenggarakan

1 kali 2 keli
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Pemilihan Duta
Museum yg
diselenggarakan

1 kali 1 keli

- Gebyar Pemuda Cinta
Museum yg
diselenggarakan

1 kali 2 keli

- Festival Ramadhan yg
dilaksanakan

1 kali 2 keli

- Malam Citra Cinta
museum yg di
selenggarakan

1 kali 1 keli

- Gebyar Museum dan
Kemendekaan

3 kali 3 kali

- Gebyar Sen Tradisi
Kemerdekaan

1 kali 1 kali

- Penulisan Surat Untuk
Pahlawan yg
dilombakan

1 kali 1 kali

- Museum Florikultura
Festival

1 kali 2 kali

2 Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Meningkatkan
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Perawatan/
Pemeliharaan
prefentif Benda
Cagar Budaya
(BCB) bergerak

Bahan Kimia/Obat-
obatan yg diadakan
Kapur barus, baigon,
Masker, kaos tangan,
sarbet, sapu bulu
ayam,

48 kali 48 kali

Konservasi
Kuratif Benda
Cagar Budaya
(BCB) bergerak

- Bahan Kimia/Obat-
obatan yg diadakan
(Phostoksin,
aseto,alcohol,
polyvinil,asetat,
toluene, baygon,
waragan/As2O3,
minyak singer,
kamper/kapur barus

1 kali
500 koleksi

1 kali (500
koleksi)

- Bahan dan Alat Kerja
yg diadakan: - mesin
potong rumput
gendong

1 buah 1 buah

- mesin potong rumput
dorong

2 buah 2 buah

- sound system
- cctv 1 paket,

2 unit 2 unit

- Home teater
- pc
- printer

1 unit
2 unit

4 buah

1 unit
2 unit

4 buah
- ac standing foor
- ac split

3 unit
5 unit

3 unit
5 unit

- kursi meja tamu
- kendaraan roda 4
- lcd+layar
- trap black wood
- tabung pemadam

1 set
1 unit
6 buah
6 buah
8 buah

1 set
1 unit
6 buah
6 buah
8 buah

Pameran keliling
Museum

- Bahan Promosi dan
Undangan Pameran
yg di cetak (Baliho,
spanduk, Undangan,
Brosur, label
pameran)

4 Keg
8 baliho
4 Spanduk
Undangan
1000, brosur
1000 lembar

4 Keg
8 baliho
4 Spanduk
Undangan
1000, brosur
1000 lembar
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Sarana Mobilitas
Darat yg disewa

4 kali 4 kali

Pameran
Temporer
Museum

- Bahan Pameran yg
diadakan (Fitrin,
baliho, benner,
brosur, spanduk, label
pameran)

4 kali keg:
8 fitrin, 4
baliho, 4
spanduk,
1000
brosur

4 kali keg:
8 fitrin, 4
baliho, 4
spanduk,
1000
brosur

Bahan Pameran
Temporer yang di
cetak :
- Label Pameran
- Backdrop/vinil / judul

Pameran
- Katalog Pameran
- Spanduk
- Baliho

50 lembar
5 buah

1000
lembar
4 Buah
5 Buah

50 lembar
5 buah

1000
lembar
4 Buah
5 Buah

Penyuluhan
koleksi museum

Bahan sosialisasi yg
dicetak:
- Makalah
-

2 kali:
400
exampla

2 kali
400
exmplar

Renovasi Tata
Pameran Tetap

Kelengkapan Ruang
Pameran yg diadakan
- Rely
- dak,
- karpet,
- label pameran,

- 1 set
- 15 buah
- 1 lembar
- 10 lembar

- 1 set
- 15 buah
- 1 lembar
10 lembar

Label dan Backdrop yg
dicetak

1000
lembar
Beckdrop
30 buah

- Label 1000
L

- Beckdrop
30 buah

Seminar dalam
rangka
Revitalisasi
Reaktualisasi
budaya lokal

Seminar kain
Tradisional yg di
selenggarakan

- 1 x
mataram

- 1 x
jakarta

- 1 x
mataram

- 1 x
Jakarta

Membangun
kemitraan
pengelolaan
Kebudayaan
antar  Daerah

Pameran bersama Alat
Musik Nusantara 1 x

gorontalo
1 x

gorontalo

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

Implementasi berbagai kegiatan diatas selama tahun 2014 pada
Museum Negeri NTB dihajatkan untuk mendorong minat masyarakat
dan wisatawan agar mengenal kesenian dan kebudayaan NTB serta
meningkatkan kunjungan. Minat masyarakat untuk mempelajari
kebudayaan dan sejarah lokal ditunjukkan dengan naiknya angka
pengunjung museum negeri Provinsi NTB. Jumlah pengunjung
Museum Negeri NTB tahun 2014 mencapai 77.788 orang, dengan
rincian sebagaimana tabel berikut.
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Tabel  4.207
Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

NO. JENIS PENGUNJUNG TAHUN
2013 2014

1 TK 4.508 5866
2 SD 19.690 22.446
3 SLTP 4.506 9.285
4 SLTA 2.193 6.397
5 MAHASISWA 810 2.222
6 PENELITI 0 3
7 WTA (Wisatawan Asing) 2.771 3.425
8 RTD (Rombongan Tamu Daerah) 0 1.825
9 RTN (Rombongan Tamu Negara) 0 250
10 Pengunjung Umum 12.039 26.069

JUMLAH 46.517 77.788
Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

Kegiatan yang dilaksanakan Museum Negeri Provinsi NTB tahun
2014 yaitu Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah,
Perawatan/Pemeliharaan Preventif Benda Cagar Budaya (BCB)
bergerak, Pameran keliling Museum, dan Pameran Temporer
Museum. Kalender kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.208
Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2014

NO. KEGIATAN TEMPAT WAKTU

1 Pemilihan Duta Museum Museum, Mataram Januari 2014
2 Museum Besyukur Museum, Mataram 23 Januari  2014
3 Family Gathering Museum - Mataram 21  April 2014
4 Ampenan Tempoe Doloe Pantai Ampenan Mei 2014
5 Festival Museum untuk anak

bangsa
Museum, Mataram Juni  2014

6 Museum dan Gebyar
Kemerdekaan

Museum, Mataram Agustus  2014

7 Seminar Kain Tradisional
(Eksotika Wastra NTB)

Museum Tekstil Jakarta September  2014

8 Festival Museum dan Cinta
Pahlawan

Museum, Mataram 10 Nopember  2014

9 Festival Museum dan Cinta
Pahlawan

Museum, Mataram Nopember   2014

10 Museum dan HUT NTB Mataram, Museum 21 Desember  2014

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

Untuk meningkatkan kunjungan masyarakat, Museum Negeri
Provinsi NTB menjalin kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi
NTB dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB
dalam bentuk kegiatan Family Gathering, pameran Museum, Gebyar
Kemerdekaan, Seminar Kain Tradisional (Eksotika Wastra NTB),
pemilihan duta museum dan Pameran Bursa bunga dan produk olahan
hasil pertanian.
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Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan
Kebudayaan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.209
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

PERMASALAHAN SOLUSI

Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai budaya dan
kearifan lokal belum terlaksana secara optimal.

Mengembangkan event-event budaya lokal di
tingkat nasional dan internasional

Apresiasi serta pemahaman masyarakat terhadap
hasil karya seni dan budaya yang menjadi ciri khas
daerah masih rendah.

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat
tentang nilai-nilai yang terkandung dalam
sebuah karya seni dan budaya

Inventarisasi dan identifikasi benda cagar budaya
belum dilakukan secara optimal.

Menyusun, menghimpun dan mengaktifkan
pendaftaran Benda Cagar Budaya secara online

Pranata adat yang terbentuk dimasyarakat belum
teridentifikasi secara baik.

Kerjasama dengan tokoh agama, tokoh
masyarakat,  tokoh adat dan majelis
kebudayaan dalam membentuk dan mendata
pranata adat.

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

24. Statistik

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Derah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur pada Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menegaskan bahwa Urusan Statistik secara de
jure telah menjadi kewenangan daerah, namun secara defakto urusan Statistik
tersebut masih ditangani oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan
perlengstuk/perpanjangan tangan Pemerintah di Daerah sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah didaerah Badan Pusat Statistik juga
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/SKPD /lembaga/perusahaan
lingkup Provinsi NTB. Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan, antara lain:

1. Kerjasama dan kordinasi Badan Pusat Statistik dengan Bappeda Provinsi NTB
tahun 2014 antara lain: penyusunan buku NTB Dalam Angka tahun 2014 dan
buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013. Nusa Tenggara
Barat Dalam Angka 2014 dihimpun dari berbagai data sekunder yang berasal
dari instansi pemerintah maupun swasta, serta data primer yang merupakan
hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS Provinsi NTB. Ulasan ringkas dan
penyajian beberapa grafik disajikan pula dengan harapan dapat diperoleh
informasi secara mudah dan cepat. Publikasi ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran mengenai Provinsi NTB secara komprehensif dari
kondisi geografis, iklim, administratif, kondisi sosial ekonomi yang menyangkut
kependudukan dan perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Barat secara
umum;
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2. Kerjasama dan kordinasi Badan Pusat Statistik dengan Bappeda Provinsi NTB
tahun 2014 antara lain: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013. Publikasi
“Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013”
merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
Publikasi ini memberikan informasi tentang perkembangan kesejahteraan
penduduk di provinsi NTB yang direpresentasikan oleh sejumlah aspek
pembangunan, yang meliputi Kependudukan dan Keluarga Berencana,
Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Pola
Konsumsi, serta Perumahan. Keenam aspek pembangunan ini diyakini mampu
memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan penduduk di Provinsi
NTB. Publikasi ini berisi tentang analisa deskriptif yang menarasikan angka-
angka statistik berbagai indikator dari aspek pembangunan yang
merepresentasikan kesejahteraan penduduk. Selain tabel-tabel yang berisi
indikator statistik, pada publikasi ini juga ditampilkan grafik batang (bar chart),
grafik lingkaran (pie chart), grafik garis (line chart), serta gambar peta untuk
keseluruhan penyajian. Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi
yang utuh dan lengkap kepada pengguna untuk digunakan berbagai
kepentingan;

3. Koordinasi Badan Pusat Statistik dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura Provinsi NTB tahun 2014 antara lain: penyusunan Luas Lahan
Menurut Penggunaannya Di Provinsi NTB Tahun 2013, Statistik Produksi
Tanaman Padi Dan Palawija Provinsi NTB Tahun 2013, Statistik Produksi
Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2013, Indikator Pertanian
Provinsi NTB Tahun 2013, Statistik Alat Dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi NTB Tahun 2013, Statistik Harga Produsen, Konsumen Pedesaan, Dan
Nilai Tukar Petani Provinsi NTB 2013. Publikasi ini memberikan gambaran
mengenai perkembangan sektor pertanian di NTB dan dapat dipergunakan
sesuai dengan kebutuhan oleh para pemakai data;

4. Koordinasi Badan Pusat Statistik dengan Dinas Perhubungan dan Kominfo
Provinsi NTB tahun 2014 seperti penyusunan Statistik Perhubungan Provinsi
Nusa Tenggara Barat 2013. Data Statistik yang disajikan dalam publikasi ini
merupakan rangkuman dari berbagai data prasarana dan sarana kegiatan
Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Angkutan Udara yang dikumpulkan selama
tahun 2013 dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan para pemakai data
Statistik Perhubungan serta para pengambil dan penyusun kebijakan
pembangunan di sektor perhubungan;

5. Koordinasi Badan Pusat Statistik dengan PDAM tahun 2014 yaitu: penyusunan
Statistik Air Minum Provinsi NTB 2013, publikasi ini merupakan hasil Survei
Tahunan Perusahaan Air Minum yang meliputi banyaknya perusahaan, tenaga
kerja, upah/gaji, pembentukan barang modal, pemakaian bahan bakar,
pendapatan, pengeluaran dan nilai tambah di NTB.

Kerjasama dan Koordinasi Badan Pusat Statistik dengan SKPD/lembaga
Lingkup Provinsi NTB ini adalah termanfaatkannya data-data statistk daerah untuk
penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Permasalahan yang masih
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terus dihadapi terkait dengan data adalah belum terintegrasinya data statistik
antar sektor, karena data yang dimiliki BPS adalah data statistik dasar, sedangkan
data sektoral masih terpisah-pisah di SKPD. Tahun 2014 sudah terbentuk Pusat
Data Daerah (NTB SATU DATA) yang diberi nama “BALE–ITE” (Balai Layanan
Elektronik Informasi Teknologi Edukasi) yang didalamnya sebagai tempat
pengintegrasian data-data sektor yang ada pada SKPD yang telah diresmikan
pada tanggal 10 September 2014. Tentunya dengan adanya pusat data (Bale ITE)
dapat memberikan solusi dan manfaat dari masalah yang ada terkait dengan
perbedaan data di setiap instansi yang ada di lingkup provinsi NTB, sehingga
data-data yang ada di semua instansi dapat terintegrasi dengan instansi lain, dan
merupakan hal yang seharusnya sama-sama didukung dan disepakati setiap
langkah postif terkait dengan pemusataan data yang ada di Bale ITE. Dari
perumusan langkah-langkah dan pola yang telah menjadi kesepakatan setiap
instansi yang nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan pendekatan dan
pengumpulan data sehingga tujuan untuk pemusatan data ini dapat terorgenize
sesuai dengan harapan pemerintah daerah khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Dalam pemanfaatan bale ITE juga menerapkan sistem informasi yang
mendukung percepatan pengisian data dengan aplikasi yang sudah terintegarsi.

25. Kearsipan

Urusan Kearsipan yang diselenggarakan pada Badan Perpustakaan dan Arsip
melalui 4 program pokok dan 10 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.210
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Perbaikan
Sistem
Administrasi
Kearsipan

Terbangunny
a sistim
administrasi
kearsipan

Kajian Sistem
Administrasi
Kearsipan

Dokumen
kajian sistim
kearsipan

4 dok/400 eks 4 dok/400 eks

2. Penyelamatan
Dan
Pelestarian
Dokumen/
Arsip Daerah

Satker
melaksanakan
pendataan
dan penataan
arsip daerah
dengan baik

Pendataan
Dan Penataan
Dokumen/
Arsip Daerah

SKPD yang
ditata
arsipnya

Peserta
pendataan
arsip

5 SKPD

60 orang

9 SKPD

60 orang
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Satker
melaksanakan
akuisisi arsip
dengan baik

Pelaksanaan
Akuisisi Arsip

SKPD yang
diakuisisi
arsipnya

5 SKPD 4 SKPD

Tersimpannya
hasil akuisisi
arsip di Depo
BPA

Pengolahan
Arsip Inaktif
Dan Statis
Hasil Akuisisi

Berkas hasil
akuisis yang
disimpan

153 BOX,
21.600
berkas

153 BOX

21.767 berkas

SKPD
menyusun
Dokumen
Daftar
Pertelaan
Arsip (DPA)
dengan baik

Penilaian
Arsip Inaktif
Dan Statis
Hasil Akuisisi

SKPD yang
menyusun
Dokumen
Pertelaan
Arsip (DPA)

5 SKPD 10 SKPD

3. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Informasi

Meningkatnya
pengetahuan
sekdes dalam
melaksanakan
informasi
kearsipan;

Melaksanakan
Dan
Mengikuti
Diklat/ Bimtek

Sekdes yang
mengikuti
bimtek

40 orang 40 orang

Meningkatnya
apresiasi
SKPD dan
Ponpes
tentang
kearsipan

Pembinaan
Dan
Pengawasan
Kearsipan

SKPD dan
ponpes yang
terbina

86 Instutusi

10 SKPD

86 Institusi

6 SKPD

Meningkatnya
pelayanan
informasi
kearsipan
yang lebih
terarah

Pelayanan
Informasi
Khasanah
Arsip Inaktif
Dan Statis

Pelacakan
arsip citra
daerah
Sumbar,
Makasar dan
Bali

21.600
berkas

21.767 berkas

4. Peningkatan
Dan
Pengendalian
Kearsipan

Pengelolaan
arsip di SKPD
Provinsi dan
Kab/Kota
sesuai
standar

Monitoring
Dan
Pengendalian
Kearsipan

Kab/Kota
yang
melaksanakan
pengelolaan
arsip sesuai
standar

10 kab/kota 10 kab/kota
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengembangan
Model Instansi
Pengelola
Kearsipan

Satker yang
menjadi
model
instansi
pengelola
kearsipan

10 SKPD 10 SKPD

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB, 2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan
tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.211
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan

Urusan Kearsipan

PERMASALAHAN SOLUSI

Kurangnya tenaga pengelola arsip dan
arsiparis baik di BPAP Provinsi NTB maupun
Kab/Kota se NTB

Penambahan dan penempatan Jabatan Fungsional
Arsiparis baik di BPAP Provisi NTB maupun
Kabupaten/Kota

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB, 2014

26. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan yang diselenggarakan pada Badan Perpustakaan dan
Arsip melalui 1 program pokok dan 12 kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.212
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Budaya Baca
Dan Pembinaan
Perpustakaan

Meningkatnya
Minat Dan
Budaya Baca
Masyarakat

Pemasyarakatan
Minat Dan
Kebiasaan
Membaca Untuk
Mendorong
Terwujudnya
Masyarakat
Pembelajar

Sumbawa Book
Fair yang
dilaksanakan

1 Kegiatan 2 kegiatan

Brosur
pameran yang
dicetak

Peserta
pameran

500 eksemp

500 orang

500 eksemp

500 orang

Duta baca yang
terpilih

5 orang 5 orang
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengembangan
minat dan
budaya baca

Pengunjung
perpustakaan

950.000
pengunjung

954.107
pengunjung

Pelaksanaan
Koordinasi
Pengembangan
Perpustakaan

Pembinaan
yang
dilaksanakan

10 kab/kota 10 kab/kota

Penyediaan
Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan
Dan Minat Baca
Di Daerah

Bantuan buku
bagi
perpustakaan
rumah ibadah,
pondok
pesantren dan
perpustakaan
desa/komunitas

478 judul;
39.165 exp

132 RI,
81 Ponpes,
108
desa/komuni
tas

500 judul;
66.000 eks

132 RI,

81 Ponpes,
108
desa/komuni
tas

Perencanaan
dan
Penyusunan
Program
Budaya Baca

Sinergitas
perencanaan
yang
dilaksanakan

30 orang 30 orang

Publikasi dan
Sosialisasi
Minat dan
Budaya Baca

Publikasi dan
sosialisasi yang
dilaksanakan

10 kali di
Media cetak,

10 kali di
Media cetak,

Penyediaan
bahan pustaka
Perpustakaan
Umum Daerah

Bahan pustaka
yang diadakan

4.500 judul,
24.000 exp

4.500 judul,
24.000 exp

Peningkatan
SDM
perpustakaan

SDM yang
mengikuti
pelatihan

50 orang 40 orang

Pelestarian
Bahan Pustaka

Buku/surat
kabar yang
upgrade

3.000 exp

2.000 exp
buku

75
eksemplar
surat kabar

2.800 exp

2.500 exp

Buku

75 exp surat
kabar
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM

KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Pengembangan
Dan Pengolahan
Bahan
Pustaka/KCKR

Indeks berita
nasional yang
dicetak
Indeks berita
NTB yang
dicetak

KID yang
dicetak

Bibiografi
daerah yang
dicetak.
Accesion list
yang dicetak.
Indeks terbitan
khusus yang
dicetak .
Daftar koleksi
defosit alih
media yang
dicetak.
Hasil hunting
koleksi defosit.
Hasil hunting
bahan catalog
induk daerah.
Hasil koordinasi
jaringan
catalog induk
nasional.
Biliografi
Nasional
Indonesia dan
koleksi deposit
terkait local
konten

50 eksemplar

50 eksemplar

50
eksemplar

50
eksemplar

50
eksemplar

50
eksemplar

10
eksemplar

1 laporan

1 laporan

3 laporan

50
eksemplar

50
eksemplar

50
eksemplar

50
eksemplar

50
eksemplar

50
eksemplar

10
eksemplar

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Digitalisasi
Bahan Pustaka
Dan Otomasi
Perpustakaan

Jaringan
Internet yang
dipelihara

Jumlah
pengguna
digital pustaka

1 tahun

54.956 yang
mengaccess

1 tahun

54.956 yang
mengaccess

Penyelenggara
an Lomba
Sayembara
Dan Festival

Festival
SAKECO dan
lomba
mewarnai yang
dilaksanakan

2 kegiatan 2 kegiatan

Peserta lomba
mewarnai

30 orang 30 orang

Piagam lomba
yang dicetak

200 lembar 200 lembar

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NTB, 2014

Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam menarik minat dan budaya baca
masyarakat melalui pameran buku, pemilihan duta baca,  penambahan koleksi
terbaru. Begitu juga dalam hal pencarian informasi dengan cepat, adanya



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.286 LKPJ GUBERNUR 2014

layanan internet gratis. Keberhasilan ini terlihat pada peningkatan angka
pengunjung ke perpustakaan tercatat 954.107 orang pada tahun 2014
meningkat dibanding tahun 2013 sebanyak 950.000 orang, jumlah pengguna
digital Pustaka yang mengakses melalui jaringan internet sebanyak 54.956.
Untuk menambah wawasan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, bantuan buku juga diberikan kepada rumah ibadah, Ponpes dan
komunitas. Tahun 2014 telah diberikan bantuan kepada 81 Ponpes, 132 rumah
ibadah dan 102  komuinitas, secara komulatif sebanyak 906 perpustakaan rumah
ibadah dan 1.204 perpustakaan Desa. Tahun 2014 BPAP NTB memiliki koleksi
buku sebanyak 98.306 judul/294.918 eks dibanding tahun 2013 sebanyak 87.214
judul/262.576 eksemplar.

Tabel 4.213
Capaian kinerja BPAP NTB Tahun 2013-2014

INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI
Jumlah pengelolaan
bahan pustaka/karya
cetak dan karya rekam

Judul 1.678 4.500 4.500

Jumlah alih media bahan
pustaka Judul 6.500 132 132

Kunjungan Ke
Perpustakaan Orang 935.165 950.000 954.107

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan
Perpustakaan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.214
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

PERMASALAHAN SOLUSI

Ketrampilan SDM Pengelola Pos Perpustakaan
keliling masih rendah

Diklat Teknis perpustakaan

Tidak tersedianya tempat/gudang/ruangan untuk
melaksanakan fumigasi

Menjalin kerjasama dengan Museum NTB

Institusi Pemerintah/Swasta belum menjalankan
amanat UU  No.4 /1990 tentang serah simpan karya
cetak dan karya rekam

Penyuluhan UU No 4 /1990 kepada Institusi
Pemerintah/Swasta

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2014
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A. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Penyelenggaraan Urusan Pilihan pada tahun 2014 dialokasikan anggaran
belanja pembangunan sebesar Rp.274.089.408.700,00 dengan realisasi keuangan
sebesar 89,36 persen atau Rp. 244.921.453.246,00 dan realisasi fisik sebesar 95.43
persen. Tabel berikut memperlihatkan distribusi anggaran untuk setiap urusan pilihan
dengan realisasi keuangan beserta realisasi fisiknya.

Tabel 4.215
Pagu dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Tahun 2014

NO. URUSAN SKPD PAGU DANA
REALISASI KEUANGAN REALISASI

FISIK
(%)(Rp) (%)

PILIHAN 274.089.408.700 244.921.453.246 89,36 95,43

1. KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Dinas Kelautan
dan Perikanan 34.738.120.000 32.746.571.133 94,27 99,49

2. PERTANIAN

154.210.105.600 137.646.211.114 89,26 97,16
Badan
Ketahanan
Pangan

320.942.500 301.266.200 93,87 100,00

Dinas
Pertanian TPH 50.483.405.400 47.248.369.185 93,59 99,25

Dinas
Perkebunan 34.824.088.700 31.860.379.377 91,49 99,00

Dinas
Peternakan
dan Kesehatan
Hewan

38.339.131.900 32.908.003.673 85,83 97,40

Bakorluh 30.242.447.100 25.328.192.679 83,75 98,64

3. KEHUTANAN Dinas
Kehutanan 13. 239.663.900 12.325.182.366 93,09 100,00

4.
ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL

Dinas
Pertambangan
dan Energi

19.798.451.200 17.742.232.828 89,61 100,00

5. PARIWISATA

Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata 20.490.993.600 17.380.961.291 84,82 84,82

6. INDUSTRI

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

12.339.428.400 9.846.686.861 79,80 79,80

7. PERDAGANGAN

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

16.815.736.000 15.195.793.181 90,37 90,37

8. KETRANSMIGRASIAN

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi 2.457.000.000 2.037.814.472 82,94 83,00

Sumber: Bappeda, Biro Keuangan, Biro AP  Setda Prov. NTB, 2014 (diolah)
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Dari tabel 4.215, menunjukkan bahwa anggaran terbesar untuk
penyelenggaraan Urusan Pilihan di alokasikan kepada Urusan Pertanian sebesar
Rp.154.210.105.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.137.646.211.114,00
atau 89,36 persen, sedangkan anggaran terkecil teralokasi untuk Urusan
Ketransmigrasian sebesar Rp.2.457.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.2.037.814.472,00 atau 82,94 persen. Sementara itu, dari sisi realisasi keuangan
menunjukan bahwa urusan yang mendapatkan realisasi keuangan terbesar adalah
urusan Kelautan dan Perikanan yakni 94,27 persen atau Rp.32.746.571.133,00.
Sedangkan realisasi keuangan terkecil adalah Urusan Industri yakni 79,80 persen atau
Rp.9.846.686.861,00. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang
diselenggarakan oleh setiap urusan beserta realisasi keuangan dan fisik, sebagaimana
uraian berikut.

1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan dengan 7 UPTD.

1.1. Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Pada Dinas
Kelautan dan Perikanan.

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan melalui 6 program pokok dan 6 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.216
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Pemberdayaan
Masyarakat
Dalam
Pengawasan
&Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan

Terlaksananya
pengawasan
&pengelolaan
sumberdaya
kelautan yang
melibatkan
masyarakat

Pengawasan
dan
Penertiban
Ilegal Fishing

Pengawasan
terpadu dan
penertiban
Ilegal Fishing

10 kali
operasi

10 kali
operasi

2. Peningkatan
Mitigasi
Bencana Alam
Laut dan
Prakiraan Iklim
Laut

Meningkatnya
pengelolaan
wilayah
pesisir yang
berbasis
mitigasi
bencana

Pengemb.
Kawasan
Pesisir
Berbasis
Mitigasi
Bencana

Pergub Renstra
Wilayah Pesisir
dan Pulau-
pulau Kecil
Provinsi NTB
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Rehabilitasi/
transplantasi
karang di
Kab.Lombok
Tengah

7 meja
(@ 84 titik

tanam)

7 meja
(@ 84 titik

tanam)

Sail Lombok
Sumbawa 2015
yang
dipublikasikan

5  media 5  media

Masyarakat
peserta
sosialisasi
transplantasi
karang

15 orang 15 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Kelompok
nelayan
penerima
bantuan speed
boad dan glass
bottom boat

4 kelompok 4 kelompok

3. Pengembangan
Budidaya
Perikanan

Tersedianya
sarana dan
fasilitas
produksi
perikanan
budidaya
yang
memadai

Pembinaan dan
Pengembangan
Perikanan
Budidaya

Peserta Temu
usaha Produk
Rumput Laut

50 orang 50 orang

Kelompok
penerima
bantuan :

a. Karamba
Permanen

1 kelompok
/1 unit

1 kelompok
/1 unit

b. Para-para 3 kelompok
/32 buah

3 kelompok
/32 buah

c. Sarana
budidaya
rumput
laut

4 kelompok
/16 unit

4 kelompok
/16 unit

d. Budidaya
lele
sistem
bioplok

1 kelompok 1 kelompok

e. Bibit
lobster

1 kelompok
/1.700 ekor

1 kelompok
/1.700 ekor

f. Mesin
pembuat
pakan
ikan

2 kelompok
/2 unit

2 kelompok
/2 unit

g. Saprokan
budidaya
ikan air
tawar
Bibit 19 klp/

168.500
ekor

19 klp/
168.500

ekor
Pakan 47.110 kg 47.110 kg

Saprokan
budidaya ikan
laut
- Bibit 1 klp/

1.250 ekor
1 klp/

1.250 ekor
- Pakan 3.600 kg 3.600 kg
- Karamba

Jaring
Apung
(KJA)

12 lubang 12 lubang

4. Pengembangan
Perikanan
Tangkap

Berkembangn
ya perikanan
tangkap di
perairan NTB

Pembinaan
dan
Optimalisasi
Pemanfaatan
Sumberdaya
Perikanan
Tangkap

Peserta rapat
koordinasi
sistem
pelayanan
perizinan usaha
perikanan
tangkap

20 orang 20 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Pengkayaan
stock
sumberdaya
ikan/penebaran
benih ikan di
Perairan Umum
Daratan (PUD)

- Lokasi 7 kab/kota 7 kab/kota
- Benih Ikan

Karper
195.000

ekor
195.000

ekor
- Benih Ikan

Nila
317.000

ekor
317.000

ekor

- Benih Ikan
Tawes

296.000
ekor

296.000
ekor

Line Hauler
yang diadakan

5 unit 5 unit

Kelompok
peneriman
bantuan :
- Rumah ikan

untuk
pemulihan
stok
sumberdaya
ikan

1
kelompok/

1 unit

1 kelompok/
1 unit

- Sampan/
perahu
mesin
tempel

1
kelompok/

1 unit

1 kelompok/
1 unit

- Mesin
ketinting

9 kelompok
/233 unit

9 kelompok
/233 unit

- Kapal
penangkap
ikan

5  kapal 5  kapal

- Jaring 7 kelompok
/201 set

7 kelompok
/201 set

- Rumpon 7 kelompok
/16 unit

7 kelompok
/16 unit

- Genset 1 kelompok
/34 unit

1 kelompok
/34 unit

- Perlengkapa
n nelayan

11 kelompk 11 kelompk

- Jaring gilnet 1
kelompok/

22 set

1 kelompok/
22 set

- Speed boat 1 kelompok
/1 unit

1 kelompok
/1 unit

- Alat
tangkap
pancing

1
kelompok/

23 unit

1 kelompok/
23 unit

- Mesin
tempel 40
PK

1
kelompok/

1 unit

1 kelompok/
1 unit

5. Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan

Meningkatnya
produk
perikanan
Prima yang
berdaya saing
di Pasar
Internasional

Pengembangan
Pengolahan
dan Pemasaran
Produksi
Perikanan

Peserta lomba
masak tingkat
provinsi

10 peserta
dari kab/kota

10 peserta
dari kab/kota

Demonstrasi
pengolahan
hasil perikanan
menggunakan

10 lokasi 10 lokasi



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.291 LKPJ GUBERNUR 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

mobil Alih
Teknologi
Informasi (ATI)
Pameran yg
diikuti

3 pameran
(Hari Pangan

Sedunia,
NTB EXPO,
PENAS XIV)

3 pameran
(Hari Pangan

Sedunia,
NTB EXPO,
PENAS XIV)

Anak sekolah
yang diberi
makanan
tambahan

2.400 Orang 2.400 Orang

Kelompok
penerima
bantuan :
- Cool Box 5 kelompok

/127 unit
5 kelompok
/127 unit

- Freezer 2 kelompok
/27 unit

2 kelompok
/27 unit

- Sarana usaha 1 kelompok 1 kelompok
- Peralatan

kekerarangan
3 kelompok 3 kelompok

- Peralatan
aqurium
pemasaran
ikan hias

5 orang 5 orang

- Peralatan
pengolahan
ikan

4 kelompok 4 kelompok

- Mesin untuk
mendukung
usaha
perikanan

1 kelompok 1 kelompok

- Sarana
pemasaran
bergerak
roda 3

3 kelompok
/3 unit

3 kelompok
/3 unit

6. Pengembangan
Aplikasi
Teknologi Data
dan Informasi

Tersedianya
Data dan
Informasi
Kelautan dan
Perikanan
Melalui
Jaringan
Internet

Pengembangan
Sistem Data
Statistik dan
Informasi
Kelautan dan
Perikanan

Jasa hosting
web dan
jaringan
internet

12 bulan 12 bulan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi NTB cukup besar.
Tahun 2014 total produksi perikanan mencapai 1.076.839,08 ton terdiri dari
perikanan tangkap sebesar 186.062,4 ton, perikanan budidaya 887.207,70 ton
serta produksi penangkapan di perairan umum 3.568,8 ton. Perkembangan
produksi perikanan Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.217
Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

TAHUN
PRODUKSI PERIKANAN (TON)

TANGKAP BUDIDAYA PERAIRAN
UMUM JUMLAH

2013 138.256,00 817.639,83 2.548,8 958.444,63

2014 186.062,40 887.207,70 3.568,8 1.076.839,08
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Produksi ikan Provinsi NTB selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
dalam daerah, juga dikirim kebeberapa daerah lain seperti Bali dan Surabaya.
Selain itu beberapa jenis ikan juga mampu bersaing di pasar ekspor antara lain
benih lobster, benih udang, ikan tuna dan kerapu serta rumput laut. Realisasi
ekspor komoditas kelautan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.218
Realisasi Ekspor Komoditas Laut Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

NO KOMODITI NEGARA
TUJUAN

VOLUME (Ton) NILAI (US$)

2013 2014 2013 2014
1. Mutiara Hongkong 0,358 0,244 458.422,01 846.951,97

Jepang 0,005 0,01 1 40.055,00

Switzerland 0 - 3.847,85 -

Malaysia 0,01 6.785,00 -

Australia 0,007 9

India - 0,025 - 95.000,00

Singapore - 0,0003 - 3.500,00

Korea - 0,001 - 23.295,00

Macau - 0,009 - 24.166,67

Perancis - 0,001 - 2.000,00

China - 0,005 - 22.000,00

Jumlah 0,373 0,295 469.064,86 1.056.968,63

2. Lobster/ Bibit
Lobster

Singapura 0,197 1.761,00 -

Malaysia 0,04 0,335 2.345,00 24.346,00

Vietnam - 0,117 - 27.750,00

Jumlah 0,232 4.106,00 52.096,00

3. Bibit Udang
Vannamei China - 0,16 - 160.000,00

4. Siput Malaysia 0,036 104,2 -

5. Kerang Malaysia 0,011 25,5 -

6. Rumput Laut Malaysia 0,001 2 -

7. Abalone Hongkong 2,459 11.640,00 -

Jumlah
Keseluruhan 3,112 0,907 484.942,56 1.269.064,63

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan protein terus meningkat,
hal ini terlihat dari konsumsi ikan yang meningkat rata-rata 7,28 persen pertahun,
dimana tahun 2014 konsumsi ikan sebesar 30,50 kg/kapita/tahun meningkat
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dibandingkan tahun 2013 sebesar 28,66 kg/kapita/tahun. Capaian tingkat
konsumsi ikan penduduk Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.219
Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi NTB Tahun 2013-2014

INDIKATOR RPJMD SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 28,66 29,04 30,50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Terus meningkatnya konsumsi ikan masyarakat didukung oleh berbagai
program/kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain :

a. Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten/Kota.

b. Melaksanakan lomba masak serba ikan dari tingkat kabupaten/kota, tingkat
Provinsi NTB sampai tingkat Nasional.

c. Melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Baku Ikan
untuk anak-anak Sekolah Dasar secara berkelanjutan, sehingga diharapkan
anak-anak sekolah menyukai makanan berbahan baku ikan sejak dini.

d. Melakukan demo masak berbahan baku ikan kepada ibu-ibu PKK, Dharma
Wanita dan Kelompok Organisasi Wanita lainnya.

e. Penyebarluasan leaflet, brosur tentang manfaat ikan untuk kesehatan dan
kecerdasan.

f. Mengembangkan produk nilai tambah kepada para pelaku usaha.

g. Melakukan penebaran ikan di perairan umum terutama pada daerah yang
mempunyai embung dan bendungan.

Potensi untuk menggerakkan sektor riil melalui pengembangan agribisnis
berbahan dasar rumput laut sangat besar, karena kualitas rumput laut yang baik
dan bisa diolah menjadi ratusan produk olahan mulai dari makanan, bahan
kosmetik, kertas, obat-obatan hingga bahan bakar alternatif. Produksi rumput
laut tahun 2014 mencapai 770.374,30 ton (96,30%) dari target sebesar 800.000
ton dan meningkat 1,85 persen dibandingkan tahun 2013. Perkembangan
produksi rumput laut di Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.220
Target dan Realisasi Produksi Rumput Laut Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

URAIAN SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

Produksi rumput laut Ton 756.354,92 800.000,00 770.374,30

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Perkembangan jumlah produksi rumput laut tahun 2013 dan 2014
berdasarkan kawasan budidaya dan kabupaten/kota, sebagaimana tabel berikut.



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.294 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel 4.221
Target dan Realisasi Rumput Laut Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

NO KABUPATEN/KOTA/
KAWASAN

PRODUKSI
TAHUN 2013

(Ton)

PRODUKSI TAHUN 2014 (Ton)

TARGET REALISASI %

1 Lombok Barat 44.405,00 75.500,00 76.247,40 100,99

 Pengantap
2 Lombok Tengah 30.438,50 80.000,00 74.702,80 93,38

 Gerupuk 19.200,00

 Awang 11.238,50
3 Lombok Timur 140.603,20 125.000,00 148.557,00 118,85

 Teluk Ekas 65.649,60

 Serewe 74.953,60
4 Sumbawa Barat 97.988,00 48.000,00 61.392,00 127,90

 Kertasari 97.988,00
5 Sumbawa 315.545,72 415.000,00 364.919,30 87,93

 Labuhan Mapin 118.087,36

 Terano 197.458,36
6 Dompu 53.710,00 17.800,00 15.570,40 87,47

Kwangko (Dompu)
7 Bima 73.664,50 38.000,00 28.121,90 74,01

 Waworada (Bima)
8 Kota Bima - 1.000,00 863,5 86,35

Jumlah 756.354,92 800.000,00 770.374,30 96,30
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan produksi rumput
laut antara lain melalui :

a. Pengembangan kebun bibit rumput laut berkualitas bekerjasama dengan
Balai Budidaya Laut Lombok (UPT Ditjen Perikanan Budidaya KKP).

b. Pemberian bantuan teknik dan sarana peralatan budidaya serta lantai jemur.

c. Menerapkan teknologi anjuran dan penggunaan bibit unggul hasil kultur
jaringan.

d. Mengatur musim tanam.

e. Penyuluhan pada masyarakat.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan produksi rumput
laut antara lain :

a. Menyusun Peraturan Daerah tentang Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi NTB sebagai turunan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil.

b. Mengembangkan kawasan budidaya rumput laut ke Pulau Sumbawa.
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c. Penggunaan benih hasil kultur jaringan jenis Eucheuma cottonii yang lebih
tahan terhadap perubahan iklim, penyakit dan memiliki daya tumbuh lebih
cepat.

d. Mengembangkan rumput laut jenis Gracillaria SP yang dibudidayakan di
tambak bandeng dengan sistem Polyculture.

Budidaya rumput laut di Provinsi NTB telah memberikan manfaat kepada
17.062 Rumah Tangga Perikanan (RTP), menumbuhkan 821 Wirausaha Baru dan
menyerap 68.248 orang tenaga kerja.

1.1.1. UPTD Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan melalui 2 program pokok dan
2 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.222
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya
jumlah
pelayanan,
pengujian dan
pengawasan
mutu hasil
perikanan

Pembanguna
n Gedung
Kantor

Gedung/
Laboratorium
kimia yang
dibangun

1 unit/
208,08 M²

1 unit/
208,08 M²

2. Pengembangan
Kapasitas
BLPMHP
Mataram

Meningkatnya
keamanan
dan mutu
produk
perikanan

Optimalisasi
dan
Peningkatan
Fungsi
Laboratorium
Pengujian dan
Pengawasan
Hasil
Perikanan

Peserta
Pelatihan
HACCP Dasar

16 orang 16 orang

Parameter uji
yang
diakreditisai

2
parameter

0
parameter

Peserta
validasi
metode Ecoli

2 orang 1 orang

Peserta
pelatihan
Panelis
standar
produk
perikanan

16 orang 16 orang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP)
bertugas menjamin keamanan hasil perikanan untuk produk-produk yang
akan diekspor, serta membina pelaku usaha hasil perikanan dan memajukan
pendidikan melalui magang mahasiswa.

Jumlah parameter yang diuji di BLPMHP tahun 2014 terdiri dari
parameter fisik (uji organoleptik), parameter kimia (uji kadar air dan
formalin) dan parameter mikrobiologi (uji ALT, E.Coli dan Salmonella) yang
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terdiri dari 299 sampel, dengan 17 parameter. Perusahaan yang
memanfaatkan fasilitas BLPMHP antara lain perusahaan produk mutiara PT.
Autoray dan PT. Budaya Mutiara, perusahan produk konsumsi CV. Versace,
UD. Bintang Jaya, UD. Nusa Bajo, UD. Sari Alam, UD. Baura, UD. Azhari,
UD. Sabo Ade, UKM Putri Rinjani dan UKM Mekar Sari.

Jumlah HC (Health Certificate) yang diterbitkan sebagai persyaratan
ekspor produk perikanan konsumsi sebanyak delapan buah, sedangkan
jumlah Sertifikat Mutu (SM) sebagai persyaratan ekspor produk perikanan
non konsumsi seperti mutiara berjumlah 21 SM. Jumlah Sertifikat Kelayakan
Pengolah (SKP) di NTB tahun 2014 berjumlah 11 perusahaan.

1.1.2. UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada UPTD
Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh melalui 1 program pokok dan
1 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.223
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya
kenyamanan
Gedung
Kantor PPP
Teluk Saleh

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung
Kantor

Gapura/Pintu
Gerbang PPP
Teluk Saleh
yang
terbangun

1 unit 1 unit

Gedung
Perbengkelan
yang direhab

1 unit 1 unit

Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan
kantor

Icestorage
yang
dipelihara

1 unit/
pencapaian
suhu -5°c

1 unit/
pencapaian
suhu -5°c

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Pelayanan yang diberikan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk
Saleh tahun 2014 berupa penyediaan es 192 balok, penyalur 108 kilo liter
Solar bagi nelayan, penyediaan air tawar 551.000 liter, perbengkelan,
penyediaan fasilitas tambat labuh (dermaga) 2.342 kapal. Jumlah ikan yang
didaratkan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh pada
tahun 2014 sebesar 91.379 ton dengan nilai Rp.2.650.381.400,-.

1.1.3. UPTD Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Tanjung Luar

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada UPTD
Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Tanjung Luar melalui 1 program
pokok dan 2 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.224
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Tanjung Luar Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan
kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan
kantor

Eksploitasi
mesin dan
perlengkapan
perbengkelan
yang
diadakan :
- Solar 1.080 liter 1.080 liter
- Oli 240 liter 240 liter
- Elektroda

las
96 dos 96 dos

Rehabilitasi
Sedang/Berat
gedung
kantor

Gedung
Kantor yang
direhab

70 M² 70 M²

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) pada tahun 2014
telah melaksanakan pelatihan mesin tempel nelayan dengan peserta 100
orang nelayani. BPPT juga melakukan uji coba dan kaji terap bidang
penangkapan ikan bersama satu orang mahasiswa. BPPI juga melayani
jasa perbaikan mesin kapal dan perahu nelayan sebanyak 232 permintaan
perbaikan.

1.1.4. UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada UPTD
Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok melalui 1 program pokok dan 3
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.225
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya
kualitas
bangunan
pelabuhan
Labuhan
Lombok

Pengadaan
Perlengkapan
Gedung
Kantor

Cetakan es
balok yang
diadakan

200
cetakan

200 cetakan

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Exploitasi
peralatan
UPTD :
- Pabrik Es 1 unit 1 unit
- Mesin

pompa air
2 unit 2 unit

- Mesin
bengkel

1 unit 1 unit
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Peralatan
yang
terpelihara :
- Peralatan

tungku
pemindang
an

15 unit 15 unit

- Instalasi
mesin
pompa air

1 unit 1 unit

- Icestorage 1 unit 1 unit
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung
Kantor

Gedung
Kantor yang
direhab

82 M² 82 M²

Rumah
singgah
nelayan yang
direhab

1 unit 1 unit

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok (BPPLL) melaksanakan
fungsi pelabuhan perikanan serta bertugas dalam pendataan ikan, fasilitasi
sarana dan prasarana tambat labuh dan fasilitas kepelabuhan lainnya, serta
membina dan menunjang kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Tanjung Luar beserta fasilitas pemindangan ikan. Jumlah kunjungan kapal
tahun 2014 di BPPLL sebanyak 1.825 kapal meningkat dibandingkan tahun
2013 sebanyak 1.644 kapal, pelayanan BBM solar 1500 kilo liter, Es Balok
118.998 balok dan air bersih 17.084,3 liter.

1.1.5 UPTD Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada UPTD
Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
melalui 1 program pokok dan 1 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.226
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Program
Pengembanga
n Budidaya
Perikanan

Tersedianya
produksi
benih ikan air
tawar dan air
payau

Pengendalian
Hama
Penyakit Ikan
dan
Pemulihan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan

Peningkatan
kapasitas
operator
Softwere
Sistem
Manajemen
Penyakit Ikan
(SSMPI)

25 orang 25 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Peserta
Peningkatan
kapasitas
SDM
pembudidaya
ikan

30 orang 30 orang

Sampel hama
penyakit ikan
yang diuji

50 sampel 50 sampel

Reagent kimia
uji kualitas air
yang
diadakan

17 jenis 17 jenis

Peta
Penyebaran
hama dan
penyakit ikan
yang disusun

1 peta 1 peta

National
Recidu
Control Plan
(NRCP) yang
disusun

1 dokumen/
2.000
lembar

1 dokumen/
2.000
lembar

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan (BKIKSDKP) bertugas membina pelaku usaha budidaya ikan
dalam rangka menjamin kesehatan ikan produksi, serta mengendalikan
hama dan penyakit ikan, melalui penetapan dan penyebarluasan informasi
tentang NRCP (National Recidu Control Plan) dan NRMP (National Recidu
Monitoring Plan).

Tahun 2014 BKIKSDKP telah melaksanakan pemantauan Hama
Penyakit Ikan dan Obat Ikan Kimia Biologi terpadu di wilayah NTB bersama
Badan Karantina Ikan Selaparang, Balai Budidaya Laut Sekotong dan BPP
Situbondo Jawa Timur. BKIKSDKP juga telah melaksanakan pengendalian
pemulihan lingkungan (konservasi) pesisir dan budidaya se-NTB bersama
BPSPL Denpasar Wilayah Kerja NTB dan Wildlife Conservation Society (WCS)
Indonesia. BKIKSDKP juga bekerjasama dengan BBL Sekotong
melaksanakan pengujian sampel menggunakan parameter Virus dan Bakteri
pada 25 sampel udang dan 25 sampel kerapu.

1.1.6. UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada UPTD
Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel melalui 2 program
pokok dan 2 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.227
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya
kenyamanan
gedung
kantor

Rehabilitasi
sedang/berat
gedung
kantor

Tembok
keliling
BPBIAT yang
dibangun

477 meter 477 meter

Ruang rapat
yang direhab

100 M² 100 M²

2. Pengembangan
Budidaya
Perikanan

Meningkatnya
produktivitas
benih ikan air
tawar

Peningkatan
Produksi
Budidaya Air
Tawar

Pengadaan
obat-obatan
untuk BBI

5 BBI 5 BBI

Kolam
BPBIAT
Aikmel yang
direhab

8 unit 8 unit

Kolam
pendederan
BBI Batu
Kumbung
yang
dipelihara

1 unit 1 unit

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Aikmel
sebagai sentral Balai Benih Ikan (BBI) di Provinsi NTB, berperan dalam
membina UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) dalam rangka pemuliabiakan/
pemurnian induk maupun benih ikan yang nantinya sebagai pemasok benih
berkualitas bagi Rumah Tangga Perikanan (RTP) air tawar di Provinsi NTB
sebanyak 18.688 Unit. BPBIAT Aikmel tahun 2014 memproduksi 24.083.550
ekor ikan di 54 kolam. BPBIAT juga berperan sebagai wadah pendidikan
tentang perikanan bagi beberapa SMK di NTB seperti SMK Seteluk, SMK
Darul Wustho Jerowaru, SMK Alas dan Yayasan Ulil Absor dengan jumlah
keseluruhan peserta didik sebanyak 61 orang.

1.1.7. UPTD Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada UPTD
Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong melalui 1
program pokok dan 1 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.228
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong
Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Pengembangan
Budidaya
Perikanan

Meningkatnya
produktivitas
benih ikan
budidaya
perikanan
pantai

Peningkatan
Produksi
Benih Ikan
Budidaya
Perikanan
Pantai

Benih/bibit
yang di
produksi :

- Pembenihan
induk
mutiara

200 ekor 245 ekor

- Pembenihan
kerapu tikus

1.360.450
ekor

1.424.724
ekor

- Pendederan
tiram
mutiara
BPBPP
sekotong

400.000
ekor

516.000
ekor

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014

Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Sekotong
memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan pelatihan, magang dan
bimbingan teknis mengenai teknologi budidaya perikanan pada berbagai
komoditas air laut seperti mutiara, kerapu, rumput laut, lobster, abalone,
serta komoditas budidaya air payau seperti udang windu, bandeng, udang
vanamae dan kepiting. Tahun 2014 BPBPP Sekotong telah berhasil
melampaui target produksi benih 1.360.450 ekor dengan realisasi sebanyak
1.424.724 ekor benih terdiri dari benih udang, kerapu tikus, serta jenis
perikanan lainnya. BPBPP juga telah berhasil memproduksi ikan konsumsi
sebesar 1.404,2 kg serta memfasilitasi magang siswa SMK sebanyak 25
orang dan mahasiswa sebanyak tiga Orang.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kelautan dan
Perikanan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.229
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

PERMASALAHAN SOLUSI

Banyaknya pembudidaya lobster beralih menjadi
penangkap benih lobster, karena nilai jual benih
lobster dapat langsung dinikmati dibandingkan
harus memelihara selama 1-2 tahun

Mengarahkan pembudidaya untuk melakukan
pendederan benih lobster agar bisa mempunyai
nilai jual yang lebih tinggi dan mensuplai benih
budidaya

Daerah fishing ground nelayan jauh dari pesisir,
sehingga hanya kapal-kapal 30 GT yang mampu
menjangkau

Peningkatan kemampuan nelayan untuk
menangkap ikan dengan membangun rumpon dan
rumah ikan sebagai fishing ground baru yang
mudah dijangkau

Terbatasnya ketersediaan bibit rumput laut unggul
hasil kultur jaringan

Meningkatkan peran UPT Balai Budidaya Laut
Lombok dalam penyediaan rumput laut hasil kultur
jaringan

Kualitas produk garam belum memenuhi
persyaratan eksport, untuk mendukung NTB
sebagai lima besar produsen garam nasional

Peningkatan keterampilan petani garam,
dukungan sarana dan prasarana dalam
memproduksi garam

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2014
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2. Pertanian

Pemerintah RI telah mencanangkan program revitalisasi pertanian perikanan
dan kehutanan. Pencanangan ini dimaksudkan untuk melihat kembali peran
sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi serta
menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan
pangan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya
saing nasional.

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Dinas Perkebunan Prov. NTB, Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB. Penyelenggaraan
Urusan Pertanian yang tersebar di 5 SKPD tersebut melalui 24 program utama
dan 61 kegiatan sebagaimana uraian berikut.

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB  melalui 4 program pokok dan 9
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.230
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Meningkatkan
Kapasitas dan
Kesejahteraan
Petani

Peningkatan
Kemampuan
Lembaga
Petani

Kelompok
Wanita Tani
yang dibina

10 kelompok 10 kelompok

Lomba
Petani dan
Kelompok
Tani
Berprestasi

Petani/Kelompo
k Tani pemakai
air peserta
lomba P3A dan
GP3A Tingkat
Provinsi

50 orang/
10 kelompok

50 orang/
10 kelompok

Fasilitasi
Pengembang
an
Komoditas
Unggulan
Daerah

Roadmap
Hortikultura
Unggulan NTB
yang disusun

1 dokumen/
200 buku

1 dokumen/
200 buku

Master Plan
Pengembangan
Hortikultura
Park yang
disusun

1 SID
(Survey

Investigasi
Disain)

1 SID
(Survey

Investigasi
Disain)

Kawasan
komoditas
unggulan
terintegrasi
yang
dikembangkan

4 kawasan
(Lombok
Timur,

Sumbawa,
Dompu dan
Kota Bima)

4 kawasan
(Lombok
Timur,

Sumbawa,
Dompu dan
Kota Bima)
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Gudang
penyimpanan
hasil panen
kentang yang di
bangun di
Lombok Timur

1 unit/
40 M2

1 unit/
40 M2

Gudang
penyimpanan
hasil panen
melon yang
dibangun di
Lombok Timur

1 unit/
60 M2

1 unit/
60 M2

Kelompok
penerima
bantuan alat
dan Mesin
pertanian:

26 kelompok 26 kelompok

- Mesin pompa
air

12 unit 12 unit

- Hand Sprayer 45 unit 45 unit
- Kendaraan

Roda 3
2 unit 2 unit

2. Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)

Meningkatkan
keberlanjutan
dan
ketersediaan
pangan

Pengumpulan
dan
Pengolahan
Data Statistik
Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

Data statistik
pertanian yang
disusun

1 dokumen 1 dokumen

Penanganan
Pasca Panen
dan
Pengolahan
Hasil
Pertanian

Kelompok
penerima
bantuan alat
pengolahan
jagung:

8 kelompok 8 kelompok

- Mesin pemecah
jagung

8 unit 8 unit

- Mesin
penepung
jagung

8 Unit 8 Unit

- Mesin tortilla
jagung

8 Unit 8 Unit

Pengelolaan
Lahan dan
Air

Aparat peserta
pelatihan dan
pengenalan
Sistem
Informasi
Geografis
(GIS/Geographi
c Information
System) dan
alat bantu
penentu posisi
(GPS/Global
Positioning
System)

35 Orang 35 Orang

- Handtraktor
yang diadakan

219 Unit 219 Unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Embung yang
dibangun

3 Unit 3 Unit

- Pengembangan
air permukaan

3 Unit 3 Unit

- Panjang jalan
usaha tani
yang dibangun

3 Km 3 Km

Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan mutu
produk
perkebunan,
produk
pertanian

Road Map Padi,
Jagung dan
Kedelai yang
disusun

1 Dokumen /
500 Expl

1 Dokumen /
500 Expl

Aparat peserta
Pertemuan MAJ
(Masyarakat
Agribisnis
Jagung

23 Orang 23 Orang

Aparat peserta
pertemuan
Perencanaan
Pengembangan
Tanaman
Pangan Tahun
2015

35 Orang 35 Orang

Aparat peserta
Perencanaan
Kebutuhan
Pupuk

28 Orang 28 Orang

Aparat peserta
Rapat
Koordinasi dan
Monev P2BN

40 orang 40 orang

Peserta
Optimalisasi
Pemanfaatan
Alat Pasca
Panen Tanaman
Pangan

30 Orang 30 Orang

Bantuan Alat
dan Mesin
Pertanian yang
diberikan
kepada
kelompok;
- Hand Traktor 8 Kelompok/

8 Unit
8 Kelompok/

8 Unit
- Corn Seller 12 Kelompk/

12 Unit
12 Kelompk/

12 Unit
- Power Threser 10 Kelompk/

10 Unit
10 Kelompk/

10 Unit
- Combine kecil 6 Kelompok/

6 Unit
6 Kelompok/

6 Unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

3. Peningkatan
Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/
Perkebunan

Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
hasil produksi
pertanian
untuk
mendapatkan
nilai tambah

Promosi atas
Hasil Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Unggulan
Daerah

Pameran yang
diikuti

4 Pameran
 NTB Expo,
 NTB

BerSaing
Expo,

 Agrinex
Expo,

 Penas

4 Pameran
 NTB Expo,
 NTB

BerSaing
Expo,

 Agrinex
Expo,

 Penas

4. Peningkatan
Produksi
Pertanian/
perkebunan

Meningkatkan
produksi
komoditas
pertanian

Penyediaan
Sarana
Produksi
Pertanian/
Perkebunan

Jumlah bantuan
yang diberikan
kepada
kelompok tani :
- Hand Traktor 340 unit 340 unit

- Pompa Air 125 unit 125 unit

- Hand Sprayer 50 unit 50 unit
- Power Threser 19 unit 19 unit

- Kendaraan
Roda 3

32 unit 32 unit

- Pengembangan
Pekarangan

1 paket 1 paket

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, 2014

Perkembangan produksi padi tahun 2014 berdasarkan Angka Tetap
(ATAP) dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB sebesar 2.116.637 ton Gabah
Kering Giling (GKG) mencapai 91,37 persen dari target sebesar 2.316.550 ton
GKG. Perkembangan produksi komoditas pangan strategis tahun 2013-2014,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.231
Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan

di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO JENIS TANAMAN

PRODUKSI (Ton)

2013
2014

TARGET REALISASI
(ATAP, 2014)

1. Padi (GKG) 2.193.698 2.316.550 2.116.637

2. Jagung (Pipilan Kering) 633.773 767.755 785.864

3. Kedelai (Biji Kering) 91.065 135.765 97.172

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2014

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mempertahankan produksi
beras di Provinsi NTB, yaitu:
a. Perluasan Areal, dilakukan melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru

dan pembangunan embung serta pengembangan jaringan irigasi.
b. Peningkatan produktivitas, dilakukan melalui penyediaan alat dan mesin

pertanian, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, penanaman
padi pola Sistem Rice Intensification (SRI) dan pemupukan berimbang
serta penggunaan pupuk organik.
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c. Pengamanan produksi, dilakukan melalui pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan antisipasi dampak
perubahan iklim

d. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan.

Jagung sebagai salah satu komoditas tanaman pangan strategis telah
memberikan dampak positif tidak hanya bagi petani, tetapi juga kepada
masyarakat yang menggunakan komoditas jagung sebagai bahan baku
usahanya. Program agribisnis jagung dirancang sebagai upaya percepatan
peningkatan produksi jagung, karena komoditas jagung terbukti memberikan
andil yang besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah,
dengan dukungan perbankan dan besarnya potensi areal serta prospek
pengembangan industri olahan berbasis jagung, program agribisnis jagung
dapat menjadi gerakan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan.

Produksi jagung tahun 2014 berdasarkan Angka Tetap BPS Provinsi NTB
sebesar 785.864 ton (102,36%) melampaui target produksi sebesar 767.757
ton, capaian kinerja program Pengembangan Agribisnis jagung di Provinsi
NTB tahun 2013-2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.232
Capaian Kinerja Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ) Tahun 2013-2014

NO INDIKATOR SATUAN 2013 2014
TARGET ATAP, 2014

1. Luas Tanam Ha 113.953 122.100 141.475

2. Luas Panen Ha 110.273 117.218 126.577

3. Produksi Ton 633.773 767.757 785.864

4. Produktivitas Ku/Ha 57,47 65.50 62,09

5. Nilai Produksi Rp. 1.901.319.000.000 3.071.028.000.000 3.101.744.000.000

6. Nilai Investasi Rp. 569.765.000.000 610.500.000.000 734.400.000.000

7. Serapan Tenaga
Kerja Orang 341.859 366.300 440.640

8.
Pendapatan
Rata-rata 1 x
panen

Rp/Ha 17.241.000 26.200.000 24.420.000

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2014

Penyediaan alat dan mesin pertanian serta sarana produksi bagi petani
tetap menjadi perhatian pemerintah, karena sangat menunjang kegiatan
usaha tani dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas. Jumlah
bantuan alat dan mesin serta sarana produksi pertanian Tahun 2013-2014,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.233
Bantuan Alat dan Mesin serta Sarana Produksi Pertanian

Tahun 2013-2014

NO BANTUAN
JUMLAH (Unit)

2013 2014

1 Hand Traktor 204 348

2 Corn Seller Kecil dan Besar 25 12

3 Power Threser 5 29

4 Combine Kecil - 6

5 Pompa Air 47 125

6 Hand Sprayer 2 50

7 Kendaraan Roda 3 1 32

8 Alat Pengolah Ubi Kayu 8 -

9 Alat Pengolah Jagung - 8
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, 2014

Faktor penentu produksi pertanian lainnya adalah ketersediaan pupuk,
penyediaan pupuk tepat waktu, tepat jumlah dan harga yang sesuai dengan
Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sangat diperlukan
Petani. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak
yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar
atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam
perkeluarga. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) disusun
sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk
ditingkat petani di wilayahnya difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan
Kelembagaan Penyuluhan. Alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi
di Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.234
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO JENIS
PUPUK TAHUN ALOKASI

(Ton)
REALISASI

(Ton) (%)

1 UREA 2013 135.000,00 133.466,90 94,29

2014 134.000,00 133.101,35 99,33

2 SP-36 2013 20.500,00 16.605,80 81,00

2014 17.500,00 14.210,00 81,20

3 ZA 2013 16.000,00 16.169,00 101,06

2014 17.000,00 13.884,00 81,67

4 NPK 2013 40.000,00 41.825,10 104,56
2014 43.140,00 41.040,25 95,13

5 ORGANIK 2013 12.000,00 8.346,40 69,55
2014 11.000,00 7.706,38 70,06

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, 2014
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Penggunaan benih unggul merupakan mata rantai pertama dalam
proses budidaya tanaman untuk memberikan hasil produksi dan kualitas
yang tinggi. Ketersediaan benih bersertifikat sesuai prinsip tujuh tepat yaitu
jenis, varietas, waktu, lokasi, jumlah dan harga yang terjangkau sangat
dibutuhkan bagi petani. Masih banyaknya petani belum menggunakan benih
unggul dan bersertifikat karena harga yang cukup mahal. Penggunaan
bantuan benih bersertifikat melalui cadangan benih nasional tahun 2014
untuk padi sebesar 37,62 ton dengan realisasi tanam mencapai 1.505 Ha
dan bantuan cadangan benih nasional untuk jagung sebanyak 170,01 ton
dengan realisasi tanam 11.334 Ha.

Dalam rangka peningkatan produksi tanaman hortikultura, Gubernur
Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Desember 2014 melaunching
kawasan Hortipark untuk budidaya tanaman hortikultura (tanaman buah-
buahan, sayuran, tanaman hias dan obat-obatan), sebagai salah satu
strategi percepatan pengembangan pertanian hortikultura berbasis wisata.
Lokasi kawasan Hortipark  berada  di Batu Kliang Utara Kabupaten Lombok
Tengah dengan luas areal 300 Ha.

2.1.1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)

Urusan pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSBTPH) melalui 2 program pokok dan 2 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.235
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSBTPH) Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya
kualitas
sarana
sertifikasi
benih

Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor

Peralatan
laboratorium
yang diadakan

1 paket 1 paket

2 Peningkatan
Produksi
Pertanian/
Perkebunan

Meningkatkan
produksi
komoditas
pertanian

Sertifikasi
Bibit Unggul
Pertanian/
Perkebunan

Blanko
pengambilan
varietas yang
dicetak

15 rim 15 rim

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, 2014

Hasil sertifikasi luas lulus lapangan tanaman pangan padi,
jagung dan kedelai yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.236
Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan

Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2013-2014

NO KOMODITI
LUAS LULUS LAPANGAN  (Ha)

2013 2014

1. Padi 2.858,11 3.448,44

2. Jagung 4,00 4,50

3. Kedelai 1.888,00 1.687,20

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Tahun 2014

2.1.2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BPTPH)

Urusan pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai Proteksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) melalui 2 program pokok
dan 2 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.237
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor yang
memadai

Pembangunan
Gedung
Kantor

Green House
yang dibangun

1 unit/
48 M2

1 unit/
48 M2

2. Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/
Perkebunan

Meningkatkan
kualitas
produk
pertanian

Pelatihan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/per
kebunan
Modern
Bercocok
Tanam

Rakor Petugas
Pengendali
Organisme
Pengganggu
Tumbuhan -
Pengendalian
Hama Penyakit
(POPT- PHP)

119 orang 119 orang

Peserta Gerakan
Spot Stop
Pengendalian
OPT

100 orang 100 orang

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, 2014

Sebagai unit perlindungan tanaman terhadap gangguan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), UPTD BPTPH terus berupaya
untuk menangani berbagai serangan OPT terhadap komoditi tanaman
pangan. Luas serangan OPT tahun 2013-2014, sebagaimana tabel
berikut.
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Tabel 4.238
Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai

Tahun 2013-2014

NO KOMODiti
LUAS SERANGAN OPT  (Ha)

2013 2014 PENURUNAN
(%)

1 Padi 5.649,96 4.586,82 -18,82

2 Jagung 2.484,59 902,19 -63,69

3 Kedelai 1.409,20 1.174,86 -16,63

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, 2014

2.1.3. UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura
(BBI-PPH)

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai Benih
Induk Padi Palawija dan Hortikultura (BBI-PPH) melalui 1 program
pokok dan 1 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.239
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura (BBI-PPH)
Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)

Meningkatkan
Keberlanjutan
dan
ketersediaan
Pangan

Pengembangan
Perbenihan /
Perbibitan

Luas
perbanyakan
bibit tanaman
yang diadakan:
- Benih Padi
- Benih Jagung
- Benih Kedelai

32 Ha
3 Ha
5 Ha

32 Ha
3 Ha
5 Ha

Perbanyakan
bibit pisang

2.000
Pohon

1.000
Pohon

Luas kawasan
komoditi pisang
yang
dikembangkan

2 Ha 1 unit

Luas
perbanyakan
benih padi
dengan
petani/penangkar

15 Ha 15 Ha

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Tahun 2014
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UPTD BBI-PPH, merupakan unit penyediaan benih sumber yang
bersertifikat kepada penangkar dan petani. Hasil perbanyakan benih
sumber padi, jagung dan kedelai, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.240
Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai

Tahun 2013-2014

NO. KOMODITI

JUMLAH PRODUKSI (KG)

2013

2014

PRODUKSI KETERANGAN

1. Padi 64.860 20.960 Perbanyakan sebagian produksi padi
tahun 2014 seluas 25,0 hektar akan
dilaksanakan pada MH 2014/2015

2. Jagung 6.615 5.040
-

3. Kedelai 6.670 3.863 Penangkaran Kedelai puso karena
kekeringan seluas 2 hektar

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Tahun 2014

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pertanian Pada Dinas Perkebunan

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada Dinas Perkebunan melalui
5 program pokok dan 12 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.241
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian pada

Dinas Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Meningkatnya
Kapasitas dan
Kesejahteraan
Petani

Pelatihan
Petani dan
Pelaku
Agribisnis
Dinas

Petani dan pelaku
usaha dibidang
perkebunan peserta
pelatihan

30 orang 30 orang

Peningkatan
Kemampuan
Lembaga
Petani

petugas teknis
perkebunan peserta
pelatihan budidaya
tembakau

35 orang 35 orang

Peserta pelatihan
penguatan
kelembagaan petani
tembakau di
Lombok Tengah dan
Lombok Timur

250 orang 250 orang

Peserta pelatihan
pembinaan lanjutan
hasil kegiatan
kerjasama
pendampingan
petani kopi arabika

70 orang 70 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pemberdayaan
Usaha
Perkebunan

Peserta pelatihan
SL-PPHP PUA
Kakao

30 orang 30 orang

2. Peningkatan
Ketahanan
Pangan

Meningkatkan
keberlanjutan
ketahanan
pangan

Penyusunan
Data Base
Potensi
Produksi
Pangan

Peserta bimtek
pengelolaan data
komoditas
perkebunan

25 orang 25 orang

Buku data
perkebunan yang
dicetak

25 buku 25 buku

Penanganan
Pasca Panen
dan
Pengolahan
Hasil
Pertanian

Buku Kelompok Tani
yang di cetak

100 set 100 set

Roadmap Tembakau
Virginia yang
disusun

1 dokumen/
20

eksemplar

1 dokumen/
20

eksemplar

Database oven
petani tembakau
virginia yang
disusun

1 dokumen/
20

eksemplar

1 dokumen/
20

eksemplar

Bantuan mesin
rajangan tembakau

18 unit 18 unit

Bantuan bahan
bakar alternatif
petani tembakau
virginia

8.775 orang 8.629 orang

Jumlah Petani dan
petugas peserta
study banding
pengelolaan
tembakau ke jawa
tengah

35 orang 35 orang

Jumlah
perusaan/kabupaten
sebagai lokasi
Monev pelaksanaan
DBH-CHT dan
sosialisasi program
ITV

21
perusahaan
/9 kab/kota

21
perusahaan

/
9 kab/kota

Pengembangan
Diversifikasi
Tanaman

Luas tanaman
kakao yang
terdiversifikasi

200 ha 200 ha

Pengembangan
Sistem
Informasi
Pasar

Data harga pasar
komoditi
perkebunan tahun
2013 yang dicetak

10 buku 10 buku

Petugas Informasi
Pasar yang
difasilitasi

8 orang 8 orang

Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan Mutu

Luas areal
tanaman kopi dan
kakao yang
direhabilitasi

425 ha 425 ha
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Produk
Perkebunan,
Produk
Pertanian

Kerjasama
Pemprov NTB
dengan Puslit Koka
pendampingan
budidaya,
pengolahan  dan
Pemasaran Kopi
Robusta (Tambora
kearah Kopi
Spesialty)

1 tahun 1 tahun

Sertifikasi
produk
pertanian,
perikanan dan
kelautan

Sertifikasi komoditi
perkebunan

8 sertifikat 8 sertifikat

Pangan organik
yang disertifikat

2 komoditi
(Jambu Mete

dan Kopi)

2 komoditi
(Jambu Mete

dan Kopi)

3. Peningkatan
Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perk
ebunan

Meningkat
kan
kontinuitas
pemasaran
komoditi hasil
produksi
perkebunan

Promosi Atas
Hasil Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Unggulan
Daerah

Pameran produk
dan potensi
perkebunan NTB

4 event
(AGRINEX,
Expo,
Penas, NTB
Expo dan
HUT NTB)

4 event
(AGRINEX,
Expo,
Penas, NTB
Expo dan
HUT NTB)

Festival tambora
yang diadakan

1 event 1 event

Gapoktan
penerima bantuan
bangunan
percontohan
ekowisata
perkebunan

1 gapoktan/
1 unit

1 gapoktan/
1 unit

4. Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/
Perkebunan

Meningkatkan
penerapan
teknologi
dalam
budidaya dan
pengolahan
hasil
perkebunan

Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi
Pertanian/Per-
kebunan Tepat
Guna

Unit Pengolah
Pupuk Organik
(UPPO) yang
dibangun :
- Rumah Kompos

6 kelompok

6 unit

6 kelompok

6 unit
- Kandang Ternak 6 unit 6 unit

- Bak Fermentasi 6 unit 6 unit
- Kendaraan roda

3
6 unit 6 unit

- Mesin APPO 6 unit 6 unit
- Pengadaan

ternak (25 ekor)
-

150 ekor 150 ekor

5. Peningkatan
Produksi
Pertanian/
Perkebunan

Meningkatkan
produktifitas
tanaman
perkebunan

Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tumbuhan
(OPT)
Perkebunan

Luas areal
pengendalian
hama :
- Kopi 75 Ha 75 Ha
- Tembakau 200 Ha 200 Ha

Brosur/leaflet
pengendalian OPT
utama perkebunan
yang dicetak

500
Eksemplar

500
Eksemplar

Bahan obat
organik dan an
organik tanaman
yang diadakan :
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Tanaman Kopi:
 Agensia hayati 75 Kg 75 kg
 Antracop 900 Sacset 900 Sacset

- Tanaman
Tembakau :
 Agensia

Pengendali
Hayati

200 Kg 200 Kg

 Pestisida
Nabati

200 Liter 200 Liter

 Pupuk Organik 3000 Kg 3000 Kg
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi NTB, 2014

Pembangunan subsektor perkebunan merupakan bagian dari
pembangunan pertanian, produksi tanaman perkebunan strategis di Provinsi
NTB mengalami peningkatan, diantaranya produksi tanaman kopi tahun 2014
berdasarkan Angka Sementera mencapai 5.237,79 ton meningkat
dibandingkan tahun 2013 sebesar 4.302 ton, produksi tanaman jambu mete
tahun 2013 sebanyak 17.452 ton mengalami peningkatan ditahun 2014
menjadi 18.671,13 ton dan produksi tanaman tembakau tahun 2014
sebanyak 34.144,32 ton turun sebesar 11,38 persen dibandingkan tahun
2013 sebesar 38.528,67 ton dikarenakan menurunnya luas tanam.

 Inovasi Metode Sambung Samping Kakao dan Sampung Pucuk Kopi

Komoditi kopi, kakao dan mete merupakan komoditi strategis perkebunan
yang bernilai eksport, oleh karena itu kualitas, kuantitas dan kontinuitas
produksi  harus selalu tersedia dan ditingkatkan. Untuk menjawab kondisi
tersebut Dinas Perkebunan Provinsi NTB melalui UPTD Balai Produksi dan
Pengolahan Hasil Perkebunan (BPPHP) telah melakukan kaji terap berupa
demplot metode sambung pucuk pada tanaman kopi dan sambung samping
pada tanaman kakao. Metode sambung dimaksudkan untuk memperpanjang
umur produktif tanaman tua dan tidak produktif sebagai batang bawah yang
disambungkan dengan entress dari tanaman bermutu dan berproduksi tinggi
sebagai batang atas.

Entress dan okulator dari kegiatan kaji terap pada demplot sambung
samping tanaman kakao didatangkan dari Sulawesi Tengah dan langsung
didemonstrasikan oleh okulator tentang teknik sambung yang baik dan benar
kepada calon okulator dari Dinas Perkebunan Provinsi NTB. UPTD Balai
Perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP), telah menetapkan pohon sumber
entress untuk tanaman kopi seluas 122,25 ha (139.405 pohon)  dan tanaman
kakao seluas 12 ha (11.463 pohon) untuk tanaman kakao.

Dari hasil kaji terap, menunjukkan produksi komoditi perkebunan
meningkat secara signifikan dengan peningkatan umur tanaman. Atas dasar
hasil kaji terap tersebut, tahun 2014 telah diimplementasikan pada kebun
milik petani di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu dan Bima.
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 Sertifikasi Produk

Seiring dengan berkembangnya trend Back to Nature, dimana masyarakat
mengutamakan konsumsi makanan yang alami, Dinas Perkebunan Provinsi
NTB berinovasi untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan
mengembangkan perkebunan organik. Salah satu komoditi yang telah
disertifikasi organik yaitu komoditi kopi di Tepal Sumbawa, kopi Sembalun
Lombok Timur, kopi Mula Paice di Lombok Barat serta Kopi Tambora di
Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Agar komoditi perkebunan dapat
bersaing secara sehat dipasaran, selain sertifikat organik juga dilakukan
sertifikat halal pada Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk komoditi
kopi dan jambu mete.

Untuk mempertahankan kualitas produksi, sejak tahun 2010 Dinas
Perkebunan telah melakukan kerjasama dengan Puslit Koka Jember dalam
bentuk kesepakatan tentang pengembangan budidaya, penguatan
kelembagaan dan pemasaran hasil komoditi kopi arabika yang ada di Tepal
serta kopi Arabika Sembalun dan pada tahun 2014 telah diperluas untuk kopi
Tambora. Kopi Arabika Sembalun menduduki peringkat 30 nasional dengan
nilai 84,4 dari 155 jenis kopi di Indonesia pada lelang kopi nasional dengan
grader yang didatangkan dari Amerika Serikat.

 Pembangunan Kedai Kopi dan Showroom Kopi

Salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengembangan dan promosi
komoditas kopi, tahun 2014 telah dibangun Kedai Kopi beserta sarana
prasarananya dijalur pendakian Gunung Tambora di Desa Pancasila
Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan Desa Oi Bura Kecamatan Tambora
Kabupaten Bima. Keberadaan kedai kopi diharapkan mampu untuk :
1. Mengangkat dan menimbulkan peluang munculnya diversifikasi

pengolahan, sebagai makanan pendamping dan souvenir.
2. Promosi agrowisata perkebunan kopi, produk olahan kopi, promosi

penyajian kopi.
3. Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produk olahan kopi

berbasis specialty.
4. Peningkatan transmisi harga dalam sistem pemasaran berbasis fair trade.
5. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kopi di kawasan

Tambora.

Selain itu, juga dibangun showroom kopi didaerah Batulayar sebagai
tempat penjualan kopi hasil petani baik yang sudah diolah maupun masih
dalam bentuk biji. Pengelolaan dilakukan bekerjasama dengan pihak swasta
dengan sistem bagi hasil, SKPD memperoleh 25 persen dari keuntungan
bersih setiap 1 bulan berjalan, yang selanjutnya disetor ke Kas daerah
sebagai pendapatan lainnnya dari SKPD. Hal ini termuat dalam Perjanjian
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Kerjasama antara Dinas Perkebunan Provinsi NTB dengan CV. Sasak Techno,
dengan Nomor:074 /SEKR.1849.A / DISBUN dan Nomor:045 / Sasak Techno/
Ex/ X/ 14 tanggal 1 Oktober 2014.

 Tembakau Virginia

Potensi areal pertembakauan di NTB mencapai 59.055,85 Ha, terdiri dari
Tembakau Virginia 42.302,85 Ha dan Tembakau Rakyat 16.753,0 Ha.
Perkembangan luas areal dan produksi tembakau virginia lombok dan
tembakau rakyat tahun 2013-2014 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.242
Perkembangan Tanaman Tembakau Virginia dan Tembakau Rakyat

di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

TAHUN

PERKEMBANGAN TANAMAN TEMBAKAU
TEMBAKAU VIRGINIA TEMBAKAU RAKYAT

LUAS AREAL
(Ha)

PRODUKSI
(Ton)

LUAS AREAL
(Ha)

PRODUKSI
(Ton)

2013 23.329,07 33.906,65 5.026,90 4.622,02

2014 *) 19.230,60 30.512,27 3.613,77 3.632,05

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2014
*) Angka Sementara Tahun 2014

Kebijakan pengembangan intensifikasi tembakau virginia di Provinsi NTB
yang sudah dilakukan antara lain :

1. Kemitraan :
 Penerbitkan ijin kepada badan usaha dalam pengelolaan lahan lintas

kabupaten/kota.

 Budidaya tembakau melalui pola kemitraan.

 Perusahaan mitra diwajibkan membina petani binaan.

 Saling menguntungkan antara pelaku dan mitra.

 Pemenuhan kebutuhan pembelian tembakau oleh perusahaan sebesar
80 persen dihasilkan dari produksi petani binaan dan 20 persen dari
produksi petani swadaya.

 Penanaman dilakukan sesuai dengan jadwal tanam.

 Budidaya tembakau dilakukan pada areal yang sesuai dengan
persyaratan tumbuh tembakau.

2. Penyediaan Bahan Bakar untuk Omprongan Tembakau :
 Pemerintah memfasilitasi penyediaan bahan bakar bersama

perusahaan mitra.

 Perusahaan berkewajiban memfasilitasi penyediaan bahan bakar
untuk petani binaannya.

 Tidak menggunakan minyak tanah bersubsidi
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 Tidak menggunakan kayu bakar, kecuali yang disiapkan khusus untuk
omprongan tembakau.

 Menggunakan bahan bakar alternatif antara lain cangkang sawit,
cangkang kemiri, batubara, dll.

3. Tata Niaga :
 Perusahaan mitra wajib membina petani dalam meningkatkan kualitas

produk.

 Penyediaan dan pembelian tembakau dilakukan oleh dan dari petani
binaan kepada mitra perusahaan

 Petani wajib menghasilkan tembakau dengan kualitas sesuai dengan
kriteria perusahaan mitra.

 Standarisasi kualitas/grade harus jelas dan disosialisasikan.

 Musyawarah harga harus dilakukan secara terbuka dan tepat waktu.

 Peningkatan kapasitas petugas dan petani dilakukan secara berkala.

Terdapat 21 perusahaan mitra dalam kegiatan pertanaman tembakau di
Provinsi NTB. Jumlah produksi dan pembelian Tembakau Virginia Lombok
oleh perusahaan mitra sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.243
Pembelian Tembakau Virginai Lombok oleh Perusahaan Mitra

Tahun 2013-2014

NO URAIAN 2013 2014 PENINGKATAN
(%)

1 Luas Areal Binaan (Ha) 14.188,61 16.535,04 16,54

2 Rencana Produksi (Ton) 28.289,15 33.657,49 18,98

3 Realisasi Pembelian

 Ton 26.276,37 28.555,37 8,67

 % 92,88 84,84
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi NTB, 2014

 Pengembangan Tanaman Tebu

Provinsi NTB pada tahun 2013 ditetapkan sebagai lokasi pengembangan
tebu nasional diluar Pulau Jawa guna mendukung pencapaian Swasembada
Gula, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan gula nasional wilayah timur
sebesar 100.000-150.000 ton/tahun.

Melalui dukungan APBN tahun 2014, telah dikembangkan kawasan tebu
seluas 1.000 Ha dan tahun 2015 seluas 3.000 Ha. Sedangkan dari mitra
perusahaan seluas 1.700 Ha dan sampai tahun 2015 diharapkan
pengembangan dari perusahaan inti seluas 4.000 Ha pada kawasan HGU PT.
Sukses Mantap Sejahtera seluas 5.700 Ha. Total luas pengembangan tebu
tahun 2015 mencapai 9.700 Ha, untuk memenuhi kapasitas pabrik 5.000
TCD/hari selama 150 hari, yang akan menghasilkan gula 50.000-75.000
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ton/tahun. Dalam rangka memenuhi kapasitas pabrik 100.000-150.000 ton
gula/tahun dengan kapasitas penggilingan 10.000 TCD/hari, diperlukan areal
pengembangan tebu seluas 20.000 Ha, yang dapat menyerap tenaga kerja
sekitar 12.000 orang. Lokasi pengembangan tebu tersebar di Desa Pekat,
Beringin Jaya, Sorinomo, Karombo, Doropeti, Kadindi Barat, Nangakara,
Calabai, Tambora dan Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

2.2.1. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP)

Urusan pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP) melalui 1 program pokok
dan 1 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.244
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP) Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(pertanian/per
kebunan)

Meningkatkan
keberlanjutan
ketahanan
pangan

Pengembangan
Perbenihan/
Perbibitan

Kebun induk
kelapa, Kopi dan
Kakao yang
terpelihara

7 ha 7 ha

Mesin pompa air
yang diadakan

1 unit 1 unit

Contoh benih
tanaman
perkebunan untuk
pengecekan mutu
yang diadakan

50 sampel 50 sampel

Bibit Tanaman
Perkebunan yang
disediakan:
- Cengkeh 2500

pohon
2500
pohon

- Kelapa 2500
pohon

2500
pohon

Bahan Organik dan
obat-obatan yang
diadakan :
- Pupuk urea 250 kg 250 kg
- Pupuk Sp-36 250 kg 250 kg
- KCl 575 kg 575 kg
- Insektisida 5 liter 5 liter
- Herbisida 10 liter 10 liter
- Knapsack Sprayer 1 unit 1 unit

- Pupuk
organik/pupuk
kandang

8.100 kg 8.100 kg

Alat-alat
laboratorium
perbenihan
perekebunan
diadakan

36 jenis/
55 unit

36 jenis/
55 unit

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi NTB, 2014



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.319 LKPJ GUBERNUR 2014

UPTD-BPTP telah berhasil mengembangkan entries lokal yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi NTB Nomor : 525.27/SEKR.562/Disbun tentang Penetapan
Blok Penghasil Tinggi (BPT) Entress Kopi Sebagai Sumber Benih.
UPTD BPTP juga melakukan pemeliharaan pohon Kakao yang akan
dilakukan pemurnian untuk ditetapkan sebagai Sumber entress serta
melakukan pembangunan kebun induk kelapa guna pemenuhan
benih untuk pengembangan dimasa yang akan datang.

2.2.2. UPTD Balai Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Urusan pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan melalui 1 program pokok
dan 2 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.245
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Balai Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/Perk
ebunan

Meningkatnya
produktivitas
tanaman
perkebunan
melalui
aplikasi
teknologi

Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi
Pertanian/Perk
ebunan Tepat
Guna

Demplot
penggunaan
varietas tembakau
rendah nikotin
yang diadakan

2 ha 2 ha

Demplot
pemeliharaan kaji
terap pucuk kopi
dan sambung
samping kakao

20 ha 20 ha

Demplot kaji rerap
sambung pucuk
jambu mete

1 ha 1 ha

Bibit jambu mete
dan benih
tembakau rendah
nikotin yang
diadakan :
- Bibit Tanaman 250 pohon 250 pohon

- Entress 250 batang 250 batang
- Benih Tembakau 16 gram 16 gram

Alat dan Bahan
obat  organik dan
anorganik untuk
sambung samping
kakao dan
sambung pucuk
kopi yang
diadakan :
- Hand Sprayer 5 unit 5 unit
- APH 200 kg 200 kg
- Pupuk Kandang 50.000 kg 50.000 kg
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Bahan obat
organik dan
anorganik untuk
varietas tembakau
rendah nikotin dan
sambung pucuk
jambu mete yang
diadakan :

- Pupuk NPK 930 kg 930 kg
- Pupuk KNO3 400 kg 400 kg
- Dolomit
- Herbisida
- Redomil

2.040 kg
500 ml
500 ml

2.040 kg
500 ml
500 ml

- Metindo 500 ml 500 ml
- Formalin 500 ml 500 ml
- Confidor 4 kg 4 kg
- Tamex 3 liter 3 liter
- Hand sprayer

kepada kelompok
petani yang
diadakan

4 unit 4 unit

Alat laboratorium
lapangan UPTD
(Chainsaw) yang
diadakan

2 unit 2 unit

Peningkatan
Sumberdaya
(SDM)
Petugas/
petani
perkebunan

Peserta pelatihan
sekolah lapang
pupuk berimbang

150 orang 150 orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi NTB, 2014

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, telah
dikembangkan demplot metode sambung pucuk kopi seluas 10 Ha
dan demplot metode sambung samping kakao seluas 10 Ha sebagai
kebun sumber entress, kebun produksi serta wahana belajar dan
magang. Kegiatan lain yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas
SDM adalah Sekolah Lapang tentang pupuk berimbang dan demplot
tembakau nikotin rendah.

2.2.3. UPTD Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman
Perkebunan

Urusan pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan melalui 2 program
pokok dan 2 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 2.246
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Ketahanan
Pangan

Meningkatkan
keberlanjutan
ketahanan
pangan

Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi
Bioteknologi

Lahan untuk uji
pengembangan
Pengendalian
Hama Terpadu
(PHT) penggerek
buah kopi (PBKo)
untuk kompensasi
tanaman denfarm
yang tersedia

2 ha 2 ha

Demplot
penerapan PHT
pengendalian OPT
dengan
menggunakan APH
tanaman tembakau
yang tersedia

5 ha 5 ha

Jumlah Media
(isolat,
perbanyakan) yang
distabilisasi

4 jenis 4 jenis

2. Peningkatan
penerapan
Teknologi
Pertanian/
Perkebunan

Meningkatnya
kualitas SDM
petugas/peta
ni perkebunan

Peningkatan
Sumber Daya
Manusia
(SDM)
Petugas/
Petani
Perkebunan

Peserta pelatihan
penyegaran
petugas pengamat
Hama

30 orang 30 orang

Peserta pelatihan
penerapan PHT
pada pengendalian
OPT

30 orang 30 orang

Alat-alat
laboratorium
nematoda yang
diadakan

1 unit 1 unit

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi NTB, 2014

UPTD BLPTP telah mengembangkan Agensia Pengendali Hayati
(APH) yaitu Tetratischus, sp untuk pengendalian Hama Brontispa dan
Oryctes pada tanaman kelapa, APH Beauveria bassiana untuk
pengendalian hama Lawana sp pada tanaman jambu mete, penyakit
PBK pada tanaman kakao serta penyakit PBKo pada tanaman kopi,
APH Tricoderma sp, untuk memberantas penyakit Jamur Akar Putih
dan Coklat pada tanaman jambu mete serta APH Metharizium sp,
untuk pengendalian hama gayas pada tanaman kelapa.
Pengembangan tersebut dilakukan untuk mendukung kelestarian
musuh alami, menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung
pruduk perkebunan Back to Nature/go organik. Kegiatan lain yang
dilakukan yaitu sekolah lapang pengendalian hama terpadu untuk
Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman dan melakukan
pengujian/demplot terkait pengendalian hama terpadu.
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2.3 Penyelenggaraan Urusan Pertanian Pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan melalui 5 program pokok dan 10 kegiatan sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.247
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Peternakan)

Tersedianya
produk
pangan asal
hewan yang
yang Aman
Sehat Utuh
dan Halan
(ASUH)

Peningkatan
Kualitas
Produk Pangan
asal Hewan

Leaflet sasambo
beef yang dicetak

250 lembar 250 lembar

Sekolah Dasar
yang mendapat
kampanye makan
daging sapi dan
telur

50 sekolah 50 sekolah

Aparat peserta
pertemuan
pengawasan lalu
lintas produk
pangan

60 orang 60 orang

Pengelola
RPH/jagal peserta
pertemuan
higienis sanitasi
usaha

60 orang 60 orang

Pengelola
RPH/Jagal
peserta
pertemuan
pengendalian
pemotongan
betina produktif
di RPH-TPH

60 orang 60 orang

Peningkatan
Sinergisitas
RPH dan MBC

Olahan daging
sapi yang
dihasilkan

2 jenis
(Daging

Beku dan
Bakso)

2 jenis
(Daging

Beku dan
Bakso)

2. Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
Ternak

Tersedianya
obat dan
vaksin
pencegahan
PHMS

Pelayanan
Kesehatan
Hewan dan
Pengawasan
Obat

Aparat
pemerintah
peserta
pertemuan
koordinasi
pencegahan
pengendalian dan
pemberantasan
PHMS

60 orang 60 orang

Alat dan obat-
obatan
pencegahan
rabies yang
diadakan

5 jenis:
 Strichnin 2

Kg
 Sarung

Tangan 71
Box

5 jenis:
 Strichnin 2

Kg
 Sarung

Tangan 71
Box
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

 Masker 71
box

 Tabung
Venoject
700 buah

 Parang
Besa 60
buah

 Masker 71
box

 Tabung
Venoject
700 buah

 Parang
Besa 60
buah

Bahan dan alat
obatan
Pencegahan
Avian Influenza
(AI)

7 jenis:
 Repid Test

8 Pack
 Anigen

Rapid AIV
Ag Test 2
Box

 Disposible
Spuit 1 cc
13 box

 Masker 10
Box

 Hand
Sprayer 11
Box

 Vaksin
Madivac
ND-AI
Emulsion
110 botol
(ml)

 Alkohol
70% 11
Botol

7 jenis:
 Repid Test

8 Pack
 Anigen

Rapid AIV
Ag Test 2
Box

 Disposible
Spuit 1 cc
13 box

 Masker 10
Box

 Hand
Sprayer 11
Box

 Vaksin
Madivac
ND-AI
Emulsion
110 botol
(ml)

 Alkohol
70% 11
Botol

Bahan dan alat
obat-obatan
/Vaksinasi
Anthrax diadakan

6 jenis:
 Limoxin 50

ml: 165
botol

 Tympanol
100 ml:
170 botol

 Vitamin B
Complex
Injeksi
250 Botol

 Vetadryl
50 ml: 200
botol

 Venoject
Tube 10
ml: 990
buah

 Microtube
: 8 Box

6 jenis:
 Limoxin 50

ml: 165
botol

 Tympanol
100 ml:
170 botol

 Vitamin B
Complex
Injeksi
250 Botol

 Vetadryl
50 ml: 200
botol

 Venoject
Tube 10
ml: 990
buah

 Microtube
: 8 Box
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Bahan dan alat
obat-obatan/
Vaksin
Septicaemia
Epizootica
(SE)yang
diadakan

4 jenis:
 Vaksin

(100
dosis):
200 botol

 Masker 25
Box

 Glove 20
Box

 Cool Box
(6 liter):
40 Botol

4 jenis:
 Vaksin

(100
dosis):
200 botol

 Masker 25
Box

 Glove 20
Box

 Cool Box
(6 liter):
40 Botol

Bahan dan alat
obat-obatan
penangan cacing
pedet yang
diadakan

4 jenis:

 Caprivit 20
ml: 741
botol

 Caprintel
Bolus 12
bolus: 300
botol

 Sulfa
Strong Inj
20 Ml: 200
botol

 Permethyl
5% 25 ml:
150 botol

4 jenis:

 Caprivit 20
ml: 741
botol

 Caprintel
Bolus 12
bolus: 300
botol

 Sulfa
Strong Inj
20 Ml: 200
botol

- Permethyl
5% 25 ml:
150 botol

Ternak yang
diperiksa
penanganan
cacing

2.800 ekor
2.847 ekor

Pencegahan dan
penolakan rabies 400 ekor 400 ekor

Ayam yang
mendapat
Vaksinasi Avian
Infulenza (AI)

20.000 ekor 28.849 ekor

Sapi yang
mendapat
Vaksinasi
Septicaemia
Epizootica (SE)

12.000 ekor 42.352 ekor

3. Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan

Meningkatkan
produksi hasil
peternakan

Peningkatan
Sarana
Prasarana
Pembibitan
Ternak

Buku Database
Kelompok
Pembibitan/Peng
gemukan yang
diadakan

1 dokumen/
40 buku

1 dokumen/
40 buku

Sapi bibit
betina/jantan
yang diadakan
oleh kelompok

409 ekor/
15 kelompok

409 ekor/
15 kelompok
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Ternak

Peserta workshop
Kelompok
pengembangan
budidaya ternak

50 orang 50 orang

Unggas untuk
pengembangan
kawasan
perdesaan yang
diadakan

 15 klp/
78.500
ekor

 Day of
Chicken
(DOC) PS
: 12.500
ekor

 Day of
Duck
(DOD) :
66.000
ekor

 15 klp/
78.500
ekor

 DOC PS :
12.500
ekor

DOD :
66.000 ekor

Sapi untuk
pembibitan yang
diadakan

458 ekor/
28 kelompok

458 ekor/
28 kelompok

Kambing untuk
pembibitan yang
diadakan

570 ekor/
31 kelompok

60 ekor/
3 kelompok

Itik dan itik dara
untuk
pengembangan
pembibitan yang
diadakan

2.000 ekor/
3 kelompok

2.000 ekor/
3 kelompok

Kambing untuk
pembibitan di
Pulau Sumbawa
yang diadakan

93 ekor/
3 kelompok

93 ekor/
3 kelompok

Sapi untuk
pengembangan
kawasan sapi
bibit yang
diadakan

30 ekor/
1 kelompok

30 ekor/
1 kelompok

Kelompok yang
diberikan
stimulus kandang
ternak

3 kelompok
/3 unit

3 kelompok
/3 unit

Unggas untuk
pengembangan
model kawasan
perunggasan
yang diadakan

 45.000
ekor/5
kelompok

 DOC :
12.000
ekor

 DOD :
33.000
ekor

 45.000
ekor/5
kelompok

 DOC :
12.000
ekor

 DOD :
33.000
ekor
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Penguatan
Kelembagaan
Kelompok Tani
Ternak

Peternak yang
mengikuti
workshop
program
pemberdayaan
ternak kambing

34 orang 34 orang

Kelompok yang
diberikan
stimulus
perbaikan
kandang

10
kelompok/

10 unit

10
kelompok/

10 unit

Kambing untuk
pengembangan
budidaya
kambing yang
diadakan

61 ekor/
2 kelompok

61 ekor/
2 kelompok

4. Peningkatan
Pemasaran
Hasil Produksi
Peternakan

Tereksposisin
ya produk-
produk /
usaha
peternakan

Eksposisi Hasil
Peternakan

Brosur/leaflet
yang diadakan

6.000
lembar

6.000
lembar

Pameran yang
diikuti

5 pameran :
Agrinex Expo
NTB Expo

NTB Bersaing
International
Indonesia
Seafood and
Meat
Conference
and Expo
(IISM)

Inafact 2014

4 pameran :
 Agrinex

Expo
 NTB Expo
 NTB

Bersaing

 Inafact
2014

I
Pembinaan
dan
Pengolahan
Pemasaran
Hasil
Peternakan

Peserta diklat
pengolahan
pangan

20 orang 20 orang

Kelompok
penerima fasilitasi
usaha
pengolahan
kerupuk kulit,
telur asin, bakso
dan abon

10 kelompok 10 kelompok

5. Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Peternakan
(UPTD Balai
Pengembanga
n dan
Pengolahan
Pakan Ternak
Ruminansia)

Terlaksananya
pengolahan
Pakan hasil
limbah
pertanian

Pengembangan
Pakan Hijauan
Ternak dan
Limbah
Pertanian

Pakan silase,
jerami,
konsentrat hasil
samping
pertanian yang
diolah

10 ton 10 ton

Pengembangan
Diklat
Pengolahan
Pakan Limbah
Pertanian

Peserta diklat
pengolahan
pakan limbah
pertanian

500 orang 500 orang

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2014
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Sub sektor peternakan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan
pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan
pangan dan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu komoditas unggulan
subsektor peternakan adalah sapi, perkembangan populasi sapi Provinsi NTB,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.248
Populasi Ternak Sapi Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

INDIKATOR 2013
2014

TARGET REALISASI

Populasi Sapi (ekor) 1.002.731 1.092.077 1.013.793

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Tahun 2014

Populasi ternak sapi tahun 2014 sebanyak 1.013.793 ekor, mencapai
92,83 persen dari target 1.092.077 ekor, mengalami peningkatan populasi
11.062 ekor dibandingkan populasi tahun 2013 sebanyak 1.002.731 ekor.
Tidak tercapainya target populasi sapi pada tahun 2014 disebabkan oleh
tingginya persentase pemotongan ternak betina produktif baik terhadap
jumlah pemotongan ternak betina maupun terhadap seluruh pemotongan
ternak dan tidak terkendalinya pengiriman ternak illegal keluar daerah, yang
berakibat terkurasnya populasi dalam daerah. Distribusi ternak keluar dari
Provinsi NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.249
Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

JENIS TERNAK

TERNAK BIBIT
KELUAR
(ekor)

TERNAK POTONG
KELUAR
(ekor)

JUMLAH
(ekor)

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Sapi 16.744 9.885 20.793 20.555 37.537 30.440

Kerbau 278 - 5.353 3.224 5.631 3.224

Kuda - - 1.616 1.638 1.616 1.638

Kambing - - 5.706 2.420 5.706 2.420

Babi - - 1.446 3.263 1.446 3.263
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2014

Penyebaran calon induk pada kegiatan strategis disektor hulu untuk
peningkatan populasi ternak sapi, diharapkan berdampak positif bagi
kesejahteraan peternak. Penyerapan tenaga kerja pada sub sektor
peternakan tahun 2014 khususnya pada ternak sapi mencapai 333.025
orang, meningkat 3.630 Orang (1,09%) dibandingkan tahun 2013 yang
mencapai 329.441 orang. Capaian kinerja subsektor peternakan (ternak sapi)
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.250
Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (ternak sapi) Tahun 2013-2014

NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN 2013

2014

TARGET CAPAIAN

1 Populasi Ekor 1.002.731 1.092.977 1.013.793

2 Induk Produktif
Ekor 451.229 491.840 456.207

% 45 45 45

3 Kelahiran Pedet
Ekor 383.545 393.472 364.965

% 85 80 80

4 Kematian  Pedet
Ekor 34.519 39.347 36.497

% 9,5 10 10

5 Pemotongan Betina
Produktif

Ekor 1.247 7.378 1.192

% 0,28 1,5 0,26

6 Pengeluaran Bibit Ekor 13.200 17.000 9.985

7 Kelompok Tani
Ternak

Kelompok 3.015 3.077 3.217

Ekor 354.263 61.540 64.340

Orang 75.375 76.925 80.425

8 Populasi Dalam
kelompok % 35,3 5,6 6,3

9 Sentra Perbibitan
Sapi Rakyat/VBC Unit 40 40 40

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2014

 Kartu Ternak
Sistem pengkartuan ternak di Provinsi NTB merupakan salah satu pilot
project nasional dan lokasi percontohan bagi delapan daerah sentra
produksi sapi potong di Indonesia yaitu Provinsi NTB, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali
dan NTT. Kartu ternak dimaksudkan sebagai tanda dan identitas
kepemilikan hewan ternak serta memastikan data populasi ternak.

Validasi data populasi ternak sapi tahun 2014 dilaksanakan di Pulau
Lombok dengan jumlah populasi 445.417 ekor yang akan diberikan kartu
kepemilikan ternak. Pelaksanaan pengkartuan ternak baru dilaksanakan
awal November 2014, sehingga baru dapat mendata 335.314 ekor
(75,28%) kepemilikan ternak masyarakat dan ditargetkan selesai pada
tahun 2015.

 Jual Beli Sapi Sistem Digital di Lombok Timur
Sistem elektronik pasar digital, diimplementasikan pada transaksi jual beli
ternak di Pasar Hewan, dimaksudkan untuk memantau harga-harga yang
berlaku di pasar hewan yang dikendalikan melalui sistem komputerisasi.
Sistem ini mengedepankan analisis struktur ongkos usaha, sehingga harga
jual untuk suatu komoditas dipengaruhi oleh biaya produksi yang
dikeluarkan, yang diharapkan akan memberikan dampak terhadap
peningkatan pendapatan peternak.
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 Kampung Unggas
Kebijakan Pemerintah dalam menekan dampak inflasi pada saat terjadi
lonjokan harga adalah pengembangan kampung unggas bagi penduduk
miskin. Peningkatan produktivitas unggas lokal ayam buras dan itik sangat
berarti dalam mengurangi inflasi daerah. Berdasarkan data, faktor yang
dominan memicu inflasi adalah kelangkaan daging ayam buras maupun
telur ditingkat konsumen. Tahun 2014 telah dikembangkan 15 kelompok
dalam rangka pengembangan kampung unggas, dengan memberikan
bantuan 78.500 ekor unggas berupa bibit ayam dan bebek. Melalui
kegiatan ini diharapkan dapat membantu sebagian masyarakat untuk
menekan biaya produksi, sehingga harga ditingkat konsumen tidak terlalu
tinggi.

Provinsi NTB memiliki peran strategis sebagai kawasan sentra produksi
ternak bibit maupun ternak potong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
daging baik regional maupun nasional. Kebutuhan konsumsi daging juga
dipenuhi melalui pengembangan sentra produksi ternak kambing/domba
serta pembentukan kawasan integrasi ternak unggas. Perkembangan
produksi daging di Provinsi NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.251
Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2013-2014

NO TERNAK
PRODUKSI DAGING (Ton)
2013 2014

1 Kuda 306,14 265,01

2 Sapi 13.884,31 14.037,5

3 Kerbau 2.259,54 2.104,36

4 Kambing 4.935,27 3.930,06

5 Domba 187,85 147,58

6 Babi 2.884,99 2.389,96

7 Ayam Ras 40.969,40 89.617,23

8 Ayam Buras 11.342,45 12.891,37

9 Itik 1.148,97 1.103,01

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Tahun 2014

2.3.1. UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Inseminasi Buatan (BIB) melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.252
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Produksi
Hasil
Peternakan

Tersedianya
semen/mani
beku untuk
Inseminator
Buatan

Pembuatan
Mani Beku

Semen Beku
yang
diadakan

5.000 dosis 5.500 dosis

Pakan
konsentrat
ternak sapi
pejantan
unggul yang
diadakan

23.560 kg/
16 ekor

23.560 kg/
16 ekor

Pakan
konsentrat
ternak sapi
eks JICA yang
diadakan

6.000 kg/
11 ekor

6.000 kg/
11 ekor

Obat-obatan
sapi pejantan
unggul yang
diadakan

7 jenis:
 Vitamin B

Complex
100 ml :
4 botol

 Dimedril
50 ml : 2
botol

 Novaldon
50 ml: 2
botol

 Terramys
cine LA
100ml: 1
botol

 Wormzol
(10Bolus/
btl): 4
botol

 Gusanex
Spray 1,3
oz

 Vigantol
50 ml : 5
botol

7 jenis:
 Vitamin B

Complex
100 ml : 4
botol

 Dimedril
50 ml : 2
botol

 Novaldon
50 ml: 2
botol

 Terramysc
ine LA
100ml: 1
botol

 Wormzol
(10Bolus/b
tl): 4 botol

 Gusanex
Spray 1,3
oz

- Vigantol
50 ml : 5
botol

Bahan dan
alat kimia
prosesing
mani beku
yang
diadakan

8 jenis:
 Ministraw

: 20
Bungkus

 Iner Liner
: 5 Buah

 Cone : 5
buah

 Androme
d 200ml :
10 Botol

 Aquades
100 ml:
22 Botol

8 jenis:
 Ministraw

: 20
Bungkus

 Iner Liner
: 5 Buah

 Cone : 5
buah

 Andromed
200ml : 10
Botol

 Aquades
100 ml: 22
Botol
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
 Infus

NACl 500
ml: 3
botol

 Tinner A
spesial :
2 liter

 Alkohol
70%: 1
Botol

 Infus
NACl 500
ml: 3
botol

 Tinner A
spesial : 2
liter

 Alkohol
70%: 1
Botol

Pembibitan
dan
Perawatan
Ternak Sapi
Brangus di
Instalasi
Amor-Amor

Sapi brangus
yang
terpelihara

35 ekor 35 ekor

2. Peningkatan
Kapasitan
UPTD

Tersedianya
semen Beku

Peningkatan
Peran dan
Fungsi BIB

Semen beku
yang diuji

86 dosis 86 dosis

Kelahiran
ternak hasil
IB

4.000 ekor 3.500 ekor

Pengemban
gan
Instalasi
Perbibitan
Sapi Amor-
Amor

Pakan ternak
sapi brangus
yang
diadakan

8.160 kg/
30 ekor

8.160 kg/
30 ekor

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2014

Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada UPTD Balai Inseminasi Buatan
tahun 2014 melalui dekungan APBD Provinsi NTB terealisasi 5.500 dosisi
mencapai 110 persen dari target 5.000 dosis. sedangkan pelayanan IB yang
bersumber dari APBN dari target 55.000 dosis terealisasi 55.000 dosis
(100%). Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) tahun 2014 sebesar
1.375 dosis.

2.3.2. UPTD Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak melalaui 2 program
pokok dan 5 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.253
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
Produksi
Hasil
Peternakan

Tersedianya
bibit hijauan
makanan ternak
yang berkualitas

Pembibitan
Hijauan
Makanan
Ternak
Serading

Luas
pengolahan
lahan Hijauan
Makanan
Ternak (HMT)

51,3 ha 51,3 ha

Pembibitan
Ternak Sapi
Bali
Serading

Pakan ternak
sapi bali yang
diadakan

81.000 kg 81.000 kg

Rumput
kering/jerami
untuk pakan
olahan yang
diadakan

540.000 kg 540.000 kg

Bahan
konsentrat
anak dan
pejantan
yang
diadakan

36.000 kg 36.000 kg

2 Peningkatan
Kapasitas
UPTD

Tersedianya
bibit ternak dan
Hijauan
Makanan
Ternak (HMT)

Peningkatan
peran dan
fungsi Balai
Pembibitan
Ternak dan
Hijauan
Makanan
Ternak
Serading

Rumput yang
diproduksi

2.428.800
steks/pols

2.428.800
steks/pols

Benih  yang
diproduksi

1.635 kg 1.635 kg

Pengemban
gan
Instalasi
Perbibitan
Ternak
Pekat
Dompu

Ternak sapi
yang
dipelihara

105 ekor 105 ekor

Pengemban
gan
Instalasi
Perbibitan
Hijauan
Makanan
Ternak
Pandai-Bima

Luas lahan
hijauan
makanan
ternak yang
dikelola

32,33 ha 32,33 ha

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2014

Penyediaan pakan yang bermutu baik sangat berpengaruh pada
kualitas sapi maupun pedet yang dihasilkan. Pada tahun 2014 Balai
Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak telah mampu
menyediakan 81.000 kg pangan ternak dan penyediaan 540.000 kg
rumput kering, serta mengelola 51,3 Ha lahan hijauan makanan
ternak.
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2.3.3. UPTD Balai Rumah sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai Rumah
Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner melalaui 2 program dan 3
kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.254
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
Produksi
Hasil
Peternakan

Meningkatkan
pelayanan
Rumah Sakit
Hewan (RSH)
dan
Laboratorium
Veteriner

Peningkatan
Pelayanan
Lab Keswan
Type B

Pelatihan
jejaring
Laboratorium

35 orang 35 orang

Sampel Uji
TPC

250 sampel 251 sampel

Sampel Uji
Cemaran
Residu

300 sampel
telur

100 sampel
sapi

300 sampel
telur

103 sampel
sapi

Pemeriksaan
TPC

250 sampel 251 sampel

Peningkatan
Pelayanan
RSH

Pelatihan
Bedah Praktis
Ternak

35 orang 35 orang

Pelayanan
RSH

1.800 ekor 3.069 ekor

2 Peningkatan
Kapasitas
UPTD

Terperiksanya
status
kesehatan
hewan dan uji
cemaran
mikroba

Peningkatan
peran dan
fungsi balai
Laboratoriu
m Veteriner
dan RSH

Alat-alat
RSHLV yang
diadakan

15 jenis:
 P

etridis
280 buah

 B
unsenBur
ner :
1buah

 T
esttubber
Microcap:
228 biji

 P
enojecttu
be non
edpa : 20
kotak

 N
idle
Hoder :
20 Kotak

 T
ermomet
er digital:
4 buah

 T
ermo
hidromete
r/corona:
2 buah

 S
endok
Tanduk:

15 jenis:
 P

etridis
280 buah

 B
unsenBur
ner :
1buah

 T
esttubber
Microcap:
228 biji

 P
enojecttu
be non
edpa : 20
kotak

 N
idle
Hoder :
20 Kotak

 T
ermomet
er digital:
4 buah

 T
ermo
hidromet
er/corona
: 2 buah

 S
endok
Tanduk:
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1 buah

 M
icropitek
socoret: 2
buah

 E
petic 0,1
mikron: 1
pac

 E
petic 100
micron: 3
pac

 B
otol
Durham:
12 buah

 D
rencin
Gan 20
ml: 1
buah

 R
aktestup
stanlis:
40 buah

 T
roli
stanlis: 2
buah

1 buah
 M

icropitek
socoret: 2
buah

 E
petic 0,1
mikron: 1
pac

 E
petic 100
micron: 3
pac

 B
otol
Durham:
12 buah

 D
rencin
Gan 20
ml: 1
buah

 R
aktestup
stanlis:
40 buah

 T
roli
stanlis: 2
buah

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2014

Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner tahun
2014 telah melakukan pelayanan pengobatan 3.063 ekor ternak dari
target 1.800 ekor, terdiri ternak besar 1.745 ekor, ternak kecil 599
ekor, ternak unggas 618 ekor dan hewan kesayangan 101 ekor.
Perkembangan dari pelayanan pengobatan tersebut sebanyak 3.063
ekor sembuh.

2.4 Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BAKORLUH)

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui 2
program pokok dan 13 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.255
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pada Bakorluh Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani di NTB
sebagai

Peningkatan
Kemampuan
Lembaga
Petani

Kelas
kelompok
pertanian,
perikanan dan

240 kelompok 240 kelompok
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

dampak
Optimalisasi
Penyelenggar
aan
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan

kehutanan
yang
ditingkatkan

Pekan Daerah
(PEDA) Kontak
Tani Andalan

Petani/Penyul
uh dan
Anggota
KTNA yang
mengikuti
PEDA

500 orang 500 orang

Brosur/leaflet
/liptan yang
dicetak

1.000 lembar 1.000 lembar

Baliho yang
dicetak

2 buah 2 buah

Spanduk yang
dicetak

5 buah 5 buah

Panduan
PEDA yang
dicetak

600 buku 600 buku

Pekan Nasional
(PENAS)
Kelompok
Kontak Tani
Nelayan

Petani/Penyul
uh dan
Anggota
KTNA yang
mengikuti
PENAS

500 orang 500 orang

Brosur/leaflet
/liptan yang
dicetak

1.000 lembar 1.000 lembar

Baliho yang
dicetak

3 buah 3 buah

Spanduk yang
dicetak

5 buah 5 buah

Advokasi
Kelembagaan
Penyuluh
Tingkat
Kabupaten

Penyuluh
peserta Rapat
Koordinasi,
Integrasi  dan
Sinkronisasi
Penyelanggar
aan
Penyuluhan di
Provinsi NTB

30 orang 30 orang

Anggota
Komisi
Penyuluhan
yang
difasilitasi

17 orang 17 orang

Penyelenggara
an Kampanye
Indonesia
Menanam
(KIM) dan
Lomba
Penghijauan
Konservasi
Alam

Peserta lomba
penghijauan
dan
konservasi
alam

5 kategori 5 kategori

Bibit tanaman
untuk KIM
yang
diadakan :
- Jati 100 batang 100 batang
- Sawo Kecik 100 batang 100 batang

- Rajumas 100 batang 100 batang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Gaharu 100 batang 100 batang
- Mangga 100 batang 100 batang

2. Pemberdayaa
n Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
Lapangan

Optimalisasi
Peran dan
Fungsi
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
Dalam Upaya
Meningkatkan
Kesejahteraan
Petani.

Penyusunan
Program
Penyuluhan

Buku program
penyuluhan
yang disusun

3  dokumen/
50 buku

3  dokumen/
50 buku

Peserta
penyusunan
programa
penyuluhan

80 orang 80 orang

Monitoring,
supervisi,
evaluasi dan
pelaporan
penyelenggara
an penyuluhan

Laporan
evaluasi
penyuluhan
yang dicetak

3 buku 3 buku

Peserta
evaluasi
penyelenggar
aan
penyuluhan
pertanian/per
kebunan

35 orang 35 orang

Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
Lapangan

Peserta
peningkatan
kapasitas
penyuluh Non
PNS/Swadaya
di 10
Kab/Kota

300 orang 300 orang

Peserta
peningkatan
kapasitas
penyuluh PNS
di Kab/Kota

500 orang 500 orang

Demplot
alternate
pengganti
tembakau
yang
mempunyai
pendapatan
minimal sama
bahkan lebih
dari
komoditas
tembakau

10 BPP/
100 unit

10 BPP/
100 unit

Demplot
pengembanga
n komoditas
Hasil Hutan
Bukan Kayu
(HHBK)
sebagai
upaya
pengentasan
kemiskinan

3 BPP/
3 unit

3 BPP/
3 unit

Peserta lomba
kelompok tani
berprestasi

12 kelompok 12 kelompok

Peserta
penilaian
Penyuluh dan
Petani teladan

12 orang/
4 kategori

12 orang/
4 kategori
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pelatihan
Peningkatan
Kelembagaan

Peserta
pelatihan
peningkatan
kelembagaan

60 pelaku
usaha/

30 penyuluh

60 pelaku
usaha/

30 penyuluh

Pelatihan
Manajemen
Agribisnis

Peserta
pelatihan
manajemen
agribisnis

60 pelaku
usaha/

30 penyuluh

60 pelaku
usaha/

30 penyuluh

Fasilitasi
Penyuluhan
Pendamping

Penyebarluas
an materi
penyuluhan

3 paket 3 paket

Peserta
pertemuan
pengembangan
kerjasama
penyuluhan
perikanan

80 orang 80 orang

Peserta
pendampingan
perikanan
tangkap dalam
rangka
pengentasan
kemiskinan

75 orang 75 orang

Peserta rapat
koordinasi
sosialisasi
program
bidang
perikanan

20 orang 20 orang

Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Kreatif

Alat
kelengkapan
Produksi
pelaku usaha
yang
diadakan

2 Unit 1 Unit

Pelatihan
Pengolahan
Pasca Panen

Pelaku
utama/usaha
perikanan
peserta
pelatihan
pengolahan
pasca panen
dan
pengolahan
hasil

140 orang 140 orang

Pelaku
utama/usaha
perikanan
peserta
demplot
lobster dalam
rangka
pengentasan
kemiskinan

40 orang 40 orang

Pelaku utama
/usaha
perikanan
Peserta
demplot lele
dlm
pengentasan
kemiskinan

40 orang 40 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pelaku
utama/usaha
perikanan
Peserta
demplot belut
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan

60 orang 60 orang

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, 2014

Potensi dan produksi sumberdaya alam pertanian, perikanan dan
kehutanan di Provinsi NTB melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan saat ini diarahkan dalam rangka
pengembangan dan peningkatan kualitas ekonomi untuk dapat memenuhi
standar pasar, melalui upaya :

1. Peningkatan pengetahuan 1.406 orang petani, pelaku utama dan pelaku
usaha untuk menghasilkan produk-produk pertanian, perikanan dan
kehutanan yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi.

2. Peningkatan kapasitas 1.239 orang penyuluh, petugas, guru/widyaiswara
untuk memberikan penyuluhan, melakukan pendampingan kepada
petani, masyarakat dan siswa SMKPP.

3. Peningkatan pendidikan 707 orang generasi muda pertanian yang
mengikuti pendidikan teknis dan agribisnis pertanian, perikanan dan
kehutanan di SMKPP Negeri Mataram dan SMKPP Negeri Bima, sehingga
dapat menghasilkan produk-produk unggulan dan produk-produk olahan
hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan bernilai
ekonomi tinggi.

4. Meningkatkan kelas 440 kelompok pelaku utama/usaha yang dapat
mendorong berkurangnya angka kemiskinan.

Dalam malaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Bakorluh, didukung
oleh sumberdaya manusia yang mampu untuk mensosialisasikan program,
kegiatan dan hal lainnya yang berkaitan dengan perikanan, pertanian
maupun kehutanan. Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di
Provinsi NTB, kebijakan penempatan satu desa satu penyuluh merupakan
solusi untuk melakukan pendampingan bagi petani guna peningkatan
ketahanan pangan daerah. Jumlah Penyuluh di provinsi NTB tahun 2014,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.256
Penyuluh Pertanian, Kehutanan dan perikanan

di Provinsi NTB Tahun 2014

PROVINSI/
KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH
DESA/

KELURAHAN

JUMLAH PENYULUH (Orang) KEBUTUHAN (Orang)

PERTANIAN PERIKANAN BIDANG
KEHUTANAN

JUMLAH PER-
TANIAN

PERI-
KANAN

KEHU-
TANANPNS THL-

TBPP PNS PPTK PNS

Provinsi - 31 - 7 - 3 41 - - 6

Kota Mataram 50 31 21 5 2 - 59 - 12 -

Lombok Barat 122 96 84 17 4 15 216 - 16 22

Lombok Tengah 139 102 91 27 5 25 250 - 18 8

Lombok Timur 254 145 86 24 5 22 282 - 49 7

Lombok Utara 33 15 39 4 2 14 74 - 21 11

Sumbawa Barat 65 40 26 4 3 8 81 - 25 29

Sumbawa 166 101 68 14 3 24 210 - 51 53

Dompu 81 58 55 4 3 19 139 - 25 18

Bima 198 78 95 4 2 20 199 - 45 53

Kota Bima 38 27 25 - 1 9 62 - 17 16

JUMLAH 1.146 724 590 110 30 159 1.613 - 279 223

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, Tahun 2014

Secara kuantitatif konsep satu desa satu Penyuluh telah terpenuhi,
namun secara spesifikasi kebutuhan subsektor, masih diperlukan
penambahan jumlah Penyuluh. Jumlah kebutuhan Penyuluh berdasarkan
keahlian sebanyak 279 orang Penyuluh Perikanan dan 223 orang Penyuluh
Kehutanan. Upaya yang telah dilakukan antara lain rekrutmen Penyuluh
swadaya dari masyarakat sekitar dan mengarahkan Penyuluh Pertanian
beralih menjadi Penyuluh Perikanan atau Kehutanan.

Nomenklatur kelembagaan penyuluhan ditingkat Provinsi, Kabupaten/
Kota sampai tingkat Kecamatan se-NTB beragam sesuai kebijakan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Gambaran kelembagaan penyuluhan di Provinsi
NTB, sebagaimana tabel berikut.



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.340 LKPJ GUBERNUR 2014

Tabel 4.257
Kelembagaan Penyuluhan Provinsi NTB Tahun 2014

NO KABUPATEN/
KOTA

NAMA INSTANSI
PENYULUH

JUMLAH
KECAMATAN

JUMLAH BP3K BELUM ADA
BANGUNAN

BP3KBAIK RUSAK JUMLAH

1 Provinsi Sekretariat Bakorluh 0 0 0 0 0

2 Mataram BP4K 6 6 0 6 0

3 Lombok Barat BP4K 10 10 0 10 0

4 Lombok
Tengah BKP3 12 12 0 12 0

5 Lombok Timur BP4K 20 19 1 20 0

6 Lombok Utara DPPKKP 5 3 2 5 0

7 Sumbawa Barat BKP3 8 5 1 6 2

8 Sumbawa BP4K 24 15 0 15 9

9 Dompu BKP3 8 6 2 8 0

10 Bima BP4K 18 18 0 18 0

11 Kota Bima BKP3 5 4 0 4 1

Jumlah 116 98 6 104 12

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, 2014

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian tergabung dalam
kelompok tani yang memiliki peran penting untuk mewujudkan sasaran
produksi, produktivitas, target pencapaian swasembada dan swasembada
berkelanjutan. Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,
kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya dan keakraban
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Jumlah kelompok
tani di Provinsi NTB berdasarkan kemampuan kelompok sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.258
Kelas Kemampuan Kelompok Tani Provinsi NTB Tahun 2014

NO. KELOMPOK PELAKU
UTAMA

KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

PEMULA LANJUT MADYA UTAMA JUMLAH

1 Pertanian 6.728 6.156 1.028 68 13.980

2 Perikanan 1.397 - 319 27 1.743

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, Tahun 2014

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pelaku utama kegiatan
pertanian, perikanan dan kehutanan adalah masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya
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ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya. Jumlah pelaku utama
pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi NTB sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.259
Jumlah Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

di Provinsi NTB Tahun 2014

NO PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PELAKU UTAMA/PETANI (Orang)
PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN JUMLAH

1 Kota Mataram 268 48 - 316
2 Lombok Barat 1.212 216 152 1.580
3 Lombok Tengah 1.846 323 165 2.334
4 Lombok Timur 2.539 126 173 2.838
5 Lombok Utara 328 140 103 571
6 Sumbawa Barat 985 130 55 1.170
7 Sumbawa 2.758 526 106 3.390
8 Dompu 1.160 184 167 1.511
9 Bima 2.559 33 189 2.781
10 Kota Bima 325 17 46 388

Jumlah 13.980 1.743 1.156 16.879
Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, Tahun 2014

2.4.1. SMKPP Negeri Mataram

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada UPTB SMKPP
Negeri Mataram melalui 1 program pokok dan 1 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.260
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada SMKPP Negeri Mataram Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)

Meningkatkan
Keterampilan
Siswa
Menengah
Pertanian Di
NTB Sebagai
Dampak
Optimalisasi
Penyelenggara-
an Pendidikan
Pertanian

Penelitian
dan
Pengemban
gan
Sumberdaya
Pertanian

Siswa yang
mengikuti
kegiatan
praktek/
penelitian

117 orang 117 orang

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, Tahun 2014

Perkembangan siswa SMKPP Negeri Mataram tahun 2010-2014,
sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 4.4
Perkembangan Siswa SMKPP Negeri Mataram Tahun 2010-2014

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, 2014

2.4.2. SMKPP Negeri Bima

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada UPTB SMKPP Negeri
Bima melalui 1 program pokok dan 1 kegiatan utama, sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.261
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada SMKPP Negeri Bima Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)

Meningkatkan
Keterampilan
Siswa
Menengah
Pertanian di
NTB Sebagai
Dampak
Optimalisasi
Penyelenggara-
an Pendidikan
Pertanian

Penelitian
dan
Pengemba-
ngan
Sumberdaya
Pertanian

Siswa yang
mengikuti
kegiatan
praktek/
penelitian

370 orang 270 orang

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, Tahun 2014

Perkembangan siswa SMKPP Negeri Bima tahun 2010-2014, sebagaimana
gambar berikut.

Gambar 4.5
Perkembangan Siswa SMKPP Negeri Bima Tahun 2010-2014

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, Tahun 2014
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2.4.3. UPTD Balai Diklat Pertanian

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada UPTD Balai Diklat
Pertanian melalui 1 program pokok dan 1 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.262
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Pada Balai Diklat Pertanian Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Kesejahtera-
an Petani

Meningkatnya
kesejahteraan
petani di NTB
sebagai dampak
optimalisasi
penyelenggara-
an pelatihan
pertanian

Pelatihan
Penerapan
PHT pada
Pengendalian
OPT

Petani
Peserta
pelatihan
teknis
penerapan
PHT pada
pengendalian
OPT
tanaman
kedelai

30 orang 30 orang

Petani
peserta
pelatihan
teknis
penerapan
PHT pada
Pengendalian
OPT
tanaman
padi

30 orang 30 orang

Petani
peserta
pelatihan
teknis
pengelolaan
pakan ternak
ruminansia

30 orang 30 orang

Petani
peserta
pelatihan
teknis graide
tembakau
verginia

30 orang 30 orang

Petani
peserta
pelatihan
pembedaya-
an kelompok
tani dalam
penerapan
PHT pada
pengendalian
OPTtanaman

30 orang 30 orang

Sumber: Bakorluh Provinsi NTB, 2014

2.5 Penyelenggaraan Urusan Pertanian Pada Badan Ketahanan Pangan

Urusan Pertanian yang diselenggarakan pada Badan Ketahanan
Pangan melalui 1 program pokok dan 1 kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut.
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Tabel 4.263
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pada Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/Per
kebunan

Meningkatkanefe
ktivitas dan
efisiensi
penyebaran
informasi
komoditas lokal
unggulan daerah

Promosi
Atas Hasil
Produksi
Pertanian/P
erkebunan
Unggulan
Daerah

Pameran
produk
pangan yang
diikuti

7 pameran
(HPS, NTB

EXPO,
Ulang

Tahun NTB,
PEDA,
PENAS,

AGRINEX,
HUT RI)

8 pameran
(HPS, NTB

EXPO,
Ulang
Tahun

NTB, PEDA,
PENAS,

AGRINEX,
HUT RI,
Pameran
Pangan

Nusantara)

Leaflet/
brosur yang
dicetak

1.000
lembar

1.000
lembar

Poster yang
dicetak

1.000
lembar

1.000
lembar

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2014

Upaya yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, dalam
rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola
pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, antara lain dilakukan
dengan memamerkan berbagai sumber-sumber pangan alternatif pengganti
karbohidrat, serta olahan pangan yang berbahan dasar non beras. Melalui
pemeran tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui, menerima dan
mau mengkonsumsi berbagai sumber karbohidrat non beras.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian
tersebut, masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.264
Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanian Tahun 2014

PERMASALAHAN SOLUSI

Alih fungsi lahan  dari tahun ketahun mengalami
peningkatan yang signifikan terutama di perkotaan

Menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi NTB
Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan, untuk
meminimalisir alih fungsi lahan pertanian
menjadi non pertanian dan ditindaklanjuti di
Kab/Kota se-NTB sebagai payung hukum dalam
rangka penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B )
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PERMASALAHAN SOLUSI

Dampak Perubahan iklim  Berkoordinasi dengan BMKG, Bakorluh serta
memberikan pendampingan bagi Petani
untuk menyesuaiakan jadwal tanam

 Memberikan Sekolah Lapang Iklim kepada
kelompok tani berupa pelatihan pengamatan
klimatologi mulai tanam sampai panen

Alih fungsi lahan tanaman jambu mete untuk
pengembangan jagung

 Melakukan sosialisasi tentang penjarangan
dan pemangkasan tanaman jambu mete, agar
diantara larikan bisa dilakukan diversifikasi
dengan tanaman jagung

 Melakukan sosisalisasi Keputusan Menteri
Pertanian RI No. 46/Kpts,PD.300/1/2015
tentang Penetapan Kawasan Perkebunan
Nasional ke seluruh Kabupaten/Kota se-NTB
khususnya Kabupaten Bima dan Dompu yang
telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan
Nasional Jambu Mete.

Permintaan terhadap Produk kopi secara kontinyu
belum dapat dipenuhi

Terus melakukan pengembangan tanaman,
intensifikasi tanaman, rehabilitasi tanaman
dengan inovasi sambung pucuk, serta
pendampingan

Tingginya persentase pemotongan ternak betina
produktif.

Finalisasi penyelesaian Raperda tentang
Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia
Besar Betina Produktif dengan Legislatif, sebagai
payung hukum untuk mengambil sikap tegas
bagi Pelaku pemotongan ternak betina
produktif.

Tidak terkendalinya pengiriman ternak secara illegal
ke luar daerah yang berakibat terkurasnya populasi
didalam daerah

Mengefektifkan sistem kartu ternak dalam
transaksi jual beli dipasar hewan serta
pengiriman ternak antar kabupaten/kota
maupun antar pulau, melalui penyusunan
Peraturan Gubernur NTB tentang Sistem
Pengkartuan Ternak dan Transaksi di Pasar
Hewan.

Menurunnya minat pemuda untuk belajar di SMKPP  Sosialisasi melalui leaflet dan baliho
 Peningkatan sarana dan prasarana berupa

kelengkapan asrama dan dapur
 Mengarahkan Petani untuk menyekolahkan

putra atau putrinya di SMKPP
 Mengisi formasi guru bidang study normatif

dan adaptif

3. Kehutanan

Urusan Kehutanan Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan 2
UPTD.

3.1. Penyelenggaraan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan.

Urusan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas kehutanan
dengan 4 program pokok dan 12 kegiatan utama, sebagaimana
ditampilkan pada tabel berikut.
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Tabel 4.265
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

1. Pemanfaatan
Potensi
Sumberdaya
Hutan

Meningkatnya
Produktivitas
Sumber Daya
Hutan

Pengem-
bangan Hasil
Hutan Bukan
Kayu

Peserta bintek
pengolahana
produk hasil
hutan bukan
kayu jenis
Madu

150 Orang 150 Orang

Liflet jenis
madu yg
dicetak

2000 lembar 2000 lembar

Kelompok
peneroma
Bantuan alat
produksi/perm
anenan/pengol
ahan produk
HHBK

10 Kelompok 10 Kelompok

Pengendalian
pengolahan
dan peredaran
hasil hutan

Peserat rapat
persiapan
identifikasi
hutan rakyat

30 Orang /4
Kelompok

30 Orang /4
Kelompok

2. Rehabilitasi
Hutan Dan
Lahan

Meningkatnya
Produktifitas
Hutan Dan
Lahan

Pembuatan
Bibit Tanaman
Kehutanan

Bibit untuk
bakti sosial

150.000 btg 150.000 btg

Pupuk
kandang yang
diadakan

30.000 kg 30.000 kg

Bantuan Bibit
untuk
pendampingan
kelompok HKM

175.000 btg
/7 Lokasi,

175.000 btg
/7 Lokasi

Bantuan bibit
untuk
pendampingan
Ponpes

75.000 btng/
3 Ponpes

75.000 btng/
3 Ponpes

Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan melalui
reahabilitasi
sumber mata
air.

Peserta rapat
rahabilitasi
daerah
tangkapan air

30 Orang 30 Orang

Bibit pada
lokasi
penanaman
baru
rehabilitasi
daerah
tangkapan air

20.000 btng/
50 ha

20.000 btng/
50 ha

Bantuan Bibit
dilokasi
pemeliharaan
tangkapan air

4.000btg
(50 ha)

4.000btg
(50 ha)

Rehabilitasi
Hutan dan
lahan berbasis
HKM melalui
pola Silvo
Pasture

Ajir yang
diadakan

200.000
btng/ 200
Ha

200.000
btng/ 200
Ha
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Pupuk
kandang untuk
rehabilitasi
kawasan pasca
bencana

40.000 kg /
200 Ha

40.000 kg /
200 Ha

Peserta
sosialisasi
penanamnan
porang
sebagai
tanaman
bawah
tegagakan

50 orang 50 orang

Bibit dilokasi
pemeliharaan
silvo pasture
yang diadakan

8.000 btng
/100 Ha

8.000 btng
/100 Ha

Pengembang-
an sumber
benih
tanaman
kehutanan

Sumber benih
yang
diidentifikasi
sebagai calon
TBS

5 lokasi 5 lokasi

3. Perlindungan
Dan
Konservasi
Sumberdaya
Hutan

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
tentang
perlindungan
hutan dan
pengamanan
kawasan hutan

Operasi
Pengamanan
Hutan
Partisipatif

Polhut Peserta
pelatihan
menembak

12 orang 12 orang

Buku PAS dan
SIM senjata
api yang
diproses

12 (PAS dan
SIM)

12 (PAS dan
SIM)

Pembuatan
plot sampling
permanen
didalam
kawasan
MKKHD

Analisis
laboratirium
sample

640 sample 640 sample

Peta yang
dicetak

20 Lembar 20 Lembar

Peserta rapat
persiapan
survey
pengukuran
bio massa

60 orang 60 orang

4. Perencanaan
Dan
Pengembang
an Hutan

Meningkatnya
Kualitas
Rencana
Pengembangan
Hutan

Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Kehutanan

Dokumen
Perencanaan
yang disusun

3 dokumen 3 dokumen

Peserta rapat
evaluasi
pembangunan
kehutanan
Prov. NTB

120 orang 120 orang

Peserta rapat
koordinasi
perencanaan
pembangunan
kehutanan
daerah

120 orang 120 orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

(Rakorbanghut
da Prov.NTB)
Peserta rapat
forum
koordinasi
Stakeholders
pembangunan
kehutanan
Prov. NTB
tahun 2014

60 Orang 60 Orang

Orientasi batas
kawasan hutan
dalam rangka
pemeliharaan
batas

Peta digital
yang dicetak

50 lembar 50 lembar

Peserta Rapat
pengendali/
pembina
kegiatan
fasilitasi
penyelesaian
permasalahan
tenurial dlm
kawasan hutan
Prov. NTB

180 Orang 180 Orang

Penyebarluas
an informasi
kehutanan

Bahan
publikasi yang
diadakan
untuk hari
besar Nasional

20 spanduk
5 Baliho
10 baner
50 Umbul2

20 spanduk
5 Baliho
10 baner
50 Umbul2

Booklet yang
dicetak

250 Expl 250 Expl

Penyusunan
statistik Dinas
Kehutanan
Prov. NTB

Buku statistik
yang disusun

1 Judul 1 Judul

Peserta rapat
penyusunan
buku statistik

30 Orang 30 Orang

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, Sasaran Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan adalah menurunkan lahan kritis seluas 20.000 Ha/tahun. Dengan
asumsi keberhasilan penanaman mencapai 50%, diharapkan tiap tahunnya akan
berhasil menambah tutupan lahan sebesar 10.000 Ha atau 0,5 persen dari tutupan
lahan NTB. Tahun 2014, luas rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai melalui
APBD dan DAK Provinsi seluas 1.961 Ha. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
dijabarkan melalui kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan. Rehabilitasi
hutan dan lahan berbasis areal HKm (pemberdayaan 2 kelompok HKm dengan
reboisasi pola sylvopasture), rehabilitasi lahan kritis pasca bencana alam,
rehabilitasi daerah tangkapan air, rehabilitasi dikawasan Tahura Nuraksa dan KPH
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Rinjani Barat, penyediaan bibit bakti sosial serta pengembangan perbenihan
tanaman kehutanan melalui 7 kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm),
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.266
Bibit  Untuk Pendampingan Kelompok Hutan Kemasyarakatan

di Provinsi NTB Tahun 2014

NO. NAMA HKm JUMLAH BIBIT

LOKASI

KAB./KOTA KECAMATAN DESA

1. HKm Kolo 25.000 Batang Kota Bima Asakota Kolo

2. HKm Kapenta 25.000 Batang Kota Bima Asakota Jatibaru

3. HKm Sekaroh 25.000 Batang Lombok Timur Jerowaru Sekaroh

4. HKm Sambelia 25.000 Batang Lombok Timur Sambelia Belanting

5. HKm Batukliang

Utara
25.000 Batang Lombok Tengah Batukliang Utara Aikberik

6. HKm Batu Layar 25.000 Batang Lombok Barat Batu Layar Senggigi

7. HKm Jenggala 25.000 Batang Lombok Utara Tanjung Jenggala

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014

Kelompok HKm yang diberikan bantuan bibit tanaman berlokasi di Kota Bima,
Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dengan bantuan
bibit sebanyak 25.000 batang tiap kelompoknya. Bantuan bibit pada kelompok HKm
ini diberikan dengan harapan, masyarakat kelompok HKm bisa ikut berpartisipasi
dengan melakukan penanaman pada areal HKm miliknya untuk mengurangi lahan
kritis dalam kawasan hutan. Bantuan bibit juga diberikan pada pondok pesantren
yang berlokasi di Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa sebanyak 25.000
batang tiap ponpes. Bantuan ponpes ini diberikan dengan tujuan untuk melibatkan
masyarakat sekitar ponpes untuk melakukan penghijauan lahan kritis yang ada di
sekitar lingkungan mereka. Reboisasi dengan pola sylvopasture diberikan pada
kelompok HKm yang masyarakatnya juga memiliki ternak. Sehingga polanya adalah
penanaman tanaman kehutanan dipadukan dengan tanaman pakan ternak. Ini
dilakukan pada dua kelompok HKm di Kota Bima berupa kegiatan pemeliharaan
tanaman tahun sebelumnya seluas 100 Ha. Rehabilitasi lahan kritis pasca bencana
dilakukan di daerah Sambelia, Lombok Timur seluas 200 Ha. Kegiatan tersebut
berupa penanaman pada daerah yang sebelumnya pernah terkena bencana banjir.
Penanamannya dilakukan dengan melibatkan tenaga masyarakat yang termasuk
dalam kelompok HKm di Sambelia dan juga dengan melibatkan BP-DAS Dodokan
Moyosari berupa bantuan bibit tanaman sebanyak 200.000 batang. Kondisi lahan
kritis di Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.267
Data Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan Di Provinsi NTB

Tahun 2014

NO. FUNGSI
KAWASAN KODE

SANGAT
KRITIS KRITIS

AGAK
KRITIS

POTENSIAL
KRITIS

TIDAK
KRITIS JUMLAH

HA HA HA HA HA HA

1 CAGAR ALAM CA 10.806,64 7.070,48 7.830,66 11.672,97 2.266,82 39.647,57

2 SUAKA
MARGASATWA SM 1.084,65 19.594,25 4.423,98 1.555,99 735,34 27.394,21

3 TAMAN BURU TB - 16.154,88 22.586,57 8.052,34 2.538,26 49.332,05

4 TAMAN NASIONAL TN 1.132,79 10.674,67 2.225,65 18.506,27 6.093,64 38.633,02

5 TAMAN WISATA
ALAM TWA - 5.053,31 2.180,54 612,71 212,35 8.058,91

6 TAMAN HUTAN
RAYA TAHURA - 754,57 1.902,14 44,83 31,01 2.732,55

7 KAWASAN SUAKA
ALAM KSA - 923,29 - 3.077,37 10,21 4.010,87

8 HUTAN LINDUNG HL 1.779,24 42.116,74 112.016,33 239.586,11 41.077,36 436.575,77

9 HUTAN PRODUKSI
TERBATAS HPT 1.563,78 70.330,93 17.606,11 75.583,95 114.481,28 279.566,03

10 HUTAN PRODUKSI
TETAP HP 2.538,14 48.237,58 15.492,49 52.234,07 35.686,16 154.188,45

JUMLAH 18.905,24 220.910,71 186.264,46 410.926,61 203.132,42 1.040.134,43

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014

3.1.1. UPTD Balai Tahura Nuraksa

Selain program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan, terdapat pula
program yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis (UPT) Balai Tahura
Nuraksa dengan 1 program pokok dan 1 kegiatan utama, sebagaimana
tabel berikut:

Tabel 4.268
Capaian Indikator Kinerja UPT Balai Tahura Nuraksa Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Rehabilitasi

Hutan dan
Lahan

Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

Rehabilitasi
dan Wisata
alam Taman
Hutan Raya

Bibit Tanaman
Unggulan Lokal
(TUL) yg
diadakan

500 btng 500 btng

Obatan-obatan
utk hama
penyakit
tanaman yg
diadakan

50 liter 50 liter

Naskah
Akademik
RANPERDA 1 Judul 1 Judul
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

PENGELOLAAN
TAHURA
NURAKSA yang
disusun
Bibit untuk
reboisasi dan
pengkayaan
vetatif

110.000
batang
/200 Ha

110.000
batang
/200 Ha

Bibit untuk
penghijauan
lingkungan

60.000
batang

60.000
batang

Bibit untuk
pemeliharaan
tahun I
pengkayaan
vegetatif

5.000 btng
/ 200 Ha

5.000 btng
/ 200 Ha

Alat dan bahan
yang diadakan :
GPS
Teropong

1 Unit
1 Unit

1 Unit
1 Unit

Jalur wisata dan
Relling
pengerasan jln
wisata yang
dibangun

400 m 400 m

Lapangan parkir
dan kios wisata
yang direnovasi

2 unit 2 unit

Aula pertemuan
dan Pusat
Informasi yang
dibangun

2 unit 2 unit

Informasi
Tahura yang
dicetak

10 lmbr peta
5 lmbr peta
hasil
1.000 buku
100 label
1.000 Kartu
Anggota

10 lmbr peta
5 lmbr peta
hasil
1.000 buku
100 label
1.000 Kartu
Anggota

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014

3.1.2. UPTD Balai KPH Rinjani Barat

Berikut program yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Balai KPH Rinjani Barat dengan 1 program pokok dan 1 kegiatan
utama, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.269
Capaian Indikator Kinerja UPT Balai KPH Rinjani Barat Tahun 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Rehabilitasi

Hutan dan
Lahan

Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan pada
wilayah KPH

Alat dan bahan
penanaman
reboisasi
pengkayaan
hutan :
Ajir tanaman
Papan kegiatan

50.000 btng
4 buah

50.000 btng
4 buah
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI

Benih/anakan
tanaman untuk
pembibitan
reboisasi yang
diadakan :
Rajumas
Kalimuru
Karet

Kemiri

Sengon

Kayu putih

5.650 btng
5.650 btng
38 kantong
(18.750 btng)
60 kg (5.625
btng)
1 kg(1.875
btng)
12.500 btng

5.650 btng
5.650 btng
38 kantong
(18.750 btng)
60 kg (5.625
btng)
1 kg (1.875
btng)
12.500 btng

Benih/anakan
tanaman untuk
pemeliharaan :
Karet

Rajumas
Sengon

7 kantong
(3000 btng)
3.000 btng
1 kg.(1.500
btng)

7 kantong
(3000 btng)
3.000 btng
1 kg.(1.500
btng)

Pupuk kandang
yang diadakan
pengukuran dan
penggunaan
GPS Tingkat
dasar

4.778 kg 4.778 kg

Buklet KPH
Rinjani di cetak 250 Expl 250 Expl

Liflet yg dicetak 2.500 lmbr 2.500 lmbr

Fasilitas kantor
yang direhab 2 unit 2 unit

Kelompok
penerima
bantuan untuk
pengembangan
HHBK Jenis
madu

2 Kelompok 2 Kelompok

Motor Trail
untuk
pengamanan
hutan yang
diadakan

1 unit 1 unit

Fasilitas kantor
yang dibangun 1 unit 1 unit

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014

Rehabilitasi daerah tangkapan air dilakukan pada 2 lokasi yaitu Sumbawa dan
Lombok Barat. Kegiatan yang dilakukan yaitu penamanan baru dan pemeliharaan
tanaman tahun sebelumnya pada daerah tangkapan air masing-masing seluas 50
Ha. Rehabilitasi dikawasan Tahura Nuraksa berlokasi di Lombok Barat berupa
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kegiatan reboisasi dan pengkayaan pada areal Tahura Nuraksa yang dilakukan
dengan penamanan tanaman kehutanan pada arel Tahura yang dianggap
kerapatan vegetasinya masih perlu ditingkatkan. Juga dilakukan pemberian bibit
untuk penghijauan lingkungan masyarakat sekitar Tahura Nuraksa serta penataan
areal kelola masyarakat pada blok pemanfaatan tradisional. Sedangkan pada
rehabilitasi di KPH Rinjani Barat yang areal kegiatannya di KLU kegiatannya berupa
pengkayaan tanaman kehutanan dan juga tanaman budidaya yang akan menjadi
komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu yaitu kemiri dan kayu putih. Selain kegiatan
rehabilitasi vegetatif juga dilakukan rehabilitasi sipil teknis dengan pembangunan 1
unit bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan. Untuk masyarakat
pulau lombok disediakan bibit tanaman bakti sosial yang bisa didapatkan secara
gratis untuk mendorong masyarakat melakukan penghijauan lingkungan sebanyak
150.000 batang. Selain itu juga dilakukan pengembangan sumber benih yang ada
di Provinsi NTB dengan tujuan nantinya akan menghasilkan 5 jenis benih yang
tersertifikasi yaitu jenis jati, mahoni, sengon, gmalina dan jabon.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan memiliki sasaran
untuk melakukan perlindungan kawasan hutan seluas 250 Ha dan terus meningkat
20 Ha tiap tahunnya serta pemantauan cadangan karbon di sektor kehutanan.
Program ini dijabarkan melalui kegiatan  operasi pengamanan hutan partisipatif
pada kawasan hutan yang bermasalah serta kegiatan Pemantauan Evaluasi dan
Pelaporan cadangan karbon di Provinsi NTB pada sektor kehutanan.

Areal pengamanan hutan di tahun 2014 mencapai 260 Ha yang berlokasi di
Sambelia seluas 200 Ha dan daerah bermasalah di wilayah Tahura Nuraksa seluas
60 Ha. Selain itu juga ditangani kasus illegal loging se NTB. Selama tahun 2014
terdapat 5 berkas kasus pelanggaran yang ditangani Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan cadangan karbon di Provinsi NTB berupa
pengambilan sampel karbon dari 80 plot yang tersebar di seluruh NTB. Dinas
Kehutanan Provinsi NTB bekerja sama dengan Universitas Mataram melakukan
analisis terhadap sampel tersebut untuk mendapatkan data baseline karbon
didalam kawasan hutan di provinsi NTB. Hasil perhitungan emisi CO2 pada sektor
kehutanan pada tahun 2011 (tahun dasar) sebesar 1.747.754 ton pertahun, di NTB
total sequetrasi sebesar 258.499 ton pertahun dengan total emisi bersih di NTB
1.489.255 ton pertahun. Sampai dengan tahun 2014 emisi yang dapat diturunkan
CO2 equivalen sebesar 274.126 ton pertahun jumlah sequetrasi tertinggi di
kabupaten Lombok Timur sebesar 74.074,13 ton CO2 pertahun target penurunan
emisi tahun 2014 diharapkan sebesar 1.471.897 ton pertahun (net emisi sebesar
15.654.536 ton pertahun).

Pemerintah Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan beberapa Pondok
Pesantren se NTB untuk melakukan reboisasi dengan memberikan bibit tanaman
sebanyak 450.000 pohon pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 juga memberikan
bibit tanaman sebanyak 75.000 pohon kepada Pondok Pesantren Lombok Timur,
Sumbawa Barat dan Sumbawa. Jumlah bantuan bibit tanaman yang diberikan ke
Pondok Pesantren, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.270
Daftar Nama Pondok Pesantren Yang Menerima Benih Tanaman Kehutanan

Tahun 2013-2014

NO. NAMA PONPES JUMLAH BIBIT
LOKASI

KABUPATEN KECAMATAN DESA

TAHUN 2013

1 Istiqomah 50.000 Batang Lombok Barat Labuapi Telaga Waru

2 Nurul Haramain 50.000 Batang Lombok Barat Narmada Narmada

3 Nurani Ikhlas 50.000 Batang Lombok Tengah Pujut Penggembur

4 Darul Falah 50.000 Batang Lombok Tengah Praya Barat Batujangkih

5 Al-Ma’Arif Darusalam 50.000 Batang Lombok Utara Gangga Rempek

6 Al Muthmainnah 50.000 Batang Sumbawa Moyohulu Leseng

7 Ibadurahman 50.000 Batang Dompu Pekat Pekat

8 Al Anwary 50.000 Batang Bima Madapangga Mpuri

9 Hamzanwadi NW 50.000Batang Kota Bima Rasanae Rite

TAHUN 2014

1 Darul Qur,an 25.000 Batang Lombok Timur Jerowaru Pemongkong

2 Al Muhajirin 25.000 Batang Sumbawa Barat Taliwang Seloto

3 Gunung Galesa 25.000 Batang Sumbawa Moyo Hulu Leseng

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2014

Dalam implementasinya, pembangunan kehutanan menghadapi beberapa
permasalahan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.271
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Kehutanan

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2014

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih terjadinya illegal logging dan perambahan
di kawasan hutan

Peningkatan operasi pengamanan hutan

Luasnya lahan kritis di dalam dan diluar kawasan
hutan

Rehabilitasi (Reboisasi dan penghijauan)
didalam dan luar kawasan hutan

Belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK)

Bimtek dan Pelatihan pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu
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4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang diselenggarakan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi dengan 8 program pokok dan 23 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.272
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Pembinaan dan

Pengawasan
Bidang
Pertambangan

Terwujudnya
pengusahaan
bidang
pertambang-
an dengan
prinsip Good
Mining
Practice,
sesuai
ketentuan yg
berlaku

Sosialisasi Dan
Penyuluhan
Kegiatan Bidang
Pertambangan

peserta
sosialisasi

100 orang 100 orang

Pembinaan
Perizinan Dan
Pengendalian
Pengusahaan
Pertambangan

Peserta temu
teknis (K3 non
PNS)

25 orang 25 orang

Tim Penyusunan
Data PETI

23 orang 23 orang

Peserta
pertemuan
pemegang SKT

50 orang 50 orang

Kader Penyuluh 28 orang 28 orang

Pengawasan
Usaha
Pertambangan

Data spasial lahan
terganggu akibat
usaha
pertambangan yg
disusun di Loteng
& Lotim

2 dok 2 dok

Bimbingan
Teknis Kelola
Tambang
Mandiri

Peserta bintek
kelompok
tambang Mandiri

220 orang 220 orang

2. Pembinaan Dan
Pengemb.
Bidang Ketena-
Galistrikan Dan
Migas

Terpenuhinya
kebutuhan
energi dan
Listrik yg
memadai

Koordinasi
Pengembangan
Ketenagalistrik-
kan

Rencana Aksi
bidang
ketenagalistrikan
yg disusun

2 dok
(RAD-GRK
& RUED)

2 dok
(RAD-GRK
& RUED)

Pengembangan
pemanfaatan
bidang
kelistrikan

Sambungan
listrik murah utk
masyarakat
miskin yg
terpasang

1.730 RTS 1.730 RTS

Penyusunan
Regulasi bidang
energi dan
ketanaga
listrikan

Raperda yg
disusun
(Pengelolaan
energi dan
ketanagalistrikan

1 dok 1 dok

3. Pengemb. Dan
Pengelolaan
Sumber Air
Bawah Tanah

Terpenuhinya
kebutuhan Air
Baku yg
memadai

Pengembangan
Sarana &
Prasarana
Pemanfaatan Air
Bawah Tanah

Sumur Bor yang
dibangun :

21 unit 21 unit
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Sumur Bor
Produksi yang
dibangun

7 unit 7 unit

Sumur Bor
Eksplo-rasi yang
dibangun

9 unit 9 unit

Sumur Bor
Ekplorasi
menjadi sumur
Bor produksi

4 unit 4 unit

Perbaikan
Sumur bor
produksi
(Lombok
Tengah)

1 unit 1 unit

4. Pengembangan
Dan
Pengelolaan
Energi Dan
Sumber Daya
Mineral

Terciptanya
Iklim Usaha
Bidang
Pertambang
an Dan
Energi Yang
Kondusif

Sinkronisasi
Kegiatan Bidang
Energi Dan
Sumber Daya
Mineral

hasil sinkronisasi
Program dan
Kegiatan

1 Dok 1 Dok

Pendataan
Kegiatan Bidang
Energi Dan
Sumber Daya
Mineral

Database ESDM-
NTB dalam
Angka 2013 yg
disusun

1 Dok (50
buku)

1 Dok (50
buku)

Pemantauan
Dan Evaluasi
dan sosialisasi
Kegiatan Bidang
Energi Dan
Sumber Daya
Mineral

Hasil
Pemantauan
kegiatan Bidang
Energi Dan
Sumber Daya
Mineral

3 jenis
(Lap.bulan
an

Lap.
Triwulan

dan
Laporan

Tahunan)

3 jenis
(Lap.bulan
an

Lap.
Triwulan

dan
Laporan

Tahunan)
Perencanaan
Teknis
Pengembangan
Sarana Dan
Prasarana
Pemanfaatan
Sumber Daya
Mineral

Hasil validasi
data bahan
galian di
Kab.Lombok
Tengah

1 dok 1 dok

Pengambilan
Dan Pengujian
Sampel Bahan
Galian

Data sampel dan
hasil uji bahan
galian

5 Lokasi;
10 Unsur

5 Lokasi;
10 Unsur

5. Pengembangan
Kualitas
Pelayanan
Informasi Energi
Dan Sumber
Daya Mineral

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
informasi bid.
Enegri dan
sumberdaya
mineral.

Informasi Energi
Dan Sumber
Daya Mineral

Buku info
pertambangan
yg disusun

2 Edisi
(200 Exp)

2 Edisi
(200 Exp)

Brosur
pertambangan
yg di cetak

500
lembar

500
lembar

Stiker
pertambangan
yg dicetak

500
lembar

500
lembar
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Koordinasi
Pelayanan
Informasi Publik
Antar Sektor
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi

Peserta
worhshop MPU
bidang ESDM

20 Orang 20 Orang

Uji Pemanfaatan
Bahan Bakar
Alternatif

Lokasi
pemnafaatan
bahan bakar
alternatif yg
dipantau

3 Lokasi
(lobar,
loteng,
lotim)

3 Lokasi
(lobar,
loteng,
lotim)

Uji Kualitas Air
Tanah

Lokasi uji
kualitas air
tanah

3 Lokasi
(loteng.loti

m,
sumbawa)

3 Lokasi
(loteng.loti

m,
sumbawa)

Uji Laik Instalasi
Ketenagalistrikan

Lokasi Uji Laik
Intalasi

5 Lokasi 5 Lokasi

Pengadaan
Sarana Dan
Prasarana
Laboratorium

Peralatan
laboratorium
yang diadakan

3 Unit
(Automatic

titrator,
multi

parameter
benchtop
dan hot
plate)

3 Unit
(Automatic

titrator,
multi

parameter
benchtop
dan hot
plate)

Alat lab uji
meneral yg
dikalibrasi

8 Unit 8 Unit

Alat lab uji
enegri yg
dikalibrasi

4 unit 4 unit

Pemeliharaan
Alat lab uji
energi

1 unit 1 unit

6. Pencegahan
Kerusakan
Lingkungan

Mewujudkan
Sistem
Pengelola-An
Lingkungan
Berbasis
Mitigasi
Bencana Dan
Perlindungan
Kawasan
Konservasi

Pendataan/
Mitigasi Rawan
Bencana Alam
Geologi

Peserta
sosialisasi
bencana alam
geologi

900 Orang 900 Orang

Peserta
sosialisasi
geopark Rinjani

500 Orang 500 Orang

Peserta
sosialisasi KRB
Gunung
Tambora

100 Orang 100 Orang

Papan Informasi
KRB Gunung
Tambora yg
dipasang

2 buah 2 buah

Buku saku
mitigasi bencana
geologi yg
dicetak

900 Expl 900 Expl

Laflet Rinjani yg
dicetak

1000 lmbr 1000 lmbr
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Stiker GeoPark
Rinjani yg
dicetak

1000 lmbr 1000 lmbr

Buku saku KRB
Gunung
Tambora yg
dicetak

200 Expl 200 Expl

Animasi logo
geopark Rinjani
sebagai
ngeopark
nasional menuju
geopark dunia
yg dibuat.

1 Animasi 1 Animasi

Pemantauan
WKP Panas Bumi

Jumlah
Perusahaan yg
dipantau

2 Perushn 2 Perushn

7. Pembinaan,
Monitoring Dan
Pengawasan
Migas

Berkurangnya
Ketergantung
an Terhadap
Bahan Bakar
Fosil

Pembinaan Dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Konversi Bahan
Bakar Bersubsidi

Peserta rapat
BBM bersubsidi

125 orang 125 orang

8. Pengemb. Dan
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan

Meningkatkan
Cakupan
Listrik Melalui
Pengembang-
an dan
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Masyarakat

Desa Mandiri
Energi

Pengawasan
pembangunan
biogas yg
dilksanakan

9 Lokasi
(4

Dokumen)

9 Lokasi
(4

Dokumen)

PLTS yang
dibangun

350 Unit 350 Unit

Digester biogas
ygang diberikan 78 Unit 78 Unit

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTB, 2014

Belum mencukupinya daya dukung dan kapasitas energi listrik dan air bersih
merupakan isu strategis urusan penyelenggaraan ESDM. Untuk meningkatkan rasio
elektrifikasi program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program “Listrik Murah dan Hemat” dengan memberikan sambungan listrik
gratis pada masyarakat yang sudah dilalui jaringan listrik PLN, namun belum
dapat menikmati listrik.

2. Program “Desa Mandiri Energi” dengan membangun fasilitas kebutuhan energi
masyarakat secara mandiri bagi wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan
listrik PLN melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
tersebar maupun terpusat (komunal) dan pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH).
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Capaian indikator cakupan elektrifikasi tahun 2013-2014, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.273
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi NTB Tahun 2013 - 2014

INDIKATOR SATUAN
2013 2014

REALISASI TARGET REALISASI

Cakupan Listrik

(Rasio Elektrifikasi)
% 64,43 65,68 66,91

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, 2014

Cakupan Rasio Elektrifikasi berdasarkan Kabupaten/kota, sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 4.274
Ratio elektrifikasi Kabupaten/kota se NTB Tahun 2014

NO. KABUPATEN/KOTA
RUMAH
TANGGA

(RT)

RT
BERLISTRIK

NON PLN

RT
BERLISTRIK

PLN

RASIO
EELEKTRIFIKASI

(%)
1 2 3 4 5 6= (4+5/3)x100
1 Kota Mataram 119.017 - 117.691 98,89
2 Kab. Lombok Utara 57.881 1.513 35.665 64,23
3 Kab. Lombok Barat 179.443 1.468 93.749 53,06
4 Kab. Lombok Tengah 267.476 1.299 156.628 59,04
5 Kab. Lombok Timur 336.186 3.178 214.062 64,62
6 Kab. Sumbawa Barat 32.145 1.077 22.726 74,05
7 Kab. Sumbawa 112.864 2.352 84.403 76,87
8 Kab. Dompu 56.073 1.025 39.286 71,89
9 Kab. Bima 115.057 2.363 74.597 66,89
10 Kota Bima 38.271 - 26.443 69,09

Jumlah 1.314.413 14.275 865.250 66,91
Sumber :Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, 2014

Sampai tahun 2014 masih  ada sekitar 33,09 persen (1.517.845 jiwa atau
434.888 KK) penduduk NTB yang belum menikmati layanan listrik. Target
peningkatan rasio elektrifikasi tahun 2014 sekitar 1,23 persen atau sekitar 16.219
KK.

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup
tinggi karena merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga
dibutuhkan biaya tinggi. Target ini akan mencakup layanan listrik konvensional
PT. PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan, untuk wilayah yang tidak
terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut.
Target peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 65,68 persen pada Tahun 2014
direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang
bersumber dari APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta
swasta yang memiliki core business energi. Sumbangn ratio elektrifikasi dari PLN
mencapai 65,83 persen, sedangkan dari Non PLN (EBT) sebesar 1,09 persen,
sehingga total realisasi RE sebesar 66,91 persen.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio
elektrifikasi adalah sebagai berikut:
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1.) Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan dan migas
 Pembangunan dan Pemasangan 200 unit PLTS Tersebar berkapasitas 50

WP, dilaksanakan di Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan
Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

 Pembangunan dan Pemasangan 150 unit PLTS Tersebar berkapasitas 50
WP, dilaksanakan pada 3 dusun di Desa Oi Bura, Kec. Tambora yakni
Dusun Sori Bura (84 unit), Dusun Tambora (13 unit) dan Dusun
Jembatan Besi (53 unit);

 Pemasangan Listrik Murah dan Hemat pada 1.730 RTS, dilaksanakan di
Kota Mataram 55 RTS, Lombok Barat 271 RTS, Lombok Utara 109 RTS,
Lombok Tengah 312 RTS, Lombok Timur 440 RTS, Sumbawa Barat 50
RTS, Sumbawa 156 RTS, Dompu 97 RTS, Kab. Bima 215 RTS dan Kota
Bima 25 RTS;

 Pembangunan Digester Biogas 4 m3 sebanyak 78 unit, dengan rincian
berikut: Kab. Lombok Barat 18 unit, Kab. Lombok Utara 15 unit, Kab.
Lombok Tengah  15 unit, Kab. Lombok Timur 10 unit, Kab. Sumbawa
Barat 5 unit, Kab. Sumbawa 5 unit, Kab. Dompu 8 unit dan Kota Bima 2
unit.

2.) Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di Provinsi NTB
dengan Pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2014, yakni:
 Pemasangan Listrik Murah dan Hemat melalui Program Penyambungan

dan Instalasi Listrik Gratis kepada Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu
pada 3.500 RTS khusus bagi kabupaten/kota yang Rasio Elektrifikasinya
masih rendah. Program ini dibiayai Ditjen Ketenagalistrikan- KESDM
melalui PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, yang dilaksanakan di Kota
Mataram 80 RTS, Lombok Barat 469 RTS, Lombok Utara 198 RTS,
Lombok Tengah 606 RTS, Lombok Timur 784 RTS, Sumbawa Barat 121
RTS, Sumbawa 463 RTS, Dompu 207 RTS, Kab. Bima 500 RTS dan Kota
Bima 72 RTS;

 Pembangunan 1 unit PLTMH berkapasitas 300 kW di Dusun
Tangkampulit, Desa Batulanteh, Kec. Batu Rotok, Kab. Sumbawa yang
dihajatkan untuk 1.800 KK;

 Pembangunan 4 unit PLTS Komunal dengan total Anggaran
Rp.14.450.989.000 melalui pembiayaan APBN Ditjen EBTKE-KESDM, yang
dilaksanakan di:
o Dusun Dasan Gelumpang, Desa Akar-Akar, Kec. Bayan, Kab. Lombok

Utara sebanyak 1 unit dengan kapasitas 30 kW diperuntukkan bagi
180 KK;

o Dusun Pengaros, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
sebanyak 1 unit dengan kapasitas 30 kW diperuntukkan bagi 180 KK;

o Dusun Brang Kua, Desa Labuhan Aji, Kec. Labuhan Badas, Kab.
Sumbawa sebanyak 1 unit dengan kapasitas 15 kW diperuntukkan
bagi 90 KK; dan

o Desa Sarae Ruma, Kec. Langgudu, Kab. Bima sebanyak 1 unit
dengan kapasitas 50 kW diperuntukkan bagi 300 KK;
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 Pembangunan 3 unit PLTS Komunal @15 kWp dengan total Anggaran
Rp. 5.932.110.700 melalui Pembiayaan DAK Bidang Energi Perdesaan di:
o Dusun Tanjung Biru, Desa Loloan Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara

(90 KK);
o Desa Talonang Baru, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat (90

KK);
o Dusun Kamudi, Desa Rababaka, Kec. Woja, Kab. Dompu (90 KK);

 Pembangunan 427 unit PLTS Tersebar di Kab. Lombok Timur dan Kab.
Sumbawa, melalui pembiayaan DAK Bidang Energi Perdesaan dengan
total anggaran sebesar Rp. 2.701.682.000,- dengan uraian:
o Pembangunan 291 unit PLTS Tersebar 60 Wp di Kec. Swela (Dusun

Rembige, Dusun Seng Alang-alang, Dusun Jeringo, Dusun Kuang
Renga Trans, Desa Puncak Jeringo); Kec. Jerowaru (Dusun Lendang
Pelitak, Desa Serewe); dan Kec. Sembalun

o Pemasangan 136 unit PLTS tersebar 50 Wp di: (1) Dusun Sampar
Kuang Rea, desa Batu Rotok, Kec. Batu Lanteh; (2) Dusun Batu Tala,
Desa Bao desa, Kec. Batu Lanteh; dan (3) Dusun Ling Bao Rapang
dan Dusun Tana Smea, Desa Batu Rotok, Kec. Batu Lanteh;

 Pembangunan 5 unit PLTS Komunal dengan total Anggaran Rp.
10.500.000.000 melalui pembiayaan APBN Deputi II-Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dilaksanakan di:
o Pembangunan  PLTS Terpusat 15 kWp di Kab. Lombok Barat untuk

90 KK;
o Pembangunan  PLTS Terpusat 15 kWp di Kab. Lombok Utara untuk

90 KK;
o Pembangunan  PLTS Terpusat 5 kWp di Kab. Lombok Timur untuk 30

KK;
o Pembangunan  PLTS Terpusat 10 kWp di dusun Lamar Lempung,

Desa Talonang, Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat untuk 60 KK;
dan

o Pembangunan  PLTS Terpusat 5 kWp di Kab. Bima untuk 30 KK.

 Pembangunan Digester Biogas 4 m3 sebanyak 874 unit, melalui
Pembiayaan DAK Bidang Energi Perdesaan dengan rincian berikut: Kab.
Lombok Utara 224 unit, Kab. Lombok Timur 118 unit, Kab. Sumbawa
Barat 170 unit, Kab. Sumbawa 179 unit, dan Kab. Dompu 99 unit.

 Disamping itu, Pemerintah melalui Direktorat Bioenergi - Ditjen EBTKE -
KESDM, tahun 2014 juga menghibahkan 375 unit Kompor/Tungku Hemat
Energi berbahan baku Biomassa di Kabupaten Dompu dan Kabupaten
Bima dengan rincian: desa Wawonduru (123 unit) dan Saneó (127 unit),
Kec. Woja, Kab. Dompu; dan Desa Dumu (125 unit), Kec. Langgudu Kab.
Bima.

 Pengembangan ketenagalistrikan di era sekarang ini, tidak lagi didominasi
oleh PT. PLN, namun sudah mulai diproduksi oleh badan hukum swasta
atau disebut dengan Independent Power Producer (IPP). HaL ini diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT.
PLN dari Pembangkit Listrik Tenga Surya Fotofoltaik, serta Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta
Transmisi Terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, di Provinsi NTB
sampai dengan tahun 2014 terdapat 26 unit Pembangkit yang dibangun
oleh IPP, yang keseluruhannya menggunakan energi baru terbarukan
berupa tenaga air skala Mikro dan Mini Hydro, dengan total daya yang
dibangkitkan sebesar 59,55 MW dengan rincian:

Tabel 4.275
Pembangunan PLT Mikro dan Mini Hydro oleh Independent Power Producer

(IPP)/ Pengembang Listrik Swasta

NO.
NAMA

BENDUNG/
SUNGAI

LOKASI DESA,
KEC. KAB

PORDUKSI
DAYA (MW) PENGEMBANG KETERANGAN

1 Santong Desa  Santong,
Kec.Gangga,KLU

0,8 PLN Pikitring
Nusra

Sudah Komisioning
Test

2 Kokok Putih Desa Bilok Petung,
Kec. Sembalun Kab.
Lotim.

3,8 PT Nusantara
Indo Energi (NIE)

Sudah Operasional

3 Kokok Putih Desa  Loloan, Kec.
Bayan KLU

1,37 PT  Tirta Energi
Hjau (TEH)

- Pembebasan
lahan

- Proposal & FS
4 Kokok Segara Desa Bentek,

Kec.Gangga , KLU
5,6 PT Suar

Investindo
Capital

- Sudah
Komisioning Test

- Finishing
Kontruksi

5 Kukusan Desa Mamben, Kec.
Wanasaba, Kab.
Lotim

0,2 PT Persada Karya
Tama

Sudah Operasional

6 Bintangbano Kab.Sumbawa Barat ± 8 PT. Restu Bumi
Persada

- Presentasi awal
- Proposal & FS

7 Kali Nyet Sesaot Desa Sesaot, Kec.
Narmada, Kab.
Lobar

1 PT. Tirtadaya
Rinjani

Sudah Operasional

8 Kokok Jangkok Desa Cakra , Kec.
Sudubaya, Kota
Mataram

0,6 PT. Tirtadaya
Rinjani

Sudah Operasional

9 Kokok Kumbi Desa Lembah
Sepage, Narmada,
Kab. Lobar

1,3 PT. Sumber Daya
Investasi.

Tahap Kontruksi

10 Santong Desa  Santong,
Kec.Gangga,KLU

1 PT. Lombok
Energi

Tahap Survey
Potensi dan FS

11 Babak I Lantan, Batukliang
Utara Loteng

0,2 PT. Sumber Dana
Investasi

Konstruksi Awal

12 Babak II Aik Berik, Tratak,
Batukliang Utara
Loteng

1 PT. Sumber Dana
Investasi

Konstruksi Awal

13 Kokok Putih Desa Sajang, Kec.
Sembalun, Kab.
Lotim

1 PT. Sembelia
Daya Bangkit

- Permohonan ijin
pinjam pakai
kawasan hutan

- Proposal & FS
14 Kokok Putih /

Sajang
Desa Belok Petung,
Kec. Sembalun,
Kab. Lotim

3 PT Nusantara
Indo Energi (NIE)

Proposal dan FS
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NO.
NAMA

BENDUNG/
SUNGAI

LOKASI DESA,
KEC. KAB

PORDUKSI
DAYA (MW) PENGEMBANG KETERANGAN

15 Kokok Sembelia Desa Sembelia, Kec.
Sembelia, Kab.
Lotim

2 PT. Tirta Daya
Rinjani

- Permohonan ijin
pinjam pakai
kawasan hutan

- Proposal & FS
16 Kokok

Beburung
Desa Obel-Obel
Belanting, Kab.
Lotim

3 PT Nusantara
Indo Energi (NIE)

Tahap Survey
Potensi Awal

17 Kokok Batu
Empak

Desa Obel-Obel
Belanting, Kab.
Lotim

1 PT. Energi
Lombok

Tahap Survey
Potensi Awal

18 Narmada Peninjauan,
Narmada, Kab.
Lobar

0,1 PT. PLN (Persero)
Wil NTB

Sudah Operasional

19 PLTM Brang
Rhee

Sumbawa 4,4 Proses Perijinan

20 PLTM Brang
Rhea

Bangkat Monte,
Kec. Brang Rhea,
Kab. Sumbawa

6,34 PT. Suar
Investindo
Capital

FS

21 PLTMH Batu
Bedil

Lombok Barat 0,6 FS

22 PLTMH
Pringgarata

Desa Pringgarata,
Kec. Pringgarata,
Kab. Lombok
Tengah

0,3 PT. Tirtadaya
Mandalika

FS

23 PLTMH Karang
Bayan

Desa Kr Bayan, Kec.
Narmada, Kab.
Lombok Barat

1,5 PT. Tirtadaya
Lombok

FS

24 PLTMH Nirbaya Desa Kr Bayan, Kec.
Narmada, Kab.
Lombok Barat

0,7 PT. Tirtadaya
Lombok

FS

25 PLTA Brang Beh Sumbawa 18 PLN PIKITRING
NUSRA

FS, PLN

26 PLTMH Madayin Lombok Timur 0,74 Proses Perijinan

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, 2014

Cakupan air bersih Provinsi NTB Tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,12
persen sesuai RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, Dinas Pertambangan dan Energi
memberikan kontribusi melalui pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan
air bawah tanah berupa pembangunan sumur bor eksplorasi, dan produksi
beserta kelengkapannya, serta peningkatan sumur bor dari eksplorasi menjadi
produksi. Pembangunan sumur bor dilaksanakan pada 21 (duapuluh satu) lokasi
di 6 (enam) kabupaten yang terdiri dari 7 (tujuh) unit sumur bor produksi, 9
(sembilan) unit sumur bor eksplorasi, dan 4 (empat) unit sumur peningkatan dari
eksplorasi menjadi produksi, serta 1 (satu) unit perbaikan sumur. Lokasi-lokasi
pembangunan tersebut adalah:

1.) Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan air bersih berupa 7
(tujuh) titik sumur bor jenis produksi, yakni:
 Ponpes Al Aziziah, Desa Gunung Sari, Kec. Gunung Sari
 Yayasan Ainul Ridho, Desa Ranggagata, Kec. Praya Barat Daya
 Ponpes Ridlol Walidain Desa Jenggik Kec. Terara
 Ponpes Taghfidzul Qur'an Desa Siukur Kec. Sikur
 Desa Jurit Kec. Pringgasela
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 Universitas Samawa Kab. Sumbawa
 Universitas Teknologi Sumbawa

2.) Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan air bersih berupa 9
(sembilan) titik sumur bor jenis eksplorasi, yakni:
 Yayasan Thoriqat Haq Naqsyabandi, Desa Puyung Kec. Jonggat
 Dusun Mengkoneng, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya,
 Pantai Pink Desa Sekaroh Kec. Jerowaru
 Ponpes Darul Quran Desa Pemokong, Kec. Jerowaru
 Masjid Almuttaqun, Desa Bung Tiang, Kec. Sakra Barat
 Dusun Terengan, Desa Pemenang, Kec. Pemenang
 Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kab. Bima
 Dusun Pasir Putih, Desa Nipa, Kec. Ambalawi,
 Desa Rangga Solo, Kec. Wera, Kab. Bima

3.) Peningkatan sumur bor eksplorasi menjadi sumur bor produksi pada 4
(empat) titik sumur bor, yakni:
 Ponpes Ibadurrahman Tibu Sisok Desa Loang Maka Kec. Janapria
 Bangket Paok Dusun Tiwu Galih Kel. Tiwu Galih Kec. Praya
 Dusun Momong Desa Krembong Kec. Janapria
 Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba

4.) Perbaikan dan rehab 1 (satu) sumur bor yang berlokasi di Desa Rada
Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Cakupan air bersih sesuai Rencana Strategis dan Penetepan Indikator
Kinerja Utama Distamben ditargetkan 1.320 KK dan dapat direalisasikan
sebanyak 1.152 KK (82,27%). Distamben Provinsi NTB menargetkan distribusi
peningkatan cakupan air bersih sebesar 0,10 persen dan direalisasikan sebesar
0,09 persen (capaian 90%).

Sementara sumur bor pembiayaan APBN, yang semula direncanakan 7 unit
kini dipindahkan ke wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga,
hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang baru.

Pembangunan sumur bor dilaksanakan pada 21 (duapuluh satu) lokasi di 6
(enam) kabupaten yang terdiri dari  7 (tujuh) unit diantaranya merupakan sumur
bor produksi, dan 4 (empat) unit sumur peningkatan dari eksplorasi menjadi
produksi, serta 1 (satu) unit sumur perbaikan yang langsung dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat. 9 (embilan) unit sumur bor eksplorasi yang belum dapat
dimanfaatkan secara langsung dan akan diupgrade pada tahun 2015
mendatang.

Berdasarkan debit air pada masing-masing sumur bor, dapat diketahui
kemampuan menyuplai air tanah dengan asumsi sedang 96 KK/sumur bor. Sumur
bor yang bisa langsung dimanfaatkan pada tahun 2014 ini berjumlah 13 unit
sumur bor, berjenis Produksi 7 unit dan Upgrade 4 unit serta 1 unit rehab.
Merujuk pada data hasil sensus penduduk tahun 2013, diketahui rata-rata jumlah
anggota keluarga adalah 4,3333. Dari sini dapat diasumusikan bahwa keseluruhan
sumur bor yang dibangun dapat menyuplai air kepada 1.152 KK atau 4.992 jiwa.
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Dengan demikian, target tahun 2014 yang ditetapkan dalam Renstra Distamben
2013-2018 berjumlah 1.320 KK atau 5.720 jiwa belum dapat terlampaui dengan
capaian 87,72 persen. Capaian ini selanjutnya akan dikonsolidasikan untuk
mendukung prosentase cakupan air bersih sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi NTB, yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-
2018, sebesar 75,12 persen tahun 2014. Dengan demikian, Distamben Provinsi
NTB sebagai SKPD Pendukung kinerja peningkatan cakupan air bersih perdesaan
mampu berkontribusi sebesar 0,09 persen.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral
logam, mineral bukan logam dan batuan. Perkembangan kondisi pengusahaan
mineral logam hingga 31 Desember 2014 telah diterbitkan sebanyak dua Kontrak
Karya (KK) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, 121 Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dan 66 IPR yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota yang
teriri dari: 59 IUP Mineral Logam, 5 IUP Mineral Bukan Logam, 57 IUP Batuan dan
66 Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Untuk IUP Mineral Logam terdiri dari komoditi emas (Au), tembaga (Cu), perak
(Ag), Mangaan (Mn), Pasir/bijih besi (Fe), serta timah hitam (Pb). Dimana
terdapat 17 IUP yang sudah memasuki masa Operasi Produksi dan 41 IUP yang
masih dalam tahap eksplorasi. Sedangkan untuk IUP Bukan Logam terdiri dari 5
IUP Eksplorasi.  Untuk IPR sebanyak 65 IPR telah dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat dan 1 IPR dikeluarkan oleh Pemeraintah Kabupaten
Sumbawa Barat.  Untuk 2 Kontrak Karya terdiri dari KK Operasi Produksi PT.
Newmont Nusa Tenggara dan KK Eksplorasi PT. Sumbawa Timur Mining.

Tabel 4.276
Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan

Pemerintah Kab/Kota Tahun 2014

KABUPATEN

IUP MINERAL
IPR

Jumlah
IUP

LUAS
TOTAL
(Ha)

LOGAM BUKAN LOGAM BATUAN
Jml
IUP Luas (Ha) Jml

IUP Luas (Ha) Jml
IUP Luas (Ha) Jml Luas

(Ha)
Lombok
Utara 0 - 0 - 1 0,66 0 - 1 0,66

Lombok Barat 14 16.859,50 2 4.052,72 15 7,95 65 650,00 96 21.570,17

Lombok
Tengah 0 - 2 5.024,56 7 20,40 0 - 9 5.044,95

Lombok
Timur 1 1.348,00 0 - 9 23 0 - 10 1.371,27

Sumbawa
Barat 5 36.262,90 1 16.000,00 3 9,70 1 4,00 10 52.276,60

Sumbawa 16 204.557,50 0 - 0 - 0 - 16 204.557,50

Dompu 13 36.405,88 0 - 6 36,08 0 - 19 36.441,96

Bima 10 93.241,35 0 - 11 4.988,30 0 - 21 98.229,65

Kota Bima 0 - 0 - 5 261,65 0 - 5 261,65

59 388.675,13 5 25.077,28 57 5.348,00 66 654,00 187 419.754,41

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, 2014
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Berdasarkan potensi pertambangan Pemerintah Provinsi NTB menetapkan
Wilayah Pertambangan (WP) seluas 891.590 Ha (44,24% dari total luas daratan
NTB) yang terbagi atas tiga WP:

1.) WP Lombok dengan luas 57.790 Ha atau 10,63 persen terhadap luas
daratan;

2.) WP Sumbawa Bagian Barat dengan luas 564.700 Ha atau 38,36 persen
terhadap luas daratan;

3.) WP Sumbawa Bagian Timur dengan luas 269.100 Ha atau 18,28 persen
terhadap luas daratan.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Energi dan Sumber
Daya Mineral tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraan-nya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.277
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Energi dan

Sumber Daya Mineral Tahun 2014

PERMASALAHAN SOLUSI

Penduduk NTB yang belum menikmati layanan listrik
sekitar 33,09 persen (1.517.845 jiwa atau 434.888
KK), terutama yang berdomisii pada wilayah Remote
Area yang sulit dijangkau PLN

Membuka akses listrik, mengembangkan Energi
Baru Terbarukan, dan berkoordinasi dengan
pemerintah pusat

Tingginya investasi yang dibutuhkan untuk
pengembangan sarana dan prasarana
ketenagalistrikan terutama yang bersumber dari EBT
sehingga dibutuhkan inovasi untuk memperoleh
pembiayaan diluar APBD

Bekerjasama dengan pihak swasta dan
mengupayakan pendanaan dari Independent Power
Producer/Pengembang Listrik Swasta (IPP) dan
Corporate Social Responsibility/ Tanggung-jawab
Sosial Perusahaan (CSR) dalam pengembangan
sarana dan prasarana ketenagalistrikan

Kebutuhan air bersih masyarakat kian meningkat dan
mendesak, sedangkan jumlah dan debit mata air
mengalami penurunan yang cukup signifikan

Pemerintah dalam hal ini jajaran Distamben Provinsi
NTB telah memetakan Cekungan Air Tanah di
seluruh NTB dan diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam menentukan zona aman untuk
eksploitasi air tanah. Untuk memenuhi kebutuhan
air bersih masyarakat, pemerintah membangun
infrastruktur sumur bor, melalui pembiayaan APBD
Provinsi dan APBN. Selain itu, diupayakan pula
ikhtiar menjaga kelestarian hutan pada daerah
imbuh, sehingga ketersediaan air tanah bisa terjaga
dan berkesinambungan

Proses perizinan Kab/Kota tidak melibatkan Pemprov,
sehingga pengendalian masih sulit dilakukan, serta
pengembangan usaha pertambangan seringkali
mengalami hambatan terkait izin aktivitas di kawasan
hutan

Pemerintah terus berupaya meningkatkan
koordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi
terkait lainnya dalam hal pembinaan/ pengawasan,
pungutan, dan perizinan. Dengan demikian,
optimalisasi usaha pertambangan umum dan
konservasi serta reklamasi lahan bekas tambang
secara bertahap dapat diwujudkan. Kedepan
dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Provinsi
akan semakin besar terkait pengelolaan urusan
ESDM, yang memungkinkan untuk pengawasan dan
pengendalian usaha pertambangan mineral dan
batubara

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, 2014
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5. Pariwisata

Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
melalui 3 program pokok 11 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.278
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2014

NO PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengembangan

Pemasaran
Pariwisata

Meningkat-
nya
Khasanah
Citra
Pariwisata
NTB Di Pasar
Internasional

Pengembangan
Jaringan
Kerjasama
Promosi
Pariwisata

Promosi
pariwisata yang
dilaksananakn

11 kali /
(Pameran)

11 kali
(Pameran)

Koordinasi
dengan sektor
pendukung
pariwisata

- Peserta rapat
koordinasi
keterpaduan
Prov dgn
Kab/Kota

52 orang 52 orang

- Bandrof
pariwisata yg
dicetak

24 m 24 m

Pelaksanaan
promosi
pariwisata
nusantara
didalam dan
diluar negeri

Dekorasi
publikasi promosi
pariwisata yg
laksanakan

26 stan 26 stan

Film  pariwisata
yg dibuat

2 film 2 film

Even promosi yg
dilaksanakan

10 Even 10 Even

Foder obyek
wisata dan
Atraksi NTB yg
dicetak

2.500
kantong

2.500
kantong

Baliho pariwisat
yg dipasang

3.500 m 3.500 m

CD Pariwisata yg
digandakan

1.000
keping

1.000 keping

PIN Visit Lombok
Sumbawa yg
dibuat

4.000 bh 4.000 bh

Pin Geo Park
Rinjani

4.000 bh 4.000 bh
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NO PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Pin Tambora
menyapa dunia

4.000 bh 4.000 bh

Brosur/Liflet yg
diadakan :

- Brosur/Liflet
berbahasa
Indonesia

- Brosur/Liflet
berbahasa
Inggris

- Brosur/Liflet Geo
Park Rinjani

- Guide Book
Pariwisata
berbahasa
Indonesia

- Guide Book
Pariwisata
berbahasa
Inggris

- Buku wisata
kuliner NTB yg
dicetak

5.000 Expl

5.000 Expl

4.000 Expl

3.000 Expl

3.000 Expl

1.000 buku

5.000 Expl

5.000 Expl

4.000 Expl

3.000 Expl

3.000 Expl

1.000 buku

2 Pengembangan
Destinasi
Pariwisata

Terlaksanan
ya penataan
destinasi dan
meningkatny
a fasilitasi
pariwisata
pada
kawasan-
kawasan
strategi, baik
kualitas
maupun
kuantitas.

Peningkatan
pembangunan
sarana dan
Prasarana
pariwisata

Penataan
Destinasi :

Rencana detail
pariwisata yg
disusun

4 Dok. 4 Dok.

Rencana Tata
bangunan

7 Dok 7 Dok

Rencana
pembangunan
fasilitas
pariwisata

6 Dok 6 Dok

Pengawasan
pembangunan
fasilitas
pariwisata

13 Dok 13 Dok

Penataan jalan
pariwisata

2 lokasi 2 lokasi

Pembangunan
warung cindra
mata

1 lokal 1 lokal

Pembangunan
Shelter

11 lokasi 11 lokasi

Pembangunan
TIC Tracing

1 unit 1 unit

Pembangunan
jalan setapak

6 lokasi 6 lokasi

Pembangunan
Toilet

4 unit 4 unit

Pembangunan
bak sampah

5 unit 5 unit

Penataan desa 1 lokasi 1 lokasi
Pembangunan
Museum

2 lokasi 2 lokasi
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NO PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Penataan
tempat parkir

1 lokasi 1 lokasi

Penataan
arena pacuan
kuda

1 lokasi 1 lokasi

1. Penataan
gedung
sanggar seni

1 lokal 1 lokal

Pengembangan
jenis dan paket
wisata unggulan

Peserta
sosialisasi
Permenbudpar
ttg Tanda Daftar
Usaha Pariwisata

100 orang 100 orang

Pengembangan,
sosialisasi, dan
penerapan serta
pengawasan
standardisasi

Buku analisa
pasar kunjungan
wisatawan yg
dicetak

500 buku 500 buku

Buku standarisasi
Usaha Jasa
Pariwisata
(Hotel) yang
dicetak

500 buku 500 buku

Pembinaan dan
Pemantapan
Kawasan
Pariwisata

Peserta
sosialisasi
geopark

300 orang 300 orang

Event Clean Up
Rinjani

1 kali 1 kali

Buku jelajah
Tambora yg
dicetak

500 buku 500 buku

Peserta Lomba
Foto Pesona
Wisata NTB yang
dilaksanakan

6 Provinsi 6 Provinsi

Peserta
sosialisasi
GEOPARK

300 Orang 300 Orang

Pakaian
sosialisasi
Geopark yg
diadakan

500 buah 500 buah

Masterplan
pariwisata hijau
(Green Tourism)
yg disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Rencana induk
pengembangan
kepariwisataan

Peserta
Sosialisasi Perda
ttg RIPPARDA

90 Orang 90 Orang

3. Pengembangan
Kenitraan

Fasilitasi
pelaku
wisata
dengan
penyediaan
paket wisata

Pengembangan
sumber daya
manusia dan
profesionalisme
bidang
pariwisata

Peserta diklat
Pramuwisata

120 orang 120 orang
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NO PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Peserta diklat
Balawisata

90 orang 90 orang

Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengembangan
pariwisata

Peserta
kampanye
Jum,at sadar
wisata

200 orang 200 orang

Buku khutbah
jum,at yg dicetak

300 buku 300 buku

Penyuluhan
kelompok sadar
wisata dan
sadar budaya

Peserta
penyuluhan
sadar wisata

150 orang 150 orang

Aksi bersih sapta
pesona

100 orang 100 orang

Bak sampah
untuk
masyarakat yg
diadakan

20 buah 20 buah

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB ,  2014

Kunjungan wisatawan ke provinsi NTB tahun 2014 sebanyak 1.629.122 orang
(7.54 %) dari target 1.469.596 orang. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014
meningkat 19,99 persen dibanding tahun 2013 sebanyak 1.357.602 orang. Capaian
indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.279
Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2013 -2014

INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

Kunjungan Wisata 1.357.602 1.469.597 1.629.122

 Mancanegara 0rang 565.944 595.020 752.306

 Nusantara 0rang 791.658 874.577 876.816

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB , 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB pada tahun 2014 bekerjasama
dengan Kabupaten/Kota menyelenggarakan beberapa event antara lain :

1. Mount Rinjani Ultra, diselenggarakan di Kabupaten Lombok Utara pada
tanggal 8-9 Agustus 2014. Even ini akan tetap dijadikan event tahunan
karena mengundang antusias pelari bertaraf internasional karena jalur Rinjani
merupakan jalur extrim yang menantang.

2. Tracking Tambora, diselenggarakan di Dompu pada tanggal 29 Agustus s/d
September 2014 sebagai upaya publikasi event Tambora Menyapa Dunia.

3. Triad Trail, yang diselenggarakan di Kabupaten Dompu Bulan Oktober 2014.
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4. Lensa Pulau Sumbawa, merupakan event Sport Tourism adalah sebagai
upaya dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Sumbawa Barat
sekaligus memperkenalkan potensi tujuan wisata yang ada di daerah ini.
Kegiatan utamanya adalah Volly Pantai dan Surfing Contest yang diikuti oleh
berbagai club dari seluruh Indonesia, acara berlangsung tanggal 9-17
Nopember 2014.

5. Surfing di kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 13-15 Nopember 2014.
6. Lari 10 Km, diselenggarakan di Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Nopember

2014 sebagai rangkaian atas publikasi Tambora Menyapa Dunia.
Dengan tersusunnya kalender event-event seni dan budaya yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, baik di dalam
daerah (kabupaten/kota) maupun di luar daerah sebagai upaya pemerintah
daerah untuk meningkatkan dan menarik minat wisatawan berkunjung ke wilayah
NTB. Event-event tersebut telah dilaksanakan dengan sukses sesuai rencana dan
jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.280
Event-event Seni dan Budaya Tahun 2014

NO. KEGIATAN TEMPAT WAKTU

1 Pesta Rakyat Ponan Sumbawa Barat Januari 2014
2 Pemilihan Duta Museum Museum, Mataram Januari 2014
3 Museum Besyukur Museum, Mataram 23 Januari  2014
4 Festival Bau Nyale Pantai Seger, Loteng 19-20 Februari 2014
5 Festival Kaliantan Pantai Kaliantan, Loteng 19-20 Februari 2014
6 Pagelar  Seni Pelajar se-Kota

Mataram
Taman Budaya-Mataram 21-22 Februari 2014

7 Festival Musik Tradisi Anaka-
anak

Taman Budaya-Mataram 24-26 Maret  2014

8 Wayang Kulit Sasak Taman Budaya-Mataram 29 Maret 2014
9 Barapan Kebo Sumbawa Sumbawa April 2014
10 Tari dan Musik Tradisi Taman Budaya-Mataram 19 April 2014
11 Family Gathering Museum - Mataram 21  April 2014
12 Eksperimen Seni Tradisi (Tari

dan Musik)
Taman Budaya-Mataram 3-4 Mei 2014

13 Audisi Gita Bahana Tk. Provinsi Mataram 13 Mei 2014
14 Festival Nasional tari Kreasi

Baru Remaja Tahun 2014
Jakarta 14-18 Mei 2014

15 Festival Nasional Musik Tradisi
Anak-anak Tk. Nasional

Jakarta 19-22 Mei 2014

16 Ampenan Tempoe Doloe Pantai Ampenan Mei 2014
17 Pameran Lukisan

“ RETROSPEKSI ”
Taman Budaya-Mataram 1-7  Juli 2014

18 Festival  Qasidah Tk. Provinsi. Mataram 10 Juni 2014
19 Festival Nasional Teater Tradisi Jakarta 13-18 Juni  2014
21 Lombok Sumbawa Art

Performance 2014
Taman Budaya-Mataram 21 juni 2014

22 Workshop Kriya Taman Budaya-Mataram 24-26 Juni 2014
23 Festival Museum untuk anak

bangsa
Museum, Mataram Juni  2014



BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.372 LKPJ GUBERNUR 2014

NO. KEGIATAN TEMPAT WAKTU

24 Festival Ramadhan Museum
Negeri Prov. NTB

Mataram Juli 2014

25 Pacuan Kuda Sumbawa Sumbawa Agustus 2014

26 Audisi Gita Bahana Tk. Nasional Jakarta 1 Agustus 2014

27 Gelar Seni “Lintas generasi” Taman Budaya-Mataram 6-8 Agustus  2014

28 Museum dan Gebyar
Kemerdekaan

Museum, Mataram Agustus  2014

29 Pawai Seni dan Budaya Kreatif
2014

Jakarta 18 Agustus  2014

30 Bulan Citra Budaya Mataram 19-27 Agustus 2014

31 Pameran Seni Rupa  “Rupa
Mantra Rupa”

Taman Budaya-Mataram 23-26 Agustus  2014

32 Festival Seni Pertunjukan Tradisi
Tk.Provinsi

Mataram 28  Agustus  2014

33 Festival Marine Medana 14-16 September
2014

34 Pacuan Kuda Bima Bima September   2014

35 Festival Seni Pertunjukan Tradisi
Tk. Nasional

TMII-Jakarta 24 September  2014

36 Festival Senggigi Senggigi. Lobar 24-27 September
2014

37 Seminar Kain Tradisional
(Eksotika Wastra NTB)

Museum Tekstil Jakarta September  2014

38 Festival Moyo Sumbawa 27 September – 6
Oktober  2014

39 Museum dan Tradisi Tulis Bima Oktober  2014

40 Festival Rudat Mataram 12 Oktober  2014

41 Festival Keraton Nusantara Bima 24-27 Oktober  2014

42 Festival Museum dan Cinta
Pahlawan

Museum, Mataram 10 Nopember  2014

43 Festival Tambora Dompu 14-16 Nopember 2014

44 Barapan Kebo Sumbawa Barat Sumbawa Barat 16 Nopember   2014

45 International Photo Week Mataram Nopember   2014

46 Festival Museum dan Cinta
Pahlawan

Museum, Mataram Nopember   2014

47 Peresean Se- Pulau Lombok Tentative

48 Pergelaran Wayang Kulit Taman Budaya, Mataram 20  November 2014

49 Festival Qasidah Tk. Nasional Riau 20  November 2014

50 Festival Musik Country Taman Budaya, Mataram 21-22 Nopember 2014

51 Festival Gendang Beleq Taman Gora, Mataram 13 Desember  2014

52 Lombok Sumbawa Night Gelanggang Remaja, Mataram 19 Desember  2014

53 Museum dan HUT NTB Mataram, Museum 21 Desember  2014

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 2014
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Peran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagi mitra pemerintah
provinsi dalam hal mempromosikan pariwista NTB guna meningkatkan wisatawan
nusantara dan mancanegara. Untuk lebih efektif promosi pariwisata melalui Media
Massa, sosial media, dan jaringan pengguna sosial media lain, yang dilaksanakan
sejak 19 Nopember 2014, dengan menayangkan “Indahnya Alam dan Budaya NTB’
didalam inflight entertainment Maskapai Garuda Indonesia GA-430 dengan rute
Jakata-Lombok.

Tabel 4.281
Kegiatan Promosi Pemasaran Pariwisata, Tahun 2014

NO. KEGIATAN TEMPAT JADWAL

I. Promosi Dalam Negeri

1 Mount Rinjani Utara Dompu 8-9 bAgustus 2014

2 Tracking Tambora Dompu 29 Agustus – 1
September 2014.

3 Triad Trail Dompu Oktober 2014

4 Lensa Pulau Sumbawa Sumbawa 9-17 Nopember 2014

5 Surfing Kab. Sumbawa Barat Maluk, Sumbawa Barat 13-15 Nopember  2014

6 Lari 10 Km Dompu 15 Nopember 2014

7 International Photo Week Mataram Nopember 2014

II. Promosi Luar Negeri

1 ICONDE (International Conference on
Dance Education) Malaysia

University Malaya

Kuala Lumpur

13-17 Agustus 2014

2 APECO (Asia Pacific Ecotourism Coference) Malaysia 22-24 September 2014

3 Promosi Penjajakan Kerjasama Pariwisata Melbourne-Australia 27-30 Nopember  2014

4 Promosi Budaya Abu Dhabi 27 Nopember – 2
Desember 2014

III. Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik

1. Sewa Space TIC BIL Mataram Triwulan I 2014

2 Promosi melalui media cetak Mataram Triwulan III 2014

3 Promosi melalui media Elektronik TV Lokal-
Sindo TV

Mataram Selama Tahun 2014

4 Promosi melalui media Elektronik TV Lokal-
Sindo TV, TV Nasional, TV Plasma, Radio
Lokal

Mataram Selama Tahun 2014

5 Peliputan Wartawan Pariwisata NTB Selama Tahun 2014

6 Farm Tour  Pariwisata Selama Tahun 2014

7 Media Lokal Berbahasa Inggris-Enchanting Selama Tahun 2014

8 Pembuatan dan pemasangan baliho VLS Mataram dan tempat lain
yang strategis

Selama tahun 2014

9 Pembuatan brosur/leaflet Wisata Extrim Disebar diseluruh wilayah
NTB dan Tamu dari luar
daerah dan luar negeri

Selama tahun 2014
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NO. KEGIATAN TEMPAT JADWAL

10 Space Iklan Mataram dan tempat lain
yang strategis

Selama Tahun 2014

11 Pembuatan dan pemasangan baliho Mataram dan tempat lain
yang strategis

Triwulan IV 2014

12 Pencetakan CD Mataram Triwulan II 2014

13 Pencetakan Folder Obyek Wisata dan
atraksi NTB

Triwulan IV 2014

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata,
namun demikian masih menghadapi beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.282
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

PERMASALAHAN SOLUSI

Pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung
sarana dan prasarana yang baik serta kondisi
keamanan yang kondusif belum memadai,
sehingga kenyamanan dan keamanan berada
dikawasan wisata belum terjamin

Fasilitasi, koordinasi pengembangan destinasi
pariwisata yang diarahkan pada kawasan
strategis pariwisata nasional dan kawasan
strategis pariwisata daerah yang disinergikan
dengan kawasan strategis provinsi.

Pemasaran pariwisata belum dilaksanakan  secara
efektif dan efisien, sehingga aktivitas pemasaran
pariwisata belum mampu menjangkau pasar yang
lebih luas. Karena kurang terpadunya pelaksanaan
pemasaran bersama para pelaku pariwisata atau
stakholder pariwisata lainnya

Mengembangkan jaringan promosi
internasional

Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap
perkembangan kepariwisataan dengan segala
implikasinya yang timbul masih kurang

Penyuluhan kepada masyarakat serta
melakukan pendampingan kelembagaan
terhadap kelompok-kelompok masyrakat yang
peduli pada pembangunan kepariwisataan

Kemitraan atau kerjasam dilakukan pemerintah
daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah
daerah dengan pemerintah daerah lain, dalam
implementasinya belum dilaksanakan secara
optimal

Penetapan Tim dan Forum dengan Keputusan
Gubernur, yang bertugas dan berfungsi
memberikan masukan kepada gubernur dalam
rangka percepatan pembangunan
kepariwisataaan Daerah.

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 2014

6. Industri

Urusan Industri Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan UPTD.

6.1. Penyelenggaraan Urusan Industri Pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Urusan Industri yang diselenggarakan pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan melalui 4 program pokok dan 12 kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.283
Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1 Pengemban
gan Industri
Kecil dan
Menengah

Meningkatnya
kualitas dan
kapasitas
pelaku usaha
industri kecil
menengah

Fasilitasi Bagi
Industri Kecil
dan Menengah
Terhadap
Pemanfaatan
Sumber Daya

Peserta pelatihan
finishing
kerajinan kayu

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
tenun alat Tenun
Bukan Mesin
(ATBM)

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
pengolahan kopi
bubuk instan

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
teknis produksi
pengolahan ikan

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
peningkatan
produksi olahan
bandeng presto

20 orang 20 orang

Peserta
pendampingan
IKM pengolahan
roti

20 orang 20 orang

Peserta
pendampingan
IKM pengolahan
kacang

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
kerajinan
bamboo

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
teknis produksi
pengolahan
pangan

40 orang 40 orang

Peserta pelatihan
kerajinan ketak

20 orang 20 orang

Peralatan/mesin
peralatan praktik
bagi Industri
Kecil Menengah
yang diadakan

3 kelompok
usaha

bersama

3 kelompok
usaha

bersama

Pelatihan
Dalam Rangka
Memperkuat
Kemitraan
Antara Petani
Dengan
Perusahaan
Mitra

Petugas grader
tembakau yang
dilatih

20 orang 20 orang

Keluarga petani
tembakau yang
diilatih
pengolahan
pangan

25 orang 25 orang

Peserta sosialisasi
Non Tobaco
Related Material
(NTRM)

50 orang 50 orang

Peserta workshop
tembakau Rajang

50 orang 50 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Peserta pelatihan
kewirausahaan
bagi petani
tembakau
Virginia

30 orang 30 orang

Keluarga petani
tembakau dan
wira usaha baru
yang dilatih
pengolahan
pangan berbasis
PIJAR

25 orang 25 orang

Wira Usaha Baru
yang dilatih
perbengkelan
mekanik
kendaraan Roda
2

25 orang 25 orang

Peserta pelatihan
pengolahan dan
peningkatakan
keterampilan
dibidang
pengolahan
pangan berbasis
ikan dan jagung

25 orang 25 orang

Perusahaan yang
memperoleh
sertifikasi uji
emisi

6 perusahaan 6 perusahaan

Industri hasil
tembakau/rokok
yang diuji TAR
dan Nikotin

6 IKM 6 IKM

Fasilitasi
sertifikasi halal
dan pengujian
mutu produk
unggulan

Jumlah Produk:
- Sertifikasi Halal

dari MUI
25 produk 25 produk

- Sertifikasi dari
BP-POM

28 item 28 item

Penilaian dan
Pemberian
Penghargaan
kepada Pelaku
Usaha Hotel
yang
menggunakan
Produk Lokal

Pelaku usaha
hotel yang
memperoleh
penghargaan

3 hotel 3 hotel

Sosialisasi dan
Sertifikasi
Penerapan
SNI/ ISO 9001
: 2008

IKM peserta
sosialisasi dan
sertifikasi
penerapan
SNI/ISO
9001:2008

40 orang 40 orang

Pelatihan
Pengolahan
Makanan
Ringan

IKM peserta
pengolahan
makanan ringan

20 orang 20 orang

Pelatihan
Teknologi
Proses
Produksi

IKM peserta
pelatihan
teknologi proses
produksi rumput

20 orang 20 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Rumput Laut laut

Pelatihan
Teknis
Kendaraan
motor Roda 2

IKM peserta
peningkatan
keterampilan
bengkel roda 2

20 orang 20 orang

2. Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
Industri

Meningkatnya
kualitas dan
kapasitas
penggunaan
teknologi

Pembinaan
Kemampuan
Teknologi
Industri

Mesin/Peralatan
yang diadakan :
Mesin/peralatan
tepung jagung ,
pengolahan jagung
dan pengering
jagung

3 unit 3 unit

Kelolpok penerima
mesin/Peralatan
Alat Tenun Bukan
Mesin (ATBM)

3 kelompok 3 kelompok

UPT penerima
mesin/peralatan
sealer/continous

10 UPT 10 UPT

Mesin/peralatan
pemuatan bio
etanol

1 perusahaan/
3 unit

1 perusahaan/
3 unit

Kelompok
penerima
mesin/peralatan
meubel kayu

2 kelompok/
4 unit

2 kelompok/
4 unit

Kelompok
Penerima
Mesin/Peralatan
pertukangan kayu

10 kelompok 10 kelompok

Mesin/peralatan
perbengkelan

30 unit 30 unit

Mesin/peralatan
kompresor,
genset, las, mesin
parut, penepung
dan giling kopi

103 unit 103 unit

Mesin/peralatan
pande besi

1 perusahaan/
4 unit

1 perusahaan/
4 unit

Mesin/peralatan
pres tembakau

20 unit 20 unit

Mesin/peralatan
perbengkelan roda
dua

15 unit 15 unit

Mesin/peralatan
parut, penepung
dan giling kopi

25 unit 25 unit

Mesin/peralatan
pengolahan
pangan berbasis
pijar

22 unit 22 unit

Kemasan Rokok
yang diadakan

50.000
bungkus

50.000
bungkus

Kemasan Slop
Rokok yang
diadakan

5.000 slop 5.000 slop

Mesin/peralatan
kompresor

6 unit 6 unit
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Mesin/peralatan
bordir

1 unit 1 unit

Mesin/peralatan
perbengkelan

9 unit 9 unit

Mesin/peralatan
pertukangan

4 unit 4 unit

Perusahaan yang
menerima
Kemasan botol
PET Bio Etanol,
200 ml dan 500 ml

1 perusahaan 1 perusahaan

Monitoring
Garam
Beryodium
Ditingkat
Produksi dan
Perdagangan

Laporan hasil
monitoring garam
beryodium

1 laporan 1 laporan

Jumlah
Perusahaan yang
dibantu Kalium
Iodat (KIO3)

6 perusahaan 6 perusahaan

3. Pengemban
gan Sentra-
Sentra
Industri
Potensial

Terlatihnya
IKM

Pemberdayaan
Kelembagaan
IKM Indag

IKM yang
diusulkan sebagai
calon penerima
UPAKARTI

20 orang 20 orang

4. Pengemban
gan dan
Penguatan
Klaster
Berbasis
OVOP

Meningkatnya
keterampilan
IKM

Peningkatan
Pengembanga
n Mutu Produk
Berbasis OVOP

Peserta pelatihan
pengembangan
motif tenun
tradisional

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
pengembangan
kerajinan bamboo

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
pengembangan
kerajinan ketak

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan
diversifikasi
kerajinan gerabah

20 orang 20 orang

Peralatan/mesin
praktik  yang
diberikan kepada
pelaku OVOP

1 pelaku
usaha

1 pelaku
usaha

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi NTB didominasi oleh Industri kecil
sebanyak 99 persen dan industri menengah 1 persen. Jumlah IKM tahun 2013
sebanyak 85.489 unit usaha/perusahaan, meningkat dibandingkan tahun 2012
sebanyak 84.593 unit. Perkembangan IKM, jumlah tenaga yang diserap, serta nilai
investasi, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.284
Perkembangan Industri Kecil Menengah Provinsi NTB

Tahun 2012-2013

NO URAIAN 2012 2013

1. Unit Usaha (Unit) 84.593 85.489
2. Tenaga Kerja (Orang) 263.542 257.232
3. Nilai Investasi (Rp.000) 461.139.097 607.503.489
4. Nilai Produksi (Rp.000) 2.336.578.552 8.183.938.664
5. Nilai Bahan Baku/Penolong (Rp.000) 987.796.230 3.841.277.238

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Sentra IKM di Provinsi NTB tahun 2013 sebanyak 73.741 unit usaha dengan
serapan tenaga kerja sebanyak 171.647 orang. Perkembangan sentra IKM di
Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.285
Perkembangan Sentra Industri Kecil Menengah Provinsi NTB

Tahun 2012-2013

NO. URAIAN 2012 2013

1. Unit Usaha (Unit) 73.422 73.741
2. Tenaga Kerja (Orang) 180.689 171.647
3. Nilai Investasi (Rp.000) 152.224.556 180.358.848
4. Nilai Produksi (Rp.000) 857.577.980 1.559.617.346
5. Nilai Bahan Baku/Penolong (Rp.000) 450.422.820 839.780.706

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Jumlah IKM terbanyak pada tahun 2013 adalah di Kabupaten Lombok Tengah
sejumlah 34.300 unit usaha, kemudian Kabupaten Lombok Timur 17.546 unit usaha
dan Kabupaten Lombok Barat 5.323 unit usaha. Proporsi sentra IKM tahun 2013
berdasarkan sektor industri, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.6
Jumlah Sentra Industri Kecil Menengah Berdasarkan Sektor Industri

Provinsi NTB Tahun 2013

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014
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Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Karya Seni
Budaya Daerah

HaKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan
suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang merupakan hak
untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek
yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual manusia. Bentuk-bentuk HaKI sebagai berikut:

a. Desain industri, merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau
komposisi garis atau warna, garis dan warna atau gabungan beberapa
bentuk yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola
tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

b. Merek, merupakan suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan
barang dan jasa.

c. Hak Cipta, merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang
pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta.

Pendaftaran HaKI selama tahun 2014 untuk desain industri sebanyak 2
Produk (13,33%) dari target 15 produk, merek sebanyak 8 produk (40,0%)
dari target 20 produk dan 1 produk hak cipta dari target 15 produk. Capaian
indikator Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 4.286
Capaian Indikator HaKI Tahun 2013-2014

INDIKATOR 2013
2014

TARGET REALISASI

Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya
Daerah

Desain Industri (Produk) 37 15 2

Merek (Produk) 42 20 8

Hak Cipta (Produk) 18 15 1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2014

Belum tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan kurangnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengakuan terhadap berbagai
jenis produk, merek maupun desain industri yang telah dihasilkan agar dapat
terlindungi dari potensi pembajakan dan pengakuan oleh pihak lain. Upaya
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yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk
bersama-sama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pendaftaran HaKI melalui sosialisasi, inventarisasi dan fasilitasi kepada
masyarakat untuk mendaftarkan produk maupun desain industri yang
dihasilkan, termasuk hasil karya seni dan budaya ke Dirjen HaKI Kementerian
Perdagangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB
untuk memperoleh pengakuan, perlindungan serta memperoleh manfaat
secara ekonomi. Jenis produk yang telah didaftarkan HaKI tahun 2014
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.287
Pendaftaran HaKI Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2014

NO. PEMOHON ALAMAT NAMA
PENGAJUAN KOMODITI

1. Dody Adi Wibowo/
UD Istana Kopi

Jl. Maluku No. 12 BTN
Gunungsari Indah
Lombok Barat

HAK CIPTA
ETNIC (Excellent
Taste of Nature
Indonesia Coffe)

Kopi Bubuk, Kopi
Instant

2. Happy Natalia, SE Jl. Biduri No. 12 A Sandik
Batu Layar Kabupaten
Lombok Barat

MEREK
Sambel ENCIM

Sambal

3. Alif/
CV. Wangi Malindo

Montong Alung RT.001
Kelurahan Aiq Bukak
Kecamatan Batukliang
Utara Kabupaten Lombok
Tengah

MEREK
Wangi Aik Bukak
+ Logo

Air Minum Dalam
Kemasasan
(AMDK)

4. Ahdar/
An. Gapoktan
Kemang Arabika
Sumbawa

Desa Tepal Kecamatan
Batu Lanteh Kabupaten
Sumbawa

MEREK
Kopi Tepal

Biji Kopi, Kopi
Bubuk, Kopi
Instan

5. Efendi Elim, SE Jl. Bina Putra Griya
Getap Blok B RT/RW 10
Kelurahan Babakan
Kecamatan Sandubaya
Kota Mataram

MEREK
JOY + Logo

Jelly/Minuman
Jelly Rumput Laut

6. Samsir, A.Md Rembitan IV, Desa
Rembitan Kecamatan
Pujut Kabupaten Lombok
Tengah

MEREK
Rembitan Sasak +
Logo

Batik

7. Hayati Jl. Energi Gg. Pogot No.
12 Kecamatan Ampenan
Kota Mataram

MEREK
Kenanga + Logo

Snack Komaq,
Manisan Tomat,
Telur Asin

8. Kusman Jayadi Pringgasela Lombok
Timur

MEREK dan
DESAIN
INDUSTRI
Jaya Abadi

Batik

9. Hasan/
UD Ali Bata

Desa Kediri Kabupaten
Lombok Barat

MEREK dan
DESAIN
INDUSTRI
Tungku Gastifikasi
Open Tembakau

Open Tembakau

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014
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Sertifikasi Halal dari MUI dan Sertifikasi dari BPOM

Perusahaan mikro/UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi NTB yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB
sebanyak 20 Perusahaan dengan jenis produk antara lain kue kering, kopi,
abon ikan, bumbu instan, keripik, ikan kering, roti, snack, nugget, dll.
Sedangkan untuk sertifikasi keamanan pangan dari Balai Besar Pengawasan
Obat dan Makanan dari 35 sampel pangan yang diuji antara lain abon ayam,
abon sapi, sale pisang dll, terdapat dua sampel yang Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) yaitu dodol ketan hitam yang mengandung kapang melebihi batas
maksimum dan madu yang mengandung kadar air melebihi batas maksimum
serta kadar glukosa kurang dari batas minimum. Pelaku usaha yang
menghasilkan komoditas yang belum lulus uji tersebut, telah diberikan
pembinaan lebih lanjut untuk dapat menerapkan cara produksi pangan yang
baik untuk industri rumah tangga.

6.1.1. UPTD Balai Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan
Kemasan (BPKUD dan K)

Urusan industri yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan melalui 1
program pokok dan 10 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.288
Indikator Kinerja Urusan Industri

Pada Balai Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan
Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Peningkatan
Mutu dan
Pengembang
an
Pengolahan
Komoditi
Unggulan
Daerah

Meningkatkan
mutu
pengolahan
komoditi
uggulan
daerah

Study
Banding
Pengelolaan
UPTD
Rumah
Kemasan
Bagi SDM
Aparatur ke
Malang Jawa
Timur

Aparat peserta
study banding

3 orang 3 orang

Pendamping
an Tenaga
Ahli Mesin
Kemasan

Instruktur
Mesin Kemasan
yang
didatangkan

1 orang 1 orang

Operator mesin
kemasan yang
diberi honor

5 orang 5 orang

Desainer
kemasan yang
diberi honor

2 orang 2 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pelatihan
Peningkatan
Mutu
Pengolahan
Pangan
(PIJAR)

Peserta
pelatihan
peningkatan
mutu olahan
Pijar

20 orang 20 orang

Pelatihan
Peningkatan
Mutu
Kemasan
Produk
Olahan
Pangan

Peserta
pelatihan
desain kemasan

20 orang 20 orang

Pelatihan
Peningkatan
Mutu Produk
Olahan
Pangan
Berbasis
Pijar di
Kabupaten
Lombok
Barat

Peserta
pelatihan
produk olahan
pangan
berbasis Pijar

20 orang 20 orang

Pelatihan
Pengolahan
Pangan
Berbasis
Pijar di
Kecamatan
Batukliang,
Kabupaten
Lombok
Tengah

Peserta
pelatihan
pengolahan
pangan
berbasis Pijar

20 orang 20 orang

Magang
Pejabat
Fungsional
dan
Aparatur
Dalam
Rangka
Pengolahan
Pangan di
Malang

Pejabat
Fungsional dan
Aparatur
peserta
magang
pengolahan
pangan

10 orang 10 orang

Bantuan
Kemasan
Bagi IKM
Berbasis
Pijar

IKM penerima
bantuan
kemasan

10  IKM 10  IKM

Magang IKM
ke Malang

Peserta
magang produk
olahan Pijar

10 orang 10 orang

Pelatihan
Pengolahan
Pangan
Berbasis
Pijar di
Kabupaten
Lombok
Utara

Peserta
pelatihan
pengolahan
pangan
berbasis Pijar

20 orang 20 orang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014
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Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan industri
tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel  4.289
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Industri

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih rendahnya kemampuan dan inovasi IKM
dalam proses produksi

Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan
pendampingan bagi IKM untuk mendorong
inovasi pengolahan produk Pijar

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

7. Perdagangan

Urusan Perdagangan Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan dan UPTD.

7.1. Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Pada Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan

Urusan Perdagangan yang diselenggarakan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan melalui 6 program pokok dan 22
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.290
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan

Meningkatkan
perlindungan
konsumen
dan efektifnya
perdagangan

Peningkatan
Pengawasan
Peredaran
Barang dan
Jasa

Hasil
pengawasan
barang dan
jasa

1 laporan 1 laporan

Komoditi
barang dan
jasa  yang
diawasi
peredarannya

10 komoditi 10 komoditi

2. Peningkatan
Kerjasama
Perdagangan
Internasional

Meningkatnya
efektifitas
kerjasama
perdagangan
internasional

Workshop
Informasi
Peluang
Pasar
Perdagangan
Luar Negeri

Eksportir dan
Aparat Pembina
peserta
workshop
perdagangan
luar negeri

30 orang 30 orang

Penetrasi
Pasar Ekspor
Kerajinan
Kerja Sama
dengan
Indonesian
Trade
Promotion
Centre (ITPC)

Peserta
penetrasi pasar
ekspor
kerajinan kerja
sama dengan
Indonesian
Trade
Promotion
Centre (ITPC)

30 orang 30 orang
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengawasan
Peredaran
Barang
Exspor dan
Impor

Produk barang
ekspor dan
impor yang
diawasi

10 komoditi 10 komoditi

3. Peningkatan
dan
Pengembang
an Ekspor

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
ekspor

Pelatihan
Ekspor
Import Bagi
Pelaku Usaha
dan Aparatur
di Jakarta

Aparat dan
pelaku usaha
yang mengikuti
pelatihan
ekspor impor

2 orang 2 orang

Partisipasi
Pada
Pameran dan
Promosi Luar
Negeri

Pameran dan
promosi luar
negeri yang
diikuti

1 event/
1 negara /
2 orang

1 event/
1 negara /
2 orang

Evaluasi dan
Monitoring
Importir yang
Sudah
Memiliki API

Laporan
monitoring
importir yang
sudah memiliki
Asosiasi
Pedagang
Indonesia (API)

1 laporan 1 laporan

Sosialisasi
Prosedur
Ekspor Bagi
Pengusaha di
Mataram

Pengusaha/
eksportir
peserta
sosialisasi
prosedur
ekspor

30 orang 30 orang

4. Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam
Negeri

Menjamin
Ketersediaan
Barang
Kebutuhan
Pokok Dan
Barang
Strategis

Operasi Pasar
Rakyat

Sembako yang
disalurkan ke
masyarakat

2.390
bungkus

2.390
bungkus

Pemantauan
Ketersediaan
Sembako
Menjelang
Hari Besar
Keagamaan

Laporan hasil
pemantauan
ketersediaan
sembako yang
dicetak

1 laporan 1 laporan

Misi Dagang Buku Misi
dagang yang
dicetak

15 buku 15 buku

Pemantauan
dan
Pendataan
SIUP, TDP
dan Data
Perusahaan

Laporan hasil
pendataan
SIUP, TDP dan
Data
Perusahaan

1 laporan 1 laporan

Pemantauan
Perdagangan
Antar Pulau

Laporan
pemantauan
perdagangan
antar pulau

1 laporan 1 laporan

Pemantauan
Barang-
Barang
Strategis dan
BBM

Laporan hasil
pemantauan
barang-barang
strategis dan
BBM

1 laporan 1 laporan

Pembanguna
n Los Pasar

Los pasar yang
dibangun di
Dompu

1 los/
1 unit

1 los/
1 unit
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

5. Pembinaan
Pedagang
Kaki Lima
dan Asongan

Meningkatnya
Kapasitas
Sarana
Pedagang
Kaki Lima dan
Asongan

Penataan
Tempat
Berusaha
Bagi
Pedagang
Kaki Lima
dan Asongan

Tenda
pedagang kaki
lima yang
diadakan

193 buah 193 buah

6. Pembinaan
dan
Pengembang
an Usaha
Daerah

Meningkatnya
Kapasitas
Layanan
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Usaha
Daerah

Penyusunan
Dokumen
Program
Indag

Aparat peserta
penyusunan
Rencana
program kerja
indag

40 orang 40 orang

Penyusunan
Visualisasi
Data Indag

Laporan
statistik indag
yang dicetak

50 buku 50 buku

Visualisasli data
indag yang
disusun

6 buah 6 buah

Penyusunan
Profil
Kelembagaan
/Produk
Indag

Buku profil
komoditi
produk indag
yang dicetak

160 buku 160 buku

Partisipasi
Pada
Pameran dan
Promosi
Dalam Negeri

Pameran yang
dilaksanakan

8 pameran
(pekan
promosi
produk

daerah di Mall
dan Malang;
NTB Expo;
HUT NTB;

Gelar produk
olahan IKM;

Pameran
Produk

Unggulan
Daerah di
Jakartra)

6 pameran
(pekan
promosi
produk
daerah,
Pameran
produk

daerah, NTB
Expo,

Pameran
produk dalam

negeri,
pameran

pangan nusa,
Gelar produk
olahan IKM)

Peningkatan
Kerjasama
Mitra Praja
Utama (MPU)

Peserta rapat
koordinasi Mitra
Praja Utama

25 orang/
10 provinsi

25 orang/
10 provinsi

Penyediaan
Informasi
Strategis
Pembangunan
Daerah

Informasi
strategis
pembangunan
daerah Yang
dicetak

24 buku 24 buku

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Realisasi volume ekspor Provinsi NTB tahun 2014 sebesar 190.182,915 ton
turun 30,71 persen dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 274.452,933
ton. Demikian juga nilai ekspor tahun 2014 tercatat US$.307.601.681,160 turun
sebesar 23,59 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar US$.402.568.348,659.
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Perkembangan volume dan nilai ekspor Provinsi NTB tahun 2013-2014,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.291
Perkembangan Volume dan Nilai Eksport Provinsi NTB

Tahun 2013-2014

TAHUN VOLUME (TON) NILAI (US$)

2013 274.454,933 402.568.348,659

2014 190.182,915 307.601.681,160

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Negara tujuan ekspor daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 sebanyak
18 negara tujuan yang didominasi Jepang, Korea dan China. Negara tujuan dan
nilai ekspor Provinsi NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.292
Negara Tujuan dan Nillai Ekspor Provinsi NTB

Tahun 2014

NO NEGARA TUJUAN
DEVISA

US$ %

1 Taiwan 1.790,120 0,001

2 Malaysia 27.946,000 0,009

3 USA 286.359,580 0,093

4 Jepang 163.813.046,010 53,255

5 Inggris 3.354,020 0,001

6 India 106.159,000 0,035

7 Hongkong 847.221,967 0,275

8 Germany 32.748,400 0,011

9 Singapore 3.500,000 0,001

10 Korea 107.728.615,180 35,022

11 Israel 5.568,800 0,002

12 Canada 9.390,230 0,003

13 China 34.636.476,330 11,260

14 Australia 13.707,960 0,004

15 Belanda 23.964,230 0,008

16 Perancis 2.000,000 0,001

17 Macao 32.083,333 0,010

18 Vietnam 27.750,000 0,009

Jumlah 307.601.681,160 100,00
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Realisasi ekspor komoditi tahun 2014 tercatat sebanyak 20 jenis, meningkat
dibandingkan tahun 2013 sebanyak 14 jenis komoditi. Jenis komoditi sumber
perolehan devisa daerah Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.293
Perkembangan Jenis Komoditi yang Mendominasi Perolehan Devisa

Tahun 2014

JENIS KOMIDITI NILAI (US$)
PERSENTASI

(%)

Konsentrat Tembaga 305.668.706,400 99,37

Mutiara Bulat 1.056.968,634 0,34

Buah Kelapa 223.436,420 0,07

Kerajinan Buah Kering 193.900,730 0,06

Komoditi Lainnya (16 Jenis) 458.668,976 0,15

Jumlah Ekspor 307.601.681,160 100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

Paritas Daya Beli Masyarakat

Inflasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi
lainnya, terutama terganggunya daya beli masyarakat. Paritas daya beli yang
terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi kebutuhannya meskipun
standar minimum dan dimungkinkan untuk meningkat bila nilai tambah dari
berbagai usaha yang dilakukan masyarakat juga meningkat. Pada tahun 2013
paritas daya beli masyarakat NTB mencapai Rp.647.710,-. Paritas daya beli
masyarakat Provinsi NTB Tahun 2011-2013 meningkat rata-rata 0,38 persen
pertahun, dengan perkembangan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.7
Paritas Daya Beli Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2011-2013

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014
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Paritas daya beli masyarakat tahun 2014 belum dapat disajikan, menunggu
release Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Capaian indikator paritas daya beli
masyarakat sebagai indikator RPJMD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.294
Capaian Indikator Paritas Daya Beli

Tahun 2013-2014

INDIKATOR SATUAN 2013
2014

TARGET REALISASI

Paritas Daya Beli Masyarakat Rp 647.710 673.898 Na

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2014

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah daerah melakukan
program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi NTB, antara lain
melalui operasi pasar dengan menyalurkan 2.390 paket dan pemantauan
ketersediaan sembako, barang-barang strategis dan perdagangan antar pulau,
perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, serta pembinaan dan
pengembangan usaha daerah.

Komoditas yang dijadikan acuan penentuan paritas daya beli merupakan
hasil Survei Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD-1995) antara lain : beras lokal,
tepung terigu, ketela pohon, ikan tongkol/tuna/cakalang, ikan teri, daging sapi,
daging ayam kampung, telur ayam, susu kental manis, bayam, kacang panjang,
kacang tanah, tempe, jeruk, papaya, kelapa, gula pasir, kopi bubuk, garam,
merica/lada, mi instant, rokok kretek/filter, listrik, air minum, bensin, minyak tanah
dan sewa rumah, yang bertujuan mengetahui komoditas yang paling banyak
dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kalori per kapita
sebanyak 2.100 kalori/hari.

7.1. 1. UPTD Metrologi

Urusan perdagangan yang diselenggarakan pada UPTD Metrologi
melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.295
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Pada UPTD Metrologi

Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan

Meningkatkan
perlindungan
konsumen
dan efektifnya
perdagangan

Pengawasan
Alat Ukur,
Takar,
Timbang
dan
Perlengkapa
nya (UTTP)

Alat Ukur,
Takar, Timbang
dan
Perlengkapanya
yang diawasi

600 UTTP 600 UTTP
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pelayanan
Tera/Tera
Ulang Alat
Ukur, Takar,
Timbang
dan
Perlengkapa
nnya (UTTP)

Jumlah Sidang
Tera Ulang
Ukur Takar,
Timbangan
Perlengkapan
Sidang Tera
Ulang (STU)
(UTTP) yang
dipublikasi

40.000 buah 40.000 buah

Sertifikasi
Surveylance
ISO 9001 :
2008

30 sertifikat 30 sertifikat

Verifikasi
internal
peralatan
standar
laboratorium

10 buah 10 buah

Verifikasi
eksternal
peralatan
standar
laboratorium

7 buah 7 buah

Buku tanda
tera/ tera ulang
Argo Taxi yang
dicetak

750 buku 750 buku

Stiker tanda
tera/ tera ulang
UTTP yang
dicetak

7.500 lembar 7.500
lembar

Sosialisasi
Perda
Nomor 2
Tahun 2013
tentang
Retribusi
Pelayanan
Tera/Tera
Ulang

Petani
tembakau,
pedagang
tembakau,
industri hasil
tembakau
peserta
Pelatihan
penggunaan
timbangan
yang benar

130 orang 130 orang

Pelayanan
Pos
Pengaduan
Konsumen

Ruangan untuk
pos pengaduan
konsumen yang
disewa

1 ruangan 1 ruangan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2014

7.1.2. UPTD Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah
(BP3ED)

Urusan perdagangan yang diselenggarakan pada UPTD Balai
Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED) melalui
2 program pokok dan 6 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.296
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED)
Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISA
SI

1. Peningkatan
dan
Pengembang
an Ekspor

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
ekpor

Pelatihan
Bagaimana
Memulai
Eksport Bagi
IKM/UKM/Ek
sportir se
Pulau
Lombok

Peserta
pelatihan
Eksport Bagi
IKM/UKM/Eksp
ortir se Pulau
Lombok

30 orang 30 orang

Pelatihan
Pengembang
an Desain
untuk
Produk
Eksport Bagi
IKM/UKM/Ek
sportir se
Pulau
Lombok

Peserta
pelatihan
desain produk
Eksport

30 orang 30 orang

Pelatihan
Bagi UKM/
Calon UKM
yang
Berorientasi/
Berpotensi
Eksport/
Eksportir se
NTB

Peserta
pelatihan
orientasi
eksport

30 orang 30 orang

Pelatihan
Teknik
Negosiasi
dan Kontrak
Dagang Bagi
UKM/Calon
UKM Indag
yang
Berorientasi/
Berpotensi
Ekspor/
Eksportir

Peserta
pelatihan teknik
negosiasi dan
kontrak dagang

30 orang 30 orang

Penyediaan
Sarana
Promosi
Eksport
Daerah

Roll banner
yang dicetak

6 buah 6 buah

Hosting
Website yang
disewa

1 web 1 web

2 Pembinaan
dan
Pengembang
an Usaha
Daerah

Meningkatnya
Kapasitas
Layanan
Pembinaan
Dan
Pengembang-
an Usaha
Daerah

Partisipasi
Pada
Pameran
dan Promosi
Dalam
Negeri

Buku profil
pengusaha/
Eksportir
daerah yang
dicetak

116 buku 116 buku
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NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISA
SI

CD Profil
pengusaha/
Eksportir
daerah yang
digandakan

30 keping 30 keping

Pameran yang
diikuti

1 event
(Pameran

Dekranasda di
Jakarta)

1 event
(Pameran
Dekranasd

a di
Jakarta)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB,  2014

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan
tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.297
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

PERMASALAHAN SOLUSI

Dinas perindag belum bisa menerbitkan Surat
Keterangan Asal (SKA) untuk ijin ekspor bagi
para Eksportir

Mengajukan permohonan ke Kementerian
Perdagangan RI untuk memberikan rekomendasi
kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi NTB agar dapat menerbitkan SKA

Komoditi Eksport NTB komoditi hasil kerajinan
masih diolah dalam bentuk sentengah jadi untuk
dijual kenegara tujuan melalui daerah lain.

Memberikan sosialisasi kepada para IKM agar
melakukan finising terhadap komoditi hasil
kerajinan untuk meningkatkan nilai jual.

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, 2014

8. Ketransmigrasian

Urusan Ketransmigrasian Tahun 2014 diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan UPTD.

8.1. Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian Pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

Urusan Ketransmigrasian yang diselenggarakan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui 2 program pokok dan 6 kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.298
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengembangan

Wilayah
Transmigrasi

Meningkatnya
Jumlah Wilayah
Pengembangan
Untuk
Transmigrasi

Penyusunan
Program

Perencanaan
Kegiatan Dinas
Sesuai dengan
Program Dinas

1 Tahun 1 Tahun
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Bimtek
Geographic
Information
System (GIS)
untuk Pemetaan
Digital Kawasan
Transmigrasi

Peserta Bimtek
GIS untuk
kawasan
transmigrasi
Dokumen
pemetaan
kawasan
transmigrasi

15 Orang 15 Orang

Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Transmigrasi

UPT dan
masyarakat
yang
diberdayakan

3 UPT
90 orang

3 UPT
90 orang

Monitoring dan
Evaluasi Program
Pengembangan
Wilayah dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Transmigran

Monev yang
dilaksanakan

6 kali 6 kali

Lokasi monev UPT jeringo
Kabupaten
Lombok
Timur
UPT Tonngo
II Sp 2
Kabupaten
Sumbawa
Barat
UPT
Branglamar
Kabupaten
Sumbawa
UPT
Nangakara Sp
2 Kabupaten
Dompu
UPT
Soripanihi SP
5 Kabupaten
Bima
UPT
Soripanihi SP
6 Kabupaten
Bima

UPT jeringo
Kabupaten
Lombok Timur
UPT Tonngo II
Sp 2
Kabupaten
Sumbawa
Barat
UPT
Branglamar
Kabupaten
Sumbawa
UPT
Nangakara Sp
2 Kabupaten
Dompu
UPT Soripanihi
SP 5
Kabupaten
Bima
UPT Soripanihi
SP 6
Kabupaten
Bima

Laporan monev 1 laporan 1 laporan

Pengembangan
dan
pemberdayaan
masyarakat di
kawasasan Kota
Terpadu Mandiri
(KTM)

KTM dan
masyarakat
yang
diberdayakan

2 KTM
50 orang

2 KTM
50 orang

2. Penempatan
Dan Pembinaan
Transmigrasi

Meningkatnya
Jumlah
Transmigran
Yang
Ditempatkan
Dan Dibina

Pendafataran
Dan Seleksi

Calon
Transmigran
yang  terdaftar
dan terseleksi

5 kab/kota
500 orang
terdaftar

5 kab/kota
1000 orang
terdaftar

19 orang
terseleksi
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NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
Penyusunan
Profil UPT Bina

Tersusunya
buku Profil UPT
Bina

6 Profil/6
UPT

6 Profil/6
UPT

Koordinasi
Penyelenggaraan
Transmigrasi

Penjajakan
lokasi
penempatan
transmigrasi

4 Provinsi 4 Provinsi

Naskah
Kerjasama Antar
Daerah

Naskah yang
dikerjasamakan

4 naskah 2 naskah

Monitoring dan
evaluasi program
penempatan dan
pembinaan
transmigrasi

Hasil monev 1 laporan;
20 buku

1 laporan;
20 buku

Rapat
Pengendalain dan
Evaluasi Bidang
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian
Tingkat Provinsi

Peserta rapat 100 orang 100 orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasii Provnsi NTB, 2014

8.1.1. Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian Pada UPTD
BALATRANS

Urusan Ketransmigrasian yang diselenggarakan pada UPTD
BALATRANS melalui 1 Program pokok dan 1 kegiatan, sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 4.299
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketransmigrasian pada UPTD BALATRANS

Tahun 2014

NO. PROGRAM
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI
1. Penempatan

dan
Pembinaan
Transmigrasi

Meningkatnya
kemampuan
dan
ketrampilan
transmigran

Pelatihan Bahan
Bangunan

Peserta yang
mengikuti
pelatihan

30 orang
5 kab

30 orang
5 kab

Bantuan pasca
pelatihan

Bantuan
Barang

Cetakan
Batako (12

Set)

Pada tahun 2014 dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi
NTB di lokasi-lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) antara
lain: UPT Jeringo Kabupaten- Lombok Timur, UPT Tongo II Sp 2
Kabupaten Sumbawa Barat, UPT Branglamar Kabupaten Sumbawa,
UPT Nangakara Sp 2 Kabupaten Dompu, UPT Soripanihi SP 5
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Kabupaten Bima dan UPT Soripanihi SP 6 Kabupaten Bima.
Sedangkan Jumlah transmigran dalam Provinsi pada periode tahun
2014 sebanyak 75 KK menurun dibandingkan jumlah transmigran
pada tahun 2013 sebanyak 95 KK, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.300
Perkembangan Jumlah Transmigrasi Dalam Provinsi  menurut Kabupaten Tujuan,

Kabupaten Asal Transmigran Priode Tahun 2013-2014

NO. PROV/KAB/
LOK/UPT

2013 2014

TARGET
KAB. DAERAH ASAL

(Tentatif)

REALISAS
I KAB.

DAERAH
ASAL

TARGET
KAB. DAERAH

ASAL (Tentatif)

REALISASI
KAB. DAERAH

ASAL

KAB
/KOTA KK JUMLAH

KK
KAB/
KOTA KK JUMLAH

KK
I NTB (P. SUMBAWA)

1 Kab. Bima

UPT. Soripinihi SP. 6 Kota Mataram 15 15 Kota
Mataram 0 0

Kab. Lobar 15 15 Kab. Lobar 0 0

Kab. Loteng 15 15 Kab. Loteng 0 0

Kab. Lotim 15 15 Kab. Lotim 0 0

Kab. Lotra 15 15 Kab. Lotra 0 0

75 75

Trans Penduduk
Setempat (TPS) Kab Bima 75 75 KK (304

JIWA)

2 Kab. Sumbawa

UPT. Brang Lamar Kota Mataram 4 4

Kab. Lobar 4 4

Kab. Loteng 4 4

Kab. Lotim 4 4

Kab. Lotra 4 4

20 20

3 Kab. Sumbawa Barat

UPT. Tongo II Sp 2

4 Kab. Dompu - - -

UPT Nangakara Sp 2 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

JUMLAH 95 95 75 75

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2014
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Sementara untuk Daerah tujuan transmigrasi keluar Provinsi periode 2014
telah dilaksanakan pengiriman transmigran ke Provinsi Sulawesi Tenggara,
sebanyak 10 KK dan Kalimantan Barat 9 KK, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.301
Perkembangan Jumlah Transmigrasi Keluar Provinsi , Jumlah dan Tujuan Daerah

Priode Tahun 2013-2014

NO. PROV/KAB/
LOK/UPT

2013 2014

TARGET
KAB. DAERAH

ASAL (Tentatif)

REALISASI
KAB.

DAERAH
ASAL

TARGET
KAB. DAERAH ASAL

(Tentatif)

REALISASI
KAB. DAERAH

ASAL

KAB
/KOTA KK JUMLAH

KK
KAB/
KOTA KK JUMLAH

KK

I KALIMANTAN
BARAT

1 Kabupaten Kayong
Utara
- Permukiman

Satai Lestari
Sp2

Kota Mataram 0 0

Kab. Lobar 4 4
Kab. Loteng 0 0
Kab. Lotim 0 0
Kab. Lotra 5 5

Jumlah KK 9 9

II SULAWESI
TENGGARA

1 Kabupaten
Konawe Barat
- Permukiman

Padalere Kota Mataram 3 3

Kab. Lobar 0 0
Kab. Loteng 3 3
Kab. Lotim 4 4
Kab. Lotra 0 0

Jumlah KK 10 10
JUMLAH 19 19

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2014
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Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang”. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
dilaksanakan melalui asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota dan/atau
desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua
wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas
Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan
umum, dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian
permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan
pembangunan bagi daerah.

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;

b. Peraturan Menteri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan
dari masing-masing Kementerian;

c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan masing-masing
Kementerian.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan atau yang
menugas bantukan urusan pemerintahan kepada Instansi yang memberikan TP
kepada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2014, adalah:

a. Kementerian Pertanian :

 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
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 Direktorat Jenderal Perkebunan;

 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan :

 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

 Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;

 Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

 Direktorat Jenderal Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi.

d. Kementerian Pekerjaan Umum :

 Direktorat Jenderal Bina Marga;

 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

e. Kementerian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

 Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Melaksanakan

Sedangkan SKPD Provinsi NTB yang melaksanakan TP Tahun 2014, adalah:

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Dinas Perkebunan;

c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

d. Dinas Kelautan dan Perikanan;

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

f. Dinas Pekerjaan Umum;

g. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp 190,853,281,000-. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp. 172,300,370,615,-.Rincian jumlah anggaran, realisasi anggaran,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 5.1
Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan dan Realisasi

berdasarkan Satuan Kerja Pelaksana Tahun Anggaran 2014

NO. KEMENTERIAN SKPD PELAKSANA
JUMLAH

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

%

1 Pertanian Dinas Pertanian TPH 72,621,840,000 68,890,928,050 94,86
Dinas Perkebunan 34,521,804,000 30,963,973,090 89,69
Dinas Peternakan dan
Keswan 41,928,800,000 31,414,954,362 74,92

2 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan
Perikanan 5,080,922,000 2,803,144,667 55,17

3 Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 16,005,765,000 15,325,005,315 95,75

4 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum 25,775,072,000 25,705,509,798 99,73

5 Koperasi dan
Pengusaha Kecil dan
Menengah

Dinas Koperasi UMKM 990.000.000 830.331.000 83,87

JUMLAH 190,853,281,000 172,300,370,615 90,29

Sumber : 1. Bappeda Provinsi NTB , 2014
2. SKPD Pelaksana TP, 2014
3. Kanwil DJPB Prov. NTB, 2014

5. Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi NTB dari Pemerintah pada
Tahun 2014, diimplementasikan melalui program dan kegiatan dengan capaian
indikator, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Capaian Indikator Satuan Kerja Penerima Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi NTB

Tahun Anggaran 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
1 Peningkatan

Produksi,
Produktivitas
dan Mutu
Tanaman
Pangan untuk
Mencapai
Swasembada
dan
Swasembada
Berkelanjutan

Terwujudnya
capaian produksi
berkelanjutan
dalam rangka
mencapai
ketahanan
pangan

Pengelolaan
Produksi
Tanaman Aneka
Kacang dan Umbi

Areal Sekolah
Lapangan
Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SLPTT)
Komoditas Aneka
Kacang Dan Umbi
yang dikembangkan :

- Kota Bima
SLPTT Kedelai (SL)
SLPTT Kedelai (LL)

- Kota Mataram
SLPTT  Kedelai (SL)
SLPTT Kedelai (LL)

1.000 ha

450 ha
50 ha

450 ha

50 ha

870 ha

450 ha
50 ha

333 ha

37 ha
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Pengelolaan
Produksi
Tanaman
Serealia

Areal atau Luas
Lahan yang
digunakan sebagai
Sekolah Lapangan
Pengelolaan Produksi
Tanaman Serealia

- Kota Bima

SLPTT  Padi
Inbrida  (LL)

SLPTT Padi
Inbrida  (SL)

- KLU

SLPTT  Padi
Inbrida  (LL)

SLPTT Padi
Inbrida  (SL)

- Kota Mataram

SLPTT  Padi
Inbrida  (LL)

SLPTT Padi
Inbrida  (SL)

SLPTT Komoditas
Jagung

- - KLU

- SLPTT jagung
Hibrida (LL)

- SLPTT jagung
Hibrida (SL)

-

7.500 Ha

80 ha

1.920 ha

120 ha

2.880 ha

80 ha

1.920 ha

20 ha

480 ha

7.500 Ha

80 ha

1.920 ha

120 ha

2.880 ha

80 ha

1.920 ha

20 ha

480 ha

Pengelolaan
Sistem
Penyediaan Benih
Tanaman Pangan

Alat penangkar  benih
yang diadakan 15 unit 15 unit

Dukungan
Manajemen Dan
Teknis Lainnya
pada Ditjen
Tanaman Pangan

Dokumen
Perencanaan yg
disusun

4 Dokumen 4 Dokumen
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

2. Peningkatan
Nilai Tambah,
Daya Saing,
Industri Hilir,
Pemasaran dan
Ekspor Hasil
Pertanian

Terwujudnya
peningkatan
diversifikasi
pangan, nilai
tambah, daya
saing dan ekspor
untuk
kesejahteraan
petani

Pengembangan
Pemasaran
Domestik

Sarana Pasar
Domestik yang
diadakan

2 Unit 2 Unit

Pengembangan
Pengelolaan Hasil
Pertanian

Sarana  Pengelolaan
Hasil pertanian yang
di Perbaiki /di
revitalisasi

9 Unit 9 Unit

Usaha
Pengelolaan Hasil
Tanaman
Hortikultura

Alat Pengolah
Kentang yang
digunakan

1 Unit 1 Unit

3. Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana dan
Sarana
Pertanian

Terwujudnya
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana Secara
Berkelanjutan

Pengelolaan Air
Irigasi Untuk
Pertanian

Luas Jaringan Irigasi
yang dikembangkan (
15.200 ha) :
- Kabupaten Bima
- Kabupaten Dompu
- Kabupaten Lobar
- Kabupaten Loteng
- Kabupaten Lotim
- KLU
- Kabupaten

Sumbawa
- Kabupaten Sbw

Barat

3.500 ha
2.200 ha
1.800 ha
2.500 ha

500 ha
1.700 ha
1.500 ha

1.500 ha

3.500 ha
2.200 ha
1.800 ha
2.500 ha

500 ha
1.700 ha
1.500 ha

1.500 ha

Perluasan Areal
dan Pengelolaan
Lahan Pertanian

Luas areal/lahan
Tanaman Pangan
yang dikembangkan :
- Kabupaten Bima
- Kabupaten Lobar
- Kabupaten Bima
- KLU
- Kabupaten Sbw
- Kabupaten Sbw

Barat
- Kota Mataram

2.000 ha
500 ha

1.500 ha
1.000 ha
500 ha

2.000 ha

300 ha

2.000 ha
500 ha

1.500 ha
1.000 ha
500 ha

2.000 ha

300 ha

Luas areal yang
dikembangkan untuk
mendukung
holtikultura
- Kabupaten Dompu
- Kabupaten Lombok

Barat

10 ha
100 ha

10 ha
100 ha

Luas lahan yang
disediakan untuk
Pengembangan SRI
(System Of Rice
Intencification) :
- Kabupaten Bima
- Kabupaten Dompu
- Kabupaten Lobar
- Kabupaten Lotim
- KLU
- Kabupaten Sbw
- Kabupaten Sbw

Barat

700 ha
700 ha
600 ha

1.600 ha
1.000 ha
1.000 ha
800 ha

700 ha
700 ha
600 ha

1.600 ha
1.000 ha
1.000 ha
800 ha
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

- Kota Mataram
- Kota Bima

200 ha
100 ha

200 ha
100 ha

Lahan Pertanian
yang mendapatkan
Pra Sertifikasi :
- Kabupaten

Lombok Timur
- Kabupaten Lobar
- Kabupaten Bima
- KLU
- Kabupaten

Sumbawa
- Kabupaten Dompu
- Kabupaten Sbw

Barat

5 Paket

3 Paket

2 Paket
6 Paket

5 Paket

2 Paket
2 Paket

5 Paket

3 Paket

2 Paket
6 Paket

5 Paket

2 Paket
2 Paket

Pasca Sertifikasi
Lahan Pertanian :
- Kabupaten

Sumbawa
- Kabupaten Lotim
- Kabupaten Bima
- Kabupaten Sbw

Barat
- Kabupaten Lobar

5 Paket

5 Paket
2 Paket
2 Paket

3 Paket

5 Paket

0
2 Paket

0

3 Paket

Luas area Sawah
yang diperluas di
Kabupaten Bima

460 ha 460 ha

Pengelolaan
Sistem
Penyediaan dan
Pengawasan Alat
Mesin Pertanian

Fasilitasi Operasional
Pengembangan,
Pengawasan dan
Kelembagaan Alsintan

6
kabupaten
(Bima,
Loteng,
Lotim,
Sumbawa,
Lobar)

6 kabupaten
(Bima,
Loteng,
Lotim,

Sumbawa,
Lobar)

Fasilitasi Pupuk
dan Pestisida

Fasilitasi
pendampingan untuk
penyaluran Pupuk
dan penguata komisi
pengawas pupuk
pestisida (KP3)

10 kab/Kota 10 Kab/Kota

Satker Dinas Perkebunan

1. Peningkatan
Produksi,
produktivitas
dan Mutu
Tanaman
Perkebunan
Berkelanjutan

Peningkatan
Produksi
Produktivitas dan
Mutu Tanaman
Rempah dan
Penyegar

Luas Areal
intensifikasi Kopi
Robusta  yg
dikembangkan

300 Ha 300 Ha

Luas areal
Peremajaan Kakao
Yang dikembangkan

400 Ha 400 Ha

Petani Pekebun
Peseeta Pelatihan
Dinamika Kelompok

150 Orang 150 Orang
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Tenaga TKP dan PLP-
TKP Kakao yg
diberdayakan

4 org 4 org

Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan
Mutu Tanaman
Semusim

Petugas pendamping
budidaya kapas yg
diberdayakan

21 orang 21 orang

Lembaga petani
penangkar kapas yg
dikembangkan

5 KT/ 200
Org

5 KT/ 200
Org

Luas Areal tanaman
kapas yg diawasi
Petugas

250 Ha 250 Ha

Kelompok Tani
berprestasi yg
diberikan
penghargaan

3 Klp/3 Org 3 Klp/3 Org

Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan
Mutu Tanaman
Tahunan

Luas areal tan. kelapa
yg diremajakan

600 Ha 600  Ha

Luas areal tan jambu
mete yg
dikembangkan dan
diremajakan

300 Ha 300 Ha

Luas areal Kebun
Induk Kelapa dan
Jambu Mete yg
dikembangkan dan
dipelihara

35 ha 35 ha

Lembaga /Kelompok
Tani yang
diberdayakan :
- Lembaga Petani

Jambu Mete
- Lembaga Petani

Kelapa

200 Org/4
Klpk
200

Org/Klpk

200 Org/4
Klpk

200 Org/Klpk

Penanganan
pasca panen
tanaman
perkebunan

Kasus Gangguan
Usaha dan Konflik
Perkebunan yang
ditangani

5
perusahaan

/ 4 kab

5
perusahaan/

4 kab

Lembaga usaha
perkebunan yang
dibina

5
perusahaan

/ 4 kab

5
perusahaan/

4 kab

Alat penanganan
pasca panen yang
diadakan :

- Kakao (para-para
sungkup, lantai
jamur, terpal,
timbangan
duduk, alat ukur
kadar air, kotak
fermentasi)

- Kopi (pulper,
Huller, terpal,

6 jenis / 33
unit / 1 klpk

5 jenis /
43 unit /

6 jenis / 33
unit / 1 klpk

5 jenis /
43 unit /
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

para-para, alat
ukur kadar air )

1 klpk 1 klpk

alat penanganan
pasca panen tanaman
jambu mete (lantai
jemur & kacip)  yang
diadakan

2 jenis /
78 unit /
9 klpk

2 jenis /
78 unit /
9 klpk

Dukungan
Perlindungan
Perkebunan

Lembaga/Kelompok
Tani yang dilatih SL-
PHT Perkebunan

8 KT/240
Orang

8 KT/240
Orang

Luas Areal Demplot
Penanggulangan
kekeringan yang
dikembangkan

1 Ha 1 Ha

Luas Areal Tanaman
Perkebunan yang
dikendalikan dari
serangan OPT :

- Hama PBKo
(Tanaman Kopi)

- Hama PBK
(Tanaman Kakao)

- Penyakit Tanaman
kakao

- Penyakit Tanaman
Kapas

- Hama Oryctes SP,
Brontispa, SP
(Tanaman Kelapa)

10 Ha

150 Ha

25 Ha

25 Ha

850 Ha

-

150 Ha

25 Ha

25 Ha

850 Ha

Dukungan
manajemen dan
dukungan Teknis
lainnya

Benih Tanaman
Perkebunan yang
disertifikasi

8 Jenis 8 Jenis

Sertifikasi
Pengamanan Aseet
Dinas

2 Sertifikat 2 Sertifikat

Petugas Peserta
Bimbingan Teknis
Pengelolaan data

100 orang 100 orang

Bibit/benih Tanaman
Perkebunan yang
diadakan

2.300
Pohon 2.300 Pohon
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

2. Peningkatan
Nilai Tambah,
Daya Saing,
Industri Hilir,
Pemasaran dan
Eksport Hasil
Pertanian

Pengembangan
Pengolahan hasil
Pertanian

Alat & sarana
prasarana
Pengolahan dan
Pengemasan mete
dan kelapa diadakan :

- Alat Pengolahan
Mete (Kacip
Mete, Oven
Meta, Sealer
Otomatis,
Pengemasan
Vacuum Mini,
Aluminium
Voil)

- Alat pengolahan
Kelapa ( Mesin
Pemarut
Kelapa, Mesin
Centrifuge,
Mesen Pemasak
santan) Genset,
sarana
Pendukung
Lainnya)

- Sarana
bangunan
Produksi yang
diadakan

5 jenis / 34
Unit / 2500

lembar

18 jenis, 46
Unit, 400

buah

2 Unit

5 jenis / 34
Unit / 2500

lembar

18 jenis, 46
Unit, 400

buah

2 Unit

Anggota kelompok
tani peserta Bimtek
Pengolahan dan
Pengemasan Mete
dan Kelapa

62 org 62 org

Alat dan sarana
prasarana
agroindustri Kopi
Bubuk :

Huller

Roaster

Grinder

Grader

Selarer Otomatis

Sarana Pendukung
Lainnya

2 Unit
2 Unit

2 Unit
2 unit

2 Unit

16 Unit

2 Unit
2 Unit

2 Unit
2 unit

2 Unit

16 Unit

Sarana UPH Kopi
Yang dibangun

2 Unit 2 Unit
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Anggota kelompok
tani peserta Bimtek
agroindustri
Pengolahan Kopi

76 org 76 org

3. Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana dan
Sarana
Pertanian

Perluas Areal
Pengelolaan
Lahan pertanian

Luas Arela
Perkebunan yang di
optimasi

520 Ha 520 Ha

Luas areal Tanaman
Perkebunan yang
dikembangkan :
- Kelapa
- Kopi
- Kakao
- Tebu

50  Ha
50  Ha
200 Ha
1.000 Ha

50  Ha
50  Ha
200 Ha
1.000 Ha

Luas Lahan
Perkebunan yang
disertfikasi

2.400 Persil 2.400 Persil

Pengelolaan
Air Irigasi
Pertanian

Konservasi Air
(Embung) yang
dibangun

6 Unit 6 Unit

Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Pencapaian
Swasembada
Daging Sapi dan
Peningkatan
Pangan Hewani
yang Aman,
Sehat Utuh dan
Halal

Peningkatan
Produksi Ternak
dengan
Pendayaguna an
Sumber Daya
Lokal

Ternak Sapi Potong
yang diadakan

798 ekor/6
kelompok

798 ekor/6
kelompok

Ternak Sapi Potong
yang diadakan  di
daerah Tertinggal
(MP3KI)

172 Ekor/34
kelompok

172 Ekor/34
kelompok

Ternak Sapi Potong
yang diadakan utk
budidaya

129 Ekor/3
Kelompok

129 Ekor/3
Kelompok

Peralatan Inseminasi
Buatan (IB)  yang
diadakan

25 Unit 25 Unit

Sapi Pejantan
Permacek yang
diadakan

100 Ekor 80 ekor

Ternak Kambing yang
di budidaya kan
/dikembangkan

110 ekor/2
kelompok

110 ekor/2
kelompok

Fasilitas Budidaya
Unggas Lokal yang
diadakan :

Doc Ayam Arab

Kandang yang di
fasilitasi

Pakan Konsentrat

6.750 ekor

1 unit

300 KW

6.750 ekor

1 unit

300 KW
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Kendaraan Roda 2
Yang diadakan untuk
petugas Inseminasi
Buatan

25 Unit 25 Unit

Peralatan dan bahan
untuk kegiatan
pengembangan
integrasi tanaman-
Ruminansia yang
diadakan :
Ternak

Coper, alat Pengolah
pupuk Organik, dan
alat-alat penunjang

171 ekor/ 8
kelompok

8 Unit

171 ekor/8
kelompok

0

Peralatan dan Bahan
yang diadakan untuk
kegiatan
pengembagan
integrasio ternak
unggas :
Ternak Unggas

Peralatan dan Mesin

1700 ekor/
2 klp

8 unit

1700 ekor/ 2
klp

8 unit
Peralatan Mesin yang
diadakan untuk
kegiatan Optimlaisasi
sumber bibit/benih
(HPT) :
Handtractor
Pupuk Organik yang
diadakan
Rumput,Legiuminosa
Sapi potong pejantan

2 Unit

7.475 kg

1 Paket
40 Ekor

2 Unit

7.475 kg

1 Paket
40 Ekor

Penguatan sumber
bibit/benih hijauan
pakan ternak di UPTD
Serading:
Gedung yang direhab
Peralatan mesin yang
diadakan
Bahan yang diadakan

4 Unit

5 Unit

3 Jenis

4 Unit

5 Unit

3 Jenis
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Fasilitasi Untuk
kegiatan Penanaman
dan Pengembangan
Tanaman Pakan
Ternak Berkualitas :
Handtractor yg
diadakan
Gudang Pakan Hijau
yang disiapkan
Alat Pengangkut
Pakan roda 3 yang
diadakan
Bibit HPT yang
diadakan

7 Unit

7 Unit

7 Unit

175.000
stek

0

0

7 Unit

175.000 stek

Kendaraan roda 2
yang diadakan untuk
inspeksi kebun HPT di
UPTD

2 Unit 2 Unit

Pengendalian &
Penang-gulangan
Penyakit Hewan
Menular Strategis
dan Penyakit
Zoonosis

Fasilitasi Penguatan
Puskeswan :

Peralatan Puskeswan
yang diadakan

Gedung Rumah Sakit
Hewan yang di rehab

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Peningkatan
Kuantitas Benih
dan Bibit
dengan
Mengoptimalkan
sumber Daya
Lokal

Pembibitan Sapi
Potong :

Ternak bibit sapi yg
diadakan
Peralatan yang
diadakan

40 ekor/1
klp

6 Unit

40 ekor/1 klp

6 Unit

Pembibitan Kerbau :
Ternak Kerbau yang
diadakan

Peralatan mesin yang
diadakan

99 Ekor/3
Kelompk

15 Unit

99 Ekor/3
Kelompok

15 Unit



BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

V.13 LKPJ GUBERNUR 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Penguatan
Sapi/Kerbau Betina
Bunting

2.340
ekor/13

kelompok

2.340
ekor/13

kelompok

Penguatan
Pembibitan Kerbau di
Kabupaten terpilih:

Kerbau Pejantan dan
Betina yang diadakan

Peralatan Mesin yang
diadakan

154 ekor
(14 jantan
dan 140
betina)

9 Unit

15 ekor (1
jantan dan
14 Betina)

9 Unit

Penjaminan
Pangan Asal
Hewan yang
aman dan
Halal serta
Pemenuhan
Persyaratan
Produk Hewan
Non Pangan

Fasilitasi peralatan
Laboratorium
Kesmavet  :
Peralatan Kesmavet
yang diadakan 5 Unit 5 Unit

Fasilitasi Rumah
Potong Hewan
Ruminansia (RPH-R) :
Peralatan rumah
potong hewan yang
di adakan
Ruangan RPH –R
yang dibangun

8 Unit

5 Unit

8 Unit

5 Unit

Fasilitasi Sarana
Kesejahteraan Hewan
di RPH :
Peralatan
Kesejahteraan Hewan
yang diadakan

4 Unit
(Restraining

Box,
Kandang

penampung
an,

Gangway
dan

Unloading)

4 Unit
(Restraining

Box,
Kandang

penampung,
Gangway

2. Peningkatan
Nilai Tambah,
Daya Saing,
Industri Hilir,
Pemasaran dan
Ekspor Hasil
Pertanian

Pengembangan
Pemasaran
Domestik

Optimalisasi Sarana
dan Kelembagaan
Pasar Domestik :
Timbangan Ternak
yang diadakan
Pasar Hewan Ternak
yang dibangun

1 Unit

5 Unit

1 Unit

5 Unit

Pengembangan
Pengolahan Hasil
Pertanian

Sarana Fasilitasi
Agroindustri Daging
yang diadakan:
Timbangan Jarum
Stainless

1 unit 1 unit
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Blender Kaca
Kompor Gas
Selas Gas dan
regulator
Mesin Cetak Bakso
Pisau Pemotong
Daging
Ember Bak Karet
Mixer Adonan
Dandang Aluminium
Box Freezer
Genset

1 unit
1 unit
1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit

1 unit
1 unit
1 Unit

1 Unit

1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit

1 Unit

Sarana
Pengembangan
Pengolahan pakan
Ternak yang
diadakan:
Sarana Pengolahan
Telur

Sarana Pengolahan
kerupuk Kulit

Sarana pengolahan
Bakso
Sarana pengolahan
Abon

16 Jenis
Peralatan

14 Jenis
Peralatan

18 Jenis
Peralatan

16 jenis
Peralatan

16 Jenis
Peralatan

14 Jenis
Peralatan

18 Jenis
Peralatan

16 jenis
Peralatan

Hasil  Monitoring dan
Evaluasi

1 Laporan 1 Laporan

3. Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana dan
Sarana
Pertanian

Pengolahan Air
Irigasi Untuk
Pertanian

Fasilitasi Konversi Air
dan antisipasi
Anomali Iklim :

Konstruksi Embung
yang dibangun

192 Unit 192 Unit

Fasilitasi Areal
Holtikultura/Perkebun
an :

Luas Areal
Peternakan yang
dibuatkan konstruksi

100 Ha 100 Ha

Dukungan
Manajemen dan
Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Prasarana dan
Sarana Pertanian

Kebutuhan
Adminitrasi
perkantoran yang di
sediakan

1 Tahun 1 Tahun
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Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Peningkatan

Produksi
Perikanan
Budidaya

Tercapainya
target produksi
perikanan
budidaya

Pengembangan
sistem prasarana
& sarana pembu-
didayaan ikan
Penyediaan
Sarana Produksi
Induk

Balai Benih Ikan yg
diberikan bantuan
pakan, obat-obatan,
vitamin

6 BBI/BBIS 6 BBi/BBIS

Mesin Ketinting untuk
pembudidaya rumput
laut yang diadakan

4 unit 4 unit

Induk Ikan Karper yg
ditandai berdasarkan
Gen (se-Pulau
Lombok)

0 0

Penyediaan
Sarana Produksi
Benih

Sarana Produksi
Benih yang diadakan:

Vitamin C
Spirulina
Probiotik
Pakan Benih
Pakan Induk
Cacing Tubivex
Freezer
Pakan Benur
Obat-obatan
Artemia

12 Kg
8 Kaleng
10 Liter
500 Kg

12.820 Kg
1 Tahun
1 Unit
4 Kg

1 Paket
4 Kg

12 Kg
8 Kaleng
10 Liter
500 Kg

12.820 Kg
1 Tahun
1 Unit
4 Kg

1 Paket
4 Kg

Pembangunan
dan Rehabilitasi
Prasarana UPTD
Provinsi

Luas Saluran tersier
BBI Lingsar yg di
rehab

111,69 m2 111,69 m2

Luas Pagar Area
produksi BPBPP
Sekotong

12,50 m2 12,50 m2

Luas Pagar
Pengaman Tambak
Tanjung Luar

2.610,32 m2 2.610,32 m2

Daya dan Instalasi
Listrik yang dipasang

16.500 KVA 16.600 KVA

Luas Turap Kolam
Nila BBI Batu
Kumbung yang
dibangun

416 m2 416 m2

Luas Pagar BRC BBi
Batu Kumbung yang
dioasang

103,20 m2 103,20 m2

Luas Kolam
Pendederan BBI rade
yang di rehab

231,052 231,052

2. Pengembangan
dan pengelolaan
perikanan
tangkap

Telaksananya
pengelolaan
perikanan
tangkap secara
maksimal

Pembangunan
Kapal Penangkap
Ikan> 30GT
serta alat
tangkapnya

Kapal penangkap ikan
yang diadakan >30
GT

2 unit --
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Pembangunan
Rumah Ikan

Gedung rumah ikan
yang dibangun

50 Unit 50 Unit

3. Peningkatan
Daya Saing
Produk
Perikanan

Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perikanan secara
optimal

Pengadaan
sarana
pemasaran di
Kab. Lombok
Tengah

Saran Perikanan yang
diadakan  :
- Coolbox volume

50 liter
- Timbangan Kap 15

Kg
- Pisau Potong

(Stainless)
- Pisau Fillet
- Talenan Besar
- Keranjang Plastik
- Celemek Plastik
- Mesin Penyemprot

Air Bertekanan
1400 watt

- Sepatu Boat PVC
- Coolbox HDPE

Kapasitas 220 liter
- Freezer Berdiri

dengan volume
185 liter (8 rak)

- Freezer Box
Volume  330 Liter

35 buah

35 buah

35 buah

35 buah
35 buah
35 buah
75 buah
2 buah

35 buah
22 unit

4 unit

4 unit

35 buah

35 buah

35 buah

35 buah
35 buah
35 buah
75 buah
2 buah

35 buah
22 unit

4 unit

4 unit

Pengadaan
Sarana PHP di
Kabupaten
Sumbawa

Saran PHP yang
diadakan :
- Cool box HDPE

Kapasitas 220 liter
- Freezer Berdiri
- Freezer Box

45 Unit

8 Unit
8 Unit

45 Unit

8 Unit
8 Unit

Pengadaan
Peralatan
Pengolahan di
Kab. Sumbawa

Peralatan Pengolahan
Ikan kpd pengolah
ikan yang disalurkan:
- Freezer box
- Food Processor

HL-711
- Mesin Penggiling

daging
- Timbangan Kap.20
- Pisau Stainless

steel
- Wadah Plastik
- Plastik Food Grade
- Wajan

Penggorengan
- Talenan Plastik
- Kompor 2 tungku
- Tabung gas isi 12

Kg
- Panci Rebus

Stainless Steel
- Vacum Fortable

VS-Mn
- Mixer HR 1538
- Keranjang/trays

7 buah
6 buah

5 buah

43 buah
78 buah

50 buah
75 buah
14 buah

71 buah
8 buah
8 buah

70 buah

5 buah

15 buah
70 buah

7 buah
6 buah

5 buah

43 buah
78 buah

50 buah
75 buah
14 buah

71 buah
8 buah
8 buah

70 buah

5 buah

15 buah
70 buah



BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

V.17 LKPJ GUBERNUR 2014

NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

bahan
- Ember
- Baskom diameter

25 cm
- Waring Halus
- Sealer Cup

50 buah
71 buah

6 buah
6 buah

50 buah
71 buah

6 buah
6 buah

Pengadaan
sarana
Pemasaran Ikan
Pasar Ikan
Tradisional di
Kab. Bima

Bantuan Sarana
pemasaran Ikan
Kepada Pedagang
Ikan di Pasar
Tradisional yang
diadakan :
- Meja Display
- Talenan Besar

(acrylic)
- Coolbox (volume

120 liter)
- Pisau (stainless

steel)
- Pisau Sillet

(stainless steel)
- Keranjang Plastic
- Timbangan

Kapasitas 15 Kg
- Freezer Box
- Mesin Penyemprot

air bertekanan
1400 watt

- Celemek Plastik
- Karet Pendorong

air

30 buah
30 buah

42 buah

60 buah

30 buah

60 buah
30 buah

6 buah
2 buah

60 buah
10 buah

30 buah
30 buah

42 buah

60 buah

30 buah

60 buah
30 buah

6 buah
2 buah

60 buah
10 buah

Pengadaan
Sarana
Pemasaran Ikan
Tradisional  di
Kab. Lombok
Timur

Sarana Pemasaran
Ikan tradisional di
kab. Lombok Timur
diadakan :
- Coolbox
- Timbangan

Kapasitas  15 kg
- Pisau Potong
- Pisau Fillet
- Talenan Besar
- Keranjang Plastic
- Celemek Plastik
- Mesin Penyemprot

air bertekanan
1400 watt

- Sepatu boat PVC
- Karet pendorong

30 buah
30 buah

30 buah
30 buah
60 buah
60 buah
60 buah
3 buah

30 buah
10 buah

30 buah
30 buah

30 buah
30 buah
60 buah
60 buah
60 buah
3 buah

30 buah
10 buah

Pengadaan
Sarana PHP di
Kota Bima

Bantuan Sarana
Pengolahan Hasil
Perikanan Ikan
kepada Pengolah
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Ikan yang
disalurkan :
- Timbangan digit

Kap. 5 Kg
- Panci Presto

Ukuran 10 liter

1 buah

4 buah

1 buah

4 buah

Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Pembinaan

Pengembangan
Masyarakat dan
Kawasan
Transmigrasi
(P2MKT)

Meningkatnya
Aksesibilitas
Wilayah
Transmigrasi

Pengadaan paket
A

Kepala Keluarga yang
mendapatkan Sarana
Produksi Pertanian di
Pemukiman
Tranmsmigrasi Sori
Panihi SP6 Kab. Bima

77 KK 77 KK

Pendampingan
Unit Pengelola
Industri Pupuk
Granular

Lokasi
pendasmpingan

2 Lokasi
(KTM
Tambora
dan
Labangka)

2 Lokasi
(KTM
Tambora dan
Labangka)

Pendampingan
Pasar dan
Pemasaran KTM
Tambora dan
KTM Labangka

Lembaga Pasar yang
berfungsi mengelola
pasar
berkesinambungan

2 Lembaga 2 Lembaga

Pengembangan
komoditas
unggulan Pakan
Hitterland
mendukung
agroindustri

Kawasan
transmigrasi yg
dikembangkan
tanaman komoditas
unggulan

2 lokasi
(KTM

Labangka
Sumbawa
dan KTM
Tambora
Bima )

2 lokasi
(KTM

Labangka
Sumbawa
dan KTM
Tambora
Bima )

Pengembangan
Ternak di
Pemukiman
Transmigrasi

Ternak yang
dikembangkan  di
pemukiman
Transmigrasi
Soripanihi Sp5 Kab
Bima dan Nagakara
SP2 Kab. Dompu

10 Ekor
2 Klmpk

10 Ekor
2 Klmpk

Peningkatan
Teknis
Kewirausahaan di
Pemukiman
Transmigrasi

Transmigran peserta
Bimtek
kewirausahaan

30 Orang 30 Orang

Penilaian dan
Pemiihan
Transmigran dan
Pembina
pemukiman
transmigrasi
teladan

Daerah Transmigrasi/
Transmigran yang
mengikuti pemilihan
transmigran teladan

4
Kimtrans/8
Transmigra
n/ 2 Org
Pembina
Kimtrans

4 Kimtrans/8
Transmigran

/ 2 Org
Pembina
Kimtrans

Forkasi Pembina
Pemukiman
Transmigrasi

Peserta sosialisasi
kebijakan teknis
penguatan dan

60 Orang 60 Orang
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pengembangan
kelembagaan
pemukiman
transmigrasi

Pengadaan
Bantuan Beras

Transmigran yg
menerima bantuan
kebutuhan pokok

325 KK 325 KK

Pengadaan
Bantuan Non
Beras

Bantuan kebutuhan
non beras yang
disalurkan di Kimtrans
Soripanihi

525 Paket 525 Paket

Pokjanis
Kesehatan

Petugas peserta
Rapat Pokjanis
Kesehatan

38 org 38 org

2. Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi
(P2KT)

Terwujudnya
peningkatan
kualitas layanan
transmigrasi

Persiapan
Pendaftaran dan
Seleksi Calon
Transmigran

Pembinaan
Pendaftaraan ke
Kabupaten

5 kab /
94 KK

5 kab /
94 KK

Pelaksanaan
Pendaftaran dan
Seleksi Calon
Transmigran

Calon Transmigran
yang terdaftar dan
terseleksi

94 KK 94 KK

Evaluasi
Pendaftaran dan
seleksi Calon
Transmigran

Laporan hasil
Pendaftaran dan
seleksi Calon
Transmigran yang
disusun

1 dok 1 dok

Persiapan
Pengerahan dan
Pemindahan

Lokasi transmigrasi 2 prov 2 prov

Pelaksanaan
Pengerahan dan
Pemindahan

Warga transmigran
penerima layanan
kesehatan, layanan
penampungan,
layanan angkutan
dan layanan
permakanan di
transito

75 KK / 304
jiwa

75 KK / 304
jiwa

Evaluasi
Pengerahan dan
Pemindahan

Petugas Peserta
Rapat Evaluasi
Pengerahan &
Pemindahan

10 org 10 org

Laporan hasil Evaluasi
Pengerahan &
Pemindahan

1 dok 1 dok

Perbekalan
Transmigran

Transmigran
penerima alat-alat
perbekalan di Unit
Permukiman
Transmigrasi (Bantal,
guling, daster, wajan,
sutil, centong nasi,

75 KK/286
Jiwa

75 KK/286
Jiwa
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panci, tikar, cangkul,
arit, koret, dll)

Pelatihan Calon
Transmigran

Calon Transmigran
yang mendapat
Pelatihan Dasar
Umum (PDU)

200 Orang 200 Orang

Pembangunan
Fasilitas Umum
Transmigrasi

Rumah utk petugas
transmigrasi yang
dibangun di Nanga
Dompu

1 Unit 1 Unit

Gedung Kantor yang
dibangun di Lokasi
Transmigrasi di
Nanga dompu

1 Unit 1 Unit

Gedung SD yang
dipagar di Nanga
Kara Dompu

1 Unit 1 Unit

Chekdam yg di
bangun di Desa
Jeringgo

1 Unit 1 Unit

Saluran Irigasi yang
dibangun di Desa
Jeringgo

1 Unit 1 Unit

Rumah KUPT yg
dibangun di
Branglamar Sumbawa

1 Unit 1 Unit

Monitoring/
Kesiapan
Penempatan

Hasil Evaluasi
Kelayakan lokasi
daerah transmigrasi

1 Dok/ 2
lokasi

1 Dok/ 2
lokasi

Evaluasi lokasi
IPPKH

Hasil evaluasi lokasi 1 dok/4
lokasi

1 dok/4
lokasi

Pengurusan
Penerbitan SHM

Kawasan Transmigran
yang diterbitkan SHM

4 Lokasi 4 Lokasi

Inventarisasi
Pemilikan Lahan
(IPL)

Jumlah KK yang
diinventarisir HPL nya

100 KK 100 KK

Penyuluhan dan
Penyebaran
Informasi

Leaflet yg dicetak

CD yang dibuat

Calon Transmigran

300 Eksp

50 Keping

300 KK

300 Eksp

50 Keping

300 KK
Kerjasama Antar
daerah

Naskah Kerjasama
Antar daerah
(Provinsi dan
Kabupaten) yang
disepakati

4 Naskah 4 Naskah
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Petugas Peserta
Rapat Kerjasama
Antar Daerah

100 Org 100 Org

Petugas Peserta
Rapat Regional
embahasan Program
PKT Tahun 2015
wilayah Sulawesi dan
Indonesia Timur

175 Org 175 Org

3. Penempatan
dan Perluasan
Kesempatan
Kerja

Terwujudnya
Perluasan
Kesempatan
Kerja dan
Penempatan
Tenaga Kerja

Pengembangan
dan Perningkatan
Perluasan
Kesempatan
kerja
Padat Karya
Infrastruktur
Kabupaten Bima

Jalan baru yang
dibuka di Bolo
Kecamatan
Madapangga Kab.
Bima

814 Meter 814 Meter

Jalan baru yang di
buka di Desa Pela Kec
Monta Kab. Bima

1 Km 1 Km

Pada Karya
Infrastruktur
Kabupaten
Dompu

Jalan baru yang
dibuka di Desa Lanci
Kecamatan
Manggelewe Dompu

800 Meter 800 Meter

Jalan baru yang
dibuka di Desa Katua
Kecamatan Dompu
Kabupaten Dompu

850 Meter 850 Meter

Pada Karya
Infrastruktur
Kabupaten
Lombok Barat

Jalan Baru yg di buka
di Desa Kuripan  Kec
Kuripan Kab Lombok
Barat

1.3 KM 1.3 KM

Jalan Baruyg di buka
di Desa Lembar Kec
Gerung Kab Lombok
Barat

950 M 950 M

Jalan Baru yang di
buka di Desa Tapen
Kec Gerung Kab
Lombok Barat

616 M 616 M

Padat Karya
Infrastruktur
Kabupaten
Lombok Tengah

Jalan Baru yg di buka
di Desa Sisik Kec
Pringgarata Kab
Loteng

812 M 812 M

Jalan Baru yg di buka
di Desa Monggas Kec
Kopang Kab Loteng

900 M 900 M

Jalan Baru yg di buka
di Desa Pengengat
Kec Pujut Kab Loteng

750 M 750 M
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Padat Karya
Infrastruktur
Kabupaten
Lombok Utara

Jalan Baru yg dibuka
di Desa Paok Rempek
Kec Gondang Kab
Lombok Utara

480 M 480 M

Jalan Baru yg di buka
di Desa Sambik
Bangkol Kec Gondang

428 M 428 M

Padat Karya
Infrastruktur
Kabupaten
Lombok Timur

Jalan Baru yg di buka
di Desa Embong
Gandong Kec Terara
Kab Lotim

1 KM 1 KM

Jalan Baru yg dibuka
di Desa Denggen Kec
Selong Kab Lotim

800 M 800 M

Jalan Baru yg di buka
di Desa Embong
Gandong Kec Terara
Kab Lotim

1 KM 1 KM

Padat Karya
Infrastruktur
Kabupaten
Sumbawa Barat

Jalan Baru yg dibuka
di Desa Telaga
Bertong Kec Taliwang
Kab Sumbawa Barat

1 KM 1 KM

Jalan Baru yg dibuka
di Desa Menala Kec
Taliwang Kab
Sumbawa Barat

1 KM 1 KM

Padat Karya
Infrastruktur
Kabupaten
Sumbawa

Jalan Baruyg dibuka
di Desa Sukadamai
Kec Labangka Kab
Sumbawa

1 KM 1 KM

Jalan Baru yg dibuka
di Desa Karang Dima
Kec Labuan Badas

1 KM 1 KM
LEBAR 9 M

Padat Karya
Infrastruktur
Kota Mataram

Talud Saluran Irigasi
Di Desa Mapak Kec
Sekarbele Kota
Mataram yg dibangun

520 M 520 M

Jalan Baru yg dibuka
dan Pembuatan
Lapak Dagang, serta
penaludan irigasi di
Desa Pagutan Kec
Ampenan Kota
Mataram

Lapak 8
Unit

Jalan 80 M

Lapak 8 Unt
Jalan
80 M

Padat Karya
Infrastruktur
Kota Bima

Jalan Baru yg dibuka
di Desa Matakando
Kec Empundo Kota
Bima

960 M 960 M
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Jalan Baru yg dibuka
di Desa Penanae Kec
Raba Kota Bima

814 M 814 M

Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui Terapan
TTG di
Kabupaten
Lombok Barat

Masyarakat yg dilatih
untuk Pembuatan
Pakan Ternak di Desa
Merembu Kec
Labuapi Kab Lombok
Barat

20 Orang 20 Orang

Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui Terapan
TTG di
Kabupaten
Lombok Tengah

Masyarakat yang
dilatih untuk
Pembuatan Kue
Kering Di Desa Mekar
Damai Kec Praya Kab
Lombok Tengah

20 Orang 20 Orang

Satker Dinas Pekerjaan Umum

1. Pemeliharaan
Rutin Jalan

Mempertahankan
Kemantapan Jalan
Nasional

Pemeliharaan
Rutin Jalan

Jalan Nasional  yang
dipelihara rutin

7,0 Km 7,0 Km

Pemeliharaan
rutin Jembatan

Mempertahankan
Kemantapan
Jembatan

Pemeliharaan
Rutin Jembatan

Jembatan nasional yg
dipelihara rutin

257,7 Km 257,7 Km

Pemeliharaan
Berkala/Rehabili
tasi Jalan

Meningkatkan
Kemantapan
Jalan Nasional

Pemeliharaan
Berkala Jalan

Jalan Nasional yang
direhabilitasi

3,1 Km 3,1Km

2. Pengelolaan
Sumber Daya
Air

Meningkatnya
Kualitas Jaringan
irigasi

Operasi dan
Pemeliharaan
jaringan Irigasi

Daerah Irigasi
Pengga :
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Rumah Jaga yang

diperbaiki
- Pintu air yang

diperbaiki

66,13 Km

2,00 Km

2 buah

1 ls

174,20 Km

0,11 Km

2 buah

1 ls

Daerah Irigasi Mujur
II :

- Jaringan Irigasi
Yang di Pelihara

- Saluran Yang
diperbaikai

- Rumah Jaga yang
diperbaiki

- Pintu air yang
diperbaiki

31,4 Km

1,90 Km
3 buah

1 ls

105,6 Km

0,42 Km
3 buah

1 ls

Daerah Irigasi Batujai
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Rumah Jaga yang

diperbaiki
- Pintu air yang

diperbaiki

39,75 Km

2,10 Km
3 buah

1 ls

118,50  Km

2,10 Km
3 buah

1 ls
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Daerah Irigasi
Surabaya :
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Rumah Jaga yang

diperbaiki
- Pintu air yang

diperbaiki

22,34 Km

2,60 Km
3 buah

1 ls

73,10  Km

0,78  Km
3 buah

1 ls

Daerah Irigasi Jurang
Sate Hulu :
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Rumah Jaga yang

diperbaiki
- Pintu air yang

diperbaiki

87,77  Km

3,00  Km
5 buah

1 ls

191,70 Km

0,25 Km
5 buah

1 ls

Derah Irigasi Jurang
Sate Hilir  :
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Rumah Jaga yang

diperbaiki
- Pintu air yang

diperbaiki

87,67 Km

2,85 Km
5 buah

1 ls

254,70  Km

0,34 Km
5 buah

1 ls

Daerah Irigasi Jurang
Batu :
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Rumah Jaga yang

diperbaiki
- Pintu air yang

diperbaiki

42,31 Km

2,50 Km
3 buah

1 ls

114,90 Km

0,25 Km
3 buah

1 ls

Daerah Irigasi Mamak
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Pintu air yang

diperbaiki

90,00 Km

2,00 Km
4 ls

191,00 Km

0,25  Km
4 ls

Daerah Irigasi Batu
Bulan:
- Jaringan Irigasi
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NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Pintu air yang

diperbaiki

93,50 Km
2,00 Km

4 ls

192,00 Km
0,01 Km

4 Ls

Daerah Irigasi
Pelaperado :
- Jaringan Irigasi

Yang di Pelihara
- Saluran Yang

diperbaikai
- Pintu air yang

diperbaiki

66,39 Km

2,00 Km
2 ls

137,78 Km

0,15 Km
2 ls

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Pengembangan

Pusat Layanan
Usaha Terpadu
( PLUT ) bagi
KUMKM

Meningkatnya
Akses pasar
Produk
Unggulan KUKM

Pembangunan
Gedung
Pengembangan
PLUT

Gedung
Pengembangan PLUT
yang dibangun

1 unit 1 unit

Sumber : SKPD Provinsi NTB Penerima Tugas Pembantuan , 2014

Beberapa kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat
diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah provinsi Nusa
Tenggara Barat seperti halnya tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian
Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  dilaksanakan untuk
mendukung sasaran pembangunan tanaman pangan khususnya dalam rangka
peningkatan produktivitas, kualitas dan produksi. Operasional peningkatan produksi
dan produktivitas dilapangan dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan
Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT). Pelaksanaan Sekolah lapang
Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) diarahkan untuk
mencapai peningkatan sasaran produksi padi, jagung dan kedelai. Areal
peningkatan produksi difokuskan pada areal yang produktivitasnya masih lebih
rendah dari rata-rata produktivitas nasional. Peningkatan produktivitas diupayakan
dengan teknologi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT). Dengan
system ini diharapkan terbina kawasan-kawasan andalan untuk komoditas-
komoditas tersebut yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pengambilan
keputusan para petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar menukar
informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, serta
sebagai percontohan bagi kawasan lainnya.

Seluruh Program kegiatan yang ditugas bantukan oleh pemerintah pusat
kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilaksanakan sesuai
dengan target hanya Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan hanya dapat direalisasikan 55,17 persen dari pagu anggaran
Rp.5.080.900.000,- antara lain karena pada Program Pengembangan dan
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Pengelolaan Perikanan Tangkap kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan sebesar
>30 GT sebanyak 2 unit tidak dapat direalisasikan, begitu juga pada Program
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya kegiatan Penyediaan Sarana Produksi
Induk untuk Penandaan Gen Induk Ikan Karper tidak dapat dilaksanakan.

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan
TP yang diterima dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.3
Permasalahan dan Solusi dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih adanya DIPA Tugas Pembantuan yang
Turun di Tengah maupun akhir Tahun Anggaran
sehingga Waktu yang dibutuhkan untuk
Pelaksanaan Kegiatan sangat terbatas, yang
mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terealisasi

Optimalisasi Konsolidasi dan Koordinasi dengan
Kementerian terkait

Beberapa Kegiatan Dalam DIPA Tugas
Pembantuan di blokir (dibintang) dan baru di buka
pada akhir tahun sehingga kegiatan tidak bisa
dilaksanakan
Rasionalisasi untuk semua Dana APBN (DK, TP) di
Triwulan III menyebabkan tidak optimalnya
pelaksanaan kegiatan
Beberapa Kegiatan Tugas Pembantuan di
beberapa Satker putus kontrak karena Rekanan
tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan

Evaluasi secara optimal rekanan melaui PokJa ULP
Provinsi NTB

Keterbatasan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa
yang bersertifikat

Koordinasi dengan Badan Diklat untuk mengadakan
pelatihan dan tes pejabat pengadaan barang dan jasa

Kurangnya Sumber Daya manusia yang
memahami Sistem Aplikasi pelaporan pada Satuan
Kerja Perangkat daerah yang sering menyebabkan
keterlambatan dalam pelaporan

Peningkatan kapasitas SDM dari Satker melalui
Bimbingan Teknis Terkait beberapa jenis  aplikasi
pelaporan

Sumber: 1. Bappeda Provinsi NTB , 2014
2. SKPD Pelaksana TP, 2014
3. Kanwil DJPB Prov. NTB, 2014

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bisa dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi NTB sehingga tidak menugasbantukan Urusan yang dilaksanakan
Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota maupun untuk
Desa/Kelurahan.
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C. Bantuan Keuangan dan Dana Bagi hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-
Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan
pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang
melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi
sumber keuangan daerah.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.
Pemerintah Provinsi setiap tahun dalam APBD Provinsi mengalokasikan anggaran
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi
Hasil Pajak.
“Bantuan Keuangan” Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah
Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja Bantuan
Keuangan yang bersifat Umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan
keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan. Sedangkan Bantuan
Keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian
Program/Kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota atau dalam rangka akselerasi Program kegiatan.
“Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber
dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan merupakan pembagian hasil atau
realisasi pendapatan dari pajak daerah.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pemberian  bantuan sosial, hibah atau pun terkait dengan
pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupten/Kota adalah sebagai
berikut:
a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan ke

dua atas peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
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e. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran
2014

2. Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil yang di laksanakan oleh
Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang
bersumber dari APBD Tahun 2014

Dalam struktur APBD Provinsi NTB Tahun 2014 dalam Anggaran Belanja Tidak
langsung terdapat alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk memberikan alokasi
Anggaran kepada pemerintaah kabupaten/kota sebagai daerah bawahan. Alokasi
Anggaran dalam APBD ini dalam bentuk bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.
Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Kota dan Masuk dalam struktur anggaran APBD Kabupaten/Kota dalam bentuk
Penerimaan Daerah.

Tabel 5.4
Rincian Pembiayaan Bantuan Keuangan,Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui Dana APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014

NO PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH DANA REALISASI

(Rp) (Rp)

I Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota
Mataram 74,013,964,775.87 72,418,554,484.23

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota
Bima 31,425,653,558.11 31,096,456,060.23

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Lombok Barat 52,718,649,592.48 52,718,649,592.48
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Lombok Utara 28,329,524,319.58 28,329,524,319.58
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Lombok Tengah 54,467,702,022.76 54,467,702,022.76
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Lombok Timur 60,685,245,103.35 60,685,245,103.35
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Sumbawa Barat 55,484,986,614.66 52,878,115,159.77
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Sumbawa 41,859,482,898.71 41,859,482,898.71

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Dompu 29,272,457,439.08 29,272,457,439.08

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten Bima 31,058,468,902.40 31,058,468,902.40

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil  Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Kab. Lombok Barat
TA 2014

18,666,667.00 18,666,667.00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/Kota 459.334.801.894,00 454.803.322.649,59
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NO PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH DANA REALISASI

(Rp) (Rp)

II Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Kepada Kota
Mataram 6,000,000,000.00 -

Bantuan Keuangan Kepada Kota Bima
100,000,000.00 -

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten
Lombok Barat 5,000,000,000.00 -

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten
Lombok Utara untuk Pasca Bencana
Gempa Bumi  TA 2014 dan Untuk
pembangunan jalan desa di Kab.
Lombok Utara  TA 2014

25,574,000,000.00 15,574,000,000.00

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten
Lombok Tengah 5,000,000,000.00 -

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten
Lombok Timur  Untuk pembebasan
lahan lokasi pembangunan bendungan
pandan dure  TA 2014

14,000,000,000.00 7,000,000,000.00

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten
Sumbawa Barat 100,000,000.00 -

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten
Sumbawa 1,000,000,000.00 -

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten
Dompu  Untuk pembebasan tanah  DAM
Rababaka komplek  TA 2014

8,600,000,000.00 8,500,000,000.00

Jumlah Belanja Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota 65,374,000,000,00 31,074,000,000.00

Sumber: SKPKD Biro Keuangan Setda Provinsi NTB , 2014

Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota ditargetkan sebesar Rp.459.334.801.894,00
dengan realisasi sebesar Rp.454.803.322.649,59 atau  99,01 persen, yang dipergunakan
untuk belanja bagi hasil pajak kepada sepuluh Kabupaten/kota sebagaimana yang telah
diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota diluar Belanja Bantuan
kepada Pemerintahan Desa ditargetkan sebesar Rp. 65,374,000,000.00 dan direalisasikan
sebesar Rp. 31,074,000,000.00 atau 47,53 persen, yang besarannya mempertimbangkan
kemampuan keuangan Provinsi NTB untuk diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka
mendukung program strategis daerah seperti Jalan Lingkungan, Pembebasan Tanah Jalan
By Pass BIL-II, Bendungan Pandan Dure, Pembebasan Tanah DAM Raba Baka komplek.
Selain bantuan keuangan untuk kabupaten/kota belanja bantuan keuangan juga diberikan
pada partai politik yang besarannya disesuaikan dengan jumlah kursi pada legislatif
sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
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Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan mencakup bahasan tentang kerjasama
antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di
daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Masing-masing bahasan dijelaskan
lebih detail sebagai berikut.
A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah didasarkan pada masalah kerja sama antara
daerah dalam ketentuan pasal  363 sampai dengan pasal 368 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pokoknya membagi
kerjasama antara  daerah ke dalam kerja sama wajib dan kerjasama sukarela baik
antara daerah provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota atau antara
kabupaten/kota dalam atau diluar wilayah provinsi yang sama maupun antara
daerah provinsi/kabupaten/kota dengan pihak ketiga yang meliputi pihak berasal
dari negara asing luar negeri dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling
menguntungkan. Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Kerjasama
Daerah. Pada pasal 1, disebutkan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan
antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau
antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur,
bupati/walikota dengan pihak ke tiga, yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban.

Kerja sama antara daerah berpangkal pokok pada bentuk dan isi perjanjian,
kesepakatan para pihak itu sendiri yang berpedoman pada ketentuan hukum
/peraturan perundang undangan yang sah dan berlaku mengikat. Namun
peraturan pelaksanaan yang diperlukan adalah apabila perjanjian kerja sama
daerah dengan pihak asing maupun pihak ketiga lainnya yang sifatnya mengikat
dan membebani masyarakat daerah setempat, seharusnya dibuat/dicantumkan
dalam persetujuan DPRD setempat dan sedapat mungkin ditampung dalam PERDA,
sehingga aspek pengawasan dan pembinaannya terkoordinir secara tepat dan
berhasil guna keberadaannya. Isi Kerjasama diupayakan dalam rangka
peningkatan pelayanan dasar publilk maupun aspek publik lainnya terutama untuk

peningkatan dan pemeratan pendapatan masyarakat.
Kerjasama antar daerah merupakan salah satu kebijakan daerah dengan

tujuan antara lain untuk melakukan :

a. Keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota  sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan,

b. Pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien
berdasarkan karakteristik wilayah, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan,
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c. sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya untuk meningkatkan
kualitas penduduk,

d. sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam pengembangan prasarana dan
sarana wilayah secara terpadu,

e. kesepakatan antar daerah dalam rangka mengembangkan sektor-sektor dan
kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari implementasi otonomi
daerah dan meningkatkan daya saing daerah pada era globalisasi, perlu
menyelenggarakan kerjasama antar daerah, dengan harapan dapat meningkatkan
dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan,
pelaksanaan pembangunan daerah serta pemanfaatan dan pemasaran potensi
produk daerah.

Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) merupakan salah satu bentuk
kerjasama antar daerah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB, yang
beranggotakan 10 provinsi, yaitu Bali, DKI Jakarta, DI Yogjakarta, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTT, dan NTB.

Mengimplementasikan hal tersebut pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi
NTB telah melaksanakan kerjasama antar daerah, yang dituangkan dalam bentuk
kesepakatan/MoU antar pimpinan daerah maupun antar pimpinan SKPD dengan
capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Kesepakatan/MoU yang Dilaksanakan Dan Realisasi Kegiatan yang telah Dicapai

dalam Kerjasama Antar Daerah Tahun 2014

NO NO. KESEPAKATAN/MoU REALISASI KEGIATAN

Kerjasama  Antar  Daerah Yang Masih Berlanjut

1. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, No. :
524/751/Disnakwan No. : 074/1457/115.01/
2012 Jangka Waktu s/d Tahun 2017, tentang
Kerjasama Bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan.

 Pengembangan teknologi pengolahan
hasil peternakan dan produk olahan;

 Kualitas SDM dan Pemasaran hasil olahan
peternakan

2. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan
Dinas Peternakan Provinsi  Kalimantan Timur,
No. : 188.3/1302/Disnakwan No. : 524.3/521/
PKUP/IV/2012 Jangka Waktu s/d Tahun 2017,
tentang Kerjasama Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan.

 Provinsi Kaltim akan membeli ternak sapi
bibit 6.000 ekor dan 220 ekor kerbau

 Study banding tentang aplikasi inseminasi
buatan

3. Perjanjian Kerjasama antara Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Prov.
NTB dengan Badan Penanaman Modal Provinsi
Jawa Timur, No. : 079/01-236/BKPM&PT/2012
No. : 570/493/2082/2012 Tanggal 7 Maret 2012
Jangka Waktu s/d Tahun 2017 tentang
Kerjasama Pembangunan Daerah dalam rangka
Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya di Bidang
Penanaman Modal.

Sasarannya UKM dan Pelaku Usaha Besar
dalam mendukung Peningkatan Akses Pasar
dan Kerjasama antara provinsi NTB dan
Provinsi Jawa Timur.
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NO NO. KESEPAKATAN/MoU REALISASI KEGIATAN

4. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, No. :
560/252.1/ NAKERTRANS No. : 826/892/
106.01/2012 Tanggal 7 Maret 2012 Jangka
Waktu s/d Tahun 2017, tentang Kerjasama
Bidang Ketenagakerjaan.

Diberangkatkannya peserta pelatihan tahap
I angkatan 24-09 ke 234 sebanyak 15 orang
ke BLK Singosari Malang Jawa Timur

5. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi  Provinsi NTB dengan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi
Kalimantan Timur, No. : 560/409/Nakertrans
No. : 076/775/PPK/DTKT/2012 Tanggal 7 Maret
2012 Jangka Waktu s/d Tahun 2017 tentang
Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD).

Ditempatkannya tenaga kerja Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) asal NTB di Prov.
Kaltim dari Tahun 2011-2012 sebanyak
2.432 orang dengan rincian sbb :
 Tahun 2011 sebanyak 206 orang
 Tahun 2012 sebanyak 2.226 orang

6. Kesepakatan  Bersama antara Gebernur NTB
dengan Walikota Mataram, No. 430/279/Kesda
No. 4.A Th. 2010  Tgl. 17 April 2010  berlaku
s/d Th. 2014 tentang Pengembangan Sentra
Industri Kreatif Batik Sasambo (Sasak-Samawa-
Mbojo) di Wilayah Kota Mataram dan
Pemasyarakatannya di Provinsi NTB.

Berkembangnya industri Batik Sasambo
sebagai batik khas NTB dengan berbagai
motif kangkung, sayuran yang menjadi
makanan khas NTB. Motif lain yang
dikembangkan adalah lumbung, rumah adat
Lombok, bebele (tanaman Ginkgo biloba),
ternak khas NTB dan biota laut

7. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Lombok Tengah, No.
470/070/Kesda No. 470/29/Kesra Tgl. 23
Januari 2010 Berlaku s/d Tahun  2015 tentang
Kerjasama percepatan penurunan jumlah
penduduk miskin di Provinsi  NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Lombok Tengah sebesar 16,71% dari
target 17,92%

8. Nota Kesepahaman antara Gubernur NTB
dengan Walikota Mataram, No. 470/072/Kesda
No. I.A Tahun 2010 Tgl. 23 Januari 2010
Berlaku s/d Tahun 2015 tentang Kerjasama
percepatan penurunan jumlah penduduk miskin
di Provinsi  NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kota Mataram sebesar 11,87% dari target
11,44%

9. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Lombok Barat, No.
470/071/Kesda No. 04 Tahun 2010 Tgl. 23
Januari 2010 Berlaku s/d Tahun 2015 tentang
Kerjasama percepatan penurunan jumlah
penduduk miskin di Provinsi  NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Lombok Barat sebesar 17,91% dari
target 20,09%

10. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Lombok Timur, No.
470/063/Kesda  No. 181/7/Kesra/2010  Tgl. 23
Januari 2010  Berlaku s/d Tahun 2015 tentang
Kerjasama percepatan penurunan jumlah
penduduk miskin di Provinsi  NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Lombok Timur sebesar 20,07% dari
target 21,82%

11. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Sumbawa Barat, No.
470/064/Kesda No. 470/050/UP/2010  Tgl. 23
Januari 2010 Berlaku s/d Tahun 2015 tentang
Kerjasama percepatan penurunan jumlah
penduduk miskin di Provinsi  NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Sumbawa Barat sebesar 17,60% dari
target 18,82%

12. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Sumbawa, No. 470/068/Kesda
No. 3 Tahun 2010  Tgl. 23 Januari 2010
Berlaku s/d Tahun 2015 tentang Kerjasama
percepatan penurunan jumlah penduduk miskin
di Provinsi NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Sumbawa sebesar 18,25% dari target
19,75%
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13. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Dompu, No. 470/065/Kesda No.
04 Tahun 2010  Tgl. 23 Januari 2010 Berlaku
s/d Tahun 2015 tentang Kerjasama percepatan
penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi
NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Dompu sebesar 16,57% dari target
15,90%

14. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Bima, No. 470/067/Kesda No.
470/06/Kesra/2010 Tgl. 23 Januari 2010
Berlaku s/d Tahun 2015 tentang Kerjasama
percepatan penurunan jumlah penduduk miskin
di Provinsi NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Bima sebesar 16,22% dari target
17,91%

15. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Walikota Bima, No. 470/069/Kesda  No.
100/116/UM/2010 Tgl. 23 Januari 2010  Berlaku
s/d Tahun 2015 tentang Kerjasama percepatan
penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi
NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kota Bima sebesar 10,54% dari target
11,80%

16. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Bupati Lombok Utara, No.
470/066/Kesda  No. 13 Tahun 2010 Tgl. 23
Januari 2010  Berlaku s/d Tahun 2015 tentang
Kerjasama percepatan penurunan jumlah
penduduk miskin di Provinsi NTB.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di
Kab. Lombok Utara sebesar 35,97% dari
target 40,64%

17. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi
NTB dengan Badan Geologi, Kementerian ESDM
(Berlaku lima tahun, mulai 2012 – 2017), No.:
540 / 322/ KESDA tgl 13/ 09/ 2012 No.: 3466/
05/ BGL /2012  tgl. 13/09/2012 tentang
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Geologi.

 Tersedianya data informasi kondisi geologi
dan peningkatan kapasitas Pemprov
bidang ESDM (Dokumen Peta dan
Database Potensi Sumberdaya mineral di
Kab/Kota di NTB yang terdiri dari
beberapa jenis mineral seperti Logam,
Non Logam dan bebatuan yang sudah
tergali) Potensi logam emas sebanyak
5.428.612.26 ton, Non Logam (Batu Kapur
1.050.864.299 ton) dan bebatuan (batu
bangunan 1.604.824.595 ton)

 Jumlah sumur eksplorasi/produksi dari
tahun 2009-2014 (skala NTB) ada 83
sumur Bor di Kab/Kota.

18. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanaman
Modal (BPM) dan Perizinan Prov. Bali dengan
BKPM-PT Prov. NTB dan BKPM Prov. NTT, No. :
120/ 03 III/ BPM&Perizinan / 2013 & No. : 074/
04-260/ BKPM&PT/ 2013 No. : 04/BKPM/2013
Tgl, 1 Mei 2013 Berlaku s/d tahun 2018 tentang
Penanaman Modal Obyek kerjasama adalah
Bidang Penanaman Modal, Perdagangan serta
UKM.

Meningkatnya penanaman modal secara
efektif dan efisien guna meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah sehingga
dapat tercapai kesejahteraan masyarakat
melalui kegiatan Pengembangan Kemitraan
Usaha Antar Anggota MPU usulan pagu 200
juta dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana CSR
dari Investor usulan pagu 200 juta dengan
sasaran UKM dan Usaha Besar,
penanggung jawab BKPMPT NTB.

22. Perjanjian Kerjasama antara Bappeda Prov.
NTB, Dinas Pertambangan dan Energi Prov.
NTB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.
NTB, BLHP Prov. NTB dan Badan Geologi
Kementerian ESDM RI, No: 74/PKS/Bappeda/
2013 & No. : 546/917/ Distamben/2013 & No. :
415.4/289.a/Budpar-IV/2013 No. : 814/379/
III/BLHP/2013 & No. : 2938/05/BGL/2013 Tgl,
12 Juni tahun 2013  Berlaku s/d tahun 2016
tentang Penelitian, Penyelidikan dan
Pengembangan Kawasan Budidaya dan Lindung
Geologi.

Dokumen data base lokasi jasa
lingkungan/pariwisata dalam kawasan Hutan
yang dapat dimanfaatkan prov. NTB, yaitu
jasa penyediaan air, jasa penyedian
keanekaragaman hayati, jasa penyedia
bentang alam/ ekowisata. Database tersebut
sebagai bahan membuat kajian dalam
menyusun dozier sebagai bagian dari
persyaratan penetapan Geopark Rinjani
sebagai Geopark Nasional.
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23. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Prov. NTB dengan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisa Prov. Sulawesi
Selatan, No: 556 /833 /Budpar-I/2013  No: 232/
V/Pemprov/2013  Tgl, 3 Mei 2013  Berlaku s/d
tahun 2018 tentang Kerjasama Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengembangan dan pengelolaan potensi
kebudayaan dan pariwisata guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan terbentuknya Poros Makassar-
Lombok, pada acara Direct Promotion NTB
di Swiss Belin, Makassar. Poros ini untuk
tahap pertama dalam pengembangan
ekonomi dan pariwisata, dengan
memprioritaskan kerjasama di bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif dan
dilakukan pada acara Table Top antara
seller dan buyer dari 4 provinsi (Bali, Jatim,
Kaltim dan Makassar) dengan target 9 juta
wisatawan.

24. Perjanjian Kerjasama antara Balai Wilayah
Sungai Nusa tenggara I Direktorat Jendral SDA
Kementerian PU, BLHP Prov. NTB, Balai
Informasi SDA Dinas PU Prov. NTB, Balai
Pengelolaan SDA Wilayah Sungai P. Lombok
Dinas Dinas PU Prov. NTB, Dinas PU dan ESDM
Kab. Loteng, No. 13338/SPK-AS/2013 & No.
660/763.A/BLHP/2013 & No. UM.060/BISDA/
DPU/2013 & No. 610/4679/PU.LB/01/2013 &
No. 610/1041/ DPU-ASDM/2013  Tanggal, 19
Nopember 2013  Masa berlaku 2 tahun tentang
Perjanjian kerjasama percontohan Pengelolaan
Alokasi Bahan terpadu Daerah Aliran Sungai
Babak Wilayah Sungai Lombok, Water
Resources  And Irrigation Sector management
Programme Phase II (Wismp-2).

- Sebagai landasan legalitas kesepakatan
percontohan pengelolaan alokasi air
terpadu;

- memadukan keberadaan dan peran
teknis para pihak pengelola alokasi air.

- koordinasi melalui Forum Alokasi Air
Terpadu (Integrated Water Allocation
Forum atau IWAF) Wilayah Sungai
Lombok yang terdiri dari unsur Balai
Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Pulau Lombok, Balai Informasi
Sumber Daya Air serta Bidang Sumber
Daya Air/Pengairan pada Dinas PU
Provinsi NTB, Dinas PU Kota Mataram,
Dinas PU Kabupaten Lombok Barat, Dinas
PU Kabupaten Lombok Tengah, Dinas PU
Kabupaten Lombok Timur, Dinas PU
Kabupaten Lombok Utara dan Badan
Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi
NTB serta dapat melibatkan pihak terkait.

- Lokasi Sungai Babak meliputi: Bangunan
Mata Air lingkup DAS Babak (31 titik),
Pos ARR Lingkok Lime, Keru dan Jurang
Sate, Pos AWLR Babak-Lantan Daya,
Babak-Parampuan dan Babak-Gebong,
Pos Iklim Kopang, DAS Babak, Intake
PDAM di Mata Air Aik Bone, Benang
Stokel, Tibu Nangklok, daerah irigasi
Benjor, Jengguar, Sidemen, Mertak Paok,
Mesone Wareng, Berambang, Gule Liat,
Nyeredep 1&2, Simbe 1&2, Keru, Datar,
Batu Riti, Gebong dan Gde Bongoh.

25. Perjanjian Kerjasama antara Badan
Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB Prov.
NTB, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kota Mataram, Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB Kab. Lobar, Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, KB dan Pemdes Kab. Lombok
Utara, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kab. Loteng, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan KB Kab. Lotim, Kantor Pemberdayaan
Perempuan PA dan KB Kab. Sumbawa barat,
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.
Sumbawa, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan KB Kab. Dompu, Badan Pemberdayaan

- prosentase pernikahan dini di berbagai
kabupaten/kota dalam wilayah NTB
mencapai 22 persen dari total pasangan
menikah setiap tahun;

- Sosialisasi dampak pernikahan usia dini,
dan penyuluhan tentang usia pernikahan
yang ideal secara berkelanjutan;

- mendorong pernikahan yang selalu
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
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Perempuan dan KB Kab. Bima, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bima,
No. 13338/ SPK-AS/2013 & No. 660/763.A/
BLHP/2013 & No. UM.060/BISDA/DPU/2013 &
No. 610/ 4679/PU.LB/01/2013 & No. : 610/
1041/DPU-ASDM/2013 Tanggal, 19 Nopember
2013 Masa berlaku 2 tahun tentang Kerjasama
Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Balita.

Kerjasama Antar Daerah Tahun 2014

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten,
DI Jogyakarta, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara,
Gorontalo, Papua, Papua Barat, Maluku dan
Maluku Utara.Tgl, 6 Juni tahun 2014  Berlaku
s/d 6 Juni tahun 2015 tentang kasus-kasus
tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak.

- Meminimalisir kasus-kasus tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak,
khususnya kekerasan dalam kegiatan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO), Memberikan Perlindungan,
Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial,
Penegakan dan Bantuan Hukum,
Pemulangan dan Reintegrasi Korban,
serta Penindakan terhadap Pelaku
Kekerasan. (Belum optimalnya
penanganan  kasus kekerasan  terhadap
perempuan  dan  anak  lintas provinsi)

- Data base kasus kekerasan terhadap
perempuan lintas provinsi dan
penanganannya.

- Penanggung jawab: Provinsi Jawa Barat
dengan dana 250 juta.

2. Kesepakatan Bersama antara Badan
Penyelenggara Jaminan SosialKetenagakerjaan
Kantor Wilayah Bali, NTB dan Papua
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor: MoU / 001 /06/ 2014; Nomor: 400 / 177/
KESDA; Tgl,12 Juni 2014;  Berlaku s/d tahun 12
Juni 2015, tentang penyelenggaraan jaminan
sosial ketenagakerjaan.

Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur
NTB. Kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan
tidak saja merangkul tenaga formal, juga
merangkul tenaga kerja in formal, dan
terdatanya sebagian besar masyarakat
bekerja di sektor in formal, seperti petani,
nelayan, buruh, tukang ojek, usaha-usaha
mandiri dan pekerja mandiri wajib
mendapatkan BPJS pada tahun 2015. BPJS
Ketenagakerjaan mulai berdiri 1 Januari
2014 dan akan mulai beroperasi 1 Juli 2015
mendatang.

3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI, Gubernur Nusa
Tenggara Barat dan Gubernur Sulawesi
Tenggara. Tanggal 19 Juni 2014;  Berlaku s/d
tahun 19 Juni 2015 tentang potensi masing-
masing daerah  untuik  kesejahteraan
transmigran.

Terbentuk kesesuaian kesiapan transmigran,
kesiapan pembangunan permukiman,
kesesuaian kriteria SDM yang diperlukan
daerah tujuan dengan yang disiapkan
daerah asal serta kesesuaian manfaat yang
diperoleh daerah asal dan daerah tujuan
yang merupakan amanah Undang-undang
15 Tahun 1997 Tentang Pokok-Pokok
Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009
dan PP 3 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi. Diharapkan
kreasi terbentuknya pusat-pusat produksi
baru, yang terus berkembang menjadi
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Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Bahkan
telah mampu mendukung pembentukan
pusat-pusat pemerintahan baru, berupa
pembentukan desa baru, kecamatan baru,
kabupaten/kota baru di Indonesia.

4. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah
Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten
Dompu, Pemerintah Kabupaten Bima
dan Pemerintah Kota Bima No. 400 / 222/
KESDA, No: 11 Tahun 2014, No.: 400 / 220 /
BUP / 2014, No. 400 / 111 / BUP / 2014, No.
1816 / 15/ PU/ 2014, No. 400/ 146 / KLU / 2014,
No. 400/ 606 /BUP/ 2014, No:400/158/ UMUM/
2014, No. 188/ 11/ KUM/ 2014, No.03.3/ 025/
182A / 2014, No. 400 / 694/ 2014, Tanggal 17
September 2014; Berlaku s/d 17 September 2015
tentang Kerja Sama Pembiayaan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB

Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah
kabupaten/kota di provinsi tersebut sepakat
melaksanakan program pembiayaan
bersama rehabilitasi rumah tidak layak huni
periode 2015-2016. “Program ini untuk
mempercepat penurunan angka kemiskinan
dengan target 2 persen per tahun.
Sebanyak 10.722 rumah penduduk se-NTB
akan diperbaiki. Rinciannya, di Kabupaten
Lombok Timur, yang paling luas dan jumlah
penduduknya terbanyak, ada 3.250 rumah
yang akan direhab, Lombok Tengah 2.094
rumah, Lombok Barat 1.560 rumah, Bima
972 rumah, Sumbawa 830 rumah, dan
Lombok Utara 744 rumah. Lalu di Kota
Mataram 446 rumah, Dompu 422 rumah,
Sumbawa Barat 238 rumah, dan Bima 166
rumah.

5. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
(WAGUB NTB), Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota
Mataram.(WAKIL WALIKOTA MATARAM)
Nomor: 15 Tahun 2014;  Tanggal 4 November
2014; Berlaku selama 3 (tiga) Tahun s/d 4
November 2017 tentang Percepatan Penurunan
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Kota Mataram sebanyak 446 unit.

6. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Lombok Barat.(WAKIL Bupati
Lombok Barat) No.:008/418.a/01-Bappeda/
2014;  Tanggal 4 November 2014; Berlaku
selama 3 (tiga) Tahun s/d 4 November 2017
tentang Percepatan Penurunan Jumlah
Penduduk Miskin di Provinsi NTB.

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Lombok Barat sebanyak 1.560 unit.
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7. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Lombok Utara. (WAKIL Bupati
Lombok Utara) Tanggal 4 November 2014;
Berlaku selama 3 (tiga) Tahun s/d 4 November
2017 tentang Percepatan Penurunan Jumlah
Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Kabupaten Lombok Utara sebanyak
744 unit.

8. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Lombok Tengah. (WAKIL Bupati
Lombok Tengah) No. No.13/HKM/2014;
Tanggal 4 November 2014; Berlaku selama 3
(tiga) Tahun s/d 4 November 2017 tentang
Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk
Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Kabupaten Lombok Tengah
sebanyak 2.094 unit.

9. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Lombok Timur. (WAKIL Bupati
Lombok Timur) Tanggal 4 November 2014;
Berlaku selama 3 (tiga) Tahun s/d 4 November
2017 tentang Percepatan Penurunan Jumlah
Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Kabupaten Lombok Timur sebanyak
3.250 unit.

10. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Sumbawa Barat. WAKIL Bupati
Sumbawa Barat) Tanggal 4 November 2014;
Berlaku selama 3 (tiga) Tahun s/d 4 November
2017 tentang Percepatan Penurunan Jumlah
Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Kabupaten Sumbawa Barat
sebanyak 238 unit.
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11. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi NTB. (WAGUB NTB) dengan
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sumbawa.
(WAKIL Bupati Sumbawa) No. 40-Bappeda /
2014;  Tanggal 4 November 2014; Berlaku
selama 3 (tiga) Tahun s/d 4 November 2017
tentang Percepatan Penurunan Jumlah
Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Kabupaten Sumbawa sebanyak 830
unit

12. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Dompu. (WAKIL Bupati Dompu)
Nomor:056/460/2014;  Tanggal 4 November
2014; Berlaku selama 3 (tiga) Tahun s/d 4
November 2017 tentang Percepatan Penurunan
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar. Dengan
rincian, Kabupaten Dompu sebanyak 422
unit.

13. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Bima. (WAKIL Bupati Bima) Nomor:
415.4/081/002/2014;  Tanggal 4 November
2014; Berlaku selama 3 (tiga) Tahun s/d 4
November 2017 tentang Percepatan Penurunan
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi NTB akan
menanggung 50 persen dan Pemerintah
kabupaten/kota juga akan menanggung 50
persen. Jumlah rumah yang akan direnovasi
sebanyak 10.722 unit per tahun. Jumlah
anggaran yang dibutuhkan sebesar
Rp.123,3 Miliar. Dengan rincian, Bima
sejumlah 972 unit

14. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(WAGUB NTB) dengan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota
Bima. (WAKIL Walikota Bima) Tanggal
4 November 2014; Berlaku selama 3 (tiga)
Tahun s/d 4 November 2017 tentang
Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk
Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Telah disepakati adanya sharing anggaran
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupate/kota mulai tahun 2015 hingga
tahun 2017. Skema kesepakatan tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat akan menanggung 50 persen dan
Pemerintah kabupaten/kota juga akan
menanggung 50 persen. Jumlah rumah
yang akan direnovasi sebanyak 10.722 unit
per tahun. Jumlah anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp.123,3 Miliar.
Dengan rincian, Kota Bima sebanyak 166
unit
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15. Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa
Tenggara Barat dengan Bupati Lombok Tengah
Nomor:050/279/KESDA; dan Nomor: 52/212/
UMUM/2014;  Tanggal 13 Desember 2014;
Berlaku selama 4 (empat) Tahun s/d 13
Desember 2018 tentang Pembangunan
Hortipark di Kawasan Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah.

Mengembangkan model pertanian secara
terpadu dalam suatu kawasan. Akan
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama
antara Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB
dengan Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Lombok Tengah.
Pemkab Lombok Tengah menyiapkan lahan
untuk Horti Park seluas 175 hektar dalam
rangka mempercepat pengembangan
wilayah khususnya sektor pertanian
hortikultura di Lombok Tengah.
Penandatanganan Parasasti Gedung Pusat
Informasi Horti Park Tastura oleh Dirjen
Hortikultura Kementerian Pertanian RI,
Hasanudin Ibrahim.
Penanaman pohon secara simbolik oleh
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, diikuti
Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian
RI, Hasanudin Ibrahim, Kapolda NTB
Brigjen Srijono dan Bupati Lombok Tengah
HM Suhaili FT pada tanggal 13 Desember
2014.

16. Kesepakatan Bersama Antara Gubernur
Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan
Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali,
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur
Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Barat,
Gubernur Sulawesi Tengah; Gubernur Sulawesi
Utara; Gubernur Gorontalo dan Gubernur
Kalimantan Utara. Nomor: 119/ 8271/
BPPWK.A/ XII/ 2014; Nomor: 551 Tahun 2014;
Nomor: 120.1/247/012/201. Nomor: 075 /43 /K8
/B.Pem/ XII/2014; Nomor: 660/268/ KESDA;
Nomor: 484/12/Pemprov/2014; Nomor:122
Tahun 2014; Nomor: 119/39/RO.ADM.OTDA;
Nomor. 119/ 4997/SEK; Nomor: 100.HKMORG/
NK/XII/ 2014 dan Nomor: 119/ 325/
BPPWK.A/12/ 2014; Tanggal 15 Desember
2014; Berlaku selama 5 (lima) Tahun s/d 15
Desember 2019 tentang Pengembangan
Potensi Kawasan di Sekitar Yang Dilalui Alur
Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI-II)

1. Membentuk Forum Komunikasi dan Riset
di Kawasan ALKI II;

2. Mengembangkan Riset dan Inovasi di
Kawasan ALKI II; dan

3. Mengembangkan Potensi Kawasan ALKI II.

17. Kesepakatan Bersama Gubernur Daerah asal
dengan Gubernur Daerah tujuan sampai tahun
2014 tentang penyelenggaraan transmigrasi
yang dilaksanakan antara daerah asal
Transmigran (Prov. NTB) dengan daerah
penempatan Transmigran (ke luar Prov. NTB)

13 (tiga belas) MoU yang telah
ditindaklanjuti dengan naskah kerjasama
(NKSAD) antar Kabupaten/Kota dan telah
diberangkatkan Transmigran asal Provinsi
NTB tahun 2014 dengan lokasi:
- Permukiman Satai Lestari Provinsi

Kalimantan Barat;
- Permukiman Padelere Provinsi Sulawesi

Tenggara.
18. Perjanjian kerjasama antara BKPM & PT Provinsi

NTB dengan Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor: 510/04-
274/BKPM-PT/2014, Nomor: 120/ 13/604/I
tanggal 1 April 2014 tentang Pertukaran bahan
promosi potensi dan peluang investasi dan
Koordinasi terkait Rencana Umum Penanaman
Modal

Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama,
Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian
dan Pengawasan, Sistem jejaring Informasi
Penanaman Modal dan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang
Penanaman Modal dalam mendukung Sentra
Industri Tenun Tradisional, Sentra Industri
Kerajinan Emas dan Mutiara Sentra Industri
Makanan Olahan
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19. Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tanggal 24 Juni 2014;  Berlaku s/d tahun 24
Juni 2015 tentang Kerja Sama di Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan

Penyediaan pelayanan umum khususnya
yang ada di wilayah terpencil, perbatasan
antar daerah dan daerah tertinggal dan
mendorong pemerataan pembangunan dan
pendapatan antar daerah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
khususnya di wilayah KTI.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan selama
berlangsungnya kerjasama antar daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.2
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih adanya Naskah Kerjasama Antar Daerah
(NKSAD) yang belum ditandatangani oleh
Provinsi lain /Kabupaten Daerah Tujuan.

Koordinasi dan komunikasi dengan Provinsi lain
/Kabupaten Daerah Tujuan.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-undang 23 Tahun 2014 memberikan peluang bagi daerah otonom
untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga.
Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan
keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan
potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan
pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya di wilayah
terpencil, perbatasan antar daerah, dan daerah tertinggal, bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah dengan
memanfaatkan potensi daerah.

Pelaksanaan kerjasama mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas,
sinergitas, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik,
mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian
hukum.
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Selama kurun waktu 2014, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan
kerjasama dengan pihak ketiga, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan/MoU,
dengan capaian kinerja, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.3
Kesepakatan/MoU yang Dilaksanakan Dan Realisasi Kegiatan yang telah Dicapai

dalam Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Tahun 2014

NO NO. KESEPAKATAN/MoU REALISASI KEGIATAN

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Yang Masih Berlanjut
1. Perjanjian Kerjasama antara PT. BIO Greend

Land dengan : Kanwil BPN Prov. NTB, Dinas
Perkebunan Prov. NTB, Dinas Pertanian TPH
Prov. NTB, Dinas Perindag Prov. NTB dan
Bakorluh Pertanian Perikanan & Kehutanan
Prov. NTB, No.: 14/OL-A/I/2012 No.: 25/SKB-
52/I/2012 No.: 027/SK.62/DISBUN No.:
SET.521.22.68. DipertaTPH No.: 416.11.45/
Bakorluh No.: 19.B/800/INDAG/2012 Tgl. 9
Januari 2012 Jangka waktu s/d Tahun 2014
tentang Pengembangan Komoditas Tanaman
Jarak Kepyar Pola Tumpang Sari dengan
tanaman Jagung dan tanaman lainnya di
Kabupaten Sumbawa

 Terlaksananya penanaman Jarak Kepyar
seluas 3.011 ha di Kab. Sumbawa Kec.
Lunyuk, Utan, Rhe, Labangka dan Plampang
dan Lombok Timur di Kec. Pringgabaya dan
Jerowaru;

 Penyusunan analisa usaha tani tanaman
jarak kepyar;

 tersedianya peluang berusaha; tersedianya
agroindustri di pedesaan dan
pengembangan wilayah;

 peningkatan PAD;
 tersedianya investor yang bergerak pada

komoditi jarak kepyar

2. Perjanjian Kerjasama antara persatuan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan
Pemprov. NTB, No. 500/208/Kesda & No. 001/
BPD-PHRI/VI/2012 Tanggal 5 Juni 2012
Jangka waktu s/d 2017 tentang Pemanfaatan
produk lokal di Hotel dan Restoran

 Meningkatnya pemanfaatn produk lokal di
Hotel dan restauran

 Diperolehnya Hotel yang terbanyak dalam
pemanfaatan produk lokal yaitu :
 Hotel Bintang :Qunci Villas, Hotel Lombok

Raya, The Oberoi Lombok, Grand Legi
Mataram, Lombok Garden, dan Jayakarta
Lombok

 Hotel Melati : Crown Hotel, Mascot Beach
Hotel, Lina Cottages, Hotel Maktal, Arum
Jaya Hotel dan Kebun Villas&restaurant

3. Perjanjian kerjasama Pemprov. NTB dengan
PT. Sadhana Arifnusa, No. 415.3/239/Kesda &
No. 001/SAN-CNGKH/V/2009 s/d 2014 tentang
Percepatan pengembangan komoditas
cengkeh dalam rangka pemanfaatan lahan
kering di Prov NTB.

Terrehabilitasinya areal Cengkeh seluas 1.000
Ha (135.000 pohon)

4. Perjanjian Kerjasama antara Pemprov. NTB
dengan PT. Gandasari  Ekasatya, No. 116/
537/RSUP  No. 126/GES-KSO/III/2010 Tgl. 29
Maret 2010  Berlaku s/d Tahun 2015 tentang
Kerjasama Operasional Pelayanan CT-SCAN

Terlayaninya 908 Pasien s/d 10 Juli 2011 CT-
SCAN yang digunakan sebagai sarana
penunjang diagnosa penyakit

5. Perjanjian kerjasama antara Pemprov. NTB
dengan PT. Pelita Santoso Jaya, No. 065/630/
RSUP No. PSD/047/KSO/RSUP NTB/XI  Berlaku
21 Maret 2011 s/d 20 Maret 2014 tentang
Operasional penempatan satu alat Auto
analyzet kimia klinik Coba CIII di Instalasi Lab

Terlayaninya pasien sebanyak 14.107 orang
kimia klinik di instalasi Laboratorium
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6. Perjanjian kerjasama antara Pemprov NTB

dengan Akbid Bakti Kencana, No. 605/662/
RSUP025/AKBID & No. BK/YAGK/11/2011
berlaku 19 Jan 2011 s/d 18 Jan 2014 tentang
Pendidikan, Pelatihan dan pengabdian Masy.

Meningkatnya standar kompetensi sebanyak
95 Mahasiswa Akademi Kebidanan Bakti
Kencana yang melaksanakan praktek di RSUP
NTB

7. Perjanjian Kerjasama antara Pemprov. NTB
dengan STIKES Yarsi Mataram, No. 065/1285/
RSUP NTB  No. 745/STIKES/Y.III/VII/2011
berlaku dari tgl 28 Maret 2011 s/d 27 Maret
2014 tentang Pendidikan, Pelatihan dan
pengabdian Masyarakat

Meningkatnya standar kompetensi sebanyak
416 Mahasiswa STIKES Yarsi Mataram yang
melaksanakan praktek di RSUP NTB

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Tahun 2014
1. Perjanjian Kerjasama antara KPU Prov. NTB

dengan Pemerintah Prov. NTB, No. 263/KPU-
Prov-017/2013  No : 200/233/Kesda  Tanggal,
27 Sept 2013 ttg Pengaturan Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2014.

Terpasangnya pemasangan alat peraga
kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun
2014 sesuai Zona/Wilayah seperti
pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu
Baliho, Bendera, Umbul-umbul serta Spanduk.
Partai Politik untuk memasang alat peraga
kampanye pada tempat yang telah diatur
sesuai zona Kampanye yang telah disepakati
oleh KPU bersama pemerintah daerah. Peserta
pemilu dan calon anggota DPD dilarang
memasang alat peraga kampanye diluar Zona
yang telah ditetapkan dan pada tempat-
tempat yang dilarang sesuai ketentuan
perundang-undangan seperti jalan protokol,
pohon, sarana ibadah dan sarana umum

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemprov. NTB
dengan Univ. Malang, ttg Pengembangan Tri
Dharma Perguruan Tinggi melalui Pembinaan
& Pengembangan Pendidikan di Provinsi NTB.

 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2014
untuk guru-guru di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia
Sertifikasi Guru Rayon 115 UM telah
melaksanakan Pendidikan dan Latihan
Profesi Guru (PLPG) sebanyak 6 (enam)
tahap. PLPG tersebut dilaksanakan pada
tanggal 7 Agustus s.d.4 Oktober 2014.

 Peserta dari Propinsi Nusa Tenggara Barat
sebanyak 12 orang dinyatakan lulus dan
sebanyak 10 orang mengikuti ujian ulang.

3. Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB
dengan Danrem 162/WB, No: 520/ 201/Kesda
& No: B/312/III/2013 tgl, 26 Maret 2013
berlaku s/d 2014 tentang Dukungan dalam
pencapaian peningkatan produksi padi, jagung
dan kedelai

 Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju
Surplus Beras 10 juta ton tahun 2010,
Swasembada Jagung berkelanjutan dan
Pencapaian Swasembada Kedelai tahun
2014

 percepatan tanam/panen serempak,
pendampingan dan pengawalan terhadap
pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi, Jagung &
Kedelai serta Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)

 peran SDM, peralatan pendukung dan lahan
yang dimiliki TNI-AD untuk membantu
pelaksanaan Program/ Kegiatan Tanaman
Pangan

4. Kesepakatan Bersama antara Dirjen
Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian
Perdagangan RI dengan Pemprov. NTB, No:
060/513/Kesda Tgl, 4 September 2013
Berlaku s/d 2014 Pengembangan pelatihan
dan promosi ekspor daerah Prov.  NTB

 Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri”
Kamis 27 Februari 2014 bertempat di
Lombok Plaza Hotel Mataram. Terlatihnya
30 peserta UKM yang bergerak di kerajinan
aksesories emas mutiara, kerajinan kerang
mutiara, gerabah, ketak, kayu cukli dan
kerajinan buah kering.
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 Pengembangan Desain Produk Kayu untuk

Pasar Ekspor” yang berlangsung mulai 18 –
20 Juni 2014 bertempat di Giri Hotel
Mataram. Terlatihnya 30 UKM bidang
kerajinan kayu.

 Promosi Sasambo Shoes (sepatu ethnic
yang berbahan dasar Batik khas Lombok)

5. Kesepakatan Bersama antara Pemprov. NTB
dengan PT. Alhamra Internasional No:
030/423/Kesda  No: 01/MoU/Alhamra/VI/2013
Tgl, 10 Juni 2013 Berlaku s/d tahun 2014
tentang Kerja sama pemanfaatan BMD Prov.
NTB  dengan pola bangun guna serah untuk
pembangunan Hotel Syariah

 PT Al Hamra membangun Hotel Syariah
bintang lima dengan nilai proyek Rp75,4
miliar;

 Pembangunan Hotel berkonsep syariah itu
berada dalam kawasan Islamic Center (IC).
Hotel Syariah akan menjadi sarana
pendukung Islamic Center.

 investor itu wajib merampungkan studi
kelayakan, Detail Enginering Design (DED)
dan studi analisis mengenai dampak
lingkungan (Amdal)

6. Kesepakatan Bersama antara Pemprov. NTB
dengan PT. Lombok Plaza, No: 030/422/Kesda
No: 040/LP//VI/2013 Tgl, 10 Juni 2013
Berlaku s/d tahun 2014 tentang Kerja sama
pemanfaatan BMD Prov. NTB dengan Pola
Bangun Guna Serah untuk Pembangunan NCC

 PT Lombok Plaza yang berbasis di Bali dan
Lombok dipercayakan membangun NTB
Convention Centre (NCC) bernilai Rp.360
miliar sebagai lokasi wisata MICE (Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition).

 investor itu wajib merampungkan studi
kelayakan, Detail Enginering Design (DED)
dan studi analisis mengenai dampak
lingkungan (Amdal)

7. Kesepakatan Bersama antara Pemprov. NTB
dengan PT. Varindo Lombok Inti, No:
030/423/Kesda  No: 1086/VL/VI/2013  Tgl, 10
Juni 2013  Berlaku s/d tahun 2014 tentang
Kerjasama pemanfaatan BMD Prov. NTB
dengan pola bangun guna serah untuk
pembangunan Rumah Perkantoran

 PT Varindo Lombok Inti memanfaatkan
tanah milik Pemprov NTB di Pajang, Kota
Mataram, untuk pembangunan rumah
kantor (rukan) senilai Rp11 miliar dengan
kewajiban membayar royalti sebesar Rp1,12
miliar dalam kurun waktu 30 tahun, dan
dapat diperpanjang sekali dalam kurun
waktu 30 tahun lagi.

 PT.Varindo Lombok Inti membangun tiga
unit rumah jabatan Wakil Ketua DPRD NTB
di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram.

 investor itu wajib merampungkan studi
kelayakan, Detail Enginering Design (DED)
dan studi analisis mengenai dampak
lingkungan (Amdal)

8. Kesepakatan Bersama antara Pemprov. NTB
dengan Yayasan Pembina IKIP Mataram, No:
423/90/Kesda No: 14/A2/YPIM/III/2013  Tgl,
9 Maret 2013  Berlaku s/d tahun 2014 tentang
Pemanfaatan kolam renang Dewi anjani milik
Yayasan Pembina IKIP Mataram

Pemanfaatan kolam renang Dewi anjani milik
Yayasan Pembina IKIP Mataram pada Pekan
Olahraga Provinsi (Porprov) ke 9 tahun 2014
yang digelar pertengahan Juni 2014 pada
cabang olah raga renang.

9. Perjanjian Kerjasama antara Pemprov. NTB
dengan UNMUH Mataram, No. 817/065/RSUP
No. 125/11.3.AU/11/2011 Berlaku  1 Peb 2011
s/d 31 Januari 2014 tentang Pendidikan,
Pelatihan dan pengabdian Masyarakat.

Standar kompetensi sebanyak 69 Mahasiswa
UNMUH Mataram yang melaksanakan praktek
di RSUP NTB
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10. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan

Prov. NTB dengan PT. Lippo Insurance No.
800/ 108/ RSUDP /II/ 2014. No. 700/
HOSPT/ IV/ 2014  Berlaku dari tgl 7 Pebruari
2014 s/d 7 Pebruari 2015 tentang Pelayanan
Medis Bagi Anggota Asuransi PT.Lippo
General Insurance Tbk

Rawat inap dan rawat jalan bagi anggota
Asuransi PT. Lippo General Insurance
Tbk.,sebanyak 133.978 orang

11. Kerjasama antara Pemerintah Prov. NTB
dengan PT. Jasa Raharja MoU No. 04/SP/2010
dan No.027/462/01/Dipenda terkait kebijakan
optimalisasi sumber-sumber Pendapatan
Daerah terutama yang bersumber dari PAD s/d
Desember 2014

 Terealisasinya kontribusi dari PT Jasa
Raharja. Diperolehnya PAD sebesar Rp.
1.551.469.000,- (106.49%).

12. Kesepakatan bersama antara Sekolah Tinggi
Transportasi Darat dengan Pemerintah Provinsi
NTB tentang Pemenuhan Kebutuhan
Sumberdaya Manusia di Bidang Perhubungan
Darat Nomor 383/VI/HK201/STTD-2014 dan
Nomor 420/155/Dishubkominfo

Terseleksinya 10 orang Taruna pola
Pembibitan asal Provinsi NTB untuk mengikuti
pendidikan kedinasan di STTD Bekasi dan 1
orang di BPP-BPSDM Palembang

13. Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Provinsi NTB:
 Nomor.065/142/RSUP;No.70/01/Dikes/

01/2014 (dengan Pemkab Lombok Utara);
 Nomor.065/330/RSUP;No.03/Dikes/I/2014

(dengan Pemkab Sumbawa Barat);
 Nomor. 065/446/RSUP/;No.03/HKM/2014

(dengan Pemkab LombokTengah);
 Nomor.06/ADD/1/KTR/XI-03/0414/D12;

No.065/4040/ RSUP (dengan PT. Askes
Persero (BPJS);

 Nomor.094/KTR/XI-03/0514; No.1516/065/
RSUP (dengan BPJS Kesehatan);

 Nomor. 065/138/RSUP; No.01/ UDD-
PMI/LB/I/2014 (dengan PMI Lobar).

Tentang pelayanan kesehatan masyarakat
peserta Asuransi Kesehatan Nasional (BPJS)

Terlayaninya 79.651 orang pasien BPJS dan
250 orang peserta tes IPDN dan peserta
asuransi lainnya

14. Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Provinsi NTB:
 No.065/3441/RSUP; No. S-66/NTU/I/2014

(Adendum dengan PT. Nusa Tri Utama);
 No. 065/2271/RSUP; No.093/ EMP-HOSLAB/

VI-14 (dengan PT. Enseval Medika Prima);
 No.065/122/RSUP; No.005/ADD/XS-800i

/BD-JAN/2014 (adendum PT. Saba
Indomedika);

 No.065/394/RSUP; No. 276 /SRU/ ADD/
III/2014 (adendum PT. Sinar Roda Utama);

 No. 065/ 1683/ RSUP; No.025/ PKS/ MRK/
DIRUT-PT-RSM/II/2014 (dengan PT. Risa
Sentra Medika);

 No. 065/670/RSUP; No. 397/CW/VIII/2014
(dengan Klinik Radiologi dan Laboratorium
Catur Warga);

 No. 065/271/RSUP; No.425/CW/VIII/2014
(dengan Klinik Radiologi dan Laboratorium
Catur Warga).

Tentang Operasional Alat / Mesin operasional
Penunjang Pelayanan RS

Pengadaan alat bronchoscopy, alat
kelengkapan untuk  ICU TB dan
pembangunan 2 gedung MDR-TB (positif dan
positif tahap II dan negatif)
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NO NO. KESEPAKATAN/MoU REALISASI KEGIATAN
15. Memorandum of Understanding (MoU)

Pemerintah Provinsi NTB:
 No.065/213/RSUP; No.33/11.3.AU/0/I/2014

dengan Universitas Muhammadiyah;
 N0.065/707/RSUP NTB; No. 0774/ STIKES/

Y.III/III/2014 dengan STIKES Yarsi
Mataram;

 No.065/2264/RSUP; No. 66/ STIKES/
YP2QH/ IX/ 2014 dengan STIKES QOMARUL
HUDA BAGU;

 No. 065/2200/RSUP; No.035/ SGHS/ VIII/
2014 dengan Stikes Griya Husada
Sumbawa.

Tentang Pendidikan dan pelatihan Pendidikan

Mahasiswa dan siswa yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan: Universitas
Muhammadiyah 55 orang, STIKES Yarsi
Mataram 183 orang, STIKES Qomarul
HudaBagu 258 orang,  Stikes Griya Husada
Sumbawa 79 orang.

16 Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Provinsi NTB:
 No.065/4054/RSUP; No. KAI.ADD/01/2014

adendum dengan PT. Karunia;
 No.065/729/RSUP; KAI.003/NTB-2014-03-

10 dengan PT. Karunia Abadi;
 No. 065/1187/RSUP; No.S-079/ AML/III/

2014 adendum dengan PT. Anugrah Medika
Lestari;

 No.065/4043/RSUP; 001/AM-MTR/ II/ 2014
Adendum  dengan PT Aleksa Medika;

 No.065/254/RSUP; No.002/AM-MTR/ II/
2014dengan PT. Alexa Medika;

 No.065/43/RSUP; No.112/RE/MOU/I/2014
dengan PT. Rizki Educalab;

 No. 065/1184/RSUP; No.112/RE/MOU/2014
adendum dengan PT. Rizki Educalab;

 No.065/284/RSUP; No.018/ NUS.05.52/I/
2014 dengan PT. Rajawali Nusindo;

 No.065/2629/RSUP; No.01492/EJ/ 2014
dengan PT.Edola Jaya.

Tentang Penyediaan / Pengadaan Alat
medis/kesehatan habis pakai RS.

 Pengadaan Alat-alat kedokteran sebanyak
1.911 jenis, 276 jenis obat-obatan generik
dan non generik , 203 jenis alat kesehatan
habis pakai, 6 jenis film/rongen, dan 76
jenis reagen/ alat laboratorium;

 Pengadaan Mebel (Tempat tidur pediatric,
bed side cabinet, infusion stand) 16 unit;

 Perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit
39 jenis.

17. Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Provinsi NTB:
 No. 065/1237/RSUP; No. 048/LGL-

LIT/LM/III/2014 dengan PT. XL Axiata;
 No.065/1385/RSUP; No.04/AK-NTB/V/2014

dengan PT. Adikarya;
 No.065/1943/RSUP; No.02/ Kom.PP/ NTBVI/

14 dengan Pilar Persada;
 No.065/3166/RSUP; N0.1190 dengan PT.

Bank Mandiri (Persero).tbk;
 No.065/2979/RSUP; No. 10-31/ GMP-RSUP/

SP-Direksi KET/2014 dengan PT. Galih
Medan Persada.

Tentang sewa Lahan RS.

 Pembangunan gedung I Rawat Inap RSUP
NTB oleh PT. Pilar Persada (Putus
Kontrak);

 Pembangunan gedung K RSUP NTB oleh
PT. PT. Galih Medan Persada (dilanjutkan)

18. Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Provinsi NTB:
 No.065/203/RSUP; No.006/PNW-TKU/ VIII/

01/ 14 dengan Tri Karya Utama;
 No.065/1236/RSUP; No.007/ PNW-TKU/

VIII/ 01/ 14 Adendum CV. Trikarya Utama;
Tentang Tersedianya Jasa Kebersihan RS.

67 orang karyawan outsourcing yang
ditempatkan oleh CV Tri Karya Utama di RSUP
NTB dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan RS serta terpeliharanya kebersihan
RS
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NO NO. KESEPAKATAN/MoU REALISASI KEGIATAN
19. Memorandum of Understanding (MoU) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
dengan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dan Pemerintah Jepang dalam hal ini
Japan Internasional Cooperations Agency
(JICA) diarahkan pada upaya untuk
meningkatkan kualitas kelembagaan,
sumberdaya, sarana dan prasarana Badan
Penangulangan Becana Daerah Provinsi NTB
dalam Penanggulangan Bencana

Peserta kegiatan yang mencapai 700 orang
mampu memahami dan menyusun Peta
Ancaman dan Risiko Bencana, Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah
dan Rencana Aksi Daerah dan Kajian risiko
bencana terhadap masyarakat.

20. Kesepakatan bersama antara Sekolah Tinggi
Transportasi Darat dengan Pemerintah Provinsi
NTB tentang Pemenuhan Kebutuhan SDM di
bidang Perhubungan Darat
Nomor:383/VI/HK201/STTD-2014 &  Nomor :
420 / 155/  Dishubkominfo.

Terseleksinya 11 orang Taruna STTD asal
NTB untuk mengikuti pendidikan kedinasan
di STTD Bekasi

21. Kesepakatan bersama antara Pusat
Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah
Provinsi NTB tentang Pemenuhan Kebutuhan
SDM di bidang Perhubungan Darat tentang
Pelaksanaan Diklat Perencanaan Transportasi
Angkatan III & Diklat Keselamatan
Transportasi Angkatan III Tahun 2014 Nomor:
890/2034/BKD-DIKLAT/2014.

Terlatihnya PNS di Bidang Perencanaan
Transportasi sebanyak 35 orang dan PNS di
Bidang Keselamatan Transportasi sebanyak
35 orang

22. Perjanjian Kerjasama antara Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi NTB dengan Yayasan Bursa
Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia,
Nomor : 050/2130/02-Bappeda tanggal 1
September 2014. Perjanjian kerjasama ini
ditujukan untuk pengelolaan Pusat Data
Daerah “Bale Ite” Provinsi NTB.

Operasional pelayanan untuk umum di Pusat
Data Daerah “Bale Ite” Provinsi NTB,
Pembiayaan terhadap operasional dan
kegiatan di Pusat Data Daerah “Bale Ite”
Provinsi NTB, Pelaporan pelaksanaan
operasional Pusat Data Daerah “Bale Ite”
Provinsi NTB.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan selama
berlangsungnya kerjasama Provinsi NTB dengan pihak ketiga, sebagaimana
terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Dengan Pihak Ketiga

PERMASALAHAN SOLUSI
Keterlambatan pihak ketiga dalam memenuhi
kewajibannya sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Kerjasama.

 Terus melakukan koordinasi dan melakukan
pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban
pihak ketiga secara bertahap.

 Teguran/peringatan kepada pihak ketiga
yang belum memenuhi kewajibannya.

 Pemutusan kontrak kerjasama bagi pihak
ketiga yang belum memenuhi
kewajibannya sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Kerjasama.
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C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan Koordinasi antara instansi vertikal dengan pemerintah
daerah bertujuan untuk sinkrobisasi, keselarasan dan keserasian serta
kenerhasilan  pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
nasional di daerah.

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah menegaskan bahwa Gubernur
sebagai wakil Pemerintah di daerah, dalam mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah, diselenggarakan melalui:

a. Rapat koordinasi Kepala Wilayah lengkap dan/atau terbatas;

b. Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat pada forum-forum
koordinasi yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan;

c. Konsultasi antar Kepala Instansi Vertikal dan antar Kepala Instansi Vertikal
dengan Kepala SKPD, sehingga tercipta suatu sistem penyelenggaraan kegiatan
instansi yang selaras dan serasi dengan kebutuhan wilayah dan masyarakatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, jo Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, dan antara lain
menegaskan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas
melaksanakan urusan pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, meliputi:

a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi
dengan instansi vertikal, dan antarinstansi  vertikal di wilayah provinsi yang
bersangkutan;

b. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi
dalam rangka sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten dan kota agar mengacu
pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan pembangunan
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
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Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan di Provinsi NTB pada
Tahun 2014 diarahkan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan umum. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi perencanaan pembangunan;

b. Koordinasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan umum;

c. Koordinasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan umum;

d. Lain-lain Koordinasi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2014, sebagai berikut:

a. Koordinasi perencanaan pembangunan, yang diimplementasikan dalam
kegiatan:
1) Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Melalui Forum SKPD telah dirumuskannya program/kegiatan prioritas dari
SKPD Provinsi untuk tahun selanjutnya yang pembiayaannya bersumber
dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

2) Forum Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kab/Kota;
Terumuskannya program/kegiatan pemerintah daerah untuk tahun
selanjutnya berdasarkan hasil Forum SKPD yang disingkronkan dengan
hasil Musrenbang Kabupaten/Kota yang pembiayaannya bersumber dari
APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

3) Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah.
Tercapainya kesepakatan program/kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/
Kota tentang Program dan Kegiatan Pemerintah yang dibiayai oleh APBD
Provinsi dan APBN dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh
komponen masyarakat berdasarkan hasil Pra Musrenbang yang telah
dilaksanakan sebelumnya.

b. Koordinasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan umum, yang diimplementasikan melalui kegiatan
antara lain:
1) Penyidikan dan Pengamanan Hutan. Hasil yang dicapai, terlaksananya

operasi gabungan pengamanan hutan sebanyak 2 kali, operasi fungsional
sebanyak 3 kali;

2) Operasi Pengamanan Hutan dengan melibatkan Anggota Polda NTB dan
Anggota TNI. Hasil yang dicapai, luas areal yang terlindungi 260 Ha
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(96.30%) luas areal yang dilindungi dari hasil operasi pengamanan hutan
didesa Dara Kunci lotim dan desa Kumbi Lombok Barat;

3) Pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan berkoordinasi dengan Polda
NTB dan Kejaksaan. Hasil yang dicapai, tertanganinya pemberkasan
perkara tindak pidana kehutanan yang telah P21 kasus tipihut sebanyak 8
berkas;

4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Reklamasi Hutan
di DAS Prioritas. Hasil yang dicapai, tersusunnya SK Gubernur NTB tentang
penetapan pemenang lomba 1 milyar pohon, terselenggaranya kegiatan
HMPI tahun 2014 di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur,
terselenggaranya pertemuan koordinasi program RHL 2014 dan
tersusunnya naskah akademik Raperda Pengelolaan DAS terpadu;

5) Pengembangan Perhutanan Sosial. Hasil yang dicapai temu silang
kelompok masyarakat penyelenggaraan HKm sebanyak 70 lorang;

6) Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS. Hasil yang dicapai,
tersedianya dokumen penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pengelolaan DAS terpadu sebanyak 1 dokumen;

7) Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan. Hasil yang dicapai,
tersedianya laporan hasil kegiatan forum perbenihan tanaman hutan
tingkat nasional dan daerah sebanyak 1 laporan; terjaminnya areal sumber
benih yang terkelola dengan baik sebanyak 9 lokasi;

8) Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan
Hutan Lindung. Hasil yang dicapai, tersedianya rencana induk (master
plan) pengembangan wisata alam hutan lindung provinsi NTB sebanyak 1
dokumen;

9) Pengendalian Kebakaran Hutan. Hasil yang dicapai, masyarakat yang
mengikuti pembinaan dan penyadartahuan tentang pencegahan kebakaran
hutan sebanyak 80 orang;

10) Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan. Hasil yang dicapai, terlaksananya
pengawasan dan pengendalian IPPKH PT NNT,IPPK pembangunan embung
dan jalan Moyo Hilir, IPPKH PT STM dan IPPKH PT Telkom dan PT PLN.
Terlaksananya Sosialisasi pembangunan KPH di KPH Soromandi dan KPH
Donggomassa serta tersusunnya dokumen neraca sumber daya hutan
tahun 2013;

11) Pengeluaran Ternak Bibit ke Luar NTB. Hasil yang dicapai terdistribusinya
ternak bibit Sapi 9.885 ekor;

12) Pengeluaran Ternak Sapi Potong ke Luar NTB. Hasil yang dicapai
terdistribusinya ternak Sapi Potong 45.081 ekor, Kerbau Potong 6.105 ekor,
Kuda Potong 7.296 ekor, Kambing Potong 2.473 ekor dan Babi Potong
3.473 ekor;
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13) Penyusunan kawasan pengembangan integrasi peternakan Jeringo TA.
2014. Hasil yang dicapai: terbangunnya sarana prasarana (perkandangan
dan fasilitas pendukung) dengan kapasitas 250 ekor sapi diatas lahan
seluas 67 Ha milik Yayasan pendidikan Hamzanwadi. Pembangunan
kandang kelompok untuk sapi didekat pemukiman petani peternak warga
transmigran diatas lahan hunian 200 KK transmigran seluas 200 Ha.
Pengembangan sapi perbibitan dan kambing melalui introduksi teknologi
peternakan.

14) Penyusunan kawasan integrasi peternakan Banyumulek dan Amor-amor
TA. 2014. Hasil yang dicapai: Pengembangan kawasan peternakan
Banyumulek seluas 29 Ha yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan
dan perkantoran seperti Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner 1
ha, Balai Inseminasi Buatan 1 ha, RPH 3.1 ha, Pabrik Pupuk Organik 0.7
ha, BP3TR 0.5 ha dan Penanaman HMT sekitar 23 ha.Di harapkan kawasan
peternakan Banyumulek dapat menjadi kawasan terpadu pengembangan
peternakan berbasis iptek dan bisnis atau dikenal dengan scince-techno-
bussiness park. Untuk kawasan peternakan Amor-Amor akan digunakan
sebagai instalasi pembibitan Sapi Berangus memiliki luas sekitar 25 Ha
yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona I: perkandangan dan
perkantoran, Zona II: Padang Penggembalaan, dan Zona III Kebun
Rumput.

15) Masterplan Kawasan Peternakan Provinsi NTB TA. 2014. Hasil yang dicapai:
Teranalisisnya keadaan wilayah potensi bagi pengembangan sapi di NTB
berturut-turut di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Lombok
Utara dan Kab. Bima. Untuk ternak Kuda Kabupaten Sumbawa, Sumbawa
Barat, Dompu dan Bima. Kambing di Kabupaten Bima, Dompu, Lombok
Utara dan Sumbawa Barat. Domba di Kabupaten Bima, Sumbawa Barat,
Lombok Timur dan Sumbawa. Ayam Buras di Kabupaten Lombok Utara,
Sumbawa Barat, Kota Bima, Sumbawa, Dompu, Mataram dan Lombok
Utara. Ayam Petelur di Kota Bima dan kabupaten Lombok Tengah.
Sedangkan Itik di kabupaten Lombok Timur, Mataram, Dompu, Lombok
Tengah dan Kota Bima.

16) Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Dengan Kontrak Tahun Anggaran
2013 – 2015 melalui dana sharing antara Pemerintah Provinsi NTB dan
Pemerintah Australia melalui Program Provincial Road Improvement and
Maintenance (PRIM) yang menangani ruas-ruas jalan strategis provinsi
yang termasuk dalam program percepatan di Pulau Lombok dan Pulau
Sumbawa. Hasil yang dicapai tersedia dan terpeliharanya jalan sepanjang
370,76 km dengan penanganan preservasi jalan (Km) : pemeliharaan rutin
sepanjang 314,10 km, backlog dan pek. Minor sepanjang 314,11 km,
pemeliharaan berkala sepanjang 25,80 km, dan rehabilitasi sepanjang
30,85 km;
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17) Backlog dan Pekerjaan Minor Dengan Kontrak Tahun Anggaran 2013 –
2015 melalui dana sharing antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah
Australia melalui Program Provincial Road Improvement and Maintenance
(PRIM) yang menangani ruas-ruas jalan strategis provinsi yang termasuk
dalam program percepatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hasil
yang dicapai tersedia dan terpeliharanya jalan sepanjang 689,07 km;

18) Pemeliharaan Rutin Dengan Swakelola Tahun Anggaran 2013 – 2015
melalui dana sharing antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah
Australia melalui Program Provincial Road Improvement and Maintenance
(PRIM) yang menangani ruas-ruas jalan strategis provinsi yang termasuk
dalam program percepatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hasil
yang dicapai tersedia dan terpeliharanya jalan sepanjang 953,96 km;

19) Pelaksanaan Training of Trainers (TOT) Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Daerah Tahun 2014 antara BKD dan DIKLAT Provinsi NTB
dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) Nomor:
800/71/BKD&DIKLAT/2014. Hasil yang dicapai terlatihnya 30 orang PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se-NTB;

20) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dalam rangka penerapan
metode sambung samping pada Kakao dan Pucuk pada Kopi di Balai Besar
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Jombang Jawa
Timur, Puslitkoka Jember. Hasil yang dicapai penyediaan entres kopi
arabika dan robusta, sosialisasi dan pembinaan serta upah penyambungan
dengan melibatkan petani-petani yang telah terlebih dahulu mengikuti
pelatihan. Kopi arabika fokus penyambungan dilakukan di Kabupaten
Lombok Timur (Sembalun) dan Kabupaten Sumbawa (Tepal)
masing-masing dilahan seluas 50 Ha. Sedangkan kopi robusta, dilakukan di
Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten
Dompu, masing-masing di lahan seluas 50 Ha;

21) Peningkatan Produksi dan Produktivitas teknologi rehabilitasi tanaman
kakao yang terkena penyakit dan kurang produktif. Hasil yang dicapai
memberikan bantuan peremajaan bibit kakao, pupuk dan fungiderma
kepada petani sebesar 3,8 Milyar Rupiah untuk 2 Kabupaten yaitu:
Kabupaten Lombok Utara sebesar 2,4 Milyar untuk lahan seluas 250 Ha.
Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,4 Milyar untuk lahan seluas  150 Ha.

22) Unit Pengolahan Tebu. Hasil yang dicapai pengembangan Tebu seluas
1.000 Ha, melibatkan petani plasma ± 1.000 orang dan dukungan investasi
swasta (PT. Sukses Mantap Sejahtera) sebesar 1,6 Triliun dengan luas
areal HGU 5.700 Ha. Kebutuhan bibit tebu telah disiapkan PT.Sukses
Mantap Sejahtera dan telah ditanam di kecamatan Pekat selanjutnya telah
mendapat sertifikasi oleh Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan (BPTP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
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23) Sertifikasi Lahan Perkebunan bagi Petani. Hasil yang dicapai tersertifikasi
lahan perkebunan seluas 2.400 persil;

24) Pengawalan pemberangkatan transmigran ke embarkasi. Hasil yang
dicapai, terkawalnya pemberangkatan 680 jiwa transmigran oleh kepolisian
ke embarkasi;

25) Penanganan TKI bermasalah. Hasil yang dicapai, tertangani dan
terselesaikannya 3.310 orang TKI bermasalah;

26) Pemberangkatan dan pemulangan TKI. Hasil yang dicapai, meningkatnya
layanan dalam pemberangkatan 46.187 orang TKI dan pemulangan 3.310
orang TKI;

27) Pengurusan Pasport TKI. Hasil yang dicapai, meningkatnya kualitas layanan
dalam penyelesaian 46.187 pasport TKI;

28) Bimbingan mental spiritual calon transmigran. Hasil yang dicapai,
meningkatnya kualitas mental spiritual 608 Calon transmigran;

29) Pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja telah dilakukan
pemantauan pemulangan TKI yang bermasalah. Hasil yang dicapai
pemantauan kepulangan dilakukan melalui Bandara Internasional Lombok
sebanyak 660 orang yang berasal dari Asia tenggara dan Jazirah Arab,
sementara pemantauan kepulangan TKI melalui pelabuhan Laut tanjung
Perak Surabaya dilanjutkan dengan Bus ke Terminal Madalika Bertais NTB
sebanyak 2.618 orang;

30) Penanganan dan penyelesaian kasus hubungan industrial. Hasil yang
dicapai, tertangani dan terselesaikannya 45 kasus PHK dan diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 45 kasus/188 orang;

31) Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji. Hasil yang dicapai
pelaksanaan ibadah haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat  jumlah
jemaah haji dari Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
1436H/2014M sebanyak 3678 orang dan jamaah yang wafat di Arab Saudi
sebanyak 5 orang dan 2 orang di daerah sebelum berangkat;

32) Pengamanan Unjuk Rasa. Hasil yang dicapai terpantau dan terawasinya
aksi unjuk rasa sebanyak 98 kali pengamanan unjuk rasa (demonstrasi)
yang tersebar di provinsi dan 10 kab/kota se NTB dengan 4 jenis isu,
yaitu:11 kali isu politik, 3 kali isu keamanan, 3 buah isu sosial/budaya, 81
kali isu ekonomi. Pengamanan langsung 44 kali, koordinasi pengamanan 54
kali dari berbagai elemen masyarakat;

33) Pendidikan dan Latihan Dasar Pol PP. Hasil yang dicapai meningkatnya
kemampuan dan keterampilan Pol PP se-NTB sebanyak 40 orang;

34) Bimbingan Teknis Sat Pol PP. Hasil yang dicapai terbinanya anggota Sat Pol
PP sebanyak 100 orang;
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35) Pelatihan Perbantuan pengurangan resiko korban bencana alam 150
personil Satlinmas;

36) Penanganan Perda 5 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan. Hasil yang
dicapai tertanganinya 3 kasus yaitu pelanggaran penggunaan trotoar
sebagai lokasi gelaran barang dagangan PKL, menggelar dagangan di
depan kantor SKPD dan pemasangan iklan hiburan berbau pornografi dan
iklan Miras yang lokasinya di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

37) Penanganan Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang perlindungan hutan,
Flora dan Fauna. Hasil yang dicapai 1 orang perambah hutan  ditahan dan
di BAP, dan 1 orang pengumpul kayu ditahan di POLDA NTB;

38) Penanganan Perda Nomor 4 tahun 1997 Tentang Larangan, Pengawasan,
Pengendalian, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Hasil yang dicapai 7.972 botol minuman Keras dari berbagai jenis
ditertibkan dan 7.432 botol dimusnahkan dan 540 botol masih dalam
proses pemusnahan;

39) Operasi gabungan (Penanganan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pencegahan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Tindak kekerasan). Hasil yang dicapai tertanganinya 3 kasus, yaitu
pelanggaran 35 orang pekerja café di sengiggi tanpa identitas didata, BAP,
4 pekerja café diserahkan untuk dibina di PSKW “Budi Rini” Mataram, 28
orang Pekerja café di Batu Guring diserahkan untuk dibina PSKW “Budi
Rini” Mataram, 3 orang diantaranya masih dibawah umur. Lokasinya di
Senggigi Lombok Barat dan Batu Guring Sumbawa;

40) Operasi Gabungan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Penegakan Perda
No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang). Hasil
yang dicapai terjaring dan tertanganinya sebanyak 2 kasus pelanggaran di
3 lokasi sebanyak 3.546 orang pelanggar diberikan sanksi berupa denda,
dan timbangan yang belum ditera diamankan dan ditertibkan;

41) Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan dalam rangka Rapat
koordinasi dengan mitra kerja (Kepolisian). Hasil yang dicapai 12 kali pada
setiap UPTD PPDRD se-NTB;

42) Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana perimbangan
dengan hasil pelaksana kegiatan 45 kali rekonsiliasi data pada Kemenkeu
tentang DBHP sebanyak 16 kali. Konsultasi tentang DBH BP sebanyak 9 kali
dan koordinasi/konsultasi tentang dana perimbangan lain sebanyak 11 kali.

43) Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. Hasil yang dicapai, terdistribusinya
Keluarga Fakir Miskin yang mendapat bantuan modal usaha dan bimbingan
teknis UEP KUBE sebanyak 1250 KK/120 KUBE;

44) Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Hasil yang dicapai, bimbingan
teknis bagi petugas pendamping KUBE fakir miskin sebanyak 28 orang
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45) Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Hasil yang dicapai, tersalurkannya
bantuan stimulan UEP bagi keluarga miskin sebanyak 500 KK;

46) Pemberdayaan Keluarga Miskin. Hasil yang dicapai, LK3 yang
melaksanakan pelayanan kesos sebanyak 11 Unit; terdistribusinya bantuan
operasional bagi Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang
mendapatkan bantuan sebanyak 60 KK;

47) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (KBA). Hasil yang dicapai
terbentuknya Kampung Siaga Bencana sebanyak 1 lokasi; terbinanya
petugas perlindungan sosial Korban Bencana Alam sebanyak 160 orang;

48) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (KBS). Hasil yang dicapai
tersedianya Rekomendasi Kajian Pemetaan Desa Rawan Bencana Sosial
sebanyak 1 rekomendasi; terbinanya petugas perlindungan sosial Korban
Bencana Sosial sebanyak 50 orang;

49) Pengadaan, penyimpanan dan penyaluran bantuan beras untuk tanggap
darurat korban bencana. Hasil yang dicapai terdistribusinya bantuan beras
kepada masyarakat korban bencana se NTB sebanyak 50 Ton;

50) Asuransi Kesejahteraan Sosial. Hasil yang dicapai, bimbingan motivasi
peserta askesos sebanyak 200 orang;

51) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu. Hasil
yang dicapai terlaksananya bimbingan teknis pemeliharaan dan
pemanfaatan database kependudukan sebanyak 70 orang;

52) Pengendalian Penanaman Modal melalui Sosialisasi Permasalahan
Pertanahan. Hasil yang dicapai meningkatnya pengetahuan perusahaan
tentang permasalahan perusahaan (Konsinyering Pengendalian Penanaman
Modal);

53) Pengendalian Penanaman Modal melalui Sosialisasi Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing. Hasil yang dicapai Meningkatnya pengetahuan
perusahaan tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

54) Pelayanan Help Desk melalui Fasilitasi Perusahaan yang memiliki Masalah
(Koordinasi dengan KAPOLDA NTB karena Masalah yang dihadapi
Perusahaan adalah sengketa yang mengarah ke kriminal).Hasil yang
dicapai meningkatnya penyelesaian masalah investasi;

55) Pelayanan Help Desk melalaui Fasilitasi Perusahaan Yang Bermasalah dg
Izin Ketengakerjaan (Koordinasi dg Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Mataram). Hasil yang dicapai meningkatnya penyelesaian masalah
investasi;

56) Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Hasil yang dicapai sinkronisasi program kegiatan antara pusat dan
daerah (dengan Kementerian);
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57) Koordinasi dan Konsultasi dengan UPT Kementerian Kehutanan (KSDA NTB
dan Taman Nasional Rinjani). Hasil yang dicapai meningkatnya koordinasi
pengelolaan Taman Wisata Alam dengan UPT Kementerian Kehutanan,
yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dan Balai Taman Nasional
Gunung Rinjani;

58) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hasil yang dicapai
terselenggaranya pelaksanaan STQ ke XXIII tahun 2014 Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang dipusatkan di Kabupaten Sumbawa  pada tanggal
15 – 21 September 2014, Musabaqah Tilawatil Qur,an (MTQ) Nasional XXV
tahun 2014 di Batam-Kepulauan Riau pada tanggal 4 – 14 Juni 2014;

59) Workshop FKUB. Hasil yang dicapai meningkatnya pemahaman 50 Anggota
FKUB se Provinsi NTB, dan adanya kesepakatan dalam peningkatan
pelayanan keagamaan dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat
beragama;

60) Dialog Pemuda lintas Agama Tingkat Provinsi. Hasil yang dicapai adanya
pemahaman 50 pemuda lintas agama se Provinsi NTB, dan adanya
kesepakatan dalam peningkatan pelayanan keagamaan dalam upaya
mewujudkan kerukunan antar umat beragama;

61) Rapat Koordinasi Zoonosis. Hasil yang dicapai tersusunnya Rencana Kerja
dan RAD Pengendalian Zoonosis;

62) Fasilitasi sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan. Hasil yang
dicapai, tersertifikasinya halal produk unggulan oleh MUI sebanyak 25
produk dan oleh BPOM sebanyak 28 jenis;

63) Sertifikasi dan surveylance ISO 9001 – 2008. Hasil yang dicapai,
tersertifikasinya ISO 9001 – 2008 sebanyak 30 sertifikat;

64) Pengawasan peredaran barang impor. Hasil yang dicapai, terawasinya
Produk barang impor sebanyak 10 komoditi; tersedianya Dokumen hasil
pengawasan peredaran barang sebanyak 1 laporan;

65) Operasi Pasar Rakyat. Hasil yang dicapai, terpenuhinya kebutuhan
sembako bagi masyarakat sebanyak 2.390 bungkus;

66) Pengawasan peredaran barang dan jasa. Hasil yang dicapai Razia
gabungan digelar bersamaan BPOM Mataram, dan Yayasan Perlindungan
Konsumen (YPK) rutin pemantauan lapangan, tidak ditemukan adanya
produk-produk yang membahayakan bagi konsumen;

67) Desa Mandiri Energi. Hasil yang dicapai, terbangunnya Digester Biogas
sebanyak 3.826 unit di Kab/Kota se NTB melalui berbagai sumber dana;

68) Memberikan fasilitasi, bimbingan dan bantuan bagi Kabupaten/Kota untuk
dapat meraih Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2014 yang telah
diterima oleh Pemerintah provinsi NTB dalam mewujudkan Desa Mandiri
Energi dan Desa Mandir Pangan yang berkelanjutan;
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69) Perlindungan Mata Air dengan Vegetasi/Civil Teknis. Hasil yang dicapai
terselenggaranya lokakarya PLS (Penyuluh Lingkungan Swadaya) dengan
jumlah peserta 81 orang, Lomba Desa Permata sebagai juara pertama
Kabupaten Lombok Timur, Juara kedua Kabupaten Sumbawa Barat, dan
juara ketiga Kabupaten Bima serta meningkatnya jumlah sumber Mata Air
yang dapat diselamatkan/dilindungi sebanyak 353 mata air;

70) Rapat Koordinasi dengan TNI/POLRI, BASARNAS dan instansi terkait
lainnya. Rapat ini menghasilkan beberapa dokumen yang harus ditindak
lanjuti bersama terutama yang berkenaan dengan kebencanaan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

71) Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar Tahun 2014
dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Besar
dimana diikuti oleh 150 orang peserta. Para peserta diberikan materi dan
pelatihan tanggap darurat, diperkenalkan cara penggunaan alat evakuasi
bencana serta latihan langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pihak
TNI, Basarnas, PMI dan Pemadam Kebakaran;

72) Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Banjir dan Tanah Longsor
Tahun 2014 yang berkenaan dengan bencana kekeringan di wilayah NTB
dalam hal ini untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota (Kab. Dompu dan Kota
Mataram tidak termasuk) dalam memberikan bantuan dan evakuasi BPBD
Provinsi NTB yang berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota,
TNI/POLRI, Basarnas dan masyarakat setempat;

73) Penanganan Darurat Erupsi Gunung Sangiang Api. Hasil yang dicapai
Bupati Kabupaten Bima segera menerbitkan Surat Pernyataan Bencana
Erupsi Gunung Sangeangapi No.360/011/010/2014, Surat Keputusan
Bupati Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana
Erupsi Gunung Sangeangapi di Kab.Bima No.188.45/461/010/2014 dan
sekaligus menunjuk Letkol Tommy Ferry sebagai Komandan Tanggap
Darurat yang terhitung sejak 30 Mei s/d 5 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari
dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Susunan Tim
Posko Pusat maupun di Lapangan No.188.45/461/010/2014, BPBD
Kab.Bima segera melakukan Koordinasi dengan Dandim 1608 Kab.Bima
dan melakukan Rapat Terbatas di Kantor Kec.Wera untuk mengambil
langkah-langkah strategis dengan mendirikan Posko Lapangan dan Posko
Induk, BPBD Provinsi NTB segera mengirimkan bantuan logistik ke lokasi
terdampak bencana yang meliputi : 1). Masker 3.000 pcs, 2). Selimut 100
lembar, 3). Makanan Siap Saji 15 paket, 4). Lauk Pauk 50 paket, 5).
Tambahan Gizi 50 paket, 6). Matras 100 lembar, 7). Tikar 89 lembar, 8).
Peralatan Dapur 70 Ppaket, 9).Kompor 30 paket, 10) Terpal Gulung 30
paket, 11). Kids Ware 50 paket, 12). Sandang 50 paket, 13). Family Kits
150 paket dan BPBD Kabupaten Bima segera merapat kelokasi kejadian
untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk  berkoordinasi dengan
Dandim Kab .Bima dan Forum Kecamatan melakukan evakuasi terhadap
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135 orang Peternak/Petani yang sedang berladang di pulau Sangeang
Kegiatan Gunung Sangeangapi;

74) Penanganan evakuasi jatuhnya pesawat latih di Sumbawa. Evakuasi yang
dilakukan melibatkan BNPB, Basarnas, BPBD Provinsi NTB, BPBD Kab.
Sumbawa, TNI/POLRRI dan Pemerintah daerah serta masyarakat
setempat;

75) Penanganan Bencana Kapal Tenggelam/Kandas/Terbakar di Wilayah
Perairan NTB. Hasil yang dicapai:

 KMP Munawar yang tenggelam pada hari Minggu tanggal 03 Januari
2014 yang sedang berlayar pada penyeberangan Kayangan-Poto Tano
(Selat Alas) dengan korban meninggal 3 (tiga) orang dan luka ringan 1
(satu) orang terevakuasinya penumpang menuju Pelabuhan Kayangan
dalam keadaan selamat sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan
keadaan traumatis sebanyak 20 (dua puluh) orang. Sedangkan yang
dievakuasi menuju Pelabuhan Poto Tano dalam keadaan selamat 14
(emapat belas) orang. Untuk ABK yang selamat sebanyak  7 (tujuh)
orang;

 KMP Persada Nusantara yang kandas pada Hari Minggu tanggal 13
Februari 2014 di Gili Labur yang sedang berlayar dari Kayangan-Poto
Tano dengan kerugian lain berupa kendaraan roda empat 3 (tiga) unit
dan kendaraan roda dua 6 (enam) unit). Untuk penumpang sebanyak
21 (dua puluh satu) orang berhasil dievakusi menuju Palabuhan
Kayangan;

 KMP Teduh Rauh yang terbakar pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014
dalam pelayaran dari Padang Bae-Lembar dengan korban luka ringan 1
(satu) orang dan kerugian lain berupa 1 (satu) unut kapal rusak;

 Kapal Pesiar Versace Amara yang tenggelam pada hari Sabtu tanggal 16
Agustus 2014 dalam pelayaran dari Senggigi Lombok-Pulau Komodo
Kab. Manggarai NTT dengan jumlah penumpang 20 (dua puluh) orang
dan ABK 5 (lima) orang. korban hilang 2 (dua) orang. Kejadian tersebut
memakan korban hilang 2 (dua) orang selamat sebanyak 23 (dua puluh
tiga) orang;

76) Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan daerah Provinsi NTB dalam rangka
mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tahun
2014 sebanyak 1 kali dengan menghasil 1 buah rekomendasi yang tertuang
dalam Berita Acara Rapat;

77) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Hasil yang
dicapai, tersedianya hasil rapat berupa 6 rekomendasi yang tertuang dalam
Berita Acara di 1 kali pertemuan;

78) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penegasan Batas Daerah
Kabupaten/Kota se-NTB. Hasil yang dicapai, tersedianya hasil rapat berupa
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15 rekomendasi yang tertuang dalam Berita Acara dan Risalah Rapat di 3
kali pertemuan;

79) Rapat Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Koordinasi,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil
yang dicapai, tersedianya hasil rapat berupa 10 rekomendasi yang tertuang
dalam Berita Acara di 1 kali pertemuan;

80) Pengembangan LLAJ NTB. Hasil yang dicapai Pengadaan dan pemasangan
fasilitas keselamatan LLAJ dan Operasional Angkutan Jalan.

81) Pengembangan LLASDP NTB. Hasil yang dicapai Pembangunan Dermaga II
Sape tahap III, Rehabilitasi Pelabuhan dan Penyeberangan Kayangan serta
Rehabilitasi Pelab. Penyeberangan pototano.

82) Pendidikan dan Pelatihan Formal pada RSUD Provinsi. Hasil yang dicapai
terlatihnya dokter paruh waktu Universitas Mataram sebanyak 20 orang
sebagai berikut: dokter spesialis bedah 1 orang, spesialis penyakit dalam 3
orang, , spesialis bedah syaraf 1 orang, spesialis jantung 3 orang, spesialis
mata 4 orang, spesialis THT 1 orang, spesialis kulit dan kelamin 2 orang,
spesialis urologi 2 orang, spesialis paru 1 orang Spesialis Patologi Anatomi
1 orang dan Spesialis Syaraf 1 orang;

83) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD). Hasil yang dicapai
Pengembangan pelayanan RSUD Provinsi NTB yang merupakan salah satu
program inovatif pada tahun 2014 telah berhasil melaksanakan operasi
pemasangan pacemaker (alat pemacu detak jantung) yang dilakukan di
Rumah Sakit Tipe A. dan untuk meringankan beban masyarakat NTB untuk
berobat keluar daerah melakukan transfer knowladge bagi Tim RSUD
Provinsi NTB dengan mendatangkan Ahli Jantung dari RS dr. Soetomo –
Surabaya;

84) Pelaksanaan  kegiatan kepaniteraan klinik pada Co-ass dengan Fakultas
Kedokteran Universitas Mataram sebanyak 152 orang. Pelayanan kegiatan
praktik siswa/mahasiswa non kedokteran sebanyak 2.101 orang dari
berbagai  institusi pendidikan kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Gizi
dan Ners) di wilayah Provinsi NTB.

c. Koordinasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan umum yang dimplementasikan melalui kegiatan :

1) Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan;

2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

3) Rapat Konsolidasi pelaksanaan pembangunan.
Hasil yang dicapai, berupa Terkendalinya pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah, meningkatnya sinergitas dan terciptanya ketertiban
dan kelancaran pelaporan pembangunan daerah

d. Lain-lain Koordinasi
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1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).Hasil yang dicapai, adanya
kesepakatan melalui rekomendasi rapat, antara lain:
 Melakukan Percepatan implementasi Inpres No. 1 Tahun 2014 tentang

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri melalui pembentukan
Tim Terpadu di tingkat Prov. dan khususnya di tingkat Kab/Kota;

 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se-NTB siap membantu
KPUD dalam mensukseskan Pemilukada 2015 yang akan berlangsung;

 Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam mencegah dan
menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta peredaran
Narkoba di masyarakat;

 Mendorong kepada seluruh aparat penegak hukum, agar tidak ragu-
ragu dalam menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran, terutama
provokator;

 Menyiapkan perangkat hukum untuk memerangi peredaran miras;
 Bupati/walikota agar mengambil langkah-langkah kebijakan yang

strategis dalam mengoptimalkan pemberdayaan satuan Perlindungan
Masyarakat;

 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi vertikal di Provinsi NTB
mendukung peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi dalam mewujudkan Kamtratibmas;

 Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Perangkat
Kementerian/Lembaga sepakat untuk melakukan sinkronisasi program
unggulan Pemda dan program instansi vertikal diantaranya melalui
forum Musrenbang RKPD;

 Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Perangkat
Kementerian/Lembaga sepakat untuk mengoptimalkan mekanisme
laporan instansi vertikal kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah,
yaitu melalui dua cara :
- Laporan-laporan dari seluruh Satuan Kerja Instansi Vertikal dan

Perangkat Kementerian/Lembaga selain ditujukan kepada pimpinan
kementerian/ lembaga di pusat juga ditembuskan kepada Gubernur;

- Pemda akan membuat format yang lebih sederhana, didalamnya
memuat hal-hal yang informasinya penting dan perlu diisi oleh
Instansi Vertikal dan Perangkat Kementerian/Lembaga. Format
tersebut akan dirumuskan bersama antara Pemda dan Instansi
Vertikal serta Perangkat Kementerian/Lembaga agar dapat
memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
perkembangan dari kinerja Instansi Vertikal dan Perangkat
Kementerian/ Lembaga dan apabila terdapat masalah dapat
diselesaikan secara bersama.
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 Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Perangkat
Kementerian/Lembaga sepakat untuk menjadikan Pemda, Satuan Kerja
Instansi Vertikal dan seluruh Perangkat Kementerian/Lembaga sebagai
institusi pemerintah yang kredibel, transparan dan berintegritas;

 Terlaksananya Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan daerah Provinsi NTB
dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat tahun 2014 sebanyak 1 kali dengan menghasil 1 buah
rekomendasi yang tertuang dalam Berita Acara Rapat dan akan
ditindaklanjuti dengan Forum Rapat Gubernur selanjutnya;

 Terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di NTB
dalam rangka mendorong terwujudnya Indonesia bebas dari gerakan
radikal terorisme melalui pendekatan kearifan lokal di daerah dengan
kegiatan dengan telah melakukan dialog di NTB sebanyak 12 kali yaitu 6
kali di Kota Bima dan 6 kali di Kota Mataram.

2) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Hasil yang dicapai, adanya
kesepakatan melalui rekomendasi rapat, antara lain:
 Pemerintah segera membuat kajian atau evaluasi terhadap peraturan

perundang-undangan yang telah diterbitkan, agar kebijakan dan
regulasi yang ada dapat bersinergi dan sejalan di segala bidang,
terutama dalam bidang pengelolaan pertanahan atau penataan
kawasan;

 Pemerintah segera mengambil keputusan terkait Urusan Wajib di bidang
Pertanahan dan menetapkan urusan pertanahan tersebut merupakan
kewenangan Pusat atau Daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih
pengelolaan atau kepemilikan tanah di daerah;

 Peningkatan tertib administrasi perijinan di bidang pertambangan dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar
lokasi tambang;

 Pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur,
ekonomi, dan kepentingan umum lainnya, agar berpedoman pada
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

 Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh
melakukan penertiban terhadap tanah terindikasi terlantar dan
bermasalah;

 BPN agar tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat
dalam penerbitan sertifikat tanah, sehingga tidak terjadi tumpang
tindih/duplikasi kepemilikan dan pemanfaatan lahan;

 Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar lebih
mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan bencana, hal ini
disebabkan karena Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang
memiliki potensi kerawanan bencana yang tinggi;



BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

VI.32 LKPJ GUBERNUR 2014

 Pemerintah agar segera mengkaji dan mengoptimalkan regulasi atau
kebijakan terkait dengan pendistribusian bantuan sosial dan
melaksanakan pelatihan aparatur dalam penanggulangan bencana;

 BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melaksanakan kegiatan
pencegahan dan penanggulangan bencana harus lebih mengedepankan
prinsip cepat, tepat, transparan dan akuntabel;

 BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengoptimalkan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai kriteria bencana, pencegahan dan
penanganan dini bencana, agar tidak menimbulkan keresahan di
masyarakat;

 Gubernur sebagai Wakil Pemerintah agar mengkoordinir perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan di daerah, baik Kabupaten/Kota maupun
instansi vertikal di daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan
sendiri-sendiri;

 Bupati dan Walikota agar segera melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Camat dalam melakukan pelayanan terhadap
masyarakat terkait perijinan maupun non perijinan sesuai amanat
Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Kecamatan;

 Gubernur, Bupati dan Walikota agar segera menyiapkan regulasi terkait
pelaksanaan PATEN, sehingga di Tahun 2014 pelaksanaan PATEN di
daerah dapat terlaksana;

 Bupati atau Walikota dalam menerapkan PATEN didaerahnya agar
memberikan dukungan berupa sumberdaya manusia (SDM) yang
terampil, sarana dan prasarana yang memadai serta pembiayaan yang
cukup bagi Kecamatan, sehingga pelaksanaan PATEN dapat segera
terwujud.

3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
(dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama). Hasil yang
dicapai, antara lain :
 Rekomendasi kepada SKPD Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota se

NTB tentang penyampaian laporan teknis kegiatan penyelenggaraan
dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama Gubernur
sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.

 Terinventarisnya SKPD Provinsi, SKPD kabupaten/kota, kantor daerah
dan kantor pusat (UPT) pelaksana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

 Koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang yang ada di daerah dalam mensinergikan realisasi anggaran
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.
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3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan selama
berlangsungnya koordinasi dengan instansi vertikal, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.5
Permasalahan dan Solusi Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

PERMASALAHAN SOLUSI

Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami
implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah
pelayanan terhadap masyarakat

Usul percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah
terkait UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Keterbatasan pembiayaan, sarana dan prasarana
penunjang kegiatan terkait penanggulangan
bencana

- Telah diterbitkannya Perda Nomor: 9 Tahun
2014 tentang Penanggulangan Bencana dan
Pergub No. 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan
Resiko Bencana

- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat (BNPB)

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dasar hukum pembentukan wilayah teritorial Provinsi NTB yang terdiri dari
delapan wilayah kabupaten dan dua wilayah kota sampai dengan akhir Tahun
2014, adalah:

a. Undang-Undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;

b. UU Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Tk. II Mataram;

c. UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima;

d. UU Nomor 30 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat;

e. UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara;

Perselisihan antara Daerah  dalam ketentuan pasal  370 Undang Undang
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, menyatakan jika  terjadi
perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara daerah provinsi,
antara daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam wilayahnya, dan antara
antara daerah provinsi dengan kabupaten/kota diluar wilayahnya, diselesaikan
oleh Menteri, sedangkan  Keputusan penyelesaian perselisihan oleh menteri adalah
bersifat final. Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dapat
menyelesaikan perselisihan tersebut. Persoalan menjadi kompleks jika yang
berselisih adalah antara dua pemerintah daerah provinsi. Sebagai contoh adalah
masalah batas wilayah administrasi berikut pemanfaatan pengelolaan pulau kecil.
Perselisihan antara daerah sejogyanya diselesaikan secara prioritas yang terkait
langsung dengan Isi Kesepakatan Kerja sama antara daerah, maupun terkait
dengan penegasan batas wilayah admiistrasi antara daerah.
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Oleh karena itu, kebijakan pembinaan batas wilayah Tahun 2014,
diarahkan untuk mewujudkan batas wilayah daerah secara pasti dilapangan baik
dari aspek yuridis maupun aspek fisik, melalui program peningkatan tertib wilayah
administrasi pemerintahan, diimplementasi dalam kegiatan:

a. Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah;

b. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kab/Kota; dan

c. Monitoring dan Evaluasi Batas Daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Melalui tiga kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB sebagai
upaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah pada Tahun 2014, telah
dicapai hasil sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan koordinasi penegasan batas daerah pemerintahan Kab/Kota se
NTB, diimplementasikan melalui kegiatan:
 Pelacakan dan penentuan titik koordinat Pal Batas utama (PABU);
 Pemasangan PABU;
 Pengukuran luas wilayah;
 Pembuatan peta batas daerah;
 Rapat koordinasi percepatan penegasan batas daerah;
 Konsultasi dan koordinasi penyusunan draft Permendagri penegasan batas

daerah.

b. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian perselisihan batas daerah Kab/Kota se
NTB, dilaksanakan melalui kegiatan :

 Peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi titik koordinat bermasalah;

 Rapat koordinasi penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kab/Kota se
NTB.

c. Monitoring dan Evaluasi Batas Daerah Kab/Kota dilaksanakan untuk memantau
dan memperoleh informasi tingkat perkembangan percepatan penyelesaian
penegasan batas daerah kab/kota secara pasti di lapangan.

Hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut :
1) Berita Acara kesepakatan penetuan titik koordinat di lapangan dan di atas

peta pada 3 segmen batas daerah kab/kota se P. Sumbawa minus segmen
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat, sebagai berikut:
a) Batas daerah antara Kab. Sumbawa dengan Kab. Dompu sebanyak 10

Titik koordinat;
b) Batas daerah antara Kab. Dompu dengan Kab. Bima sebanyak 35 Titik

koordinat; dan
c) Batas daerah antara Kab. Bima dgn Kota Bima, sebanyak 30 koordinat.

d) Dari 3 segmen diatas telah mendapat kesepakatan dalam penentuan
titik koordinat dan penarikan garis batasnya dan saat ini dalam proses
penerbitan peraturan dalam negeri tentang batas daerah

2) Terpasangnya PABU antara segmen :
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a) Kab. Sumbawa dengan Kab. Dompu sebanyak 10 PABU;
b) Kab. Dompu dengan Kab. Bima sebanyak 35 PABU; dan
c) Kabupaten Kab. Bima dengan Kota Bima, sebanyak 30 PABU.

3) Dari Tiga Draft peta batas daerah lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Penegasan Batas Daerah secara pasti di lapangan antara Kab.
Lombok Barat dengan Kota Mataram; Kab. Lombok Tengah dengan Kab.
Lombok Utara; dan Kab. Lombok Timur dengan Kab. Lombok Utara telah
terbit permendagri No.54, 55, dan 56 Tahun 2013

4) Tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah
secara pasti di lapangan, sebagai berikut:
a) Kab. Lombok Barat dengan Kota Mataram;
b) Kab. Lombok Tengah dengan Kab. Lombok Utara; dan
c) Kab. Lombok Timur dengan Kab. Lombok Utara.

5) Segmen batas yang telah mendapatkan Kesepakatan ada 4 segmen batas
yaitu:
a) Kab. Lombok Timur dengan Kab. Lombok Tengah;
b) Kab. Lombok Sumbawa dengan Kab. Dompu
c) . Kab. Dompu dengan Kab. Bima
d) Kab. Bima dengan Kota Bima

6) Segmen batas yang belum mendapatkan kesepakatan ada 3 segmen batas
Yaitu: Kab Lombok Tengah dengan Kab. Lombok Barat, diwilayah dusun
pengantap sekotong, Kab Lombok Utara dengan Kab. Lombok Barat
diwilayah Pusuk Pass, kab. Sumbawa dengan Sumbawa Barat di wilayah
Batu Guring

3. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan selama
berlangsungnya pembinaan batas wilayah, sebagaimana terlihat pada tabel
berikut:

Tabel 6.6
Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN SOLUSI

Belum adanya kesepakatan penentuan batas
daerah antara:
- Kabupaten Lombok Tengah dengan

Kabupaten Lombok Barat, diwilayah dusun
pengantap sekotong,

- Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten
Lombok Barat diwilayah Pusuk Pass.

- Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten
Sumbawa Barat di wilayah Batu Guring.

- Fasilitasi pertemuan atara kedua belah
pihak yang bersengketa;

- Gubernur telah membuat Surat
Percepatan penerbitan Permendagri
tentang batas daerah No. 100/013/ADM
PEM tanggal 19 Januari 2015 perihasl
mendorong kepada kemendagri untuk
menerrbitkan permendagri ttg batas
daerah sesuai dengan hasil pelacakan
yang telah dilakukan oleh kemendagri
bersama pemerintah Kab/kota dan
Pemprov.
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E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Bencana dapat didefinisikan
sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis. Sebagaimana kondisi georafis, hidrologis, klimatologis, topografis,
demografis, dan potensi sumberdaya alam, menjadikan provinsi nusa tenggara barat
memiliki peluang yang besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; pelaksanaan
pembangunan yang terarah dan terencana; dan pelayanan kemasyarakatan yang lebih
berkualitas.

Situasi dan kondisi daerah yang demikian menjanjikan tersebut, apabila tidak
ditata dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai konflik, baik konflik
vertikal maupun konflik horizontal. Selain itu pula, kondisi daerah yang demikian,
menjadi sumber kerawanan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana
sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daderah Provinsi NTB dibentuk dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, merupakan garda terdepan dalam
penanggulangan bencana di daerah yang dilakukan melalui strategi preventif, tanggap
darurat pada saat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi.

Kondisi alam yang saat ini tidak terprediksi dan berubah dalam waktu cepat
karena dipengaruhi pemanasan global, menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD untuk
mengantisipasi kondisi-kondisi ekstrem agar jatuhnya korban jiwa dapat dihindari.
Sepanjang tahun 2014 tercatat beberapa bencana yang terjadi di seluruh Provinsi NTB,
bencana tersebut meliputi bencana alam dan bencana non alam.

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial akhir-akhir ini
menjadi kejadian yang cukup meresahkan masyarakat, karena selain tidak dapat
diprediksi ruang dan waktunya juga sering menimbulkan jatuhnya korban jiwa.
Sebaran bencana yang terjadi di Provinsi NTB, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.7
Bencana Yang Terjadi, Lokasi Terjadinya Bencana, dan Kerusakan serta

Korban Akibat Bencana Selama Tahun 2014

NO JENIS BENCANA
KABUPATEN/

KECAMATAN KERUSAKAN KORBAN
BENCANA KETERANGAN

KOTA

Januari

1 Tanah Longsor Lombok Barat Lembar 2 2

2 Banjir Lombok
Tengah Pujut - -

120 KK
terendam

banjir

3 Banjir Sumbawa
Barat Jereweh - -



BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

VI.37 LKPJ GUBERNUR 2014

NO JENIS BENCANA
KABUPATEN/

KECAMATAN KERUSAKAN KORBAN
BENCANA KETERANGAN

KOTA

4 Banjir Sumbawa
Barat Taliwang - -

5 Banjir Lombok Barat Kuranji - -

6 Kapal Tenggelam
(KMP Munawar)

Sumbawa
Barat Poto Tano - 8

7 Anak Hilang
( Hanyut ) Lombok Utara Tanjung - 1

8 Banjir lombok Timur Sambelia 1 -

9 Banjir Bandang Lombok Timur Sambelia 1 -

10 Angin Puting
Beliung Kota Bima

Raba,
Rabangodu
Utara dan
Rabangodu
Selatan

97 1

Februari

1 Banjir Lombok Timur Sambelia - -

2 Kapal Fery Kandas Lombok Timur Gilin Labur 9 - Mobil dan
Sepeda Motor(KMP Persada

Nusantara)

3 Gunung Sangiang
Api Bima Wera - - Gunung

Meletus

Maret

1 Banjir Bandang Sumbawa Lape 354 -

2 Hujan disertai
Angin Putting Lombok Timur Pringgabaya - -

Beliung Sakra Timur - -

Keruak 29 -

3 Angin Puting
Beliung

Kota Mataram Mataram 78 - Kepala
Keluarga

11 - Ruko

1 - Mobil

5 -

Lapak
Pedagang

4 Angin Puting
Beliung

Lombok Barat Kuripan - -

Lingsar 22 -

Kediri - -

Gerung - -

Mei

1 Orang Tenggelam Sumbawa Re`e - 1

2 Gunung Sangiang
Api Bima Wera - - Gunung

Meletus

Juni

1
Aktivitas Gunung
Sangiang Api Bima Wera - -
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NO JENIS BENCANA
KABUPATEN/

KECAMATAN KERUSAKAN KORBAN
BENCANA KETERANGAN

KOTA

2 Gempa Bumi
- - - -

5,4 SR.
kedalaman 24

Km
Tidak

berpotensi
Tsunami

Juli

1 Kapal Terbakar Padang Bae - 1 - Kapal Rusak

(KMP Teduh Rauh) Lembar

Agustus - -

1 Kekeringan NTB NTB - -

2 Angin Puting
Beliuang Sumbawa Ree 22 1

3 Kapal Tenggelam Manggarai - - 2 Dari Senggigi
Ke

Pulau Komodo
September

1 Kekeringan NTB NTB - -

Oktober

1 Kekeringan NTB NTB - -

Nopember

1 Kekeringan NTB NTB - -

Desember

1 Kekeringan NTB NTB - -

2 Banjir bandang Dompu Dompu 824 -

Woja 3645 -

Jumlah 5.102 16
Sumber : BPBD Provinsi NTB , 2014

Untuk menanggulangi bencana yang terjadi di NTB, Pemerintah Provinsi
NTB telah melakukan upaya-upaya antara lain:

a. Verifikasi tingkat kerusakan bencana;
b. Distribusi bantuan logistik pada saat bencana berupa Penyediaan bak

penampungan air, Distribusi air bersih, Pengadaan logistik gagal panen dan
Pembuatan sumur bor;

c. Membangun tenda pengungsian pada saat bencana;
d. Pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman

di Kab. Lombok Utara;
e. Monitoring dan Evaluasi Dana Siap Pakai (DSP) penanggulangan bencana

kekeringan di 8 kabupaten (Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab.
Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Barat, Kab.
Bima dan Kota Bima);
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f. Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Sangiangapi di Kabupaten Bima
dengan mendirikan Posko di Sangeangapi, kemudian dipindahkan ke daerah
Nipah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk dan
memantau dan mendirikan Stasiun guna kelancaran komunikasi;

g. Rekomendasi evakuasi penduduk dari ancaman bencana yang diperlukan saat
kejadian berdasarkan kajian teknis.

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi sepanjang tahun 2014 di Provinsi NTB dikategorikan
dalam status bencana kabupaten/kota dan Bencana Meletusnya Gunung
Sangeangapi  pada tanggal 30 Mei 2014 di Kabupaten Bima, jatuhnya Pesawat
Latih di Kabupaten Sumbawa dan Tenggelam Kapal Laut di wilayah perairan NTB
dikategorikan bencana provinsi. Penanganan bencana alam, Pemerintah Provinsi
NTB telah bekerjasama dengan Polres, Polsek, Korem, Kodim, ORARI, RAPI,
Basarnas, unsur forum dan masyarakat setempat, sedangkan bencana lainnya
yang berkewajiban untuk menangani dan menanggulangi adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.

3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya
bencana di Provinsi NTB pada tahun 2014, adalah:

a. Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan instansi terkait;
b. Pelatihan Manajemen Logistik;
c. Simulasi penanggulangan bencana untuk melatih pemuda/pelajar agar

tangkas, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
d. Pembinaan untuk desa tangguh bencana;
e. Pelatihan tanggap darurat dan evakuasi pemuda pelajar dilaksanakan di

Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Besar dimana diikuti oleh
150 orang peserta Kegiatan ini melibatkan pihak TNI, Basarnas, PMI dan
Pemadam Kebakaran;

f. Pelatihan aparatur untuk menganalisa kerusakan dan kerugian pada saat
pasca bencana

g. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional;
h. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Bencana Alam;
i. Tersusunnya Perda tentang Penanggulangan Bencana;
j. Penyebarluasan informasi potensi dan mitigasi bencana berupa brosur, CD,

Leaflet, poster dan informasi kebencanaan melalui http://www.bpbdntb.info/;
k. Pemetaan lokasi dan jalur evakuasi pada daerah rawan bencana;
l. Penyebarluasan informasi bencana dan prosedur mitigasinya, berupa baliho

dan papan informasi di lokasi rawan bencana gunungapi, lokasi rawan gempa
dan berpotensi tsunami dan beberapa lokasi yang teridentifikasi rawan
bencana gerakan tanah;

m. Pembuatan dan Penempatan Tanda Tanda Peringatan Bahaya Bencana;
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n. Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana kepada TAGANA;
o. Pembentukan kampung siaga bencana;
p. Penyiapan Bupperstock pada Gudang Bencana kabupaten/kota;
q. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
r. Pembangunan Jaringan Irigasi;
s. Pembangunan Embung dan bangunan penampung air lainnya;
t. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air

Lainnya;

u. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi SDA;

v. Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Hidrologi;

w. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Wilayah Sungai;

x. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA;

y. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi;

z. Perlindungan Mata Air dengan Vegetasi/Civil Teknis;

aa. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di
daerah;

bb. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan
rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

cc. Pemetaan lokasi dan jalur evakuasi pada daerah rawan bencana;

dd. Sosialisasi dan mitigasi bencana geologi pada daerah rawan bencana, yang
dihadiri 1.500 orang peserta, yang sebagian besar terdiri dari pelajar SMU
yang diharapkan mampu sebagai transformer informasi kebencanaan geologi
kepada masyarakat luas;

ee. Perubahan tutupan vegetasi dalam rangka Program Menuju Indonesia Hijau;

ff. Inventarisasi data dan pengawasan pencegahan kerusakan ekosistem perairan
darat, pesisir dan laut, atau hutan dan lahan;

gg. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik;

hh. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;

ii. Peningkatan dan penanggulangan KLB-Bencana.

4. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar dan pulau-pulau kecil yang
memiliki morfologi daerah variatif, berupa pegunungan, perbukitan, pedataran dan
pantai, yang merupakan kawasan rawan bencana alam. Secara umum, bencana
alam yang terjadi tidak semuanya dapat diprediksi. Berdasarkan catatan yang ada,
bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang
melanda NTB dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan sarana dan
prasarana umum adalah bencana banjir bandang, puting beliung, cuaca
buruk/gelombang pasang/rob, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung berapi,
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tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kebakaran pemukiman,
epidemi dan wabah penyakit, kecelakaan transportasi (darat, laut, udara) dan
konflik sosial.

Penduduk beberapa kawasan di NTB harus mewaspadai datangnya
bencana alam, yang termasuk rawan bencana untuk daerah NTB, antara lain:

a. Bencana akibat vulkanik: di sekitar Gunung Api Rinjani, Tambora, dan
Sangeangapi;

b. Tsunami dan gelombang pasang: di sepanjang Pantai Selatan dan Utara; serta

c. Bencana tanah longsor: di sekitar bantaran sungai dan tebing.

F. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Pemerintah Provinsi NTB bersama institusi berwenang dan pihak terkait
lainnya secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya dalam memelihara
dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun, harus diakui bahwa
tingkat kriminalitas masih fluktuatif dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, peran
serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan tingkat kriminalitas menjadi hal
yang sangat diharapkan agar kejahatan dapat dikurangi, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 6.8
Kriminalitas sepanjang Tahun 2013-2014

URAIAN Satuan 2013 2014

Crime Total (Jumlah kejahatan) Kasus 10.386 8.739
Crime Clearence (jumlah
perkara yang dilaporkan dan
diselesaikan)

Kasus 5.921 5.036

Clearence Rate (tingkat
penyelesaian perkara pidana) % 57,01 57,63

Crime Rate (tingkat
kriminalitas) kali 231 194

Crime Clock
(pengukuran waktu terjadinya
kejahatan)

Jam 0°84’50” 1°12’00”

Sumber:  Kepolisian Daerah NTB , 2014

BPBD Prov. NTB menerima bantuan
perahu amfibi dari BNPB pada Tahun
2014. Perahu ini merupakan
peralatan penanggulangan bencana
yang dapat mengarungi perairan dan
dapat juga melaju di daratan.
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Terjadi penurunan angka kriminalitas dari 10.386 kasus pada tahun 2013
menjadi 8.739 kasus pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut, kasus yang dapat
diselesaikan telah mencapai 57,63 persen. Dalam menciptakan upaya-upaya
pencegahan terjadinya kejahatan (crime prevention) terdapat dua metode yang
digunakan untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis
(pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara
konseptual;

2. Metode untuk mencegah the first crime yaitu suatu cara yang ditujukan untuk
mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first time) yang akan
dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode
prevention (preventif).

Berdasarkan uraian di atas, upaya penanggulangan kejahatan mencakup
aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang
yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga
pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat
dilakukan secara preventif dan represif.

Tabel 6.9
Perkembangan Kriminalitas (Crime Indeks) menurut Kasus Tahun 2013-2014

NO KASUS 2013 2014

1 CURAT (Pencurian dengan Pemberatan) 957 889
2 CURAS ((Pencurian dengan Kekerasan) 314 277
3 CURANMOR ((Pencurian Kendaraan

Bermotor)
2.548 2.038

4 ANIRAT (Penganiayaan Berat) 86 83
5 JUDI 157 154
6 NARKOBA 174 163
7 PEMBUNUHAN 21 25
8 KEBAKARAN 46 30
9 PERKOSAAN 40 20
10 UANG PALSU 4 3
11 PENCURIAN KAYU (Illegal Logging) 31 32
12 SENJATA API/BAHAN PELEDAK 20 24

J U M L A H 4.398 3.856
Sumber:  Kepolisian Daerah NTB Tahun 2014

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di Tahun 2014 mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini disebabkan karena tingginya
tingkat kesadaran masyarakat dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dalam pencegahan dan penanganan kriminalitas, sehingga kondisi keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat secara bertahap dapat terwujud. Langkah
yang dilakukan dalam mempertahankan stabilitas Kamtibmas yang kondusif, telah
dilakukan berbagai upaya, adapun terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan Polda
NTB selama tahun 2014, yaitu Operasi Kepolisian Terpusat, Operasi Kepolisian
Kewilayahan dan Program Penguatan Pengawasan melalui penguatan di berbagai
bidang, melakukan terobosan kreatif, termasuk meningkatkan kegiatan patroli
rutin maupun partroli gabungan.
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Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kondisi terhadap kasus-kasus
yang masih menunjukkan peningkatan Polda NTB melakukan penyesuaian diri
dalam kemampuannya sehingga mampu menghadapi tantangan tugas di masa
yang akan datang dan akan terus mengajak peran serta seluruh lapisan
masyarakat termasuk insan pers untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang
kondusif. Membangun kerjasama dengan berbagai instansi maupun lembaga
pemerintah baik secara formal maupun informal untuk mempermudah
penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Polda NTB akan
terus meningkatkan kegiatan silaturrahmi dengan tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda dan instansi terkait lainnya.

2. Penanggulangan dan Kendalanya

Demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam
bermasyarakat, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya pada
tahun 2014 dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran
sbegaimana yang tercantum sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.10
Capaian Indikator Program dan Kegiatan Dalam Pengelolaan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM KEGIATAN POKOK HASIL YANG DICAPAI

Biro Adm. Pemerintahan

Tertib Administrasi
Pemerintahan

Monitoring dan Evaluasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kabupaten/Kota

Terwujudnya strategi penanganan
dan penyelesaian gangguan
kantrantibmas

Biro Hukum

Penataan Peraturan
Perundang-undangan

Koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan

Tertanganinya perkara-perkara
Hukum Pemerintah Daerah Provinsi
sebanyak 10 perkara

Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan

Tersedianya Produk Hukum 14
Peraturan Daerah, 43 Peraturan
Gubernur dan 863 Keputusan
Gubernur.

Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan

Meningkatnya kesadaran hukum dan
pemahaman HAM bagi masyarakat
dan aparat penegak hukum sebanyak
345 orang.

Kajian Peraturan perundang-
undangan daerah terhadap
peraturan perundang-
undangan yang baru,lebih
tinggi dan keserasian antar
peraturan perundang-
undangan daerah

Produk hukum Kab/Kota se NTB yang
terevaluasi /terklarifikasi sebanyak
149 Perda/Perbup/ Perwal

Kantor Sat. Pol. PP

Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak
Kriminal

Pencegahan, penanggulangan
dan penanganan potensi
konflik dan gangguan
keamanan dan ketentraman
di masyarakat

Terciptanya keamanan dan
ketentraman di masyarakat
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PROGRAM KEGIATAN POKOK HASIL YANG DICAPAI

Peningkatan kegiatan
Pengaturan, Penjagaan,
Pengawalan dan Patroli
(TURJAWALI)

Tertanganinya pelanggaran Perda
Provinsi NTB dan kebijakan daerah
lainnya

Koordinasi  Pengawasan dan
Penegakan Perda  Provinsi
dan  Kabupaten/ Kota Se-NTB

Meningkatnya koordinasi pengawasan
dan penegakan Perda

Koordinasi Pengawasan,
pengamanan dan
Penanganan Asset Vital
Pemda di Luar dan dalam
daerah (Kabupaten/Kota Se-
NTB)

Terawasi dam terpantaunya barang
milik daerah serta asset Vital Pemda

Bintek Kepolisi pamong
prajaan,  komunikasi,
negosiasi dan mediasi massa

Terampilnya 40 personil Satpol PP

Bintek pengamanan,
penjagaan obyek vital dan
kemampuan dasar inteljen

Terampilnya 40 personil Satpol PP
dalam menjaga obyek vital daerah

Operasi Yustisi Penegakan
Produk Hukum Daerah

Tertanganinya  kasus  pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman dan
Keindahan) dengan jumlah kasus
sebanyak 8 (delapan) kasus

Sosialisasi dan penyuluhan
Perda/Pergub dan kebijakan
terkait pelaksanaan Program
Unggulan dan Strategis
Daerah lainnya

Meningkatnya pemahaman
masyarakat dalam penyelenggaraan
trantibum dan penegakan perundang-
undangan daerah guna mengawal
Program Unggulan dan Strategis
Daerahnya

Koordinasi dan Kerjasama
Pengamanan/Pengawalan
Pejabat (Gubernur/Wakil
Gubernur), Tamu VIP / Tamu
Pemda Ke Kab/Kota se NTB

Terwujudnya pengamanan,
pengawalan pejabat dan tamu serta
kegiatan pemda di 10 Kab/Kota

Pengembangan wawasan
kebangsaan

Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap nilai -
nilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya karakter aparatur
dalam pengembangan wawasan
kebangsaan melalui kirab pataka

Peningkatan Pembinaan
Personil Aparat Praja Wibawa.

Meningkatnya jiwa korsa dan
kerjasama 600 orang personil Pol PP
dalam menjaga trantibum

Pembinaan Kesamaptaan,
PBB dan Pengembangan
Karakter Personil Pol PP

Terbinanya 100 orang personil Pol PP

Peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)

Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
dan instansi/mitra terkait
dalam teknik Pencegahan
Kejahatan

Meningkatnya pengetahuan dan
pemahaman masyarakat dan aparat
dalam mencegah berkembangnya
penyakit masyarakat

Operasi Wibawa untuk
pemberantasan PEKAT
(Prostitusi, Gepeng, Anjal,
Miras, Perjudian, Premanisme
dan Narkoba)

Tertanganinya  kasus-kasus gangguan
penyakit masyarakat (PEKAT)

Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam

Perbantuan pengurangan
resiko  korban bencana alam

Terlatihnya 150 personil Satlinmas
dalam membantu resiko bencana
alam

Reformasi Birokrasi Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme

Meningkatnya sumberdaya aparatur
Sat Pol PP dalam penanganan dan
Penegakan Perda
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PROGRAM KEGIATAN POKOK HASIL YANG DICAPAI

Bakesbangpoldagri

Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan
Lingkungan
 Rapat Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM)
Terdeteksinya  konflik yang akan
terjadi di daerah sedini mungkin

 Buku Khotbah pencegahan
konflik yang disusun

Terbinanya masyarakat dalam deteksi
dini terhadap konflik yang akan terjadi
di daerah dengan dicetaknya 3.000
buku khotbah

 Jejaring FKDM
Terbentuknya Tim FKDM sebanyak
500 orang di 10 kab/Kota

 Pemantauan situasi
masalah strategis

Terbinanya Pemuda dan Ormas dalam
deteksi dini terhadap konflik yang
akan terjadi di daerah

 Rapat Tim Koordinasi,
Pembinaan
penanggulangan gangguan
Kamtibmas yang
berdampak luas/sistemik
dan Strategis di NTB

Koordinasi dengan Aparat terkait,
Konsolidasi, Pembinaan Generasi
muda, Ormas pada daerah rawan
konflik, pemetaan Daerah Rawan
konflik dan Rehabilitasi lokasi rawan
konflik, jumlah 24 orang tim.

Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
 Hasil Pengawasan Aliran

Kepercayaan (PAKEM)
Terlapornya pengawasan keberadaan
aliran kepercayaan masyarakat di
Prov. NTB

 Rapat Forum Kerukunan
Umat Beragama

Terciptanya kerukunan umat
beragama di Prov. NTB

Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
 Orientasi Bela Negara,

Pendidikan Karakter
Bangsa dan Wawasan
Kebangsaan bagi
siswa/siswi

Meningkatnya Siswa/siswi memiliki
wawasan Kebangsaan dan solidaritas
dalam Bela Negara, 60 orang

 Pembinaan Pemilih Pemula
pada Pemilukada, Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden
dan Wk. Presiden

Terbinanya Pemilih Pemula dalam
melaksanakan Pemilukada, Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden dan Wk.
Presiden sebanyak 35 orang

Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
budaya bangsa
 TOT 4 (empat) konsensus

kehidupan berbangsa dan
bernegara dasar bagi
tenaga pendidik

Meningkatnya kesadaran generasi
muda dan masyarakat akan nilai-nilai
budaya bangsa (100 orang /
2 angkatan)

 Pendidikan Wawasan
Kebangsaan

Terbentuknya Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan sebanyak 60
orang

Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada
masyarakat
 Pembinaan ormas LSM

yang mengikuti penyuluhan
Terbinanya Ormas dan LSM se NTB
dalam menghadapi Pemilukada Tahun
2014 sebanyak 50 orang

 Sosialisasi pemilu legislatif
dan presiden

Terbinanya masyarakat se NTB dalam
menghadapi Pemilu Tahun 2014
sebanyak 50 orang
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PROGRAM KEGIATAN POKOK HASIL YANG DICAPAI

 Penyuluhan peran
perempuan dalam politik

Meningkatnya peran perempuan dan
pemuda se NTB dalam bidang politik
sebanyak 50 orang

 berkas parpol yang
diverifikasi

Terfasilitasinya kegiatan verifikasi
berkas parpol dalam meningkatkan
peran parpol dalam pendidikan politik
sebanyak 9 berkas parpol

Sumber :Biro Adm. Pemerintahan, Biro Hukum, Kantor Satpol PP, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2014

Agenda penegakan HAM menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi
NTB pada tahun 2014, dengan cara menetapkan kebijakan publik yang jelas dan
transparan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas. Kebijakan tersebut
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dimana pada
tahun 2014 telah diterbitkan 14 Peraturan Derah dan 43 Peraturan Gubernur.
Peraturan-peraturan tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.11
Rekapitulasi Peraturan Daerah Provinsi Tahun 2014

NO. NO DAN TANGGAL TENTANG
DIUNDANGKAN DALAM

LEMBARAN DAERAH NOMOR,
TAHUN dan TANGGAL

1. 1 Tahun 2014
4-3-2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2005 – 2025

Nomor 1 Tahun 2014
5-3-2014

2. 2 Th. 2014
4-3-2014

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2013 2018

Nomor 2 Tahun 2014
Tgl. 5-4-2014

3. 3 Th. 2014
20-5-2014

Kawasan Tanpa Rokok Nomor 3 Tahun 2014
Tgl. 21-5-2014

4. 4 Th. 2014
20-5-2014

Penyelenggaraan Komunikasi dan
Informatika

Nomor 4 Tahun 2014
Tgl. 21-5-2014

5. 5 Th. 2014
20-5-2014

Jasa Kontruksi Nomor 5 Tahun 2014
Tgl. 21-5-2014

6. 6 Th. 2014
14-7-2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013

Nomor 6 Tahun 2014
Tgl. 14-7-2014

7. 7 Th. 2014
15-8-2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014

Nomor 7 Tahun 2014
Tgl. 15-8-2014

8. 8 Th. 2014
22-9-2014

Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015

Nomor 8 Tahun 2014
Tgl. 22-9-2014

9. 9 Th. 2014
29-12-2014

Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2014
Tgl. 30-12-2014

10. 10 Th. 2014
29-12-2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2006 Tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor 10 Tahun 2014
Tgl. 30-12-2014

11. 11 Th. 2014
29-12-2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor 11 Tahun 2014
Tgl. 30-12-2014
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NO. NO DAN TANGGAL TENTANG
DIUNDANGKAN DALAM

LEMBARAN DAERAH NOMOR,
TAHUN dan TANGGAL

12. 12 Th. 2014
29-12-2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Nomor 12 Tahun 2014
Tgl. 30-12-2014

13. 13 Th. 2014
29-12-2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai
Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Nomor 13 Tahun 2014
Tgl. 30-12-2014

14. 14 Th. 2014
29-12-2014

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Barat

Nomor 14 Tahun 2014
Tgl. 30-12-2014

Sumber:  Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2014

Tabel 6.12
Rekapitulasi Peraturan Gubernur NTB Tahun 2014

NO. NO DAN TANGGAL
PERGUB TENTANG

PENGUNDANGAN
DALAM BERITA

DAERAH
TANGGAL NO.

1. 1 Tahun 2014
28-1-2014

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

29-1-2014 1

2. 2 Tahun 2014
18-2-2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Pemberian Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua,
Dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

19-2-2014 2

3. 3 Tahun 2014
27-2-2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas 3-3-2014 3

4. 4 Tahun 2014
11-3-2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah

11-3-2014 4

5. 5 Tahun 2014
11–3–2014

Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan/ Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah

12-3-2014 5

6. 6 Tahun 2014
11–3–2014

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha 12-3-2014 6

7. 7 Tahun 2014
13–3–2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41
Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014

14-3-2014 7

8. 8 Tahun 2014
20–3–2014

Pengurangan Resiko Bencana 21-3-2014 8

9. 9 Tahun 2014
14–4–2014

Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat 15-4-2014 9

10. 10 Tahun 2014
16–4–2014

Kebijakan Akuntansi Investasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 17-4-2014 10

11. 11 Tahun 2014
28–5–2014

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

28-5-2014 11

12. 12 Tahun 2014
24–6–2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas 25-6-2014 13
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NO. NO DAN TANGGAL
PERGUB TENTANG

PENGUNDANGAN
DALAM BERITA

DAERAH
TANGGAL NO.

13. 13 Tahun 2014
26–6–2014

Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan
Bantuan Sosial 27-6-2014 13

14. 14 Tahun 2014
15–7–2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013

16-7-2014 14

15. 15 Tahun 2014
16–7–2014

Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 17-7-2014 15

16. 16 Tahun 2014
22–7–2013

Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat

23-7-2014 16

17. 17 Tahun 2014
15–8–2014

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2014

15-8-2014 71

18. 18 Tahun 2014
18–8–2014

Rincian Tugas, Fungsi Auditor Dan Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah Pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara
Barat

19-8-2014 18

19. 19 Tahun 2014
8-9-2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13
Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2014

9-9-2014 19

20. 20 Tahun 2014
15-9-2014

Pemberian Keringanan Atas Pajak Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor

15-9-2014 20

21. 21 Tahun 2014
22–9–2014 Pengelolaan Kas Non Anggaran 22-9-2014 21

22. 22 Tahun 2014
22–9–2013

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
Anggaran 2015

22-9-2014 22

23. 23 Tahun 2014
23–9–2014

Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 24–9–2014 23

24. 24 Tahun 2014
25–9–2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5
Tahun Tahun 2011 Tentang Insentif Atas
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

26–9–2014 24

25. 25 Tahun 2014
25–9–2013

Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil  Lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 26–9–2014 25

26. 26 Tahun 2014
26–9–2014

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014

26–9–2014 26

27. 27 Tahun 2014
29–9–2013

Standar Audit Dan Reviu Atas Laporan Keuangan
Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat 30–9–2013 27

28. 28 Tahun 2014
10–10–2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

10–10–2014 28

29. 29 Tahun 2014
30–10–2014

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014–2034 3–11–2014 29

30. 30 Tahun 2014
5–11–2013

Pemberian Keringanan Atas Pajak Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Dalam Daerah

5–11–2014 30

31. 31 Tahun 2014
6–11–2014

Roadmap Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2015-2019 7–11–2014 31
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NO. NO DAN TANGGAL
PERGUB TENTANG

PENGUNDANGAN
DALAM BERITA

DAERAH
TANGGAL NO.

32. 32 Tahun 2014
10–11–2013

Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
20142018

11–11–2013 32

33. 33 Tahun 2014
17–11–2014

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat 18–11–2014 33

34. 34 Tahun 2014
17–11–2014

Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat 18–11–2014 34

35.

35 Tahun 2014
26–11–2014

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2005
Tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota
Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan
Mobil Bus Umum Di Provinsi Nusa Tenggara
Barat

26–11–2014 35

36.

36 Tahun 2014
26–11–2014

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada PT. Bank
NTB, PT. Gerbang NTB Emas, PT. Jamkrida NTB
Bersaing, PD. BPR NTB Dan PT. Asuransi Bangun
Askrida

27–11–2014 36

37. 37 Tahun 2014
4–12–2014

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Daerah 5–12–2014 37

38.
38 Tahun 2014
10–12–2014

Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran
Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat

11–12–2014 38

39. 39 Tahun 2014
15–12–2014

Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 16–12–2014 39

40. 40 Tahun 2014
15–12–2014

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi
Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

16–12–2014 40

41. 41 Tahun 2014
16–12–2014

Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Umum 17–12–2014 41

42. 42 Tahun 2014
18–12–2014

Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan
Pulaupulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat 19–12–2014 42

Sumber:  Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2014

Untuk memperkenalkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Provinsi NTB dilakukan melalui sosialisasi, surat edaran, leaflet maupun melalui
media baliho dan www.jdih.ntbprov.go.id keseluruh lapisan masyarakat sesuai
dengan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut. Setelah melalui proses
sosialisasi setiap pelanggaran terhadap Perda maupun Pergub diberikan sanksi
disiplin berupa pembinaan dan implementasinya dilaksanakan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan selama
berlangsungnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 6.13
Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

PERMASALAHAN SOLUSI

- Kualitas SDM personil masih harus ditingkatkan,
sebagian masih belum mengikuti Diklat Teknis
Polisi Pamong Praja, dan diklat selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik Pejabat
maupun staf/anggota

- Belum optimalnya tugas penegakan perda
karena kendala koordinasi dan minimnya
sinergitas  instansi terkait untuk melibatkan
Polisi Pamong Praja; dan terbatasnya PPNS
untuk menyidik pelanggaran perda.

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada;
- Melaksanakan Bimbingan teknis untuk

penyegaran PPNS Provinsi NTB dan bimbingan
teknis lainnya yang terkait dengan tugas dan
fungsi termasuk secara bertahap meningkatkan
dukungan sarana prasarana.

- Membentuk Tim Terpadu lintas sektor melalui
pelaksanaan Operasi Gabungan (OPGAB)



BAB VII. PENUTUP

Sesuai penjelasan Bab I sampai dengan Bab VI pada Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, dapat diberikan konklusi bahwa laporan ini
memiliki arti strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. LKPJ Tahun 2014,
merupakan tahun pertama pencapaian RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dengan visi
“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing
dan Sejahtera”. Dengan prioritas pembangunan pada budi pekerti luhur, reformasi
birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan stabilitas keamanan,
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, agroindustri, wirausaha dan iklim
investasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, konektifitas antar wilayah, lingkungan hidup,
perubahan iklim dan bencana alam.

Dampak yang ditimbulkan dari kerjasama yang terjalin selama ini antara pihak
eksekutif, legislatif, masyarakat dan para pemangku kepentingan pada semua siklus
perencanaan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi NTB tanpa sektor
pertambangan non migas mencapai 5,06%. Dengan sumbangan sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan 23,54 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor 13,86 persen dan Pertambangan dan Penggalian 11,78%.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian, perlu didukung oleh pemerintah, para
pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat, juga harus secara optimal
didukung oleh lembaga keuangan (khususnya perbankan), baik lembaga konvensional
maupun syariah. Sebagai upaya untuk meningkatkan tumbuhnya investasi diberbagai
sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Investasi tidak hanya dari pemerintah, tapi
harapan terbesar adalah dari pihak swasta, BUMN dan investasi langsung luar negeri.

Capaian keberhasilan pembangunan sampai saat ini, tentunya merupakan buah
dari kerjasama dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan di NTB. Keberhasilan ini
perlu lebih ditingkatkan lagi dengan mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai
program dan kegiatan pembangunan yang bersifat spasial dan non spasial disertai upaya-
upaya yang terintegrasi untuk mencapai agenda pembangunan ditahun berikutnya.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur ini disusun sesuai dengan
amanat amanat ketentuan pasal 69 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dengan harapan semoga masyarakat NTB kedepannya
menjadi lebih sejahtera. Amin.
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TANDA JASA/PENGHARGAAN, 2014

1. Penghargaan MDGs Award 2014 dari
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagai Provinsi Terbaik Pertama
kategori:

 Provinsi Terbaik I Kategori Laju Pencapaian
MDGs Terbaik 2011-2013, 30 April 2014.

 Provinsi Terbaik I kategori Pencapaian
Indikator MDGs Terbanyak tahun 2011-
2013, 30 April 2014

2. Penghargaan Anugerah Pangripta
Nusantara Utama 2014, sebagai Provinsi
Terbaik III dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tingkat
Provinsi Kategori B, 30 April 2014.

3. Penghargaan terhadap Program
Kampung Media NTB sebagai salah
satu “Nine Top” Inovasi Daerah

Pelayanan Publik tingkat nasional tahun 2014 dari kementerian PAN & RB, 30 April 2014.

4. Penghargaan Keberhasilan Menyusun
dan Menyajikan Laporan Keuangan
Tahun 2013 dengan Capaian Standar
Tertinggi dalam Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah, 12
September 2014.



TANDA JASA/PENGHARGAAN, 2014

5. Penghargaan sebagai Top 10
Investmen Award Tahun 2014
sebagai penyelenggara PTSP
dibidang Penanaman Modal Provinsi
Terbaik, sejak tahun 2010 dan 2012
dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal RI, 7 Oktober 2014.

6. Penghargaan National e-Procurement Award
2014 dari Bappenas atas komitmen
transparansi dan akutabilitas dalam
mekanisme pengadaan barang dan jasa di
lingkup Pemerintah Provinsi NTB, 18
November 2014.

7. Penghargaan Nasional Juara Pertama
Pemeringkatan Pelayanan Informasi Publik,
12 Desember 2014.



TANDA JASA/PENGHARGAAN, 2014

8. Penghargaan Transmigration Award
2014 dari Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI berturut-turut
dari tahun 2012, 2013, dan 2014.
Penghargaan Transmigration Award
terdiri dari dua kategori, yaitu:
Transmigration Award Daerah Asal
dan Transmigration Award Daerah
Penempatan. Nusa Tenggara Barat

satu-satunya Provinsi yang dapat menyadingkan dua jenis kategori, yaitu kategori
Transmigration Award 2012 Makarti Nayotama Daerah Penempatan,Transmigration
Award 2013 Makarti Nayotama Daerah Asal dan Transmigration Award 2014 Makarti
Nayotama Daerah Penempatan, 15 Desember 2014.

9. Penghargaan Adhikarya Pangan
Nusantara Tahun 2014 dari Presiden
RI berturut-turut dari tahun 2012,
2013, dan 2014, kategori Pembina
Ketahanan Pangan, 26 Desember
2014.

.



TARGET REALISASI TERCAPAI
BELUM

TERCAPAI
Na

1.
Kematian Akibat Konflik dan Tindak
Kekerasan

Kasus 3 2 2 1

2.
Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur

% 45 55 100 1

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik % 70,47 71,00 78,5 1

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 5,38 4,83 5,75 1

5. Pertumbuhan Ekonomi (non tambang) % 5,61 5,60-5,75 6,15 1

6. Pola Pangan Harapan point 78,70 79,40 79,9 1

7. Paritas Daya Beli Masyarakat Rp 647.710 673.898 Na 1

8. Angka Kemiskinan % 17,25 16,25 17,05 1

9. Laju Investasi % 8,28 8,30 26,81 1

10. Pertumbuhan PAD % 15,14 13,78 29,94 1

INDIKATOR SATUAN
TAHUN AWAL
RPJMD 2013

CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN RPJMD PROVINSI NTB 2013-2018
TAHUN 2014

NO.
CAPAIAN 20142014
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TARGET REALISASI TERCAPAI
BELUM

TERCAPAI
Na

INDIKATOR SATUAN
TAHUN AWAL
RPJMD 2013

NO.
CAPAIAN 20142014

11. Kunjungan Wisatawan Org 1.357.602 1.469.596 1.629.122 1

- Mancanegara Org 565.944 595.020 752.306

- Nusantara Org 791.658 874.577 876.816

12. Cakupan Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) % 1,58 1,58 2.20 1

13. Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik
% 100 100 100 1

14.
Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB
Online (RKPD Oneline, NTB Satu Data, SIP-
PPID)

Orang 4.653 10.000 25.347 1

15. Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
% 67,56 71,54 68,99 1

16. Rasio Elektrifikasi % 64,43 65,68 66,91 1
17. Cakupan Air Bersih 1

- Perkotaan % 80,23 82,18 82,09
- Perdesaan % 72,15 75,12 74,8

18. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Unit 21,471 1.000 1.000 1

19. Cakupan Jamban Keluarga % 72,35 73 74,02 1

20. Rata-rata lama Sekolah Tahun 7,19 7,26 Na 1

21. Buta Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun
% 15,04 13,86 Na 1

22. Usia Harapan Hidup Tahun 62,73 64,50 Na 1

23. Prevalensi Kurang Gizi % 18,27 17,00 20,6 1

24.
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
Usia > 10 tahun

Tahun 20,52 21,32 Na 1

LKPJ Gubernur NTB 2014



TARGET REALISASI TERCAPAI
BELUM

TERCAPAI
Na

INDIKATOR SATUAN
TAHUN AWAL
RPJMD 2013

NO.
CAPAIAN 20142014

25.
Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai
Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah

% 10 20 20 1

26. Pranata Adat yang Terbentuk Lembaga 10 50 54 1

27. Pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah 1

- Desain Industri 37 15 2
- Merek 42 20 8
- Hak Cipta 18 15 1

28.
Dokumen Perencanaan dan Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan Pembangunan yang
Berprestasi ditingkat Nasional

Dokumen 2 3 3 1

29. Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut 1

- Angkutan Udara Orang 2.145.290 2.451.000 2.495.695
- Angkutan Laut Orang 125.794 138.373 162.828

30. Kualitas Lingkungan Hidup 1

- Air 60 66,98 72,5

- Udara 99,52 99,54 Na
- Tutupan Lahan % 93,37 94,04 66,42

31. Mata Air Terlindungi Titik 334 354 354 1

19 7 5

61,29 22,58 16,13

Catatan : Kondisi awal tahun 2013 tetap sesuai dengan Dokumen RPJMD 31

JUMLAH

Persentasi

Produk

LKPJ Gubernur NTB 2014
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INDIKATOR SATUAN
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NO.
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LKPJ Gubernur NTB 2014


	cover Sampul dan Pembatas Bab.pdf (p.1-11)
	Pengantar dan daftar isi LKPJ 2014.pdf (p.12-38)
	Bab I LKPJ 2014.pdf (p.39-66)
	BAB II_ LKPJ 2014.pdf (p.67-74)
	BAB III _LKPJ 2014.pdf (p.75-104)
	BAB IV LKPJ 2014.pdf (p.105-500)
	BAB V LKPJ 2014.pdf (p.501-529)
	BAB VI LKPJ 2014.pdf (p.530-579)
	BAB VII.pdf (p.580-581)
	penghargaan 2014.pdf (p.582-584)
	LKPJ Capaian 31 Indikator RPJMD 2014.pdf (p.585-588)

